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WAH HOTA BAL[KPAPEN

PROVINSI KALIMANTAV TtMUR

pERAmuRAN WALI KorA BALIKPAPAN

NOMOR   21  TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAIIAN KETTGA ATAS PERATURAN WAIJ KOTA

NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTENG REBIJAKAN AKUNTENSI

DENGEN RAHMAT Tul+AN TANG MAFIA ESA

WAII HorA BAIIKPAPEN,

Menimbang  :   a. bahwa dalam ran8ka tertib administrasi penerapan
standar akuntansi pemerintahan, perlu melakukan
penyesuaian   atas   materi   penjelasan   termasuk
penambahan  kebijakan  akuntansi  tentang  hibah,
dana   cadangan,   dan   pep.anjian   konsesi  jasa-

pemberi konsesi;
b.  bahwa  Peraturan  Wali  Kota  Nomor  24  Tahun

2023  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan
Wali    Kota    Nomor    36    Tahun    2017    tentang
Kebijakan Akuntansi sudah tidak sesuai dengan
kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

c.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud  dalam  huruf  a  dan  huruf  b,  perlu
menetapkan     Peraturan     Wali     Kota     tentang
Perubahan   Ketiga   atas   Peraturan   Wall   Kota
Nomor    36    Tahun    2017    tentang    Kebijakan
Akuntansi;
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Mengingat    :   1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun   1'959  tentang
Penetapan  Undang-Undang Darurat No.  3  Tahun
1953 tentang Peapanjangan Pembentukan Daerah
Tinghat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun

`    1953  No.  9),  Sebagal  Undang-Undang  {Lembaran

Negara    Tahun    1959    Nomor    72,    Tambahan
I.embaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah
beberapa  kali  diubah  teralchir  dengan  Undang-
Undang     Nomor     8     Tahun      1965     tentang
Pembentukan   Daerah   Tinghat   11   Tanah   Laut,
Daerah  Tingkat  11  Tapin  dan  Derah  Tingkat  11
Tabalong  dengan  Mengubah  Undang-Undang  No.
27   Tahun   1959,   tentang   Penetapan   Undang-
Undang   Darurat   No.   3   Tahun   1953,   tentang
Pembentukan  Daerah  Tingkat  11   di  Kalimantan

(I.embaran    Negara    Tahun     1965    Nomor    51,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756).;.

3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Thhu~n   2014   Nomor   244,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah  beberapa kali diubah  teraThir
dengan   Undang-Undang  Nomor  6   Tahun   2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang  Nomor  2   Tahun  2022   tentamg
Cipta  Ken.a  Menjadi  Undang-Undang  {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856) ;

4.Peraturan   Pemerintah   Nomor   71   Tahun   2010
tentang      S tandar      Akuntansi      Pemerintahan
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan I,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165) ;
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5.Peratura]i   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6322) ;

6. Peratura]i Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013    tentang    Penerapan    Standar    Akuntansi
Pemerintahan  Berbasis  Akrual  pada  Pemerintah
Daerah  (Berifa  Negara  Repub]ik  Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425)i

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020     tentang    Pedoman    Teknis    Pengelolaan
Keuangan     Daerah     {Berita     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

8. Peraturan Wall Kofa Balikpapan Nomor 36 Tahun
2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berifa Daerah
Kota     Balikpapan     Tahun     2017     Nomor     36)
sebagaimana telah  beberapa kali -diubah  terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota
Nomor    36    Tahun    2017    tentang    Kebijakan
Akuntansi {Berita Daerah Ko fa Balikpapan Tahun
2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :    PERATURAN  WALI  KOTA  TENTANG  PERUBAHAN

KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36

TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Pasal I
Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2017 tentang
Kebijakan      Akuntansi      (Berita      Daerah      Kota
Balikyapan   Tahun   2017   Nomor   36}   yang   telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:
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a.  Nomor   2   Tahun   2020   {Berita   Daerah   Kota
Balilapapan Tchun 2020 Nomor 2);

b.  Nomor   24   Tahun   2023   (Berita   Daerah   Kota
Balilapapan Tahun 2023 Nomor 24);

diubah sebagai berikut:

1.  Ketentuan   ayat   (1}   Pasal   5   diubah   sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

( 1)-   Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, terdiri atas:
a.     keran8ka         konseptual         Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah;
b.     penyajian laporari keuangan;
c.     Iaporan realisasi anggaran berbasis kas;
d.     neraca;
e.     1aporan aruskas;
f.      Iaporan operasional;

9.     1aporan perubahan ekuitas;
h.     1aporan perubahan saldo anggaran lebih;
i.      catatan atas laporan keuangan;  _
j.      Akuntansi pendapatan-1aporan realisasi

anggaran berbasis kas;
k.     Akuntansi belanja;
1.      Akuntansi pembiayaan;
in.    Akuntansi     pendapatan-LO      berbasis

arfual;
n.     Akuntansi beban;
o.     Akuntansi kas dan setara kas;
p.     Akuntansi piutang;
q.     Akuntansi      kualitas      piutang      dan

penyisihan piutang;
r.     Akuntansi persediaan;
s.     Akuntansi investasi;
t.     Akuntansi aset tetap;
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u.    Akuntansi penyusutan;
v.     A]flintansi     nilal     satuan     minimum

kapitalisasi dari ekstrahomptabel;
w.    Akuntansi konstruksi dalam pengeljaan;
x.     Akuntansi dana cadangan;
y.     Akuntansi aset lainnya;
z.     Akuntansi kewajiban;
aa.   Akuntansi    atas    koreksi    kesalahan,

perubahan       Kebij akan       Akuntansi ,
perubahali    estimasi    Akuntansi    dan
operasi yang tid-ak dilanjutkan;

bb.  Akuntansi penerimaan dan pengeluaran
Daerah yang tidak melalui rekening kas
umum Daerah;

cc.   Akuntansi           laporan           keuangan
konsolidasi;

dd.   Akuntansi dana bergulir;
ee.   Akuntansi belanja bantuan sosial;
ff.     Akuntansi hibah;+

gg.   Akuntansi properti investasi; dan
hh.  Akuntansi    perianjian    konsesi    jasa-

pemberi konsesi.

(2)    Kebijakan Akuntansi sebagalmana dimaksud
pada  ayat  (1),  tercantum  dalam  I.ampiran
yang  merupakan  bagian  tidak  terpisarfkali
dari Peraturan Wali Kota ini.

2.  Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor
24  Tahun  2023  tentang Perubahan  Kedua  atas
Peraturan   Wali   Kota   Nomor   36   Tahun   2017
tentang  Kebijakan  Akuntansi  diubah,  sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lanpiran
yang  merupakan  bagian  tidak  telpisahkan  dari
Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal 11

Peraturan   Wall   Kota   ini   mulai   berlaku   pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan   Peraturan  Wali  Kota  ini  dengan
penempatannya     dalam     Berita     Daerah     Kota
Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 17  0ktober  2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAI+MAD MASUD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 17  0ktober  2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
`         \`````..      .:  ....   ``.`.`:                .`       -.`.'       ````
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LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR     21    TAHUN2025
TENTANG
PERUBAHAN   KETIGA   ATAS   PERATURAN
WALI    KOTA    NOMOR    36    TAHUN~2017
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

REBIJAKAN AKUNTANSI

fi. KEEENGKA        KOHSEPTtlAI        KE814AKART        AKrmTAnrsl
PEMERINTAII DAERAII

pErmALErmJEN
Tujuan

1.    Kerangka  konseptual   kebijakan   akuntansi   Pemerintah
Daerah ini mengacri pada kerangka konseptual standar akuntansi    ~
pemeriritahan    untuk    merumuskan    konsep    yang    mendasari
penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan  Pemerintari  Daerah.
Diawali  dengrn  penetapan  tujuan  pelaporan   keuangan,   diikuti
dengan penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang
membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur laporan
keuangan  didermisikan.   Berikutnya  dijelaskan   pedoman   opera~si
yang lebih rinci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip. Kerangka
konseptual  juga   mengakui   adanya   kendala   dalam   lingrfungan
pelaporan keuangan.

2.    Tujuan    kerangka    konseptual   .kebijakan    akuntansi
Pemerintah Daerah ada]ah sebagal acuan bagi:
a)   penyusun   l`aporan   keuangan   dalam   menanggulangi   masalah

akuntansi yang belum diatur dalaln kebijakan akuntansi;
b)   pemeriksa   dalam   memberikan   pendapat   mengenai   apakah

lap~oran  keuangan disusun sesuai dengan kebijakan  akuntinsi;
dan

c)   para pengguna laporan  keuangan  dalam menafsirfean informasi
yang  disajikan  pada  laporan  keuangan  yang  disusun  sesuai
dengan kebijakan akuntansi.

3.    Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam
hal  terdapat  masalah  akuntansi  yang  belum  dinyatakan  dalam
kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.

4.    Dalam hal teliadi pertentangan antara keran8ka konseptu`al
dan  kebijakan  akuntansi,  maka  ketentuan  kebijakan  akuntansi
diunggulkan relatif terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka
panjang,  konflik  deniikian  diharapkan `dapat  diselesalkan  sejalan
dengari pengembangan kehijakan akuntansi di nasa depan.

5.    Kebijalran  akintansi  adalah  prinsip-prinsip  arfuntansi
yang  telah~ dipilih  berdasarkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan
untuk   diterapkan   dalam   penyusunan   dan   penyajian   14a:pforan
Keuangan Pemerintah Daerah.
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6.    Thijuan kebijahan akuntansi adalah mengatur penyusunan
dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan
umum    dalaln    rangka    meninghaflran    keterbandingan.    Iaporan
keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

_    7`.    Kebijakan       ini       berlaku       untuk       setiap       entitas
akuntansi/pelaporan     Pemerintah     Daerah,     yang     memperoleh
anggaran berdasarkan A~PBD, tidak terlnasuk Perusahaan Daerah.

Ruang Lingkup
8.    Kerangka Kon-septual ini` membahas:

a)   tujuan kerangka konseptual;
b)   hi9kungan afuntansi pemerintah Daerah;
c)   pengguna dan keEutuhan informasi;
d)   entitas akuntansi dan 'entitas pelaporan;
e)   peranan  dan  tujuan  pelaporan  keuangan,   komponen  laporan

keuangan, serta dasar hukum;
8    asumsi dasar5 karalsteristik kualitatif yan.g menentuhan man`faat

informasi dalam laporan keuangan, prinsip=prinsip, serta kendala
informasi akuntansi;  ~
definisi unsur laporan keuangan;
pengakuan unsur laporan keuangan.; dan
pengukuran unsur laporan keuangan.

9.    Keran8ka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan
Pemerintah Daerah.

Ling]mngan Akuntansi Pemerintah Daerah
1`0.--  Ijin9kungan.   operasio-nal   organisasi   Pemerinfah   Daerah

berpengaruh terhadap karalderistik tujuan akuntansi dan-pelaporan
keuangannya.

11.  Ciri-ciri penting lingkungan Pemerintah Daerah yang perlu
diperti_mbangkan    dalam    menetapkan    tujuan    akuntansi    dan
pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
a)   Ciri  utaria  struktur  Pemerintah  Daerah  dan  pelayanan  yang

diberikan:
1}    bentuk     umum     Pemerintah     Daerah     dan     pemisahan

kekuasaan;
2)    sistem pemerintahan otonomi;
3)    adany.a pengafrih proses politik; dan
4)   hubungan   antara-pembayaran   pajak   dengan.   pelayanan

Pemerintah Daerah.
b)   Ciri     keuangan     Pemerintah     Daerah     yang     penting     bagi-_

pengendalian:
1`) --  anggaran sebagal pemyataan kehijakan publik, target fis_kal,

dan sebagal alat pengendalian;
2)    inve-stasi  dalaln  aset  yang  tidak  langsung  men9hasilkar}

pendapatam;
3)    kemun8kinanf  penggunaan I aquntansi   dana   untuk   tujuan

pengendalian; dan
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4}   Penyusutan  nflai aset sebagal sumber daya ekonomi harena
digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan
12.  Dalam bentuk Negara  Kesatuan  Repubfik Indonesia yang

berasas Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan
sila keempat.  Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat
publik  melalui  proses  pemilihan.  Sejalan  dengan  pendelegasian
kekuasaan  ini  adalah  pemisahan  wewenang  di  antara  eksekutif,-~
legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi
dan rienjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan
kekuasaan di antara penyelenggaraan pemerintahan Daerah

13.  Sebagalmana    berlaku    dalam    lingkungan    keuangan
Pemerintah     Daerah,     pemerintah     menyusun     anggaran     dan
menyampaikannya kepada DPRD unfuk mendapatkan persetuj-uan.
Pemerintah   Daerah   bertanggung   jawab   atas   penyelenggaraan
keuangan tersebut kepada_ DPRD.

Sistem Pemerintahan Otonomi
14.  Secara substansial,  terdapat tiga lingkup pemerintahan

dalam  sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu  pemerintah
pusat,   pemerintah   provinsi,   dan   pemerintah   kabupaten/kota.
Pemerintah  yang  lebih  luas  cakuparinya  memberi  arahan  pada     {
pemerintahan  yang  cakupannya  lebin  sempit.  Adanya  pemerinfah
yang men8hasilkan pendapatan pajak atau buhan pajak yang lebih
besar mengakibathan diselenggarakannya sistem bagi hasil,  alokasi
dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

Pengaruh Proses Politik
15.  Salah  safu  tujuan  utama  pemerintahan  Daerah  adalah   -

meningkatkan    kesejahteraan.    rakyat.    Sehubungan    dengan   ~itu,
Pemerintah- Daerah  Berupaya  untuk  mewujudkan  keseimbangan
fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang
bersumber  dari  pendapatan  Pajak  Daerah   dan   sumber-sumber
lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang
penting    dalam    mewujudkan    keseimbangan    tersebut    adalah
berlangsungriya   proses   politik   untuk   menyelaraskan   berbagal
kepentingan yang ada di masyarakat.

Hubungan  Antara   Pembayaran   Pajak   Daerah   dan   Pelayanan
Pemerintah Daerah

16.  Walaupun   dalam  keadaan   tertentu   Pemerintah   Daerah
memungut  secara  langsung  atas  pelayanan  yang  diberikan,  pada
dasamya sebagian besar pendapatan Pemerintah Daerah bersumber
dari pungutan Pajak Daerah dalam rangka memberikan pelayanan
kepada  masyarakat.  Jumlah  Pajak  Daerah  yang  dipungut  tidak
berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah'Daerah  kepada  wajib  pajak.  Pajak  Daerah  yang  dipungut  dan
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pelayanan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  mengandung
si fat-sifat      tertentu      yang     wajib      dipertimbangkan      dalam
mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagal be±ikut:
a)   Pe-mbayaran Pajak Daerah bukan merupakan sumber pe_ndapatin

yang sifatnya sukarela.
b)   Jumlah   Pajak  Daerah  yam-g  dibayar  ditentukan   oleh   basis

pengenaan Pajak Daerah sebagain.ana ditenfukan oleh peraturan
perundang-undangan-,-`    seperti    pen8hasilan    yang    diperoleh,
kekayaan yang diniliki, aktivifas bemilai ta]hoah ekonomis, atau  ~
nilal kenikmatan yang diperoleh.

c)   Efisiensi    pelayanan    yang     diberikan     Pemerintah     Daerah
dibandin8kan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan
dimaksud  sering  sukar  diukur  sehubungan  dengari  monopoli
pelayanan    oleh    Pemerintah    Daerah.        Derlgan    dibukanya
kesempatan    kepada    pihak    lain    unfuk    menyelenggriakan
pelayanan yang biasanya 'dilakukan  Perieritah  Daerah,  seperti
layanan    pendid±fan    dan    kesehatan,    pengukuran    eiisiensi
pelayanan oleh Pemerintah Daerah menjadi lebih mudah.

d)   Pengukuran  kualitas  dan  kuan-titas  berbagai  pelayanan  yang
diberihan Pemerintah Daerah adalah relatif sulit.

Anggaran   Sebagai   Pernyataan   Kebijakan    Publik,   Target
Fiskal, dan Alat Pengendalian.

17.  Anggaran Pemerintah Daerah merupakan dokumen-formal
hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang
ditetapkan  untuk  melaksanakan  kegiatan  Pemerintah  Daerah  dan
pend.apatan  yang  diharapkan  untuk  menutup  keperfuan  belanja
tersebut atau  pembiayaan yang diperlukan bila diperldrakan akan -

_        -  teljadi  defisit  atau  surplus.  Dengan  demi]dan,  fungsi  anggaran  di
lin9kungan Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh penting dalam
akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:
a)   Ariggaran merupakan riamyataan kehijakan publik;
b)   Anggaran    merupahan    target    fiskal    yang    mengganbarkan

keseimbangan  antara  belanja,  pendapatan,  dan  pembiayaan
yang dinginkan;

c)   Anggaran    menjadi    landasan    pengenda]ian    yang    menriliki
konserfuensi hufum;

d)   Ariggaran memberi landasan penilaian kinelja Pemerfutah Daerah;_dan

e)   Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalaln laporan keuangan
Pemerintah   Daerah   sebagal   pemyataan   pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah kepada publik.

Investasi   Dalam  Aset   yang  Tidak   Langsung   Menghas±lkan
Pendapatan

18.  Pemerintah  Daerah  menginvestasikan  dana  yang  besar
dalam   bentuk   aset  yang   tidak   secara  langsung  menghasilkan
pendapatan  bagi _Pemerintah  Daerah,  sepelfi  gedung  perkantoran,   -
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jembatan, jalan, taman, da±i hawasan reseIvasi. Sebagian besar aset
dimaksud meinpunyal nasa manfaat yang lama sehingga program
pemeliharaan   dan  rehabifitasi  yang  memadai  diperlulin  untuk
mempertahankan manfaat yang hendak dicapai.  Dengan demikian,  .+
fungsi  aset  dimaksud  bagi  Peme-rintah  Daerah  berbeda  dengan
fungsinya  bagi  organisasi  komersial.  Sebagian  besar  aset  tersebut
tidak  menghasilkan  pendapatan  secara  langsung  bagi  Pemerint;h  -
Daerah, bahkan menimbulkan komitmen Pemerinfah Daerah untuk
meme]iharanya di nasa mendatang.

Kemung`kinan   Penggunaan   Akuntansi   Dana   Untuk   Tujuan
Pengendalian
19.  Akuntansi  dana  {fynd  acoou7ttt.ng)  merupakan  sistem  akuntansi
dan   pelaporan   keuangan   yang   lazim   diterapkan   di   lingkungali
pengerintah  yang  memisahkan  kelompck  dana  menurut  fujuarmya,     _-sehingga masing-masing mempakan  entifas akuntansi yang malnpu

menunjuldran  keseinbangan'~ antara  belanja  dan  pendapatan  atau
transfer yang diterima. Ardmtansi dana dapat diterapkan untuk tujuan
pengendalian  masing-masing  kelompok  dana  se]ain  kelompok  dana
umum   (f7ze  generd  j±tnta   sehingga  perlu   dipertimbanghan   dalam
pengembangan b`elaporan keuangan Pemerfutah Daerah.

Penyusutan Aset Tetap
20.  A_set yang digunakan Pemerintah Daerah,  kecuali beberapa

jenis  aset  tertentu  seperti  tanah  dan  konstruksi  dalam  pengeljaan,
mempunyai nasa manfaat dan kapasitas yang terbafas. Seiring dengan
penurunan   hapasifas   dan   manfaat   dari   suatu   aset   di]akirfu
penyesuaian nflai.

Pengguna dan Kebutuhan lnforlnasi Para Pengguna
Pengguna Laporan Keuangan

21.-Terdapat  beberapa  kelompok  utama  pengguna  laporan
_   keuangan Pemerintah Daerah, namun tidak terbataLs pada:

a)   masyarakat;
b)   waldl -rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa-;
c)   pihak   yang   memberi   atau   bexperan   dalam   proses   donasi,

invesfasi, dan pinjaman; dan
d)   pemerintah   yang    lebih    tinggi    (Pemerintah    Hovinsi    dan

Pemerintah Pusat).

Kebutuhan lnformasi Para Pengguna Laporan Keuangan
22;  Informasi   yang   disajikan   dalam   laporari   keuangin

bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua
kelompok pengguna. Dengan demi]dan laporan keuangan Pemerintah
Daerah  tidak dirancang untuk memenuhi  kebutuhan  spesifik dari
masing-masing kelompck pengguna.  Namun  demikian,_ berhribung
laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  berperan  sebagal. wujud
akuntabilitas   pengelolaan   keuangan   Daerah,   maka   komponen
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laporan yang disajikan  setidak-tidaknya mencakup jenis  laporari
dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan perundang-
undangan   /sfafufony  reports/.   Selain  itu,  kecuali  Dana  inokasi
Uinum,   berhubung   Pajak   Daerah   merupakan   sumber   utama
pendapatan Pemerintah Daerah, maka ketentuan laporan keuangan
yang mementihi kebutuhan informasi para pembayap Pajak Daerah
perlu mendapat perhatian.

23.  Kebutuhan    informasi    tentang    kegiatan    operasional
pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi
dengan  lebih  baik  dan  memadai  apabila  didasarkan  pada  basis
akrual,    yahai   berdasarkan    pengakuan   munculnya   hak   din
kewajiban,  bukan  berdasarkan  pada  arus  kas  semata.   Namun,
apabfla  terdapat  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

~  mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan b-asis kas,
maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demik±an.

24.  Meskipun memilihi akses terhadap detail informasi yang
tercantum  di  dalin laporan  kenangan,  Pemerintah  Daerah wajib
memperhatikaL informasi yang disajihan dalam laporan keuangan
untuk   keperluan   peliencanaan,   pengendaHan   dan   pengalnbilan
keputusrm.

Entitas Almntansi dan Pelaporan
25.  Entitas akuntansi -merupakan unit pada pemerintahan yang

mengelcha. aliggaran, kekayaan, dan kowajiban yang menyelenggarakan
akuntansi  dan  menyajikan  laporan -keuangan atas daar afuntansi
yang diselenggrfakannya.

26.  Entifas   pelaporan   merupakan   unit   pemerintahan   yang
terdiri atas satu atap lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
perafuran      peruridang-undangan      wajib      meny~ajikan      laporan
pertanginingjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum,
yang terdiri afas:

`a) Pemerintah Daeral;
b) satu-an   organisasi   di   lingkungan   Pemerintah   Daeral   atau

organisasi    lainnya,   jika   menurut   -ieraturan    perunaang--undangan   saquan-  organ±sasi   dinaksud   wajib   rienyajikari
laporan keuangan;
27.  Dalam penefapan entitas pefaporan, perlu diper±imban8kan

syarat  pengelo]aan,   pengenda]ian,   dan  pengiLiacaan   suatu   entitas
pelaporan terhadap aset, ytirisdiksi, tugas dan rfusi tertentu, dengan
bentuk pertanggungiawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas
pelaporan lainnya.

Peranan dan Tujuan` Pelaporan Keuangan
Peranan Laporan Keuangan

28.  Laporan   keuangali   Pemerintah   Daerah   disusun   untuk
menyediahan informasi yang relevan mengenal posisi keuangan dan
seliiruh  transaksi yang  dflakukan  oleh  Pemerinfah  Daerch  selama
satu   periode   pelaporan.   Laporan   keuangan   Pemerinfah   Daerah
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terutama  digunakan  untnk  membandingkan  realisasi  pendapatan
dan belanja dengan ang`garan yang telah ditetapkan, menilai kondisi
keuangan,  menilal efektivitas dan  efisiensi Pemerintah Daerah,  dan-
membantu menentuhan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan.

29-.  Pemerintah    Daerah    mempunSai    kewajiban    untuk
melaporkan  upaya-upaya  yang  te]ah  dflakukan  serta  hasil  yang
dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur
pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
a}   jifeuntabilitas

Mempertanggungjawabkan  pengelolaan   sumber  daya  serta
pelaksanaan   kebijakan  yang  dipercayakan   kepada  Pemerintah
Daerah  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secar`a
periodik.

b)   Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan unfuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah da]am periode pelapolan
sehingga  memudahkan  fungsi  perencanaan,  pengelolaan  dan
pengendalian atas seluruh aset dan  e]ouitas Pemerintah Daerah
untuk kepentingan masyarahat.

c}   Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan j-ujur kepada
masyarakat   berdasarkan    pertimbangan   bahwa -in?syarakat
memili]d hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalarn pengelolaan
sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada
perafurali perundang-undangan.

d}   ELeseim:hangan An±argeneraHsi {Iutergenerational Equ±ky}
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah
penerimaan  Pemerintah  Daerah  pada  periode  laporan  cukup
untu-k membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan
apakah  generasi  yang  akan  datang  diasumsikan  akan  ikut
menanggung beban pengeluaran tersebut.

e)--  Evaluasi ELeH.a
Mengevaluasi    kineH.a    entitas    pelaporan,    terutama    dalam
penggunaan  Sumber  daya  ekonomi  yang  dikelola  Pemerintah
Daerah untuk mencapai kinelja yang direncanakan.

£ujuan Pelaporan Keuangan
30.  Pelaporan   keuangan    Pemerintah    Daerah   menyajikan

informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  laporan  dalam
menilai  akuntabflitas  dan  membuat  keputusan  baik  keputusan
ekonomi, sosial maupun politik dengan:
a)   menyediakan informa-si tentaLng sumber, alokasi dan penggunaan

sumber daya keuangan;
b)   menyediahan informasi mengenal kecukupan penerimaan periode

ben.alan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c)   menyediakan  info-rmasi  mengenal jumlah  sumber daya  ekonomi
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yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-
hasfl yang telah dicapai;

d)   menyediakan infcrm.asi mengenal bagaimana Pemerintah Daerah
mendanal   se~luruh   kegiatannya   dan   mencukupi   kebutuhan
fasnya;

e)   menyediakan  informasi_ mengenai  posisi  keuangan  dan  kondisi
Pemerintah-      Daerah      berkaltan      dengan      sumber-sumber
penerimaannya,  balk j-an8ka  pendek  maupun jan8ka  panjang,
termasuk  yang   berasal   dari   pungutan   Pajak   Daerah   dan
pinjaman; dan

P    menyediakan  informasi  mengenai  perubahan  posisi  keuangari
Pemerintah    Daerah,    apakah    mengalami    kenaikan    atau
penurunan,   sebagal  akibat  kegiafan  yang  dflakukan  selana
periode pelaporan.

31.  Untuk  memenuhi   tujuan   tersebut,   ]aporan   keuangan
Pemerintah  Daerah  menyediakan  informa~si  mengenai  sumber  dan
penggunaan sum_ber daya keuangan/eko-nomi, transfer, pembiayaan ,
sisa  lebih/kurang  pelaksanaan  anggaran, ~saldo` anggaran  lebih,
surplus/defisit-Laporan     Operasional     (LO),     aset,     kewajiban,
ekuitas, dan arus kas Pemerintah Daerah.

Komponen Laporan Keuangan
32.  Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas:

a)   Laporan Keuangan yang dinasilkan oleh Peran8kat Daerah sebagai
entitas akuntansi yang men8hasflkan:

1)   I+aporan Realisasi Anggaran Pe±angkat Daerah;
2)  I+aporan Peruhahan Saldo Anggaran I.ebin (I+aporan Perubahan

SAIL);

3)  Neraca Peranfrot Daerah;
4}   I.aporan cxperasional {IJO);
5)  haperan. Pembahan Ekuitas (ITE); dan
6)   Catatan Atas I+aporan Keuangan Perang?rat  Daerah.

b}   I.aporan  Keuangan  yang  dihasiman  oleh  PPKD  sebagai  entitas  `--`
akuntansi yang menghasilkan:
1}    Laporan Rca]isasi Anggaran PPKD;
2)    Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebin {I+aporan Perubahan

SAL);
3}    NeracappKD;
4)    IIaporan Qperasional {LO);
5)-    I+aporan Arus Kas (IAlq;
6}_   I.aporan Peruhahan Ekuifas QPE}; dan
7)    Catatan Afas I.aporan Keuangali PPKD.

c)   Iaporan  keuangan  gabungan  yang  mencerminkan  laporan
keuangan P6merintah Daerah secara utuh yang men8hasflkan:
1}    Laporal± Realisasi Anggrran pemerinfah Daerah;
2)    Iiapolan Perubahan Saldo Anggaran Lebin (Laporan Perubahan

SAIL);

3)    Neraca pemerintah Daerah;`



-15-

4)    Ilaperan operasional {I+O};
` _   5)    Laporan Arus Kas pemerintah Daerah;

6)    I+aporari perubahan Ekuitas (LPE}; dan
7)    Catatan alas haporan Keuangan pemerintah Daerah.

Dasar Hthm
33.  Pelaporan keuangan  Pemerintah Daerah diselenggarakan

berdasarkan    peraturan    perundang-undangan    yang    mengatur
keuangan Daerah, antara. lain:
a)     Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,.

Thususnya    bagian    yang    mengatur    keuangan     Negara;
{khususnya  Pasal  23   ayat  {1}:   anggaran  pendapatan   dan
belanja  negara  sebagai  wujud  dari  pengelolaan  keuangan
negara  ditetapkan  setiap  tahun  dengan  undang-undang dan
dilaksanakan  secara  terbuka  dan  bertanggung jawab  untuk
sebesar-besamya kemakmuran rakyat) ;

b)    Undang-Undang   Nomor   17   Talun   2003   tentang   Keuangan
Ne8ara;

c)     Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Ne8ara;

d)    Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangari Negara;

e)     Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah   sebagalmana   telah   beberapa   kali   diubah   tera]chir
dengan    Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2023 ~tentang
Penetapan-  Peraturan   Pemerintah   Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  Menjadi  Undang-
Undang;

P     Peraturari Pemerintah Nomor 71  Talun 2010 ten fang Standar
Akuntansi Pemerintah ;

g)     Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

h)    Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang ~
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

i)     Peraturan  Daerah  dan  aturan-aturan  hukum  selain  yang
tersebut  di  atas,  yang  mengatur  tentang  keuangan  negara,
khususnya keuangan. daerah.

Asumsi Dasar
34.  Asumsi  dasar  dalam  pelaporan   keuangan  Pemerintah

Daerah  adalah  anggapan  yang  diterima  sebagai  suatu  kebenaran
tanpa perlu dibulstikan agar kehijakan arfuntansi dapat diterapkan,
yang terdiri atas:
a)    asumsi kemandirian entitas;
b}    asumsi kesinambungan entitas; dan
c).    asumsi keterukuran dalaln satuan uang /moneteru measzJremeJt€/
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Kemandirian Entitas
35.  Asumsi  kemandirian  entitas,  yang  berarti  bahwa  unit

Pemerintah Daerah sebagal entitas pelaporan dan entitas akuntansi
dianggap  sebagai_  unit  yang  riandiri  dan  mempunyai  kewajiban
untuk   menyajikan   laporan   keuangan   sehingga   tidak   terjadi
kekac-auan  antar  unit  p,emerintahan  dalain pelaporan  keuangan.
Salah   satu   indikasi   teapenuhinya` asumsi   ini   adalah   adanya
kewenan8an      entitas      untuk      menyusun      anggaran      dan
melaksanakannya    de-ngan    tanggung    jawab    penuh.     Entitas
bertanggung jawab alas pengelolaan aset dan sumber daya di luar
neraca  untuk  kepentingan  yurisdiksi  tugas  pokoknya,  termasuk
atas kehilangan afau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud,
utang-piutang  yang  teljadi  ahibat  pembuatan  keputusan  enti-tas,
serta   terlaksana-  tidahaya   program   dan   kegiatan   yang   telah
ditetapkan.

Kesinambungan Entitas
36.  Laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  disusun  dengan

_ asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaarmya dan
tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang /uronetorE/ HeasltrementJ
37.  I.aporan keuangan  Pemerintah  Daerah  harus menyajikan

` setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satu-an uang.
Hal  ini  diperlukan  agar men,un9]inhan dilakukannya ana]isis dan
pengu_knran dalam akuntansi.

KaLrakterist±k Kualitatif Laporan Keuangan
38.  Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukurafl-

ukuran norlnatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi
sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ~    `-
ini  merupakan  prasyar`at  n-ormatif  yang  diperlukan.  agar  laporan
keuan-gan   Pemerintch   Daerah   dapat   memenuhi~  kua]has   yang
dikehendaki:

Relevan;
chdal; -
Dapat dibandin8kan; dan
-Dapat dipahami.

Relevan
39.  Laporari` keuangan  Pemerintah  Daerah dikatakan  relevan

apabfla informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi
keputusan pengguna laporan keu'angan dengan membantunya dalam
mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atan nasa depan dan
menegaskan  atau  mengoreksi  hasil  evaluasi  pengguna  laporan  di
nasa  lalu.  Dengan  demik±an,  informasi  lapor=n  keuangan  yang-relevan     adalah    yang    dapat     dihubu:ngHran     dengan    maksud

penggun-nya.
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40.  Informasi yang relevan harus:
a}   Memilild  manfaat umpari  balik  oreecgz7czck I/CZZ"e/,  artinya  bahwa

laporan keuangan  Pemerintah  Daerah harus memuat informasi
yang memungldnkan pengguna laporan untuk menegaskarit atau
mengoreksi ekspekfasinya di nasa lalu;

b)   Memiliki  manfaat  prediktif  ¢reczz.ck.tJe   uazztej,   artinya  bahwa
laporan keuangan Pemerintali Daerah harus memuat informasi
yang dapat  membantu  pengguna laporan  untuk  memprediksi
nasa  yang  akan  datang  berdasarkan  hasfl  nasa  lalu  dan
kejadian nasa kini;

c)   Tepat  waktu,   artinya  bahwa  laporan  keuangan  Pemerintah
Daerah haLrus disajikan tepat waktu sehingga dapat belpengaruh
dan  berguna  untuk  pembuatan  keputusan  pengguna  laporan
keuangan; dan

d)   Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah
Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
pembuatan keprfusan pengguna laporan dengan memperhatifan
kendala yang ada.  Informasi yang melatarbelakangi setiap -'butir
informasi utama yang termuat dalam laporan. keuangan harus
diungkapkan  dengan  jelas  agar  kekeliruan  dalam  penggunaan
informasi tersebut dapat dicegah.

Andal
41-.  Informasi  dalam  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah

harus  bebas  dari  pengertian  yang  menyesathan  dan  kesalahan
material,  menyajikan setiap kenyataan secara jujur,  serta dapat
diverifikasi.  Informasi  akuntansi yang relevan,  tefapi jika hakikat
atau   penyajiannya   tidak   dapat   diandalkan   maka   penggunaan
informasi  tersebut  secara  potensial  dapat  menyesathan.  Informasi
yang andal harus memenuhi karakteristik:
a)   Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah
_    Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan  dengan

jujur tlansaksi serta peristiwa ]ainnya yang seharusnya disajikan-   atan yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
b)   Dapat diverifikasi /zJenf3czbz.Zz.ty/, artinya bahwa laporan keuangan

Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji,
dan apabila pengutian dilakukan lebih d_ari sekali oleh pihak yang
berbeda, hasilnya harus tetap menunjuldran-simpulan yang tidak
j`auh berbeda; dan

c}   Netralitas,  artinya bahwa laporan  keuangali  Pemerinfah  Daeral
harus   memuat   informasi   yang   diarahkan   untuk   memen-nhi
kebutuhan umum  dan  bias  pada kebutuhan  pihak tertentu.
Tidak   boleh   ada-   usaha   untuk   menyajikan   informasi  yang
menguntun8han  p±hak  tertentu,  sementara  hal  tersebut  akan
merugikan pihak lain.
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Dapat Dibandingkan
42.  Infomasi   yang   termuat   dalam    laporan    ketiangan

Pemerintah  Daerah  akan  lebih  berguna jifa dapat dibandingkan
dengan   laporan   keuangan   periode   sebelurmya   atau   laporan
keuangan  Pemerintah  Daerah  lain  pada  umumnya.  Perbandingan
dapat dilakukan secara internal dan ekstemal. Perbandingan secara
internal  dapat  dilakukan  bila  Pemerintah  Daerah  menerapkan
k§-bijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan
secara  ekstemal  dapat  dilakukan  bila  Pemerintah  Daerah  yang
diperbandingkari  menerapkan  kebijakan  a-kuntansi  yang  sama.
Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kehijaha afuntansi
yang  l`ebih   balk  daripada  kebijakan   akuntansi  yang  sekarang

- diterapkan,  perubahan  kebijakan  akuntansi  harus  diun8hapkan
pada periode ten.adinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami
43.  Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus

dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan
dalam   bentuk   serta   istilah   yang   disesualkan   dengan   batas
pemahaman  para pengguna laporan.  Untuk itu,  pengguna laporan
diasumsikan mem±liki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan
lingkungan  operasi   Pemerintah   Daerah,   serta   adanya  .kemauan
pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dinaksud.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
44.  Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan

sebagai    ketentuan    yang    harus    dipahami    dan    ditaati    oleh
penyelenggaf-a akLmtansi dan pelaporan keuangan Pemerinfah Daerah
dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam
memahami  laporan  keuangan  yang  disajikan.  Berikut  ini  adalaL
delapan  prinsip  yang  digunakan  dalari  akuntansi  dan  pelaporan
keuangan Pemerintah Daerah:

basis akuritansi;
prinsip nilai perolehan;
prinsip reafisrasi;
prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
prinsip periodisitas;
prinsip konsistensi;
prinsip pengun9kapan lengkap; dan
prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi
45.  P_asis    akuntansi    yarig    digunakan    dalam    laporan

keuangan    Pemerintah   Daerah   adalah   basis   akrual,    untuk
pengakuan pendapatan-LO,  beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
Palam   hal   peraturan   perundangan   mewajibkan   disajikannya
laporan  keuangan  den-gan  basis  kas,  maka  Pemerintah  Daerah
wajib menyajikan laporan deinikian.
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46.  Basis akrual untuk LO  berarti bahwa pendapataLn diakui
pada   saat  hak   untHk  ng_emperoleh   pendapatan   telah   terpenuhi
walaupun kas belum diterima di Kas Daerah dan -beban diarfui pada
saa-t kewajiban yang mengakibatkan penurunan n-ilai kekayaan be-fsih
telah texpenhhi walaupun kas belum dikeluarha dari Kas Daerah.
Pendapatan  seperti  bantuan  pihak  luar/asing  dalam  bentuk jasa
disajikan pula pada LO.

47.  Dalam     hal     anggaran     disusun     day:L     dilaksanakan
berdasarkan basis kas, maka LEA disusun berdacarkan basis kas,
berarti  bahwa  pendapatan  dan  penerimaan  pembiayaan  diakui
pada saat kas diterima oleh kas Daerah; serta behaja, transfer dan
pengeluaran pembiayaan diafui pada saat kas dikeluarkan dari kas
Da6rah.   Namun   demikian,   bilamana   angg-aran   disusun   dan
dilaksanakan   berdasarkan   basis   akrual,   maka   LEA   disusun
berdasarkan basis akrual.

48.  Basis a]anial untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban--
d_an ekuitas diakui dan dicatat pada saat teljadinya transaksi, atau
pada   saat   kejadian -atau   kondisi~ 1inglflmgan  beapengaruh  pada
k_euangan Pemerintah Daerah,  bukan pada saat kas diterima atau
dibayar oleh kas Daerah.

Pt±T\s±p "±1a± Pe.®lehan tHfstorica. Cost Prineipte)
49.  Aset  dicatat  sebesar  jumlah   kas  yang  dibayar  atau

sebesar nilai wajar dari imbalan  /co72siderafror£/ untuk memperolch
aset tersebut pada saat perolehan.  Utang dicatat sebesar jumlah
kas yang diharapkan akan dibayarhan untuk memenuhi kowajiban
di masra yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah
Daerah.

50_.  Penggunaan   nilai   perolehan   lebih   dapat   diandalkan
daripada nLflai yang lain,  karena nilai perolehan lebih obyektif dan
dapat diverifikasi.

PT±ns±p Real±saLst tRea1teafion Prir.ciple}
51.  Ketersediaan  pendapatan  basis  kas  Daerah  yang  telah

diotorisasi   melalui   APBD   selama   satu   tahun   anggaran   akan
digunakan  untuk  membiayal  belanja  Daerah  dalam  periode  tahun
anggaran dimaksud. Mengingat IJRA masih merupakan laporan yang
wajib  disusun,  maka  pendapatan  atau  belanja  basis  kas  diakui
setelah  diotorisasi  melalui  anggaran  dari  telali  menarnbah  atau
mengurangi kas.

52.  Prinsip   layak  temu   biaya  pendapatan   /mcztch2.7ig   cost
czgcz2.nsf   rez/e-nzte   pr?.7icz.pzej   tidak   ditekankan    dalalll   akuntansi
Pemerintah   Daerah,   sebagaimana  diplalstfflran  dalam  akuntansi
sektor swasta.

Prinsip  Substansi  Mengungguli  Bentuk  Formal  /Sz(ZlstarLce
Over Fom Princtple}

5-3.  Inforlnasi   akuntansi   dimaksudkan   uutuk   menyajikafi
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dengan   jujur   transaksi   serta  _peristiwa   lain   yang   seharusnya
disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat

-`  dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan
hanya mengikuti aspek fi-orlnalitasnya.  Apabila substansi tr~ansaksi
atau    peristiwa    laln    tidak    konsisten/berbeda    dengan    aspek
formalitasnya,  maka hal te-rsebut harus diungkapth  dengan jelas
dalam Catatan Afas Laporan Keuangan.

P t±ns±p Pet±odis±taLS-tperiodictky Principie}
54.  Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah

D`aerah  peflu  dibagi  menjadi  periode-periode  pelaporan  sehingga-==

kinelja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya
yang   dimilikinya   clap-at   ditentukan.   Periode   utama   pelaporan
keuan8an yang digunakan adalah tahunan.  Namun untuk laporan
realisasi anggaran dibuat periode semester.

Ptins±xp K®nsistens± {Consistene=i Princip ze}
55.  Perlakuan  akuntansi yang  sama  harus  diterapkan  pada

kejadian yang serupa darn periode ke periode oleh Pemerintah Daerah
(prinsip konsistensi intemal). Hal ini tidak berarii bahwa tidak boleh
+eljadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode arfuntansi
yang  lain.  Metode  akuntansi  yang  dipakal  dapat  diub;h  dengan
syarat  bahwa  metode  yal`g  baru  diterapkan  harus  menunjukkan
hasil  yang  lebih   baik   dari   metode  yang  lama.   Pen`garuh   alas
pertimbangan perubahan penerapan metode ini harus diurigkapkan
dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap f:mzzz Disczoszt7ie PrirLc€pzej
56.  Laporan keuangan Pemerintah  Daerah harus menyajikan

secara lenstap informasi yang dibu-tuhkan oleh pengguna laporan.
Informasi    yang~  dibutuh-kan    oleh    pengguna    laporan    dapat
ditem~patkan  pada  lembar  muka  /orL €Jle facej  laporan  keuangan
atau Catatan atas Laporan Keuangan.

P\±ns±p PengaL3±aLn WaL3aLr {Fatr Presentation Principles
57.  haporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan

dengan wajar I,aporan Realisasi Anggaran, haporan Perubahan Saldo
Anggaran  Lebih,  Neraca,  Laporan  Operasional,  I.aporan  rfus  Kas,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Afas I.aporan Keuangan.

58.  Dalaln rangha penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat
bagi  penyustin  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  diperlukari
ketika  men8hadapi  ketidakpastian  peristiwa  dan  keadaan  tertentu.
Ketidakyastian  seperti  itu  diakui  dengan  mengungkapkan  hak±kat
serta tin9katnya dengan  rae-nggunakan  pertimbangan  sehat  dalam
penyusupan  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah.  Pertinbangan
sehat   mengandung   unsur   kehati-hatian   pada   saat   melakukan
-prakiraan   dalam-kondisi -` ketidakpastian    sehingga   aset   atau

pendapatan  tidak  dinyatakan  terlalu  tinggi  serta  kewajiban  dan

*
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b€1anja    tidak    dinyatakan    terlalu    rendah.    Namun    demikian,
penggunaan perti_mbangan sehat tidak memperkenankan, misahaya
pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset
atau  pendapatan  yang  terlampau  rendah  atau  se_ngaja  mencatat
kewajiban  dan  belanja  yang  terlampau  tinggi,  sehingga  laporan
keuangan tidak netral dan tidak andal.

KendalaL Informasi ckuntansi yang Rele[jiran dan chdal
59.  Kendala informasi yang relevan dan andal ada]ah setiap

keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam
mewujudkan  informasi  akuntansi yang  relevan  dan  andal  dalam
laporan  keuangan  Pemerintah Daerah sebagal ahibat keterbatasan
¢z.".€tzfronJ  atau   karena  alasan-alasan   tertentu.   Tiga   hal  yang
mengakibatkan  kendala  dalam  mewujudkan  informasi  akuntansi
yang relevan dan andal, yaitu:
a)     Materialitas;
b}    Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
c)     Keseiinbangan antar karak:teristik kualitatif.

Materialitas
60.  Laporan keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya

inemuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi
yang    memenuhi    kriteria-   materialitas.    Info-rmasi    dipandang
material  apabila  kelalaian  untuk  mencantumkari  atau  kesalahan
dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusafi -
pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan
keuangan Pemerintah Daerah.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat
61.  Manfaat  yang  dihasilkan  dari  informasi  yang  dimuat

dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi  -
darn biaya yang diperlukan  untuk penyusunan laporan tersebut.
0leh  karena  itu,   laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  tidak
semestinya  menyajikan  informasi  yang  manfaatnya  lebih  kecil
dibandingkan  biaya  penyusunannya.  Namun  demikian,  e~valuasi
biaya    dan    manfaat   merupakan    proses   pertimbangan   yang
substansial.   Biaya   dimaksud   juga   tidak   haLrus   dipikul   oleh
pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar Harakteristik Kualitatif
62:  Kesinbangrn   antar   karaJderistik   kualitatif  diperlukan

untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara b€rbagai
tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporari keuangan
Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kuaJitatif
dalam  berbagai  kasus  berbeda,   terutama  antara  relevansi  dan
keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik
kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.
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Unsur Laporan Keuangan -
63.  I-aporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas lapormi

pelaksanaan  anggaran  (budgetary  reports),  laporan  fmansial,  da=i
CaLK. Laporan pelaksanaafi anggaran terdiri atas LRA dan Laporan
Perubahan SAL. Laporafi~financial terdiri`atas Pteraca, LO, LPE, dan
LAK. `CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih
lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan 'anggaran maupun laporan
finansial  dan  merupakan   laporan  yang  tidak  texpisahkan  dari
laporan pelaksanaan--anggaran maupun laporan fmansial.

Laporan Realisasi Anggaran
64.  Laporan      Realisasi     Anggaran      Perangkat     Daerah/

PPKD/Pemerintah   Daerah   merupakan   laporan  yang  menyajika.n
ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya-`ekonomi yang
dikelola     oleh     Peran8kat     Daerah/Pemerintah     Daerah,     yang
menggambarkan T-perbandingan   antara  realisasi  dan   anggararmya
dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran
adalah   memberikan   informasi   tentang   realicasi   dan   anggaran
Perangha±   Daerah/   PPKD/Pemerintah   Daerah   secara   tersanding.`
Penyandingan  antara  anggaran  dengan  realisasinya  menunju]rfu
tin8kat  ketercapaian  target-target  yang  telah  disepakati  antara
legislatif dengan eksekutif sesuai perafuran perundang-undangan.

65.  Unsur   yang   dicakup   secara   langsung   oleh   Laporan
Realisasi Anggaran terdiri ata-s pendapatan-LRA,  belanja,  transfer,
dan    pembiayaan.    Masing-masing   unsur   didefinisikan   sebagai
berikut:
a)   Pendapatan-LRA   adalah   penerimaan   oleh   Bendahara   Umum

Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersan9kutan yang menjadi hak Pemerintah
Daerah, dan tidak perlu dibayar kemba]i oleh Pemerintah Daerah.

b)   Belanja  adalah  semua  pengelriaran  oleh  Bend-ahara  Umum
Daerah  yang  mengurangi  Saldo  Anggaran  Lebih  dalam  periode
tahun   anggalan   bersangkutan   yang   tidak   akan   diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.`-c)   Transfer   adalah   penerimaan/pengeluaran   uang   dari   suatu

entitas  pelaporan  dari/kepada entitas pelaporan lain,  termasuk
dana periinbangan. dan dana bagi hasil.

d)   Pembiayaan   ffirm7ra.7zg/  adalah   setiap   penerimaan  yang   perlu
dibayar   kembali   dafi/atau   pengeluaran   yang   akan   diterima
kembali,  balk  pada  tahun  anggaran  bersangkutan  maupun
tahun~-tahun  anggaran  berikutnya,  yang  dalam  penganggaran
Pemerintah   Dae±al~  terutama   dimaksudkan   untuk   menutup
deflsit   atau    memanfaatkan   surplus   anggaran.    Penerimaan
pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil
divestasi.  Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk
pembayaran  kembali  pokok  pinjaman,   pemberian  pinjaman
±epada  entitas  lain,   dan  penyertaan  modal  oleh  Pemedntah
Daerah.
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Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
66.  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih  menyajikan -

informas±  kenaikan  ataLu  penurunan  Saldo  Anggaran  Lebin ~tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelurmya.

Heraca
67.  Neraca    Perangkat    Daerah/PPKD/Pemerintah    Daerah

merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangari Perangkat
Daerah/PPKD/Pemerintah  Daerah  mengenai   aset,   kewajiban   dan
ekuitas pada tanggal tertentu.

68.  Unsur   yang   dicakup   oleh   neraca   terdiri   atas   aset,
kewajiban,  dan ekuifas.  Masing-masing unsur didefinisikan sebagal
berikut:
a)   Aset  adalah  sumber  daya  ekonolni  yang  dikuasai  dan/atau

dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  sebagai  akibat  dari  peristiwa
nasa lalu dan dari mama manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa   depap   diharapkan   dapat   diperoleh   oleh   Pemerintah
Daerah,   serta  dapat  diukur  dalam  satuan  uang,  termasuk
sumber  daya  no_nkeuangan  yang  diperluhan  untuk penyediaan
jasa  bagi  maayarakat  umum  dan  sumber-sumber  daya  yang
dipelihara karena alasan sejarah dali budaya.

b,)   Kewajiban  adalah  utang yang timbul  dari peristiwa masa  lalu
yang penyelesaiannya mengakibatlran aliran keluar sumber daya
ekonorii Pemerintah Daerah.

c)   Ekuitas   adalah   kekayaan   bersih   Pemerintah   Daerah  yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

.,   Aset
69.  Manfaat ekonomi nasa depan yang tervujud dalam aset

adalah potensi aset tersebut untuk memberihan sumbangan,  baik
langsung   maupun   tidak   langsung,   bagi   kegiatan   operasional
Pemeriritah  Daerah,  berupa  aliran  pendapatan  atau  penghematan
belanja bagi Pemerintah Daerah.

70.  Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar.
Suatu aset diklasifikasikan sebagai as-at lancar jika dinarapkan segera
untuk dapat direalisasikan atau dimi]iki untuk dipakal atau dijual
dalam wa]rfu 12 (dua belas} bulan sejak tanggal pe`laporan. Aset yang
tidak  dapat  dimasuldran  dalam  kriteria  tersebut  dik]asifihasikali
sebagai aset nonlancar.

71.  Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka
pendek, piutang, dan persediaan.

72.  Aset   nonlancar   mencakup   aset   yang   bersifat  jangka
panjang,  dan  aset  tak-bervujud  5;ang  digunahan  balk  langsung
maupun tidak langsung untuk- kegiataLn Pemerintah Daerah atau yang
di8unakan   masyarakat   umum.   Aset   nonlancar   diklasifikasikan
menjadi investasi jan9ka panjang,  aset tetap,  dana cadangan,  dan
aset lainnya.
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73.  Investasi   jan9ka   panjang   merupakafi   investasi   yang~
diadafan dengan maksuTud untuk mendapatkan manfant ekonomi dan
manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode ahatansi.
Investasi  jangka   panjang~ meliputi   investasi   nonpermanen   dan
pelmafien. |nvestasi` nonpelmanen antara lain investasi dalam Surat
Utang Negara,  penyertaan modal dalam proyek pembangunan,  dan
investasi  nonpermanen   lainnya.   Investasi  permanen   antaia  lain
penyertaan   modal   Pemerintah   Daerah   dan   investasi   permanen
lainnya.

74.  Aset  tetap  meliputi  tanah,  peralatan  dan  mesin,  gedung
dan bangunan, jalan,  iriga§i,  dan jaringan,  aset tetap lainnya,  dan
konstruksi da|am pengeq.-aan.

75.  Aset   nonlancar   lainnya   diklasifikasikan   sebagal   aset
lainnya. Termasuk dalam-aset lainnya adalah aset tak berwujud dan
aset k-eH.a sama {kemitraan}.

Kewaj±ban
76.  Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerfutah

Daerah mempun~yal kowajiban nasa ]ini yang dalam penyelesaiannya
mengakibatkan  pengorbanan  sumber  daya  ekonomi  di  inasa  yang
akan datang.

77.  Kewajiban     umumnya     timbul     karena     konsekeLensi
-   pelaksanaanlugas atau  tanggung jawab untuk be-rtindak di nasa

lalu.  Dalam  konteks  pemerintahan,  kewajiban  m`uncul  anfara  lain
karena pengalnaan sumbgr pembiayaan pinjaman dari masyarakat,
lembaga  keuangan,  entifas  Pemerintah  Daerah  lain,  atau  lembaga
intemasional.   Kewajiban  Peri-eriritah  Daerah  juga  teq.adi  karena
perikatan dengan pegawai fang bekeH.a pada Pemerintah Daerah atau
dengan pemberi jasa laindya.

78.  Setiap   kewajiban   dapat   dipaksakan   menurut   hukum
sebagai kensekuensi  darn  kontrak  yang  mengikat  atau  peraturan
perundang-undangan.

79.  Kewajiban   dikelompolckan   ke   dalam   kewajiban  jan8ka
pendek  dan  kewajfroan jingka  panjang.  Kewajiban jan9ka  pendek
merupakan  kelompok  kewajiban  yang  diselesaikan  dalam  waJstu
kurang dari  dua  belas  b_quian  setelah  tanggal  pelaporan.  Kewajiban
jan8ha  panjang  adalah  kelompok  kowajiban  yang  penyeles`aianrlya .~
dilakukan setelah 12 (aua belas} bulan sejak tanggal pelaporari

Ekuitas
80.  E.kuitas adalah kehayaan bersin Pemerintah Daerah yang

merupakan  seHsih  antara  aset  dan  kewajiban  Peme]intah  Daerah
pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo aThir
ekuifas pada Laporan Perubahan Ekuifas.

Laporan Operasional
81.  Laporan  Ope_rasional  menyajikan  ikhtisar  sumber  daya

ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola
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oleh     Pemerintah     Daerah     untuk     kegiatan     penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dalam satu periode pelaporan.

82.  Unsur  yang  dicakup   secara  langsung  dalan   Laporan
Operasional terdiri atas pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos
luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berifut:
a}   Pendapatan-LO   adalah  hak  Peme]intah   Daerah  yang  diakui

sebagal penambah nilal kekayaan bersih.
b)   Bebin adalah k-ewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagal

pengurang nilal kekayaan-bersih.
c}   Transfer  adalah  hak  penerimaan  atan  kewajiban  pengeluaran

uang  dari/oleh   suatu   entitaLs  pelaporan   dari/kepada  entitaLs
pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d}   Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar
biasa yang ten.adi karena kejadian  atau  transaksi yang bukan   ``
mempakan  operasi  biasa,  tidak  dinarapkan  sering  atau  rutin
teriadi,   dan  berada   di  luar  kendali   atau   pengaruh   entitas
bersanrfufan.

Laporan A"s Kas
83.  Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan

informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahari fas selari~a
satu  periode  akuntansi  serta  saldo  kas  pada  tanggal  pelaporan.
Tujuan pelaporan arus has adalah memberikan informasi mengenal
sumber,  penggunaan,  perubahan has dan setara has selama suatu
periode  akuntansi  dan  saldo  kas  dan  setara  kas  pada  tanggal
pelapolan.`-84.  Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri atas

penerimaan dan pengeluaran has, yang masing-masing didefmisikan
s-eba-gai berikut:
a)   Penerimaan   kas   adalah   semua   aliran   kas   yang   masuk   ke

Bendahala Umum Daerah.
b)   Pengeluaran  kas  adalah  semua  aliran  kas  yang  keluar  dari

Bendahala Umum Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas
85.  Laporan    Perubahan    Ekuitas    menyajikan    informasi

kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas haporan Keuangan
86.  Catatan Alas  Laporan  Keuangan menyajikan penjelasan

naratif  atau   rincian   dari   angka  yang  tertera   dalam   Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan. I.aporan Arus Ifas. Catatan
alas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan
akuntansi   yari8`   dipergunakan   oleh    entitas    pelaporan    dan
informasi    lain    yang    dih-aruskan    dan     dianjurkan    untuk
diun9kapkan   di   dalam   Standar   Akuntansi   Peme]intahan   serta
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ungkapan-ungkapan   yang   diperlukan    untuk   menghasilkan
penyajian laporan keuangan secara wajar.  Catatan ata~s Laporan
Keuangan mengungkaphan/menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagal
berikut:
a)   Mengun8hapkan inforiiasi umrim tentang Entitas  Pelaporan  dan

Entitas rfuutansi;
b)   Menyajikan  informasi  tentang  kehijakan  fiskal/keuangan  dan

ekonomi regional/ ekonomi makro;
c)   Medyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun

pelapolan berikut kenda]a dari  hambatan yang  dihadapi___dalam
pencapaian target;

d)-  Menyajikan    informasi    tentang    dasar    penyusunan    laporan
keuangan  dan  kebijakan  kebijakan  akuntansi  yang  dipilih
untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian
penting lainnya;

e)   Menyajikan rincian dan~penjelasan masing-masing pos yang disajikan
pada lembar muka /o7i the face/ laporan keuangan;

0    Mengunedraphan   informasi   yang   diharuskan   oleh -Pemyafaan
Standar  Akuntansi  Pemerintahan yang  belum  disajikan  dalam
iembar muha /on €7ze ftzce/ laporan keuangan; dan

g)   Menyediahan informasi lainnya yang. diperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak disajikan dalari lembar muka fan the fczce/
1aporan keuangan.

Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
87.  Pengakuin  dalam  akuntansi  adalah  proses  penetapan

terpenuhinya  kriteria  pencatatan  suatu  kejadian  atau  peristiwa
dalam  catatan  akuntansi  sehingga  akan   menjadi  bagian  yang
melengkapi   unsur   aset,    kewajiban,    ekuitas,   pendapatan-LEA,
belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan
termuat  pada  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah.   Pengakuan
diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos lapor`an
keuangan Pemerintah Daerah yang telpengaruh oleh kejadian atau
peristiwa terkalt.

88.  Kriteda minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian
atau peristiwa untuk diakui yaitu:
a)   terdapat kemun9kinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan

dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar
dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah.

b)   kejadian atau perisEwa tersebut mempunyai nilai atin biaya
yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

89.  Dalam   menentukan   apakah   suatu   kejadian/peristiwa
memenuhi   kriteria   pengakuan,   perlu   mempertinbapghan   a-spek
materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi    .
90.  Dalam      kriteria      pengakuan      pendapatan,      konsep

kemungkinan besar manfaat ekonomi nasa depan teljadi digunakan
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dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi
masa depan yang berkaitan  dengan pos atau kejadian/peristiwa  _
tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.  Konsep ini
diperlukan     dalam     menstadapi     ketidakpastian     lingkungan
operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian derajat kepa_§tian yang
melekat  dalam  arus  manfaat  ekonomi  nasa  depan  dilakukan-atas  dasar  bukti  yang  dapat  diperoleh  pada  saat  penyusunan
laporan keuangan.

Keandalan Pengillmmn
91-.  Kriteria  pengakuan  pada  umumnya  didasarkan  pada

nilai  uang  akibat peristiwa  atau  kejadian yang  dapat  diandalkan
pengufurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada
hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya
dan estimasi yang layak tidak mun8]rin dilakukan, maka pengakuan
transaksi demihian cukup diungkapkan pada Catatan afas Izaporan
Keuangan.

92.  Penundaan  pengakuan  suatu  pos  atau  peristiwa dapat
terjadi apabila kriteria pengakuan baru  telpenuhi setelah  ten.adi
atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pepgivuan Ase I
93_I  Aset  diakui  pada  saat  poten§i  manfaat  ekonomi  masa

depan  diperoleh  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  mempunyai  nilai
atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

94.  Sejalan dengan penerapan basis arfual, aset dalam bentuk
piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak ldalm untuk
mendapathan ams has masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari
entitas lain telah atan tetap masih terpenuhi, dan nilai klalm tersebut

. dapat diukur atau diestimasi.
95.  Aset   dalam   bentuk   kas   yang   diperoleh   Pemerintah

Daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah,r
traLnsfer,   dan   setoran   lain-lain,   serta   penerimaan   pembiayaan,
seperi hasil pinjaman. FToses pemungutan setiap unsur penerimaan
tersebut  sangat  beragam  dan   melibatkan   banyak   pihak  atau
instansi.  Dengan  demikian,  titik  pengakuan penerimaan kas oleh
Pemerintah   Daerah   unfuk   mendapatkan   pengakuan   akuntan-si
memerlukan  pengaturan  yang  lebih  rinci,   terlnasuk  pengaturan
mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya
ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran
telah teljadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin
diperoleh Pemerintah Daerah setelah periode akuntansi beg.alan.

Pengakuan Kewajiban
96.  Kewajiban    diakui   jika    besar    kemungkinan    bahwa

pengeluaran  sumber  daya  ekonomi  akan  dilakukan  atau  telah
dilakukan  untuk menyelesaikan  kewajiban yang ada  sampai  saat
pelaporan, dan perubahan atas ri-ewajiban tersebut mempunyai nilai

a-
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periyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
97. - Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajibali diakuj

pada  saat  dan-a  pinjaman  diterima  atau  pada  saat  kewajib-an
timbul.

Pengaku-in Pendapatan
98.  Pendapatan-LO   diakui  pada   saat  tinbulnya  hak  atas

pendapatan tersebu-I atau .ada al±ran masuk sumber daya ekonomi.
Penda5atan-LEA diakui pada saat kas diterima di Rekeing lfas Urium
Daerah atau oleh entitas _pelaporan.

Pengakuan Beban dan Belanja
99.  Beban~ diakui pada saat tinbuhaya kewajiban,  teljadinya

konsumsi  aset,  atau  ten.adinya penurunan  manfaat~-ekonorfu  atau
potensijasa.

100.BelanjadiakuiTberdasarkan:
a)     teljadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum  Daerah;
b)`-khusris      pengeluarain      melalui      bendahara      pengeluaran,

pengakuarmya   ten.adi   pada   saat   pertanggungjawabah   a-tas
pengeluaran ter§ebu-t disahkan oleh Pengguna Anggaran.

Pengu`kuran Unsur Laporan Keuangan
I01. Pengukuran  adalah  proses  penetapan  nflai  uang  untuk

mengakui  dan  memasukkan--`setiap  pos  dalam  laporan  keuangan
Pemerintah  Daerah.  Pengufuran  pos-pos  dalam  laporan  keuangan `-
Pemerintah   Daerah   menggunakan   nilai   perolehan   historis.   Aset
dicafat sebe-Sar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekononri atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk mem~peroleh

~  aset  tersebut.  Kewajiban  dicatat  sebesar  nilai  wajar  sumber  daya
ekonomi  yang  digunakan   Pemerintah   Daerah   untuk  memenuhi

~    kewajiban yang bersan9kutan.
102.Pengukuran pos-pos laporan keuangali menggunakan mata

uang Rupiah. Transaksi -yang menggunakan mata uang asing harus
dikonversi   terlebih   dahulu    (menggun.akan   kurs   tengah   BarLk
Indonesia) dan dinyatakan dalam mata Hang Rupiah.
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8. pERT¥:AIIAH LApoRAlr REUAnTGAnr

pErmAHULTJAI
Tujuan

1-.    Tujuan Kebg.akan ini adalah mengatur penyajian laporan
keuangan    untuk    tujuan    umum    /geriertzz   ptfxpose   jincmcz.az
sfa€ements/  dalam  rangka  meningkathan  keterbandingan  laporan
keuangan  baik  terhadap  anggaran,  antar  periode,  maupun  antar
entitas akuntansi.

2.    Untuk    mencapai    tujuan    tersebut,    Kebijakan    ini
menetapkan selurufi pertimbangan dalam rangka penyajian laporan
keuangan,  pedoman  strukfur  laporan  keuangan,  dan  persyaratan
minilnum isi laporan keuangan.

3.    Laporan  keuangan untuk tujuan umum adalah laporan
keuangan  yang  ditujuhan  untuk  memenuhi  kebutuhan  bersama
sebagian   besar  pengguna  laporan.   Pen8akuan,   pengukuran,   dan
pengun9kapan transaksi-transaksi  spesirik dan peristiwa-peristiwa
yang lain, diatur dalam Kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang L±ngkup
4.    I.aporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan

disajikan dengan basis akrual.
5.    Laporan  keuangan  untuk tujuan  umum  adalah  laporan

yang  dimaksudhan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pengguna.  Yang
dimaksud  dengan pengguna adalah masyarakat, 1egislatif, 1embaga
pemeriksa/  pengawas,  pihak  yang  member  atau  berperan  dalam
proses donasi, invest`asi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih
tinggi  {Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi).  Laporan keuangan
meliputi laporan keuangan yang disajikan teapisah atau bagian dari
laporan  keuangan  yang  disajikan  dalam  dokumen  publik  lainnya
seperti laporan tahunan.

6.    Kebijakan  ini   berlaku   untuk  entitas   pelaporan   dan
entitas   akuntansi   dalam  menyusun   laporan   keuangan.   Entifas
pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi
yaitu Peral9hat Daerah dan PPKD tidak termasuk Pemsah- Daeral.

Basis Akuntansi
7.    Basis    akuntansi    yang    digunakan    dalam    laporan

keuangan pemerintah yaitu basis akrual.
8.    Entitas   pelaporan   menyelenggarakan   akuntansi   dan

penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik
dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun dalam pengakuan
aset, kewajiban, dan ekuitas.

9.     Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi basis
akmal juga  menyajikan  Laporan  Realisasi  Anggaran  berdasarkan
basis yang ditetaphan da]am peraturan perundang-undangan tentang
anggaran.
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Definisi
10.  Berikut   adalah   istilah-istilah  yang  digunakan   dalaln

Kebijakan dengan pengertian:
a)     Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   {APB.D}   adalah

rencana   keuangan   tahunan   pemerintahan   Daerah   yang
disetujui oleh Dewan Perwak±lan Rakyat Daerah. ~

b)     Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara
kas pada Bendahara Umum baerah.

c)     Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai- dan/atau
dimilihi oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu  dan  darimana manfaat ekonolni da:n/atau ;osial di
masa  depan  dinaraphan   dapat  -diperoleh   oleh   Pemerintah
Daerah,  serta  dapat  diukrir  dalam  satuan  uang,  termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa  bagi  masyarakat  umum  dan  sumber-sumber  daya  yang
dipelihara karena alasan sejardi dan budaya.

d}     Aset  fak  berwujud  adalah  aset  non  keuangan  yang  dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyal wujud fisik serta dimiliki-untuk digunakan dalam menghasilkan ba,rang atau jasa atau   -
digunakan untuk tgjuan lain-nya termas.u-k hak atas kekayaan
intelektual.

e)     Aset   tetap   adalah   aset   belwujud   yang   mempunyai   nasa
manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas}  bulan  untuk  digunakan
dalam  -kegiatan  Pemerintah  Daerah  atau  dimanfaatkan  oleh
maeyarakat umum.

P      Basis a]mial adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi   dan   peristiwa   lainnya   pada   saat   transaksi   dan
peristiwa itu teljadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara `
kas diterima atau dibayar.

g)     Basis  kas  adalah  basis  akuntansi yang  mengakui  pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnyi pada saat kas atau setara kas
diterina atau dibayar.,~h)    Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

dalam  periode  pelaporan  yang  menurunkan  ekuitas,  yang
dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbuhaya
kewajiban.

i)      Belanja adalah semua pengeluaran dari Re~kening Kas Umum
Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode-tahun   anggaran   bersangkutan  yang  tidak  akan   diperoleh

pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.  -
j)      Dana    Cadangan    adalah    dana    yang    disisihkan    untuk

menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam safu tahun anggaran.

_k)     Ekuitas   adalah   kekayaan   b`ersih   Pemerintah   Daerah   yang
merupakan   seHsih   antara   aset   dan   ke`wajiban   Peinerintah
Daerah.

1)      Entitas      Akuntansi      adalah      Satuan      Kelja      pengguna
anggaran/pengguna  ~barang    dan    oleh    karenanya    wajib
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menyelenggarakan     akuntansi     dan     menyusun     laporan
keuangan  untuk  digabungkari-`  pada  entifas  pelaporan.   Yang
termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah Perangpeat Daerah
dan PPRE.

m}    Entitas Pelaporan adalah~Pemerintah Daerah yang terdiri atas
1  (satu)  ataulebih entitas akuntansi yang menurmt ketentuan
peraturan  perundang-undangan  wajib  menyampa±]±::an  laporan
pertinggungjawaban    berupa   laporan   keuangan    Pemerintah

-  Daerah.
n)    Investasi  adalah  aset yang  dimaksudkan  untuk  memperoleh

manfaat  ekonomi  seperti  bunga,  dividen,  dan  royalti,  atau
manfaat  sosial  sehingga  dapat  meningkatkan  kemampuan
Pemerintah     Daerah     dalam     ran8kaL     pelayanan     kepada
masyarakat.

o)     Kas  adalah  uang  tunai  dan  saldo  simpanan  di  bank  yang
setiap   saat   dapat   digrnakan   untuk   membiayai   kegiatan
pemerintahan.

p)     Kas umum Daerari`adalah tempat penyimpanan uang Daerah
yang  ditentukan  oleh  W.all  Kota  untuk  menampung  seluruh
penerimaan     Daerah --dan     digunakan     untuk     membayar
pengeluaran Daerah.

q)     Kewajiban adalah utang yang timbul d-ari peri-;tiwa nasa lalu
yang  penyelesaiannya  mengalcibatkan  aliran  keluar  sumber
daya ekonomi Pemerintah Daerah.

r)     Laporan   keuangan   kon-solidasian    adalah    suatu    laporan
keuangan  yang  merupakan  gabungan  keseluruhan  laporan
keuangari entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas
pelaporan tunggal.

s)     Laporan  keuangan  interim  adalah  laporan  keuangan  yang
diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

t)     Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
u)    Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau

salah saji suatu. informasi akan mempengaruhi keputusan atau
._ penilalan pengguna yang dibuat atas dasar~ laporan keuangan.

Materialitas  tergantung pada hahikat atau  besaniya pos atau
kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana
kekurangan atau salah saji ten.adi.

v)     Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban
antar   pihak   yang   memahami   dan   berkeinginan   untuk
melakukan transaksi wajar.

w)    Pembiayaan  usnain.ng)  adalah  setiap  penerimaan  yang  perlu
dibayar  kembali  dan/atau  pengeluaran  yang  akan  diterima
kembali,  baik  pada  tahun  anggaran  bersangkutan  maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
Pemerintah  Daerah  terutama  dimaksudkan  untuk  menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

x)     Pendapatan-LO  adalah  hak  Pemerintah  Daerah  yang  diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
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bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
y)     Pendapatan-LRA   adalah   semua   penerimaan   Rekening   Kas

Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam
periode  tahun  anggarag  yang  bTersangkutan  yang  menjadi
hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kemba]i oleh
Pemerintah Daerah.                                                                             ~ ~

z)     Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat dr=susutkan (c!eprecz.czZ}Ze assefs}  selama nasa
manfaat-yang bersangkutan.

aa)   Persediaan  adalah  aset lancar  dalam  bentuk  barang  atau
perlengkapan yang dimaksudkan  untuk  mendukung kegiatan--` operasional   Pemerintah  baerah,   dan   barang-barang   yang
dima-ksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam Iangha
pelayanan kepada masyarakat.

bb)   Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditamp±]kan pada lembar
muha laporan keuangan.

cc)   Pos luar biasa adalah adalah pendapatan-iu-al biasa atau beban
lu-ar  biasa yang  ten.adi  karena  kejadian  atau  transaksi yarig
bukan merupakan operasi biasra, tidak diharapkan sering atau
rutin ~teH.adi, dan berada di luar kendafi atau pengaruh entitas
bersangkutaLn.

dd)   Reken-ing    Kas    Umum    Daerah    adalah    rekening    tempa`t
penyimpanan  uang  Daerah  yang  ditentukan  oleh  walikota
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar
seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

ee)    Saldo  Anggaran  Lehih  adalah  akumulasi  SiLPA/SiKPA  tahun
anggaran  yang  |alT,` dan  tahun  anggaran  yang  bersangkutan
setelah      ditutup,      ditambah/dikurangi      dengan      koreksi
pembukuan.

ffl     Selisih  kurs  adalah  selisih  yang  timbul  karena  penjabaran
mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

gg)   Setara kas adalah investaLsi jangka pend-ek yang sangat likuid
yang  slap  dijabar-k-an  menjadi  kas  serta  bebas  dari  risiko
perubahan nilai yang signifihan.

hh)  Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran {SiLPA/SiKPA) adalah
sefisih   lebih/kurang   antara   realisasi   pendapatari=LRA   dan
belanja, ser±a pene~rinaan dan pengeluaran pembiayaan dalam
APBD selama satu periode pelaporan.

ii)     Surplus/defisit-LO` -adalah selisih antara~ pendapatan-LO dan
beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan
surplus/defisit  dari  kegiatan  non  operasional  dan  pos  luar
biasa.

jj)     S_urplus/defisit-LRA  `~adalah    selisih    lebih/kurang    antara
~   pendapatan-LRA dan belanja selama safu periode pelaporan.

kk)  Tanggal  pelaporan  adalah  tanggal  hari  terakhir  dari  suatu
periode pelaporan.
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Tujuan Laporan Keuangan
11.  Tujuan   umum   laporan   keuangan   adalah   menyajikan

informasi  mengenai  posisi  keuangan,   realisasi  anggaran, -saldo
anggaran  lebih,  arus  kas,  hasil  operasi,  dan  perubahan  ekuitas__
suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam
membuat  dan  mengevahaasi  keputusan  mengenai  alokasi  sumber
daya.

12.   Secara.  spesifik,  tujuan  pelaporan  keuangan  Pemerintah
Daerah  adalah  untuk  menyajikan  informasi  yang  berguna  untuk
penganbilan  keputusan  dan  untuk  menunjukkan  akuntabilitas
entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,
dengan:
a)   menyediahan  informsi  mengenai  posisi  sumber  daya  ekonomi, ~

kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
b)   in?nyediakan informasi mengenai  perubahan posisi sumber daya

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah;
c)   menyediakan    infolmasi    mengenal    sumber,     alokasi,     dan

penggunaan sumber daya ekonomi;
d)   menyediakan   informasi   mengenai ketaatan   realisa~si terhadap

anggarannya;
e)   menyediakan    informasi    mengenai    cara    entitas    pelaporan

mendanai ak±ivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
P    menyediakan  informasi  mengenai  potensi  Pemerintah  Daerah

untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
g)   menyediahan   informasi   yang   berguna   untuk   mengevaluasi

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
13.  haporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai

peranan   predikeif  dan   prospektif,   menyediahan   informasi   yang
berguna untuk memprediksi besamya sumber daya yang dibutuhkan
untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari
operasi  yang  berkelanjutan,  serta  risiko  dan  ketidakpastian  yang
terkalt.   Pelaporan  keuangari  juga  menyajikan     informasi     bagi
penggrna mengenai:
a}  indikasi  apakah  sumber  daya  telah  diperoleh  dan  digunakan

sesuai dengan anggaran; dan
b}  Indikasi  apakah  sumber  daya  diperoleh  dan  digunakan  sesual

dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetaphan oleh
DPRD.

14.  Untuk memenuhi tujuan umum  ini,   1aporan   keuangan
menyediakan informasi mengenal entitas pelaporan dalam hal:
a)   aset;
b}   kewajiban;
c)   efuifas;
d)   pendapatan-LRA;-
e)    belanja;
I)    pembiayaan;
g}   saldo anggaran lebih;
h)   pendapatan-LO;
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i)`    beban; dan
j)    arusha§.

Tanggung Java,b Pehaporan Keuang?n
15.  Tanggungjawab   penyusunan   dan   penyajian.   1aporan

keuangan berada pada pimpinan entitas.

Komponen-Komponen riporan Keuangan
16.  Komponen-komponen  yen.g  terdapat  dalam  satu  Set

laporan` keuan-gan  terdiri  atas  laporan  pelaksanaan  anggaran
(bztczgefa7±/   reports}   dan   lapo`ran   finansial,   sehingga   seluruh
komponen menjadi sebagal berikut:
a)    Laporan Realisasi Anggaran;
b)    Laporan perubahan saldo Anggaran I+ebih;

-   c}     Neraca;

d)    Laporan operasional;
e)     LaporanArusKas;
i)     I+aporan perubahan Ekuitas; dan
g)    Catatan atas haporan Keuangan.

17.  Komponen-kori`ponen laporan keuangan tersebut disajihan
oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporari Perubahan
Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entifas pelaporan.

18.  Unit  yang   mempunyai   fungsi   perbendaharaan   umum
adalah  unit  yang  ditetafikan  sebagal  bendahara  umum  daerah
dan/afau sebagai kuasa bendahara umum daerah.

19.  Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggarari
dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan

~ menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah
diperoleh   dan   digunakan   sesuai   dengan   anggaran   yang   telah

-   ditetapkan.   Lap-oran   Reali`sasi   Anggaran   me`muat   anggaran   dan
realisasi.

20.  Entitas pelaporan pemerintah pusat juga menyajikan Saldo
Anggaran  Lebih pemerintin yang mencakup  Saldo Anggaran  Lebih
tahun   sebelumnya,    penggunaan   Saldo   Anggaran    Lebih,    Sisa
Lebih/Kurang PembiayaaLn- Anggaran  (SiLPA/SiKPA)  tahun ben.alan,
dan penyesuaian lain yang-diperkenankan.

21.  Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber
daya   ekonomi   dan   kewajiban   entitas   pelaporan   pada   tan8Bal
pelaporan -dan aru~S sumb€r daya ekonomi selama periode beljalan.
Informasi   ini   diperlukan  i]engguna  untuk  rielafukan  penilalan
terhadap  kemampuan  entitas  pelaporan  dalam  menyelenggarakan
kegiatan pemerintahan _ di masa mendatang.

22.- Entitas pelaporan menyajikan inforlnasi untuk membantu
para  pengguna  dalam  memperkirakan  hasil  opefasi  enritas  dan
pengelolaan  aset,  seperti  halnya  dalam  pembuatan  dan  evaluasi
keputusan mengenai alokasi- sumber daya ekonomi.

23.  En~titas  yang  mempunyai  fungsi  perbendaharaafi  umum
inenyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas



-35-

dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan
setara-kas pada tanggal pelaporan.

24.  Entitas pelaporan menyajihan kekayaan bersih pemerintah
yang mencakup ekuitas awol, surplus/derisit periode bersangkutan,
dan dalnpak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalchan
mendasar.

25.  Untuk   menghindari   kesalahpahanan   dalam   membaca
laporan keuangan, entitas pelaporan harus mengun8kapkan semua
informasi penting baik yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji
dalam lembar muka laporan keuangan.

26.  Entitas   pelaporan   mengun8kapkan   informasi   ten fang
ketaatan terhadap anggaran.

sTRUK[un BAH Isl
pEHDALErmuAV

27. Pernyataan     Kebijakan     ini     mensyaratkan     adanya
pengungkapan  tertentu  pada  lembar  muka  /o7i  the fczceJ laporan
keuangan,   mensyaratkan   pengungkapan   pos-pos   lainnya   d-alam
lembar muka laporan  keuangan atau  dalam  Catatan  atas  IJaporan

~ Keuangan, dan merekomendasikan format sebagal lalnpiran Kehijakan
ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitis pelaporan
sesuai dengan situasi_ masing-masing.

Identirikasi Laporan Keuangan
28.  I.aporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas

dari inforlnasi lainnya dalam dokumen terbitan yalig sarna.
29.  Kebijakan    Arfuntansi   hanya   ber]a]fli   untuk   lapo-ran   ~

keuangan dan tidak u-ntuk informasi lain yang disajikan dalam suatu
laporan tahunan atau dokumen lainnya. OIeh karena rfu, penting bagi
pengguna   untuk   dapat   membedakan   informasi   yang   disajikan
menurut  Kebtjakan  Akuntansi  dari  inforlnasi  lain-,-  namun  bukan
merupahan subyek yang diatur dalam Kehijakan Afuntansi irri.

30.  Setiap  komponen  laporai  keuangan  harus  diidentifikasi
secara jelas.  Di samping itu, informasi berikut harus dikemukak-an
see+arajelas-dandiulangpadasetiaphalamanlaporanbflamanaperfu
untuk memperoleh pemahaman  yang  memadal atas informasi yang
disajikan:--
a)  mama Peran9fa:I Daerah/PPKD/Prmerfufah Daerah;
b)  cakupan laporan keuan-aan, apakah satu entitas tunggal atau

gabungan dari beberapa entitas afuntansi;
c)   tanggal  pelaporan  atau  periode yang  dicarfup  6leh  laporan

keuangan, yang sesuai  dengan  komponen-komponen laporan
keuangan;

d}  mata uang pelaporan adalah Rupiah; dai
-e)   tin9kat ketepatan yang digunakan  dalam  penyajian  amgka-

angka pada laporan keuangan.
31.   Persyaratan  dalam  paragral  28  dapat  dipenuhi  dengari+__

penyajian judul -dan judul kolom yang sin8lra± pada setiap halaman
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1aporan    keuangan.    Berbagai    pertim_Pangan    digunakan    untuk
pengaturan  tentang  penomoran  halaman,  referensi,  dan  susunan
lapepiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami  -
1aporan keuangan.

32.  Laporan   keuangan   serin8kali   lebih   mudah   dimengerti
bilamana  inforlnasi  disajikan  dalam  ribuan  atau  jutaan  rupiah.
Penyajiafl demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan
dalam  penyajian  angka-angka  diungkapkan  dan  informasi  yang

`~     relevan tidak hilang.

Periode Pehpe- .
33.  Laporan  keuangan  disajikan  paling  sedikit  sekali  dalam

setahun.  Dalam  situasi-  tertentu,  tanggal  laporan  suatu  entitas
berubah  dan  laporan  keuangan  tahunan  disajikan  dengan  suafu
periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari  1  (satu)  tahun,
entitas pelaporan mengun8kapkan informasi berikut:
a)    alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
`b)    fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu_

seperti  anus  kas -dan   catatan-catatan   terkait  tidak  dapat
diperbandin9kan.

34.  Dalam   situasi   tertentu   suatu   entitas   pelaporan   haru;
mengu.bah tanggal pelaporarmya, misalnya sehubungan dengan adanya `,
pembahan  fahun_  anggarari.   Penquli9hapan  atas  perubahan  tanggal
pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari ha]au jumlah-jumlah
yang disajikan untuk periods seharang dan jul]alah-jumlah komparal:if
tidak dapat diperbandin9han.

Tepat Waktu
35.  Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana~ 1aporan

tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu  setelah
tafiggal pelaporan.  Fak±or-falstor yang dihadapi seperti kompleksitas
operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup
atas kegagalan pelaporan yang tepat wakfu.

LApoRAH REAI+ISAsl AliidGARanr
36.  Ilaporan   Realisasi   Anggaran   mengun9hapkan   kegiatan

keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap
APBD.

37.   Laporan  Rea]isasi  Anggaran  menyajikan  i]chtisar  sumber,
alokasi   dan   penggunaan   sumberdaya  ekonomi  yang  dikelofa  oleh
Peranedrat Daerah/PPKD/ Pemednfah Daerah da]am sa:fu periode pelaporan.-~

38.  Laporan  Realisasi  Anggaran  menyajikan  paling  sedikit
unsur- unsur sebagal berikut:
a)     pendapataLn;
b)-   belanja;
c)     surplus/defisit-LRA;
d)    pembiayaan; dan `
e)     sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
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39.  Laporan Realisasi Anggaran mengganbarkan perbandingan
antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaponan.

40.   Laporan  Rea]isasi  Anggarali  dijefaskan  lebin  ]anjut  dalam
Catatan atas I.aporan Keuangrn. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang
mempengaruhi pelaksanaan anggrran seperti kehijahan fishal dan moneter,
sebab-sehab  ten.adin]7a  perbedaan  yang  material  anfara  anggaran  dan
rca]isasinya,  serta daflar-daftar yang merinci lebin lanjut an8ka-ang?ra
yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

I.AroRAH         :URAIIART SAIDO ABiGGARAli lEBH
41.  I+aporan Perubahan Saldo Anggaran Lebin menyajikan, secara

kompara:tif dengan. periode sebelumn:ya pos-pos berifut:
a)   Saldo Anggaran Lebih awal;
b)   Penggunaan saldo Anggaran I+ebih;
c)   Sisa Lebih/Kulang pembiayaan Anggaran tahun berialan;
d)   Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; dan
.e)_   Lain-lain; dan
•8    Saldo Anggaran I+ebih Akhir.

42-.  Disamping  itu,  suatu  entitas  pelaporan  menyajihan  rincian
lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam I+aporan Perubahan
Saldo Anggaran I.ebin da]am Catafan alas I.aporan Keuapgan.

NEHIAca
43.  Neraca  menggambarkan  posisi  keuangan  suatu~ entitas

akuntansi/entitas   pelaporan   mengenal   aset,   kewajiban,   dan
ekuitas pada tanggal tertentu.

HBasitiillEasi
44.  Setiap entitas akuntansi/entifas pelapolari menifesififasikan

asetnya  dalam  aset  ]ancar  dan  non]ancar  serta  mengkfasifikasjhan
kowajibannya  menjadi  kewajiban jangka  pendek  dan jangpra  panjang
dan neraca.

45.  Setiap  entitas  akuntansi/entifas  pelaporan  mengungkapkan
setiap  pos  aset  dan  kewajiban  yang  mencakup  jum]ah-jriin]ah  yang
diharapkan akan diterina afau dibayar dalani wa]rfu 12 (dua belds) birfu
setelah  tanggal  pelaporan  dan jumlah-jum]ah  yang  dihalaphan  alrm
diterina atau dibayar dalam wa]rfui_lebih dari 12 {dua belas) brfu.

46.   Apabi]a     suatu      entitas      akuntansi/entitas      pelaporan
menyediakan  barang-barang yang ahan  digunakan.  da]aln menja]ankan.
keeda:tan pemerintahan,  perlu  adanya  klasifikasi  terpisah  antara as-et
]ancar   dan   non]ancar   da]am   neraca   untuk  memberihan   informasi
mengrnai barang- harang yang akan digunakan da]am periods akuntansi
berikutnyadanyarigakandigunahanuntukkaperluanjanghapapg.a:ng.

47.   informasi tentang tanggal jatuh teinpo  aset dan kowajiban
keuangan.  bermanfaat  untuk  menflai  likuldifas  dan  soivabflitas  suatu
entitas    akuntansi/entifas    pelaporan.    Informsi    temtang    tanggal
penyelesaian  aset  nonkeuangan  dan  k-I.iban  seperd  pensediaan  dan
cedangan. jugr bermanfaat untuk mengetahui apahah aset dmasifikas±kan
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sebagal ?set lancar dan nonlancar dan kowajiban diklasifikasikan -sebagai
kowajibanjan9raperi-dekdanjan9faapartjang.~-48.  Neraca   menyajikan   secara   komparatif   dengan   periode

sebelumnya pos-pos berikut:
kas dan setan kas;
investasi jangka pende-k; -
pintang pajak dan bukin pajak;
persediaan;
investasijanghapanjang;
ase-i tetap;
properti investasi;    ~
dana ca.dan§an;
aset lainnya;
kewajiban jangka pendek;
kewajiban jangka panjang; dan
ek_uitas.

49.  Pps-pos selain yang disebutkan pada parag±gr 48 disajikan
dalam  Neraca jika Standar Akuntans~i  Pemerintahan  mens-yaratkan,
atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar
posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

50.  Pertimbanga|i   disajikannya   pos-pos   tambahan   secara
terpisah didasarkan pada faktor-faktor berilmt ini:
a)   Sifat, fikriditas, dan maferialifas aset;
b)   F`ungsi pos-pos tersebut dalam~entitas pelaporan;-
c)   J_umlah, sifat, dan jan9I=a-wakthi kewajiban.

51.  Aset dan~kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi
ka_clang-kadang  diukurdengan  dasar  pengukurari  yang  berbeda.
Sebagai contoh,  sekelompok aset tetap tertentu  dicatat atas dasar

_ biaya pero~lehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nflal wajar
yang diestimasikan.

Jket Lance
52.  Suatu aset diklasifihasikan sebagal aset lancar jika:

a)   dinaraphan segera ufi-tuk _direa]isas±±an, dipakai, atau dimirm untck
dijual dalam walrfui 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

br berupa kas dan setara kas.~
Semua    aset    selain    yan-€  ``.termasuk    dalam    {a}    dan    (b),
diklasifikasikan- sebagal aset nonlancar.

53.  Aset lancar mel±puti kas d`an setara-kas, investasi jangka
pendek,  piutang,  dan persediaan.  Pos-pos investasi jangka pendek
antara lain deposito beljan8ka 3 (tiga}  sampai  12  (dua belas} bul`an
dan  surat berharga yang mudah  diperiualbelikan.  Pos-pos piutang
antara  lain  piutang  pajak,  retribusi,  denda,  penjualan  angsuran,
tuntutan ganti mgi, dan piutang lainnya yang dinarapkan diterilna
dalam   waktu   12`  {dua   belas}   bulan   setelah   tanggal   pelaporan.

`Persediaan  mencakup  barang  atau  perlengkapan  yang  dibeli  dan
disimpan untuk digunakan, -misalnya barang pakai habis sepelfi alat
tulis kantor, barang tak habis pakal seperti kompon-en peralatan dan
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pipa, dan barang bekas pakal seperti komponen bekas.

Ibet Horfuer
54.  Aset   nonlancar   mencakup   aset   yang   bersifat  jallgka

Panjang  dan  aset  tak berwujud,  yang digunakan  secara langsung
atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan
masyarakat umum.

55.  Aset  nonlancar  di]dasifikasikan  menjadi  investasi jan8ka
panjang,   aset  tetap,   dana  cadangan,   dan   aset  lainnya  untuk
mempermudah   pemahaman   atas   pos-pos   aset   nonlancar   yang
disajikan di neraca.

56.  Investasi    jangka     panjang     adalah     investasi     yang
dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 {dua belas) bulan.
Investasi jangka  panjang  terdiri  atas  investasi  nonpermanen  dali
invesfasi permanen.

57.  Investasi  nonpermanen  adalah  investasi jangka  par}jan8
yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

58.  Investasi pelmanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk diniliki secara berkelanjutan.

59.  Investasi nonpermanen terdiri afas:
a)   Investasi dalam surat utang Negara;
b)   Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialhkan

kepada fihak ketiga; dan
c)   Investasi nonpermanen lainnya.

60.  Investasi permanen terdiri afas:
a)   Penyertaan  modal  pemedntah  pnda  perusahaan  negara/daerah, _

lembaga  keuangrn  negara,  badan  hrfum  milik  negara.,  badan
intemasional dan badan hu]aim lainnya bukan miHk negara.

b)   Investasi permanen ]ainnya.
61.  Aset tetap  adalah  aset berwujud yang mempunyal masa

manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

62.  Aset tetap terdiri atas:

Peralatan dan mesin;
Gedung dan bangunan;
Jalan, irigasi dan jaringan;
aset tetap lalrmya; dan
Konstruksi dalam pengeriaan.

63.  Dana   Cadangan   adalah   dana  yang  disisihkan   untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besal yang
tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.  Dana cadangan
dirinci menurut tujuan pembentukannya.

64.  Aset   nonlancar   lainnya   diklasifikasikan   sebagal   aset
lainnya.  termasuk  dalam  aset  lainnya  adalah  aset  tak  berwujud,
tagihan  penjualan  angsuran  yang jatuh  tempo  lebih  dari  12  {dua
belas)  bulan,  aset ken.asama dengan ffiak ketiga  {kemitraan),  dan
kas yang dibatasi penggunaannya.
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Pengakuan Jiset
65.  Aset  diakui  pada  saat  potensi  manfaat  ekonomi  nasa

depan  diper-bleh  oleh  pemerintah  dan  mempunyai  nilai `~atau  bi-aya
yang dapat diu]flir dengan andal.

66.  Aset   diakui   pada   saat   diterima   atau  _kepemilikannya
dan/ atau kepenguasaannya belpindah.

Pengu- Jbet
67.  Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

a)   Kas dicafat stbesar njlai nominal;
b)   havestasi janfa pendek dicatat sebesar rilai perolehan;
c)   ELting dicatat sebesar nflai nominal;
d)  -Persediaan dicatat sebesar:

( 1) Biaya Perolehan apabfla diperoleh dengan peinbe]jan;
{2) Biaya Standar apabfla diperoleh dengan mempnduksi sendiri;
{3) Nilai  wajar  apabfla  diperoleh   dengan  cara  lainnya  seperti

donasi/Ianpasan.
68.  Invesfasi jan8ka panjang dicatat sebesar biaya perolehan

termasuk biaya tambahan lainnya yang ten.adi untuk meriperoleh
kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

69.  As6t   tetap   dicatat   sebesar` biaya   perolehan.   Apabila
penilalan  aset  tetap  dengan  menggunakan  biaya  perolehan  tidak
memun8hinkan maka nil-ai aset tetap  didasarkan pada nilai wajar
pada saat perolehan.

70.  Selain  tanah  dan  konstruksi  dalam  fengeljaan,  seluruh
aset tetap  dapat disusutkan  sesuai dengan  sifat dan karak±eristik
aset tersebut.

71._ Biaya  perolehan  aset  tetap  yang  dibangun  dengan  cara
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kelja, bahan baku,
dan   biaya   tidak   langsung   termasuk   biaya   perencanaan   dan
pengawasan,   perlen8kapan,   tenaga  listrik,   sewa  peralatan,   dan
semua bidya lainnya yang teij.adi berkenaan dengan pembangun-an
aset tetap tersebut.

72.  Aset  moneter -dalam  mata  uang  asing  dijabarkan  dan
dinyatakan dalam mafa uang rupiah.  Penjabaran mata uang asing
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiha`n dan8ka Pendek
73.  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagal kewajiban jarigka

pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu  12  (dua bel_as)  bulaH
setelin tanggal pelapolan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan
sebagal keiivajiban jangka panjang.

74.  Kewajibari jan9ka  pendek dapat  dikategorikan  dengan.  cara
yang sama seperti aset lancar. Beberapa ke`rajiban jan9ha pendek, seperti
utang transfer pemerinfah atau utang kepada pegawial merupakan suatu _
baedan   yang   akan   menyerap   aset   lancar   da]am ~tahun   pelaporan~ berfutnya.
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75.  Kewajiban jan8ka pendek lainnya adalah kewajiban yang
jatuh  tempo  dalam  waktu   12  {dua  belas)  bulan  setelah  tanggal
pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari rihak
ketiga, utang perhitungan ffiak ketiga {PFK}, dan bagian lancar utang
jan8ka panjang.

Kewajihan Uan8ka Panjang
76.  Suatu     entitas     pelaporan     tetap     men8klasifikasikan

kewajiban jangka panjangriya,  meskipun  kewajiban  tersebut jatuh
tempo  dan  unfuk diselesalkan  dalam wahiu  12  (dua belas}  bulan
setelah tanggal pelaporan jika:
a)  jan9ka wa]rfu as]inya ada]ah untuk periode lebin dari 12 {dua bchs)

buha;
b)  entitas bermaksud mendanai kemba]i {reLfytz7`zoe)  kowajiban tersebut

atas dasar jan9ha palijang; dan
c)  ma±sud   tersebut   didukung   dengan   adanya   suatu   pep.anj±an

pemdanaan  kembali  {rejftyttznc£.7ngn,  atau  adanya penjadualan  kemba]i
telhadap pembayaran, yang diselesa±han sebelum laporan ke~uangan
disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarhan dari kewajiban jangka
pendek sesuai dengan paragraf ini, bersalna-sama dengan informasi
yang mendukung penyajian ini,  diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

77.  Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada
tahun   berikutnya   munglrin   diharaphan   dapat   didanal   kemba]i
(rejEntmofrzg) atau digulilkan (rozz ozJa4 berdasarkan kebijakan entifas
pelaporan dan d`iharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas.
Kewajiban  yang  demikian  dipertiinban8kan  untuk  menjadi  suatu
bagian dari pembiayaan jangka Panjang dan diklasifikasikan sebagal
kewajiban jangka panjang.  Namun dalam situasi dimana kebijakan
pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus_
tidak adanya persetujuan pendanaan kembali),  pendanaan kembali
ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini
diklasffikasikan sebagal pos jangka pendek kecuali penyelesalan atas
pen.anjian    pendanaan    kembali    sebelum    persetujuan    laporan
keu-angan  membu]ctikan  bahwa  substansi  kewajiban  pada  tanggal
pelaporan adalah jangka panjang.

78.  Beberapa  pep.anjian  pinjaman  menyertakan  persya:ziatan
tertentu  (cozJenaztS  yang  menyebabkan  kewajiban  jangka  panjang
menjadi   kewajiban   jan8ka   pendek   tr}agaz}Ze   on   demar?q   jika
persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjarn
dilanggar.      Dalam      keadaan      demikian,      kewajiban      dapat
diklasifikasikan sebagal kewajiban jangka panjang hanya jika:
a)  pemberi pinjaman te]ah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan

sebagal  konsekuensi  adanya  pelanggaran,   danemtitas  bermaksud
mendanai kemba]i (7ejinarzce)  kevajiban tersebut atas dasar jane?ra
partjang; dan
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b)  .Edck mun9lin _ten.adi pe]anggaran berikutrya dalaln wa]chi  12 (dua
belas} bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan K-jiban
79.  Kewajiban    diaki±i    jik_a    besar    kemungkinan    bahwa

pengeluaran    sumber    daya    ekonomi    akan    dilakukan_  untuk
menyelesaikan  kewajibin  yang  ada  sampal  saat  pelaporan,  dan
perubahan  atas  kewajiban  tersebut  mempunyai  nilai  penyelesaian
yang dapat diukur dengan andal.

80.  Kewajiban diakui ri~ada saat dana pinjaman diterima atau
pada saat kewajiban tiinbul.

Pengulmran Kewajihan
81.  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban d-alam

mata  uang  asing  dijabarkari  dan  dinyatakan  dalam  mata  uan~§
rupiah. Penjabaran mata uing asing menggunakan kur§-tengah bank
sentral p.ada tanggal neraca.

Ehitas
82.  Ekuitas    adalah    kekayaan    bersih    pemerintah    yang

merupakari  selisih  antara  aset  dan  k-ewajiban  pemerinfah  pada
tanggal laporan.

83.  Saldo efuitas di Neraca berasal dari saldo alchir ekuitas
pada Iaporarl Perubahan Ekuitas.

Informasi  yang  Disajikan  Dalam  Heraca  atau  Dalaim  CataLta~n
Atas hapomli Keuangrn

84.  Suatu   entitas  pelaporan   mengungkapkan,   balk  d'alam
Neraca     maupun     dalam -Catatan     atas     Laporan     Keuangan
subklasifihasi pos-pos yang disajikan,  diHasifikasikan dengan cafa
yang sesuai dengan operasi entitas yang bersan8]flitin.  Suafu  po-s
diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.  ~-_

85.  Rincian yang tefoakup -dalam sub klasifikasi di Neraca atau~
di Catatan atas Laporan Keuangari tergantung pada persyaratan dari
Kebijakan Akuntansi Peme`rintah Daerah dan materialifas jumlah`bos
yang bersangkutan.

86.  Pengungkapan ahan bervariasi untuk sedap pos, misalnyqi
a)  piutang dirinci menurut_jumlah piutang pajak,  retribusi,  pihak

terkalt, uang muka, dan jumlah lainnya;
b}  persediaan  dirinci  lebth  lanjut  sesuai  dengan  kebijak~ali  yang

mengatur akuntansi u-ntuk persediaan;
c).  aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompck sestial der}gan

kehijakan yang mengatur tentang aset tetap;
d)  dana cadangan diklasifikasikan `§esuai dengan peruntukannya;
e)  pengungkapan     kepentingan     Pemerintah     Daerah     dalam

perusahaan  Daerah/lainnya  adalah  jumlah  penyertaan  yang
diberikin, tingk`at pen-gendalian dan metode penflaian.
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LAVORAN Anus HAS
87.  Laporan Ams Kas menyajikan informasi mengenai sumber,

penggunaaan.  perubahan.  kas  dan  setara  has  selama  satu  periode
akuntansi,  dan saldo kas dan  setara kas pada tanggal pelaporan.
Laporan -arus kas disusun oleh entitas pelaporan.

88.  Arus     masuk     dan     keluar     kas     diklasifikasikan
berdasarkan    aktivitas    operasi,    investasi,    pendanaan,    dan
transitoris.

89.  Penyajian  Laporan  Arus  Kas  dan  pengungkapan  yang
berhubungan  d.engan  arus  kas  diatur  dalam  Kebijakan  A]flintan~si
tentang Laporan Arus His.

LAPORAH OPERASIOHAL
90.  I.aporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
Beban dari kegiatan operasional;
Surplus/defisit darn Kegiatan Non Operasional, bila ada;
Pos luar biasa, bfla ada; dan
Surplus/defisit-LO.

91.  Dalam    hubungannya    dengan     laporan     operasional,
kegiatan-  operasional   suatu   entitas   pelaporan   dapat   dianali-sis
menurut klasifikasi eko-nomi atau klasifihasi fungsi/program unrik
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

92.  Penambahan   pos-pos   pada   laporan   operasional   dan
de~skripsi  yang  digunakan  serta  susunan  pos-pos  dapat  diubah
apabila  diperlukan  untuk  menjelaskan  operasi  dimaksud.  Faktor-
faktor yang perlu  dipertimbangkan  mdiputi  materialitas  dan  si fat
serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

93.  Dalam lflporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset
nonlancar dan pendapatan/bchan luar biasa dikelompokkan ' dalam
kelompok tersendiri.

LapoRAnr pERUBAIIAlr EKulTAs
94.  Laporan  Perubahan  Ekuitas  menyajikan  paling -sedikit

POS-POS:
a)   Ekuitas awal;
b)-  Surplus/defisit-Ilo pada periode bersang]mtan;
c)   Koreks-i-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,

yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan
oleh  perubahan  kebijakan  akuntansi  dan  koreksi  kesalahan
mendasar, misalnya:

1}  Koreksi  kesalahan  mendasar  dari  persediaan  yang  terjadi
pada periode-periode sebelumnya;

2)  Perubahan nilal aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d)  Ekuitas akhir.

95.  Disamping   itu,   suatu   entifas   pelaporan   menyajikan
rinciari lebih lanjut dari `unsur-unsur yarig terdapat dalam laporan
perubahan ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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CATATAII ATAs LAporianr KEUAHGAH
Struktur

96.  Agar  dapat  digunakan  oleh  pengguna dalam memahami
dan membandin9kannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,
Catatan  atas  Laporan  Keuangan  paling  sedikit  disajikan  dengan
susunan sebagai berikut:

a)    Informasi   umum   tentang   Entitas   Pelaporan    dan    Entitas
Arfuntansi;

b}   informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan k-edijakan
ekonomi maJffo;

c)    ikhtisar   pencapaian   linen.a   target   keuangan   selalna   tahun~
pelaporan  berifut ke`naala dan hambatan yang dihadapi  dalam
pencapalan target;

d)    informasi   tentang  dasar  penyusunan   laporan   keuangan   dan
kebijakan-kehijakan akuntansi yang dipilth untuk diterapkan atas
transaksi-transak_si dan kejadian-kej adian penting lainnya;

e_)    rincian  dan penjelasan  masing-masing pos yang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan;

f}     informasi yang diharuskan -oleh Pemyataan  Standar Akuntansi
Pemerintahari   yang   -belum   disajikan   dalam   lembar   muka
laporan keuangan.

g)    Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang ``
tidak disajikan dalam lenihar muka laponan. keuangan..

97.  Catatan    atas    Laporan    Keuangan    disajikan    secara
sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih,  Neraca,  Laporan  Operasional,
Laporan   Arms   Kas,   dari   Laporan   Perubahan   Ekuifas   harus
mempunyal referensi silang deri9an informasi terkait da]am Catatan
atas Laporan Keuangan.

98.  Catatan afas Laporan Keuangari meliputi penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilal suatu pos yang disajikan. dalam
Laporan  Re~alisasi Anggaran,  Laporan  Perubahan  Saldo Anggaran
Lebih,   Neraca,   I+aporan`--`Operasional,   Laporan   Arus   Kas,   dan
LaForan  Perubahan  Ekuifas.  Termasuk  pula  dalam  Catatan  alas
Laporari Keuangan adalah penyajiari informasi yang diharuskan dan
dianjurkan   oleh   Kehijakan   Akuntansi   Pemerintah   Daerah-   serta
pengun9kapin-pengun8kapan    lainnya   yang    diperlukan    untuk
penyajian  yang  wajar  atas  laporan  keuangan,   seperd  keowajiban
kontinjensi dan komitmen-komitmen lain]rya.

99.  Dalam   kea-daan  tertentu   masih  dimungkinkan   untuk
mengubah susunan penyajian afas pos-pos tertentu dalam Cafatan
atas  Ifaponan  Keuangan.  Misalnya  informasi  tingkat  bunga  dan
penyesuaian nilai wajar dapat digabungkari dengan inforlna~si jatuh
tempo surat-surat berharga.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi
100.Kebijakan    akuntansi    pada    Catatan    atas --Laporan

Keriangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
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a)   dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan. Iaporan
keuangan;

b)   sampai   sejauh   mama   kebijakan-kebijakan   akuntansi   yang
berkaltan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan
Akuntansi   diterapkan   oleh   suatu   entitas   akuntansi/entitas

~ pelaporan; dan

c}   setiap  kebijakan  akuntansi  tertentu  yang  diperlukan  untuk
memahami laporan keuangan.

101.Pengguna  laporan  keuangan._ perlu   mengetahui  basis-
basis   pengukuran   yang   digunakan   sebagai   landasan   dalam
penyajian   laporan _.keuangan.    Apabila   lebih   dari   satu    basis
pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka
infomiasi  yang  disajikan   harus   culmp   memadai  untuk  dapat
mengindikasikan  as-et  dan  kewajiban  yang  menggunakan  basis`+
pengukuran tersebut.

102.Dalam  menentukan  apakah  suatu  kebijakan  akuntari+si
perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah
pengungkapan    tersebut    dapa_t    membantu    pengguna    untuk
memahami    setiap    transaksi   yang   tercermin    dalam    laporan
keuangan.      Kebijakan-kebijakan      akuntansi     yang           perlu
dipertimbangkan  untuk  disajikan  meliputi,  tetapi  tidak  terbatas
pada, hal-hal sebagai berikut:
a)   Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
b)   Pengakuan belanja;
c)    Pengrfuan beban;
d)   ELnsip-prinsip penyusunan laporan konsolfdasian;
e}   hesfasi;
P    Pengakuan  dan  penchentian/pen8hapusan  aset  berwujud  dan

tidak bermujud;`-   g)   Kontrak-kontrak konstruksi;

h)   Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
i)    Kemitraan dengan pihak ketiga;
j)    Biaya peneELan dan pengembangan;
k)   Persediaan,   balk  yang  untuk  dijual  maupun  untuk  dipakal

sendiri;
I)    Dana cadangan; dan
in)  Penjabaran mafa uang asing dan lindung nilai.

103.Setiap     entitas     akuntansi/entitas     pelaporan     perlu
mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan

~    yarig  perlu  diun8hapkan  dalam  Catatan  afas  haporan  Keuangan.
Sebagai contoh, pengun8kapan inform.asi untuk pengakuan pajak,
retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iurali wajib /no72rectprocaz
7iezJe7"e/,  penjabaran  mata  uang  asing,  dan  perlakuan  akuntansi
terhadap seHsih furs.

104. Kebijakan  akuntansi  bisa  menjadi  signifikan  walaupun
nflal pos-pos yang disajikan dalam periode beljalan-dan sebelumnya    -
tidak   material.   Selaln   itu,   perlu   pula   diun8kapkan   kehijakan
akuntansi  yang  dipilih  dan  diterapkan  yang  tidak  diatur  dalam
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~   Kebijakan ini.

Pengungkapan-Pe ng]mglrapan Lainnya
-   105.Suatu    -entitas    pelaporan    mengungkapkan    hal-hal

berikut  ini  apabila beluin  diinform.asikan  dalam  bagian manapun
dari laporan keuangan, yaitu:
a)   domisili  dan  bentuk  hukum  suatu  entitas  serta  yurisdiksi

dimana entitas tersebut beroperasi;
b)  penjelasan   mengenai   sifat   operasi   entitas   dan   kegiatan

pokcknya;
~   c)   ketentuan perundang-uridangan. yang menjadi landasan kegiatan

~ operasionahaya.
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Ilustrasi Lampiran 02.A: Contoh Forlnat Neraca Pemerintah Kota
PEMERINTAII KOTA BAL[KPAPAN

NERACA
Per 31 Desember 20Xl dan 20XO

(Data Rupiah}

undan 20K1 20RIO
ASRT   __
ASRT ENCAI
Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Perigeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Has di -BLUD
Kfas Dana BOS
Kas Dana Kapitasi Pada FKTP
Kas Lainnya
Setara Kas
InvestaLsi Jangka Pendek
Piutang Pajak
Hutang Retribusi
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Antar Daerah
Hutang Lalrmya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediarm
•umfah Aset Lancar
INVESTASI dANGKA ENJENG
IIivestasi Hon Perlnanen
Investasi kepada BUMN
Investasi kepada BUMD
Inve§tasi dalam Obfigasi
Investasi dalam Hoyek PembarigLman
Dana Berguhi
dumla[h Investasi Hon Perlnanen
IIivestaLsi permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi - Pemberian Hnjaman Daerah
Jumlahi lnvestasi Pemanen
Jum]ah Investasi dan=ka Panjang
ASRT TETAI
Tanah
Peralatan dari Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
_Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengeq.aan
(Arfumulasi Penyusutan}
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Uinian 20K1 - 20HO -

Uumlah Jket Tetap
DADiA cADAVGAlr
Dana Cadangan
dumlah Dana Cadan=an
ASRT LAlrmA
Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
ThntutaLn Ganti Rugi
Kemitraan dengan EL.ak Ketiga -
Aset Tak Berwujud
Aset rfu-lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Arfumulasi penyusutan Aset Lainnya      .
Jiin]ah Aset Lalnnya
dunLAV ASRT
KENAIBAV
KEWAIIBAN JAITGKA PEIIDEK -

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK}
Utang Bunga
Utang Hnjalnan Jangka Pendek
.Baedan Ilancar Utang J_ancka Paniang
Pendapatan Diterima Di Muka
Utang Belania -

Utang Jangka Pendek lfainnya
Juinlah Kewajiban daned=a Pendek
KEWAilBAH dANGKA pABr4ANG
Utang Kepada Pemerintah Pusat
Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank  - -

Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukain Bank
Utang Kepada Masyarakat (Obligasi}
Premium (Diskonto} Obli-gasi
dumlah Kemajiban Japgka Panjang
ErmTAs -

EKUITAS
Surplus/Defisit-LO
Judah Ekuitas

KEWAblBAlr DAli EKulTAs
I



Ilustrasi Lampiran 02.8 :
Anggaran Pemerintah Kota
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Contoh    Format    Laporan    Realisasi

PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERE
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun n

dan n- 1
{Dalan Rupiah)

-No.Urut                                Uraian

£e¥:=±an  :i:ca  %  R::::si- eruan unn
n-1

1 2 3 4 5 6
1 pErmAPATEN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAII
3 Pendapatan Pajak Daerah
4 Pendapatan Retribusi Daerali
5 Pendapatan Hasil Pengelolaa]i

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
--6 Lain-lain PAD yang Sah

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 -

s/d 6'
_8 PEHDAPATAH TENSFER

10 Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat - Dana Perimbangan

11 Dana Bagi Hasil
12 Dana Alokasi Umum
13 Dana Alokasi Khusus-Fisik -

14 Dana Alokasi Khusus-Non Ftsik
1-5 dumlah Pendapatan Transfer Dana

Perimhangan (11 s/d 14|
--17 Pendapatan Transfer Peffierintah

Pusat - Lainnya
18 Dana Insentif Daerah
19 Dana Penyesuaian
20 dumlah Transfer Pemerintah Pusat

-Lainnya (18 s/d 19)
-21 Pendapatan Transfer Antar Daerah
22 Pendapatan Bagi Hasil
23 Bantuan Keuangan -

24 dumlah  PendapaLtan Transfei Antar
Daerah (22 s/d 23}

25- Total Pendapatan Transfer {15 + 20- +24'
26- LAIH-LAIN pENDAPATAir DAERAH

YfflG Sffl
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+-*_

No
chggaranStlan Realisa, Realisasi

-Urut Uralan ee-Perubah;n S|Tahunn O/o Talunn-1

1 2 3 4 5 6
f27- Pendapafan Hibah

``     28     _ Pendapatan Dana Darurat
29 Pefldapatan Lainnya
30 dumfah Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah (27 s/d 29}
_31 JUMLAII PENDAPATAII (7 + 25 + 30)

-32 BELAVdA  -
33 BELAN4A OPERASI
34 Belanja Pegawai
35 ` Belanja Barang dan Jasa ~+-

-
36_ Belanja Bunga
37 r`Belanjasubsidi   -    - -
38 Belanja Hibah -

39 Belarija Bantuan. Sosial
40 durilah Belanja Operasi (34`s/d 39}

`41 BELAVTA -MomL
42 Belanja Modal Tariah
43 . Belanja Modal Peralatan dan Mesin
44 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
45- Belanja Modal Jalan. Irigasi, dan

Jaringan
46 Belanja Modal Aset Tetab Lainnya
47 Belanja Modal Aset Lainnya
48 dumlah Belanja Modal {42 s/d 47|
49 BELAITdA TAX TERDUGA -

:50 Belanja Tck Terduga
51 •umlah Belanja Tak Terduga (50}
52 OUMLAII BELAHJA (40+ 48 + 51)
53 BELAHJA TENSRER
54_ Belanja Bantuan Keuangan antar

Daerah Kabupaten / Kota
55 Belanja Bantuan Keuang-an

Kabupaten/ Kota ke Daerah Provinsi
57 . duMLAII BELAH4A TRansFER {54

-s/d 561
---58 euMLAII BEIAHdA (52 + 57)
-59 SURPLUS/DEFISIT t31 -58) -

60 PEMBIAYEN
61 PEHERIMAAN PEMBIAYAAH
62 - Penggunaari Sisa I,ebih Perhitungan

chggarap (SiLPA)`
63 Pencairan Dana Cadangan

-
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No.Urut Uraian

chggaranSetelah-Pembahan RealisasiTalunn
a/o

RealisasiTahunn-1

1 2 3 4 5 6
64 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan
65 Penerimaan Pinjaman Daerah -

Pemerintafi Pusat
66 Penerimaan Pinjaman Daerah -

Pemerintah Daerah Lainnya
67 Penerimaan Hnjaman Daerah -

Lembaga Keuangan Bank
68 Penerinaan Finjaman Daerah -

Lembaga Keuangan Bukan Bank
69 Penerimaan Pinjaman Daerah -

Masyarakat (Obligasi Daerah}
70 Penerimaan Kembali Hnjaman

Daerah
71 Penerimaan Pembiayaan Lainnya
72 dumlah Penerimaan (62 s/d 71)
73 PEHGELUARAH PEMBIAYAAN
74 Pembentukan Dana Cadangan
75 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
76 Pembayaran Pinjaman dari

Pemerintah Pusat
77 Pembayaran Hnjalnan dari

Pemerintah Daerah I+aln
78 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga

Keuangan Bank
79 Pembayarari Pinjaman dari Lembaga

Keuangan Bukan Bank
80 Pembayaran Pinjaman dari

Masyarakat {Obligasi Daerah)
81 Pemberian Pinjamari Daerah
82 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
83 dumlah Pengeluaran  {74 s/d 82).84

pEnnelA¥AAH HETTo |72-83)
85 Sisa liebih Pembiayaan Anggaran

(59 + 84'
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Ilustrasi I+ampiran 02.C :         Contoh   Format   I*aporan   Perubahan.
SAL
Pemerintah Kota

pEMERINTArl KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20XI DAN 20XO

NO UFLAEN 20X1 20XO
1 Saldo Anggaran Lebih Awal - I-
23 Penggunaan SAL sebagal Penerimaan Pembiayaan (2ex)2ex (2ex)Zee

ahun Ben.alan
sub total (1-2)

45 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran 2ex2ex 2ex2ex
(SiLPA/SiKPA)
sub total (3+4)

6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 2ex 2ex
7 Lain-Lain Zee 2ex
8 Saldo Anggaran Lebih Alchir (5+6+7) ZEE ZEE

Ilustrasi Lampiran 02.D :         Contoh   Format   Iaporan   Perubahan
Ekuitas Pemerintah Kofa

PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20XI DAN20XO

{dalan Rupiah}

NO UFLAIAN 20X1 20XO
1 kuitas Awal Zm ZEE
2 Surplus/Defisit-LO 2ex 2ex
34 Dampak Kumulatif Perubahan IREZee Zee2ex

Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:
Koreksi Nilai Persediaan

5 Selisih Revaluasi Aset Tetap 2ex 2ex
6 Lain-hi 2ex 2ex
7 kuitas [ELir ZEE -
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a. LApoRAlr REAI+ISAsl AIIGGARAH BERBAsls KAs            `

pENDiunLUAH
TUJUAV

1.    Tujuan  kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran
adalah    menetapkan    dasar-dasar   penyajian.    Laporan    Realisasi
Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas     sebagajmana     ditetapkan     ketentuan     peraturan
perundang-undangan.

2.    Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang
realisasi   dan   anggaran   secara  tersanding  di   tingkat  Perangkat
Daerah,   PPKD,   dan   Pemerintah   Daerah.   Penyandingan   antara
anggaran dan realisasinya menunju]ckan tin9kat ketercapalan target-
target yang  telah  disepakati  antara  legislatif dan  eksekutif sesuai
dengan Peraturan Daerah.

RtlAVG LIREKUP
3.    Kebijakan   akuntansi   ini   diterapkan   dalaln   penyajian

Laporan  Realisasi  Anggaran  yang  disusun  dan  disajikan  dengan
menggunakan   akuntansi  berbasis  kas  untuk  tined±at  Peran.9kat
Daerah, PPKD, dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk Perusahaan.
Daerah.

MANFAAT IHFORMAsl REALlsAsl AIIGGARAav
4.    Laporan    Realisasi    Anggaran    menyediakan    informasi

mengenai       realisasi       p endapatan-LRA ,       b elanj a,       transfer ,
surplus/defisit-LRA,  dari  pembiayaan  dari  entitas  pelaporan  dan
entitas  akuntansi  yang  masing-masing  diperbandingkan   dengan
anggarannya.   Informasi   tersebut   berguna   bagi   para   pengguna
laporan  dalam  mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi  sumber-
sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan
dan entitas akuntansi terhadap anggaran dengan:
a)     menyediakan    informasi    mengenai    sumber,    alokasi,    dan

penggunaan sumber daya ekonomi;
b)     menyediakan   informasi   mengenal  realisasi  anggaran   secara

menyeluruh    yang    berguna    dalam    mengevaluasi    kinelja
Pemerintah    Daerah    dalam    hal    efisiensi    dan    efekfivitas
penggunaan anggaran.

5.    Iraporan Realisasi Anggaran menyediahan informasi yang
berguna  dalam  memprediksi   sumber  daya  ekonomi  yang  akan
diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode
mendatang  dengan  cara  menyajikan  laporan  secara  komparatif.
Laporan  Realisasi  Anggaran  dapat  menyediakan  informasi  kepada
para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan
sumber daya ekonomi:
a)   telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
b)   telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD}; dan
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c)   telah    dilaksanakan    `sesuai    dengan    ketentuan    peraturan
perundang-undangan.

DEFIHISI
6.    Berikut  adalah  istilah-istilah  yang    digunakan     dalam

kebijakan akuntansi dengan pengertian:
a)     Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   (APBD)   adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui
oleh Dewan Perwalalan Rakyat Daerah.

b)     Asas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan
pencatatan     secara    neto    penerimaan     setelah    dikurangi
pengeluaran    pada    suatu    unit    organisasi    atau    tidak
memperkenankan  pencatatan  pengeluaran  setelah  dilakukan
kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

c)     Basis  Kas  adalah  basis  akuntansi  yang  mengakui  pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

d)     Belanja adalah  semua pengeluaran  dari  Rekening Kas  Umum
Daerah  yang  mengurangi  ekuifas  dana  lancar  dalam  periode
tahun   anggaran   bersangkutan   yang   tidak   akan   diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

e)     Dana    Cadangan    adalah    dana    yang    disisihkan    untuk
menampung  kebutuhan  yang  memerlukan  dana  relatif besar
yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

8      Entifas  pelaporan  adalah  unit pemerintahan yang terd±ri  atas
satu  atau  lebih  entitas  akuntansi  yang  menurut  ketentuan
peraturan  perundang-undangan  wajib  menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

g)     Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah
yang  ditentukan  oleh  Wali  Kota  untuk  menampung  seluruh
penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

h)    Kebijakan    akuntansi    adalah    prinsip-prinsip,    dasar-dasar,
konvensi-konvensi,  aturan-aturan,  dan  praktik-pra]ctik spesifik
yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan
penyajian. 1aporan keuangan.

i)      Pendapatan-LRA   adalah   semua   penerimaan   Rekening   Kas
Umum  Daerah yang  menambah  Saldo  Anggaran  I+ebih  dalaln
periode tahun anggarari yang bersangkutan yang menjadi hak
Pemerintah   Daerah,   dan  tidak  perlu   dibayar  kemba]i  oleh
Pemerintah Daerah.

j)      Pembiayaan  usriczrrdng)  adalah  setiap  penerimaan  yang  perlu
dibayar  kembali  dan/atau  pengeluaran  yang  akan  diterima
kembali,  baik  pada  tahun  anggaran  bersangloutan  maupun
tahun-tahun  anggaran  berikutnya,  yang  dalam  penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.

k)     Perusahaan  Daerah  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau
sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
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1)      Rekening    Kas    Umum    Daerah    adalah    rekening    tempat
penyimparian  uang  Daerah  yang  ditentukan  oleh  Wali  Kota
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar
seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

in)    Saldo  Anggaran  Lebih  adalah  akumulasi  SiLPA/SiKPA  tahun
anggaran  yang  lalu  dan  tahun  anggaran  yang  bersangkutan
setelah      ditutup,      ditambah/dikurangi      dengan      koreksi
pembukuan.

n)     Sisa Lebin/Kurang pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah
selisih   lebih/kurang   antara   realisasi   pendapatan-LRA   dan
belanja,  serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam
APBD selama satu periode pelaporan.

o)     Surplus/defisit-LRA     adalah     selisih     lebih/kurang     antara
pendapatan-LEA dan belanja selama satu periode pelaporan.

p)     Transfer   adalah   penerimaan/pengeluaran   uang   darn   suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, terlnasuk
dana perimbangan dan dana bagi hasil.

STRUKTUR LAIORAlr REAI+ISAsl ANGGARAH
7.    Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi

pendapatan-LRA,   belanja,   surplus/defisit-LRA,   dan   pembiayaan,
yang masing-masing diperbandingkan dengari anggarannya dalam. 1
(satu} periode.

8.    Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan
secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap
perlu, informasi berikut:
a}     nalna perangkat Daerah/PPKD/Pemerintah Daerah;
b)     cakupan entitas pelaporan;
c)     periode yang dicakup;
d)     mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
e)     satuan angka yang digunakan.

PERIODE pELApoRAlr
9.    haporan Realisasi Anggarari disajikan paling sedikit sekali

dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas
berubah dan Laporari Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan
suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari  1  (satu)  tahun,
entifas mengungkapkan informasi sebagai berikut:
a)     alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 (satu) tahun;
b)     fa]sta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalan Laporan Realisasi

Anggaran      dan      catatan-catatan      terkait      tidak      dapat
diperbandingkan.

TEPAT WAKTU
10.  Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika

laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya.  Faktor-faktor
seperti   kompleksitas   operasi   Pemerintah   Daerah   tidak   dapat
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dijadikan pembenaran afas ketidakmanpuan entitas pelaporan dan
entitas akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

11.  Sebagal  bagian  dari  laporan  keuangan.  tahunan  entitas
pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran paling lambat 6
(enam) bulan setelah berakhimya tahun anggaran.

Isl LApoRAli REAIASAsl AHGGARABr
12.  Laporan  Rea]isasi  Anggaran  disajikan  sedemikian  rupa

sehingga    menonjolkan    berbagai    unsur    pendapatan,    belanja,
surplus/defisit,  dan  pembiayaan yang diperlukan  untuk penyajian
yang wajar.

13.  Laporan   Realisasi   Anggaran   menyandin9kan   realisasi
pendapatan-LRA,   belanja,   surplus/defisit-LRA,   dan   pembiayaan
dengan anggarannya.

14.  haporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam
Catatan atas haporan Keuangan.

15.  Laporari Realisasi Anggaran paling sedikit mencakup pos-
pos sebagal berikut:
a}   Pendapatan-LRA;
b)   Belanja;
c}   Surplus afau defisit-LRA;
d)   Penerimaan pembiayaan;
e)   Pengeluaran pembiayaan;
P    Pembiayaan neto; dan
g)   Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran {SiLPA / SiKPA).

IHFORMAsl   YANG   DlsAblKAH   DALAnA   LApoRABT   RELlsAsl
AHGGARAN ATAU DALAM CATATART ATAS LAPORAIT KEUAITGAN

16.  Pendapatan   disajikarl   menurut  jenis   pendapatan-LEA
dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran,  dan  rincian  lebih  lanjut jenis
pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

17.  Pos  pendapatan  yang  harus  disajikan   dalam  Laporan.
Realisasi Anggaran berdasarkan kelompok pendapatan-LEA sampai
pada  kode  rekening jenis  pendapatan,  seperti:  Pendapatan  Pajak
Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan  Daerah yang Dipisahkan,  dan  Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah.

18.  Entitas   pelaporan   dan   entitas   akuntansi   menyajikan
klasifikasi  belanja  menurut jenis  belanja  dalam  Laporan  Realisasi
Anggaran.  RIasifikasi  belanja  menurut  organisasi  disajikan  dalam
I,aporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan.
Klasiffl€asi  belanja  menurut  fungsi  disajikan  dalam  Catatan  atas
haporan Keuangan.

AKUBTTARTsl IanGGARAN
19.  Akuntansi            anggaran.            merupakan          . teknik

pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang d±gunakan
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untuk  membantu  pengelolaan  pendapatan,  belanja,  transfer,  dan
pembiayaan.

20.  Akuntansi    ariggaran    diselenggarakan    sesuai    dengan
struktur anggaran yapg terdiri afas anggaran pendapatan,  belanja,
dan pembiayaan. thggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan
yang  dijabal.kan  menjadi  alokasi  estimasi  pendapatan.  chggaran
belanja  terdiri  atas  apropriasi  yang  dijabarkan  menjadi  otorisasi
kredit   anggaran   (azzofroen8.   Anggaran   pembiayaan   terri   atas
pen_erimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

21.  Akuntansi anggaran diselenggaralrm pada saat anggaran
disahkan dan anggaran dialokasikan.

AKUHTANsl pEHDAPATan-LRA
22.  PendapataLn-LEA diakui pada saat diterima pada Rekening

Kas Umum Daerah.

penda£:ianp:=dapatan-LRA       diklasifikasikan       menumt      jends
24_.-  Transfer  masuk  adalah  penerimaan  uang  darn  entitas

pelaporan   lain,   misalnya   peneri¥ean   dana   perimbangan   dari
pemerintafipus-atdandanabagihasildaripemerintahprovinsi.

25.  Akuntansi   pendapatan-LEA   dilaksanakan   berdasarkan
eras bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencait   jundah    netonya    (setelah    dikompensasikan    dengan
pengeluaran).

26.  Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRAT

bruto  (biaya)  bersifat variabel terhadap  pendapatan  dimaksud  dan
tidck dapat dianggarkan terlebih gahulu dikarenakan proses belum
selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

27.  Dalam  hal  badan  layanan   umtim,   pendapatan  diarfui
dengan   mengacu   pada  peraturan   perundangan  yang  mengatur  -
mengenal badan layanan umum.

28.  Dalaln  hal  pendapatan  lainnya  yang  tidak  melalui  kas
daerah,   pendapatan   diakui   dengan   mengacu   pada   peraturan
perundangan yang bel.1arfu.

29.  Pengembalian    yang    sifatnya    sisterfuk    (normal)    dan
-   berulang (7ieoum.7tg)  atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode

penerimaan  maupun  pa`da periode  sebelumnya  dibukukan  sebagai
pengurang pendapatan-LRA.

30.  Koreksi  dan  pengembalian yang  sifatnya  tidak  berulang
(Jrori-reoum.ng)  atas penerimaan  pendapatan-LRA yang  ten.adi  pada
periode penerimaan pendapatan-LRA dibufukan sebagai pengurang
pendapatan-LEA pada periode yang sama.

31,.  Koreksi  dan  pengembalian  yang  sifatnya  tidak  berulang
(ziort+ecam.ng)  atas  penerimaan  pendapatan-LRA yang ten.adi  pada
periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran~Lebih   pada   periode   ditemukannya   koreksi   dan   pengembalian

tersebut.



- 58 i.

32.  A]flmtansi   pendapatan-LEA   disusun   untuk   memenrihi
kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dari untuk
keperiuan  pengendalian  bagi  manajemen  pemerintah  pusat  dan
daerah.

AKUHTAHSI BELAHdA
33.  Belanja  diakui  pada

Rekening~Kas Umum Daer-ch.
34.  Khusus  . pengeluaran

pengakuannya    ten.adi    pada
pengeluaran  tersebut  disahkan
perbendaharaan.

saat  teljadinya  -Pengeluaran-  dari

melalui   bendahara   pengeluaran
saat    pertanggungjawaban    afas

oleh  unit yang  mempunyal  fungsi

35.  Dalam hal badan layanan umum,  belanja diarfui dengan
mengacu  pada  peraturan  perundangan  yang  mengatur  mengenai
badan layanan umum.

36.  Dalam hal b?1anja lainnya yang tidak melalui kas daerah,
belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang
berlaku.

37.-Belanjadiklasifikasi±anmenurutklasifikasiekonorhiOenis
. belanja), organisasi, dan fungsi.

38.  Klasifikasi  ekonomi  adalah  pengelompokan  belanja yang
didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu a]stivitas.
Klasifikasi   ekonomi   untuk   Pemerintah   Daerah   meliputi   beranja
pegawai,  belanja  balang,  belanja  modal,  bunga,   subsidi,  hibah,
bantuan sosial, tidak terduga, dan belanja_transfer.

39.  Belanja   operasi   adalah   pen'geluaran   anggaran   untuk`~
kegi-atan  sehari-hari  Pemerintah  Daerah  yang  inemberi  inanfaat
jan8ka pendek. Belanja operasi antara lain. meliputi b6lanja pegawai,-
belanja barang,` bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

40.  Belanja   modal   adalah   pengeluaran   anggaran   uqtuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebin `
_dari  satu  periode  akuntansi.  Belanja  modal  mefiputi  antara  lain
belanja  modal  untuk  perolehan  tanah,   gedung  dan  bangurfan,
peralatan, aset tak berwujud.                                             ``

41-.  Belanja     lain-lain/tak     terduga     adalah     pengeluaran
anggaran   untuk  kegiatan  yang  sifatnya  tidak  biasa  dan  -tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana
sosial, dan Pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan
dalaln rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

42.  Belanja   transfer   merupakan   pengeluaiTan   uang   dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.

43.  Ccintoh klasifikas~Lbelanja menurut ekonomi 0.enis belanja)
adalah sebagai'berikut:

BelanJa Opera`§i:
- Belanja Pegawai
- Belanja Baring dari Jasa
- Bun8a
- Subsidi
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- Hibah
- Bantuan Sosial

Belanja Modal
-Belanja Tanah                                ±
-Belanja peralatan dan Mesin             zen
-Belanja Gedung dan Bangunan        ±
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  zex
-Belanja Aset Tetap Lainnya               zen
-Belanja Aset Lainnya                          2ex

Belanja Tidak Terduga                              ±
Belanja Transfer                                           Jem

44.  Klasifikasi      menurut      organisasi      yaifu      klasifikasi
berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. RIasifikasi belanja
menurut   organisasi   di   Pemerintah   Daerah   antara   lain   belanja
Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  {DPRD),  Sekretariat
Daerah  Kota,  Dinas pemerintah tin8kat Kota,  dan Lembaga Teknis
Daerah Kota.

45.  Klasifikasi  ~menurut    fungsi    adalah    klasifikasi    yang
didasarkan  pada  fungsi-fungsi  utama  Pemerintah  Daerah  -dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

46.  Contoh klasifikasi belanja menuru-t fungsi adalah sebaBai
berikut:

Belanja -:
- Pelayanan Umum
- Pertahanan
- Ketertiban dan Keamanan
- Ekonomi
- Perlindungan Lingkungan Hidup
- Perumahan dan Permukiman
- Kesehatan
- Pariwisata dan Budaya
- Agana
- Pendidikan
- Perlindungan sosial

47.  Realisasi   anggaran   belanja   dilaporkan   sesuai   dengan
klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

48.  Koreksi  atas  pengeluaran  belanja  (penerimaan  kemba]i
belanja)  yang teljadi pada periode  pengeluaran  belanja dibukukan
sebagai pengurang belanja pada periode yang saina. Apabila diterima
pada    periode    berikutnya,    koreksi    atas    pengeluaran    belanja
dibukukan dalam pendapatan-LEA dalam pos pendapatan lain-lain-
LRA.

49.  Akuntansi   belanja   disusun   selaln   untuk   memen-uhi
kebutuhan   pertanggungjawaban   sesuai   dengan   kctentuan,  juga
dapat dikembangkan untuk keperluan pengenda]ian bagi manajemen
untuk mengurfur efektivitaLs dan efisiensi belanja tersebut.
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AKUHTAHSI SURPLUS/ DERISIT-LEA
50.  Selisih  antara pendapatan-LEA dan.  belanja selina  satu

periode pelaporan dicatat`dalam pos Surplus/Derisit-IRA.  -
`5-1.  Surplus-LRA adalah  selisih lebih antara pendapatan-LRA

dan belanja selama satu periode pelaporan.
52.  De`iisit-LRA adalah sefisih kurang antara pendapatan=LRA

dan belanja selama satu periode pelaporan.

AKURTTAHsl pEMBIATnAlr     .~
53,.  Pefhbiayaan pe7itzpcz.ng) adalah seluruh transaksi keuangan

pemerintah,   balk  penerimaan  maupun  pengeluaran,  yang  perlri
dibayar  atau~ akan  dit_€rima  kembali,  yang  dalaJIi  penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit '-dan afau
memanfaatkan  surplus  anggaran.  Penerimaan  pembiayaap  antara
lain~ dapat  berasal  dari  pinjaman,  dan  hasil  divestasi.  Sementara,
pengeluaran pembiayaan antara lain drgunakan uri+tuk pembayalan
kembali pokok pinjaman,  pemberian pinjaman kepada entitas lain,
dan penyertaan modal oleh pemerintah.

AKUHTAFTsl pERERImAII pERIBIA¥AA]I
54.  Penerimaan    pembiayaan    adalah    semua    penerimaan

Rekening  Kas  Umum  Daerah  antara lain.  berasal ~dari  penerimaan
`-,---pinjaman,     penjualan     obHga-si    pemerintah,     hasil    privatisasi

perusahain  negara/daerah-,   penerinaan  kemba]i  pinjaman  yang
diberikan kepada fiinck ketiga, penj_ualan investasi permanen lainnya,
dan pencairan dana cadangan.

55.  P-enerimaan  pembiayaan  diakui pa-da  saat diterima pada
Rekening Kas Umri`in Daerah.

56.  Akuntansi      penerimaan      pembiayaan      dilaksariakan
berdasarkan  azas  bruto,I yaitu  dengan  membukuhan  penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah netorrya (setelah dihompensasikan
dengan pengeluaran}.                                                                                     ~    -

57.  Pencairan  Dana ~Cadangan  mengurangi  Dana  Cadangan
yang bersangkutan.

AKUHTARTsl pERTGELUARApr PEMBIATAA)I
58.  Pengeluaran   pembiayaan   adalah   semua   pengeluaran

Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada
pihak  ketiga,  penyertaan  modal  pemerintah,  pembayaran  kembali
pokok   pinjaman-  dalam   periode   tahun   anggaran   tertentu,   dan
pembentukan dana cadangan.

59.  Pengeluaran  pembiajaan  diakui  pada  saat  dikeluarkar:I
dari Rekening Kas Umum Daerah.

60.  Pembentukan Dana Cadangan menanbah Dana Cadangan
~ ~ yang bersan8kutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Daria  `

Cadangan   di   Pemerintah`. Daerah   merupakan   ?enambah   Dana
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Cadangan. Hasfl tersebut dicatat sebagal pendapatan-LRA dalam pos
pendapatan asli daerah lainnya.

AKUHTANsl PEMBIA¥AAlr BrETo
61.  Pembiayaan   neto   adalah    selisih   antara   penerimaan

pembiayaan   setelah   dfkurangi   pengeluaran   pembiayaan   dalalli
periode tahun anggaran tertentu.

62.  Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan    selama    satu    periode    pelaporan    dicafat    dalam
Pembiayaan Neto.

AKUNTansl   slsA   LEBIH/KURAITG   pEMBIAyjEN   anGGrmH
(SILPA/SIKPA|

63.  SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi
penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

64.  Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LEA din
Belanja, serta penerimann dan pengeluaran pembiayaan selama satu  -
periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

65.  Sisa   lebih/kurang   pembiayaan   anggaran   pada   alchir
periode   pelaporan   dipindahkan   ke   Laporan   Perubahan   Saldo
Anggaran Lebih.

TRANSAKSI DALAM RATA UAAVG ASIHG
66.   Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam

mata uang rupiah.
67=  Dalam  hal  tersedia  dana  dalam  mata  uang  asing  yang

sama  dengan  yang  digunakan  dalam  transaksi,  maka  transaksi
dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke
dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada
tanggal transaksi.

68.   Dalam  hal  tidak  tersedia  dana  dalam  mata  uang  asing
yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli
dengan  rupiah,  maka  transaksi  dalam  mata  uang  asing  tersebut
dicatat  dalam  rupiah  berdasarkan  kurs  transaksi,  yaltu  sebesar
rupiah yang digunakan untuk -memperoleh valuta asing tersebut.

69.   Dalam  hal  tidak  tersedia  dana  dalam  mata  uang  asing
yang digunakan untuk bertransaksi dan mata Hang asing tersebut
dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
a)   Transaksi   mata   Hang   asing   ke   mata   uang   asing   lainnya

dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;                      Y
b)   Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam

rupiah  berdasarkan  kurs  tengah  bank  sentral  pada  tanggal
transaksi.



1)  Laporan Realisasi Anggaran SKPD

PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN
PERANGKAT DAERAII .......

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Beralchir Sampai Dengan 31 Desember Tchun n

dan n-1
(Dalam Rupiah)-No.Urut1

-
chggaranSetelahPerubahaL Reafisas-iTchunn

a/a

ReafisasiTahunn-1

Uraian

2 3 4_ 5 6

1 pERTDAPATan
2 PEHDAPATAH ASLI DAERAII
_3_ -

Pendapatan Pajak Daerah
_4 Pendapatan Retribusi Daerah
5-6789 Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaari Daerah Yang
Dipisahkan
Lain+air Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli
Daerah (3 s/d 6)
duMLAII PEHD_APATAIT (7|

-
101112 BELandABELARI14A OPERASI

13 Belanja Pegawal
1415 Belanja Barang

Jumlah Belanja Operasi
(13 s/d 14)

161L7
BELAN4A MODAL

18 Belanja Tanah
1920,21 Belanja Feralatan Dan Mesin

Belanja Gedung Dan
Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi, Dan
Jaingan

22 Belanja Aset Tetap Lainnya
2324_ Belanja Aset thnya

Jundah Belanja M-6dal
(18 s/d 23

25,26_JUMLAII BELAH4A {15 + 24}
SURPLUS/ DEFIS-IT t8 - 25)
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2)  Laporan Realisasi Anggaran SKPKD

LApoRAN REALlsAsl ANGGARAN sKplm
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 3 1 Desember Tahun n

dan n- 1
(Dalan Rupiah)

No.Urut Uraian                      pg=:e:ch=   ==alLsn=   %   TR=iisen:±]
1 2 3 4 5

1 PENDAPATAH
2 PENDAPATAH ASLI DAERAII
3 Pendapatan Pajak Daerah
4 Pendapatan Retribusi Daerah
56 Pendapatan Hasfl Pengelolaan

Kekayaan Daerch yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

78910 •umlah Pendapatan AsZ± DaeraLh t3
s/a-6l
PENDAPHTAN TRAHSFER
Pendapatan Transfer Pemeri]itaLh
Pusat - Dana Perimhapgan
Dana Bagi Hasil

111213141516 Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi lthusus-Fisik -
Dana Alokasi lthusus-Non F`isik
ddmlal Pendapatan Hansfer Dam
Perinbangan (10 s/d 13}
PendapaLtan Tlansfer PemerfutalL
Fusat - LainFa
Dana Insentif Daerah

171819 Dana Penyesualan
4umhah Thnsfer Pemerilitah Piisat
-Lalnya (16 s/d 17|
Pendapatan Transfer Antar Daerah

20 Pendapatan Bagi Hasil
2122232425 Bantuan Keuangan

drimlah  Pendapatan Transfer chtar
Daerch |20 s/d 21|
Total Pendapatan Transfer (14 + 18
+22'
LAIN-LAIN pEueAPATAN DAERAH
YANG SAH
Pendapatan Hibah

26 Pendapatan Dana Darurat
27282930 Pendapatan Lainnya

•umlah Lain-Lain Pendapatan.
Daerah Yang Sat (25 s/d 27|
•uMLAII  pErmfipATAIT  |7  +  23  +
28'
BELENUA
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No.
Urajan

Anggaran Realisasi a/a Realisasi
Urut Sete]alPerubahan I Tahun n Tahun n- 1

131 2 `3 i 5
-- BELAHdA OPERASI

32 Belanja Pegawal
33 Belanja Barang dan Jasa

•       34-- Belanja Bunga
35 Belanja sul}sidi    ~
36 Belanja Hibah
373839 Belanja Bantuan Sosial

4inlah BelaDja Operasi |32 s/d 37|BELANTAMODAL -
-     40    -- Belanja Modal Tanah

41 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
42 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4344 Belanja Modal Jalan. Irigasi, dan

Jlrfugan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

454647- Belanja Modal Ase£ Lainnya
•umlah Belanja Modal (40 s/d 45} -
BELAH4A TAI= JrERDUGA

48 Belanja Tck Terduga
495051_ dlrm]ah Belanja Tak Terdl:Lga (48| - -

euMLAII BELABruA i38 + 46 + 49)
BELAH4A TENSFER- -

5253. Belanja Bantuan Keuangan antar
Daerah Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota ke Daerah FTovinsi

54 Belanja Bantuan Keuangan Daerah
-Kabupaten/Kota

55 dumLAII BELAH:4A TEENSRER t52 -
s/d 54)

56 duML_All BELAAV4A  (50 + 55|
57 SURPLUS/DEEISIT (29 - 56}
58 PEMBIAYAAH
59 PERERIREAA)I pErmBIATAAN
6061 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA}
Pencairan Dana Cadangan

62-63646566676869 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
Yang Dipisafikan~Penerimaan Hnjaman Daerah -     -
Pemerintah Pu sat
Penerimaan Pinjaman Daerah -
Pemerintah Daerah Lainnya
Penenmaan. Hnjaman Daerah -
Lembaga Keuangan Bank
Penenmaan Pinjaman Daerah - ILembaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan-Fthjaman Daerah -
Maayarakat {Obligasi Daerah)
Peherimaan Kembali Pinjalnan
Daerah
Penenmaan Pembiayaan Lainnya

70 Uinlah Penerinaan |60 s/d 69)
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No.Urut
Uralan

AnggaranSetelabPerubahan
RealisasiTahunn a/a RealisasiTabunn-1

1 2p=NGELunENpEMBIAVAdiPem-bentukanDanaCajdangan 3 4 5-
717273

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
7475767778 Pembayaran Hnjaman dari

Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari
Pemerintah Daerah Ice
Pembayaran Hnjaman dari Lembaga
Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga
Keuangan Bukan BankPembayaranPinjamandari

79 _

Maayarakat (Oblfgasi Daerah}
Pemberian Hnjaman Dacrah

80 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya -
81T82 rfumlah Pepgelttaran  (72 s/d 80)pEMBIA¥AAHirETTo(7o-8i|

83 Sis3 I.chih Pembiayaan Agggaran
'57 + 82'

pENyusuHAH    LApORAN    REAIASAsl    AHGGARAH    GABUHGan    -
PEMERIHTAII DAERAII

70.     Laporan    Realisasi    Anggaran    gabungan    Pemerintah
P.aerah  disusun  di  semester  I  dan  akhir  tahun  anggaran;  dan
nilainya merupakan gabungan dari seluruh Perangkat Daerah dein
PPKD. Laporan ini dibuat oleh PPKD sebagai Pemerintah Daerah. +
Untuk  laporan   realisasi   anggaran   gabungan   tidak   memerlukan
proses eliminasi, tetapi penggabungan langs-ung seluruh pendapatan
dan belanja dari PPKD dan semua Perangkat Daerah.
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1.    Tujuan KebE.akan Neraca adalah menetapkan dasar-dasi
penyajian    Neraca    unfuk    Pemeriptah    Daerah    dalam   rangka
memenuhi   tujuan   akuntabilitas   sebagainana   ditetapkan   o]eh
peraturan perundang-undangan.

2.    N5raca  menggambarkan  posisi  keuangan  suatu  entitas
akun~taLnsi/entitas pelaporin mengenai qset, kewajiban, dan efuitas
pada tanggal tertentu.

Ruang Lingivp
3.     Keb_ijakan  ifii  diterapkan  dalam  penyajian  NeracTa  yang

disusun  dan  disajikan  dengan  menggunakan  akuntansi  berbasis
akrual untuk tin8kat Perangkat Daerah, PPKD,- dan Pemerintah Daerah.

DErmsI
4.    Berikut   adalah   istilah-istilah   yang   digunakan   dalam

Pemyataan Standar defigan pengeitian:
a)     Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat darn peristiwa masra ]a]u
dan dari mama manfaat ekonomi dan/atau sosial di nasa depan
diharapkan  dapat  diperoleh,   baik ~oleh  pemerintah  maupun
masyarakat,  serta dapat diukur dalam satuan uang, teijin`asuk
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa  bagi  masyarakat  umum  dan  sumber  sumber  daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b)     Aset   tak   berwujud   adalah   aset   nonkeuangan   yang   dapat._
diidentifikasi  dan  tidak  mempunyal  wujud  fisik  seha  d±mfliki
untuk digunakan  dalam menghasj]kan  barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak alas kekayaan
intelektual.

c)     Aset tefap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih ail 12 (d-ua belas} bulap untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah a`t?u dimanfaatkan oleh masyarakat _umum.

d)     Basis akrmal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi   dan   peristiwa   lainnya   pada   saat   transaksi   dan-
peristiwa itu ten.adi, tanpa memperhatikan sant kas atau setara
kas diterima atau dibayar.

e)     Dana    Cadangan    adalah    dana    yang  -disisihkali    untuk
menampung  kebutuhan  yang  memerlukan  dan-a -relatif besar

D    E£:t:g¥ddala±atkd:=:=: dbale=hs:teum¥rinu=anyesinarganiqupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

~  g)     Entitas.   Akuntansi    adalah    unit    pemerintahan    pengguna
anggaran/pengguna    barang    dan~_ `oleh    karenanya    wajib
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menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

h}     Entitas  Pelaporan adalah  unit pemerintahan yang terdiri  atas
satu  atau  lebih  entitas  akuntansi  yang  menurut  ketentuan
peraturan  perundang undangan  wajib  menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

i)      Investasi  adalah  aset  yang  dimaksudkan  untuk  memperoleh
manfaat  ekonomik  seperti  bunga,  diwiden,  dan  royalti,  atau
manfaat   sosial   sehingga   dapat   menin8katkan   kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

j)      Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap
saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

k)     Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah
yang  ditentukan  oleh  Wall  Kota  untuk  menampung  seluruh
penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

1)      Kewajiban  adalah utang yang tinbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesalannya mengaldbatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.

in)    Laporari    keuangan    konsolidasian    adalah    suatu    laporan
keuangan  yang  merupakan   gabungan   keseluruhan   laporan
keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas
tun8gal.

n)     Laporan   keuangan   interim   adalah   laporali   keuangan  yang
diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan.

o)     Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan
entitas.

p)     Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang`digunakan
dalam menyajikan~ 1aporan keuangan.

di     Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban
antar    pihak   yang    memahami    dan    berkeinginan    untuk
melakukan transaksi wajar.

r)     Penyusutan   adalah   penyesuaian   nilai   sehubungan   dengan
penurunan kapasitas dan rianfaat darn suatu aset.

s)     Persediaan   adalah   aset  lancar  dalam  bentuk  barang  atau
perlen8kapan  yang  dimaksudkan  untuk  mendukung  kegiatan
operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk  dijual  dan/atan  diserahkan  dalam  ran8ka  pelayanan
kepada masyarakat.

t}     Piutang  transfer  adalah  hak  suatu  entitas  pelaporan  untuk
menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat
peraturan perundang-undangan.   .

u)     Rekening    Kas    Umum    Daerah    adalah    rekening    tempat
penyimpanan  u-ang  Daerah  yang  ditentukan  oleh  Wali  Kota
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar
seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

v)     Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata
uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
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w}    Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat ]jkuid
yang  slap  dijabarkan  menjadi  kas  serta  bebas  dari  risiko
perubahan nilai yam_g signiELan.

x).   Tanggal  pelap-oran  adalah  tanggal  hari  teralchir  dari  suatu
periode pelaporan.

y)     Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk
melakukan  pembayaran  kepada  entitas  lain  sebagai  akibat
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KIAsnFillEusl
5.    Setiap entitas pelaporan mengklasifikas.ikan asetnya dalam

aset  lancar  dan  nonlancar  serta  mengklasifikasikan.  kewajibandy~a
menjadi kewajiban jan8ka pendek dan jan8ka panjang dalam neraca.

6-.-    Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos -a;et~
dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan
diterima  atau  dibayar  dalam  wa]rfui  12  {dua  belas)  bulari  setelah
tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima
atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

7.    Apabila  sua-tu, entitas  pelaporan  menyediakan  barang-
barang   yang   akan   digunakan   dalam   menjalankan   kegiatan
pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancai
dan rionlancar dalaln neraca untuk memberikan informasi mengenai
barang-barang  yang  akan  digunakan  dalaln  periode  akLintansi

`-  berikutnya  dan  yang  akan  digunakan  untuk  keperluan  jangka
-    PanJang.

8.    Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban
keuangan  bermanfaat  untuk -menilai  fikuiditas  dan  solvabilitas
suatu   entitas   akuntansi/entitas   pelaporan.   Informasi   tentang
tapggal   penyelesaian ~asEt  nonkeuangan   dan   kewajiban   seperti
persediaan   dan   cadangan  juga   bermanfaat   unt_uk   mengetahui
apakah aset diklasi_fikasihan sebagal aset lancar dan nonlancar dan
kewajiban  diklasifikasikan  sebagai  kewajiban jangka  pendek  dan
jangka panjang.

9.     N€raca mencan`tumkan paling sedikit pos-pos berikut:
(a)   kas dan setara kas;
(b)   investasi jangka pendek;
(c)    piutang pajak dan bukan pajak;
(d)   persedi±;
{e}   investasij.angfa panjana;
(f)    `aset tetap;
(g)   kewajiban jangka pend`;k;
(h)   kewajiban jangka panj.ang;
(i)     ekuitas.

10.  Pos-po-s selain yang disebutkan di atas disajikan dalam
Neraca jika -Kebijakam Arfuntansi Pemerintah Daerah riensyaratkan,   _
atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan seca|a.,wajar

`~   posisi keuangan sriatu entitas pelaporan.
~  1_1..  Pertimbangan   disajikannya   pos-pos   tambahan   secara
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terpisah didasarkan pada faktor-fakeor berikut ini:
a)   Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
b)   Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan`;
c)   Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.-r2.  Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi

dapat  diukur  dengan  dasar  pengukuran  yang  berbeda.  Sebagai
contoh,  sekelompok  aset  tetap  tertentu  dicatat  atas  dasar  biaya
perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang
diestimasikan.

PERERIIITAII KorA BAT;IKPAPAN
HERACA PEENGKAT DAERAII

Per 31 Desember 20KI DAN 20XO
(Dalan Rupiah)

Uraian 20E1 2Crmo
`

ASRT Lrmcjm
Kas dan Setara Kas -

Kas di bendahara penerimaan
Kas di bendahara pengeluaran -

Piutang Paiak
Piutang Retribusi
Hutang Linya
Penyisihan ELang
Beban Dibayar Di Mu]ca -
Persediaan -

dumlah Aset Laricar -
ASFT TETAV.

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengeq.aan
Akumulasi Penyusutan -Uundah Jket Tetap

ASRT TETAI

ASEIT LAIHurA
Tarihan Jang]ra Panjang

Tagihan Penjualan Angsuran
Tunfutan Ganti Rugi

Kemitraan denfan Hhak Ketifa
Aset Tck Be~jud
Aset Lain-lain
Almmulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Uumlah Aset lainnya
dunRE ASRT

KE"AIIBEN -
KEWA4IBABT dABrGKA PEHDEK
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Undan 20X1 20RIO-
Utang Pelhitungan Hhak Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterina Di Muki
Utang Belanja
Utan§ Jam-gka Pendek Lainnya

•umlah Kemajiban
KurTAs -

Efuitas
Surplus/D-efisit-LO
Ekuifas -Untuk Dikonsofidasikan

JLinhah Ekuttas
OUMLAII KEWAJIBAli DABr EKulTas

PERERINTAII KO+rA BELIKPAPAN
HERACA

Per 31 December 20Xl dan 20XO
(Dalan Rupiah)

Uraian 2exl ''
Asm
ASRT LAVCAR

Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerinaan
Kins. di BLUD
Kas Dana BOS
Kas Dana Kapifasi Pada FKTP
fas Lairmya
Setara Efas

Investasi Jaliglra Pendek
Fiutang Pajak -

Piutang Retribusi
Piutang Hasfl Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang S_ah
Hutang Trarisfer Pemerintah Pusat
Plutang~ Transfer Antar Daerah
Piutang -ya
Penyisihan ELang
Beban Dibayar Dimuka
Persedi-

dumlah Aset Iiancar
Asl -A)rG-KA pABrdAHG

-
Investasi Hon Permari~en

Investasi kepada BUMN
Invesfasi kepada BUMD
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pemban.gunan
Dana Bergulir

dumlah Investasi Hob Perlnanen
Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
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Uraian 20X1  _ 20ELO

Investasi - Pemberian Pinjamari Daerah
Jumlah Investasi PerlnalLen

dumlah lnvestasi dangka Panjang
ASRT IFTrm

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung darl Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap rfunya
Konstrriksi dalaln Pengeriaan
(Akumulasi Perryusutan)

Junhah Jket Tetap
DAIA canAIGan

Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadan=an

ASRT LfurmA
Tagihali Janalra Panjang

Tagihan Penjualan. Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan denfan. Hhak Ketiga
Aset Tck Bermujud
Aset Lil-lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Bermujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

dumlah Aset Iiainn]ra

dunLAH ASRT
KENAVBAV
KEWArlBAN 4AlrGKA PEHDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman Janed±a Pendek
Barian Lamcar Utan£ Janedra Pariiang
Pendapatan Diterima Di MukaL
Utanf= Bekeia
Utang Jang]ca Pendek Iainnya

Jumlah Kewajiban dangka Pendek
KREAIIEIAN JAREKA pAlruAlrG
Utang Kepada Pemerintah Pusat
Utang Kepada Lembaga Keuangan. Bank -

Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto) Obfigasi

Jumlah Kewajiban dangkaL PanjanE
_EunTAs

EKUITAS
Surplus/Defis-it-LO

Judah Ekuitas
duMLAII KEw:A4IBAIT DAlr EKulTAs

RERACA GABUNGAH PEMERIHTAII DAERAII
13.   Neraca gabungan Pemerintah Daerah disusun pada a]chir
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tahun anggaran.  Daam penyusunan laporan keuangan gabungan
ini,  rekening-rekening yang  sifatnya  rectprocaz (timbal  balik antar
unit dalam  satu  Pemerintah  Daerah)  harus  dihilangkan  terlebih

-~       dahulu.  Mekanisme  penghilangan  akun  recH.procaz  tersebrit,  yaitL
melalui    proses    eliminasi    akun-akun    rieofp7iocczz.    Akun-akun
rectprocc£Z yang ten.adi dalan sistem akuntansi keuangan Dae-rah ini
adalah  akun  RK-Peranghat  Daerah  dan  akun  RK-PPKD.  Akun  RK-
Peran9kat Daerah dicatat oleh PPKD, sedang?ran akun RK-PPKD dicatat__
oleh   Peranalrat  Daerah.   Kedua  akun  tersebut  digunakan   untuk
menggambarkan transaksi yang dilakukan ant-ar unit ter5ebut, dan
akan  berpengaruh  ter-hadap  neraca  kedua  unit  tersebut.  Hal ihi
ten.adi   karena   hubungan   Peran8lrat   Daerah   dan   PPID   adalah
hurfungan Pusat-Cabang.  Dimana~ PPKD bertindak se~bagai kantor
pusat, dan PPKD bertindak sebagai kantor cabang, tetapi keduanya
adalah  satu  entitas pelaporan, yaitu  entitas pelaporan  Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.
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._E. LAVoRAIr ARus KAs

Funut4IULuan
Tujuan

1.
'I\ijuan   kebijakan   I+aporan   Anis   Kas   ada]ah   mengatur

penyajian  laporan.  'arus  has  yang  memberikan.  informasi  historis
mengenai  perubahin  kas  dan  setara  kas  suatu  entitas  pelaporan
dengan mengklasifikasikan anis k-as berdasarkan aktivitas operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris selama sat±] periods a]mntansi.

2.     Tujuan pelaporan. arus kas adalah memberikan inform.asi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas- selama
suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan.  Informasi  ini  disajikan  untuk  pertanggung).awaban  dan   -
pengambilan keputusan.

Euang Lingivp
3.    Pemerintah  Daerah  menyusun  dan  menyajikan  lapo`ran

keuangan.  dengan  basis  akuntansi  akrmal wajib  menyusun  laporan
arus k-as sesuai dengan kebijakan ini untuk setiap periode penyajian
laporan keuangan sebagal salah satu komponen laporan keuangan   _
pokok.

MAltEAAT IHFORMASI ARUS HAS
4.    Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah anus

kas  di  masa  yalig  akan  datang,   serta  berguna  untuk  menilal
kecermatan atas taksiran ams kas yang telin dibuat sebelumnya.

5.    Laporan        arus        kas        juga        menjadi        alat -
pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama
periode pelapolan.

6.    Apabila  dikaitkan  dengan  laporan  keuangan  lainnya,
laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para
pengguna   laporan   dalam   mengevaluasi_  perubahan   kekayaan
bersih/ekuitas  suatu  entitas  pelaporan  dan  struktHr  keuangan
Pemerintah Daerah (termasuk likuiditas dan soivabilitas).

DEFrmsl
7.    Berikut   adalah -<'istilah-istilah   yang   digunakan   dalam

Kebijakan dengan pengertian:
a)     Aset  adalah  sumbe-i  daya  ekonomi  yang  dikuasai  din  atau

dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat peristiwa~ nasa
ialu dan dari mama manfaat ekonomi dan/atau sosial di inasa
depan  diharaphan  dapat diperoleh  ol6h  Pemerintah  Daeral,   -
serta dapat dinkur dalaln satuan uang, termasuk sumber daya
non  keuangan  yang  diperlukan  untuk  penyediaan jasa  bagi
masyarakat  umum  dan  sumber-sumber  daya  yang  dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.

b)     Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas
pada Bendahara Umum Daerah.
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--8)

h)

k)

ffll

Aktivitas     operasi     adalah     aktivitas     penerimaan.     dan
pengeluaran  kas yang ditujukan  untuk kegiatan  operasional
Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.
Aktivitas     investasi     adalah     alctivitas     penerimaan     dan
pengeluaran   kas   yang   ditujukan   untuk   perolehan   dan
pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk
dalani setara kas.
Aktivitas  pendanaan  adalah  akfivitas  penerimaan  kas  yang
perlu  dibayar kembali  dan/atau  pengeluaran  kas yang a]san
diterima   kembali   yang   mengakibatkan   perubahan   dalaln
jumlah dan komposisi utang dan piutang jan8ka pan-jang-.-
Aktivitas    Transitoris    adalah    ahiivitas    penerimaan    afau
pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi,
investasi, dan pendanaan.
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi  dan  peristiwa  lainnya  pada  saat  transaksi  dan
peristiwa itu teljadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.
Beban ada|ah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat
berupa   pengeluaran   atau   konsumsi   aset   atau  timbulnya_
kewajiban.
Beban  transfer adalah  bebari  berupa pengeluaran uang atau.
kewajiban  untuk  mengeluarkan  Hang  dari  entitas  pelaporan
kepada  suatu  entitaLs  p~elaporan  lain  yang  diwajibkan  oleh
peraturali perundang-undangan.
Dana    cadangan_~  adalah    dana    yarig    disisihhan    untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan ~dana relatif cukup
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun ariggaran.
Ekuitas   adalah   kekayaan   bersih   Pemerintah   Daerah   yang
merupakan   seHsih   antar-a   aset   dan   kewajiban   Pemerintah
Daerah.
Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri atas
satu  atau  lebih  entitas  a]mntansi  yang  menurut  ketentuan
peraturan  perundang-undangan.  wajib  menyampajkan  laporan
pertanggungjawaban    berupa   laporan    keu.angan.    Pemerintah
Daerah.
K-as  adalah  uang  tunai  dan  saldo  simpanan  di  ban-k  yang
setiap   saat   dapat   digunakan   untuk   membiayai   kegiatan
Pemerintah Daerah.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah
yang  ditentukan  oleh  Wan  Kota  untuk  menampung  seluruh
penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
Kemitraan adalah peljanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai   komitmen   untuk   melaksanakan   kegiafan   yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak --
usaha yang dinrdiki.
Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
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q}     Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
r)     Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakari

dalam menyajikan laporan keuangan.
s}     Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat

nilal investasi berdasarkan harga perolehan.
t)     Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat

nilai   investasi   awal   berdasarkan   harga   perolehan.   Nilai
investasi  tersebut  kemudian  disesuaikan  dengan  perubahan
bagian investor atis kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha
penerima  investasi  (investee)  y~ang  teljadi  sesudah  perolehan
awal investasi.

u)     Metode  Langsung  adalah  metode  penyajian  arus  kas  dimana
pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto
harus diungkapkan.

v)     Metode tidak langsung adalah metode penyajian arus kas dimana
surplus  atau  defisit  disesuaikan  dengan  transaksi-transaksi
operasional  nonkaLs,   penangguhan   (c!erer'7icia   atau  pengakuan
(czcc"aa penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan
datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk
kas yang berkaitan dengan aktivifas investasi dan pendanaan.

w)    Pendapatan-LO  adalah  hak  Pemerintah  Daerah  yang  diakui
sebagai   penamhah   ekuitas   dalam   periode   pelaporan  yang
bersangkutan.

x)     Pendapatan  Transfer adalah  pendapatan  berupa  pene-rimaan
-   uang atau hak untuk menerima uing oleh entitas pelaporan

dari   suatu   entitas  -pelaporan   lain   yang   diwajibkan   oleh
peraturan perundang-undangan.

y)     Penerimaan  kas  adalah  semua  aliran  kas  yang  masuk+ ke
Bendahara Umum Daerah.

z)     Pengeluaran  kas  adalah  semua  aliran  kas  yang  keluar  dari
Bendahara Umuln Daerah.

aa)   Periods     akuntansi     adalah     periode     pertanggung).awaban
keuangan   entitas  pelaporan  yang  periodenya  sama  dengan
periode tahun anggaran..

bb)   Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar
biasa yang teljadi  karena  kejadian  atau  transaksi yalig bukan
merupakan  operasi  biasa,  tidak  diharaphan  sering  atau  nrdn
ten.adi,^   dan   berada   diluar   kendali   atau   pengaruh   enti`tas
bersangkutan.

cc)   Setara kas adalah investasi jan8ka pendek yang sangat likuid
yang  siap  dijabarkan  menjadi  kas  serta  bebas  dari  risiko
perubahan nilai yang signifihan.

dd)  Tanggal  pelaporan  adalah  tanggal  hari  terakhir  dari  suatu
periode pelaporan.

KAs DAlr srmRA KAs

kas.
8.    Kas dan  setara kas harus disajikan dalam laporan  arus
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9.    Setara kas pemeintah Daerah ditujuhan untuk memenuhi
kebutuhan kas jangka pendek atan  untuk tujuan  lainnya.  Untuk
memenuhi  persyaratan  setara kas,  invesfasi jangka pendek harus
segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui
tanpa ada risiko pembahan nilai yang signifikan.  01eh karena itu,
stiatu   investasi   disebut   setara   kas   kalau   inve_stasi   dimaksud
mempunyai  masa jatuh  tempo  3  {tiga}  bulan  atau  kurang  dati
tanggal perolinannya.

10.   Mutasi   antar   pos-pos   kas   dan   setara   kas   tidak
diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut
merupakan  bagian  dari  manajemen  kas  dan  bukan  merupakan

~ bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

ERTITAS PELAPORAH ARUS HAS
11.  Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri

E=_

atas  satu  atau  lebih  entitas  akuntansi yang  menurut-ketentuan
-~peraturan   perundang-undangan   wajib   menyampaikan   lapora|l
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

12.  Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan
laporan  arus  kas  adalah  u-nit organisasi yang mempunyal fungsi
perbendahar`aan `umum  yang  dilakukan   oleh   fungsi  akuntansi
PPKD.

13.  Unit organisasi yang mempunyarfungsi perbendaharaan
umum  ad.alah  unit  yang  ditetapkan  sebagai  Bendahara  Umum
Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Da<erah.

PEHYAJIABT LAPORAH ARtis IIAS -  -
14.  Laporan  arus kas adalah  bagian dari laporan finansial

yang   menyajikan   informasi   penerimaan   dan   pengeluaran   kas
selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

15.  Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi,
pendanaan,     dan     transitoris     memberikan     informasi     yang
memungkinkan  para  pengguna  laporan  untuk  menilal  pengaruh
dari   aktivitas   tersebut   terhadap   posisi   kas   dan   setara   kas   ~
Pemeriritah Daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk~
mengevaluasi    hubungan    antar    aktivitas    operasi,    investasi,
pendanaan, dan transitoris.

16.   1  (satu)  transaksi  terten-tu  dapat  mempengaruhi  arus
kas  dari  beberapa  aktivitas,  misalnya  transaksi  pelunasan  utang
yang   terdiri-atas   pelunasan   pokok   utang   dan   bunga   utang.

~ Pembayaran  pokok ,utang akan diklasifikasikan  ke  dalam aktivitas
pendanaan  sedangkan  pembayaran  bunga  utang  pada  umumnya
akan diklasifikasikan ke dalam aktivifas operasi kecuali bunga yang
dikapitalisasi akan diklasirirasikan ke dalam aktivitas investasi.

17.   Dalam   hal   entitas   bersangfutan   masih   membukukan
penerimaan  dan  pengeluaran  dalam  buku  kas  berdasalkan  akun-

~   - pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan



-77-

mengacu pada a]flm-akun pelaksanaan anggaran tersebut.
18.   Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran

adalah   akun   yang   berhubungan   dengan   pendapatan,   belanja,
transfer, pembiayaan, dan transaksi transitoris, yang dalam Laporan
Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset non
keuangan, pembiayaan, dari transitoris.

AKTIVITAS OPERASI
19.  A]stivitas   operasi   adalah   aktivitas   penerimaan   dan

pengeluaran  kas  yang  ditujukan   untuk  kegiatan   operasional
Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.

20.  Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yan.g
menunjuHran   kemalnpuan   -operasi   Pemerintah   Daerah   dalam
menghasilkan    kas    yang    cu]flip    untuk    membiayai    alalvitas
operasionalnya  di  nasa  yang  akan  datang  tanpa  mengandalkan
sumber pendanaan dari luar.

21.   Arus masuk kas dari aELvitas operasi terutama diperoleh
dari antara lain
a)   Penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD};
b}   Penerimaan Transfer;
c)   Penerimaan. Lain-lain pendapatan yang sah; dan
d)   Penerimaan Lil-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa.

22.  Anis   keluar   kas   untuk   aktivifas   operasi   terutana
digunakan untuk pengeluaran, antara lain:
a)   Pembayaran pegawal;
b)   Pembayaran Barang dan Jasa;
c)   Pembayaran Bunga;
d)   Pembayaran subsidi;
e)   Pembayaran Hibah;
a    Pembayaran Bantuan sosial;
g)   Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan
h)   Pembayaran Transfer.

23.   Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga
yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual,
maka    perolehan    dan    penjualan     surat    berharga    tersebut
diklasifikasikan sebagal aktivifas operasi.

24.  Jika   entitas   pelaporan   mengotorisasilsan   dana   untnk
kegiatan  suatu  entitas  lain,  yang  peruntukannya  belum  jelas
apakah   sebagal   modal   kelja,   penyertaa]i   modal,   atau   untuk
membiayal aktivifas periode beljalan, maka pemberian dana tersebut
harus   diklasifikasikan   sebagai   aktivitas   operasi.    Kejadian   ini
dijelaskan. dalam catatan atas laporali keuangan.

AKTlvlTAs nivESB
25.  Aktivitas   Investasi   adalah   aktivifas   penerimaan   dan

pengeluaran kas yang ditujuk+in untuk perolehan dan pelepasan aset
tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

26.  Ams kas dari aktivitas investasi mencerminhan penerimaan
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dan  pengeluaran  kas  bru.to  dalam  ran9ha  perolehan  dan  pelepasan
sumber   daya   ekonomi  yang  bertujuan   untuk  meningkathan   dari
mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyaraha:t diL nasa
yang akan dathg.

27.  Anis masuk has dari aktivitas invesfasi terdiri atas:
a)   Penjualan Aset Teta6;                   '

~  b)   Penjualan Aset ljainnya;
c)    Pencairan Dana cadarigan;
d)   Penerimaan dari privatisasi perusahaan Daerah/Divestasi; dan
e)    Penjua]an investasi dalam bentuk sekuritas.

28.  Aru.s keluar kas dari aktivitas investasi terdiri atas:
Perolehan Aset Tetap;
Perolehan Aset Lainnya;
Pembentu-kan Dana Cadangan;
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
Pembelian Investasi dalain ben~tuk Sekurifas.

AIETIVITAs pENDAmAH
29.   Aktivitas  Pendanaan  adalah  aktivitas  penerimaap  d-an

pengeluaran  kas  yang  berhubungan  dengan  pemberian  piutang
jangka  pinjang  darn/atan  pelunasin  utang jangka  panjapg yang
mengakibatkan  Pierubahari  dalam jumlah  dan  komposisi  piutang
jangka panjang dan utang jangka panjang.

30.   Arus    kas    dari    aktivifas    pendanaan    mencerminkan
penerimaan   dan   pengeluaran   kas   yang   berhubungan   dengan
perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
31.   Arus masuk kas dari alctivitas pendariaan antara lain:

a)   Penerim-Utang;
b}   Penerimaan dari utang Obligasi Pemerintah Daerah;
c)   Penerimaan. kembali pinjamari kepada pemerintah Daerah;    ~
d}   Penerimaan kemba]i pinjaman kepada pe-rusahaan Daerah.

-32.  Arus keluar kas dari a]divifas pembiayaan antara lain
a)  Pembayaran Pokok Utang;
b)  Pembayaran pokok utang Obhigasi Pemerintah Daerah;
c)  Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada Pemerintah

Daelal;
d)  Pengeluaran. kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan

Daerah; d`an
e)  Pembentukan Dana cadangan.

AKTIVITAS TRANSITORIS
33.  Aktivitas   transitoris   adalah   aktivitas   penerimaan   dan

pengeluaran  kas  yang  tidak  termasuk  dalam  aktivitas  operasi-,
investasi, dan pendanaan.

34.  Arus   kas    dari    aktivitas    transitoris    mencerminka~n
penerimaan  dan  pengeluaran kas brrito yang tidak mempengaruhi
anggaran  pendapatan,  beban  dan  pendanaan  femerintah-Daerah.
Arus kas dari ak±ivifas transitoris antara lain transaksi Perhitungan



Pihak     Ketiga     (PPK},     pemberian/penerimaan     kembaji     uang
persediaan   kepada/dari   bendahara   pengeluaran,   serta   k±riman
uang. PPK menggambarkan kas yang berasal dari jum]ari- dana yang
dipotong dari Surat Perintah Membayar atau  diterima secara tunai
untuk- pihak ketiga misalnya potongan. Taspen dan Askes.  REriman
uang menggalnbarkan mutasi kas antar rekening kas umum Daerah.

35.   Arus   masuk   kas    dari    aELvifas   transitoris   ineliputi
penerimaan  PPK  dan  penerimaan  transitoris  seperti  hiriman  uang
masuk  dan  penerinaan  kembali  uang  persediaan  dari  bendahara
pengeluaran.

36.   Arus    keluar    kas    dari    aktivitas    transitoris    meHputi
pengeluaran  PPK dan  pengeluaran transitoris  seperti lririman  uang
keluar    dan    pemberian    uang    persediaan    kepada    bendahara
pengeluaran.

pELApORA» ARus I=As DARI AKTrvlTAs OpERAsl, IINrsTAsl,
PERTDABTAAIT, DAN TEENSITORIS

37.  Entitas  pelaporan  melaporkan  secara  telpisah  kelompok
utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari a]edvitas operasi,
investasi, pendanaan, dan transitoris.

38.  Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktiwifas
operasi   dengan   canal   metode    I.angsung.    Metode   ]angsung   ini
mengun9hapkan pengelompckan u-tama penerimaan dan pengeluaran
kas bruto.

39.   Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai
berifut:
a)     Menyediakan informasi yang lebih balk untuk mengestimasikan

arus~kas di nasa yang akan datang;
b)     I+ebih mudah dipahani oleh penggrna laporan; dan
c}     Data  tentang  kelompok  penerimaan  dan  pengeluaran  -kas

br_uto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

pEIApORA)I ARus KAs j¥TAs DASAR ARus KAs BERSH
40.  Arus  kas  yang  timbul  dari  aktivitas  operasi  dapat

dilaporkan atas dasar arus kas bersin dalam hal:
a)    Penerinaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan peneriria

manfaat  {benejin.czries)  arus  kas  tersebut  lebih  mencerminkan
a]divitas pihak lain daripada aktivitas Peinerintah Daerah.  Salah
satu contohnya adalah hasfl keg.asama operasional.

b)    Penerimaan  dan  p€ngeluaran  ka.s  untuk  traqsaksi-transaksi
yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jan9ka
waktunya singfat.

ARUS HAS RATA HANG ASIHG
41.t  Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus

dibukukan   dengan   menggunafan   mata   uang   rupiah   dengan
menjabarhan mata uang asing tersebut ke dalam mafa uing rupiah
berdasarkan ]mrs pada tanggal transaksi.
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42.  Arus  kas yang timbul dari aktivitas-entitas pelaporan  di`
luar negeri haius dijabarkap ke dalam mata Hang rupiah berdasarhan
kurs pada tanggal transaksi_.

43.  Keuntungan  atau  kerugian  yang  belum  direalisasikan
akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi
uns kas.

BIJHGA DAM RAGIAH LABA
44.     Arus  kas  dari transaksi penerimaali pendapatan .bunga

dan pengeluaran  belanja untuk pembayaran  bunga pinjaman  serta
penerinaan pendapatan dari bagian lata perusahaan Daerah harus
diun8kaphan   secara  telpisah. ~Setiap  akun  yang  terkait   dengan
transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivifas operasi
secara kon.sisten darn tahun ke tahun.`45.  Jumlah  penerimaajl  pendapatan  bunga  yang  dilaporkan

dalam arLis has aktivifas operasi adalah jumlah~kas yang benar-benar
diterima  ~dari~   pendapatan   b~unga   pada   periode   akuntansi   yarig
bersrmgkritan.

46.  Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang
dilaporkan   dalam   arus   kas   aktivitas   operasi   adalah   jumlah
pengeluara.n kas untuk pembayarari bunga dalam periode akuntansi
yang bersrm8kutan.

47.  Jumlah    penerimaan    pendapatan    dari    bagian    laba
perusahaan Daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi
adalah  jumlah  kas  yang  benar-benar  diterima  dari  bagian  iaba
perusahaan Daegah dalam_periode akuntansi yang bersangkutan.

PEROLEHAN  BAH  PELEPASAH  IHVESThsl  rmrmlHT       DALAM
IISAHAAH IIAERAII/IREillRAAN Dam 17Hm OREAsl IAIRE[yA

48.   Pencatatan    investasi    pada    Perusahaan    Daerah    dan
kemftraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu
metode ekuitas dan metode biaya.

49.   Investasi Pemerintah Daerah dalam Perusahaan Daerah
dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.

50.   Entitas    melap`orkan    pengeluaran    investasi    jangka
panjang dalam perusahaan Daerah dan -kemitraan dalam arus Has
aktivitas investasi.

51.  Arus   kas  yang  berasal   dari   perolehan   dan -pelepasan
perusahari  Daerah  dan  unit  operasi lainnya harus  disajikan  secara
terpisah dalam aktivitas investasi.

52.   Entitas mengungkapkan seluruh perolehari dan pelepa~san
perusahaan Daerah dan unit operasi lainnya selama sathi periode. Hal-
hal yang diun9hapkan adalah:
a)     Jumlah halga pembdian atau pelepasan;
b)   -Bagian  dari  harga  pembehan  atau  pelepasan  yang  dib~ayarkan

dengan kas dan setara kas;
c)     Jum]ah kas dan setala kas pada` Perusahaan Daerah dan. unit

operasi lainnya yang diperoleh atau dflepas; dan
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d)     Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh
Perusahaan Daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau
dflepas.

53.   Penyajian  terpisah  arus kas  dari  Perusahaan Daerah  dan
unit operasi lainnya sebagal suatu perhiraan tersendiri akan membantu
untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari
akfivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Anis kas masuk
dari pelepasan tersebut tidak dikuran8kan dengan perolehan investasi
lainnya.

54.  Aset dan utang selain has dan setara kas dari perusahaan
Daerah dan unit operasi lalnnya yang diperoleh atau dilepaslran perlu
diun9kapkan hanya jika transaksi tersebut telah  diakui sebelumnya
sebagal  aset  atau  utang  oleh  perusahaan  Daerah  dan  unit operasi
lainnya.

TENSAKSI RI)HART HAS
55.  Transaksi  operasi,  investasi  dan  pendaliaan  yang  tidak

mengahibatkan  penerimaan  atau  pengeluaran  kas  dan  setara  kas
tidak  dilaporkan  dalam  Laporan  Arus  Kas.  Transaksi  tersebut
harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

56.  Pengeeualian transaksi bukari kas dari Laporan Arus Kas
konsisten dengan tujuan laporan anus kas karena transaksi bukan
kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangrfutan.
Contoh transaksi bu]ran kas yang tidak mempenganihi laporan arus
kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

KonfpoREH KAs BAH sRIiARA KAs
57.  Entitas   pelaporan  mengur}8kapkan  komponen  has  dan

setara has dalam I+aporan Arms Kas yang jumlahnya sama dengan pos
terkait di Neraca.

PEHGUHGKAPAN LAIHHYA
58.  Entitas  pelaporan mengun9kaphan jumlah saldo kas-dari

§etara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal
ini dijelashan dalam Catatan atas Laporan. Keuangan.

59.   Informasi tambahari yang terkait dengan arus kas berguna
bagi   pengguna  laporan   dalam  memahami  posisi  keuangan_ dan
likuiditas suatu entitas pelaporan.

60.   Contoh  kas  dan  setara kas yang tidak boleh  digLmakan
oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas
yang di]chusushan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

PEMERINTAII KOTA BAI+IKPAPAEI
LAPORAH ARUS HAS

Untuk Tahun Yang Beralchjr Sampal Dengan 31 Desember 20Xl dan 20XO

Ho Urdan 20K1 20EEO
1 |Artl5 Has dari AHl:vitas Operasi
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Ho Undan . _20K1 20EIO
2 Masuk Has:
3 en-erimaan fajak Daehah 2ex- X2K
4 enenmaan Retribusi Daerah 2ex 2ex
5 Penerimaan Hasil Pengelolaa±1 Kekayaan Daerah Jem ZEE

an8
Dipisahkan

6 enerimaen Lain-lain PAD yang sah Zen 2ex
7 enerimaali Dana Bagi Hasil Pajak - Zen
8 Penelmaan Dana Bagi Hasfl Sumber Daya Alam 2ex 2ex
9 Penerimaan Dana Alokasi Umum 2ex Zen-

10 Penerin~aan Dana Alokasi Khusus 2ex -
12 Penelmaan Dana Penyesualan 2ex Zen
13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 2ex XXX
14 Penerinaan Bagi Hasfl I+ainnya 2ex ZEE
15- Penerinaan Hibah XXX XXX
16 Penenm-aan Dana Darurat 2ex 2ex_
17 Penerimaan Lainnya Zen X2ex
18 Penerinaan dari Pendapatan Luar Biasa X2ex 2ex
19 ` IImlah Arus Masuk Has |3 s/d 18} - ZEE
20 Krfuar Has:
21 Pembayaran Pegawal 2ex 2ex
22 embayaran Barang 2ex 2ex
23 Pembayaran Bunga ZEE 2ex
24 Pembayaran Subsidi 2ex 3ex
25 Pembayaran Hibah - 2ex
26 Pembayaran Bantuan S`bsial - 2ex
27 Pembayaran Tak Terduga 2ex 2ex
28 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan 2CXX XXX

29 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 2ex Jem
30 Pembayaran Bagi Hasfl Pendapatan Lainnya 2ex `Zex

31 Pembayaran Kejadian Lnar Biasa Zen 2ex--
32 1lmlah Arus Kchiar Has {21 s/d 31) - -
33 s Has Bersih dari AHivitas Operasi (19 - 32|
34` `   s Has dari AItititas Investasi
35 s Masuk Has -

36- Pencajian. Dana Cadangan 2ex 2ex
37 Penjua]an atas Tanah - 2ex
38 Penjuafan afas Penalatan dan Mesin Zen -
39 Perijualan atas Gedung dan Bangunan X2ex 2ex
40 Penjualan alas Jalan, Irigasi dan Jaringan 2ex 2ex
41 Penjua]an Aset Tetap    _ - 2ex
42 enjualan Aset ±}a. XXX XZCX

43 Hasirpenjuafan Kekayaan Daerah yang Dipisafikan Zen 2ex
44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen Zex     ,. 2ex

-45 tlmla-h Arus Maslfi Has {36 s/a 44} 2ex 2ex
46 s Keluar Has -
47 em-bentukan Dana Cadangan 2ex 2ex
48. Perolehan Tarfu -.  2ex XXX

49 erolehari. Peralatan dan Mesin -     2CXX 2RE
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No Uraian 20E1 20Ero  i
50 Perolehan Gedung dan Barigunan Zee Zex

`51 erolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan X2CX 2ex
52 Perolehan Aset Tefap Lainnya Zen Zen
53 Perolehan Aset Lainnya Zex 2ex
54- enyertaan Modal Pemerintah Daelali 2ex 2ex
55 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Perm.amen Zee 2ex
56 IImlah Arms Keluar Has {47 s/d 55) 2ex 2ex
57 -  s Has Bensih dari AItivitas lnvestasi t45 - 56) 2ex 2ex
58 s Has dari AREvitas Pendanaan
59 s Masu= Has
60 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 3ex Zex
61 • g.aman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah 2ex Zen

ya
62 Pinjaman Dalam Negeri - I+embaga Keuangan Bank 2ex -
63 • jaman Dalan Negeri - Lembaga Keuangan Buk -XXX

XXX
ank

64 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 2ex 2ex
65 Fthjaman Dalan Negeri - Lainnya 2ex Zee
66 Penenmaan Kembali Hnjaman kepada Perusahaan 2ex -

Ne8ara
67 Penerimaan Kemba]i Pinjaman kepada Perusahaan X2ex 2ex

Daerah
68 Pen.enmaan Kembali Hnjanan kepada Pemerintah - 2ex

Daerah
Lairmya

69 1imlah Ariis Masuk Has (60 s/d 68) 2ex 2ex
70 s Keluar Has
71 embayaran Pokok Hnjaman Dalam Negeri - Zen 2ex

Pemerintah Pusat
72 Pembayaran Pokok Pinjaman DaJam Negeri - Zee 2ex

Pemerintah
aerah Lainnya

73 embayaran Pokok Pinjaman Dalaln Negeri - 3ex 2ex
Lembaga
Keuangan Bank

74 Pembayaran Pokok Hnjaman Dalam Negeri - 2ex 2ex
Lembaga
Keuangan Bukan Bank

75 Pembayaran Pokok Hnjaman Dalam Negeri - 2ex 2ex
ObH8asi

76 Pembayaran Pokok Hnjaman Dafam Negeri -. 2ex 2ex
Lainnya

77 Pemberian Hnjaman kepada Perusahaan Negara Zee Zczex

78 Pemberian Finjanan kepada Pemsahaan Daerah 2ex 2ex
79 Pemberian- Pinjaman kepada Pemerintah Daerah X2ex 2ex

Lairmya
80 llmlah Arus Keluar Has (71 s/d 79| 2ex 2ex
81 s Has Bersih dari AHivitas Pezidanaan {`69 - XXX 2Czex

80'
82 s Has dari Affivifas Transit®ris -
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Ho Urdan 20E1 • 20*0-_ ___
A

83 s MasuE Has -
-

84 Pen€rimaan Perhitingan Fihak Ketiga (PFK) 2ex 2ex
85 - umlah Arus Masuk Has {84) 2ex 2ex
86 •   sKeluarKas
87 Pengelualan_ _Pelhitungan Fihak KetigajpFK) 2ex 2ex
88 umlah Arus Keluar Has (87) 2ex -
89 s Has Bersih dari AItivitas transit®ris t84 - -2ex 2ex

87'
90 enaikan/Penuru`nanKas__(33+57+81+89) ZEE     `_ Zen

Saldo Awal Has di BUD GE Has di Bendahara
engeluaran

_91
Saldo A]thir Has di BUD Gb Has di Bendahara X2K 2ex
engeluaran - -

'90+91'
92 aldo AThir Has di Bezidahara Penerimaan XZCX XXX
93 Saldo Alchir Has {92+93) 2ex 2rm
94 ezLaikan/PenuLrunan_ Has (83+57+81+89) ZEE- 2ex
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F.  LAPORART OPERASIORAL

PENDAELUAV
Tujuan

1.   Tujuan  pemyataan  standar  Laporan  Operasional  adalah
menetaphan   dasar-dasar   penyajian   Laporan   Operasional   untuk
Pemerintah  Daerah  dalam rangka  memenuhi  tujuan  akuntabilitas
penyelenggaraan   pemerintahan   Daerah   sebagaimana   ditetapkan
peraturan perundang-undangan.

2.   Tujuan  pelaporan  operasi  adalah  memberikan  informasi
tentang  kegiatan  operasional  keuangan  yang  tercerminkan  dalam
pendapatan-LO,  beban,  dan  surplus_/defisit operasional  dari  suatu
enti`tas pelaporan.                                                                            `

Ruang Lingkup
3.   Kebijakan   Akuntansi   ini   diterapkan   dalam   penyajian

laporan operasional.
`   4.   Kebijakan   Akuntansi   ini   berlaku   untuk   setiap   eintitas

pelaporan   dan   entifas   akuntansi   Pemerintah   Daerah,    dalam
menyusun  laporan  operasional yang menggambarkan  pendapatan-   -
LO,  beban,  dan  surplus/defisit  operasional  dalam  suatu  periode
pelaporan tertentu, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

MAHFAAT IHFORMASI LAPORABT OPERASIOHAI
5.   Laporari   Operasional   menyediakan   informasi   mengenai

seluruh   kegiatan   operasional   keuangan   entitas  pelaporan  yang
tercerminkan   dalaln  pendapatan-LO,   beban,   dan   surplus/defisit
operasional   dari   suatu   entitas   pelaporan   yang   penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

6.   Pengguna   laporan   membutuhhan   Laporan   Operasional
dalam   mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan
suatu   unit  atau   seluruh   entitas  Pemerintah   Daerah,   sehingga
Laporan Operasional menyediakan informasi:
a)    mengenai      besamya   beban   yang   harus   ditanggung   gileh

pemerintah untuk  menjalankan pelayanan;
b)    mengenai  operasi  keuangan  secara menyeluruh yang berguha

dalam     mengevaluasi  kineria  Pemerintah  Daerah  dalam  hal
efisiensi, efektivitas, dan  kehematan perolehan dan penggunaan
sumber daya ekonomi;

c}     yang  berguna  dalam  memprediksi  pendapatan-LO  yang  akan
diterima  untuk  mendanai  kegiatan  Pemerintah  Daerah  dalam
periode  mendatang  dengan  cara  menyajikan  laporan  secara
komparatif; dan

d)    mengenai   penurunan   ekuitas   {bila   defisit   operasional},   dan
peningkatan_. ekuitas (bfla surplus operasional).

7.    I,aporan operasional disusun untuk melen8kapi pelaporan--dari  siklus  akuntansi berbasis  akmal  (fuzz c{cc7.zfaz  accoztrrfu.7'zg q/ale)

sehingga  penyusunan   haporan   Operasional,   Laporan   Perubahan
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E]quitas,     dan.     Neraca    mempunyal    keterkaltan    yang   ~dapat
dipertanggungjawabkan.

DEFIHISI
8.   Berikut   adalah -istilah-istflah   yang   digunakan   dalam

Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
a)     Azas   Bruto   adalah  ~suafu   prinsip   tidak   diperkenankannya

pencatatan  penerimaan  setelah  dikurangi  pengeluaran  pada -
suatu unit organisasi atau tidak diperkenanhannya pencatatan
pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan
dan pengeluaran.

b)_    Bantuan  Keuangan  adalah  bebari  Pemerintah  Daerah  dalam~  bentuk bantuan uang kepada Pemerintah Daerah lainnya yang

digunakan      untuk   `-pemerataan      dan/atau     peningkatan
kemampuan keuangan.

c)     Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan
kepada   masyarakat    guna   melindungi    dari   kemung]dnan
ten.adinya risiko sosial.

d)     Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengaJqui pengaruh
transaksi   dan   peristiwa- lainnya  pada   saat  hak  dan/atau
kewajiban timbul.

e)     Bebarr-adalah  penururian  manfaat ekonomi  atau  potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunhan ekuifas, yang dapat
berupa   pengeluaran   atau   konsumsi   aset   atau   timbuhaya
kewajiban.

P      Entitas  Akuntansi  adalah  unit  Pemerintah  Daerah  penggLina
anggaran/  ~pengguna   barang   dan   oleh   karenanya   wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

g)     Entitas Pelaporan adalah uni-t Pemerintah Daerah yang terdiri
alas satu afau lebih entifas akuntansi atau entifas pelaporan
yang menurut ketentuan peratui~an perundang-undangan wajib
menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  berupa  laporarl
keuangan.

h)   ::::uafau=g¥[;barahanqgd:fu ::ncaFadp=¥e=eem=iitahDaDe:=T:i=;}

perusahaari    negara/Daerah,    masyaralzat    dan    organisasi
kemasyarakatan, ~b_ersifat tidak wajib dan tidak -mengikat serta
tidaksecaraterus-me~rie~rus.

i)      Pendapatan-LO  ad-alah-  hak  Pemerintah  Daerah  yang  diakui
sebagal penainbah e]mitas dalam~periode tahun anggaran yang -
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

j)      Pos Luar Biasa  adalah pendapatan luar biasa atau beb_ari luar
biasa yang teljadi~karena-kejadian atau transaksi  yang bukan
merupakan  operasi biasa,  tidak diharapkan` sering atau  futin
ten.adi,  dan  berada  di  luar  kendali  atau  perigaruh  entitas
bersangkutan.
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k)     Subsidi adalah beban pemerintah Daerah yang diberikan kepada
perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu
biaya  produksi  agar  harga jual  produk/jasa  yang  dih-asiELan
dapat dijangkau oleh masyarakat.

1)      Surplus/Defisit    dari  -Kegiatan    Operasional    adalah    selisih
lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama
satu periode pelaporan.

in)    Surplus/Defisit-LO  adalah  selisih  antara  pendapatan-LO  dan
beban  selama  satu  periode  pelaporan,  setelah  diperhitungkan
surplus/defisit  dari  kegiatan  nan  operasional  dan  pos    luar
biasa.

n)     Untung/Rugi  Penjualan  Aset adalah  selisih  antara nilai  buku
aset dengan harga jual aset.

PERIODE pELApo'RABr
9.   Laporan Operasional disajikan paling sedikit sekali dalam

setahun.   Dalam  situasi  tertentu,  apabila  tanggal  laporan  suatu -
entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan
suatu  periode  yang  lebih  pendek  dari  satu  tahun,  entitas  harus
mengungkapkan informasi sebagal berikut:
a)     alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
b)     fakta    bahwa   jumlah-jumlah    komparatif    dalam    Laporan

Operasional     dan     catatan-catatan     terkait     tidak     dapat
diperbandingkan.

10. Manfaat   I.aporan   Operasional   berkurang  jika   laporan
tersebut tidak tersedia tepat pada walrfunya.  Faktor-faktor  seperti`
kompleksitas   operasi   Pemerintah   Daerah   tidak   dapat  dijadikan
pembenaran    atas    ketidalrmampuan    entifas    pelaporan    untuk
menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

STRUKTUR DAN Isl LApORABr OpERAsloRAL
11. Laporan     Operasional     menyajikan     b-erbagal     unsur

pen`dapatan-LO,  beban,  surplus/defisit dari operasi,  surplus/defisit
dari  kegiatan  non  operasional,  surplus/defisit  sebelum  po~s  luar
biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk
penyajian   yang   wajar   secara   komparatif.   Laporan   Operasiorial ``   I+
dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan afas Laporan Keuangan yang
memuat  hal-hal  yang  berhubungan   dengan  aktivitas   keuangan
selama satu tahun seperti kebijakan-`fiskal dan moneter,`-serta daftar-
daftar yang merinci lebih  lanjut angka-angka yang dianggap  perlu
untuk dijelaskan.

12. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara
jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan,
informasi berikut:
a} -   mama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
b)     cakupan entitas pelaporan;
c)     periodeyang dicakup;

` d)     mata uang pelaporan;-dan
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~ e)     satuan angkayang digunakan.

13. Struktur I.aporan  Operasional mencakup pos-pos  sebagai
berikut:
a)     Pendapatan-LO;

1)  Pendapatan Asli Daerah-LO
2)  Peridapatan Transfer-LO
3}  Lain-lain Pendapatan~ Daerah-LO

b)     Beban;
1)  Beban Operasi-
2) ,,Beban Penyusutan dan Amortisasi
3)  Beban Transfer
4)  Beban Tidak Terduga

Surplu-s/ Defist dari o_perasi;
Kegiatan non operasional;
Suaplqs/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
Pos Luar Biasa; dan
Surplus/Defisit-LO.

IHFOREAsl  ¥AHG  DlsAIIIIAH_ BhLAM  LApoRAnT  oPERAsloHAI
ATAu DALAM CATATAN ATAs LApoRAnr REUAHGAIr

14.  Entitas    pelaporan    menyajikan    pendapatan-LO    yang
diklasifihasikan  menumt sumber pendapatan.  Rincian lebih  lanjut
sumber pendapat_an disajikan pada Catatan alas Laporan Keuangan.

15. Entitas pelaporan menyajikan beban yang dik]asifihas-ikan~`
menurut  klasifikasi  jenis   beban.   Beban   berdasarkan   klasifikasi
organisasi   dan   kl-asifikasi   i-air   yang   diperayalatkan   menurut
ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

16. Klasifikasi  pendapatan-LO  menurut  sumber- pendapatan
maupun   klasifikasi   beban   menurut   ekonomi,   pada   prinsipnya
merupahan  klasifikasi  yarig  menggunakan  dasar  klasifihasi  Fang
sama yaitu b5rdasarkan je~dis.

AKUHTAnlsl PEHDAPATAH-I+a
17. Pendapatan-LO diakui pada saat:

a)  Timbuinya hak afas pendapatan;
b)  Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonond.
18. Pendapatan-LO   yang   diperoleh   berdasarkan   peraturan

perundang-undangan   diakui   pada   saat   timbulnya   hak   untuk
menagih pendapatan.

19. Pendapatan-I.O yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu
pelayanan   yang   telah   selesai   diberikan   berdasar~kan   peraturan
perundang-un-dangan,   diafui   pada   saat   timbulnya   hak   untuk
meriagih imbalan.

20. Pendapalan-LO  yang  diakui  pada  saat  direaHsasi  adalah
hak  yang  telah  diterima  oleh  pemerintah  tanpa  ±erlebin -dahulu
adanya pena9ihan.
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21. Pendapatan-I.O       diklasifikasikan       menurut       sumber
pendapatan.

22. RIasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah
daerah  dikelompokkan  menurut  asal  dan jenis  pendapatan,  yaitu
pendapatan    asli    daerah,    pendapatan    transfer,    dan    lain-lain
pendapatan    yang    sah.    Masing-masing    pendapatan    tersebut
diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

23. Akuntansi pendapatan-ro dilaksanakan berdasar-kan azas
bruto,  yaitu  dengan  membukukan  pendapatan  brute,  dan  tidak
mencatat   jumlah    netonya    {setelah    dikompensasikan    dengan
pengeluaran).

24. Dalam  hal  besaran  pengrrang  terhadap  pendapatan-LO
bruto  (biaya}  bersifat variabel  terhadap  pendapatan  dimaksud  dan
tidak  dapat  die-stimasi  terlebih  dahulu  dikarenakan  proses  belum
selesai, maka asas brute dapat dikecualikan.

25. Dalam   hal   badan   layanan   umum,   pendapafan   diakui
dengan   mengacu   pada  peraturan   perundangan  yang  mengatur
mengenai badan layanan umum.

26. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (reoum.7}g}
atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun f}-ada periode
sebelumriya dibufuhan sebagal pengurang pendapatan.

27-. Koreksi  dan  pengembalian  yang  sifatnya  tidak  berulang
_.  {non-reoum.ng)    atas   pendapatan-LO   yang   teljadi   pada   periode

penerimaali pendapatan dibukukan sebagal pengurang pendapatan
pada perio-de yang sana.

28. Koreksi  dan  pengembalian  yam.g  sifatnya  tidak  berulang
(riori-reoum.ng)    atas   pendapatan-LO   yang   teriadi   pada   periode
sebelumnya  dibufukan  sebagai  pengurang  ekuitas  pada  periode
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

AKtlHTAHsl BEBAlr
29. Beban diakui pada saat:

a)  Timbulnya kewajiban;
b)  Teljadinya konsumsi aset;
c)  Ten.adinya penurrunan manfaat ekonomi atan potensi jasa.

30. Saat timbulnya kewajiban adalah saat teljadinya peraljhan
hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diifuti keluamya fas dari
kas umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening
listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

31. Yang  dimaksud  dengan  teljadinya  konsumsi  aset  adalah
saat  pengeluaran  kas  kepada  pihak  lain  yang  tidak  didahului
timbulnya  kewajiban   dan/afau  konsumsi   aset  nor   has   dalam
kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

32. Ten.adinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
ten.adi   pada   saat   penurunan   nilai   aset   sehubungari   dengan
penggunaan     aset     bersan8kutan/berlalunya     waktu.      Contoh
penurunan manfaat ekonomi_ atau potensi jasa adalah penyusutan
atau anortisasi.
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33. Dalam  hal  b~ad`an  layanan  umum,  beban  diarfui dengan
mengacu  pada  peraturan  perundangan  yang  mengatur  pengenal
badan layanan umum.

34. Beban diklasinkasikan menurut klasifikasi ekonomi.
35. Klasifikasi   ekonomi   pada   prinsipnya   mengelompolckin

berdasarkan  jenis  beban.  RIasifikasi  ekonomi  untuk  Pemerintah
Daerah  terdiri  atas  b~eb_an  pegawai,  beban  barang,  beban  bunga,
beban    subsidi,    beban   hibah,    beban   bantuali   sosial,    beban
penyusutan  aset  tetap/amortisasi,  beban  transfer,  dan  beban~tak
terduga.

36. Penyusutan/amortisasi  dapat  dilakukan  dengan  berbagal
metode yang dapat dikelompokkan menjadi:
a`)~ Metode garis lurus (sfroz.giv€ Zz.7ze meffrodi ;
b}  Metode- saldo menuru`h ganda {c!oubze czecz€ring hahanee meffrocp;

-  c)  Metode unit produksi (z{7tz.t ofprodztcfron meffroca.

37. Beban  Trams-fi;r  adalah  beban  berupa  pengeluaran  uang
atau  kewajiban  untuk  riengeluarkan  uang  dari  entitas  pelaporan
kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan
perun~dang-uridangin.

38r¥oreksi atas b~ebafi, termasuk penerimaan kemba]i beban,
yang ten.adi- pada periode beban dibu]flihan sebagal pengurafig beban
pada periode yang sam-a. Apabila diterima pada periode berikutnya,
kofeksi atas beban dibufukan dalam pendapatan lain-lain.  Dalam
hal    mengakibatkan     penambahan     beban     dilakukan     dengari
pembetulan pada akriii ekuitas.

SURPLUS / DREISIT DARI- KEGIATABT OPERASIORAL
39. Surplus  dari  kegiatan  operasional  adalah   selisih  lebih

antara pendapatan dan beban selaria satu periode pelaporan.
46. De~fisit  dari  kegiatan  operasional  adalah  selisih  firing

antafa pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
41. Selisih lebih/kurarig antara pendapatan dan beban selama

satu   periode  pelaporan   dicatat  dalam   pos   Surplus/Deflsit  dari
Kegiatan Operasional.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATA)I HON OPERASIOHAL
42. Pendapatan  dan  beban  yang  sifatnya  tidak  rutin  perlu

dikelompokkan tersendiri dalalli kegiatan non operasional
43. Termasuk  dalam  pendapatan/beban   dari  kegiatari  non

operasional  antara lain  surplus/derisit  penjualan  aset  non  lancar-,
surplus/defisit    peny61esaian    k-ewajiban    jangpea    panjang,    dan
surplus/ defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

44. Selisih `1ebih/kL~rang  antara` surplus/defisit  darn  kegiatan
.operasional   dan   surplus/defisit   dari   kegiatan   non   operasional
merupahan surpltis/ defisit sebelum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA
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45. Pos  Luar  Biasa  disajikan  tapisah  dari  pos-pos  lainnya
dalam  Laporan  Operasional dan.  disajikan  sesudah  Surplus/Defisit
sebefum Pos Luar Biasa.

46.Pos   Luar   Biasa   memuat   kejadian   luar   biasa   yang
mempunyai karakteristik sebagal berifut:
a)     kejadian yang tidak dapat diramalkan teriadi pada awal tahun

anggaran;
b)     tidak diharapkan ten.adi berulang-ulang; dan
c)     kejadian diluar kendali entitas pemerintah Daerah.

47.Sifat   dan   jumlah   rupiah   kejadian   luar   biasa   harus
diun8kapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

sinLus/DEFlslT-ro
48. Surplus/Defisit-LO        adalah        penjumlahan        selisih

lebih/kurang antara  surplus/defisit kegiatan  operasional,  kegiatan
non operasional, dan kejadian luar biasa.

49. Saldo  Surplus/Derisit-LO  pada  akhir  periode  pelaporan
dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI DALAM MATA HANG ASIRTG
5Q. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam

~ -mata uang rLipiah.
51. Dalam hal tersedia dina dalam mata Hang asing yang sama

dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata
uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata
uang  rupiah  berdasarkan  kurs  tengah  bank--sentral  pada  tamggal
transaksi.

52. Dalaln hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang
digunakan  dalam  transaksi  dan  mata  uang  asing  tersebut  dibeli
dengan  mpiah, maka  transaksi  dalam  mata  uang  asing  tersebut
dicatat  dalam  rupiah  berdasarkan  kurs  transaksi,  yaitu  sebesar  `
rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

53. Dalaln hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang
digunakan untuk bertransaksi dan mata Hang asing tersebut- dibeli
dengan mata uang asing lainnya, maha:
a)     Tram-saksi   mata   uang   asing   ke   mata   uang   asing   lainnya

-   dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
b)     Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalaln

rupiah  berdasarkan  kurs  tengah  bank  sentral  pada  tanggal
transaksi.

TRANSAKsl      PEHDAPATAH-Io      DAlr      BEZIA)I      BERBEAVTUK
BA±G|JAISSA

54.Transaksi   pendapatan-LO   dan   beban    dalaln    bentuk
barang/jasa  hanis  dilaporkan  dalam  Laporan  Oper-asional  dengan
cara   me-naksir   nflai   wajar   barang-/jasa   tersebut   pada   tanggal
transaksi.   Di   samping  itu,   transaksi   semacam   ini  juga   harus
diungkapkan sedemihian rupa ~pada Catatan alas Laporan Keuangan
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sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai
bentuk dari pendapatan dan beban.--55.Transaksi     pendapatan     dan     beban     dalam     bentuk

barang/jasa   antara   lain   hibah   dalam   wujLd   barang;`  barang
rampasan, dan jasa kons~ultansi.

56. Format Laporan Operasional (LO} Pemerintah Daerah:
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

IAPORAN OPERASIONAL
UNIUK TAIIUN YANG BERAREIIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl dan 20XO

(dalam Rupiah)

_Ho U- 2aisl 20K1 KenaEL/en-an a/o

12-3456
IATAH 0PERASIOHAL

HDAPATEN -
EHDAPATAH ASLI DAERAII
endapatan Pajak Daerah 2ex 2ex 2K
endapatan Retribusi Daerah 2ex 2ex 2ex
endapatan Hasfl Pengelofaan Kekayaan 2ex X2ex 2ex
aerah yang Dipisahkan  ~

-fain Pan yang Sah 2ex Zen 2ex
7 llmlah Pendapatan dsl± Daerah ( 3 s/a 6I ZRE- IRE RE

8-9
ENDAPA-ThH TRansRER

10 RARTSRER pERERmmll pusAT-
AHARERIREAHGAH

11 am Bagi Hasfl 2ex 2ex X
12 ana Alokasi Umu]n 2ex Zen Zex
13 ana Alokasi Thusus-Fisik 2ex X2K 2ex
14 ana Alokasi Khusus-Non F`isik ZEE - X
15 hmlah Pendapalan Transfer bana - ...'.... - H

eriribangrn (11 s/d 14)
-16 -

17_-
-ENSRE'R pERERmTAH FTSAT

-
-anHYA

18 ana Insentif Daerah 2ex Zen 2ex
19 aLna penyesuain XXX 2ex X
20 hmlah Pendapatan Tharsfer Lainnya - •.`.'.1 IRE ZEZE

18s/d 19 I
-21

_

22 RAHSRER AHTAR DAERAII
23 endapatan Bagi Hasfl Zen -2ex 2ex
24 antuan Keuangan 3ex -2ex Zex
2-5 timlal Pendapatan Transfer Aiitar ZZRE •. ..,.< Zee RE

aerfu  (23 s/d 24}
26 trmlah Pendapatan Jnansfer (15 + 20 +

5'
28 -LAin REHDAnELTAm DAERAII ¥AnG

29 endapatan Hibah XX - - 2ex
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Ho Urdan 20kl 20R1 Hena-/en-- a/o

30313233 endapatan Dana Damlat XX - 2ex
endapafan Leinya 2ex 2ex 2exi
limlah Lain-lain Pendapatan Daerah Zm - RE

sal{29   a/d 3i}
All PENDApnTAH (7 + 26 + 32) - '.... - ZE

34353637383940 EEN
EBAV OPERASI
eban Pegawai
eban Balapg dan Jasa 2ex X2ex 2K
eban Peljalanan Dinas 2ex 2ex 3ex
eban Bunga 2ex 2ex XX
eban Subsidi 2ex 2ex XX

41 eban Hibab 2ex XXZZ 2CX
-42 eban Bantuan Sosial 2ex 2ex -2ex

43 BEBAH OPERASI (36 s/d 4€) - '.... - H
44 EBAH EN¥usuTnH nan iREORTlsASH
45 eban Penyusutan Peralatan dan Mesin 2ex 2ex Jex
46 eban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2ex 2ex 2ex
47 eban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan 2ex 2ex Zex

arfugan
48 eban Penyusutan Aset Tetap Icajnnya 2ex - 2ex
49 eban Penyusu`tan Aset hainnya X2ex 2ex 2ex
50 eban Amortisasi Aset Tak Belwujud 2ex 2ex 2ex
51 BEBAn pEH¥usuTAlr DAlr - - _H

ORTISAH (45 s/a 50)
_

52 EEIAn TRAHSRER
53 eban Bagi Hasfl - 2ex 2ex
54 eban Bantuan Keuangan 2ex 2ex XX
55 All BEBrm TRAHSFER (53 s/a 54i - '.....- - H

-
56 EBART TAX TERDUGA
57 eban Tck Terduga - 2ex 2ex
58 AH BEBAH TAX TEREUGA (57) - •. .. . - H
59 AH REBAlr (43+51+55+58)

60 UREILUS/DEHSIT DARI OPERASI |33- - `.t`.'< - H
59)

61 URPLUS HOH OPERASIOHAL
62 Surplus Penjua]an/ Pertukaran/ Pelepasan Zee ZEE Zex

set Norfucar
63 ulplus Penyelesalan Kewajiban Jangka Zen 2ex 2ex

anjan8
64 Surplus dari Kegiatan Non Operasional 2ex 2ex 2ex

ya
65 AH suEurLus HOH oRERAsloHAL - •. ..'.` - ZEE
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Ho Undari 2trl 20R1 KefialEan/enumBan a/o-

62 s/d 64| -
66-6768_697071`'j5 EHSIT HON OPERASHORAL    i

-

efi_sit Penjualan/ Pertukarap/ Pelepasan 2ex 2ex- 2ex
set INonlancar
efisit Penyelesaian Kewajiban Jangka - 2ex 2ex

- anjang -  ,
efisit dan Kegiatan Non Operasional - 2ex 2ex

ya
MIAII DEFISIT HOH OPERASIOHAL - '....` - ZE`

67 s/d 69|  _AISURTL5S/DEE±~SIT DARI - - ZE
GIATAH HOH ORERASIOHAL(65-70} -

UFunJS/DEHslT SEBEI;TIM pos LUAR - '.....'. - jE=
IASIA |65 -+ 70)-

737475J7677-7879 os Lure BIASA
endapatan Luar Biasa - •. .. . - RE
endapatan Luar_ Biasa 2ex - Zen X
umlch Pendapatan Luar Biasa (75) - ZRE XX
eban Luar Biasa - `.....< - ZH-
eban Luar Biasa XXX 2ex X
Irmlah Beban Lunr Biasa t78) - •. .. .` - _H

808.I OS LUAR BIASA ( 76-79) - •. .. .1 - XX
URPLUS/DEHSIT-IO - •. .. .1 - RE
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a. LApORAH pERtlRAHAH EKunAs

pENDjunLUAV
Tujuan

1.
/Tujuan  pemyataan  standar  Laporan  Perubahan  Ekuitas  `~-

adalah   menetapkan   dasar-dasar   penyajian   Laporan   Perubahan
Ekuitas untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuali
akunfabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  Daerah  sebagainana
ditetapk_ap peraturan perundang-undangan.

2.   Tujuan pelaporan perubahan ekuitas adalah memberikan
informasi tentang kenaikan ataLu penu~runan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disusun dan- disajikan
dengan menggunakan akuntansi berbasis aJoual.

Ruang Lingkup
3.   Kehijakan   Akuntansi   ini   diterapkan   dalam   penyajjan

Laporari Perubahan Ekuitas:
4.   Kebijakan   Akuntansi  ini  berlaku   untuk ` setiap   entitas

pelaporan   dan   entifas   akuntansi   Pemerintah   Daerah,    dalam
menyusun laporan perubahan ekuitas yang menggainbarkan ekuitas
awal,   surplus/derisit   laporan   operasional,   koreksi-korek,si,   din
ekuitas   aThir  dalam   suafu   periode   pelaporan,   tidak  termasuk
Perusahaan Da-erah.

Manfaat Informasi Laporan Perlzhahan Eku±tas
5.   Laporan    Perubahan    Ekuitas    menyediakan    informasi

penin8katan ataLu penurunan nilai kekayaan bersih/ekuitas selama
periode bersan9kutan.

DEFIHISI
6.   Berikut   adalah   istnah-istilah   yang   digunakan   dalam

Kehijakari Akuntansi dengan pengertian :
a.  Ekuitas   Awal   adalah   saldo   ekuitas   akhir   tahun   pelaporan

sebelumnya.
b.  SLaplus/Defisit-LO  adalah  selisih  antara  pendapatan  LO  dan

beban  selama  satu  periode  pelapolan,  setelah  diperhitungkin
surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

c.  Koreksi-koreksi  adalah  tifidakan  pembetulan  secara  akuntansi  -
agar akun/pos yang tersaji dalam laporan entitas menjadi sesual

<
dengan yang seharusnya.

d.  Ekuitas  A]chir  adalah  saldo  ekuitas  yang  diperoleh  dari  hasil
proses saldo ekuitas awal ditambah / difurangi dengan dampak
kumulatif perubahan kehijakali/ kesalahan mendasar.

STRIJKTUR DAM ISI LAPoEN P     IrBAIIAlr EKunAS
7.   Struktur dan isi Laporan Perubahali Ekuitas terdiri atas;

~    -a.  EkuitasAwal;
b.  Surplus/Dell;it Laporan Operasional;



-96-

c.  Koreksi-k_oreksi  yang  langsung  menambah/mengurangi `.erfuitas,
yang antara lain berasal dari:
`1}  koreksi  kesalahan  atas  bebari  periode  sebelulrmya-,  apabila

Laporan  Keuangan  perigde  tersebut  sudan  diterbitkan,  yang_.
tidak berulang dan mengaldbatkan penambahan beban;

2)  koreksi  kesalahan  atas  penerimaan  Pendapatan-I+O  periode
sebelumnya, apabila LaLporan Keuangan periode tersebut sudah
diterbitkan,  yang  tidak  beruiang  dan  menambah  maupun
mengurangi posisi kas;

3)  dampak kumulatif yang disebabkan oleh pembahan Kebijakan
Aku-ritansi-dan_korck§i kesalahali mendasar, misalnya:
a)  Koreksi kesalahan  mendasar dari|ersediaan yang ten.a~di  -

pada periode sebelumnya; dan
b)  perubahan nilai Aset tetap karena revaluasi Aset tetap

d.  Ekuifas akhir,  sebesar saldo Ekuitas (awal}  ditanbah/dikrirangi
Surplus/defisit-LO  ditambah/dikurangi  Koreksi  yang  langsung
mempengaruhi  Eku-ifas.  Saldo  ini  akan  menjadi  saldo  Ekuitas
pada Neraca tanggal pelaporan.

Di  samping  itu,  suatu  entitas  pelaporan  menyajikan  rirician Jlebih
lanjut  dari  unsur-unsur yang  terdapat  dalaln  Laporan  Perubahan
Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8.   Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah:

~    PEMERIN-TAH KOTA BALIKRAPAN -
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIRLSAMPAI DENGAN 3 1 DESEMBER
20Xl dan 20XO

-{dalan Rupiah)

NO UFtAEN 20X1 20XO

1 Ekuitas Awal - -
2 Surplus/Defisit-LO 2ex ZEE
34 Dampak Kumulatif Perubahan X2ex2ex 2ex2ex

Kebijakan/Kesalafian
Mendasar:

Koreksi Nilai Persediaan
5 Selisih Revaluasi Aset Tetap 3ex X2ex
-6 Lain-Lain Zex 2ex
7 Ekuitas Akhir - -_
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H. LApORAH pERI]BAIIABr SALDO AITGGARA)I LEBIH

pEHDAErmuAV
Tujuan

1.   Tujuan   pemyafaan   standar   Laporan   Perubahan   Saldo
Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk Pemerintah Daerah dalam
rangka      memenuhi      tujuan      akuntabilifas      penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan peraturan pgrundang-
undangan.

2.   Tujuan pelaporan perubahan ekuitas a+dalah memberikan
informasi  tentang kenaikan  atau  penurunan  saldo  anggaran  lebih
tahun pelaporan dibandinedsan dengan saldo tahun sebelumnya.  ~

Ruang Lingkup
3.   Kehijakan   Akuntansi   ini   diterapkan   dalam   penyajian

Laporali Perubahan Saldo Anggaran I+ebih.
4.   Kebijakan   Akuntansi   ini   hanya   disajikan   oleh_  entitas

pelaporan  (Pemerintah  Kofa}  dan  disajikan  dengan.  menggunakan
akuntansi berbasis kas.

Manfaat Informasi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.   Laporan  Perubinan  Saldo  Anggaran  I+ebih  meny-ediakan_

inforlnasi   peningkatan   atau   penurunan   saldo   anggaran   selama
periode bersangfutan

DEFIHISI
6.   Saldo   Anggaran   Lebih   adalah   gunggungan   saldo  yang

berasal    dari    akumulasi    SiLPA/SiKPA    tahun-tahun    anggaran
sebelumnya   dan.   tahun   ben.alan   serta   penyesualan   lain   yang
diperkenankan

STRIJIITUR  DAN  Isl  LApoRAH  pEHUBAHAlr  sALDo  AHGGARADI
LEBIH

7.   Struktur dan isi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
terdiri atas:
a.  Saldo Anggaran Lebih Awal;
b.  Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun ben.alan;
c.  Sisa Lebih/KLirang Pembiayaan Anggaran {SiLPA/SiKPA);
d.  Koreksi Kesalahan Pembukuan Talun sebelumnya; dan
e.  Saldo Anggaran Lebih Akhir.
Di  samping itu,  suatu  enrias  pelaporan  menyajikan  rincian  lebih
lanjut  dari  unsur-unsur yang  terdapat  dalam  I+aporan  Perubahan
Saldo Anggaran I+ebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8.   Forlnat Laporan Perubahari Saldo Anggarari I.ebih {LP-SAL)
Pemerintah Daerah :
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PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN
LAPORAN PERUBAIIAN SAIDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TA±IUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEREER  ~

Ho Uraian 20kl 2akl +

-
1 SAI-DO AHGGARAH LEBIH AWAL
2 Periggunaan SAL sebagai Penerimaari

-
-

Pembiayaan Talun Beljalan
3 sub Total 2ex 2ex-
4 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran 2ex 2ex

(SiLPA/SiKPA)
`_5 Sub Total 2ex Zen-

6 Koreksi Kesalahan Pembu]flian Tahun 2ex 2ex
Sebelumnya

7 Lain-lain 2ex -2ex_
8\ ~    SELDO AVGGJLEEN LEBIH AKIIIR I- ZEERE
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I.   cATATAm ATAs LApORA)I KEt7AITGAIT

pErmulLHULUAV
Tujuan

1.   Tujuan     kehijakan     ini     mengatur     penyajian     dan
pengun9kapan   yang   diperlukan   pada   Catatan   Atas  `Laporan
Keuangan  yang memuat  hal-hal yang mempengaruhi  pelaksanaan
anggaran   seperti   kehijakan   riskal   dan   moneter,    sebab-sebab
ten.adinya    perbedaan    yang    material    antara    anggaran    dan
realisasinya,  serta  daftar-daftar  yang  merinci  lebih  lanjut  an9ka-
angka yang dian§gap perlu untuk dijelaskan.

2.   Tujuali  penyajian   Catatan   atas  Laporan   Keuangan
adalah untuk menin9k-atlran transparansi Laporan Keuangari dan
penyediaan pemahaman yang lebih balk, atas informasi keuangan
Pemerintah Daerah.

Ruang Lingkup
3.   Kebijakan  ini  harus  diterapkan  pada  laporan  keuangan

.untuk tujuan uinum oleh entitas arfuntansi/entitas pelaporan.
4.   Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan

yang  dimaksudkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pengguna  akan
informasi akuntansi keuangan yang lazin. Yang dinaksud dengan
pengguna    adalah    masyarakat,    legislatif,    1embaga    pengawas,
pemeriksa, pihak yang memberi atau belperan dalam proses donasi,
investasi,   dan   pinjaman,   serta   pemerintah   yang   lebih   tinggi
{Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

5.   Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelapgran
dalam  menyusun  laporan  keuangan  Perangkat  Daerah/PPKD  dan
laporan keuangan gabungan, tidak termasuk perusahaan Daerah.

DEFrmsl
6.   Berikut  adalah  istilah-istilah  yang  digunakan  dalam

kebijakan dengan pengertian:
a)     Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja  Daerah   {APBD)   adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui
oleh Dewan Penra]alan Rakyat Daerah.

b)     Aset  adal-ah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/ata_u
dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mama manfaat ekonomi dan/atau sosial di
nasa  depan  diharapkan  dapat  diperoleh   oleh   Pemerintah
Daerah,  serta  dapat  diukur  dalam  satuan  uang,  termasuk
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyedia-an
jasa  bagi  masyarahat ~umum  dan  sumber-sumber  daya  yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

c)     Basis aknial adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi   dan   peristiwa   lainnya  pada   saat   transaksi   dan
peristiwa itu teljadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara
kas diterima atau dibayarkan.
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d)     Basis  kas  adalah  basis  akuntansi  yang  menga]flii  pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau  setara
kas d-iterima atau dibayarkan.-e)     Belanja adalah semua pengeluaran Rekening Kas umum Daerah

yang  mengurangi  ekuitas  dana  lancar  dalam  periode  tahun
anggaran  bersangkutan  yang  tidak  akan  diperoleh  kem5aJi  '`
pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.

i)      Ekuitas   adalah   kekayaan   bersih   Pemerintah   Daerah   yang
merupakan   sefisih   antara   aset'  dan   kewajiban   Pemerintah
Daerafi.

g)     Enti±as Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri afas
satu  atau  lebib  entitas  akuntansi  yang  menurut  ketentuan
peraturan  perundang-undangan.  wajib  menyampaikan  laporan~pertanggungjawaban    berupa   laporan   keuangan    Pemerintah

Daerah.
h)    Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa nasa lalu

yang  penyelesalannya  mengakibatkan  aliran  keluar  su-mber
daya ekonomi Pemerintah Daerah.

i}      Materialitas  adalah  suatu  kondisi  jika  tidak  tersajikannya  ~
atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan

~ atau   penilaiin   pengguna  yang  dibuat  atas   dasar  laporan
keuangan.  Materialitas tergantung pada hakikat atan besamya
pos atau kesalahan yang dipertiinbangkan dari keadaan khu-sus
di mama kekurangap atau salah saji teljadi.

j)      Pembiayaan  Uiricmcz.rzg/  adalah  se€ap  penerimaan  yang  perlu
dibayar  kembali,  dan/afau  pengeluaran  yang  akan  diterima
kembali  balk  pada  tahun  anggaran  bersangkutan  maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
Pemerintah  Daerah  terutalna  dimaksudkan  untuk  menutup
defisit atau memanfaatkan s_urplus anggaran.

k)     Pendapatan-LRA   adalah   semua   penerimaan   Rekening   Kas
Umum- Daerah yang menambah Sa-1do Anggaran Lebih dalam
periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  yang  menjadi
hak Pemerint'in Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
Pemerintah Daerah.

I)      Pendapatan-LO  aqalah  hak  Pemedntah  Daerah  yang  diakuj
sebagai   penambah   ekuitas   dalam   periode   pelaporan   yang
bersangkutan.

m}    Pos  adalah  kumpulan  akun  sejenis  yang  ditampilkan  pada
lembar muka laporan keuangan.

n)     Saldo  Anggaran  Lebih  adalah  akumulasi  SiLPA/SiKPA- tahun
anggaran  yang  lalu  dan  tahun  anggaran  yang  bersangkutan
setelah      ditutup,      ditambah/dikurangi      dengan      koreksi
pembukuan.

KETEHTUAnr UMUM
7.   Setiap  entitas  pelaporan  diharuskan  untuk  menyajikan

Catatan    atas    Laporan    Keuangan    sebagai   bagian   yang   t_ak
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terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
8.    Catatan   atas   Laporan   Keuangan   dimaksudkan   agar

laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak
terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas
akuntansi/pelaporan. 0leh karena itu, Laporan Keuangan mungkin
mengandung     informasi     yang     dapat     mempunyai     potensi
kesa]ahpahaman    di    antara    pembacanya.    Untuk    men9hindari
kesalahpahaman,  laporan  keuangan  harus  dibuat  Catatan  atas
Laporan  Keuangan  yang  berisi  informasi  untuk  memudahkan
pengguna dalam memahami haporan Keuangan.

9.    Kesalahpahaman  dapat  saja  disebabkan  oleh  persepsi
dari  pembaca  laporan  keuangan.  Pembaca yang  terbiasa  dengan
orientasi   anggaran   mempunyal   potensi   kesalahpahaman   dalam
memahami   konsep   akuntansi   akrual.   Pembaca   yang   terbi-asa
dengan   laporan   keuangan   sektor  komersial   cenderung  me]ihat
laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah  seperti  laporari  keuangan
perusahaan. Unt-uk i`tu, diperlukan pembahasan. umum dan referensi
ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan
keuangan.

10.  Selaln itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan
akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat
men9hindari kesalahpahalnan dalam membaca laporan keuangan.

SiRUKTUR BAH ISI
11. Catatan  atas  I.aporan  Keuangan  hanis  disajikan  secara

sistematis.  Setiap  pos  dalam  Laporan  Realisasi Anggaran,  Neraca,
Laporan  Operasional,  dan  Laporan  Arms  Kas  harus  mempunyai
referensi silang dengan infolmasi terkait dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

12. Catatan atas I,aporan Keuangan meliputi penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran
Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Ams Kas, dan Laporan
Perubahan  Ekuitas.  Termasuk  pula  dalam  Catatan  atas  Laporan
Keuangan    adalah   penyajian   inform.asi   yang   diharuskan   dan
dianjurkan oleh Pemyafaan Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan    lainnya    yang    diperlukan    untuk
penyajian  yang  wajar  afas  laporan  keuangan,  seperti  kewajiban
kontinj ensi dan komitmen-komitmen lainnya.

13.    Dalam  rangka  pengun9kapan.  yang  memadai,  Catatan
afas lfaporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagal berikut:
a)    Informasi  umum  tentang  entitas  pelaporan  dan  entitas

akuntansi;
b)    Informasi   tentang   kebijakan   fiskal/keuangan   dan   ekonomi

makro;
c)    Ikhtisar  pencapaian  lrinelja  target  keuangan  selama  tahun

pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;
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d)    Informasi  tentang  dasar  penyusunan  laporan  keuangan  dan
kebijahan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas    transaksi-transaksi    dan    kejadian-kejadian    pepting
lainnya;

e}     Rincian dan penjelasal masing-masing pos yang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan;

f}     ~Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,
yang -tidak disajikan dalam iembar mufa laporan keuangan.

14.  Pengun9kapan   -untuk   ri:sin-g-masing   pos   pada   laporari
keuangrn   mengikuti   Kehijakan   ber]a]st]   yang   mengatur   tentang
pengun8kapan  untuk  pos-p6s yang  berhubungri.  Misalnya,  Kehijakan
Akunfansi tentang Persediaan mengharushan pengLm9kapari kehijakan
akuntansiyangdigunahanda]ampengurfuranpensedjaan.

15. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan
keuangan,  pengun9kapan  pada  Catatan  atas  haporan  Keuangan
dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau  -
bentuk  lain yang lazim yang mengiELtisarkan  secara rin9kas  dan-
padat  kondisi  dan  posisi  keuangan  entitas  pelaporan  dan  hasil-
hasinya selana safu periode.

PERTYAblAN  IHFORMASI  UMUM  TEHTENG  ERTITAS  PELAPORAII
DAN EHTITAs AKUHTAlrsl.

16.   Catatan  atas  I.aporan  Keuangan  harus  mengun9kapkan
informasi yang merupahan gambaran entitas secara umum.  -

17.  Untuk  membantu   pemahaman   para.  pembaca  ]aporari
keuangan,   perlu   ada   penjelasan   awal   mengenai   baik   entitas
pelaporan maupun entita~s akuntansi yang meliputi:
a)   domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat

entifas tersebut berada;
b}   penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokolmya;

dan
c)   ketentuan    perafuran    perundang-undangan    yang    menjadi

landasan kegiatan operasionahaya.

PENYAIIAH             INFORMASI             TENTAIIG
FISKAL/KEtIAHGAH Dam EKOHORE MAKRO

REBIdAEEN

18.  Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu
pembaca    memahami    re-alisasi    dan    posisi    keuangan    entitas
akuntansi/pelaporan    secara    keseluruhan,    temiasuk    kehijakan
fiskal/keuangan. dan. kondisi ekonomi mahao.

19.  Untuk membantu pembaca Laporan  Keuangan,  Catatan
atas  Laporan  Keuangan  harus  me_nyajikan  inforlnasi  yang  dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan
realisasi  dan  posisi  keuangan/fishal  entitas  akuntansi/pelaporan
serta bagalmana hal tersebut tercapai.

20.  Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas,
entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenal
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~   perbedaan     yang     penting     mengenai     realisasi     dan     posisi
keuangan/fiskal periode ben.alan bila dibandingkan dengan periode
sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana
lainnya  sehubungan  dengan  realisasi  anggaran.  Termasuk  dalam
penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang
digunakan   dalam   penyusunan   anggaran   dibandingkan   dengan
realisrasinya.

21.  Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan-
atas  Laporan   Keuarigari  adalah  kebijakan-kebijakan  Pemerintah
Daerah   dalam   peninghatan   pendapatan,   efisiensi   belanja   dan
penentuan    sumber    atau    penggunaan    pembiayaan.    rmsalnya
penjabaran  rencana  strategis  dalam  kebijakan  penyusurian  APBD,
sasaran ,       program       dan       prioritas      anggaran,       kebij akan
intensifikasi/ekstensifikasi  peapajakan,  pengembangan  pasar  surat
utarig ne~gara.                                                                                                      i

22. Ekonomi makro yang pelu diungkapkan dalam Catatan
atas  Laporan  keuangan  adalah  asumsi-asumsi  indikator  ekonomi
makro yang digunakan dalam penyusunan APBD  berikut tingkat   _
capaiannya.  Indikator ekonomi make tersebut antara lain Produk ~
Domestik  Regional  Bruto,  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat  inflasi,
nilai   tukar,   harga `minyak,   tin8kat   suku   bunga   dan   neraca
pembayaran.

PEH¥AJIABr     IKHTlsAR     PEHCAPAIAH     TARGET     KEUAVGAH
SELAMA     TAHu)I     pELApoRAlr     BERIKUT     KEHDALA     BAH
IIAMmTAlr ¥AHG DIHADApl DALAM PEHCAPAIAH TARGET.

23.  Catatan     atas     Laporan     Keuangan     harus     dapat
menjelaskan  perubahan  anggaran  yang  penting  selama  periode
beq.alan dibandingkan dengan anggaran yang pertana ha]i disahkan
oleh DPRD, hambataLn dan kendala yang ada dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan,  serta masalah lainnya yang dianggap perlu
oleh   manajemen   entitas  akuntansi/entitas  akuntansi/pelaporan
untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

24.  Dalam  satu  periode  pelaporan,  dikarenakan  alasan  dan
kondisi tertentu, entitas pelaporan mung]dn melakukan perubahan
anggaran   dengan   persetujuan   DPRD.   Agar   pembaca   laporan
keuangan  dapat  mengikuti  kondisi  dan  perkembangan  anggaral,
penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh
D-PRD,  dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan
membantu   pembaca   dalam   memahami   kondisi   anggarali   dan
keuarigan entitas akuntansi/pelaporan.

25.  Ikhtisar     pencapaian     target     keuangan.     merupahan
perbandingan  secara  garis  besar  antara  target  sebagainana  yang
tertuang dalam APBD dengan. rea]isasinya.

26.  Ikhtisar ini disajikan u-ntuk memperoleh gambaran umum
tentang kineria keuangan  Pemerintah  Daerah  dalam  merealisasil:an
potensi  pendapatan-LRA  dan  alofasi  belanja yang  te]ah  ditetapkan
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~ dalan APBD.
27.  Ikhtisar ini disajikan balk untLik pendapatan-LRA, belanja,

maupun pembiayaan dengan struktur sebagal berikut:
Nilai target total;  --`
Nflal realisasi total;
Fbesentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
Alasan utaLrna teB.adinya perbedaan antara target dan realisasi.

28.  Untuk membantu pembaca lap@ran keuangan, manajemen
entitas    -akuntansi/pelaporan    mun8ldn    merasa    perlu-    untuk
memberikan inforlnasi keuangan lainnya yang dianggap perlu- untuk
diketahui    pembaca,    misalnya    kewajiban    yang    memerlukan
ketersediaan dana dalin anggaran periode mendatang.

-
DASAR pEHyA.IAH LripoRAlr KEUANGAIr DAIr pEHGUHGKAPAlr
KEBIdAKAH AKUHTAHSI REUJENGAH

29.    Entitas    afuntansi/pelaporan   mengun9kapkan    dasar
penyajian laporan` -keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

ASUMSI DASAR AKUNTAHSI
~   30. Asumsi  dasar  atau  konsep  dasar  akuntansi  tertentu~

mendasari    penyusunan  -1aporan    keuangan,    bia_sanya    tidak
diun8kapkan  secara spesifik.  Pengungkapan diperlukan jika tidak
mengikuti   asumsi   atau   konsep   tersebut   disertai   alasan   dan
penjelasan.

31. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi
- Pemerintah  Daerah,  asumsi  dasar  dalam  pelaporan  keuangan  di

ri9kungan  Pemerintah  Daerah  adalah  anggapan  y-ing  diterima
sebagal  suatti  keberiaran`  tanpa  perlu  dibu]ctikan.  agar  Kebijakan
akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:
a)   Asumsi kemandirian entifas;    .`   ~b)... Asumsi kesinambungan entifas; dan-                              "

c)   Asumsi keterukuran dalam satuan uang /moreefary measz{#;men£/.
32.` Asumsi-kemandirian  =Ltita§ ` berarti  bahwa  s`etiap  unit ~

organisas-i  dianggap  sebagai  unit  yang  mandiri  dan  mempunyai
kewajiban  untuk  menyajikan  laporan  keuangan  sehingga  tidak
teljadi  kekacauan  antar  unit  instansi  Pemerintah  Daerah  dalain
pelaporan keuangan.  Salah  satu indikasi telpenuhinya asumsi ini
adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusup anggaran dan
melaksanakannya    derigan    tan-ggung   jawab    penuh.    Entifas
bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan-s`umbef daya di-luar
neraca  untuk  kepentingan  yurisdiksi  tugas  pokoknya,  termasuk
atas kehilangan atau kerusahan aset dan sumber daya dimaksud,
utang-piutang   yang+  teljadi   akibat   ._keputusan   entitas~,-~  serta

~   terlaksana tidaknya program yang telal ditetapkan.
33.  Laporan   keuangan   disusun   dengan   asumsi   bahw-a

entitas- akuntansi pelaporan alian berlanjut keberadaannya. DengariY
demikian,    Pemerintah  ~Daerah   diasumsikan    tidak   berlnaksud
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melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
34.  Laporan  keuangan  entitas  pelaporan  harus  menyajikan

setiap  kegiatan  yang  diasumsihan  dapat  dinilai  dengan  safuan
uang.  I±al ini diperlukan agar memung]dnhan dilahaihannya analisis
dan pengukuran dalam akuntansi.

ENGGUHA IApoRAir luuABrGAH
35. Pengguna/pemakal laporan keuangan Pemerintah Daerah

meJiputi:
a}     masyarakat;
b)     para waldl rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
c)     pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi,

investasi, dan pinjaman; dan
d}     Pemerintah Daerah.

36. Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan
keterangan   kebijakin   akuntansi   terpilih   sebagai   bagian   dari
informasi   yang   dibutuhkan,    untuk   membuat   penilalan,    dan
keputusan   keuangan   dan   keperluan   lain.   Mereka   tidak   dapat
membuat   penilaian   secara   andal  jika   laporan  keuangan   tidak
mengungkapkan  dengan  jelas  kehijakan  akuntansi  teapilih  yang
penting dalam penyusunari laporan keuangan.

37. Pengungkapan    kebijakan    akuntansi    dalam    laporan
keuangan   dimaksudhan  agar  laporan   keuangan   tersebut  dapat  ---
dimengerti.   Pengun9kapan  kehijakan  tersebut  merupakan  bagian
yang   tidak   telpisahkan   dari   laporan   keuangan   yang   sangat
membantu  pengguna/pemakai  laporan  keuangan,  karena  kadang-
kadang  perlakuan  yang  tidak  tepat  atau  salah  digunakan  untuk
suatu  komponen  laporan  realisasi  anggaran,  1aporan  perubahan
saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus`-kas,
atau   laporan   perubahan   ekuitas   terbiasa   dari   pengun9kapan
kebij akan terpilih.

KEBIdAI=Alr AKu)rTAITsl
38.  Setiap  entitas  perlu  mempertimbangkan  jenis  kegiatan-.

kegiatan  dan  kehijakan-kebijakan  yang  perlu  diun9kapkan  dalam
Catatan  alas  lzaporan  Keuangan.   Sebagal  contoh,   pengunghapan
inforrmsi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-
bentuk lainnya dari iuran wajib,  penjaharan mata uang asing,  dan

`.   perlakuan akuntansi terhadap selisih ]airs.
39.  Lapolari  keuangan.  seharuslrya  menunju]dran  hubungan

angka-an8ka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakari
akuntansi belpengamh material, perubahan kebijakan dan dalnpak
perubahan secara ]anantitatif harus diungkapkan.

40. Perubahan  kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai
pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan
jika berpengaruh  secara material terhadap  tahun-tahun yang akan
datang.
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_  pERT¥AIIAH  RIHCIAIT  DAlr  PEHJELASAN  MAslRTG-MAslHG  ~Pos
yAIrG DlsAIIKAIr PADA LEREBAR zrm7KA~LApORAH KEUAlrGAH. _

41. Catatan afas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian
dan  penjelasan  atas  masing-masing  pos  dalam  Laporan  Realisasi
Anggaran,   Laporan   Perubahan   Saldo   Anggarari   I.ebih,   riera~ca,`

_~ Laporiri  Op6rasional,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Laporari  Perubahan
Ekuifas.

42.  Penjelasan  atas  Laporan  Realisasi  Anggaran  disajikan
untuk   pos   pendapatan-LRA,   belanja,   dari   pembiayaan   dengan
struktur sebagal berikut:
a)     chggaran;
b)     Reafisasi;
c)     Presentase pencapaian;
d}     Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;~
e)     Perbandingan dengan periode yang lalu;
B      Penjelasan  atas  perbedaan  antara  periode  beljalan  dengan

periode yang lalu;
g)     Rincian    lebih    lanjut    pendapatan-LRA    me~nurut    sumber

pendapatan;
h)     Rincian   lebih   lanjut   belanja   menurut-klasifikasi   ekonomi,

organ.isasi, dan fungsi;
i)      Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan_
_j)      Penjelasan hal-hal penting yang diperluhan.

43. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
disajikan  untuk  Saldo  Anggaran  Lebih  awal  periode,  penggunaan
Saldo  Anggaran  Lebih,  Sisa  I+ebih/Kurang  Pembiayaan  Anstaran -
(SiLPA/SiKPA} tahun beljalan, koreksi ±esalahan pembu]flian tahun
sebelumnya, dan SAL alchir periode dengan strukeur sebagal berikut:

'  a)   Perbandingan dengan p_eriode yapig lalu;
b}   Penjelasan  afas perbedaan antara periode ben.alap  dan periode

yang lalu;
c)   Rincian yang diperlukan; dari
d}   Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

44. Penjelasan atas haporan Operasional disajikan untuk pos
pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagal berikut:
a)   Perbandingan dengan periode yang lalu;
b}   Penjelasan  atas perbedaan antara periode berialan dan periode

yang lalu;
c)   incian     lebih     lanjut   `pendapatan-I,O     menurut     sumber

__pendapatan;
d)~-Rincian    lebih    lanjut   beba]i`   m`?nurut   klasifikasi    ekonomi,

organisasi, dan fungsi; dan                                         `
e)   Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

45.Penjelasan   atas   Neraca   disajikan   untuk   pos   aset,
kewajiban, dan ekuifas dengan struinur sebagai berikut:
a)   Perbandingan dengan periode yang lalu;
b)   Penjelasan atas perbedaan antara periode berialan dan periade

yang lalu;
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c}   Rincian lebih lanjut alas masing-masing akun dalam aset lancar,
investasi  jangka  panjang,  aset  tetap,  aset  lainnya,  kewajiban
jan8ka pendek, kewajiban jan9ka panjang, dan ekuitas; dan

d}   Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
46. Penjelasan  atas  I.aporan  Arms  Kas  disajikan  untuk  pos

arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan,
aktivifas   pendanaan,   dan   aktivitas   transitoris   dengan   struktur
sebagal berikut:
a)   Perbandingan dengan periode yang lalu;
b)   Penjelasan atas perbedaan antara periode  beq.alan  dan periode

yang lalu;
c-)   Rincian   lebih   lanjut   atas   ata_s   masing-masing   akun   dalam

masing-masing a]al:vitas; dan
d)   Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

47. Penjelasan  atas  Laporan  Perubahan  Ekuitas  disajikan
untuk ekuitas awal periode,  surplus/defisit-I.O,  dampak kumulatif
perubahan   kebijakan/kesalahan   mendasar,   dan   ekuifa§   alchir
periode dengan struktur sebagal berikut:
a)   Perbandingan dengan periode yang lalu;-
b)   Penjelasan  atas perbedaan antara periode beljalan dan periode

yang lalu;
c)   Rincian yang diperlukan; dan
d)   Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

PEHGUNGKAPAN      IHF`ORMASI      YAAVG      DIHARUSKAH      OLEH
KE814AKAN    AKT)HTAlrsl    yADTG    BELUM    DlsAIIKART    DALAM
LEMBAR MUKA LAPORAH KEUAHGAH

48. Catatan   atas   Laporarl   Keuangan   harus   menyajikan
informasi   yang   diharuskan    dan    dianjurkan   oleh    Kebijakarl
Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengun9kapan
lain yang diperluhan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan
seperti   kewajiban   kontinjensi   dan   komitmen-komitmeri   lain.
Pengun9qpan informasi da]am Catafan atas Laporan Keuangan harus
dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalan baedan
lain laporan keuangan.

49. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengu]fl]ran yang
digunakan,   bcherapa   transaksi   alas   peristira   yang   dya]dni   ahan
mempunyal  dampak  penting  bast  entifas  akuntansi/pelapolan.  tidak
dapat   disajikan.   dalam   lembar   muka   laporan   keuangan,   seperti
kevajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan grmbaran yang lebih
len9kap,   pembaca   laporan   perlu   diingatkan   kemungkinan   ahan
ten.adinya suatu peritiwa yang dapat mempengaruhi komdisi keuangan
entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang ahan datang.

50. Pengungkapan  informasi  dalam  catatan  atas  laporan
keuangan  harus  menyajikan  informasi  yang _tidak  mengulang
rincian  (misalnya  rincian  persediaan,  rincian  aset  tetap,  atau
rincian  pengeluarali  belanja)  dari  seperti yang telah  ditampilkan
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pada  lembar  muka  laporan  keuangan.   Dalan  beberapa  kasus,
pengun8kapan  kebijahan  akuntansi,   untuk  dapat  meningkatkan
pemahaman  pembaca,  h-arus merujuk ke  rincian  yang  disajikan
pada tempat lain di laporan keuangan.  Dalam kebijakan akuntansi
pQs aset tetap disebutkan dasar pengukuran adalah harga perolehan. -
Penelitian terhadap akun-almn yang mendukung pos aset terseb-ut
menunjukkan ada salah satu akun aset tetaLp dengan harga selain
harga perolehan, karena aset diricksud diperoleh dari donasi.       +

PENGUHGKAPAH-PEHGUHGKAPAH LAIHIIYA
51.  Catatan      afas      I+aporan      Keuangan      juga      harus

mengungkapkan   informasi   yang   bila   tidak   diun9hapkan   akan
menyesatkan bagi pembaca laporan.

52.  Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut
ini  apabila  belum  diinformasikan  dalam  bagian  manapun  darn
laporan keuangan, yaitu:
a)   domisili  dan  bentuk  hukum  suatu  entitas  serta yurisdiksi

tempat entitas tersebut berada;
b)   penjelasan    mengenal -sifat   operasi   entitas   dan   kegiatan

pokohaya;
c)   ketentuan    perundang-undarigan    yang    menjadi    landasan

kegiatan operasionalnya.
53. Catatan  atas  haporan.  Keuangan.  harLis  mengun9hapkan

kejadian-kejadian penting selama fahun pelaporan, seperti:
a)   Penggantian   manajemen   Pemerintah  -Daerah   selaina   tahun

ben.alan;
b)   Kesalahan   manajemen   terdahulu   y-ang   telah   dikoreksi   oleh

manajemen barn;
c)    Komitmen  atau  kontinjensi  yang  tidak  dapat  disajikan .pada

Neraca;
d)   Penggabungan atau pemeharan entifas tahun berialan;

~    e)    Kejadian   yang   mempunyai _dampak   sosial,   misalnya   adanya
pemogokan yang harus ditanggulangi Pemerintah Daerah.

54. Pengungkapan  yang  diwajibkan  dalam  tiap  kebijakan
berlaku sebagai pelengkap kehijakan ini.

SUSUHAH
-55. Agar dapat  digunak-an  oleh  pengguna dalam  memahangi

dan~ membandin9kannya dengan laporan keuangan entitas lainnya,
Catatan   atas   haporan   Keuangan   biasanya   disajikan   d~engan
susunan sebagai be`rikut:
a)   Informas-1 umum tentang entitas pelaporari dan entifas akuptansi;
b)   Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
-c)    Ikhtisar ~riencapaian  kineH.a  keuangan  berikut  -hambatap  dan

kendalanya;
d)   Kehijakan akuntansi yang penting:                                                __

1)     Entitas pelaporan;
2)    Basis   akuntansi   yang   mendasari   penyusunari   laporan
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keuangan;
Basis  pengukuran  yang  digunakan  dalam  penyusunan
laporan keuangan;
Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan
dengan ketentuan-ketentuan Pemyataari Standar A]flintansi
Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan

5}    Setiap   kebijakan   akuntansi   tertentu   yang   diperluk_an
untuk memahami laporin keuangan.

e}     Penjelasan pos-pos ha:poran Keuangan:
1)    Rincian    dan    penjelasan    masing-masing    pos    `Ilaporan

Keuangan; dan
2}    Pengungkapan  informasi yang  diharuskan  oleh  Kebijakan

Akuntan.si  Pemerintahan  yang  belum  disajikan  dalam
lembar muka I+aporan Keuangan.

D      Informasi tambahan lainnya, yang`diperfukan seperti gambdran
umum Daerah.

56. Catatan    atas    I+aporan    Keuangan    disajihan    secara
sistematis.  Setiap  pos  dalam  I+aporan  Rea]isasi  Anggaran,  I.aporan
Pembahan  SAL,  1aporan  Operasional,  Neraca,   I.aporan  Pe_rLibahan
Ekuitas  dan  Laporan  Arus  Kas  harus  mempunyai  referensi  sflang
dengan informasi terkait dalam Catatan afas I.aporan Keuangali.

bEi_

PEMERINTAII KOTA BALIKPAPAN
pERAprGKAT DAERAH ......

CATATAN ATAS IAPORAN KEUANGAN

BabI Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Perangkat Daerah
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Peran9kat Daerah
1.3 Sistelnat±ka penulisan catatan alas laporan keu_angan

Perangkat Daerah
Babll   - Ikhtisar pencapaian kinelja keuangan Perangkat Daerah

2.1 Ikhtisar realisasi pencapalan target kineH.a keuangan
Perangkat Daerah

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan

Bab Ill Penjelesan pos-pos laporan keuangan Perangkat Daerah
3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos

pelaporan keuangan Pemerintah Daerah
3.1.1 Pendapatan
3.1.2 Beban
3.1.3 Belanja
3.1.4 Aset
3.1.5 Kewajiban
3.1.6 Ekuitas Dana



-110 -

3.2 Pengungkapan afas pos-pos aset dan kewajib_an yang
timbul  sehubungan  dengan  penerapin  basis  arfual
atas  pendapatan   dan  belanja  dan  rekori`siliasinya
dengan    penerapan    basis    kas,    untrik    entifas
akuntansi/entitas pelaporan yang menggLmaka|i basis
akmal pada Pemerintah Daerah.

Bablv Penj elasan atas inform.asi-informasi nonkeuangan
Pemerintah Daerah

BabV Penutup
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PEM-ERINTAII KOTA BALIKPAPAN
Ppro

CATATAN ATas LApORAN REUENGEN
BabI Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuali penyusunan laporan keuangan
PPKD

-
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

PPKD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

- PPKD

Bab 11 I]chtisar pencapaian kinelja ke_uangan Pemerintah Daerah
2.1 I]chtisar realisasi pencapaian target kinelja keuan-gan

Pemerintah Daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian

target yang telah ditetapkan
Bab Ill Penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintin Daerah

3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos
pelaporan keuangan Pemerintah Daerah
3.1`.1 Pendapatan
3.1.2 Beban
3.1.3 Belanja
3.1.4 Aset
3.1.5 Kewajiban
3.1.6 Ekuitas Dana

3.2 Pengunghapan atas pos-pos aset dan keowajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis arfual
afas  pendapatan  dan  belanja  dan.  rekonsiliasinya
dengan    penerapan    basis    kas,    untuk    entitas
akuntansi/entitas    pelaporan    yang    menggunakan
basis arfual pada Pemerintah Daerah.

Bah IV Penj elasan atas informasi-informasi nonkeuangan
` Pemerintah Daerah

BabV Penutup

PEMERINTAI+ KOTA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BabI Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Pemerintah Daerah
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Pemerintah Daerah
-1.3 Sistematika penuHsan catatan atas laporan keuangan

Pemerintah Daerah
Bab 11 Ekonomi makro, kebijakan. keuangan dan pencapaian target

kineria APBD
2.1 Ekonomi makro
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2.2 I Kebijakan keuapgan
2.3 Indikator pencapaian target kineH.a APBD

Bab Ill Ikhtisar pencapaian kineH.a keuangan Pemerintah Daerah
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinelja keuangan

Pemerintah Daerah
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian

target yam.g telah ditetapkan
Bablv    - Kebij akan afuntinsi

4.1 Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan Daerah
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan

keuangan Pemerintah Daefah
4.3 Basis    pengukuran    yang    mendasari    penyusunan

laporan keuan.gan Pemerintah Daerah
4.4 Penerapan   kebijakan   akuntansi   berkaitan --dengan

ketentuan  yang   ada   dalam   SAP  pada   Pemerintah-
Daerah

Babv    - Penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah
.5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos

pelaporan keuangan Pemerintah Daerah
5.1.1 Pendapatan - LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Trarisfer
5.1.4 Pembiayaan
5.1.5 Pendapatan - LO

-
5.1.6 Beban
5.1.7 Aset
5.1.8 Kevyajiban
5.1.9 Ekuitas Dana

5.2 Pengun9kapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul  sehubungari  dengan  penerapari  basis  aloual
afas   pendapatan   dan   belanja   dan   rekonshiasinya
dengan     penerapan     basis     kas,     untuk     entitas
akuntansi/entitas pelapo-ran yang menggunakan basis

I
aknial pada Pemerintah Daerah. ~

Bab VI Penjelasan alas informasi-informasi nonkeuangan
Pemerintah-baerch

Bab VII Penutup
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J.  AKUHTAHsl pEHDAPATAlr- LApoRAH REAI;ISAsl AmGGARAH
BEREASIS RAS

pEHDAErmuAV
Tujuan

1.    Tujuan  kebijakan  akuntansi  pendapatan  adalah  untuk
mengatur   perlakuan   akuntansi   alas   pendapatan   dan.   infoHnasi -'
1ainnya dalam ran9ka memenuhi tujuan akHutabiHfas sebagaimana   -
ditetapkan oleh peraturan perundaJig-undangan.
Perlakuan  akuntansi  pendapatan  mencafup  defmisi,  pengaku`an,
p-engukuran dan pengungkapan pendapatan.

Ruang Lingkup
2-.     Kebijahan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LEA

yang disusun dan disajikan d6ngan menggunakan akuntansi berba±s
kas oleh entitas akuutansi/pelaporan.

3.     Kehijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APB`D,
tidak terriasuk Perusahaan Daerah.

Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan
4.     Akuntansi  pendapatan  menyediakari  informasi  mengenai

realisasi   pendapatan   dari   suatu   entifas   akuntansi/pelaporan.
Informasi  tersebut  berguna  bagi  para  pengguna  laporan  dalin
mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi,
akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan:
a)     MenyediakanTinformasi mengenai sumber daya ekonomi;
b)   `Menyediakan   inform.asi  inengenai   realisasi   anggaran   secara

menyeluruh    yang    berguna    dalam    mengevaluasi    kinelja
Pemerintah Daerah dalaln hal efisiensi dan efektivitas perolehan
pendapatan.

5.     Akuntansi    pendapatan    menyediakan    inforlnasi   yang
berguna  dalaln  memprediksi  sumber  daya  ekonomi -yang  akan
digunakan   untuk  mendanal  kegiatan  Pemerintah  Daerah  dalam
periode   berkenaan.   Akuntansi   pendapatan   dapat   menyediakan
informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan   --
Sumber daya ekonomi:r
a) `  telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya {APBD}; dan
b}     telah    dilaksanakan    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan

perundang-undangan.

DEFrmsl
6.     Berikut   adalah   istilah-istflah   yang   digunakan   dalam

kehijakan dengan pendertian:
a)     4nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana

keuangan  tahunan.  Pemerintah   Daerah  yang  disetujui  oleh
Dewan PerwaJrilan Rakyat Daerah.

b)     Asas Brute adal`ah suatu prinsip yang tidak- memp~erkenankaL
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pencatatan     secara    neto     penerimaan     setelah    dikuranri
pen~geluaran     pada     suatu     unit     organisasi     atau     tidak
merxperkenankan  pencatatan   pengeluaran   setelah  dflakukan    `
kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

c)     Basis  Kas  adalah  basis  akuntansi  yarig  mengakui  pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau  setara
kas diterima atau dibayarkan.

d)     Kas umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah
yang    ditentuhan   o|eh   Bendahara   Umum   Daerah-unfuk
menampung  seluruh  penerinaan  dan  pengeluaran  Pemerintah
Daerah.

e)     Kurs adalah rasio pertukaran dua mafa uang.
fl      kekening    Kas    Umum    Daerah    adalah    rekening    tempat

penyimpanan  uang  Daerah  yang  ditentukan  oleh  Wall _Kota
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar
seluruh pengehaaran Daerah pada bank yang ditefapkan.

g)     Pendapatan  Transfer  adalah  penerimaan  uing  darn  entitas`
pelaporan lain, misalnya penerimaan transfer dari perierintah
pusat dan dari pemerintah provinsi.

_  h)     Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas umum
Daerah yang menambah  Saldo  Anggaran  Lebih  dalan_period~e
tahun    anggaran-   yang    bersangkutan    yang    menjadi    hak             `~
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

i)   -  Saldo  Anggarari  I+ebih  adalah  akumulasi  SiLPA/SiKPA  tahun
anggaran  yang  lalu  dan  tahun  anggaran  yang  bersanglmtan
setelah      ditutup,      ditalnbah/dikurangi      dengan      koieksi
pembufuan.

IELASIFIKASI REHDAPJ¥TAH
7.     Pendapatan Daerah diklasifikasikarrmenurut:

a)     Urusan pemerintahan Daerah;
b)     Organisasi; dan
c)      Kelompok.

8.     RIasifikasi kelompok aktin keuangan dirinci menurut:
a)    Jenis;
b)    Obyek; dan
c)    Rincian. obyek pendapatan.

9.    Pendapatan Daerah di]dasifikasikan menurut kelompok
pendapatan yang terdiri atas:
a)    Pendapatan Asli Daerah,
b)    Pendapatan Transfer, dan
c}     Lain-lain pe~ndapatan Daerah yang sah.-    10;  ~Kelompok  pendapatan  -ash  Daerah  dibagi  menurut jeffi§

pendapatali~ yang terdiri alas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil
pengelolaan   kekayaan   Daerah. yang   dipisahkan,   dan   lain-lain
pendapatan asli Daerah yang sah.

11.   Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirinci menurut
obyek  pendapatan  ses`ual  dengan  undang-undang  tentang  pajak
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Daerah dan retribusi Daerah.
12.   Jenis hasfl peng6lolaan kekayaan Daerah yang dipisahhan

dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas
penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik  Daerah/BUMD,  bagian
laba atas penyertaan modal pada perusahaan mflik negara/BUMN,
dan  bagian  laba  afas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik
swasta atau kelompok usaha masyarakat.

13.   Jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dirinci
menurut   obyek   pendapatan   yang   mencakup   hasil   penju-alan
kekayaan  Dael~ah  yang  tidak  dipisahkan,  jasa  giro,  pendapatan
bunga,    penerimaan   atas   tuntutan   ganti   kerugian   Daerah,
penerimaan komisi,  potongan ataupun bentuk lain sebagal akibat
darn  penj:ualan  dan/atau  pengadaan  barang  dan/atau  jasa  oleh
Daerah,  penerimaan  keuntu`ngan  dari  selisih  nilai  tukal  rupiah
terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan
pelaksanaan   pekeH.aan,   pendapatan   denda   Pajak,   pendapatan
denda    Retribusi,    pendapatan    hasil    eksekusi    atas   jaminan,
pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum,
pendapatan  dari  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihari,  dan
pendapatan dari angsuran/ cicilan penj ualan.

14.   Kelompok   pendapatan   transfer   dibagi   menurut   jenis
pendapatan yang terdiri atas:
a)    Transfer pemerintah pusat; dan
b)    Transfer antar daerah;

15.   LJenis  transfer  pemerintah  pusat  dinnci  menumt  otyek
pendalpa:tan yang mencakup dana pedinhangan., dan dana insentif daerah

16.   Jenis transfer anfar daerah tndiri afas pendapafan b5gi hasfl,
dan bantuan keuangan.

17.   Kelompok  Lain-lain  Pendapatan  Daerah yang  Sah  dibagi
~   menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

a)     Pendapatan Hibah;
b)    I,aim-lain pendapatan sesuai dengan. ketentuan peraturali

perundang-undangan.

pERTGErmAV
18.   Pendapatan-LEA diakui pada saat diterima di Rekening Kas

Umum Daerah untuk seluruh transaksi pendapafan.
19.   Pendapatan-LRA       diklasifikasikan       menurut      jenis

pendapatan.
20.   Dalam   kriteria    pengakuan    pendapatan-LRA,    kQnsep

keterukuran dan ketersediaan d`igunakan dalaln pengertian derajat
kepastian  bahwa  manfaat  ekonomi  nasa  depan  yang  berkaltan
dengan  pos  pendapatan  terse-but  akan  mengalir  ke  Pemerintah
Daerah  dalam  periode  tahun~+ anggaran  yang  bersangkutan  atan
segera  dapat  digunakan  untuk  membayar kowajiban  pada  pe±ode~
anggaran    yang    bersan9kutan.    Konsep    ini    diperlukan    dalam   -`
menghadapi   ketidakpastian   lin8kungan   operasional   Pemerintah-   Daerah.  Pengk?g.ian  atas keterukuran  dan  ketersediaan yang meleha:t
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da]an. arus manfaat ekonomi nasa depan dflarfuhan alas dasai- buEL yang
dapat  diperoleh  pada  saat  penyusunari  faporan  keuangrli  Pemednfah
Daerfu.

21.   Pencatatan dari setiap jenis pendapatan-IJRA dan masing-
masing nilai pendapatannya dicafat salnpai dengan sub rincian obyek.

22.   Pengemba]ian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang
(r6ou7'7z.ng) atas penerinaal pendapatan-LRA pada periode penerimaan
maupun ~pada  periode  seb-elumnya  dibuhakan  sebagal  pengurang
pendapatan-LRA.

23.   Koreksi  dan  pengemba]ian  yang  sifathya  tidak  berular|g
{7romeczrm.rzg)   afas  peneririaan  pendapatan-LEA  yang  tea.adi  pada
periods  penerimaan  pendapatan-LRA  dibukukan  sebagal  pengufang
pendapatan-LEA pada periode yang sama.

24. ` Koreksi  dan  pengembalian  yang  sifatnya  tidak  berulang
(7ro7ireou77rfug)   atas  penerimaan  pendapatan-LEA  yang  teljadi_ pada
periode  sebelumnya  dibulstikan  sebagal  pengurang  Saldo  Anggarin
Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian -tersebut.

25.   Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan.
mengacu    pada   perathiran    perundang-undangan.   yan.g   mengatur
mengenal badan layanan umum.

26.   Akuntansi     pendapatan     disusun     untuk     memenuhi
kebutuhan pertanggungjawaban. sesuai dengan ketentuan dan untuk
keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, balk yang
dicatat oleh Peran8kat Daerah maupun PPKD.

rmGUERdiEEN
27.   Pendapatan-LEA. diukur dan dicatat berdasarhan asas bruto,

yaltu  dengan.  membukuhan  penerinaan  bruto,  dan  tidak  mencatat
jumlah netonya {setelah dikompensasikan dengan pengeluarari}.

28.   Dalam  hal  besaran  pengurang  terhadap  pendapatan-LRA
brute {biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat dianggariran terlebin dahulu dikarenakan proses belum selesai, ~
maka asas bruto dapat dikeeualikan.

29.   Pendapatan  Hibah  dalam  mata  uang  asing  diukur  dan
dicatat  pada  tanggal  transaksi  menggunalran  kurs  tengah  Bank
Indonesia.

PEHGU)IGKAPAN
30.   Hal-hal  yang  harus   diungkapkan   da]am   Catatan   atas

I+aporan Keuangan terkait dengan pendapatan _adalah:
.  a)     Penerimaan   pendapatgn   tahun   berkenaan   setelal   tan§gal

bera]chimya tahun anggaran.
b}     Penjelasan  mengenai pendapatan yang pada tahun  pelaporan

yang bersangkutan teljadi hal-hal yang bersifat khusus.
_ c)     Penjelasan  sebab-sebab  tidak  tercapainya  target  penerimaan

pendapatan Daerah.
d)     Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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K. AKUNTANsl BELADrdA

FEEW-Thj-
1.    Tujuan kehijakan a]mntansi belanja adalah untuk mengatur

perla]flran akuntansi alas belinja dan informasi lainnya dalam rangha
memenuhi  tujuan  akunfabffifas  sebagaimana  ditetapkan  kctentuan
peraturan perundang- undangan..

2.    Perla]flian intansi belanja mencakup definisi, pengakuan,
pengukuran, dan pengungka±an belanja.
Ruang Lin8kup

3.    Kebijakan ini  diterapkan dalam akuntansi belanja yang
disusun dan disajikan dengan`+menggunakan aku+ntansi berbasis -
akrual.

4.    Kebijakan  ini  be`rlaku  untuk  entitas  afuntansi/pelaporan
Pemerintah  Daerah,  yang  memperoleh  anggaran  berdasarhan  APBD,
tidak termasuk perusahaan Daerah.

DE-
5.    Berikut   adalah   istilah-istilah   yang   digunakan   dalam

kebijakan dengan pengertian:
a)     Belanja adalah  semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun   anggaran   bersangkutan  yang  tidak  akan   diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

b)     APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan  Pemerintah  Daerah
yang disetujui oleh Dewan Perwa]dlan Rakyat Daerah.

c).     Basis  Kas  adalah  basis  akuntansi  yang  mengakui  pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau  setara
kas diterima atau dibayar]ran.

d)     Kas Umum Daerah adalah tempat penyinpanan uang Daerah
yang   ditentukan    oleh   Bendahara   Umum    Daerah   untuk
menampung  seluruh  penerinaan  dan  pengeluaran  Pemeintah
Daerah.

e)     Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
i)      Rekening    Kas    Umum    Daerah    adalah    rekening    tempat

penyimpanan  uang  Daerah  yang  ditentukan  oleh  Walikota
untuk menampung seluruh penerimaan Daer`al dan membayar
seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

RIArimEfflEmaLAV4EL
6.   Belanja   diklasifikasikan   menurut   klasifikasi   ekonomi

_ b.enis belanja), organisasi, dan fungsi.
7.    Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang

didasarkan   pada   jenis--belanja   untuk   melaksanakan   suatu
a-ktivitas.  Klasifika_si ekonomi untuk Pemerintah  Daerah meliputi
belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, d-an belanja
trans`fer.



8.`   Belanja   operasi   adalah   pengeluaran   anggaran   untuk
kegiatan  sehari-hari  Pemerintah  Daerah  yang  memberi  manfaat
jangka  pendek.   Belanja  operasi   antara  lain   meliputi  belanja
pegawai,  belanja  barang,  bunga,  subsidi,  hibah,  dan  bantuan
sosial.

9.,    Belanja   modal   adalah   pengeluaran   anggaran   untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat 1€bih
dari satu periode akuntansi.  Belanja modal meliputi antara lain
belanja  modal  untuk  perolehan  tanah,  gedung  dan  bangunan,
peralatan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tak berwujud.

10.  Belanja    lain-lain/tak    ter_duga    adalah-pengeluaran
anggaran  untuk-kegiatan  yang  si£?tnya  tidak  biasa  dan  tidak
diharapkan   berulang   seperti   penanggulangan   bencana--  alam,
bencana  sosial,   dan  pengeluaran  tidak  terduga  lainnya  yang
sangat  diperlukan  dalam  rangka  penyelenggaraan  kewenangan
Pemerintah Daerah.

11.  Belanja     transfer     adalah     pengeluaran     uang     dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau
dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

12.  Contoh   klasifikasi   belanja   menurut   ekonomi    0.enis-,
belanja} adalah sebagal berik-ut:

Belanja Operasi:
~ Belanja Pega"ai
- Belanja Barang dan Jasa
- Bunga
- Subsidi
- Hibah
i Bantuan sosial

Belanja Modal
- Belanja Tanah Zen
`-Belanja peralatan dan Mesin             xxx
-Belanja Gedung dan Barigunali         zEE=
- Belanj`a Jalan, Irigasi dan Jaringan  2ex

~-Belanja Aset Tetap Lainnya                x2ex
- Belanja Aset Lainnya

Belanja Tidak Terduga
Belanj a Transfer

13.  Klasifikasi     menurut     organisasi     yaitu      klasifikasi
berdasarkan   unit   organis.asi   pengguna   anggaran.   RIasifikasi
belanja  menurut  organisasi  di  lingkungan  Pemerintah_ Daerah
antara lain belanja Sekr-etariat DPRD, Sekretariat Daerah, Di.nas,
dan Badan Daerah.

14.  Klasifikasi    menurut   fungsi   adalah    klasifikasi   yang
didasarkan  pada fungsi-fungsi  utama pemerintah  pusat/Daerah
dalam memberikan pelay+anan kepada masyarakat.

15.  Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai
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berikut:
16.  Belanja:
- Pelayanan Umum
- Pertahanan
- Ketertiban dan Keamanan
- Ekonond
- Perlindungan ljin9kungan Hidup
- Perumahan dan Perlnukiman
- Kesehatan
- Pariwisata dan Budaya
- A8ana
- Pendidikan
- Perlindungan sosial

EN-AV
17.  Belanja  diakui  pada  saat  teljadinya  pengeluaran  dari

Rekening   Kas   Umum   Daerah   untuk   seluruh   transaksi   di
Perangkat   Daarah   dan   PPKD   setelah   dilakukan   pengesahan
defmitif oleh  fungsi  BUD  untuk  masing-masing  transaksi  yang
ten.adi di Perangkat Daerah dan PPKD.

18.  Khusus   pengeluaran   melalui   bendahara   pengeluaran
pengqkuannya    ten.adi    pada   saat   pertanggungjawaban    atas
pengeluaran  tersebut disahkan oleh  pengguna anggaran  melalui
PPK-SKPD.

19-.  Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai
badan layanan umum.

20.  Realisasi  anggaran   belanja  dilaporkan   sesual  dengan
klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

-   21.  Koreksi  atas  pengeluaran  belanja  (penerimaan  kembali
belanja) yang ten.adi pada periode pengeluaran belanja dibuku-kan
sebagai  pengurang  belanja  pada  periode  yang  sama.   Apabila
diterima   pada   periode   berikutnya,   koreksi   atas   pengeluaran
belanja dibukukan dalam Pen~dapatan-LRA dalam pos Pendapatan
lain-lain-LRA.

22.  Akuntansi   belanja   disusun   selain   untuk   memenuhi
kebutuhan  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  ketentuan,  juga
dapat    dikembangkan    untuk    keperluan    pengendalian    bagi
manajemen``  untuk  mengukur  efektivitas  dan  efisie-nsi  belanja
tersebut.

PEHGAKUAH AKIJHTENSI ATAS  BELENUA BARAHG PAKAI  EIABIS
BAIT BELAlrTA MODEL

23.  Suatu  pengeluaran  belanja  akan  diperlakukan  sebagai
belanja modal {nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi
seluruh kriteria sebagai berikut:
a)     Minfaat ekonomi barang yang dibeH lebth dari 12 (dua befas) bulan;
b}`    Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, __se]fa
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tidak untuk dijual;
c)     Nflal  rupiah  pembelian  barang  material  atau  pengeluaran.  ulituk

.~    pembelian  barang tersebut melebihi batasan  mininal  kapifa]isasi
aset tetap {aqpdia2ZZczfrozi tJz7ies7tofdy yarig telah ditetapkan.    ~
24.  Apabila Pemerintah Daerah telah memperoleh~-aset tetap

dari  pembangunan  dan/atau  pembelian yang dilaksanakan  oleh
pihak  ketiga  telah  selesai  dan  pihak  ketiga  telah  melakukan
penyerahan     yang     didukung     dengan     bukti     perpindahan
kepemilikan secara hukum disertai tagihan atas penyerahan aset
tersebut, tetapi Pemerintah Daerah belum melakukan pembayaran
sampai  dengan  akhir  tahun  anggaran,  maka  pada  akhir tahun
anggaran    perolehan    tersebut`    diakui    sebagai    penerimaan
pembiayaan utang pihak ketiga dan jumlah yang sama juga diakui
sebagai    belanja    modal    dalam    laporan    realisasi    anggaran
sedangkan dalam neraca diakui dengan jumlah yari`g sama sebagai
penambahan  aset  tetap,  ekuitas  dana  investa§i-diinvestasikan
dalan as~et tetap, dana yang hal+us dis5diakan untuk pembayaran '
hutang jangka pendek dan utang jangka pendek lainnya.

FmlAIHI     AlnnrrABisl REAHm rmmnIARAART
25.  Suatu     pengeluaran     belanja     pemelinaraan     akan

diperlakukan  sebagai  belanja  modal  (dikapitarisasi  menjadi
aset tetap} jika memenuhi seluruh ]riteria sebagal berifut:
a}    Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara;

1 ) _bertambah ekonomis/ efisien, dan/atau
2}  bertambah umur ekonomis, dan/atau
3)  bertambah volume, dan/atau
4)  bertambaH kapasitas produksi.

b)-   Nilai    rupiah    pengeluaran    belanja    atas    pemermaraari
barang/aset    tetap    tersebut    material/melebihi    batasan
minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

EEEEHRE
26.  Belanja 'diukur dan dicatat berdasalran nilai perolehan.

- -  rmiGIRIiGKAPAH

27.  Hal-hal  yang  perlu   dinngkapkan   sehubungan   dengan
belanja, antara lain:
a)     REcian belanja per pe-ran8kat Daerah.
b)    Penjelasan  alas  unsur-unsur  belanja  yang  disajikan  dalam

laporan keuangan lembar muka.
c)     Penjelasan   sebab-sebab   tidak   terserapnya   target   realisasi

belanja Daerah.
d)    Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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I.  AKulrTANsl pEmBIATAAH

FqEN-
Tujuan

1.   Tujuan  kebijakan  akuntansi  pembiayaan  adalah  untuk
mengatur    perlakuan    akuntansi    pembiayaan,    dalam    rangka
memenuhi   tujuan   akuntabilitas   sebagaimana   ditetapkan   ole-h-
peraturan perundang-undangan.

2.    Perlafuan    akuntansi    pembiayaan    ffiencakup    definisi, _.
pengakuan, pengLrfuiran dan pengungkapan pembiayaan.

Ruang Lingkup
3.   Kehijakan  ini  diterapkan  dalam  penyajian  pembiayaan

yang disusun dan disajikan dengan. menggunakan akuntansi berbasis
]ras, oleh entitas pelaporan.

4.   Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporali Pemerin~tah
Daerah,   yang   mempe-roleh   anggaran   berdasarkan   APBD,   tidak
termasuk Perusahaan Daerah.

EHF-
5.    Pembiayaan UE7ia7'zcz.rzg)  adalah seluruh transaksi keuangan

Pemerintah  Daerah,  balk  penerimaan  maupun  pengeluarari,  yang
perlu dibayar atan akan. diterima kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah
terutama dimaksudkan.  untuk menutup  defisit atau  memanfaatkan
surplus anggaran.

'      6.    Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan
Daerah  antara  lain  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  tahun  lalur
transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan
obligasi,   hasil   penjualan   aset   Daerah   yang   dipisahkan,   serta
penj ualan investasi permanen lainnya.

7.    Sumber    pembiayaan    yang    merupakan     pengeluaran
pembiayaan Daerah antara lain pembayaran utang pokok, pengisian
dana   cadangan,   pemberian   pinjaman   kepada   entitas   lain,_ dan
penyertaan modal (investasi} oleh Pemerintah Daerah.

8.   Berikut   adalah   istilah-istilah   yang   digunakan   dalam
kebijakan dengan pengertian:
a)     Azas      Bruto      adalah      suatu      prinsip      yang      tidak

memperkenankan  pencatatan secara neto penerimaan setelah
dikurangi  pengeluaran  pada  suatu  entitas  akuntansi/entitas
pelapQran      atau      tidak      memperkenankan      pencatatan
pen`geluaran     setelah     dilakukan     kompensasi     antara
penerimaan dan pengeluaran.

b)     Basis  Kas  adalali  basis  akuntansi yang  mengakui  pengaruh
+    tralisaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas

diterima atau dibayarhan.
c)     Kas  Daerah  adalah  tempat  penyimpanan  uang  Daerah  yang
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. ditentukan oleh--Bendahara Umum Daerah untuk menampung
seluruh penerimaan dan pengeluara.n Pemerintah Daerah.

d)     Kurs adalah rasio pertukaran dua mafa uang.
e)     Rekening    Kas    Umum    Daerah    adalah    rekening   temb`at

penyimpanan  uang  Daerah  yang  ditentukan  oleh  walikota
untuk menarnpung seluruh penerimaan Daerah dan membayar
seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

a     ::=Z]aupsa/::f`is:tn bea£%[a=erams:1::i: peiFobdfeT£#a;=i.  antara

InzAsm=As pmrmA:
9.       Pembiayaan      diklasifikasikan      menurut     sumber

pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:~
-a)    Penerimaan pembiayaan Dae-rah;

b}    Pengeluaran pembiayaan Daerah.
10.  Penerilnaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening

Kas Umum Daerah antara lain  berasal dari penerinaan pinjalnan,
penjualan obfigasi Pemerintah Daerah, hasil privatis=si perusahaan

.    Daerah, penerimaan kembali pinjalnan yang diberikan kepada entitas
lain,  penjualan  invesfasi  permanen  lainnya,  dan  pencairan  dana

_-~    cadangan.
11.  Pengeluaran    pembiayaan    adalah    semua   pengelualan-

~  pengeluaran  Rekening  Kas  Umum  Daerah  antara  lain  pemberian

pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Daerah,
pembayaran   kemba]i   pokok   pinjalnan   dalin   periode   tahun
anggaran tertentu , dan peribentukarr dana cadangan.

12.  Pencairan dana cadangan. mengu_rangi dana cadangan yang
bersangkutan.

13. Pembentuhan  dana  cadangan  menambah  dana  cadangan
yang bersangkutan. Hasil-hasfl yang diperoleh dari pengelolaan dana
cadangan di Pemerintah Daerah merdpakan penambah dana cadangan_.
Hasfl tersebut dicata+sebagai pendapafan-LRA dalam pos pendapatan
asfi Daerah lainnya.  -~   -

pEmGAKuffl
14. Penedmaan  pembiayaan  diakui  pada  saat  diterima  pada

Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
15.  Pengeluaran pembiayaali diakui pada saat dikeluarhan dari

Rekening Kas Umum Daerah.

pENGtnKUEN
16.  Afuntansi       penerimaan       pemhiayaan       dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yarfu dengan membulflikan penerinaan brute,  ~~-
dan tidak mencatat julnlah netonya {setelah dikompensasikan dengan
pengelu-).

17. Afuntansi       pengeluaran       pembiayaan     -7 dilaksanakan
berdasarhan azas brut-o.
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AKUHTENsl pEnelATAA)I HETo
18.  Pembiayaali    neto    adalah    seHsih    antara    penerimaan

pembiayaari setelah dilmrangi pengeluaran. pembiayaan dalan periode
tahun anggaran tertentu.

19.  SeHsih  lebih/kulang  antara  penedmaan.  dari  pengeluaran
pembiayaan   selama   satu   periode   pelaporan   dicatat   dalam   pos
Pembiay± Neto.

20.  Sisa   lebth/1airang   pembiayaan   anggaran   adalah   seHsih
lebih/kurang alitara realisasi penerinaan dan pengeluaran selama satu
periode pelaporan.

21. SeHsih  lebih/furang  antara  realisasi  pendapatan-LRA  dan
belanja,  serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu
periode pelaporan dicafat dalam pos SILPA/SIKPA.

22.  Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada alchir periode
pelaporan dipindahkan ke I.aporan Penibahan Saldo Anggaran Lchin.

HRIAlnl     AKUHTAHsl z¥Tas rmrma:         DAVA REGulm
23. Bantuan  yang  diberikan  kepada  kelompok  masyarakat

yang  diniatkan  akan  dipungut/ditarik  kembali  6leh  Pemerintah
Dae-rah  apabfla  kegiatannya  telah  berhasil  dan  selanjutnya  afan

~digulilkan  kembali  kepada  kelompok  masyarakat  lainnya -sebagai
dana   bergulir.    Rencana   pemberian   bantuan   untuk   kel6inpok
masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompo]ckan pada
Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran inJestasi jangka palijang.
Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan
disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaari Investasi Jan9ka Panjang.
Dengan   demikian,   dana   bergulir   atau   bantuan   tersebut   tidak
dimasukkan  sebagal  Belanja  Bantuan  Sosial  karena  Pemerintah
Daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan
menggulirkannya  kembali  kepada  kelompck  masyarakat  lainnya.
Pengeluaran   dana   tersebut   menga]dbatkan   tinbulnya   investasi
jangka panjang yang bersifat non perm.amen dan disajikan dineraca
sebagal lnvestasi Jan8ka Panjang.

24. Bantuan  yang  diberikan  kepada  kelompok  masyarakat
dengan maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih
balk tidak dimaksudkan untuk diminfa kembali lagi oleh Pemerintah
Daerah   maka   rencana   pemberian   bantuan   untuk   kelompok
masyarakat tersebut dianggarkan di APBD sebagai belanja bantuan
sosial.  Demi]dan juga  realisasi  pembayaran  dana  tersebut kepada
kelompok  masyarakat  tersebut  dibukukan.  dan  disajikari  sebagal
Belanja Bantuan Sosial.

1RAlisAIESI DAIAnft MA:TA uABrG ASDrG
25.     Transaksi  dalam  mata  uang  asing  harus  dibukukan

dalam mata uang rupiah.
26. Dalam  hal  tersedia  dana  dalam  mata  uang  asing yang

sama  dengan  yang  digunahan -dalam  transaksi,  maka  transaksi
dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke
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dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah ban,k sentr.al pada
tanggal transaksi.

27. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang ~   ~
digunakan  dalam  transaksi  dan  mata  uang  asing  tersebut  dibeli
dengan  rupiah,  maka  transaksi  dalam  mata  uang  asing  ter5ebut
dicatat  dalam  rupiah  berdasarkan  kurs  transaksi,  yaitu  sebesar
rupiah yang digunakan untuk memperoleh valufa asing tersebut.

28. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mafa uang asing yang
digunakan untuk bertran-saksi dan mata uang -asin`g tersebut dibeli
dengan mata uang asing lainnya, maka:
a}   Tran;aksi   mafa   uang   asing   ke   mata   uang   asing   lainnya  -

dijabarkan dengan menggunahan kurs transaksi;
b)   Transaksi dalan mafa uang asing lainnya tersebut dicatat_ dalam

rupiah  berdasarkan  kurs  tengah  bank  sentral  pada  tanggal
transaksi.

ENGunGKARAV
29.  Hal-hal   yang ~perlu   diun8kaphan   sehubungan _ dengan

pembiayaan antara lain:
a)     Penerimaan   dan   pengeluaran   pembiayaan   tahun   berkenaan

setelah tanggal berakhimya tahun anggaran.
b)    Penjelasan        landasan        hukum        berkenaan        dengan

penerimaan. /pemberian pinjaman, pembentukan/ Fe~ncairan dana
cadangan,  penjualan a§et Daerah yang dipisahkan,  penyertaan
modal Pemerintah Daerah.

c)     Informasilainnya yang dianggap perlu.
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M. AKu]iTAHsl pEHDAPATAlr-IO BERBAsls AREtJEL

-  PEBIDAHULUAN
- Tujuan

1.    Tujuan  kebijakan  akuntansi  pefidapatan  adalah  untuk
mengatur  perlakuan  akuntansi  atas  pendapatan  dan  informasi
I-alnnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peratu~ran perundang-undangan.

2.    Perlakuan   akuntan§i   pendapatan   mencakup   definisi,
pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan.

Ruang Lingkup
3.    Kebijakan  ini  diterapkari  dalam  akuntansi  pendapatan

yang  disusun   dan   disajikan   dengan   menggunakan   akuntansi
berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.

4.    Kebijak~an ini berlaku untuk entifas akuntansi/pelaporan
Pemerintah   Daerah,   yang   memperoleh   anggaran   berdasarkan
APBD, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan.
Akuntansi  pendapatan  rienyediakan  informasi  mengenai  realisasi
pendapatan  dari  suatu  entitas  akuntansi/pelaporan.   Informasi
tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi
keputusan mengenal sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas
dan ketaatan entitas pelaporan dengan:-
a)     Menyediakan informasi mengenal sumber daya ekonomi;
b) ~  Menyediakan  informasi  mengenai  realisasi  secara  menyeluruh

yang berguna dalam mengevaluasi kinelja Pemerintah Daef-ah
dalam hal efisiensi dan efekeivifas perolehan pendapatan.

5.    Akuntansi    pendapatan    menyediakan    informasi   yang
berguna  dalam  memprediksi  sumber  daya  ekonomi  yang  akan
digunakan  untuk  mendanal  kegiatan  Pemerintah  Daerah  dalam
periode   berkenaan.   Akuntansi   pendapatan   dapat   menyediahan
informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi peroleharl
sumber daya ekonomi:
a)     telah dflaksan.akan sesuai dengan. anggarannya {APBD}; dan
b}     telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

DEFrmsl
6.    Berifut   adalah    istflah-istflah   yan.g   digLmakan   dalam

kehijakan dengan pengrrdan:
a)     APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan  Pemerintah  Daerari

yang disetujui oleh Dewan Perwa]rilan Rakyat Daerah.
b)     Asa`§ Brute ada]ah suatu prinsip yang tidak memperkenarikan

pencatatan     secara    neto     penerimaan     setelah    dikurangi
pengeluaran.     pada     suatu     unit     organ.isasi     atau     tidak
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memperkenankan  pencatatan  pengeluaran  setelah  dflakukan
kompensasi antara penerinaan dari pengeluaran.

c}-    Basis Akrual adalah basis afuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi  dan  p-eristiwa  lainnya  pada  saat  hak  dan/atau
kewajiban tiinbul.

d)     Kas  U~mum  Daerah  adalah  tempat penyimpanan uang Daerah
yang    ditentukan    oleh    Bendahara    Umum    Daerah    untuk
menampung  seluruh  penerimaan.  dan  pengeluarali  Pemerintah
Daerah.

e)     Kurs adalah rasio pertuharan dua mata uang.
D      Rekening    Kas    Umum    Daerah    adalah    rekening    tempat

penyimpanan uang Daerah yang ditentuka]i oleh War Kota untuk
menampung seluruh f`enerimaan Daerah dan membayar seluruh
pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

g)     Pendapatan-LO  adalah  hak  Pemerintah  Daerah  yang  diakui
sebagal penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan. tidak perlu dibayar kembali.

h)     Saldo- Anggaran  Lebih  adalah  akumulasi  SiLPA/SiKPA  tahun
anggaran  yang  lalu  dan  tahun  anggaraL  yang  bersan9futap
setelah      ditutup,      ditanbah/dikurangi      dengan      koreksi
pembukuan.

EusHIKASI REBIDAPJ¥TAN
7.    Klasifikasi kelompok akun keuang-an dirinci menurut:

a)     Jenis;
b)     Obyek;dan
c)     Rincian obyek pendapatan.

8.    Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut kelompok
pendapatan yalig terdiri atas:
a)     Pendapatan ASH Daerah,
b)    Pendapatan Transfer, dan
c)     hair-lain pendapatan Daerah yang sah.

9.    Kelompok  pendapatan  asli  Daerah  dibagi  menurut jenis
pendapatan yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil
pengelolaan   kekayaan   Daerah   yang   dipisahkin,   dan   lain-lain
pendapatan asli Daerah yang sah.

10.  Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirinci .menurut
obyek  pendapatan  sesuai  dengan  undang-undang  tentang  pajak
Daerah dan retribusi Daerah.

11.  Jenis hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas
penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik  Daerah/BUMD,  bagian
laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN,`
dan  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada  perusahaan  milik
swasfa atau kelompok usaha masyarakat.

12.  Jenis  lain-]aln pendapatan asli  daerah yang sah  dirinci
menurut   obyek   pendapatan   yang   mencakup   basil   penjualan
kekay.aan  Daerah  yang  tidak  dipisahkan,  jasa  giro,  pendapatan
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bunga,    penerimaan   atas   tuntutan   ganti   kerugian   Daerah,
penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagal akibat
dari  penjualan  dan/atau  pengadaan  baran.g  dan/atau  jasa  oleh
Daerah,  penerimaan  keuritungan  dari  selisih  nilai  tukar  rupiah
terhadap mata uang aging,  pendapatan denda atas keterlambatan
pelaksanaan   pekeljaan,   pendapatan   denda   Pajak,   pendapatan
denda    Retribusi,    pendapatan    hasil    eksekusi    atas   jaminan,
pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umumj   ~
pendapatan  dari  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan,  dan
pendapatan darn angsuran/ cicilan penjualan.

13.  Kelompok   pendapatan   trmsfer   dibagi   menurut  j`enis
pendapatan yang terd±ri atas:
_a)   Transfer pemerintah pusat-dana perinbangan;
b)   Transfer pemerintah pusat-lainnya; dan
c)    Transfer antar daerah.

14.  Jeris transfer pemerintah pusat-dana perimbangan dirinci
menurut okyek pendapatan yang mencarfup dana bagi hasfl p?g.ak, dana
bact  hasil  sumber  daya a]am,  dana  alokasi  umum,  dan  dana  alokasi
Thusus.

15.   Jends  transfer  pemednfah  pusat-]ainnya  terd±ri  atas  obyek
perLdapatan dana insenff daerah/insrmtif fistral.

16.  Jenis transfer antar daerah tepdiri afas pendapatan baed hasfl
pajak dan pendapafan baal hasil lainnya.  Kelompok pendapatan.  bagi
hasil pajak terdiri afas pendapatan bagi hasil pajak dari pr_ovins±,
pendapatan bagi hasil pajak darn kabupaten, pendapatan bagi hasil
pajak dari kota dan bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah
Daerah lainnya.

17. ..Jenis dana alokasi lchusus dirinci menurut otyek pendapafan
menurut keedafan yang ditetapfan oleh Pemerintah Daerah.

18.  Kelompok     dana     penyesuajan     teldiri     atas     dana
penyesuaian.

19_.  Kelompok Lain-lain  Pendapatan  Daerah yang Sah  dibagi
menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

Pendapatan Hibah ;
Pendapatan` Pana Darurat;
Pendapatan lainnya.  `

20.   Kelompok  pendapafan  hibah  berasal  dari  Pemeriutah  Pusat,
Pemerintah  Daerah  lainnya,   hadan/lemhagr/orgapisasi  swasfa  da]am
negeri, kelompok maayarafat/perorangan, dan lembagr luar negeri yang
tidak mengikat.

21.   Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam ran.edaa
penanggu]arlgrli korhan/kerusakan akibat bencana a]am.

REAVG±unAV
22.  Pendapatan-LO diakui pada saat:

a)     Tinbulnya hak atas pendapatari;
b)     Pendapatan direalisasi, yaitu adanya alilan masuk sumber daya

ekonond.
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23.  Pendapatan-LO   yang   diperoleh   berdasarkan   peraturan
perundang-undangan   diakui   pada   saat   timbulnya   hak   untuk
menagih pendapatan.

24.  Pendapatan-1,O yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu
pelayanan   yang   telah   selesai   diberikan   berdasarkan   perafuran
perunda±ig-undangan   diafaii` pada   saat   timbulnya   hak   untuk
menagih imbalan.

25.  Pendapatan-Ilo yang diakui pada saat direaHsasi adalah
hak  yang  telah  diterima  oleh  Pemerintah  Daerah  tanpa  terlebih`
dahulu adanya penagihan.

26.  Pendapatan-LO      diHasifikasikan      menurut      sumber
pendapatan.

27.  RIasifihasi menqrut sumber pendapatan untuk Pemerintah
Daerah  dikelompoldran  menurut  asal  dan jenis  pendapatan,  yaitu
pendapatan`  asli    Daerah,    pendapatan    transfer,    dan   lain-lain
pendapatan    yang    sah. ~  Masing-masing    pendapatan - tersebut
diklasifikasikan menurut jenis pend~apatan.

28.  Akuntansi  pendapatan-LO  pendapatan-LO  dilaksanakan
berdasarkan  azas  brute,  yaltu  dengan  membukukan  pendapatan
bruto, dan tidak inehcatat jumlah netonya {setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran} .

29.  Dalam  hal  besaran  pengurang  terhadap  pendapatan-LO
bruto  {biaya}  bersifat variabel terhadap  pendapatan  dimaksud dan
tidak  dapat  diestimasi  teriebih  dahuin  dikarenakan  proses  belum

_ selesal, mal=a asas bruto dapat dikecualikan.
30.  Dalam  hal  badan  layanan  umum,  pendapatan  diakui

dengali    mengacu    pada    peraturan    perundang-undangarl    yang
mengatur mengenai badan layanan urnum.

_  31.  Pengembalian    yang    sifatnya-normal    dari    berulang
(7ieoum.ng)  atas  pendapatan-LO  pada  periode  penerimaan  maupun
pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

32.  Koreksi  den  pengembalian  yang  sifatnya  tidak  berulang
(7zori+eoum.r}g}    atas. pendapatan-LO   yang   teriadi   pada   periode
penerimaan pendapatan dibukukan sebagal pengurang pendapatan
pada periode yang sama.

33.  Koreksi  dan  pengembalian  yang  sifatnya  tidak  berulang  _ i
(7io7i-reczrm.rag)    atas   pendapatan-LO   yang   teljadi   pad~a   periode
sebelumnya  dibukukan  sebagal  pengurang  ekuitas  pada  periode
ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

TRAHSAKsl pEHDAPHTAlr BERBERTUK BARAIiG Dan dASA
34.  Transaksi  pendapatan  dalam  bentuk  barang  dan  jasa

harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas I.apofan Keu`ingan.
Contch transaksi berwujud~barang dan jasa adalah hibah dalam qujud  ~-  -
barang, dan barang rampasan.

35.  Biaya-biaya  transaksi  pendapatan  dalam  wujud  barang
dikapitalisasi ke dal_am nilai perolehan harang yang diperoleh.
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ENG-
36.  Akuntansi pendapatan-LO dflaksanakan berdasarkan asas

bruto`,  yaitu  dengarr membukukan  pendapatan  bruto,  dan  tidak
mencatat   jumlah    netonya    {setelah    dikompensasikan    dengan
pengeluaran).

37.  Dalam  hal  besarar±  pengurang  terhadap  pend,apatan-LO
bruto  {biaya)  bersifat variabel  terhadap pendapatan dimaksud  dan
tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum
selesai, maka asas bruto dapat dikecualihan.

-   38.  Pendapatan  Hibah  dalam  mata  uang  asing  diukur  dan
dicatat  pada  tanggal  transaksi  menggunakan  kurs  tengah  Bank
ridonesia.

ENGun.GKAPAIg
39._  Hal-hal  yang  harus   didn8kapkan   dalaln   Catatan   atas

Laporan Keuangan terkalt dengan pendapatan adalah:
a)     Penerimaan   pendapatan   tinun   berkenaan   setelah   tanggal

beralchimya tahun- anggaran.
b}     Penjelasan  mengenal  pendapatan  yang  pada  tahun  pelapol:an

yang bersangkutan teljadi hal-hal yang bersifat khusus.
c)     Penjelasan pendapatan hibah berupa uang dan barang.
d)    Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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N. AKUHTAlrsl BEBAIT

pENDAErmuAV
fujuan

1.   Tujuan  Kehijakan  Akuntansi  ini  adalah  untuk  mengatur
perlakuan  akuntansi  untuk  beban  dan  pengun8kapan  infolmasi
penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundangan-undangan.

2.   Perlakuan akuntansi beban mencakup definisi, pengakuan,
pengukuran, dan pengungkapan beban.

Ruang Lingkup
3.   Kebijakan A]an.tansi ini harus diterapkan dalam akuntinsi

beban  Pemerintah  Daerah  dalam  laporan  keuangan  untuk tujuan
umum.

4.   Kehijakan     Akuntansi     ini     berlaku     untuk     entitas
akuntansi/pelaporan  Pemerintah Daelali dalam menyusun laporan
keuangan, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

DEFIHISI
5.   Berikut  adalah  istilah-istilah    yang    digunakan    dalam

Kebij akan Alflintansi dengan pengertian:
a)     Beban  adalah  penurunan  manfaat ekonomi atan  potensi jasa

dalam periode pekpQran yang menuruhhan ekuitas, yang dapat
berupa   pengelual-an   atau   konsu`msi   aset   atau   timbulnya
kewaji-ban.

b)     Beban    Hibah    adalah    beban    pemerintah    dalam  --bentuk
uang/barang atau ja-s-a kepada pemerintah lainnya, perusahaan
negara/Daerah,  masyarakat  dan  organisasi  kemaeyarakatan,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

c}     Beban  Penyusutan  adalah  alokasi  yang  sistematis  atas  nilai
suatu  aset  tetap  yang  dapat  dis`usutkan  (deprecrfubze  czssets)
selama nasa manfaat aset yang bersangkutan.

d)     Beban  Transfer adalah  beban  berupa pengeluaran  uang atau
kewajiban  untuk  mengeluarkan  uang  dari  entitas  pelaporan
kepada  suatu  entitas  pelaporan  lain  yang  diwajibkari  oleh
ketentuan peraturin perundang-undangan.

e)     Entitas    Akuntansi    adalah -unit    pemerininan    pengguna
anggaran/    pengguna   barang   dan   oleh   karenanya   wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabun8lran pada entitas pelaporan-.

fl      Entifas  Pelaporan ~adalah  unit pemerintahan yang terdiri atas
satu  atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang

-   menurut   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   wajib
menyalnpaikan  laporan  pertanggungjawaban  berupa  laporan
keuangan.
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KLAslFIKASI BEBAlr
6.   Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
7.   Klasifkasi   ekonomi   pada   prinsipnya   mengelompo]ckan

berdasarkan  jenis  beban.   Klasifikasi  ekonomi  untuk  Pemerintah
Daerah  terdiri  atas  bebari  pegawai,  beban  barang,  beban  bunga,
beban    subsidi,    beban   hibah,    beban~   bantuan    sosial,    beban
penyusutan aset tetap/  amortisasi,  beban transfer,  dan beban tak
terduga.                                                                .

PEHGJHUAN
8.   Beban diakui pada saat:

a)   timbulnya kewajiban;
b)   teq.adinya konsumsi as-et;
c)   teljadinya penurunan_ manfaat ekonomi atau potensi jasa. -

9.    Saat timbulnya kewajiban adalah saat teljadinya peralihan
hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diiniti keluamya
kas dari kas umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dali
rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

10. Yang  dimaksud  dengan  ten.adinya konsumsi  aset  adalah
saat  pengeluaran  kas  kepada  pihak  lain  yang  tidak  didahului
timbulnya   kewajiban   dan/atau   konsumsi   aset   nonkas   dalam
kegia-tan operasional Pemerintah Daerah.

11. Ten.adinya penu-runan manfaat eko-nomi atan potensi jasa
teljadi   pada   .saat   penurunan   nilai   aset   sehubungan   dengan
penggunaan     aset     bersangkutan/berlalunya     wak±u.      Contoh
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutin
atau anortisasi.

i2. Dalaln  hal  badan  layanan  umum,  beban  dia]stii  dengan
mengacu   pada   ketentuan   peraturan   perundang-undangari  yang
mengatur mengenai badan layanan umum.

1-3.Penyusutan/ariortisasi  dapat  dilafukan.  dengan.  Metode
garis Turns {strakyhi tt:ne mcthocD .

14. Beban  Transfer  adalah  beban  berupa  pengeluaran  uang
atau  kewajiban  untuk  inengeluarkan  uang  darn  entitas  pelaporan
kepada suatu entitas pelaporari lain yang diwajibkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.

15. Koreksi atas beban, telmasuk penerimaan kembali beban,
yang teljadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban
pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya,
koreksi atas beban dibuhaikan  dalam pendapatan lain-lain.  Dalam
hal   -mengaldbatkan_    penambahan    beban     dilakukan    dengan
pembetulan pada arfun ekuitas.

)PERTGUKU~
16.     Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

pEnlGunGKAPAnl
17.     Hal-hal  yang  harus  diungkapkan  dalam  Cafatan  afas
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I,aporan Keuangan terhait dengan pendapatan adalah:
a)     Rincian beban per peran8kat Daerah;
b)     Penjelasan   alas   unsur-unsur   beban  yang   disajikan   dalam

laporan keuangan lembar muka; dan
c}     Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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o. AKIJHTAITsl IIAs DABr SETARA KAs

PENDAHULUAV
Tujuan

1.   Tujuan  Kehijakan  Akuntansi  ini  adalih  untuk-mengatu-r
perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan info-rmas`i lainnya
yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
Ruang Lingkup

2.   Kehijakan   Akuntansi   ini   diteraphan   dalam   penyajian
seluruh kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan
umum.  Kehijakan  lni  dite-rapkan  untrik  seluruh  entitas  pelaporan
dan entitas akuntansi tidak termasuk perusahaan Daerah.

DEFIHISI
3.   Berikut   adalah   istilah-istilah   yang   digunakan   dalaln

Kebijakin Akuntansi dengan pengertian:                                               i
a)  Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasal  dan/atain

dimfliki oleh Pemerintah Daerah sebagal akibat dari peristiwa
nasa lalu dan darimana manfaat ekonomi dari-/alau sosial dl
masa depan diharapkan dapat diperoleh, balk oleh Pemerintch`
Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalani- satuan
uang,  termasuk  sumber daya nonkeuangari yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber  daya  yang  dipelihara  karena  alasan  sejarah  dan
budaya.

b)  kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap
saat d`apat digunakan unturi membiayal kegiatan Pemerintah
Daerah  yang  sangat  likuid  yarig  siap  dijabarkan/di6airkan
menjadi  kas  serta  bebas  dari  risiko  perubahan  nilai  yang
signifikan.   Kas  juga   meliputi   seluruh   Uang  Yang   Harus
Dip ertanggungj awabkan             {UYIID)             yang            waj ib
dipertanggung).awabkan  dan  dilaporkan  dalam  neraca.  Saldo
simpanan   di   bank  yang   setiap   saat   dapat   ditarik  atari
digunakan untuk melakukan pembayaran.

c)  setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid
yang  siap  dijabarkan  menjadi  kas  serta  bebas  dari  risiko
perubahan nilai yang signifikan.  Setara kas pada Pemerintah
Daerah  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  kas jan8ka
pendek   atau   untuk   tujuan   lainnya.    Untuk-   memenuhi
persyaratan setara kas, investaLsi jan8ka pendek harus segera
dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui
tanpa ada risiko perubahan nilal yang signifikan. 01eh karena
itu,   suatu   investasi   disebut   setara   kas   kalau   investasi
dimaksud mempunyal nasa jatuh tempo kurang dari 3 (ti9a)
bulan dari tanggal perolehannya.
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KIASIFIRASI
/,

4.   Kas dan setara kas Kas dan setaLra kas pada Pemerintali
Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung
jawab  bendahara  umum  daerah  {BUD)  dan  kas  yang  dikuasai,
dikelola  dan  di  bawah  tanggung jawab  selain  bendahara  umum
daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang
yang dikuasai dan diba`wah tanggungjawab bendahara umum daerah    ~
terdiri atas:
a)   saldo  rekening kas daerah,  yaitu  saldo  rekening-rekening pada

bank  yang  ditentukan  oleh  kepala  daerah  untuk  menampung
penerimaan dari pengeluaran;

b)   setara k`as, antara lain berupa surat utang negara (SUN}/obligasi
dan deposito kurang~dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara
umum daerah.

5.   Kas diantaranya meliputi:
a)   Kas di kas Daerah;
b)   Kas di Bendahara pengeluaran;
c)   Kas di Bendahara penerimaan;
d)   KasdiBLUD;
e}    KasDanaBOS;
a    Kas Dana Kapitasi pada FKTP;
g)   Kas Lainnya;

6.   Setara Kas xpeliputi:
a)   Deposito (kurang dari 3 (tiga) bulan);
b)   Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 (tiga) bulan};

PENGUKU~
7.   Kas  dicatat  sebesar  nilal  nominal.  Nilai  nominal  artinya

disajikan sebesar nilal rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk
valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah
bank sentral pada tanggal neraca.

PEHYA4EN
8.   Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalarn Neraca dan

Laporan Arus Kas.  Mutasi an~tar pos-pos kas dan setara kas tidak
diinformasikan  dalam  laporan  keuangan  karena  kegiatan  tersebut
merupakan  bagian  dari  manajemen  kas  dan  bukan  merupakan
bagian dari aktivitas operasi,  investasi,  pendanaan,  dan transitoris
pada Laporan Anls Kas.

PERTGUHGKAPAIT
9.   Pengungkapan  kas  dan  setara  kas  dalam  Catatan  atas

Laporan Keuangan {C-ALK) sekurang-kurangnya mengungkaprian hal-
hal sebagai berikut:
a)     Rincian kas dan setara kas;
b)    Kehijakan manajemen setara kas; dan
c)     Informasi lainnya yang dianggap penting.
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p. AKUNTANsl pluTABrG

PEHDAEELUAV
fujuan -

1.   Tujuan  Kebijakan  Alountansi  ini  adalah  untuk  mengatur  ~
perlakuan  akuntansi  untuk `piutang  dan  inforlnasi  lainnya  yang
dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup
2.   Kehijakan   Akuntansi   ini   diterapkan   dalam   penyajian

seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang
disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos
pendapatan,  belanja,  transfer,  dan pembiayaan,  §erta basis akrual
untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini
diterapkin untuk seluruh entifas pelaporan dan entitas akuntansi
tidak termasuk perusahaan Daerah.

3.   Kehijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang pada
entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi:
a)   Defmisi;
b)   Pengakuan;
c}    Pengukuran; dan
d)   Pengungkapan.

DEFIHISI
4.   Berikut   ada]ah   istilah-istilah   yang   digunakan   dalam

Kebijakan Akuntansi dengan. p-engertian :
a}  Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dilflias-ai  dan/atau  -

dimiliki oleh Pemerintah Daerah seba.gal akibat dari peristiva
nasa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di  -
masa depan diharapkan dapat diperoleh, balk oleh Pemerintah
Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang,  termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberL-
sumber  daya  yang  dipelihara  karena  alasan   sejalah  dan
budaya. -

b)  Nilai  bersih  yang  dapat  direalisasikan  (7re€  reczzzzczbze  z;a'ZzJ-e)-
adalah  nilal  piutang  yang_-dapat  ditagih  setefa]i  perhiraan
piutang dikurangi perkiraan penyisihan kerugian piutang tidak
tertagih.

c)  Penyisihan piutang- tak tertagih adalah taksiran nflai piutang
yang   kemungkinan   tidak   dapat   diterima   pembayalannya
dimasa   akafi   datang   darn   seseoran'g   dan/atau   kolporasi
dan/atau entitas lain.

d)  Ffutang   adalah  jumlah  uang  yang  wajib   dibayar   kepada~Pemerinah  Daerah  dan/ataLl  hak  Pemerintah  Daerah  yang

dapat  dinilai  dengan  uang  sebagal  akibat  adanya  ketetapan
atau  pen.anjian  ata_u  akibat  lainhya  berdasar±an  peraturan
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perundang-undangan. yang berlaku  atau  akibat lairmya yang
sah.

e)  Piutang  Daerah  adalah  hak  suatu  entifas  untuk  menerima
pembayaran  dimasa  akan  datang  dari  seseorang  dan/atau
koaporasi dan/atau e=titas lain sebagai akibat transaksi.

0   Piutang Pajak adalah piutan-g yang timbul atas dikeluarkannya ~
ketetapan  pajak  daerah  sebagaimana  diatur  dalam  Undarig-
Undang  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  yang
belum dilunasi sampai dengan alchir periode laporan keuangan.

g)  Hutang    Perikatan    adalah    piutang    yang    timbul    atas
pelaksanaan  pep.anjian/keljasama  penyelfaan  dana  bergulir
dan dana pemberdayaan atau alribat lainnya.

h)  Hutang    Retribusi    ada]ah    piutang    yang    timbul    alas
dikeluarkannya ketetaLpan retribusi daerah sebagaimana diatur
dalam  Undang-Uridang  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah,  yang  belum  diinnasi  sampari  den`gan  akhir  periode+
1aporan keuangan.

i')   Piutang  transfer  adalah  hak  suatu  entitas  untuk  menerima
pembayaran   dari   entitas   pelaporan   lain   sebagal   akibat  ny
peraturan perundang-undangan.

UueM
5.   Kara]deristik  utama  piutang  adalah  Pemerintah  Daerali

akan  menerima  pembayaran  dimasa  akan  datang  sebagai  akibat
transaksi  nasa  saat  ini  dan/atau  dimasa  lalu  atau  akibat  dari
ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.   Peristiwa yang menimbulkan piutang adalah:
a)    Pungutan  pendapatan  Daerah.  Hutang  pendapatan  Daerah

merupakan  piutang  yang  timbul  dai.i  tunggakan  pungutan
pendapatan.   Pendapatan   Pemerintah   Daerah   terdiri   atas
Pendapatan  Asfi  Daerah,  Pendapatan  Transfer,  dan  I+air-lain
Pendapatan  yang  sah.   Piutang  yang  timbul  dari  pungutan ~_
pendapatan Daerah adalah:
1)     Piutang pajak Daerah;
2}     Piutang Retribusi Daerah; dan
3)-    Piutang pendapatan Daerah Lainnya.

b)     PerikataLn.
Piutang   perikatan   merupakan   piutang   yang   timbul   dari
berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak
lain yang menimbulkan piutang,  sepelfli pemberian pinjaman,
jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan.
Piutang perikatan timbul karena:    ~
1)      Pemberian Hnjaman;
2) _    Jualbeli;
3)      Kemitraan;
4}      Pemberian Fasilitas/Jasa; dan
5)      T-ransaksi Dibayar Dimuka.
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c}    Transfer antar pemerintahan.
Piutang transfer antar pemerintahan merupakan piutapg yang
timbul  dalam  rangka  perimbangari  keuangan.  Transfer  ini
dapat berupa transfer dari  Pemerintah  Pusat ke  Pemerintin
Daerah,  pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota,
maupun antar pemerintah kabupaten/kota.  ELutang transfer -   `-
antar pemerintah terdiri atas:
1}      Piutang Dana Bagi Hasil pajak dan sumber Daya Alam;
2)      Piutang Dana Alokasi umum;
3)      Pi.utang Dana Alokasi Khu-sus;
4)      Piutang transfer lainnya;
5}      Piutang Bagi Hasil dari provinsi;
6}      Piutang Transfer antar Daerah;
7)      Hutang Kelebihan Tr_ansfer.

d)     Kerugian Daerah.
Piutang ~atas` kerugian Daerah sering disebut sebagai piutang
Tuntutan  Ganti  Rugi  -(TGR)  dan  Tuntutan  Perbendaharaan
(TP).  Tuntutan  Ganti  Rugi  dikenakan  oleh  atasan  langsung
kepada _orang,   pfgawai   iegeri   ataupun   bukan   pegawai
negeri  yang  bukan  bendaharawan  yang  karena  lalai  atau
perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Daerah.`
Tuntu-tan  Perbendaharaan  ditetapkan  oleh  Badan  Pemeriksa
Keuangan    kepada   bendahara   yang    karena    lalai    atau
perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Daerah.

e)     DanaBergulir.
Dana   bergulir   merupak~an   dana   yang   dipinjamkan   untuk
dikelola  dan  digu`lirkan  kepada  masyarakat  oleh  Pengguna
Anggaran  atau   Kriasa  Pengguna ~Anggaran  yang  bertujuan
meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

KLAslFIHAsl pluTA)rG
7.   Setiap  entitas  mengungkapkan  setiap  pos  piutang  yang

mencakup    jumlah-jumlah    yang    diharcapkan     akan     diterima
pembayarannya dalam waktu  12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12
(dua belas} bulan setelah tanggal pelaporali.

8.   Informasi tentang tanggal jatuh tempo piutang berlnanfaat -  -
untuk menilai li]miditas dan kole]rifibilitas suatu entifas. Informasi
tentang fanggal penerimaan piutang seperti piutang yang timbul dari_
pemberian  pinjaman  dan  piutang  tuntutan  perbendaharaan -dan
tuntutan  ganti  rugi  juga  bermianfaat  untuk  mengetahui  pintang
dik]asifikasikan sebagal piutang laricar atau piutang jangka panjang.

9.   Suatu piutang diklasifikasikan sebagal piutang lakaar jika
diharapkan  tertagih  dalam  waktu   12   (dua  belas)  bulan  setelah
tanggal pelaporan.  Semua piutang lainnya diklasifikasikan -sebagai
piri-tang jan8ka panjang yang disajikan pada aset lainnya.

10. Piutang  lancar  dikategorikan   dengan   cara  yang   sama
seperti aset lancar.  Beberapa piutang lancar,  seperti piutang Pajak
Daerah, piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,
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atau  utang piutang  tuntutan  perbendaharaan  dan  tuntutan  ganti
rugi  merupakan  suatu  bagian  yang  akan  menambah  kas  dalam
tahun pelaporan berikutnya.

1.1. Suatu entitas pelapor:n tetap men8ldasifkasikan piutang
jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan
akan diselesaikan dalam walrfui  12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan jika:
a)      jan8ka wakfu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua

belas) bulan; dan
b)       kreditur   bermaksud   untuk   mendanai   kembafi   (rej3rronee)

piutang tersebut afas dasar jangka panjang; dan
c)       maksud  tersebut didukung  dengan  adanya  suatu  peg.anjian

pendanaan  kemba]i  (7iej37tczrzcz.7zg),   atau  adanya  penjadwalan
kembali  terhadap  pembayaran,   yang  diselesaikan   sebelum
laporan keuangan disetujui.
12. Jumlah  setiap  piutang  yang  dikeluarkan  dari  piutang

lancar   sesuai   dengan   paragraf  di   afas,   bersama-sama   dengan
informasi   yang   mendukung   penyajian   ini,   diungkapkan   dalam
Cafatan atas I+aporan Keuangan.

PEHGAKUAN
13. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa piutang yang

berasal  dari  pungutan  pendapatan  Daerah,  secara  garis  besar
terdiri  atas  piutang  Pajak  Daerah,   piutang  Retribusi  Daerah,
piutang pendapatan Daerah lainnya.

14. Untuk  dapat  diakui  sebagai  piutang yang  berasal  dari
pungutan pendapatan harus_dipenuhi kriteria:
a)     Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
b)     Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan

penagihan.
15. Pgngakuan  pendapatan  Pajak  Daerah  yang  menganut

sistem  sezf  czssessmezt£,   setiap  wajib  pajak  wajib  membayar
pajak   yang   terutang   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan    bidang    pajak    Daerah,    dengan    tidak
menggantungkan   pada   adanya   surat   ketetapan   pajak.   Pajak
terutang   adalah   sebesar   pajak   yang   harus   dibayar   sesuai
ketentuan  perundang-undangan  Pajak  Daerah  dan  diberitahukan
melalui Surat Pemberitahuan yang wajib  disampaika]i oleh Wajib
Pajak ke instansi terkait.

16.  Setelah  adanya  pengakuan  pendapatan,  wajib  pa]'ak
yang  bersangkutan  wajib  melunasinya sesuai dengan  ketentuan
perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai
dengan  batas  waktu  yang  ditentukan  akan  diterbitkan  Surat
Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besamya piutang
pajak  ditetapkan  dalam  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Kurapg
Bayar (SKPDKB) .

17. Suatu   pendapatan  yang  telah  memenuhi  persyaratan
ufituk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar
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dan penagihan akan di-tentukan beberapa waktu kemudian maka
pendapatan  tersebut  dapat  diakui  sebagai  piutang.  Penetapan
perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh
bukti-bukti yang kuat,  dan -limit walrfu pelunasan tidak melebihi
satu periode akuntansi berikutnya.

18. Peristiwa-peristiwa    yang.   menimbulkan    hak    tagih
sebagaimana dikemukakan  di atas-,  yaitu  peristiwa yang timbul
dari pemberian pinjam-an,  penjualan,  kemitraan,  dan pemberian
fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagal aset
di neraca, apabila memenuhi kriteria:
a)   Harus  didukung dengan naskah pens.anjian yang menyatakan

hak dan kewajiban secara jelas;
b)   Jumlah piutang dapat diukur;
c}   Telah   diterbitkan   surat  penagihan   dan   telah   dilaksanakan

penagihan;
d)   Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

19. Piutang   Retribusi   diakui   apabila   satuan   kelja   telah
memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan. fungsinya nalnun
belum  diterima  pembayarinnya  yang  dituangkan  dalam  bentuk
SKRD.  SKRD  adalah  surat  ketetapan  retribusi yang  menentukin
besamya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan
keuangan  ada jumlah  retribusi yang belum  dilunasi,  maka akan
diterbitkan   STRD.   STRD   merupakan   surat   untuk   melakukan
penagihan  retribusi  dan/atau  sanksi  administras±  berupa  bunga
dan/atau  denda.  Nilal y~ang  dilaporkan  dalam  laporan  keuangan
adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

20. Piutang    Hasil    Pengelolaan    Kekayaan    Daerah    yang
Dipisahkan  diakui  berdasarkan  perhitungan  basil  investasi yang
merupakan  bagian  Pemerintah  Daerah  yang  dituangkin  dalam-
risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS} yang disahkan oleh
notaris untuk hasil investasi dari Perseroda atau SK Kuasa Pemilik
Modal  (KPM)  untuk  hasil`  investasi  dari  Perumda  yang  sampai
dengan tanggal pelaporan belum dilakukari pembayaran.

21. Piutang  lain-lain  PAD  yang  Sah  dihitung  berdasarkan
pendapatan    yang    bersangkutan    yang    menjadi    hak/bagian.
Pemerintah   Daerah  yang  belum  dibayar  yang  tertuang  dalarii
dokumen  tagihan/ketetapan/kontrak  §esuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

22. Piutang -Dana Bagi  Hasil  Pajak  dan  Sumber  Daya Alari
dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan pen-erimaan
basil  sumber  daya  alam yang  menjadiinak  Daerali  yang  belum
ditransfer.  Nilai  definitif jumlah  yang_menjadi  hak  Daerah  paaa
umumnya    ditetapkan   .menjelang    berakhirnya    suatu    tahun
anggaran.  Apabila  aloka-si  definitif  menurut  Keputusan  Menteri~
Keuangan  telah  ditetapkan,  tetapi  masih  ada  hak  Daer-ah  yang
belum  dibayarkan  sampai  dengan  a]chir  tahun  anggaran,  maka
jumlah  tersebut  dicatat  sebagai  piutang  Dana  ~Bagi  Hasil  oleh
Pemerintah Daerah yang bersan9kutan.
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23. Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila akhir tahun
anggaran   masih   a`da  jumlah   yang   belum   ditransfer,   yaitu
merupakan perbedaan antara total alokasi Dana Alokasi Umum
menurut  Peraturan  Presiden  dengan  realisasi  pembayarannya,
dalam  satu  tahun  anggaran.  Perbedaan  tersebut  dapat  dicatat ~
sebagai  hak  tagih  atau  piutang  oleh  Pemerintah  Daerah  yang
bersangkutan,   apabila  Pemerintah   Pusat  mengakuinya  serta
menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

24. Piutang  Dana  Alokasi  Khusus  {DAK}  diakui  pada  saat
Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah
diverifikasi  oleh  Pemerintah  Pusat dan  telah  ditetapkan jumlah
definitifnya,     tetapi     Pemerintah     Pusat     belum     melakukan
pembayaran.   Jumlah   piutang   yang   diakui   oleh   Pemerintah
Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh
Pemerintah Pusat.

25. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
a)    Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila

sampai    dengan    akhir    tahun    Pemerintah    Pusat    belum
menyalurkan   seluruh   pembayaranhya,   sisa   yang   belum   ~
ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Daerah
penerima.

b)    Dalam  hal  pencairan  dana diperlukan  persyaratan,  ndsalnya
tingkat penyelesalan pekeljaan tertentu, maka timbulnya hak
tagih  pada  saat  persyaratan  `sudah  dipenuhi,  tetapi  belum
dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

26. Piutang  Bagi  Hasil  dari  provinsi  dihitung  berdasarkan
hasil  realisasi  pajak  dan  hasil  sumber  daya  alam  yang  menjadi
bagian  Daerah  yang  belum  dibayar.  Nilai  definiti-f jumlah  yang
menjadi   bagian   kabupaten/kota   pada   umumnya   ditetapkan
menjelang  berakhimya  tahun  anggaran.   Secara  normal  tidak
terjadi  piutang  apabila  seluruh  hak  bagi  hasil  telah  ditransfer.
Apabila   alokasi   definitif  telah   ditetapkan   dengan   Keputusan
Gubemur,  tetapi  masih  ada  hak  Daerah  yang  belum  dibayar
sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum
dibayar  tersebut  dicatat  sebagai  hak  untuk  menagih  (piutang)
bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

27. Transfer   antar   Daerah   dapat   terjadi  jika   terdapat
perjanjian    antar    Daerah    atau    peraturan/ketentuan    yang
mengakibatkan  adanya  transfer  antar  Daerah.  Piutang  transfer
antar  Daerah  dihitung  berdasarkan  hasil  realisasi  pendapatan
yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Daerah penerima
yang   belum   dibayar.   Apabila  jumlah/nilai   definitif  menurut
Keputusan  Kepala  Daerah  yang  menjadi  hak  Daerah  penerima
belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah
yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi
Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.

28. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu
tahun  anggaran  ada  kelebihan  transfer.  Apabila  suatu  entitas
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mengalami   kelebihan   transfer,    maka   entitas   tersebut   wajib
mengembalikan kelebiham transfer yang telah diterimafiya.

29. Sesuai  dengan  arah  transfer,  pihak  yang  mentransfer
mempunyai   kewenangan   untuk   memaksakan   dalam   me~nagih
kelebihan   transfer.   Jika   tidak/belum   dibayar,    pihak   yang
mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan
hak transfer periode berikutriya.

30. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengin
TP/TGR,    harus   didukung   dengan   bukti    Surat    Keterangan
Tanggung  Jawab  Mutlak  (SKTJM),  yang  menunjukkan  bahw~a
penyelesalan atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di lu-ar
pengadilan).    SKTJM    merupakin    surat    keterangan    tentang
pengakuan  babwa  kerugian  tersebut  menjadi  tanggung  jawab
seseorang  dan   bersedia  mengganti  kerugian   tersebut.   Apabi-la
penyelesaian    TP/TGR    tersebut    dilaksanakan    melalui    jalur
pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat
ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang bervenang.

31. Hutang  lainnya  diakui  sebagal  hasfl  reaHsasi  piutang  di
luar  Bagian  Lancer  Tagihan  Penjualan  lhagsuran,  Bagian-- Lancar
ELjaman     kepada     BUMN/BUMD,     Bagian     Lancer    Tuntutan
Perbendariaraan,  Bagian Lancer Thntutan Ganti Rugi,  dan Pfutang
Pajak.

.32. Bagian Lancar Tagihan JappGa Panjang/ Pinjaman Jangka
Panj-ang/  Penjualan  Angsuran/  Tuntutan  Ganti  Kerugian  Daerah.
Bagian lancar taLgihan adalah piutang-piutaLng jangka panjing yang
sebelulnliya tercatat_ pada- -aset lainnya karena jatuh temponya sudah
dibawafi  satu  tahun maka harus direklasififasi ke piufang jangka
pendek pada aset lancar.

33. Uang Muka Uarig muka diakui pada saat uang masuk ke
kas daerah.

PEHGVIKUEN
34. Piutang   penda-patan   diakui   setelah   diterbitkan   surat

tagihan dan  dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalalli
tagihan.  Secara umum unsur utalna piutang karena ketentuan
peraturan  perundang-undangan  ini  adalah  potensi  p§ndapat.apt.~
Artinya piutan`g ini ten.adi karena pendapatan yang belum disetor
ke  kas  Daerah  oleh wajib  setor.  0leh  karena setiap  tadran  oleh
pemerintah  wajib  ada _keputusan,   maka  jumlah  piutang  yang
menjadi hak Penierintafi Daeradseb?sar nilai yang- tercantum dalam
keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

35. Pengukuran pjutang pendapatan adalah sebagal berikut:
a)    Disajikan  sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan

tanggal   pelaporan   darn   setiap   tagihan   yang   ditetapkan
berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;

b)     Dlsajikan  sebesar nilai yang b_elum dilunasi sampai dengan
tanggal pelaporan  dari  setiap tagihan yang telah ditetapkan

-  terutang  oleh   Pengadilan   Pajak   untuk  Wajib -Pajak  yang
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mengaj ukan bending;
c) -   Disajikan  sebesar nilai yang belum -dilunasi  sampai  dengari

tanggal  pelaporan  dari  setiap  tagihan  yang  masih  pr`oses
banding  atas  keberatan  dan  belHm  ditefapkan  oleh  majelis
tuntufan ganti rugi;

d)    Disajikan sebesar nilal bersih yang dapat direalisasikan  (riGt
reazizczbze   I/tzztte)   untuk   piutang  yang  tidak  diatur  dalam
undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisiham. piutang
tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

36. Pengukuran  atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan
piutang yang berasal d-ari perikata]i, adalah sebagal berikut:
a)     Pemberian pinjaman

Piutang   pemberian   pinjaman   dinilal   dengan  jumlali   yang
dikeluackan   dari   kas   Daerah   dan/atau   apabila   berupa  -~
barang`/jasa  harus  dinilai  dengan  nilai  wajar  pada  tanggal
pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila  dalam  naskah  pep.anjian  pinjaman  diatur  mengenai
kewajiban  bunga,  denda,  commz.€meri€ fee  dan  atau  biaya-
biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan
harus diakui adanya bunga,  denda,  com_mt.€77i_enf fee dan/atau
biaya  lainnya  pada  periode  beg.alan  yang  terutang  _{belum

-   dibayar} pada akhir periode pelaporan.
b)     Penjualan_,

Piutang  dari  penjualan  diakui  sebesar  nilai  sesuai  naskah
pen.anjian penjualan yang terutang {belum dibayar} pada akhir
periode  pelaporan.  Apabila  dalam  peljanjian  dipersyaratkan
adanya  potongan  pembayaran,  maka  nilai  piutang  harus
dicatat sebesar nilal bersihnya.

c)     Kemitraan
Piutang    yang    timbu-1    diakui    berdasarkan    ketentuan-
ketentuan   yang   dipersyaratkan   dalaln   naskah   pen.anjian
kendtraan.

d)     Pemberian fasilitas/jasa
Piutang  yang  timbul  diakui  berdasarkan  fasilitas  atau  jasa
yang  telah  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  pada  akhir
periode  pelaporan,  dikurangi  dengan  pembayaran  atau  uang
muka yang telah diterima.

37. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
a}     Dana Bagi Hasil disajikan sebes-ar nilai yang belum diterima

sampai  dengan  tanggal  pelaporan  dari  setiap  tagihan  yam-g   ~
ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b)    Dana  Alokasi  Umum  sebesar jumlah  yang  belum  diterima,
dalam    hal    terdapat    kekurangan    transfer    DAU    dari
Pemerintah Pusat ke Daerah;

c)     Dana  Alokasi  Khusus,   disajikan   sebesar  klaim  yang  telah
diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

38. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan` pengakuan
yang dikemukakin di atas, dilakukan sebagal berikut:
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a)    Disajikan  sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh  tempo
dalam tahun ben.alan dan yang akan  ditagih  dalam  12  (dua
belas)    bulan    ke    depan    berdasarkan.    surat    ketentuan
penyelesaian yang telali ditetapkan;

b)    Disajikan   sebagai  aset  lainnya  terhadap  nilai  yang  akan
dilunasi di atas 12 (dua belas} bulan berikutnya.

39. Terhadap  piutang dalam valuta asing disajikan  sebagai
piutang di neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

PENGTJKURAN    BERIKu"¥A    (szzBSEQ{zERT   jrmsonzlErmrm)
TERHADAp pEHGAKu:AnT Aw:AL

40. Pfutang disajikan berdasarkan nilal nominal fagihan yang
belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piTtang tidak
tertagih.  Apabila ten.adi kondisi yang memungkinkan pen~ghapusan
piutang maka maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah
dikurangi piutang yang dihapuskan.
Pemberhentian Pengakuan

41. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga
dikenal  dengan  dua  cara yaitu:- penghapustagihan  /t#rz.€e-oj# dan
penghapusbukuan   /tun.£e   cZozu7i/.   Hapus   tagih   yang   berkaitan
dengan   perdata   dan   hapus   buku   yang   berkaitan   dengan
akuntansi   untuk   piutang,   merupahan   dua   hal   yang   haru`s
diperlakukan secara terpisah.

42.  Penghapusbukuan    piutang   adalah   kehijahan   intern
manajemen,~ merupakan proses dan keputusan  akuntansi untuk
pengalihan        pencatatan        dari        I.7tfrtzfeompfabez       menjadi
efestrafeompfabez  agar  n_ilai  piutang  dapat  dipertahankan  sesuai
dengan   net   reaziztzbze   zJczfue-nya.   Tujuan   hapus   buku   adalah
menampilkan  aset  yang  lebih  realistis  dan  ekuitas  yang  lebih
tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secafa otomatis men8ha~pus
kegiatan penagihan piutang.

43. Penghapustagihan   piutang   berkonotasi   penghapusan
hak tagih atau  u`Paya tagih  secara perdata atas  suatu  Piutang.
Substansi  hukum  penghapustagihan  mempunyai  konsefuensi
men8hapuskan catatan (penghapusbukuan}. Aset adalah hak, mak`a
hapusnya hak tagih berar_ti menghapus hak/piutang dari neraca.
Apabila  pemerin-tab  menerbitkan  suatu  keputusan  penghapusan
atau  pembebasan  bayar  bagi  debitur,  tetapi  tidak  melakukan
hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan nera6a yang lebih
saji /ozJersfo€eczj, sehgivgga did-ak menyajikan informasi secara andal. ~

Penghapusan Piutang
44. Dalam hal penyelesaian piutang oleh instansi pemerintah

tidak berhasil dan piutang tersebut dikategorikan sebagai piutang~
macet,    maka    instansi    Pemerintah    Daerah    tersebut    dapat
menyerahkan  pengumsannya  ke  Panitia  Urusan  Hutang  Negara
(PUPN} untuk dilakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuari`
yang berlaku. Terhadap piutang yang telah dilimpahkan ini, satuan
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ken.a yang  mempunyai  piutang  tetap  mengakui  piutang  tersebuf
__1_ I        _ _ ____-     __--+,+,+-Lsebagai  asetnya  di  RTeraca  satuan  ken.a  yang  bersangkutan  dan
harus   mengungkapkan   mengenai   piutang   yang   dilimp-chkan
penagihannya tersebut pada CaLK.  Panitia Urusan Piutang RTegara
tidak mengakui pelimpafian piutaLng yang diterimanya sebagai aset,
tetapi wajib mengungkapkan piutang yang diterimanya dari satuan
ken.a lain untuk dilakukan .penagihan pada CaLK.  Denrikian pula
apabfla ada barang jamiflan yang dikuasainya milik satuan kerja
lain, juga wajib diungkapkan dalam CaLK.

`45. Penghapus  bukuan  atau  pen8hapusan  bersyarat  piutaLng

dapat dflakukan dengan pertimbangari an{an lain:
1)     fiutang  melampaui  batas  umur  ditetapkan  sebagai  kriteria

kuaHtas piutang macet;
2)     Debitur  tidak  melakukan  pelunasan  I  bulan  setelah  tanggal

Surat Tagihan Ketiga;
3)     Debitur mengalami musibah uToree rmjenre);
4)I    Debitur  meninggal  dunia  dengan  tidak  meninggalkan  harta

warisali dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak
dapat  ditemukan  berdasarkan  surat  keterangan  darn  pejabat
yang beowenang;

5)     Debitur  tidak  mempunyal  harta  kekayaan   lagi,   dibuktikan
dengan  surat  keterangan  darn  pejabat  yang  beowenang  yang
menyatakan  bahwa debitur memang benar-benar sudafi  tidak
mempunyai harta kekayaan lagi;

;;   ::::::: %ati¥aankandpa=tt :i::dmau¥an¥ag±u±=Se=a?en8adflan;
a)     P±ndah  alamat  atau  alalliatnya  tidak jelas/tidak  lengkap

berdasarkan   surat  keterangan/pemyataan   dari  pejabat
yang berwenang; dan/atau' 8}   :)ofu:±:e¥.¥og£±n:i:sy== dd=sdp=e::p::a:tay:±g:k¥=gaesb:tr::

tidak  lengkap  atau   tidak  dapat   ditelusuri  lagi   disebabkan
`   keadaan yang tidak  dapat dihindalkan  seperti  bencana adam,

9,   ::i:ee:anargpF::=eg=?ra:=gws:b:Kgo:I:dauan=a::rd:esnargkanan dofus:leant
keterangan dari pihak kepolisian.

46. Setelah mekanisme penagihan melalui PUPN tidak berhasil,
berdasarkan  dokumen  atau  surat  keputusan  darn  PUPN,   dapat
dflakukan penghapusfagihan.  Dalan Peraturan Pemerintah tentang
Tata  Cara  Penghapusan  Hutang  Daerah,   penghapusbukuan  ini
dike.nat sebagal Pen8hapusan  sebagai Penghapusan secara Mutlak,
yaitu  men9hapuskan  piutang  Daerah  dengan  men9hapuskan  hak
ta#  Daerah.  Pen8hapustagihan  diajukan  setelch  lewat  waktu  2
(dua) tahun sejak tanggal penetapan Pen8hapusan Secara Bersyarat
{hapus buku).
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47. Penghapusan    Secara    Bersyarat    dan    Secara    Mutlak
sepanjang menyan8kut Ftutang Daerah ditetapkan oleh:
a}     Wali  Kota  untuk tufflah  sampai  dengan  Rp5.000.000.000-,OO

(lima miliar rupiah)
b)     Wali  Kota  dengan persetujuan  DPRD  untuk jumlah  leb-ih  dari

Rp5.000.000.000,00 `(lira miliar rupiah).
48. Batasan  nilai  Piufang  Daerah  yang  dapat  dihapuskan

secara mutlak oleh Wali  Kota sesual dengan  kewenangan  masing-
masing   adalah   per   Penanggung   Utang.   Dalan   hal -di   dalam
pen.anjian/peraturan`/h`al lain yang menj_adi dasar ten.adinya Hufang
Daerah,  diatur bahwa~ Penanggung UtaLng (inisalnya Koperasi)  wajib
menyalu`rkan  kredit  kepada  para  anggotanya,  maka  nilai  Hutang
Daerah yang dapat dihapTskan secara mutlak adalah per anggota
Penanggrng Utang.

49. Hutan8 Daerah yang  akan  ~dihaptiskan  Secara Bersyarat
dan Secara Mutlak diu`§ulkan oleh SKPKD yang beapintang kepada
Wall--Kota  setelah  mendapat  pertimbangan  dari  Kantor  Wilayah
Direktorat-JenderalHutangdanLelangNegarayangwflayahkeljanya
meliputi wilayah kelja Wali Kota yang bersangkufan.

50. Penghapusan piutang pada BLUD mengacu pada peraturan
dan perundang-undangap yang mengatur tentang BLUD.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan
51. Suatu    piutang   yang    telah    dihapusbukukan,    ada-

kemungkinan     diterima    pembayarannya,     karena    tinbulnya
kesadaran  dan  rasa  tanggung  jawab  yang  berutang.  Terhadap
kejadian   adanya   piutang   yang   telah   dihapusbuku,   temyata
dikemudian    hari   diterima    pembayaran/pelunasannya    maka
penerimaan   tersebut,  dicatat   sebagai   penerimaan   k-as   pada
periode  yang  bersangkutan  denga]i  lawan  perk±iaan  penerimaan
pendapatan    atau    melalui    akun    Penerimaan    Pembiayaan,
tergantung dari jeni§ piutang.

PENGtJNGREAV
52. Piutang  disajikan  dan  diungkapkan  secara  memadai.

Informasi  mengenai  akun  piutang  diungkapkan  secara  cukup -
dalam  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan.  Informasi  dimaksud
dapat berupa:
a)    Kebijakan   akuntansi   yang   digunakan   dalap   penilaian,

pengakuan dan pengukuran piutang;
b)     Rim_clan jenis-jenis,  saldo  menurut  umur  uniu,k  mengetahui

tingkat kolekeibilitasnya;
c)     Penjelasan atas pe-nyelesalan piutang;
d)    Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untu-k iuntutan

ganti rugi/perba-ndaharaan juga harus diungkapkan piutang
yang  masih _dalam  proses-p~enyelesaian,  baik  melalui  cara
damai maupun pengad-fiin.
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53. Secara spesirik pengun8kapan secara khusus diperlukan
antara lain:
a)     Piutang  Transfe=  dicatat  sebagai  piutang  lanc`ar.   Dengan

demikian,  seluruh jenis piutang transfer merupakan bagian
dari   aset   lancar.   Selanjutnya   atas   penyajian   dimaksud
diungkapkan/dijelaskan     dalam     Catatan     atas     Laporan
Keuangan  (CaLK}  mengenai rincian  dari masing-masing jenis
piutang   dan   nilainya   serta   dasar   pengakuan   timbulnya
piutang, dan apabila ada bagian dari piutang transfer yang
talah   melebihi  dari  satu   periode  akuntansi  tetapi -belum
dilunasi.

b)     Piutang Kelebihan Transfer terjadi karena kelebihan transfer,
piutang yang timbul karena kelebihan transfer tersebut dalam
neraca dikelompokkan dalam pos piutang lainnya.

54. Penghapusbukuan  piutang  harus  diungkapkan  secara  ___
cukup dalam Catatan ata-s Laporan Keuangan agar lebin informatif.
Informasi yang  perlu  diun8kapkan  misalnya jenis- piutang,  mama
debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan pen-gh-apusan ,
piutang,  dasar  pe~rtimbangan  penghapusbukuan  dan  penjefasan
lainnya yang dianggap perlu.
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Q. AKUNTENsl KUELITAs -pluTAlrG DAIr pmi¥IslEN pluTARTG

pENDAEunuAV
Tujuan

1.   Tujuan  Kehijafan  Arfuntans±  ini  adalah  Hntuk  mengatur
perlakuan akuntansi untuk kualitaLs piutang dan penyisihan piutang
serta pengungkapan informasi penting lainya yang h~aru~s disrajfkan
dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup
2.  Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam penyajiafi

seluruh kuafifas piutang dan penyisihan piutang Pemerintah Daerah
dalam   laporan   keuangan   untuk   tujuap   umum.   Kehija±an   ini
diterapkan  untuk seluruh entitas pelaporan  dan entitas akuntaLnsi
tidak termasuk Perusahaan Daerah.

3.   Kebijakan  Akuntansi  ini  me`ngatur  perlakuan  akuntansi
piutapg yang dihitung dengan nilal bersih,  diperlukan penyesuaian
dengan    membentuk   penyisihan    piutang   yang   tidak    tertagih
berdasarkan atas_ penggolongan kuahitas piutang.

DErmsI
4.    Berikut   adalafi    istflah-istilah   yang   digunakan    dalam

kehijakan akuntansi dengari pengertiin:
a)     Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  difuasai  dan/atati'

1,,1,,,--_dimfliki  oleh  Pemerintah  Daerab  sebagal  ahibat  darn  peristiwa
masa lalu  dan darimana manfaat ekonomi dan/atau  sosial di
nasa depan diharapkan dapat diperoleh, balk oleh Pemerintah

- Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang,  termasuk  sumber  daya  nonkeuangan  yang  diperlukan
untuk penyediaan jasa  bagi  masyarakat  umum  dan  sumber-
sumberdayayangdipeTharakarenaalasansejarahdanbudaya.
Debitur  adalah  badan   ataLu   orang  yang  berutang  menurut
peraturan, peg.anjian atau sebab apapun.
Kualitas  piutaLng  adalah  hampiran  ataLs  ketertagihan  p-iutang
yang diukur berdasarkan atas kepatuhan membayar kewajiban
oleh debitor.
Nilal  bersih  yang  dapat  direalisasikan  (rie€  7iea!Zzab!e  I/aztte)
adalab  nilai  piutang  yang  dapat  ditagih   setelch  perkiraan
piutang dikurangi perkiraan penyisihan kerugian piutang tidak
terta8ih.
Penyisihan `piutang  tak tertagih  adalah  taksiran  nilal  piutang
yang  kemungkinan  tidak  dapat  diterima  pembayarannya  di
masa akan datang darn seseorang dan/atau korporasi dan/eta+u
entitas lain.
•Hutang   adalah  jumlah   uang   yang   wajib   dibayar   kepada
Pemerintafi  Daerch  dan/atau  hak  Pemerintah  Daerab  yang
dapat dinilai dengan uang sebagai aldbat adanya ketetapan atau
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pen-anjian    atau    akibat    lainnya    berdasarkan  -peraturan
pemndang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

g)     Piutang  Daerah  adalah  hak  suatu  entitas  untuk  menerima
pembayaran  dimasa  akan  datang  dari  seseorang  dan/atau
koaporasi dan/atau entitas lain sebagai akibat transaksi.

h)     Restrukturisasi  adalah  upaya  perbaikan  yang  dilakukali  Walj
KotaL   terhadap   Debitur   yang   mengalami   kesulitan   untuk
memenuhi  kewajibannya yang mdiputi  pemberian  keringanan
piutang,  persetujuan  angsuran,  atau  persetujuan  penundaan
pembayaran.

UrmM
5.   Nilai   penyisihan   piutang   tak   tertagih   tidak   bersifat

akumulatif tetapi  diterapkan  setiap  a]chir periode  anggaran  sesuai
perkembangan  kuaHtas  piutang.  Penilaian  fuaJitas  piutang  urituk
penyisihan piutang taktertagih dihitung berdasarkan kualitas umur
piutang,    jenis/karakteristik    piutang,    dan    diterapkan    dengan
melakukan  modifikasi tertentu  tergantung kondisi dari  debitomya.
Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin
tidak  dapat  ditagih,   merupakan   upaya  untuk  menilai  kua]itas
piutang.

6.   Setiap    pejabat   yang   diberi    kuasa   untuk   mengelola
pendapatan,  belanja,  dan  kekayaan  Daerah  wajib  mengusahakan
agar  setiap  piutang  Daerah  diselesaikan  seluruhnya  dengan  tepat
iivaktu.

7.   Pemerintah   Daerah   mempunyal   hak   mendahului   atas
piutang jenis tertentu. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesalkan
s9luruhnya   dan   tepat   waktu,   diselesaikan   menurut   peraturan
perundang-undangan.

KUAlilTAS PIUTAHG
8.   Penggolongan kua]itas piutang merupakan salah satu dasar

untuk  menentukan  besaran  tariff  penyisihan  piutang.   Penilaian
kualifas piutang dilakuhan dengan mempertimbangkan jatuh tempo
dan    perkembangan    upaya    penagihan    yang    dilakukan    oleh
Pemerintah   Daerah.   Kualitas  piutang   didasarkan   pada   kondisi
piutang pada tanggal pelaporan.

9.   Dasar   yang   digunakan   untuk   men8hitung   penyisihan
piutang  adalah  kualitas  piutang.  Kuafitas  piutang  dikelompo]ckan
menjadiHcii I `empatj clengan RIasilikasi sebagar berikut:

No. Kualitas Hutang Tcksiran Piutang Tidak Tertagih
i.2.3.4. Lancar 0'50/o

Kurang hacar 1 0 0/o
DiragukanMacet 5 0 a/o

1 0 0 0/o

10. Penggolongan  kualitas  piutang  harus  dilakukan  dengan
prinsip  kehati-hatiafl  karena  berdasarkan  penggolongan  tersebut
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akan   dilakukan   penentuari   besaran persentase   atas   penyisihan
penyertaan bergulir tidak tertagih.

11_. Persentase  penyisihan  piutang  tidak  tertagih  ditetapkan
berdasarkan   kualitas   piutapg   pada   tanggal   pelaporan   dengan       ~  -
mengabalkan  persentase  penyisihan  piutang tidak  tertagih  periode
pelaporan sebelumnya. _Pengan aemihian, penyisihan piutang tidak
t6rtagih   ditetapkari   setiap   tinun   berdasarkan   kondisi   fualiEas
piutarig pada saat itH dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan
piutang.

12. Wali Kota dapat melakukan restrukturisasi piutang Daerah
terhadap debitur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan    _.
dengan   pertimbangan   debitur   mengalami  kesulitan   pembayaran _
dan/atau    debitur    meri]j]d    prospek    usaha   yang    balk    darn-
diperkirakan    mampu    memenuhi   kewajibaL    setelah ---dilakukan
restrukturisasi.     Cakupan    restrukturisasi    ineliputi    pemberian-   ke-ringapan    utang,    persetujuan    angsuran,    atau    persetujuan

penundaan   pembayaran.   Jadi,   restrukturisasi   piutang ~T Daerah
dimaksud untuk memakeimalkan potensi penerimaan Daerah.

13. Restrukturisasi    piutang    Daerah   Tdapat    menyebabkan
peningkatan  kualitas -piutang.  Perubahan  kualitas~ pin-tang  Daerah
setelah  persetujuan  restrukturisasi  dapat  ditlbah  adalah  sebagal
berikut:
{a)    seinggi-tingginya_ kualitas kurang lancar untuk piutang Daerah`

yang sebelum restrukturisasi memjliki kualitas diragukan atau
-kualitas macet; dan

--   {b)    tidak berubah,  apabila piutang Daerah yang sebeluk memirisi
haialitas furang lancar.

14.   Apabila kewajiban yang ditentuhan dalam restrukturisasi
tidak  dipenuhi  oleh  debitur.   Maka  kualifas  piutang  yang  telah
diubah, dini-1ai kembafi seolah-olah tidak terdapat restrukeurisasi.

PEH¥IslllAH pluTanG
15. Penyisihan    Hutang   didasarkan   pada    umur   piutang,

dibedakan-menurut jenis  piutang,  balk  dalam  menetapkan  umrir
maupun  penentuan  besaran  yang  akan  disisihkan,  karena  jenis
pi,utanE`_sangat  bervariasi  dan  kemurigkinan  tidak  tertagih  juga-
sangat   bervariasi,   tergaptung   pada   karakteristik   piutang~`  yang
bersangkutan.

16. Aset berupa piutang di ineraca harus teljaga agar nilairiya
sama dengan nilal bersih yang dapat direalisasikan (net i;azieabze
zJahae).   Alat   untuk   meiyesuaikan   adalah   dengan   melakukan

+  penyisihan piutang tidak t5rtagih. Penyisihan pit|tang tak tertagih
bukan merupakan penghapusan piutang.  Bengal demikian,  ni-1ai
penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam
laporan  keuangan, `paling  tidak  dalam  CaLK,   selama  piutang

--  pokok  masih  tercantum  atau  belum  dihapuskan  sesu`al  dengan
peraturan yang berlaku.
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1_7.. Penyisih.an   piutang-diperhitungkan   dan   dibukukan
dengan  periode  yang  sama  timbulnya  piutang,  sehingga  dapat
menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
Penyisihan   piutang  yang   kemungkinan   tidak   tertagih   dapat
diprediksi     berdasarkan     pengalaman     masa     lalu     dengan
melakukan  analisa  terhadap  saldo-saldo  piutang  yang  masih
ottfsfcmczz.7ig.        Berhubung        kolektibilitas        piutang        harus
dipertimbangkan  sebagai  suatu  toss  corrfu.ngeJiey,  maka  metode
penyisihan  merupakan  suatu  hal  yang  memun8kinkan  untuk

=;:ii¥taung:=tsecd=±ras:oenmalTngkinan    kerugian    yang    dapat
18. Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih

terdiri  atas  taksiran  kemungkinan  tidak  tertagih  pada  setiap
akhir periode.  Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian
nilai yang dapat direalisasikan /7ief jieazieczbze I;czfue/ yang tersaji di
neraca.

19. Penyisihan dflakukan setiap bulan tetapi pada alchir tahun
barn dibebankan.

20.Untuk  menentukan  besamya  penyisihan  pi_utang  tidak
tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan piutang
berdasarkan    umur    piutang    (czg{.rig    schec{ttze)    sebagal    dasar
perhitungan.   Besamya  penyisihan  piutang  tidak  tertagih  pada
setiap akhir tahun ditentnkan sebagal berikut:
(a}  Pajak Daerah Dibayar Sendiri __Oleh Wajib Pajak (sezfassessmere€);

dan
(b)  Pajak Daerah Ditetapkan Oleh Wali Kota {qffidez assessmeno.

Penggolongan   KuaHtas   Hutang   Pajak   yang   pemungutannya
Dibayar  Sendiri  oleh  Wajib  Pajak  (set/ assessmexp  dilakukan
dengan ketentuan:
1) Kualitas lancar, dengan kriteria:

a. Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
b. Masih dalam tenggang wa]rfu jatuh tempo;
c. Wajib Pajak menyetujui hasH pemeriksaan?
d. Wajib Pajak koperatif;
e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
f.  Wajib Pajak_tidak mengajukan keberatan/handing.

2} Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang 1 (satu) tahun salnpai dengan 2 {dua) tahun;
b. Apabfia  W~ajib  Pajak  dalam jangha  waktu   1  (satu)  bulan

terhitung   sejak   tanggal   Surat   Tagihan   Pertana   belum
melakukan pelunasam;

-c. Wajib Pajak kurang koperatif dalam pemeriksaan;
d. Wajib    fajak    menyetujui    sebagian    hasil    pemeriksaan;

dan/atau
e. Wajib Pajak mengajukan ktreberafan/ banding.

3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a. Umur piutang lebih dari 2 tahun salnpai dengan `5-tahun;
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b. Apabfla  wajib  pajak  dalam  jangka  waktu   1   (satu)  bulan
terhitung   sejak   tanggal   Surat   Tagihan   Kedua   belum
melaksanakan pelunasan;

c. Wajib Pajak tidak kooperatif;
d. Wajib  Pajak  tidak  menyetujui  seluruh  hasil  pemeriksaan;

dan/atau
e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
a. Umur piutang di atas 5 tahun;
b. Apabfla  wajib  pajak  dalam  jangka  waJrfu   1   {satu)  bulan

terhitung   sejak   tanggal   Surat   Tagihan   Ketiga   belum
melaksanakan pelunasan;

c. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaarmya;
d. Wajib Pajak bangrfut/meninggal dunia; dan/afau
e. Wajib Pajak mengalami musibah ifojice ]7iczjeztre).

Penggolongan      kuafitas      piutang      pajak      daerch      yang
pemungutannya  ditetapkan  oleh  Wan  Kota  atau  Pejabat  yang
ditunjuk (qffieiez assessmen4 dilakukan dengan ketentuan:
1) Kualitas Lancar, dengari kriteria:

a. Umur piutang kurang darn 1 (satu) tahun;
b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
c. Wajib Pajak koperatif;
d. Wajib Pajak likuid; dan/afau
e. Wajib Pajak tidak mengajuken keberatan/bending.

2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a. Umur piutang 1 (satu} sampal dengan 2 (dua) tahun;
b. Apabila  wajib  pajak  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  bulan

terhitung   sejak   tanggal   Surat   Tagihan   Pertana   belum
melakuhan pelunasan;

c. Wajib Pajak kurang koperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
d. Wajib Pajak mengajukan keberataLn/handing.

3) Kualitas Diragukan, dengan hiteria:
a. Umur  piutang  lebih  darn  2  {dua}  tahun  sampal  dengan  5

(lima) tahun;
b. Apabila  wajib  pajak  dalam  jan8ka  waJrfu   1   (satu}  bulan

terhitung   sejak   tanggal   Surat   Tagihan   Kedua   belum
melakukan pelunasan;

c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4} Kualitas Macet, dengan ]edteria:
a. Umur piutang lebih dari 5 (lira) tahun;
b. Apabila  wajib  pajak  dalam  jan8fa  waktu  1  (satu)  bulan

terhitung   sejak   tanggal   Surat   Tagihan   Ketiga   belum
melakukan pelunasan;

c. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya;
d. Wajib Pajak bangkmt/meninggal dunia; dan/atau
e. Wajib Pajak mengalami musibah gro7ice majezt7ie}.
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Penggolongan Kualitas Piutang Buhan Pajak musus untuk objek
Retribusi,    dapat   dipilah   berdasarkan   karalderistik   sebagal
berikut:
1) Kualitas Lancar, dengan ]edteria:

a.   Umur piutang 0 sampai dengan 1 {satu) bulan; dan/atau
b.   Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai

dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

a.   Umur piutang lebih dari  1  {satu)  bulan sampai dengan  3
(tiga) bulan; dan/atau

b.   Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam
jangka waktu  1  (satu) bulan tel.hitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama tidak dilariikan pelunasan.

3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
a.   Umur piutang lebih dari 3  (tiga}  bulan sampai dengan  12

(dua belas) bulan; dan/atau
b.   Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam

jan8ka waktu  1  (safu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4) Kualitas Macet, dengan ]edteria:
a.   Umur piutang lebih dari 12 {dua belas) bulan: dan/atau
b.   Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam

jangka wakfu  1  (satu} bulan terhitung sejak tanggal Surat
Taginan  Ketiga  tidak  dilakukan  pelunasan  atau  Ffutang
telah    diserahkan    kepada    instansi    yang    menangani
pengurusan piutang negara.

Penggolongan    REteria   Kualifas   Hutang   Selain   Pajak   dan
Retribusi,   dapat   dipflah   berdasalkan   karalderistik   sebagai
berikut:
1)   Kualifas I+ancar, dengan kriteria:

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal
jatuh tempo yang ditetapkan.

2}   Kualitas Kurang Lancar, dengan ]alteria:
Apabila dalam jangka waktu  1  (satu)  bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3)   Kualitas Diragukan, dengan ]edteria:
Apabila dalam jangka waktu  1  (satu)  bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4)   Kualitas Macet, dengan kriteria:
Apabila dalam janedra waktu  1  (satu)  bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau
Piutang  telah  diserahkan  kepada  instansi  yang  menangani
pengurusan piutang negara.

Penggolongan  kualitas  piutang  BLUD  diatur  tersendiri  dalam
kebijakan akuntansi BLUD;
Penggolongan Kualitas Hutang Buhan Pajak Khusus untuk objek
Dana Bergulir,  dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagal
berifut:
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1)   Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai
dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

2}   Kualifas Kurang Lancar, apabi]a dalam jan8ka wakfu 1 (satu)
bulan  terhitung sejak tanggal  Surat Tagihan  Pertama tidak
dilakukan pelunasan;

3)   Kualitas  Diragukan,  apabila  dalam  jan9ka  wak±u   1   (satu}
bulan  terhitung  sejak  tanggal  Surat  Tagihan  Kedua  tidak
dilafukan pelunasan; dan

4}   Kualitas  Macet,  apabila dalam jan8ka waktu  1  {satu}  bulan
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan
pelunasan.

Penyajian/Pencatatan Penyisihan Piutang
21. Pencatatan  penyisihan  piutang  tidak  tertagih  dilakukan

berdasarkan dokumen buldi memorial penyisihan piutang pada aJchir
periode  pelaporan,  apabila  masih  terdapat  saldo  piutang,  maka
dihitung  nilai  penyisihan  piutang  tidak  tertagih  sesuai  dengan
kualitas piutangnya.

Penyesuaian Penyisihan Piutang
22. Pada  tanggal  pelaporan  berikutnya  Pemerintah   Daerah

melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang
dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih salna, maka tidak perlu
dilakukan jumal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam  CaLK.
Apabila  kualitas  piutang  menurun,  maka  dilakukan  penambahan
terhadap  nilai  penyisihan  piutang  tidak  tertagih  sebesar  selisih
antara anglra yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo
awal.   Sebaliknya,   apabfla  kualifas  piutang  meningkat  misalnya
akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai
penyisihan piutang tidak tertagih sebesar seHsih antara an9ka yang
seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
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R. AKIJNTAITSI PERSEDIAAIT

pEHDjrmLurm
fujuan

1.   Tujuan  Kebijakan  Akuntansi ini  adalah  untuk mengatur
perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang
dianggap perlu disajikan dalaln laporan keuangan.

Ruang Lingkup
2.   Kebijakan   Akuntansi   ini   diterapkan   dalam   penyajian

seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.
Kebijahan lni diterapkan untuk seluruh entifas pelaporan dan entitas
akuntansi tidak termasuk perusahaan Daerah.

3.   Kebijakan ini tidak mengatur:
a)     Persediaan bahan baku dan perlen9kapan yang dimi]iki proyek

swakelola  dan  dibebankan  ke  suatu  akun  konstruksi  dalam
pengeljaan; dan

b)    Instrumen Keuangan.

DEFIHISI
4.   Berikut   adalah   istilah-istilah   yang   digunakan   dalam

Kebijakan Arfuntansi dengan pengertian:
a)     Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau

dinilihi  oleh  Pemerintah  Daerah  sebagal akibat dari peristiwa
nasa lalu  dan darimana malifaat ekonomi dan/atau  sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah
Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang,  termasuk  sumber  daya  nonkeuangan  yang  diperlukan
untuk  penyediaan jasa  bagi  masyarakat  umum  dan  sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b)     Nilai wajar adalah nilal tukar aset atau penyelesalan kowajiban
antara   pihak   yang   memahami   dan   berkeinginan   untuk
melakuhan transaksi wajar.

c)     Persediaan   adalah  aset  lancar  dalam  bentuk  barang  atau
perlengkapan  yang  dimaksudkan  untuk  mendukung  kegiatan
operasional   Pemerintah   Daerah,   dan   barang-barang   yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

d)     Perusahaan  Daerah  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau
sebagian modalnya dimfliki oleh Pemerintah Daerah.

tJrmM
5.   Persediaan merupakan aset yang berupa:

Barang  atau  perlen8kapan  {suppfies}  yang  digunakan  dalam
rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
Bahan  atau  perlengkapan  (suppHes)  yang  digunakan  dalam
proses produksi;
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c}     Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat;

d}     Barang yang  disimpan  untuk  dijual  atau  diserahkan  kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

6.   Persediaan   mencakup   barang  atau   perlen8kapan  yang
dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakal
seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakal seperti komponen
peralatan dan pipa, dan barang bekas pakal seperti komponen bekas.

7.   Dalam   hal   Pemerintah   Daerah   memproduksi   sendiri,
persediaan  juga  meliputi  barang  yang  digunakan  dalam  proses
produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

8.   Barang hasil  proses  produksi yang belum  selesai  dicatat
sebagal persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

9.   Persediaan dapat terdiri afas:
a)     Barang konsumsi;
b}     Obat-obatan;
c)     AlatTulis Kantor;
d)     Jinunisi;
e)     Bahan untuk pemeliharaan;
P      Sukucadang;
g)     Persediaan untuk tujuan strategis/beljaga-jaga;
h)    Barang cetakan;
i}      Pha cukaidanleges;
j)      Bahanbaku;
k)     Barang dalam proses/setengahjadi;
1)     Tanah/bangunan/bararig lainnya untLik dijual atau diserahkan

kepada masyarakat; dan
in)   Hewan  dan  tanaman,  un.tuk  dijual  atan  diserahkan  kepada

masyarakat.
10. Dalam hal Pemerintah  Daerah menyimpari barang untuk

tujuan cadangan. strategis seperti cadangan energi {misalnya minyak}
atau untuk tujuan beriaga-jaga seperfu cadangan pangan (misalnya
beras) , baralig-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

11. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dari bibit
tanaman.

12. Persediaan   dengan   kondisi   rLlsak   atau   usang   tidak
dilaporkan  dalam  neraca,  tetapi  diungkapkan  dalam  Catatan  atas
Laporan Keuangan.

PEHGARTAV
13. Persediaan diakui:

a)  pada   saat  potensi  manfaat  ekonomi  nasa  depan   diperoleh
Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur dengan andal; dan

b)  pada    saat    diterima    atau    hak    kepemilikanlrya    dan/atau
kepenguasaannya beapindah.
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14. Pada    althir    periode    akuntansi,    persediaan    dicatat
berdasarkan inventarisasi fisik (stock oprLa7rze) persediaan.

PEHGUKU~
15. Persediaan disajikan sebesar:

a)     Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b)     Harga Pokok fhoduksi apabila diperoleh  dengan memproduksi

sendiri; dan
c)     Nilai  wajar,   apabila   diperoleh   dengan   cara   lainnya   seperti

donasi/ranpasan.
16. Biaya   perolehan   persediaan   mefiputi   harga  pembefian,

biaya  pengangkutan,  biaya  penanganan  dan  biaya  lainnya  yang
secara  langsung  dapat  dibebankan  pada  perolehan  persediaan.
Potongan harga, rabat,  dan lainnya yang serupa mengurangi biaya
perolehan.

17. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:
a)     Metode sistematis seperti FIFo atau rata-rata tertimbang; dan
b)     Harga pembelian tera]chir apabila setiap unit persediaan nilainya

tidak material dan bermacam-macam jenis.
18. Barang   persediaari   yang   memilihi   nilai   nominal   yang

dimaksudkan untuk dijual,  seperti pifa cukai, dinflai dengan biaya
perolehan terakhir.

19. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung
yang  terkait  dengan  persediaan  yang  diproduksi  dan  biaya  tidak
langsung yang dialokasikan secara sistematis.

20. Persediaan  heowan  dan  tanaman yang  dikembangbiakkan
dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

21. Harga/nilal wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau
penyelesaian    kewajiban    antar    pihak    yang    memahami    dan
berkeinginan melakukan transaksi wajar /czrm Zerigh€ frHrzstzcfro7t/.

BEBAlr PERSEDIAAlr
22. Bebari  persediaan  dicafat  sebesar  pemakalan  persediaan

(use Of goodsb .
23. Perhitungan  beban  persediaan  dflakukan  dalam  ran8lra

penyajian Laporan Operasional.
24. Dalam  hal  persediaan  dicatat  secara  perpetual,   maka

pengukuran  pemakaian  persediaan  dihitung  berdasarkan  catatan
jumlah  unit  yang  dipakal  dikalikan  nilai  per  unit  sesual  metode
penilafan yang digunahan.

25. Dalam   hal   persediaan   dicatat   secara   periodik,   maka
pengukuran      pemakalan      persediaan      dihitung      berdasarkan
inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah
pembdian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo alchir
persediaan dikalikan nilal per unit sesuai dengan. metode penilalan
yang digunaJrm.
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pERTGunGENAV
26. Laporan keuangan mengungkapkan:

a}     Kebijakan   akuntansi   yang   digunakan   dalam   pengukuran
persediaan;

b)    Penjelasan    lebih    lanjut   persediaan    seperti    barang    atau
perlengkapan  yang  digunakan  dalam  pelayanan  masyarakat,
barang   atau/perlen8kapan   yang   digunakan   dalan   proses
produksi,  barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan
kepada  masyarakat,  dan  barang  yang  masih  dalan  proses
produksi  yang  dimaksudkan  untuk  dijual  atau  diserahkan
kepada masyarakat; dan

c)     Jenis, jumlah,  dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau
usan8.
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s. AKUNTANsl mlvESTAsl

pEHDJrmLurm
Tujuan

1.   Thjuan  Kehijakan  Akuntansi  ini  adalah  untuk mengatur
perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi
penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup
2.   Kehijakan AkLmtansi ini harus diterapkan dalam penyajian

seluruh investasi Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan untuk
tujuan umum.

3.   Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entifas pelaporan
dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan
keuangan   konsoHdasian,    dari   entitas   akuntansi   BUD    dalam
menyusun laporan keuangan, tidak term.asuk perusahaan Daerah.

4.   Kebijakan  Akuntansi  ini  mengatur  perlakuan  akuntansi
investasi Pemerintah Daerah balk investasi jangka pendek maupun
investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifihasi,
pengukuran dan metode penilalan investasi, serta pengungkapannya
pada laporan keuangan.

5.   Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:
a)    Penempatan uang yang termasuk dalam lindsup setara kas;
b}    Investasi dalam perusahaan asosiasi;
c)     Kerjasama operasi; dan
d}     Investasi dalam properti.

DEFIHISI
6.   Berifut   adalah   istilah-istilah   yang   digLmakan   dalam

Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
a)  Biaya  investasi  adalah  seluruh  biaya yang  dikeluarfean  oleh

entitas  investor  dalam  perolehan  suatu  investasi  misalnya
komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dan
pasar modal.

b}  Investasi  adalal  aset yang dimaksudkan  untuk memperoleh
manfaat  ekonomi  seperti  bunga,  dividen  dan  royalti,  atan
manfaat  sosial,  sehingga  dapat  meningkatkan  kemampuan
Pemerintah    Daerah    dalam    rangka    pelayanan    kepada
masyarakat.

c)  Investasi jan8ha  pendek  adalah  investasi yang  dapat  segera
dicaihan  dan  dimaksudkan  untuk  dimiliki  selalna  12  (dua
belas) bulan atau kurang.

d)  Investasi jan9ka panjang adalah investasi yang dinaksudkan
untuk dimilild lebin dari 12 (dua belas} bulan.

e)  Investasi nonpermanen adalah investasi jan8ka panjang yang
tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudhan untuk
dimilihi secara tidak berkelanjutan.
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D   Investasi  permanen  adalah  investasi  jan8ka  panjang  yang
dimaksudkan untuk diHiiliki secara berkelanjutan.

g)  Manfaat  sosial  yang  dimaksud  dalarn  kehijakan  ini  adalah
manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang
namun berpengaruh pada penin9katan pelayanan Pemerintah
Daerah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat
tertentu.

h)  Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencafat
nilal invesfasi berdasarkan harga perolehan.

i)   Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat
nilai   investasi   awal   berdasarhan   harga   perolehan.   Nflai
investasi  tersebut  kemudian  disesuaikan  dengan  perubahan
bagian investor alas kekayaan bersih/ ekuhas dari badan usaha
penerima  investasi  {investee)  yang  teq.adi  sesudah  perolehan
awal investasi.

j)  rNilai  historis  adalah  jumlah  kas  atan  ekHivalen  kas  yang
dibayarkan/dikeluarkan     atan     nilai    wajar    berdasarkan
pertimbangan   tertentu    untuk   mendapatha]i   suatu    aset
investasi pada saat peroleharmya.

k)  Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga
seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

I)   Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan
suatu  investasi  dalam  pasar  yang  aktif antara  pihak-pihak
yang independen.

in) Nilal wajar adalah nilai tukar aset afau penyelesaian kewajiban
antar   pihak   yang   memahami   dan   berkeinginan   untuk
melakukan transaksi waj ar.

n)  Perusahaan    asosiasi    adalah    suatu    perusahaan    yang
investomya   mempunyal   pengaruh   signifikan   dan   bukan
merupakan   anak  perusahaan   maupun  joint  venture   dari
investomya.

o)  Perusahaan  Daerah  adalah  badan  usaha yang seluruh  atau
sebagian modalnya dimilihi oleh Pemerintah Daerah.

BEHTUK mivESTAsl
7.   Pemerintah Daerah melakukan invesfasi dengan beberapa

alasan    antara   lain    memanfaatkan    surplus    anggaran    untuk
memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan
dana yang belum digunakan untuk invesfasi jar.gka pendek dalam
rangka manajemen kas.

8.   Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuhiikan
dengan  sertifikat  atau  dokumen  lain  yang  serupa.  Haldkat  suatu
invesfasi dapat berupa pembelian surat hutang balk jangka pendek
maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas.

KLASIFIKASI IHVESTASI
9.   Investasi  Pemerintah  Daerah  dibagi  alas  2   {dua)  yaitu

investasi  jan9ka  pendek  dan  investasi  jan9ka  panjang.  Invesfasi
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jan9ka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi
jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

10. Investasi  jan8ka  pendek  harus  memenuhi  kara]steristik
sebagal berikut:
a}     Dapat segera dipeH.ualbelikan/dicalrkan;
b)    Investasi  tersebut  ditujukan  dalam  rangka  manajemen  kas,

artinya  Pemerintah  Daerah  dapat  menjual  invesfasi  tersebut
apabila timbul kebutuhan kas; dan

c)     Berisiko rendah.
11. Dengan  memperhatikan  kriteria tersebut pada an8ka  10,

maka  pembelian  surat-surat  berharga  yang  berisiko  tinggi  bagi
Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar
surat berharga tidak termasuk dalam investasi jang±sa pendek. Jenis
investasi  yang  tidak  termasuk  dalam  kelompok  investasi  jangha
pendek antara lain adalah:
a)    Surat  berharga yang  dibeli  Pemerintah  Daerah  dalam  rangka

mengendalikan suatu badan usaha,  ndsalnya pembelian surat
berharga  untuk  menambah  kepemilikan  modal  saham  pada
suatu badan usaha;

b)    Surat  berharga  yang  dibdi  Pemerintah  Daerah  untuk  tujuan
menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain,
misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu
lembaga   baik   dalam   negeri   maupun   luar   negeri   untuk
menunjukkari Partisipasi Pemerintah Daerah; atau

c)     Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicalrkan dalaln
memenuhi kebutuhan kas janedra pendek.

12. Investasi yang dapat digolon8kari sebagal invesfasi jan9ka
pendek, antara lain terdiri atas:
a)     Deposito beljangka waktu 3   (tiga} sampai  12 {dua belas) bulan

dan  atau  yang  dapat  dipelpanjang  secara  otomatis  {riezJoZzJing
c!epostts} ; dan

b)    Pembelian surat utang Negara (SUN) pemerintah jan8ka pendek
oleh pemerintah pusat maupun Daerah dan pembehan Sertifikat
Bank Indonesia {SBI).`

13. Investasi jan9ka panjang dibagi menurut sifat penanaman
investasinya, yaitu permanen dan nonperm.arien. Investasi Perm.amen
adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki
secara  berkelanjutan,   sedangkan  investasi  nonpermanen  adalah
investasi jangka panjang yang diniaksudkan untuk diniliki secara
tidak berkelanjutan.                         ,

14. Pengertian      berkelanjutan      adalah      investasi      yang
dimaksudkan  untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat ulituk
mempeljualbe]ikan  atau  menarik  kembali.   Sedan8kan.  pengertian
tidak  berkelanjutan  adalah  kepemilikan  investasi  yang  beg.angka
waktu  lebih  darn  12  {dua belas)  bulan,  dimaksudkan  untuk tidak
dindli]d terus menerus atau ada niat untuk mempeq.ualbe]ikan atau
menarik kembali.
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15. Investasi   permanen   yang   dilakuhan   oleh   Pemerintah
Daerah    adalah    investasi    yang    tidak    dimaksudfu    untuk
dipeH.ualbelikan,   tetapi   untuk   mendapatkan   dividen   dan/atau
pengaruh yang signifikan dalam jan8ka panjang dan/atau menjaga
hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
a)    Penyertaan    Modal    Pemerintah    Daerah    pada    perusahaan

negara/Daerah, badan intemasional dan badan usaha lainnya
yang bukan milik negara; atau

b}    Investasi   permanen   lainnya   yang   dimiliki   oleh   Pemerintah
Daerah  untuk  men9hasilhan  pendapatan  atau  menin9katkan
pelayanan kepada masyarakat.

16. Investasi  nonpermanen  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah
Daerah, antara lain dapat berupa:
a)    Pembelian   obligasi   atau   surat  utang  jan8ha  panjang  yang

dimaksudkan  untuk,   dimiliki  sampai  dengan  tanggal  jatlin
temponya oleh Pemerintah Daerah;

b)    Penanaman  modal  dalaln  proyek  pembangunan  yang  dapat
dialihkan kepada pihak ketiga;

c}     Dana   yang   disisinkan   Pemerintah   Daerah   dalam   rangka
pelayanan  masyarakat  seperti  bantuan  modal  ke¢a  secara
bergulir kepada kelompok masyarakat; afau

d)    Investasi     nonpelmanen     lainnya,     yang     sifatnya     tidak
dimaksudkan    untuk    dimfliki    Pemerintah    Daerah    secara
berkelanjutan   seperti   penyertaan   modal  yang  dimaksudkan
untuk penyehatan / penyelamatan perekonomian.

17. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat
berharga  (saham)  pada  suatu  perseroan  terbatas  dan  non  surat
berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada
perusahaan yang bukan perseroan.

18. Investasi  pelmanen  lainnya  merupakan  bentuk  investasi
yang  tidak  bisa  dimasu]ckan  ke  penyertaan  modal,  surat  obligasi
jan9ha panjang yang dibdi oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman
modal  dalam  proyek  pembangunan  yang  dapat  dialihkan  kepada
pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup
dalan pemyataan ini.

19. Akuntansi   untuk   investasi   Pemerintah   Daerah   dalam
properti   dan   keq.asama   operasi   akan   diatur   dalam   kebijakan
akuntansi tersendiri

pERTGAKtJAlr INVESTAsl
20. Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerinaan hibah

dalam  bentuk  invesfasi  dan  perubahan  piutang menjadi  investasi
dapat diakui sebagal investasi apabila memenuhi salah satu ]alteria
berikut:
a)    Kemunghinan manfhat ekonomi dan  manfaat sosial atau jasa

potensial  di  nasa  yang  akan  datang  afas  suatu  investasi
tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah; atau
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b}    Nilai perolehan  atau nilal wajar investasi dapat diukur secara
memadai ( 7iezz.abze) .

21. Dalam  menentukan  apakah  suatu  pengeluaran  kaLs  atau
aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang periama,  entitas
perlu mengkaji tin8kat kepastian mengalimya manfaat ekonomi dan
manfaat   sosial   atau  jasa  potensial   dimasa  yang  akan   datang
berdasalhan  bukti-bukti yang tersedia pada  saat pengakuan yang
pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat
ekonomi yang akan dataLng atau jasa potensial yang akan diperoleh
memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh
manfaat  dari  aset  tersebut  dan  akan  menanggung  risiko  yang
mungkin timbul.

22. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatahan pada
an8ka 20 huruf b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi
pertukaran   atau   pembeHan  yang  didurfung  dengan   bukti  yang
menyatakan/mengidentifikasikan   biaya  perolehannya.   Dalam  hal
tertentu,  suatu  investasi  mun8ldn  diperoleh  bukan  berdasarkan
biaya  perolehannya  atau  berdasarkan  nilai  wajar  pada  tanggal
perolehan.  Dalam kasus yang demikian,  penggunaan nilal estimasi
yang layak dapat digunakan.

PEHGUKURAH IHVESTASI
23. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang

dapat  membentuk  nflal  pasar,  dalam  hal  investasi yang  dendkian
nilai  pasar  dipergunakan   sebagal  dasar  penerapan  nilal  wajar.
Sedarigkan  untuk  investasi  yang  tidak  memi]ihi  pasar  yang  aELf
dapat  dipergunakan  nilai  nominal,  nilai  tercatat  afau  n±lal  wajar
lainnya.

24. Investasi  jangka  pendek  dalam  bentuk  surat  berharga,
misalnya saham dan obligasi jan8ha pendek,  dicatat sebesar biaya
perolehan.   Biaya   perolehan   investasi   meliputi   harga   transaksi
investasi itu sendiri ditanbah komisi perantara jual beli, jasa bank
dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

25.  Apabila invesfasi dalam bentuk surat berharga diperoleh
tanpa hiaya perolehan,  maka investasi dinflai berdasar nilai wajar
investasi  pada  tanggal  perolehannya  yaitu  sebesar  harga  pasar.
Apabila  tidak  ada  nilai  wajar,  biaya  perolehan  setara  kas  yang
diserahkan   atau   nilai  wajar  aset  lain  yang  diserahkan  untuk
memperoleh investasi tersebut.

26. Investasi   jan8ka   pendek   dalam   bentuk   non   saham,
misalnya dalam bentuk deposito jan9ka pendek dicatat sebesar nilai
nominal deposito tersebut.                                                                      `

27. Investasi jangka panjang yang bersifat perlnanen misalnya
penyertaan   modal   Pemerintah   Daerah,   dicatat   sebesar   biaya
perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah
biaya lain yang tiinbul dalam ran8ka perolehan investasi tersebut.
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28. Investasi  nonpelmanen  dalam  bentuk  pembelian  obligasi
jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dinflild
berkelanjutan, dinilal sebesar nilai perolehannya.

29. Investasi     nonpermanen     yang     dimaksudkan     untuk
penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilal sebesar nflai beralh
yang dapat direalisasikan.

30. Investasi  nonperm.amen  untuk  penyehafan/penyelamatan
perekonomian  misalnya  dana  talangan  dalam  rangka  penyehatan
perbankan.

31. Investasi nonpelmanen dalam bentuk penanaman modal di
proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIE) dinilai
sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk
perencanaan   dan   biaya   lain   yang   dikelualkan   dalam   ran9ka
penyelesaian  proyek  sampai  proyek  tersebut  diserahhan  ke  pihak
ketiga.

32. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran
aset   Pemerintah   Daerah,   maka   nilal   investasi   yang   diperoleh
pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi
tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

33. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar
dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah
dengan  menggunakan  nflai tukar  (kurs tengah  bank sentral)  yang
berlaku pada tanggal transaksi.

34. Diskonto atau premi pada pembelian invesfasi diamoriisasi
selama periode  dari  pembelian  sampal jatuh tempo  sehingga hasil
yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

35. Diskonto afau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan
atau  didebetkan  pada  pendapatan  bunga,   sehingga  merupakan
penambahan atau pengurangan dari nilal tercatat investasi {car7'I/I.7tg
a;drzte} tersebut.

MEDODE PEHILAIAH IHVESTASI
36. Penilaian  investasi  Pemerintah  Daerah  di]akuhan  dengan

tiga metode yaltu:
a)     Metode biaya;

Dengan  menggunakan  metode  biaya,  investasi  dicatat  sebesar
biaya  perolehan.   Penchasilan  atas  investasi  tersebut  diakui
sebesar  bagian  hasil  yang  diterima  dan  tidak  mempengaruhi
besamya  invesfasi  pada  badan   usaha/badan   hukum  yang
terkait.

b)     Metode ekuitas;
Dengan   menggunakan   metode   ekuitas   Pemerintah   Daerah
mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan. ditambah
atau   dikurangi  sebesar  bagian  laba  atau  ru9i  Pemerintah
Daerah setelah tanggal perolehan.  Bagian laba kecuali dividen
dalam  bentuk  saham yang diterima  Pemerintah  Daerah  akan
mengurangi   nilai   investasi   dan   tidak   dilaporkan   sebagai
pendapatan.    Penyesuaian    terhadap    nilai    investasi    juga
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diperlukan   untuk   mengubah   porsi   kepemililrm   investasi
Pemerintah  Daerah,  misalnya  adanya  perubahan yalig  timbul
akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c}     Metode nilai bersih yang dapat direafisasikan;
Metode   nilai   bersih   yang   dapat   direalisasihan   digunakan
terutama  untuk  kepemilikan  yang  akan  dilepas/dijual  dalam
jan9ka waktu dekat.

37. Penggunaan   metode   pada  an8ha   36   didasarkan   pada
kriteria sebagal berikut:
a)     Kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen} menggunakan

metode biaya;
b)    Kepemilikan 20% {dua puluh persen)  sampai 50% (lira puluh

persen}, atau kepemilikan kurang darn 20% (dua puluh persen)
tetapi memiliki pengamh yang signifikan menggunakan metode
ekuitas;

c)     Kepemi]ikan lebih dari 50°/a (lima pulub persen)  menggunakan
metode ekuitas; atau

d)    Kepemi]ikan  bersifat nonpermanen  menggunakan  metode  nilai
bersih yang direalisasikan.

38. Dalam   kondisi   tertentu.   kriteria   besarnya   prosentase
kepemilikan  saham  bukan  merupakan  faktor  yang  menentukan
dalam   pemilihan   metode   penilaian   investasi,   tetapi  yang  lebih
menentukan adalah tin8kat pengamh  {ffae czegree of I.7ijfuenee)  ataLu
pengendalian    terhadap    perusahaan    z.7Luesfee.    Ciri-ciri    adanya
pengaruh atau pengendalian pada perusahaali investee, antara lain:
a)     Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
b}    Kemalnpuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
c)     Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi

perusahaan I.nzJes€ee; dan
d)    Kemampuan   untuk   mengendalikan   mayoritas   suara   dalam

rapat/ pertemuan dewan direksi.

PERTGAKUAIT IIAslL mivESTAsl
39. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek,

antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai
(cash dividen} dicatat sebagai pendapatan.

40. Hasil  investasi  berupa  dividen  tunal yang  diperoleh  dari
penyertaan    modal    Pemerintah    Daerah    yang    pencatatannya
menggunakan   metode   biaya,   dicatat   sebagal   pendapatan   hasfl
investasi.  Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas,  bagian
laba berupa dividen  tunai yang diperoleh  oleh Pemerintah  Daerah
dicatat  sebagal  pendapatan  hasil  investasi  dan  mengurangi  nilal
invesfasi  Pemerintah  Daerah.  Dividen  dalam  bentuk  saham  yang
diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah.
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PELEPASAN DAM pErmNDAIIAN ThrvESTAsl
41. Pelepasan   investasi   Peme]intali   Daerah   dapat   ten.adi

karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah
dan lain sebagalnya.

42. Perbedaan  antara  hasil  pelepasan  investasi  dengan  nilai
tercatatnya     harus     dibebankan     atan     dikreditkan     kepada
keuntungan/rugi  pelepasan  investasi.  Keuntungan/rugi  pelepasan
investasi disajikan dalam laporan operasional.

pEHGUHGKAPAlr
43. Hal-hal   lain   yang   harus   diungkapkan   dalam   laporan

keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi Pemeintah
Daerah, antara lain:
a)    Kebijakan arfuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b)    Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
c)     Perubahan harga pasar balk investasi jangka pendek maupun

investasi jan8ka panjang;
d)    Penurunan   nilai   investasi   yang   signilkan   dan   penyebab

penurunan tersebut;
e)     Investasi    yang    dinflal    dengan    nilal    wajar    dan    alasan

penerapannya; dan
P     Perubahan pos investasi.
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I. AKUHTA)TSI ASET TRTAP

PEHDAHULUAV
"juan

1.   'Itijuan    Kehijakan    Akuntansi    ini    adalah    mengatur
perlakuan  akuntansi  untuk aset tetap.  Masalah  utana afuntansi
untuk  aset  tetap  adalah  saat  pengakuan  aset,  penentuan  pj]al
tercatat,  serta penentuan  dan  perlakuan akuntansi atas penilalan
kembali dan penurunan nilai tercatat {ca7'7'I/I.7'}g uazzte) aset tetap.

Ruang Lingkup
2.   Kehijakan  Akuntansi  ini  diterapkan  untuk  seluruh  unit

Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan
umum  dan  mengatur  tentang  perlakuan  akuntansinya,  termasuk
pengaJman,     penilaian,     penyajian,     dan    pengun9kapan    yang
diperlukan.

3.   Kebijahan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:
a)     Hutan   dan   sumber   daya   alam   yang   dapat   diperbaharui

(regenercttive nato;rat resou:roesS., dan
b)     Kuasa   pertambangan,   eksplorasi   dan   penggalian   mineral,

minyak,  gas alam,  dan  sumber daya alam serupa yang tidak
dapat diperbaharui { no7i-regeriemafl.zJe nczfurclz resources}.

Namun demi]dan, Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk aset tetap
yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas
atau  aset yang tereakup  dalam  huruf a}  dan  huruf b)  dan  dapat
dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

DEFIHISI
4.   Berikut   adalah   istilah-istHah   yang   digunakan   dalam

Kebijakan Akuntansi dengan pengertian berikut:
a)     Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  difuasai  dan/atau

dimiliki oleh  Pemerintah  Daerah  sebagal  ahibat dari peristiwa
nasa lalu dari dariman.a manfaat ekonomi dan/atau sosial di
nasa depan diharapkan dapat diperoleh, balk oleh Pemerintah
Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang,  termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan
untuk  penyediaan jasa  bagi  masyarakat  umum  dan.  sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejafah dan budaya.

b)     Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyal nasa manfaat
lebih darn 12 (dua belas) bulan untuk digunahan dalam kegiatan
Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

c}     Biaya  perolehan  adalah  jumlah  has  atau  setara  kas  yang
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk
memperoleh  suatu  aset  pada  saat  perolehan  atau  konstruksi
sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang
siap untuk dipergunakan.

d)     Masa manfaat adalah:
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1}     Periode suatu aset dihalapkan digunakan untuk aktivifas
pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

2}    Jumlah   produksi   afau   unit   serupa   yang   diharapkan
diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau
pelayanan pubfik.

e)     Nilai sisa (Residu)  adalah jumlah neto yang diharapkan dapat
diperoleh pada alchir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi
taksiran biaya pelepasan.

fl      NIai tercatat {car7gr.ng amourl9 aset adalah nilai bHku aset, yang
dihitung  dari  biaya  perolehan  suatu  aset  setelah  dikurangi
akumulasi penyusutan.

g}     Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesalan kewajiban
antar    pihak   yalig    memahami    dan    berkeinginan    untuk
melakukan transaksi wajar.

h}    Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset yang
dapat disusutkan (c!epreca.abze assets) selama nasa manfaat aset
yang ber±gkutan.

i)      Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian
dengan tanpa meningkatkan lflialitas dan atau kapasitas dengan
maksud dapat digunakan sesuai kondisi semula.

j}      Renovasi  aset  tetap  adalah  kegiatan  penambahan,  perbaikan,
dan   atau   penggantian   bagian   aset   tetap   dengan   maksud
menin9kathan nasa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.

k}     OzJeriJiczztz  aset  tetap  adalah  kegiatan  penambahan,  perbaikan,
dan   atau   penggantian   pelalatan  mesin  aset  tetap   dengan
maksud   meningkatkan   nasa   manfaat,   kualitas   dan   atau
kapasitas.

UrmM
5.   Aset  tetap  sering  merupakan  suatu  bagian  utama  aset

Pemerintah   Daerah,   dan  karenanya  signifikan  dalam  penyajian
neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah adalah:
a)   Aset  tetap  yang  dimiliki  oleh  entitas  pelaporan  afau  entitas

akuntansi namun  dimanfaatkan oleh  entitas lainnya,  misahaya
instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontrakeor; dan

b}   Hak atas tanah.
6.   Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang

dirfuasai  untuk  dikonsum:i  dalam   operasi   Pemerintah  Daerah,
seperti bahan {materials} dan perlengkapan (sztppz£.es).

KLASIFIRASI ASET TETAP
7.   Aset  tetap  diklasifikasikan  berdasarkan  kesamaan  dalam

si fat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entifas. Berikut adalah
klasifikasi aset tetap yang digunakan:
a}     Tanah;
b)    Peralatan dan Mesin;
c)     Gedung dan Bangunan;
d)    Jalan, Irigasi, dan Jarfugan.;
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e}     AsetTetap Lainnya; dan
P     Konstruksi dalam pengeljaan.

8.   Tanah yang dikelompo]dran sebagai aset tetap adalah tanah
yang  diperoleh   dengan  maksud  untuk  dipakal  dalam  kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi slap dipakai.

9.   Gedung  dan  bangunan  mencakup  seluruh  gedung  dan
bangunan  yang  diperoleh  dengan  maksud  untuk  dipakai  dalam
kegiatan  operasional  Pemerintah  Daerali  dan  dalam  kondisi  siap
dipakai

10. Peralatan    dan    mesin    mencakup    mesin-mesin    dan
kendaraan bermotor, alat elektonik,  dan seluruh inventaris kantor,
dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan nasa manfaatnya
lebih dari 12 (dua befas) bulan dan dalan kondisi siap pakai.

11. Jalan,  irigasi,  dan jaringan  mencakup jalan,  irigasi,  dan
jaringan  yang  dibangun  olch  pemerintah  serta  dimiliki  dan/atau
dikuasal oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi slap dipakai

12. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompo]ckan ke dalam kelompok aset tetap di alas, yang diperoleh
dan  dimanfaatkan  untuk kegiatan  operasional  Pemerintah  Daerah
dan dalam kondisi siap dipakai.

13. Konstruksi  dalam  penge±aan  mencakup  aset  tetap  yang
sedang  dalam  proses  pembangunan  namun  pada  tanggal  laporan
keuangan belum selesai seluruhnya.

14. Aset   tetap   yang   tidak   digunakan    untuk   keperluan
operasional  Pemerintah  Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap
dan tetap dilakukan pencatatan dan merupakan lampiran Laporan
Keuangan dari dijelaskan di dalam CalJK.

pENGAKUABr ASET TETAp
15. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan

diperoleh  dan  nilainya dapat diukur dengan handel.  Untuk dapat
diakui sebagal aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagal berikut:
a)     berwujud;
b}    mempunyal nasa manfaat lebih dari 12 {dua belas} bulan;
c)     biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d}    tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e)     ada unsur biaya pemeliharaan;
I)     diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
g)     memenuhi nilai satuan minimum kapita]isasi.

16. Dalaln menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai
manfaat lebin darn 12 {dua belas} bulan, suatu entitas harus menilai
manfaat ekonomi nasa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap
tersebut,  balk  langsung  maupun  tidak  langsung,  bagi  kegiatan
operasional  Pemerintah  Daerah.   Manfaat  tersebut  dapat  berupa
aliran   pendapatan   atau   penghematan   belanja   bagi   Pemerintah
Daerah. Manfaat ekonomiinasa yang akan datang akan mengalir ke
suatu entitas dapat dipastikan bila entifas tersebut akan menerima
manfaat dari menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya
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tersedia  jika  manfaat  dan  risiko  telah  diterima  entifas  tersebut.
Sebelum hal ini ten.adi, perolehan aset tidak dapat diakui.

17. Tujuan  utama  dari  perolehan  aset  tetap  ada]ah  untuk
digunakan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalan  mendurfung  kegiatan
operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

18. Pengakuan  aset  tetap  akan  andal  bila  aset  tetap  telah
diterima ataLu diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada scat
penguasaannya berpindah.

19. Saat pengakuan aset akan lebih dapat dianda]ha apabila
terdapat  bulcti  bahwa  telah  ten.adi  perpindahan  hak  kepemillkan
dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifihat tanah dan
bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap
belum  didukung  dengan  bukti  secara  hukum  dikarenakan  masih
adanya   suatu   proses   administrasi   yang   dinaruskan,    seperti
pembelian  tanah  yang  masih  harus  diselesaikan  proses jual  bell
(akta)  dan  sertifikat  kepemflikarmya  di  instansi  beowenang,  maka
aset tetap  tersebut harus  diakui pada  saat terdapat bukti bahwa
penguasaan ataLs aset tetaLp tersebut telah berpindah, misalnya telah
teljadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nana
pendik sebelumnya.

20. Nilal   Satuan   Minimum  Kapitalisasi  Aset  Tetap   adalah
pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari
hasil pengembangan, reldasifikasi, renovasi, perbalkan atau restorasi.

21. Nilal Satuan Mininum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan
apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

PERTGUKURART ASET TEqnp
`          22. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabfla penilaian
aset     tetap     dengan     menggunakari     biaya     perolehan     tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap  didasarkan pada nilai wajar
pada saat perolehan.

23. Pengufuran  dapat  dipertimban8han  andal  bila  terdapat
transaksi  pertukaran   dengan   bukti  pembelian   aset   tetap  yang
mengidentifikasikan   biayanya.   Dalaln  keadaan   suatu  aset  yang
dikonstruksi/dibangun   sendiri,   suatu   pengurfuran   yang   dapat
diandalhan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak ekstemal
dengan entitaLs tersebut untuk perolehan bahan. baku, tenaga ken.a
dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

24. Biaya  perolehan  aset  tetap  yang  dibangun  dengan  cara
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga keg.a, bahan baku,
dan   biaya   tidak   langsung   termasuk   biaya   perencanaan   dan
pengawasan,   perlen8kapan,   tenaga  listrik,   sewa  peralatan,   dan
semua biaya lainnya yang teljadi berkenaan dengan pembangunan
aset tetap tersebut.
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PEHILAIAN AWAL ASET TETAP
25. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui

sebagal  suatu  aset  dan  dikelompoldran  sebagai  aset  tetap,  pada
awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

26. Bila  aset  tetap  diperoleh  dengan  tanpa  nilai,  biaya  aset
tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

27. Suatu  aset  tetap  mun8ldn  diterima  Peme]intah  Daerah
sebagai   hadiah   atau   donasi.   Sebagai   contoh,   tanah   mun8lin
dihadiahkan  ke  Pemerintah  Daerah  oleh  pengembang  (czeaJezape¢
dengan tanpa nflai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk
membangun  tempat  parkir, jalan,  ataupun  untuk  tempat  pejalan
kaki.   Suatu   aset  juga   mun8ldn   diperoleh   tanpa  nilai   melalui
pengimplementasian  wewenang  yang  diniliki  Pemerintah  Daerah.
Sebagai  contoh,  dikarenakan  wewenang  dan  peraturan yang  ada,
Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan
bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi
Pemerintah  Daerah.  Untuk  kedua  hal  di  afas  aset  tetap  yang
diperoleh harus dinilai berdasarkan nilal wajar pada saat aset tetap
tersebut diperoleh.

28. Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada
saat  perolehan  untuk  kondisi  pada  an8ka  26  bukan  merupakan
suatu  proses  penilaian  kembali  (revaluasi)   dan  tetap  konsisten
dengan  biaya perolehan  seperti pada  an8ka 25.  Penilafan kembaJi
yang  dimaksud  pada  angka  67  dan  paragraf yang  berhubungan
lainnya hanya diterapkan pada penilalan untuk periode pelaporan
selanjutnya, bukan pada saat perolehari awal.

29. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas,
biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nflai wajar pada
saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah
tanggal neraca awal, afas perolehan aset tetap baru,  suatu entitas
menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan
tidak ada.

KOMPOHEH BIAYA
30. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga belinya

atau konstruksinya, telmasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan  secara  langsung  dalam  membawa  aset  tersebut  ke
kondisi   yang   membuat   aset   tersebut    dapat   bekeq.a    untuk
penggunaan yang dimaksudkan.

31. Contoh  biaya  yang  dapat  diatribusikan  secara  langsung
adalah:
a)    biaya persiapan tempat;
b)     biaya  pengiriman  awal  {i.ndfhaz  c!ezz.I;er3/I  dan  biaya  simpan  dan

bongkar muat (handzz+zg cosfl ;
c)      biaya pemasangan {z.rzstedtzt€ori cost};
d)    biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
e)     biaya konstruksi.



- 171 -

32. Tanah diarfui pertama bali sebesar biaya perolehan. Biaya
perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah,
biaya  yang  dikeluarkan   dalam   rangka  memperoleh  hak,   biaya
pematangan,  pengukuran,  penimbunan,  dan  biaya  lainnya  yang
dikeluarkan  sampal  tanah  tersebut  slap  pakal  Nilal  tanah  juga
meliputi nilai  bangunan  tua yang terletak pada tanah yang dibeli
tersebut   jika    bangunan    tua    tersebut    dimaksudkan    untuk
dimusnahkan.

33. Biaya  perolehan  peralatan  dan  mesin  mengganbarkan
jumlah   pengeluaran   yang   telah   dilakukan   untuk   memperoleh
peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai Biaya ini antara lain
meliputi harga pembefian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta
biaya  langsung  lainnya  untuk  memperoleh  dan  mempersiapkan
sampal peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

34. Biaya  perolehan  gedung  dan  bangunan  menggalnbarkan
seluruh  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  gedung  dan
bangunan sampal siap pakai.  Biaya ini antara lain meliputi harga
pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB,
notaris, dan pajak.

35.Biaya      perolehan      jalan,       irigasi,       dan      jaringan
mengganbarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
jalan, irigasi, dan jaringan sampai slap pakai. Biaya ini meliputi biaya
perolehan   atau   biaya   konstruksi   dan   biaya-biaya   lain   yang
dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut slap pakai.

36. Biaya   pelulehan   aset   tetap   lainnya   menggambarkan
seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan
untuk memperoleh aset tersebut sampal siap pakai.

37. Biaya   administrasi   dan   biaya   umum   lainnya   bukan
merupakan   suatu   komponen  biaya  aset  tetap   sepanjang  biaya
tersebut  tidak  dapat  diatribusikan  secara  langsung  pada  biaya
perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerianya.  Delnikian
pula biaya permu]aan (sfar£-ttp cosS  dan pra-produksi serupa tidak
merupakan  bagian  biaya  suatu  aset  kecuali  biaya  tersebut  perlu
untuk membawa aset ke kondisi keljanya.

38. Biaya  perolehan  suatu  aset yang  dibangun  dengan  cara
swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset
yang dibeli.

39. Setiap potongan dagang dan rabat dikuran8kan dari harga
pembeHan.

KOHSTRUKsl DALAM PEAVGERI:AAlr
40. Jika penyelesalan pengeq.aan suatu aset tetaLp melebihi dan

atau melewati 1 (satu) periode tahun anggaran, maka aset tetap yang
belum    selesal    tersebut    digolon8han    dan    dilaporkan    sebagai
konstruksi  dalam  pengeH.aan  sampai  dengan  aset  tersebut  selesai
dan siap dipakai.

41. Kebijakan     Akuntansi     mengenal     Konstruksi     dalam
Pengeljaan  mengatur  secara rinci mengenal perlakuan  aset dalam
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pengeljaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi
aset  tetap  balk  yang  dikeljahan  secara  swakelola  maupun  yang
dikeH.akan  oleh  kontraktor.  Apabi]a  tidak  disebutkan  lain  dalan
Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlafu prinsip
dan rincian yang ada pada Kebijakan Alflmtansi mengenai konstruksi
dalam PengeH.aan.

42. Konstruksi  dalam  PengeH.aan  yang  sudan  selesal  dibuat
atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan
ke-salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

PEROLEHAH SECARA GABtINGAN
43. Biaya   perolehan   dari   masing-masing   aset   tetap   yang

diperoleh secara gabungan ditentuhan dengan mengalokasiha harga
gabungan  tersebut  berdasarkan  perbandingan  nilai wajar  masing-
masing aset yang bersangkutan.

p       UKARAH ASET (zELCH4]\zGEs aFAssEziey
44. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau

pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya.
Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang
diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas
setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang
ditransfer/diserahkan.

45. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas
suatu  aset yang  serupa yang  memflife  manfaat yang  serupa  dan
memfli]d nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas
dalam  pertukaran  dengan  kepemilihan  aset  yang  serupa.  Dalaln
keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui
dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar
nilal tercatat {ca77gr.ng amou7iq atas aset yang dilepas.

46. Nilai   wajar   atas   aset   yang   diterima   tersebut   dapat
memberikan bulcti adanya suatu pengurangan (I.mpczz.7`77'zerlfl nilai atas
aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dflepas harus
diturun-nilai-bukukan (z4n.#e7t cfour7i) dan nilai setelah diturun-nflai-
bufukan {z#7i#ezt cZozpn} tersebut merupakan nilal aset yang diterima.
Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran
bangunan,  mesin,  peralatan  khusus,  dan  kapal  terbang.  Apabila
terdapat   aset   lainnya   dalam   pertukaran,   misalnya   kas   atau
kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang
dipertukarkan tidak mempunyal nilai yang sama.

ASRT DOHASI
47. Aset tetap yang diperoleh darn sumbangan  (donasi)  harus

dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
48. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagal transfer tanpa

persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan
non  pemerintah  memberikan  bangunan  yang  dimilikinya  untuk
digunakan oleh  1  (satu} unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan
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apapun.  Penyerahari  aset  tetap  tersebut  akan  sangat  andal  bila
didukung dengan bum pelpindahan kepemilikannya secara hukum,
seperti adanya alsta hibah.

49. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan
aset  tetap  tersebut  dihubun8kan  dengan  kewajiban  entitas  lain
kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta
membangun    aset    tetap    untuk    Pemerintah    Daerah    dengan
persyaratan kewajibarmya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap
selesai.  Perolehan  aset  tetap  tersebut  harus  diperlakukan  seperti
perolehan aset tetap dengan pertukaran.

50. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan
aset  donasi,  maka  perolehan  tersebut  diakui  sebagai  pendapatan
operasional.

PERTGELUARAN        SETEIAII        PEROREHAH         I s ZZBSEOInJvr
EXPEREITVRES|

51. Aset  tetap  dipeluleh  Pemerintah  Daerah  dengan  maksud
untuk  digunakan  dalam  kegiatan  operasional  Pemerintahan.  Aset
tetap bagi Pemerintah Daerah, di sathi sisi merupakan sumber daya
ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudiari hari
Pemerintah Daerah wajib meme]ihara atau merehabilitaLsi aset tetap
yang  bersangkutan.  Pengeluaran  belanja  untuk  aset  tetap  setelah
peroleharmya  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaltu  belanja  untuk
pemeliharaan,   belanja   untuk   rehabilifasi,   dan   belanja   untuk
overhaul.

52. Belanja untuk pemeliharaan  dinaksudkan  dalam rangka
mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesual dengan kondisi
norlnal  atau   meningkatkan   kapasitas  aset  tetap.   Belanja  yang
dikeluarkan   untuk   peningkatan   adalah   belanja  yang   memberi
manfaat   ekonomi   di   masa   yang   akan   datang   dalam   bentuk
peningkatan   kapasitas,   masa   manfaat,   mutu   produksi,   atau
penin9katan standar kinep.a.

53. Belanja   untuk  renovasi   atau   rehabilitasi   dan   oz/erJ2a!ztz
dimaksudkan dalam ran8ka mempertahanan kondisi aset tetap atau
meningkatkan  kapasitas  aset tetap,  penin8katan  aset tetap  dalam
bentuk peningkatan kapasitas, nasa marfaat, mutu produksi atau
peningkatan standar ken.a.

54. Peningkatan  kapasitas  adalah  bertambahnya  kapasitas
atau  kemampuan  aset  tetap  yang  sudah  ada.  Misalnya,  sebuah
generator listrik yang mempunyai  oufpttt 200  kw  {dua ratus kilo
watt) dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi
300 kw (tiga ratus kilo watt).

55.  Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualifas
dari aset tetap yang sudah ada. Misahaya, jalan yang masih berupa
tanah ditin8katkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

56. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah
atau satuan ukuran aset yang sudah ada. Misalnya, penambahan
luas  bangunan  suatu  gedung  dari  400  m2  (empat  ratus  meter
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persegi} menjadi 500 Irf {lima ratus meter persegi}. Contoh: Peran8kat
Daerah  merencanakan  untuk  menganggarkan  untuk  perbaikan
kantor    dengan    memperbaiki    atapnya    yang    sering    bocor,
pengecatan,  penggantian  ban  mobil dinas A,  ganti  oli  dan  servis
mobil  A,  serta  oz/er7ttzz£Z  mobil  a.  Rencananya,  atap  kantor  yang
terbuat dari seng akan diganti dengan atap yang lebih balk, yaitu
menggunakan      genteng     keramik      dengan      menelan      biaya
Rp20.000.000,OO  {dua  puluh juta  rupiah).  Pengecatan  dengan  cat
kualifas nomor  1  Dulux Rpl5.000.000,00  {1ima belas juta mpiah).
Ganti empat ban Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), servis dan ganti
oli Rp750.000,OO {tujuh ratus fima puluh ribu rupiah), dan oz;e7i7iattz
Rp6.500.000,00   {enam  juta   lima   ratus   ribu   rupiah}.   Sebelum
dialokasikan   anggaran   untuk   pengeluaran   penggantian   atap
kantor   perlu   dilakukan   analisis   apakah   pengeluaran   tersebut
dimasu]dran   sebagai   Belanja   Modal   atau   Belanja   Operasiomal.
Rencana pengeluaran untuk mengganti atap lama dengan atap baru
dapat  menambah  kualitas  afau  manfaat  dari  bangunan.  Berarti
kriteria     pertama     terpenuhi     yaitu      pengeluaran      tersebut
mengakibatkan bertambahnya nasa manfaat, kapasitas, kualitas,
dan  volume  aset  yang  dimiliki.   Demikian  juga  kriteria  kedua,
pengeluaran   tersebut  memenuhi  nilai  minimum   kapitalisasi
untuk   gedung   dan   bangunan   yang   ditetapkan   sebesar
Rpl0.000.000,00   {sepuluh  juta  rupiah).   Pengecatan  tidak  akan
menambah masa manfaat,  umur,  dan kapasitas,  berapa pun nflal
pengecatan. Sama halnya dengan penggantian ban sehingga masuk
klasifikasi     Belanja     Operasional.     Sedangkan     overhaul    akan
menambah umur mesin mobil, masuk klasifikasi Belanja Modal.

57. Belanja   pemeljharaan   atau   rehabflitasi   dalam   rangka
peningkatan   ]chusus   irigasi   dan  jaringan   sepanjang  tidak   ada
kegiatan   pembangunan   fisik   hanya   bersifat   pengerukan   atau
normalisasi maka semua pengeluaran dikategorikan sebagal belanja
pemeliharaan.

58. Besaran   belanja   yang   meninghathali   kapasitas,   nasa
manfaat,   mutu   produksi   dikapitalisasi   atau   menambah   nilai
perolehan    aset    tetap    dan/atau    melebihi    batas    kapitalisasi
dikategorikan sebagal menambah aset tetap.

59. Sedangkan belanja yang tidak beapengaruh pada aset tetap
yang bersanglflitan dan akan tetapi melebihi batas kapitalisasi maka
dikategorikan sebagal menambah aset tctap.

60. Belanja  yang  dikeluarkan  tidak  belpengaruh  pada  aset
tetap yang bersanglflitan dan tidak melebihi bafas kapitalisasi maka
dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan.

61. Penambahan nasa manfaat aset tetap disesuaihan dengan
jumlah  belanja  yang  dikeluarkan  terhadap  nilai  aset  tetap  yang
bersangkutan {di luar penyusutan), dan penambahan nasa manfaat
aset tetap terlampir dalam kehijakan akuntansi ini.

62. Penambahan  nasa  manfaat  aset  tetap  adalah  nilai  sisa
manfaat  aset  tetap  yang  bersanghaitan  ditambah  dengan  nasa
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manfaat akibat belanja yang dikeluarkan, dimana nasa manfaat aset
tetap akibat penambahan tidak boleh melebihi nasa manfaat normal
aset tetap yang bersangkutan.

63. Kapitalisasi  biaya  ditetapkan  dalam  kehijakan  akuntansi
belanja Pemerintah Daerah khususnya belanja pemeliharaan berupa
kriteria suatu batasan jumlah biaya (cap{tedzzafrori fhaesfrozds) pada
kebijakan   akuntansi   nilai   safuan   minimum   kapitalisasi   dan
extrcunTTitabct.

64. Dikarenakan  aset  tetap  organisasi  pemerintah  sangatlah
beragam  dalam jumlah  dan  penggunaan  aset  tetap,  maka  suatu
batasan jumlah  biaya  kapitalisasi  {capi.fazzzczfrori  £Jiresfrozds)  untuk
tiap jenis aset tetap tidak dapat diseragamkan. Masing-masing jenis
aset  tetap  harus  ditentukan  batasan julnlahnya.  Batasan jumlah
biaya kapitalisasi (cqpz.fozieczfrozt threshozds} harus diterapkan secara
konsisten dan diun8kapkan dalam Catatan atas lxporan Keuangan.

65. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi
dan        Jaringan        yang        berupa        p embangunan        dan
peningkatan/ rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset
yang     bersan9kutan,     sedan8kan     pengeluaran     yang     berupa
pemeliharaan tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagal biaya.

PEN  uKtJRAH    BERIKUTH¥A    (szzBSEp{zEAZT    dm4s[zREflqrv])
TERIIADAp pENGjLKUAnr AWAL

66. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap
tersebut  dikurangi  akumulasi  penyusutan.  Apabila  ten.adi  kondisi
yang  memun9kinkan  penilaian  kembali,   maka  aset  tetap  akan
disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap
dan afun ekuitas.

pErmsuTan
67. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilal suatu

aset tetap yang dapat disusutkan (czepriec!.abze czssets}  selama nasa
manfaat aset yang bersangkutan.

68. Nilai  penyusutan   untuk  masing-masing  periode   diakui
sebagai pengurang nilai tercafat aset tetap dalam neraca dan beban
penyusutan dalam laporan operasional.

69. Penyesuaian  nilai  aset  tetap  dilakukan  dengan  berbagal
metode  yang   sistematis   sesuai   dengan   nasa  manfaat.   Metode
penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat
ekonomi   atau   kemungldnan  jasa   {serfee  po€enfroq   yang   akan
mengalir ke Pemerintah Daerah.

70. Masa  manfaat  aset  tetaLp  yang  dapat  disusutkan  harus
ditinjau  §ecara  periodik  dan  jika  terdapat  perbedaan  besar  darn
estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan
datang harus dilakukan penyesuaian.

71. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:
a.  Metode garis lurus (sfrokyh£ Zzne me£J2ocS; ataLu
b.  Metode saldo menurun ganda {czortbfe czech.".ng bazar'zce mefho®
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c.  Metode unit produksi {zt".€ ofprocz#cfron rne€hocz)
72. Selain  tanah  dan  konstruksi  dalam  pengeH.aan,  seluruh

aset  tetap  disusuthan  sesual  dengan  sifat  dan  karalderist:ik  aset
tersebut.

PERTILAIART KEMELI ASET TEmp |REfIAz,zIAHaJvy
73. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umurmya

tidak   diperkenankan   karena   Standar   Ahamtansi   Pemerintahan
menganut penilalan  aset berdasarhan  biaya perolehan  atau  harga
pertukaran.  Penyimpangan  dari  ketentuan  ini  mungkin  dilakukan
berdasarkan  ketentuan  Pemerintah  Daerah  yang  berlaku  secara
nasional.

74. Dalaln   hal   ini   laporan   keuangan   harus   menjelaskan
mengenal  penyimpangan  dari  konsep  biaya  perolehan  di  dalam
penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut tethadap
gambaran  keuangan  suatu  entifas.  SeHsih  antara  nilai  revaluasi
dengan nilal tercatat aset tetap dibukukan dalaln akun ekuifas.

AKtTRTTansl TADrAII
75. Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4

(empat) kriteria berikut:
1)   mempunyai nasa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2)   biaya perolehan aset dapat diu]flir secara andal;
3)   tidak dimaksudkan untuk dijual;
4)   diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
Apabila salah satu ]riteria tidak telpenuhi maka tanah tersebut tidak
dapat diakui sebagal aset tetap milik Pemerintah Daerah.

76.   Pengadaan tanah Pemerintah Daerah yang sejak semula
dimaksudkan  untuk diserahhan kepada pihak lain tidak disajikan
sebagai  aset  tetap  tanah,  melainkan  disajikan  sebagal persediaan.
Misalnya,  apabila I+embaga  Perumahan  Rakyat mengada]ran  tanah
yang di atasnya akan dibangLm rumah untuk ralayat miskin.  Pada
Neraca Lembaga Perumahan Rakyat, tanah tersebut tidak disajikan
sebagal aset tetap tanah, namun disajikan sebagal persediaan.

77.   Hak     kepemilikan     tanah     didasarkan     pada     bukei
kepemilikan  tanah  yang  sah  berupa  sertifikat,  misalnya  Sertifikat
Hak   Milik   {SHM),   Setifikat   Hak   Guna   Bangunan   (SHGB),   dan
Sertifikat Pengelolaan Lahan (SPL}. Berdasarkan hal tersebut, untuk
contoh     kasus    diatas,     Lembaga    Perumahan    Rakyat    tetap
mengakui/mencatat tanah sebagal persediaan sebelum berita acara
penyerahan dan sertifikat tanah diserahkan kepada masing-masing
rdyat yang berhak.

78.   Pada prakfihaya,  masih barryak tanah-tanah Pemerintah
Daerah yang dikuasal atau digunakan oleh kantor-kantor Pemerintah
Daerah, namun belum disertifikatkan atas nana Pemerintah Daerah.
Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang
dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti
kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Pedoman terkait dengan
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kasus-kasus  kepemilikan  tanah  dan  penyajiannya  dalaln  laporan
keuangan adalah sebagai berikut:
1)   Dalam hal tanah belum ada buEL kepemilikan yang sch, namun

dikuasai  dan/atau  digunakan  oleh  Pemerintah  Daerah,  maka
tanah  tersebut  tetap  harus  dicataLt  dan  disajikan  sebagai  aset
tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuarigan.

2)   Dalam   hal   tanah   dimili]d   oleh   Pemerintah   Daerah,   namun
difuasal  dan/atau  digunakan  oleh  pihak  lain,  maka  tanah
tersebut  tetap  harus  dicatat  dan  disajikan  sebagai  aset  tetap
tanah   pada   neraca   pemerintah,   selfa   diun9kapkan   secara
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan,  bahwa tanah
tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

3)   Dalam hal tanah dimilild oleh suatu entitas Pemerintah Daerah,
namun  dikuasai  dan/atau  digunakan  oleh  entitas  Pemerintah
yang    lain    (Pemerintah    Pusat,    Pemerintah    FTowhsi,    atau
Pemerintah  Daerah  lainnya}  malra  tanah  tersebut  dicatat  dan
disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bu]sti
kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalaln Catatan
atas   Laporan   Keuangan.   Entifas   Pemerintah   Daerah   yang
menguasai   `   dan/atau        menggunakan        tanah        cukup
mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalaln Catatan
afas Laporan Keuangan.

4)   Perlakuan   tanah   yang   masih   dalam   sengkefa   atau   proses
pengadilan:
a.  Dalam hal belum ada bukei kepemilikan tanah yang sah, tanah

tersebut dikLiasal dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah
maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai
aset  tetap   tanah   pada  neraca  Pemerintah   Daerah,   serta
diungkapkan  secara  memadal  dalam  Catatan  atas  Laporan
Keuangan.

b.  Dalam   hal   Pemerintah   Daerah   belum   mempunyai   bulcti
kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasal dan/atau
digunakan oleh pihak lain,  maka tanah tersebut dicatat dan
disajikan  sebagal  aset  tetap  tanah  pada  neraca  Pemerintah
Daerah,  serta  diun8kapkan  secara  memadai  dalam  Catatan
atas I,aporan Keuangan.

c.  Dalam  hal  bulsti  kepemi]ikan  tanah  ganda,  namun  tanali
tersebut   dikuasai   dan/atau   digunakan   oleh   Pemerintah
Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagal aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta
diun9kapkan  secara  memadal  dalaln  Catatan  afas  haporan
Keuangan.

d.  Dalam  hal  buled  kepemilikan  tanah  ganda,  namun  tanah
tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka
tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset
tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah,  namun adanya
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sertifikat  ganda  harus  diun9kapkan  secara  memadai  dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.
79.   Tanah  dapat  diperoleh  melalui  pembelian,   pertukaran

aset,   hibah/donasi,   dan  lainnya.   Tanah  yang  diperoleh  melalui
pembelian    dilakukan    melalui    pelaksanaan    kegiatan    (belanja)`,
sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang
telah  dikeluarkan.  Pada  umumnya,  pembelian  tanah  dianggarkan
dalam belanja modal, sehingga pengakuan aset tetap tanah didahului
dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum
Daerah.

80.   Tanah yang digunakan/dipakal oleh instansi pemerintah
yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai
aset   tetap   tanah   pada   neraca   pemerintah,   melalnkan   cukup
diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

81.   Tanah diakui pertama ka]i sebesar biaya perolehan. Biaya
perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah,
biaya yang dikeluarkan dalam ran8ka memperoleh hak seperti biaya
pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengufuran, peniinbunan,
dan  biaya  lainnya  yang  dikeluarkan  sampai  tanah  tersebut  siap
pakai.  Nflal  tanah  juga  meliputi  nflai  bangunan  tua  yang  akan
dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila
perolehan tanah pemerintah dilakuhan oleh panitia pengadaan, maka
termasuk   dalam   harga   perolehan   tanah   adalah   honor   panitia
pengadaan/pembebasan    tanah,    belanja    barang    dan    belanja
peljalanan dinas dalam ran8ka perolehan tanah tersebut.

82.   Biaya yang terhait dengan penin8hatan buldi kepemilikan
tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi
sebagal biaya perolehan tanah.

83.   Kepemilikan Pemerintah Daerah atas tanah di luar negeri
muneddn   dibatasi  oleh  waktu   sesual  hukum  serta  perundang-
undangan    yang    berlalm    di    negara    bersanglflitan,    sehingga
kepemilikannya bersifat tidak pelmanen. Dalam hal demikjan, hiaya
yang timbul atas perolehan hak {semacam hak guna/pakai atau hak
pengelolaan) tersebut perlu disusutkan/ diamortisasi.

84.   Biaya  yang  timbul  atas  penyelesaian  sen8keta  tanah,
seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai
biaya perolehan tanah.

85.   Untuk    aset    tetap    berupa    tanah,    berapapun    nilal
perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagal nilai tanah.

86.   Aset tetap  tanah  disajikan  dalam neraca sesuai dengan
biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut
diperoleh. Aset tetap tanah tidak disusutkan.

87.   Tanah  disajikan  di  neraca  dalam  kelompok  Aset  Tetap
sebesar  biaya  perolehan  atau  nilai  wajar  pada  saat  aset  Tanah
diperoleh.

88. Tanah yang dindliki dan/atan dikuasai Pemerintah Daerah
tidak diperlakukan secara ]chusus,  dan pada prinsipnya mengikuti
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ketentuan  seperti  yang  diatur  pada  kebijakan  akuntansi  tentang
akuntansi aset tetap.

89. Tidak seperti institusi non pemerintah, Pemerintah Daerah
tidak  dibatasi  satu  periode  tertentu  untuk  kepemilikan  dan/atau
penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan,
dan  hak  atas  tanah  lairmya  yang  dimun9linkan  oleh  peraturan
perundang-undangan. 01eh karena itu, setelah perolehan awal tanah,
Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan
hak afas tanah tersebut.  Tanah memenuhi defmisi aset tetap dan
harus  diperlakukan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  ada  pada
Kebijakan Akuntansi ini.

90. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tefap hanya
dimunedinkan  apabila  pe±anjian  penguasaan  dan  hukum  serta
perundang-undangan  yang  berlaku  di  negara  tempat  Perwakflan
Republik  Indonesia  berada  mengindikasikan  adanya  penguasaan
yang bersifat permanen.

AKUHTAHSI PERALATAN DAN MESIH
91.     Peralatan  dan  mesin  memfliki variasi  terbanyak  dalam

kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat
berat, alat kantor, alat an8kutan, alat kedokteran, alat komunikasi,
dan lain sebagainya.

92.     Peralatan    dan    mesin    yang    diperoleh    dan    yang
dimaksudkan  akan   diserahkan  kepada  pihak  lain,   tidak  dapat
dikelompokkan   dalam   aset   tetap   Peralatan   dan   Mesin,   tapi
dikelompo]dran  kepada  persediaan.   Misalkan  Pemerintah  Daerah
melalui     Dinas     Pendidikan     dan     Kebudayaan     mengadakan
perlengkapan  sekolah  yang  terdiri  atas  komputer  sebanyak  100
(seITatus)  unit.  Sumber pendanaan adalah APBD yang berasal dari
Dana  Alokasi  REusus  {DAK}.  Berdasarkan  ketentuan  penggunaan
DAK pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk sekolah yang
dikelola oleh yayasan. Berdasarkan hal tersebut, komputer tersebut
tidak dapat diakui sebagai aset tetap peralatan  dan mesin karena
ditujukan  untuk  sekolah  yang  dikelola  oleh  yayasan.  Komputer
tersebut disajihan dalam kelompok persediaari.

93.     Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila
terdapat bukei bahwa hak/kepemilikan telah berpindah,  dalam hal
ini misalnya ditandai dengan berita acara serah  terima pekeH.aan,
dan untuk kendaraan bermotor dilen8kapi dengan bulsti kepemilikan
kendaraan.

94.     Perolehan      peralatan      dapat     melalui     pembelian,
pembangunan,  atau  pertukaran  aset,  hibah/donasi,  dan  lainnya.
Perolehan  melalui  pembelian  dapat  dilakukan  dengan  pembelian
tunai dan angsuran.

95.     Perolehan     melalui     pembeHan     dan     pembangunari
dilakuhan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran
belanja modal. Sehingga terdapat 2 {dua) jumal, yaitu jumal untuk
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mencatat  transaksi  belanja  dan  jumal  korolari  untuk  mencatat
pengakuan aset tetap pelalatan dan mesin.

AKtrmTANsl GEDUHG DAav BAlrGuliAlr
96.     Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang

diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di
afasnya.    Tanah    yang    diperoleh    untuk    keperluan    dimaksud
dimasukkan dalam kelompok Tanah.

97.     Disarankan     agar     akuntansi     pengakuan     gedung
bertin9kat  diperinci  sedemilrian   rupa,   sehingga   setidak-tidaknya
terdapat  perinciari  per  masing-masing  komponen  bangunan  yang
mempunyai umur nasa manfaat yang sama.

98.     Pengakuan  Gedung  dan  Bangunan  harus  dipisahkan
dengan  tanah  dimana  gedung  dan  bangunan  tersebut  didirikan.
Gedung  dan  bangunan  yang  dibangun  oleh  pemerintah,  nalnun
dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah
yang  akan  diserahkan  kepada  para  transmigran,   maka  rumah
tersebut    tidak    dapat    dikelompokkan    sebagai    "Gedung    dan
Bangunan", melainkan. disajikan sebagal "Persediaan."

99.     Gedung dan  bangunan  dinilai  dengan biaya perolehan.
Biaya perolehan gedung dan bangunan meHputi seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap
pakai.  Biaya  ini  antara lain  meHputi  harga  pembelian  atau  biaya
konstmksi,  termasuk  biaya  pengurusan  IMB,  notaris,  dan  pal.ak.
Apabfla penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya
perolehan  tidak  memungkinkan  maka  nilai  aset  tetap  didasarkan
pada nilal wajar/ taksiran. pada saat perolehan.

AKUNIANSI dALAN, IRIGASI DABr JARIHGAlr
100.   Jalan,  irigasi,  dan jaringan  tersebut  selain  digunakan

dalam  kegiatan  pemerintah  juga  dimanfaatkan  oleh  masyarakat
umum. Termasuk dalam ldasifikasi jalan, irigasi, dari jaringan adalah
jalan  raya, jembatan,  bangunan  air,  instalasi  air bersih,  instalasi
pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan
telepon.

101.   Jalan,  irigasi,  dan jaringan  ini  tidak  mencakup  tanah
yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan.

102.   Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan
Pemerintah  mengenai nilai  satuan  minimum kapitalisasi,  sehingga
berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi.

AKUHTAHSI ASET TETAP LAIAVHYA
103.   Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya

adalah koleksi peapustakaan/bu]sti dan non buku, barang bercorak
kesenian/kebudayaan/olah   raga,   hewan,    ikan,    dan   tanaman.
Terlnasuk  dalam  kategori  Aset  Tetap  Lainnya  adalah  Aset  Tetap-
Renovasi, yaitu biaya renovasi alas aset tetap yang buhan miliknya,
dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
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104.   Aset Tetap Linya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya
telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada
saat  penguasaannya  berpindah  serta  telah  siap  dipakal.  Khusus
mengenai  pengakuan  biaya  renovasi  atas  aset  tetap  yang  bukan
rmilik, sebagal berikut:
1)   Apabila  renovasi   aset  tetap   tersebut  meningkatkan   manfaat

ekonomik  aset  tetap  misalnya  perubahan  fungsi  gedung  dari
gudang  menjadi  mangan  kelja  dan  kapasitasnya  naik,  maka
renovasi   tersebut  dikap±talisasi   sebagal   Aset  Tetap-Renovasi.
Apabila  renovasi alas a§et tetap yang disewa tidak  menambah

+ manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Belanja Operasional.
Aset   Tetap-Renovasi   diklasififasikan   ke   dalam   Aset   Tetap
rfunya.

2)   Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahu`n
buku,    dan   memenuhi   an8ka    1)    di   atas,    biaya   renovasi
dikapitalisasi  sebagai  Aset  Tetap-Renovasi,  sedangkan  apabila
manfaat  ekonomik  renovasi  kurang  dari  1  {satu}  tahun  buku,
maka   pengeluaran   tersebut   diperlakukan    sebagal   Belanja
Operasional tahun beg.alan.

3)   Apabila  jumlah  nilai  moneter  biaya  renovasi  tersebut  cukup
material,  dan  memenuhi  syarat butir  1}  dan  2}  di  atas,  maka
pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi.
Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagal Belchja
Openasional.

105.   Pengukuran  Aset Tetap  Lainnya  harus  memperhatikan
kebijakan  pemerintah  tentang  ketentuan  nilai  satuan  mininum
kapitalisasi   aset  tetap.   Sebagal  contoh,   kehijaha  nilai  safuan
minimuri  kapitalisasi' adalah:  Aset  Tetap  Lainnya  berupa  koleksi
perpustakaan/buku   dan   baran`g   bercorak   kesenian/kebudayaan
tidak   ada   nilal   satuari   minimum   sehingga   berapa   pun   ni]al
peroleh-annya dikapitalisasi.

106.   Aset  Tetap   Lainnya   berupa   hewan,   tanaman,   buku
pelpustakaan    tidak    dilakukan    penyusutan    secara*   periodik,
melainkan  diterapkan  penchapusan  pada  saat  aset  tetap  lainnya
tersebut su-dah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan
atas Aset Tetap-Renovasi dilakukari sesuai dengan u-mur ekonomik
mama yang lebih pendek (z4frieh ez/er is shorfe73 antara nasa manfaat
aset dengan nasa pinjaman/ sewa.

ASRT~BERSEIARAII (]HRITHG€ AssEziey
107.   Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan pemerintah

Daerah un-tuk menyajikan aset bersejarah (Hen.£nge a!ssGts} di neraca
nalnun   aset   tersebut  hams   diun8lraphan   dalam   Catatan   atas
Laporan Keuangan.

108.   Beberapa aset tetap  dijelaskan  sebagal  aset bersejarah '
dikarenakan kepentingan budaya,  lid.8lmnglam.,  dan sejarah. -Contoh

-  dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-
_ tempat purbakala `(cznchaeozogieaz sz.£es) seperti candi, dan karya semi
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{z¢orfos   of  a7f}.   Karakteristik-k,arakteristik   di   bawah   ini   seripg
dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah: `-
a}    nilai  kultura],  lin8fungan,  pendidikan,  dan  sejarahnya  tiaak

mun8lin  secara  penuh` dilambanglran  dengan  nilai  keuangin
berdasarkan harga pasar;

b)    peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi
secara kefat pelepasannya untuk dijual;

c)     tidak mudah -untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat
~selama  waktu   be±alan  walaupun  kondisi  fisiknya  sema]in
menurLin;

d)    sulit untuk mengestinasikan nasa manfaatnya. unfuk beberapa
kasus dapat mencapal ratusan tahun.

109.   Aset      bersejarah      biasanya      diharapkan      untuk
dipertghankan  dalam  wi;aktu  yang  tak  terbafas.  Aset  bersejarah
biasanya dibuktfl€an dengan peraturan perundang-undangan.

11`0.   Pemerintah  Daerah  mungldn  mempunyai  banyak  aset
bersejarah yang diperolJh selama bertahun-tahun dan dengan cara
perolehan beragam termasuk pembdian, donasi, warisan, rampasan,
ataupun   sifaan.   Aset   ini  jarang   dikuasal   dikarenakan   alasan
kemampuannya untuk _rienghasilkan aliran kas masuk,  dan akan
mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk
tuj uar t6isebut.

111.   Aset  bersejalah  harus  disajikan  dalam  bentuk  unit,_
misalnya  jumlah   unit   koleksi  yang   dim±liki.  atau  jumlah   unit
monumen,  dalam  Catatan  atis  Laporan  Keuangan  dengan  tanpa
nilai.

112.,   Biaya    unttik    perolehan,     konstruksi,     penin8kataLn,
rekonstruksi harus dibebankan  dalam laporan  operasional sebagai
beban   tahun   teriadinya   pengeluaran   tersebut.   Bebin   tersebut
termasuk- seluruh bebaL yang berlangsung untuk inenjadikan aset
bersejarah--tersebut dafam kondisi dan lokasi yang ada pada periode
beljalan.

113.   Beberapa   aset   bersejarah  juga   memberikan   potensi  ~
manfaat lainnya kep~ada Pemerintah Daerah selain nilal sejarahnya,
sebagai   contoh   banguqan   bersejarah   digunakan   ri'ntuk  `ruang
pe_rkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-
prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

114.   Untuk   aset   bersejarah   lainnya,   potensi   manfaatnya
terbatas  pada  karakteristik  sejarahnya,  sebagai  contoh  inonumen
dan reruntuhan {"z.rzs).

ASRT INFRASTRIrKTUR (I:REREsZR  cztzRB ASsezis)
115.   Beberapa     aset     biasanya     dianggap     sebagal     aset

infr-astrukfur.. Walaufun a`dak ada defmisi yang universal digunakan,
aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a)    merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan-;
b)    sifatnya khusus dan tidak ada altematif lain penggunaannya;
c)     tidak da~pat dipindah-pindahkan.; dan
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d)    terdapat batasan-bafasan untuk pelepasannya.
116.   Walaupun   kepemjlikan   dari   aset   infrastrukfur   tidak

hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan
sering dijumpai sebagal aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur
memenuhi definisi aset tetap day harus diperlakukan sesual dengan
prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Arfurutansi ini.

117.   Contoh darn aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan
jembatan, sistem pembuangan, dari jaringan komunikasi.

ASFT MILITER ufizrm4RF AssEfis)
118.   Peralatan  militer,  balk  yang  umum  maupun  khusus,

memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Arfuntansi ini.

PERTGHERTIAH DAN PELEPAsan  RBZzRERm     ]4jve ]z27srosAE)
119.   Suatu    aset    tetap    dieliminasi    dari    neraca    ketika

dilepaskan     atau     bila     aset     secara     permanen     dinentikan
penggunaannya dan  tidak ada manfaat ekon~omi  masa yang aha
datang.   Eliminasi  aset  tetap  tersebut  didasarkan  pada  tanggal
transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendurfung.

120.   Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas
harus dieliminasi dari Neraca dan diun8kapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

121.   Aset   tetap   yang   dinentikan   dari   penggunaan   a±tif
Pemerintah  Daerah  tidak memenuhi  definisi aset tetap  dan  harus
dipindahkan ke po§ aset lainnya sesuai dengan nilal tercatatnya.

122.   Penchentian dan pelepasan aset tefap didasarhan pada
peraturan perundang-undangan.

PENCATATAN ASRT TETAP
123.   Aset Tetap dicatat dalam Daftar Barang Pengelola, Daftar

Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna
124.    Daftar Barang pada angka 1 18 terdiri atas:

KIB A = Kartu Inventaris Barang Tanah;
KIB 8 = Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin;
KIB C = Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan;
KIB D =Karfu lnventaris Baiang Jalan, Irigasi dan Jaringan;
KIB E = Kartu Inventaris Barang Aset Tetap I[ajrmya;
KIB F = Kartu Inventaris Barang Konstruksi dalam PengeH.aan
(KDP-).

125. Aset Tetap yang mempunyai nilai lebih dari atau sama
dengan Nilai Satuan Minimum Kapitafisasi Aset Tetap dicatat dalam
Buku lnventaris I.7ifrocozxpfczbze dan Kartu lnventaris Barang (KIB}.

126. Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah Nilai Satuan
Minimum Kapitalisasi Aset Tetap, dicatat di `daha Bufu lnventaris
erfuacompfaz7Ze dan Kartu lnventaris Barang (KIB) .

1`27. Aset  tetap  yafig  dicatat  dikelompoldran  sesual  dengan
golongan dan bidang barang.
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128.   Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-
masing jenis aset tetap sebagai berikut:
a)    Dasar penilaian   yang   digunakan   untuk   menentukan   nilai

teTcatat {ca:rryi:ng amourtfl.,
_~   b)     Rekonsiliasi jumlah   tercatat   pada   awal   dan   a]chir   periode

yang menunjukkan :
1 ) Penanbahan;

-a)

b)

c)
d)

2) Pelepasan;
3) Akumula-si penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; atari
4} Mutasi aset tetap lair±nya.-Informasi penyusutan, meliputi:

Nilai penyusutan;
Metode penyusutan yang digunakan;-
Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakanT dari
Nilai tercatat bruto dan akum~ulasi penyusutan pada awal dan
akhir periode.

129. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
Eksisfensi dan batasan hak milik atas aset tetap;  -
Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan
aset tetap;
Jumlah peri-8eluaran pada pos aset tetap d~alam konstruksi;- dan
Jumlah komitmen un-tuk akuisisi aset tetap.

130. J`ika aset teta-p dicatat pada jumlah yang dinflal kembali_,
hal-hal beriku.t hanrs diun8kapkan:

Dasar peraturan urituk menflai kemba]i aset tetap;
Tanggal efe]rdf penilaian kembali;
Jika ada, nana penilai independen; -
Hakikat  setiap  petunjuk  yang  digunakan  untuk  menentukan

~, biayJa pengganti; dan
e)  -Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

nama*, Lj::.is,Aksoe=dpse±r:i=£as¥::e¥:=¥s:::ara rincit  antara lain `

TABEL
RENOVASI_ DAN ORERH4CJ£

UF2AEN JENIS

FTesentase Penanbahan
F®_Ermoversi/Ttestor~asi/Ouer:ha:nd- Masa

dari Nilal Buku Aset Tetap Manfaat
(Diluar Penyusutan) (Tahun)

Alat Besar Darat OueThaul >0% s.d. 30% 1

>30°/os.d45°/a 3

- >45°/a s.d 65%`- 5-_-

Alat Besar Apung Overiwil i-o% s.`d. 3oo/a 1



URAIAN JENIS

fTesentase Penambafian
Ftemova!si|fdestwra!sth/Oi;er:hal:ul Masa

dari Nflal Buku Aset Tetap Manfaat
(Diluar Penyusutan) (Talun)

>30°/a s.d 45% 2-
>45% s.d 65% 4

Alat Bantu OverhaIA1 >00/o s-.d. 30% 1

- >30% s.d 45% 2
>4-50/o s.d 65% 4

Alat An8kutan DaratBermotor
Overhaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2

>50% s.d 75% 3
>75% s.d.100% 4

Alat Angkutan Darat TakBermotor Ouertwl >0% s.d. 25o/a 0

>25o/os.d5ogro I
-

>50% s.d 75% 1

>75%s.d.1000/o 1
-

Alat Angkytan ApungBermotor
Overhnd =OO/a s.d. 25.0/a 2

>25°/os.d50°/a 3
>500/o s.d 75% 4

=75%s-d.1000/o 6
-

Alat Angfutan ApungTakBermotor
Renovasi >00/o s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 1

>500/o s.d 75% 1

>75°/os-.d.1000/o 2

Alat Anglmtan Bermotor•Udan Overhaul =00/os.d.250/o 3

>25°/os.d50°/o 6

>50% s.d 750/o 9

- >75°/os.d.100% 12`

-
-



UFunN JENIS

Fie sentase                   Penariibahan
Renovasi/Restorasi/ Oae7iha#J  '        Masa

dari Nfiat Buku Aset Tetap Manfaat
(Dfluar PenFTsutan) (Tchun)

Alat Bengkel Bermesin oueriuirl =00/a s.d. 25% 1

>25°Ai s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3

>75°/os.d.100% 4

Alat Bengkel TakBermesin
Renovasi =0% s.d. 250/o 0

>25°/o s.d 50% 0
>50% s.d 75o/o 1

>75°/os.d.100% 1

Alat Ufur cheThaIAi >0% s.d. 25% 1-
>25% s.d 50% 2

>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

Alat Pengolahan Oueriwil >o% s.d. 2-o% 1

>21% s.d 40% 2
>5`1% s.d 75% 5

Alat Kantor OveThairl    - >0% s.d. 25% 0
>25% s.d 5oo/a 1

- >5oo/o s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

-

Alat Rumah Tangga
•bvehail _>00/o s.d. 25%

0

>25% s.~d 500/a 1

>50°/os.d75°/a 2

>75% s.d.100% 3
-

-
Meja dan Kursi/RapatPejabat

OueThaul >00/o s.d. 25% 0
-

>25% s.d 50% 1

- - ->50°/os.d75o/a _2        _-

- =75O/os.d.1000/o 3
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URAIAN JENIS

FTesentase Penambahan
R!£moJia!sth/F3!estwra!sth/Oi;er:hand Masa    --

dari Nflai Buku Aset Tetap Manfaat
(Dfluar Penyusutan} ffahun)

Alat Studio Overhatl >OO/o s.d. 25% 1

>25°/o s.d 50fyo 1

>50% s.d 75% 2
>75%s.d.1000/o 3

Alat Komunikasi OueThdrl >0% s.d. 25o/a 1

>25°/o s.d 50% 1

>50°/os.d75o/o 2
>75% s.d.100% 3

-

Peralatan Pemancar OueThaul >0°/os.d.-25o/a 2-
>25% s.d 50% 3

~-  >50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% 5

Peralatan KomunikasiNavigasi `   Ouerhdrl >00/o s.d. 25% 2

>25% s.d 50°/o 5

>50% s.d 75% 7
>750/os.d.100fyo 9

Alat Kedokterm Ouerhdrl >oo/o s.d. 25% -0

>25% s.d 50% 1

>50% s.d 75% 2

- >75% s.d.100% 3

Unit Alat Laboratorium OtreThairl =0®/os.d.250/o 2
- >25°/a s.d 50% 3

>5o°/os.d75°/a 4

=750/os.d.1000/a 4

Unit Alat LaboratoriumRErfuaNukur
OuerhaIAl >0°/os.d.250/a 3

>25% s.d 50% 5
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URAIAN JENIS

FTesentase Penanbahan
F3!£morvasi/Fbesstma!ssth/Ot;er:hand ---      Masa

dari Nflai Buku Aset Tetap Manfaat
---{Diluarpenyusutan)

(Tchun)

'

>50%.s.d75°/o 7
=75% s.d.100% 8- -

Alat Laboratonum FisikaNURI/Elektlionika -  OveTrful >oo/os.d..25% 3

- >25%s.d5oCi/a 5-

>500/a s.d 75% 7
=75% s.d.100% 8

-
A1-at Proteksi Radiasi/PtoteksiLingkungan

Ouerhaul >OO/o s.d. 25% 2

-
- >25% s.d 500/a 4

- >50% s.d 75% 5
- >75°/os.d.100% 5

- _
Destructive Testing ` ,Laboratory Ouertwl >0% s.d. 25% 2-

>25°/os.d50°/o 4

- >50% s.d 75% 5
- >75% s.d.100% 5

- -
Alat Latol.atorium

Overhdrl =00/os.d.250/o
-

- Iingfungan Hidup 1

>25% s.d 50°/o 2

>50% s.d 750/a 3

>75% s.d.100% 4

Peralatan Latoratorium
OueTtwl

-
3Hidrodinamrika >00/a s.d. 25%

- >25o/o s.d 50% 5

- -
>50°/o s.d 75% 7

- >750/os.d.100% 8
-

Alat laboratorium -

>0% s.d. 25% 2Standarisasi Kalibrasi  -`danInstrumentasi Ouerhdrl

- =25% s.d 500/o 4
>50% s.d 75% 5



URAIAN JENIS

Presentase Penanbinan `
Fb€movarst/R!estora!sth/Oi;er:haul Masa

dari Nilai Buku Aset Tetap Manfaat
(Diluar Penyusutan} (Tahun)

>75°/os.d.1000/a 5
-

SenjataApi Ouerhaul ->00/a s.d. 25%
1

>25% s.d 5oo/o 2
>50°/os.d75% 3

>75°/os.d.100% 4

Persenjat- NonSenjataApi
Renovasi =0% s.d. 250/a 0

>250/o s.d 50% 0
- >5oo/os.d75% 1

>75%s.d.100°/o 1

Senjata Sinar Oi]eThaul =00/os.d.250/o 0
>25°/a s.d 50% 0
>50°/o s.d 75% 0

>75% s.d.-100% 2

Alat Thusus Kepolisian Overun >0% s.d. 25o/a 1

>25% s.d 50% 1

>50% s.d 75% 2

>75% s.d.100% 2

Komputer Unit overind >0% s.d. 25% 1

>25°/o s.d 50% 1

>50% s.d 75% 2

>75°/os.d.100% 2

Perdatan Komputer Ol)ertwl >0% s.d. 25% 1

>25°/os.d50°/a 1

>5oo/os.d75°/a 2

>75% s.d.100% 2

Alat Eksplorasi Topografi Overhaul =0% s.d. 250/o 1

-
>25-% s.d 50% 2
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URAIA-N -      JENIS

FTesentase Penanbahan
Tbfmoiva!sth/Tbestmatsti/Oi;er:haul Masa

dari Nilaj Buku Aset Tetap Manfaat
(Dfluar Penyssutan} (Tchun)

=50% s.d 75% 2
>75°/os.d.100% 3

Alat Eksplorasi Georisika overhaul >00/a s.d. 25% 2
>25°/os.d50% 4
=500/os.d750/a 5

`>7_5°/os.d.100% 5

Alat Pengeboran Mesin Ouerhaul =0% s.d. 250/o 2
>25°/a s.d 50%   , 4
>50% s.d 75% 6

-
>75%s.d.1000/a 7

-
•  Alat Pengeboran NonMesin

Renovasi =0% s.d. 250/a 0

- =25% s.d 500/o 1
-

>50°/os.d75°/a 1

>75% s.d.100% 2

. Sumur Renovasi >+Oo/o s.d. 250/o -0

>25°/a s.d 50% 1

- >50% s.d 75% 1-

>75% s.d.100% 2

Produksi Renovasi >0% s.d. 25% 0

- 1=250/a s.d 500/o

>50% s.d 750/a 1

>75% s.d.100% 2

`  Pengolahan. dan`Pemurfuan
OueThdrl >0% s.d. 25% 3

;250/o- s.d 50% 5

- >50°/os.d75o/o 7
>7-5% s.d.100% 8-
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URAIAN JENIS

FTesentase Penanbahan
-R!cmova!sth/Ttestora!sth/Ouer:hacal Masa

dari Nfial Buku Aset Tetap Manfaat
(Diluar Penyssutan) (Tchun)

Alat Bantu Explorasi OueThairl >00/o s.d. 25% 2

>25% s.d 50% 4
>50% s.d 75% 6

>75°/os.d.100°/o 7

-
-

Alat Bantu Produksi OueThatl >0% s.d. 25% 2

>250/o s.d 50% 4
=50%s.d750/o 6

>750/os.d.100% 7

Alat Deteksi OaeThaul >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 50% 2

>50% s.d 75% 2
>75% s.d.100% 3

-

Alat Pelindung Renovasi >00/o s.d. 25% 0

>25% s.d 50% 0
>50% s.d 75% I

>750/os.d.100% 2

Alat Sar Renovasi >oo/a s.d. 25% 0
>25°/a s.d 50% 1

>50°/o s.d 75% 1

>75% s.d.100% 2

Alat Kelja Penerbang oueriu3irl >oo/o s.d. 25% 2
>25°/os.d50°/a 3

>50% s.d 750/a 4
>750/os.d.100% 6

Alat Peraga OveTtwl >00/o s.d. 25% 2

>25% s.d 50% ` 4
>50% s.d 75% 5_
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URAIAN JENIS

Ftesentase Pen~anbah-in
`.R!frmorvasstn./R!f:stana!stit/Oi;er:hand Masa

dari Nilai Buku Aset Tetap Manfaat
(Dfluar Penyusutan) (Tchun)

=75% s.d.100% 5-

Unit Pecalatan Proses-;  -Produksi-

-

OveThmil >OO/a s.d. 25% _2

>2-5% s.d 50% 3

>50% s.d 75% 4
>75% s.d.100% 4--

-

Ranbu-Falbu
Ralnbu-ranbu Lalu~lintasDara€ Ouerhatl =0% s.d. 25%   - 1

-
>25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3

>75% s.d.100% 4

Rambu-Rambu LaluLintasU.clara
OueThdrl >0% s.d. 25% 1

>25% s.d 5oo/a 2

>50°/a s.d 75% 2

- >75% s.d.100% 4

-
Ram.buTralnbu Lalu1intasLaut

Overhairl =00/os.d.250/a- 1

`-,

-
>25%_s.d 50% 1

>50°/os.d75% 2
>75%s.d.|ooo/a 2

-
Peralatan olah Raga   ~ Renovasi >00/o s.d. 25%     T--- 1

=25% s.d 50%
--- 1

>50°/a Sid 75% 2
>75°/os.d.1000/a 2

Bangunan GedungTempatKen.a
Renovasi >0°/os.d.250/a- 5

- - - _
>250/o s.d 5oo/a   _ 10

-
-

>50% s.d 75% 15

>75%s.d.100o/a 50
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URAIAN                          JENIS -

fro sentase                  Penambahan
Tk€mowa!sth/R!estmatsth/Oi;er:hfunl Masa

dari Nflai Buku Aset Tetap Manfaat
(Dfluar Penyusutan) (Tchun)

-
Bangunan GedungTempatTinggal

Renov-asi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 45o/o 10`.

>450/o s.d 65% 15_

Can`di/ThguPeftygatafi7Hasasti
Renovasi >0% s.d. 30% 5

>300/a s.d 45% 10

>45% s.d 65% 15_

'

Bangunan Menara Renovasi =OO/os.d.300/a 5
>30% s.d 45% 10

>45°/a s.d 65% 15_

Tugu/Tanda Batas Renovasi =00/os.d.300/a 5
>30°/os.d45o/o -10

>45%- s.d 65% 15-
-  Jalan Renovasi >0% s.d. 30% 2

>30°/os.d60°/a .5

>60°/os.dl00°/o 10
- -

Jembatan Renovasi =0% s.d. 300/a 5

>30% s.d 45% 10

>45% s.d 65% 15

-

Bangunan Air lrigasi Renovasi > =00/o s.d. 5% 2

>50/o s.d 10% 5

>100/os.d20% 10

-
-

- Bangunan PengalranPasangSurut
Renowasi =0% s.d. 50/o _-2

>5o/os.d|oo/a 5

>10% s.d 20% 10

- -



URAIAN
-

Fhesentase Penanbahan
R!f:moiva!sri/F3!estora!sth/Oi;er:haul Masa

JENIS -dari Nflai Buku Aset Tetap
Manfaat

(Diluar Penyusutan) (Talun)

BangunanPengembangan RawadanFolder
Renovasi >00/a s.d. 5% i

>5o/a s.d 100/o 3`

=100/os.d20% -5

-
Bangunan PengananSungai/PantaldanPenanggulanganBencanaAlan

Renovasi >0% s.d. 5% 1

_ - >5% s.d 10% 2
- >10°/os.d20o/a 3

-
BangunanPengembangan Sumber•AirdandrTanah

Renovasi =OO/os.d.50/a 1

=50/o s.d 100/o 2
>100/os.d-20%- 3

-
- Bangunan Air

Renovasi >00/a s.d. 30%
-

Bersih/Bafu 5

>30% s.d 450/a 10

>45% s.d 65% -15

Bangunan Air Kotor Renovasi   - >0% s.d. 30% 5

>3o% s.d 4_5% 10

>450/a s.d 65% 15

Instalasi Air Bersih/AirBaku
Renovasi =0% s.d. 300/a 2

>30% s.d 45% 7
>45.% s.d 650/o 10

Instalasi Air Kotor Renovasi >0°/os.d.3oo/o 2
>30% s.d 45% 7

>45% s.d 650/a 10

- -
Instalasi Pengolahan

Renovasi >0% s.d. 30% -
Sanpah 1

>30% s.d 45% 3



URAIAN JENIS

Presentase Penanbaban
F3!£mova!sth/R!esfora!si/Oi;er:hairl Masa

dari Nilai Buku Aset Tetap Manfaat
(Dfluar Penyusutan) (Tahun)

>45% s.d 65% 5

-
Instalasi PengolahanBahanBangunan

Renovasi =0% s.d. 300/a 1

>300/o s.d 45% 3

>45°/os.d65°/o 5

Instalasi Pemban9kitListrik
Renovasi =0% s.d. 300/a 5

>30% s.d 45% 10

>45°/o s.d 65% 15

-

Instalasi Gardu Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5

>3oo/o s.d 45% 10

>45% s.d 65% 15
-

-
Instalasi Pertahanan Renovasi =00/os.d.300/o 1

>30°/os.d45°/a 3

>45°/os.d65°/a 5_
-

Instalasi Gas Renovasi >0% s.d. 30% 5

>30% s.d 450/a 10

>45°/a s.d 65% 15_

Instalasi Penganan Renovasi =0% s.d. 300/o 1

>3o0/a s.d 45% 1

>45°/o s.d 65% 3

Instalasi Lain Renovasi >oo/o s.d. 30fyo 1

>30% s.d 45% 1

>45°/os.d65°/a 3

Jaringan Air Minum Overhaul >0% s.d. 30% 2
- >30% s.d 45% 7

>45%s.d-650/a 10



URAIAN JENIS

Presentase _-Penanbahan
R!enova:si/Fbes5fyoira!si/Oi;e:r:hairI -  --   Masa

dari Nilal Buku A§e~t Tetap Manfaat
(Dfluar Penyusutan) (Tchun)

Jaringan Listrik Ouerhaul =0% s.a. 300/o 5_
- >30fyos.d45°/a 10,

>45% s.d 650/o _15

Jaringan Telepon - * OueThaul - >0% s.d. 30%
2-

>30%s.d45°/o 5--

>45% s.d 650/a _  10._

-

Jaringan Gas OveThdrl >0% s.d. 30% 2
- >30°/os.d45°/o-_ 7

>45°/os.d65°/a 10

- -
Alat Musik Modern OueThaml >0% s.d. 25% 1

_
>25°/oS.d50°/cr 1

>50% s.d 75o/o 2

>75°/o s.d 100% 2-

ASET TETAP DALAMRENOVASI

Peralatan dan Mesin _ _dalanrenovasi
OueThaul >0+/a s.d.  100% -=2
- -

-

Gedung dan bangunandalanRenovasi
Renovasi =0% s.d. 300/a 5

>3oo/os.d45°/a 10

- >45°/a s.d 65% 15-
Janngan Irigasi danJaringandalan L  Renovaslioverhand

=0%s.d.1000/a      - 5
Renovasi
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u. AKUNTANsl pEN¥usuTAnT

pErmulLHULUAV
+Tujuan

1.   Th.juan  Kebijalran  Akuntansi  ini  adalah  untuk mengatur
perlahaian akuntaLnsi untuk penyusutan serta informasi lainnya yarig
dianggap perfu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup
2.   Kehijakan     rfuntansi     ini     diterapkan     untuk     unit

Pemerintahan  Daerah  yang  menyajikan  laporan  keuangan  untuk
tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya.

3.   Kebijakan  Afuntansi  ini  mengatur  Perlakuan  aJmntari§i
untuk penyusutan selama nasa manfaat aset-.

DEHrmsl
4.     Berikut   adalah   istilah-istilah   yang   digunakan   dalam

Kehijakan Akuntansi dengan pengertian:
a)     Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasal  dan/atau

dimilild  oleh  Pemerintah  Daerah  sebagai  akibat dari peristiwa
nasa lalu  dan darimana manfaat ekonomi dan/atan s6~sial di
masa   depan   diharapkan   dapat   diperoleh   oleh   Pemerintah
Daerah,   serta  dapat  diukur  dalam  satuan ~ uang,  termasuk
sumber daya non keu`angan yang diperlu]rm untuk penyediaan
jasa  bagi  masyaraka-t  umum  dan  sumber-sumber  daya  yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b) `  Aset   Tetap   adalah   aset   berwlijud   yang   mempunyai   ma=a
manfaat lebih dari 12 (dua belas} bulan untuk digunakan, atau
dimaksudkan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan  Pemerintah
Daeral atau dimalfaatkan oleh masyarakat umum.    i-

c-)     Akuntansi Aset adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian,
pengkodean,  pencatatan dan peringkasan  transaksi aset te-tap
dalain buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta
pelaporan aset dan neraca Pemerintah Daerah.

d)     Masa manfaat adalah:
1)     Periode suatu aset diharapkan digunakan unttik aktivitas

p`emerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2)    Jumlah   produksi   atau   unit   serupa   yang   diharapkan

diperoleh dari aset Lntuk aktivitas pemerintahan din/atau
pelayanan publik.

e)     Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan  (czeprecH.az}Ze czssets}  selama nasa
manfaat aset yang bersangkutan.

` 0-`    Penyusutan  setahun adalah alohasi yang sistematis atas ni-lai
suatu aset tetap yang+dapat disusuthan (c!epreciez.Ze assets) dari
tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
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g)     Penyusutan semesteran pertama adalah alokasi yang sistematis
afas nflai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (czeprecinz}Ze
clssets) dari tanggal 1- Januari sampai dengan 30 Juni.

h)    Penyusutan  semesteran  kedua adalah alokasi yang sistematis
atas nilal suatH aset tetap yang+dapat disusutk`in  (czeprecz.czbze
assets/ dari tanggal 1 Jufi sampai aengan 31 Desember.

UrmM
5-.    Nilai   penyusutan   untuk ~masing-masing  periode   diakui

sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban
penyusutan dalam laporan operasional

6.   Penyesuaian  nilai  aset  tetap  dilakukan  dengan  berbagai
metode  yang   sistematis   sesuai   dehgan   masra  minfaat.   Metode
penyusutan yang digunakari harus dapat menggapibarkan manfaat
ek~onomi   atau   keinun8ldrl~an  jasa   {serfee  pofe7rfuap   yang   akan
mengalir ke pemerinfah.

7.   Masa  manfaat  aset  tetap  yang  dapat  disusutkan  harus
ditinjau  secara  periodik  dan  jika  terdapat  perbedaan  besar  dari
estimasi sebelumnya,  penyu_sutan periode sekarang dan yang akan

~   datang haru§ dilakLikan penyesuaian.
8.   Penyusutan  dilakukan  tanpa  memperhitun9han  adanya ~~

nilai resid-u.

METODE PEH¥usuTA)I
9.    Metode   penyFsutan   aset   tetap   yang   digunakan   oleh

Pemerintah Daerah adalah Metode garis luru~s (5frokyh£ Zz.ne m€£fro'cg- .-
10.   Ruriusan perhitungan metode garis lurus adalah sebagai  _

berikut:

Penyusutan per periode =
Nilai yang dapat disusutkan

Masa manfaat
11.  Dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan Metode garis

lurus   /sfrokyfi£   Zz.rze   mefhoq    maka   masa   manfaat   aset   tetap
dikla§ifikasikan sebagai berikut:

TABEL MASA REABTEAAT

AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK
RINCIN

SUBRINCINOEHEK

Mace Manfal
OBJEK

URAEN

1 3 ASET"AI -- -
1` 3 2 PERALATAN DAN MESIN

1 3 2 _1 - ALAT BESAR

1 3 2- 1 1 ALAI BESAR DAFIAT

1 3 2 1 1 + TRACTOR 10

1 3 2 1 1 2 GFanEFt 10
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AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK
RINCIANOBJEK

SUBFtlNCLAVOEUEK

UFtAEN Nasa Marfaat

1 3 2 1 1 3 EXCAVATOR 10

1 3 2 1 1 4 PILE DRREF` 10

1 3 -2
1 1 5 HAULER 10

1 3 2 1 1 6 ASPHALT EQUIPMENT 10

1 3 2 1 1 7 COMPACTING EQUIPMENT 10

1 3 2 1 1 8 AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT 10

`1 3 2+ 1 1 9 LOADER 10

1 3 2 1 T 10 ALAT PENGANGKAT 10

1 3 2 1 1 11 MES[N PFtosES 10

1 3 2 1 1 12 ALAT BESAR DARAT LAINNYA 10

1 3 2 1 2 ALAT BEsas ApuNG

1 3 2 1 2 1 -DREDGER 8

1 3 2 1 2 2 FLOATING EXCAVATOR _8

1 3 2 1 2 3 AMPHIBI DREDGER 8

1 3 2 1 2 4 KAPAL TARIK 8

t 3 2 1 2 5 MESIN PFtosES APUNG 8

1 3 2 1 2 6 AIAT BESAR APUNG LA]NNYA 8

1 3 2 1 3 ALAT RANTU

1 3 2 1 3 1 ALAT pEpuniK 7

1 3 2 1 3 2 FEEDER 7

1 3 2 1 3 3 COMPRESSOR 7

1 3 2 1 3 4 ELECTRIC GENERATING SET 7

_1 3 2 1 3 5 POMPA 7

1- 3 2 1 3 6 MES]N BOFt 7
1 3 2 1 3 7 UNIT PEMELIRAFRAAN LAPANGAN 7

_-i
3 2 1 3 8 ALAT PENGOIAliAN AIR KOTOR 7

1 3 2 1 3 9
PEMBAVGK!T UAP AIR PANAS/STEAM-

7
GENEFIATOFt

1 3 2 1 3 10 EQU I PM ENIIALAT BANTU 7

1 3 2 1- 3 11 MESIN TATOO 7

1 3 2 1 3 12 pERLENGi€APAN KEBAKARAN HurAN 7

1 3 2 1 3 13 PERALATAN SEIAM 7

1 3 2 1 3 14 PERALATAN SAR MOUNHNERJNG 7

1 3 2 1 3 15 PERAIATAN INTELEJEN 7

1 3 2 1 3 16 ALAT BANTU LAINNYA 7

1` 3 2 2 AiAT ANGKurAN

1 3 2 2 1 AIAT ANGKulAN DARAT BERMOTOR

1 3 2 2 1 1 KENDARAAN DINAS BEFtMOTOR PEFtoRANGAN 7
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AKUN KELOMPOK JEN'S OBJEK
RINCIANO&IEK

SUB_FtlNCIANOEUEK

URAIAN Man Manfaat

1 -3 2_ 2 1 2- feNDARAAN BERMOTOR PENUMPANG 7
1 3 2 2 1- 3 KENDAfaRAN BERMofoR ANGKurAN BAFENG 7
1 3 2 2 _1 4 KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA 7-

1 3 2 2 -1 5 KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA 7
1 3 2 2 1 6 KENDARAAI`l BERMOTOR KHuSUS 7
t 3 -2- 2 1 _7 KENDARAAN TEMPuR 7

-1
3-- 2 2 1

--8 ALAT AIGKUTAN KERETA FtEL                               \ 7
1 3 2 2 t_ 9 AIAT ANGKUTAN DARAT BERMolloR LAINNYA 7
1 3 2 2 2- ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR-

1 3 2 2 _2
1

RENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN

2
BAFRANG

1 3 2 2 2 2 KENDARAAN TAX BERMOTOR PENUMFIANG 2

_1
3 2 2 -2. 3

ALAT ANGKUTAN KEF3ETA REL TAK

2
BERMOTOF3

1 3 -2 2 2 4
ALAT ANGKUTAN DARA:I TAK BEMOTOR

2-
LA]NNYA

1 3 2 2 3 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR

1 3 2 2 3 1

ALAT ANGKUTAN APuNG BERMOTOR UNTUK
_10

BAFRANG

1 3 -2 2 3 2
ALAT ANGKUTAN Apil`Nd BERMOTOR l]NTUK

10
-

PENUMPANG

1 3 2 2 3 3 AIAT ANGKurAN ApuNG BERMOTOR KHusus 10

1 3 2_- 2 -3~ 4 ALAT AVGKUTAN AIUNG BERMOTOR MILiineR 10

1 3 2 2 3 _5 AIJIT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR i-AINNYA 10

•J 3 2 2 4 AIAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR

1 3 2 2 4 1

ALAT AVGKUTAN APUNG TAl( BERMOTOR
3-

UNTUK BAFENG

1 3 2 2 4 2
ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR

3
UNTUK PENUMPANG

1 3 2 2 4 3
ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR

3
Kliusus

1 3 2 2 4_. 4
ALAT ANGI(UTAN APUNG TAK BERMOTOR

-3
INNNYA

1 3 2 2 5 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA

1 3 2 2 5_ i KAPAL TERBANG 20-

1 3 2 2 5 2
Ai.RT ANGKirAN TAK BERMOTOR UDARA

20-
LAINNYA

1 3 2- -3
AIAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

1 3 2 3 1 ALAT BENGKEL BERMESIN
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AKUN KELOMPOK JENIS OELJEK
RINCIANOEHEK

SLJBFtlNCENOEUEK

UFtAIAN Macs Manfat

1 3 2 3 1 1

PERKAtIAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG
10

PAPA PONDAsl

1 3 2 3 1 2
PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG

10
TRANspoRTABLE ( BE Fap] N DAI}

1 3 2 3 1 3 PERKAKAS BENGKEL LISTRIK 10

1 3 2 3 1 4 PERKAKAS BENGKEL SERVICE 10
-1

3 2 3 1 5 PERKAKAS PENGAINGRAT BEF2MESIN 10

1 3 2 3 1 6 PERKARAS BENGKEL RAYU 10

1 3 2 3 1 7 PERKAI(AS BENGKEL KHUSUS 10

1 3 2 3 1 8 PERALATAN LAS 10

1 3 2 3 1 9 pERitA!(As PneFRIK Es 10

1 3 2 3 1 10 ALAT BENGKEL BEF"ESIN LA]NNYA 10

1 3 2 3 2 ALAT BENGKEL TAX BERMESIN

1 3 2 3 2 1 PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM 5

1 3 2 3 2 2 PER!(AKAS BENGKEL LISTRIK 5

1 3 2 3 2 3 PERI{AI(AS BENGKEL SERVICE 5

1 3 2 3 2 4 PERKAKAS PEN GANG RAT 5

1 3 2 3 2 5 PERKAKAS STANDARD {STANDARD TcOLS) 5

1 3 2 3 2 6 PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOL§} 5

1 3 2 3 2 7 PERKAKAS BENGKEL KEFtlA 5

1 3 2 3 2 8 PEFIALATAN TUKANG BESI 5

1 3 2 3 2 9 PEFIAIATAN TUKANG KAYU 5

1 3 2 3 2 10 PERAIJ\TAN TUKANG KAYU 5

1 3 2 3 2 11 PERALATAI uf(lJFt, GIP DAN FEET]NG 5

1 3 2 3 2 12 PERALATAN BENGKEL KHUSUS PEIADAM 5

1 3 2 3 2 13 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA 5

1 3 2 3 3 AIAT UKUR

1 3 2 3 3 1 ALAT UKUR UNIVERSAL 5

1 3 2 3 3 2 AIAT UKUR/TEST INTELEGENSIA 5

1 3 2 3 3 3 ALAT UKIJFt/lEST ALAT KEPRIBADIAN 5

1 3 2 3 3 4 AIAT ufouF=]rTEST KLINls LAIN 5

1 3 2 3 3 5 ALAT "[BRASI 5

1 3 2 3 3 6 OSCILLOSCOPE 5

1 3 2 3 3 7 LJN IVERSAL TES"F` 5

1 3 2 3 3 8 ALAT UKUR/PEMBANDING 5

1 3 2 3 3 9 AIAT LJKUFt LAIN-LAIN 5

1 3 2 3 3 10 ALAT T]MBAN CAN/BIAFIA 5

1 3 2 3 3 11 ANAK TI M BANGAN/B ]ARA 5
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AKLJN I(ELOMPOK JENIS OE„EK
R]NCIANOBJEK

SUBFUNCINOBJEK

|'FtAIAN Nasa Manfaat

1 3 2 3\ 3 12 TAKARAN KERING 5
1 3 2 3 3 13 TAKAF2AN BAHAN BANGUNAN 5
1 3 2 3 3 14 TAKAF2AN LAINNYA 5

1 3 2 3 3 15 ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR 5

1 3 2 3 3 16 SPECIFIC SET 5
1 3 2 3 3 17 ALAT PENGUKLJR KEADAAN ALAM 5

1 3 2 3 3 18 AIAT PENGUKUR PENGLIHATAN 5

1 3 2 3 3 19
ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKsl

5
VyArm

1 3 2 3 3 20 ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP 5

1 3 2 3 3 21 ALAT UKUR LAINNYA 5

1 3 2 4 ALAT PERTIN IAN

1 3 2 4 1 ALAT PENGOLAHAN

1 3 2 4 1 1 ALAT pENGOLAHAi\i TAr\iAli DAN TANAMAr\i 4

1 3 2 4 1 2 ALAT PEME LI HAFtAAN TANAMAN/I RAN/TERNAl( 4

1 3 2 4 1 3 ALAT PIN EN 4

1 3 2 4 1 4
ALAT PENYIMPAN HASIL PEF2COBAAN

4
PERTANIAN

1 3 2 4 1 5 ALAT LABOFIAroRluM pERTANiAN 4

1 3 2 4 1 6 ALAT PROSESING 4

1 3 2 4 1 7 AIAT PASCIA PANEN 4

1 3 2 4 1 8 ALAT PRODUKSI PERIRANAV 4

1 3 2 4 1 9 ALAT-ALAT PETERNAKAN 4

1 3 2 4 1 10 ALAI PENGOLAHAN LAINNYA 4

1 3 2 5 ALAT KANTOR DAN RUMAH TAIGGA

1 3 2 5 1 ALAl- KANTOR

1 3 2 5 1 1 MEs]N fenK 5

1 3 2 5 1 2 MEslN HiTUNG"EslN JUMi-All 5

1 3 2 5 1 3 ALAT REPRODUKsl (PENGGANDAAN} 5

t 3 2 5 1 4 ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN ICAt\ITOR 5

1 3 2 5 1 5 ALAT KANTOFt LAINNYA 5

1 3 2 5 2 ALAT RUMAH TENGGA

1 3 2 5 2 1 MEUBELAIR 5

1 3 2 5 2 2 ALAT PENGUKUR WAKTU 5

1 3 2 5 2 3 ALAT PEMBERSIH 5

1 3 2 5 2 4 AIAT PENDINGIN 5

1 3 2 5 2 5 AIAT DAPuR 5

1 3 2 5 2 6 AijRT RUMAH TANGGA unNNyA (HOME USE) 5
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AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK
RINCENOE„EK

SIIBRINCINOE„EK

Uf-        i Man Manfan

1 3 2 5 2- 7 ALAT PEMADAM KEBAKARAN 5
1 3 2 5 3 MEJA DAN KUFtsI KERJA/RAPAT PEJABAT

1 3 2 5 3 1 MEJA KERJA PEJABAT 5
1 3 2 5 3 2 MEJA FtAPAT PEJABAT 5
1 3 2 5 3 3 KURS] KEFUA PEJABAT 5

1 3 2 5 3 4 KURSI RAPAT PEJABAT 5
1 3 2 5 3 5 KUFtsI HADAP DEPAN MEJA KEFLJA PEJABAT 5

1 3 2 5 3 6 KURSI TAMu DI RIIANGAN PEJABAT 5

1 3 2 5 3 7 LEMAFtl DAN ARSIP PEJABAT 5

1 3 2 6 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR

1 3 2 6 1 AIJ4TSTUDIO

1 3 2 6 1 1 PERALATAN STLJDIO AUDIO 5

1 3 2 6 1 2 PERALATAV STUDIO VIDEO DAN FILM 5

1 3 2 6 1 3 PEFRALATAN STUDIO GAMBAR 5

1 3 2 6 1 4 PERALATAN CETAK 5

1 3 2 6 1 5
PERALATAN STUDIO PEN ETAAN/PEF{ALAIAN

5
uKURTAlun

1 3 2 6 1 6 ALAT STUDIO LAINNYA 5

1 3 2 6 2 AIAT KOMUNIRAsl

1 3 2 6 2 1 ALAT KOMUNIRASI TELEPHONE 5

1 3 2 6 2 2 ALAT KOMUNIRASI RADIO SSB 5

1 3 2 6 2 3 ALAT KOMUNIKASI RADIO HFjFM 5

1 3 2 6 2 4 ALAT KOMUN[KASI RADIO VHF 5

1 3 2 6 2 5 ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF 5

1 3 2 6 2 6 AIAT KOMUNIRASI SOsuu 5

1 3 2 6 2 7 ALAT-ALAT SAN Dl 5

1 3 2 6 2 8 AljlT KOMUNIKASI KHUSUS 5

1 3 2 6 2 9
ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN

5
I(ONVENSIONAL

1 3 2 6 2 10 ALAT KOMUNIRASI SATELIT 5

1 3 2 6 2 11 ALAT KioMUNIKAS] LA]NNYA 5

1 3 2 6 3 PERALATAN PEMANCAR

1 3 2 6 3 1 PEFIALATAN PEMAVCAF` MF/MW 10

1 3 2 6 3 2 PEFIAL.ATAN PEMANCAR HErsw 10

1 3 2 6 3 3 PEfIALATAN PEMANCAR VHFffM 10

1 3 2 6 3 4 PEF`ALATAN PEMANCAR UHF 10

1 3 2 6 3 5 PEFIALATAI PEMANCAR SHE 10

1 3 2 6 3 6 PEFRALATAN ANTENA MF"W 10
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AKLJN KELOMPOK JENIS OBUEK
RINcbENOE„EK

SUBRINCIANOBJEK

UFtAIAN Nasa Manfrfu

1 3 2 6 3 7 PERALATAN AN"NA HF/SW 10

1 3 2 6 3 8 PERALATIN ANTENA VHF/FM 10

1 3 2 6 3 9 PERALATAN INTENA UHF 10

1 3 2 6 3 10 pEERAi.ATAI ANTENA sli FmARABOLA 10

1 3 2 6 3 11 PEfIALATIN TRANS LATOFt VH F/VH F 10

1 3 2 6 3 12 pEFIALjITAN TRAr\ISLATOFt uHFruHF 10

1 3 2 6 3 13 PEFIALATAN TRANSLATOR vHFrtyHF 10

1 3 2 6 3 14 PERALATAN TRANSLAIDR UHF/VHF 10

1 3 2 6 3 15 PERAIATAN MICROWAVE F P U 10

1 3 2 6 3 16 PERALATAN M [CROWAVE TERESTRIAL 10

1 3 2 6 3 17 PERALATAV MICROWAVE TVRO 10

1 3 2 6 3 18 PERALATAN DUMMY LOAD 10

1 3 2 6 3 19 SVVITCH E R ARTENA 10

1 3 2 6 3 20 SVATCHE F2/MENAFtA ANTENA 10

1 3 2 6 3 21 FEEDEF` 10

1 3 2 6 3 22 HUMIDITY CONTROL 10

1 3 2 6 3 23 PROGRAM INPUT EQulpMENT 10

1 3 2 6 3 24 PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF 10

1 3 2 6 3 25 PERALATAI PEMANCAF` LF 10

1 3 2 6 3 26 UNIT PEMANCAR MF+HF 10

1 3 2 6 3 27 PEF2ALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF 10

1 3 2 6 3 28 PERAIA:TAN PENERIMA 10

1 3 2 6 3 29 PEFRALATAN PEMANCAR DAN PENEFtlMA LF 10

1 3 2 6 3 30 PERALATAN PEMANCAR DIN PENEFtlMA MF 10

1 3 2 6 3 31 PERALATEN pEMAr\ICAR DAN pENER]MA HF 10

1 3 2 6 3 32
PERALATIN PEMANCAR DAN PENERIMA

10
MF+HF

1 3 2 6 3 33 PEFRALATAN PEMANCIAR DAN PENEFUMA VHF 10

1 3 2 6 3 34 PEF2ALATAN PEMAl`ICAR DAN PENER]RA UHF 10

1 3 2 6 3 35 PEFtAIJITAN PEMANCAR DAN PENEFRIMA SliF 10

1 3 2 6 3 36
PEFRALATAN AITENA PEMANCAF= DAN

10
PENERIMA LF

1 3 2 6 3 37
PERALAIAN ANTENA PEMANCAR DAN

10
PENERIMA MF

1 3 2 6 3 38
PERALATAN ANHNA PEMANCAF2 DAN

10-
PENEFRIMA HF

1 3 2 6 3 39
PERALATAN ANTENA PEMAINCAI DAN

10
PENERIMA MF+HF
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AKUN KELOMPOK JENIS OEHEK
RINCunOEHEK

SUBFUNCINOEUEK

UF3ARA Mace Manfaat

1
'3

2 6 3 40
PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN

10
PENERIMA VHF

1 3 2 6 3 41
PERALATAI ANTENA PEMANCAR DAN

10
PENERIRA UHF

1 3 2 6 3 42
P-ERALATAN ANIENA PEMANCAR DAN

10
PENEFtlRASHF

1 3 2 6 3 43
PERALATAV PENERIMA CUACA CITRA

10
sAmeL]TE FREsoLus[ FRENDAli

1 3 2 6 3 44
PERAIATAN PENERIMA CUACA CllRA

10
SATELITE RESOLUSI TINGGI

1 3 2 6 3 45
PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM

10
GAMBAF3 RE PERMUKAAN

1 3 2 6 3 46 PERALATIN PERLENGKAPAN RADIO 10

1 3 2 6 3 47 SUMBER TENAGA 10

1 3 2 6 3 48 PERALATAN PEMANCAFt LA]NNYA 10

1 3 2 6 4 PEFIALATIN KOMIJNIKASI NAVIGASI

1 3 2 6 4 1

PERALATAN KOMUN]KASI NAVIGAsl
15

lNSTRUMEN IJ\NDING SYSTEM

1 3 2 6 4 2 vERy HiGH FREQUENCE OMNi RANGE ryoRt 15

1 3 2 6 4 3 DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME} 15

1 3, 2 6 4 4 FueAR 15

1 3 2 6 4 5 ALAT PANGA" R TELEf(OMUNIRAsf 15

1 3 2 6 4 6
PERAIATAIN KOMUNIKASI UNTUK

15
DOKUMENTAsl

1 3 2 6 4 7 PEFRALATAN KOMUN]KASI NAVIGASI LA]NNYA 15

1 3 2 7 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

1 3 2 7 1 ALAT REDOEcrERAI`i

1 3 2 7 1 1 ALAT KEDORTERAN UMUM 5

1 3 2 7 1 2 ALAT KEDOKTERAN GIGl 5

1 3 2 7 1 3 ALAT KEDORTERAN KELUAFtGA BERENCANA 5

1 3 2 7 1 4 ALAT KEDof¢TEFtAN BEDAH 5

1 3 2 7 1 5
ALAT KESEHATEN KEBIDANAN DAN PENYAI(lT

5
KANDUNGAN

1 3 2 7 1 6 ALAT KEDORTERAN THT 5

1 3 2 7 1 7 AL.AT KEDotcrERAN MATA 5

1 3 2 7 1 8 ALAT tGDOKTEFtAN BAGIAN PENYAKfT DAIAM 5

1 3 2 7 1 9
ALAT REDORTERAN KAMAR

5
JENASAH/MORTUARY

1 3 2 7 1 10 ALAT KEDORTEF2AN ANAK 5
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AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK
RINCENOBJEK

SUBFtlNCIANOEuEK

UFtAIN Nasa Manfaat

1 3 2 7 1 11 AIAT KEDol(TERAN POLIKLINIK 5
1 3 2 7 1 12 Al.AT KESERATAN REHABILITASI MEDIS 5

1 3 2 7 1 13 ALAT REDOKTERAN NEUROLOGl (SYARAF} 5
1 3 2 7 1 14 ALAT KEDOI(TEFtAN JAITUNG 5
1 3 2 7 1 15 Al.AT fGDOKTERAN RADIODIAGNOsllc 5
1 3 2 7 1 16 AiAT KEDoiITERAN pATALOGi ANAroMy 5
1 3 2 7 1 17 ALAT REDofcTERAN TRAr\isFusl DARAli 5
1 3 2 7 1 18 ALAT KEDofITERAN RAD[OTERAPY 5

1 3 2 7 1 19 ALAT KEDORTERAN NUKLIFt 5

1 3 2 7 1 20 ALAT KEDofITEF2AN KUL[T DAN KELJ"[N 5

1 3 2 7 1 21 ALAT fGDofcTEFtAN GAWAT DARURAT 5

1 3 2 7 1 22 ALAT REDOKTERAN J[WA 5

1 3 2 7 1 23 ALAT KEDORTERAN BEDAH OFtTHOPEDl 5

1 3 2 7 1 24 ALAT I(EDORTEF2AN I C U 5

1 3 2 7 1 25 ALAT KEDOKTEF2AN I C C u 5

1 3 2 7 1 26 ALIT fGDOKTEFtAN BEDAH JANTLJNG 5

1 3 2 7 1 27 ALAT KEDOKTEFtAN TRADITIONAL MEDICINE 5

1 3 2 7 1 28 ALAT KEDO!<TERAN ANAESTH ESI 5

1 3 2 7 1 29 ALAT KEDORTEF2AN LAINNYA 5

1 3 2 7 2 ALAT KESEHATAN UMUM

1 3 2 7 2 1 ALAT RESEHATAN MATRA LAUT 5

1 3 2 7 2 2 ALAT KESEHATAI MATF2A UDARA 5

1 3 2 7 2 3 ALAT KESEHATAN KEPOLISLAN 5

1 3 2 7 2 4 ALAT KESEHATAN OLAli RAGA 5

1 3 2 7 2 5 ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA 5

1 3 2 8 ALAT LABORATOF`[ UM

1 3 2 8 1 UNIT ALAT LABORATORIUM

1 3 2 8 1 1

ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK
8)

PENYEHATAN

1 3 2 8 1 2
ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK

8
PENYEHATAN

1 3 2 8 1 3 ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA 8

1 3 2 8- 1 4 AIAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIRA 8

1 3 2 8 1 5 ALAT LABORATORIU M BATUAN/GEO LOG] 8

1 3 2 8 1 6
ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN

8
KONSTRUKSI

1 3 2 8 1 7 ALAT LABORATORluM ASPAL, CAT DAN KIMIA 8

1 3 2 8 1 8 ALAT LABOFIATORluM MEKANIKA TANAli DAN 8
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AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK
RINCIANOEUEK

SUBRINCIANOBJEK

UFtAIN Macs Manfan

BATUAN

1 3 2 8 1 9 ALAT IABORATORIUM COCOK TANAM 8

1 3 2 8 1 10
ALAT LABofIATORIUM LOGAM, MESIN DAN

8
L]STRIK

1 3 2 8 1 11 AIAT LABORATORIUM UMUM 8
1 3 2 8 1 12 ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI 8
1 3 2 8 1 13 ALAT LABORATORIUM KIMIA 8

1 3 2 8 1 14 ALAT LABOFIATORIUM PATOLOGl 8

1 3 2 8 1 15 ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGl 8

1 3 2` 8 1 16 ALAT LABOFIATORluM HEMATOLOGl 8

1 3 2 8 1 17 AIAT LABORATORIUM FILM 8

1 3 2 8 1 18 ALAT LABOFIATORIUM MAKANAN 8

1 3 2 8 1 19 ALAT LABOFIATORIUM FARMAsl 8

1 3 2 8 1 20 ALAT LABORATOFtluM FIS]RA 8

1 3 2 8 1 21 Al.AT LABOFIATOFuUM H]DRODINAMIRA 8

1 3 2 8 1 22 ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI 8

1 3 2 8 1 23 AIAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN 8

1 3 2 8 1 24 AIAT LABORATORIUM FIASIR 8

1 3 2 8 1 25
ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN

8
CERATAN

1 3 2 8 1 26 ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA 8

1 3 2 8 1 27 AI.AT LABORATORIUM METALOGRAPHY 8

1 3 2 8 1 28 ALAT IABORATORIUM PROSES PENGEIASAN 8

1 3 2 8 1 29
ALAT LABORATORIUM UJI PROSES

8
PENGELASAN

1 3 2 8 1 30
ALAT IABORATORluM PROSES PEMBUATAN

8
LOCEN

1 3 2 8 1 31 ALAT LABORATORIUM METROLOGIE 8

1 3 2 8 1 32 ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM 8

1 3 2 8 1 33
ALAT LABORATORluM pRcrsEs PENGOLAHAN

8
PARIS

1 3 2 8 1 34
ALAT IABORATOR[LJM PROSES TEKNOLOGI

8
TEKSTIL

1 3 2 8 1 35 AIAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL 8

1 3 2 8 1 36
AIAT LABORATORIUM PROSES TEtouoLOGl

8
KEF"]K

1 3 2 8 1 37
ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI

8
KiJLrr DAN kARET

1 3 2 8 1 38 ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN 8
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AKUN KELOMPOK JENIS OE„EK
RINCIANOBJEK

SUBRINCIANOBJEK

URAEN Mace Manfat

PLAS"K

1 3 2 8 1 39 Al.AT I.ABORATORILJM UJI fGRAMIK 8

1 3 2 8 1 40
ALAT IABORATORlirM pROsEs TEKNOLOG[

8
SELULOSA

1 3 2 8 1 41 ALAT IABORATOFuUM PERTANIAN 8

1 3 2 8 1 42
ALAT LABORATOR]UM ELERTRONIRA DAN

8
DAYA

1 3 2 8 1 43 ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA 8

1 3 2 8 1 44
ALAT LABOFIATORIUM KONVERSI EIATUBARA

8
DAN BIOMAS

1 3 2 8 1 45 ALAT I.ABORATOR]UM OCEANOGRAFI 8

1 3 2 8 1 46 ALAT IAB0FIATORluM L(NGKUNGAAI PERAIRAN 8

1 3 2 8 1 47 AIAT LABORATORluM BIOLOGI PERA]FIAN 8

1 3 2 8 1 48 ALAT LABORATORIUM BIOLOGl 8

1 3 2 8 1 49 ALAT IABofRATOFtluM GEOF[S]RA 8

1 3 2 8 1 50 ALAT LABORATOFRIUM TAMBANG 8

1 3 2 8 1 51 ALAT IABORATORIUM PROSES/lEKNIK KIMIA 8

1 3 2 8 1 52 AIAT LABORATORluM PROSES INDuSIRI 8

1 3 2 8 1 53 ALAT LABOFIATORIUM .KESEHATAN KEfuA 8

1 3 2 8 1 54 LABORATOR[UM KEAF2SIPAN 8

1 3 2 8 1 55
lABORATORIUM HEMATOLOGI DAN

8
URINALISIS

1 3 2 8 1 L56 ALAT LABOFIATORluM LAIN 8

1 3 2 8 1 57
ALAT LABORATORluM HERMODINAM]KA

8
MOTOR DAN SISITEM

1 3 2 8 1 58 ALAT LABORATOR]uM PENDIDIKAN 8

1 3 2 8 1 59
ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES

8
ENZYM

1 3 2 8 1 60 ALAT LABOFIATOR]UM TEKN[K PANTAI 8

1 3 2 8 1 61
ALAT   IABORATOR[UM   SuMBER   DATA   DAN

8
ENERGl

1 3 2 8 1 62 ALAT LABORATORIUM POPULAsl 8

1 3 2 8 1 63 ALAT PENGUKUR GELOMBAI\IG 8

1 3 2 8 1 64 UNIT ALAT LABOFIATOFRIUM LAINNYA 8

1 3 2 8 2 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR

1 3 2 8 2 1 ANALrmcAL INSTRUMENT 15

1 3 2 8 2 2 lNSTRUMENT PROBE/SENSOR 15

1 3 2 8 2 3 GENERAL LABORATORY TOOL 15

1 3 2 8 2 4 GiAsswAF`E pLAST[cruHN slLs 15
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AKLJN KELOMPOK JENIS OELJEK
RINCENOEUEK

SuBR]NCENOBJEK

UFtAIAN Man Manfaat

1 3 2 8 2 5 lABORATORY SAFETY EQUIPMENT 15

1 3 2 8 2 6
UNIT ALAT IABORATORluM KIMIA NUKLIR

15
INNNYA

1 3 2 8 3 ALAT PEFIAGA PRAKTEK SEKOLA!l

1 3 2 8 3 1

ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOIAli B]DANG

10
STUDl : BAHASA INDONESIA

1 3 2 8 3 2
ALAT PERAGA PFRAKTEK SEKOLAli B]DAIG

10
STLJD] : MATEMAT]RA

1 3 2 8 3 3
ALAT PERAGA PRAKIEK SEKOIAli BIDANG

10
STIJDl : IPA DASAR

1 3 2 8 3 4
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAI+ BIDANG

10
STUDI : IPA LANJUTAN

1 3 2 8 3 5
ALAT PEFIAGA PRAKTEK SEKOL.All BIDANG

10
STUDI .: IPA MENENGAH

1 3 2 8 3 6
ALAT PEfRAGA PFIAKTEK SEKOLAli BIDAIG

10
STUDl : lpA ATAS

1 3 2 8 3 7
ALAT PEFIAGA PFtAKTEK SEK0lAti BIDANG

10
STUD) : lps

1 3 2 8 3 8
ALAT pERAen pF3AKTEK SEKOLAH BIDANG

10
STUD] : AGAMA

1 3 2 8 3 9
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOIA!i BIDANG

10
§TUDf : KETEFOwPILAN

1 3 2 8 3 10
ALAT PEFIAGA PRAKTEK SEKO(All BIDANG

10
STUDI : KESENIAI`l

1 3 2 8 3 11
ALAT PERAGA PFtAKTEK SEKOLAll BIDANG

10              I
STUD] : OIAli RAGA

1 3 2 8 3 12
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLA!i B[DAVG

10
STUDI : PKN

1 3 2 8 3 13
ALAT PEFIAGA LUAR BLASA {TUNA NETRA.

10
TEfRAPI FISIK, "NA DAKSA,

1 3 2 8 3 14 ALAT PEFIAGA KEJURUAN 10

1 3 2 8 3 15 AIAT PERAGA PAUDITK 10

1 3 2 _8 3 16 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOIAli LA]NNYA 10

1 3 2 8 4
ALAT LABORATOFtluM FISIRA

NUKLIFt/ELEt(TRONIRA

1 3 2 8 4 1 RADIATION DETECTOR 15

1 3 2 8 4 2
MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC

15
ELECTFtoNIC

1 3 2 8 4 3 ASSEMBLY/sou NTI NG SYSTEM 15
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AKUN KELOMPOK JENIS OELJEI(
R]NCENOE„EK

SuBR]NCIANOEUEK

LJFUEN Man Manfrfu

1 3 2 8 4 4 RECORDER DISPLAY 15

11 3 2 8 4 5 SYSTEM/POWEFt SU PPLY 15

3 2 8 4 6 MEASURING/TESTING DEVICE 15

1 3 2 8 4 7 Opllo ELECTRONICS 15

1 3 2 8 4 8 ACCELERATOR 15

1 3 2 8 4 9 REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM 15

1 3 2 8 4 10
Al.AT LABOFIATORIUM FIS]RA

15
NU KLI F2/ELEKTRON fro LAI NNYA

1 3 2 8 5
ALAT PROTEKSI RADIAsl/PROTEKsl

LINGKUNCEN

1 3 2 8 5 1 ALAT UKUR FISIRA KESEHATAN 10

1 3 2 8 5 2 ALAT KE'SEHATAN KERJA 10

1 3 2 8 5 3 PROTEKSI LINGKUNGAN 10

1 3 2 8 5 4 METEOROLOGICAL EQUIPM ENT 10

1 3 2 8 5 5 SUMBER FuniAsi 10

1 3 2 8 5 6
ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTE Ksl

10
LINGKUNGAN LAINNYA

1 3 2 8 6 DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY 10

1 3 2 8 6 1 RADiAnoN AppLlcATioN EQuipMENT 10

1 3 2 8 6 2 NON DESTRUCTIVE TEST (NDT} DE`/lcE 10

1 3 2 8 6 3 PERALATAN HIDROLOG] 10

1 3 2 8 6 4 DESTRucii\ra TESTING LABORATOF{y 10

1 3 2 8 7 AIAT IABORATOFtluM LINGKUNGAN HIDUP

1 3 2 8 7 1

ALAT LABORATORluM ra7\/ALiTAs AiR DAN
7Tfun

1 3 2 8 7 -2 ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDAF2A 7

1 3 2 8 7 3
ALAT LABOFIATORIUM KEBISINGAN DAN

7
GEIAFEN

1 3 2 8 7 4 LABORATORIUM LINGKUNGAN 7

1 3 2 8 7 5 ALAT LABORATORIUM PENUNJANG 7

1 3 2 8 7 6
AIAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

7
LJMNNYA

1 3 2 8 8 PEFRALATAN LABOFIATORluM HYDRODINAM[CA

1 3 2 8 8 1 TOVVING CARRIAGE 15

1 3 2 8 8 2 WAVE GENEFIATioR AND ABsoFaeER 15

1 3 2 8 8 3 DATA ACCQUISITION AND ANALYZING SYSTEM 15

1 3 2 8 8 4 CAVITATION TUNNEL 15

1 3 2 8 8 5 OVERHEAD CRANES 15



-211 -

AKUN moMPOK JENIS ORJEl(
RINCENOEUEK

SuBR]NCINOEHEK

UF2rm Nasa Manfan

11 3 2 8 8 6 PERAIATAN UMUM 15

3 2 8 8 7 PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP 15

11 3 2 8 8 8 PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP 15

3 2 8 8 9 PEMESINAN : MECHANICAL WORI(SHOP 15

1 3 2 8 8 10
PEMESINAN : PFREC]S[ON MECHANICAL

15
WORKSHOP

1 3 2 8 8 11 PEMESINAN : PAINTING SHOP 15

1 3 2 8 8 12
PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARA"ON

15
SHOP

1 3 2 8 8 13 PEMESINAN : ELECTICIAL WORKSHOP 15

1 3 2 8 8 14 MOB 15

1 3 2 8 8 15 PHOTO AND FILM EQUIPMENT 15

1 3 2 8 8 16
PEFIALATAN LABORATOR]UM HYDF20DINAMICIA

15
LAINNYA

1- 3 2 8 9
ALAT IABofRATOFtl uM STAN DARISAsl

l{ALIBFRASI DAN [NSTRUMENllASI

1 3 2 8 9 1

ALAT tABORATORILJM KALIBRASI

10
ELECTROMEDll( DAN BIOMEDIK

1 3 2 8 9 2
ALAT LABORATORluM STANDARD DAN

10
KrmBRATOR

1 3 2 8 9 3
AIAT IABORATORllJM CAHAYA, OPTIK DAN

10
AKUSTIK

1 3 2 8 9 4 ALAT LABORATOR]UM LISTRIK DAN MERANIK .10

1 3 2 8 9 5 ALAT LABofRATOR]UM TEKANAN DAN SIJHU 10

1 3 2 8 9 6
ALAT LABORATORIUM STANDAR[SAst

10
KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN

1 3 2 8 9 7 ALAT LABORATORIUM NATIUS 10

1 3 2 8 9 8
ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIRA DAN

10
TELEKOMUNIRASI PELAYARAN

1 3 2 8 9 9
ALAT       LABORATORIUM       SARANA       BANTU

10
NAV]GASI PELAYARAI\l

1 3 2 8 9 10 ALAT I.ABORATORluM uJ] PEFtANGKAT 10

1 3 2 8 9 11

ALAT LAUURAI UFtluM STANZIAFtlsASI
10

KALIBF3ASI DAN INSTFtuMENTAS]

1 3 2 9 ALAT PERSENJATAAI\I

1 3 2 9 1 SENJATA API

1 3 2 9 1 1 SENJATA GENGGAM 10

1 3 2 9 1 2 SENJATA PINGGANG 10

1 3 2 9 1 3  A SENJATA BAHu/SENJATA LARAS PANJENG 10
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AKUN KELOMFroK JENIS OEUEK
R]NCENOE„EK

SUBRINCIANOE„EK

LJFtAIN Nasa hanfaat

1 3 2 9 1 4 SENAPAN MESIN 10

1 3 2 9 1
-5

MORTIR 10

1 3 2 9 1 6 ANTI LAPIS BAIA 10

1 3 2 9 1 7 AFtTILEFti MEDAV (ARMED} 10

1 3 2 9 1 8 AFtT]LERI PEF`TAHANAN UDARA (AFtHANUD} 10

1 3 2 9 1 9 RAVALERI 10

1 3 2 9 1 10 SENJATA LAIN-lAIN 10

1 3 2 9 2 PERSENJATAAN NON SENJATA API

1 3 2 9 2 1 ALAT KEAMANAN 3
1 3 2 9 2 2 NON SENJATA AII 3

1 3 2 9 2 3
AIAT PENJINAK BAHAN PELEDAK

3
{AVIHANDAK}

1 3 2 9 2 4' Al]1T NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA 3

1 3 2 9 2 5 PERSENIATAAN NON SENJATA AII LA]NNYA 3

1 3 2 9 3 SENJATA SINAR

1 3 2 9 3 1 LASEFt 5

1 3 2 9 3 2 SENJATA SINAR LAINNYA 5

1 3 2 9 4 ALAT KHUSuS KEPOLISIAN

1 3 2 9 4 1 ALAT KHUSUS KEPOLISIAhl 4

1 3 2 9 4 2 AIAT DALMAS/ALAT DAKfiuFIA 4

1 3 2 9 4 3 ALAT wAr`ITEROR (PERLAWAVAN TEROR) 4

1 3 2 9 4 4 PERALATAN DETEKsl lNTEL 4

1 3 2 9 4 5 ALSUS LANIAS 4

1 3 2 9 4 6 ALSUS RESERSE 4

1 3 2 9 4 7 ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN 4

1 3 2 9 4 8 AISUS DAI{TILOSKOpl 4

1 3 2 9 4 9
INSTRUM EN         ANALI SIS          LABORATOFuUM

4
FORENSIK

1 3 2 9 4 10 AIAT "USUS KEPOLISIAV LAINNYA 4

1 3 2 10 KOMPUTER

1 3 2 10 1 KOMPUTER UNIT 4

1 3 2 10 1 1 KOMPUTER JARIN CAN 4

1 3 2 10 1 2 PERSONAL KOMPUHR 4

1 3 2 10 1 3 KOMPUTER UNIT LAINNYA 4

1 3 2 10 2 PERALATAN KOMPIJTEFt

1 3 2 10 2 1 PEFIAL.ATAN MAINFRAME 4

1 3' 2 10 2 2 PERAIATAN MINI KOMPUTER 4

1 3 2 10 2 3 PEFIALATAN PERSONAL KOMPUTER 4
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AKUN KELOMPOK JENIS OEUEK
RINCIANOBJEK

SUBRINCIANOBJEK

UFtAIAN Man Manfaat

1 3 2 10 2 4 PERALATAN JARI NGAN 4
1 3 2 10 2 5 PEFtALATAl\l KOMPUTEF= LA]NNYA 4
1 3 2 11 AIAT EKS PLORASI

1 3 2 11 1 ALAT EKSPLOF2ASI TOPOGRAFl

1 3 2 11 1 1 OPTIK 5
1 3 2 11 1 2 LJKUFVINSTRUMENT 5
1 3 2 11 1 3 AIAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA

_5

1' 3 2 11 2 AIAT EKSPLORASI GEOFISIKA

1 3 2 tl 2 1 MEKANIK 10

1 3 2 11 2 2 ELEKTRONIK/ELECTRIC 10

1 3 2 11 2 3 MANUAL 10

1 3 2 11 2 4 ALAT EKSPILORASI GEOFISIRA INNNYA 10

1 3 2 12 AIAT PENGEBORAN

1 3 2 12 1 ALAT PENGEB0RAN MESIN

1 3 2 12 1 1 BOR MESIN "MBUK 10

1 3 2 12 1 2 BOR MESIN PUTAR 10

1 3 2 12 1 3 ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA 10

1 3 2 12 2 ALA:I PENGEBOFtAN NON MESIN

1 3 2 12 2 1 BANGRA 10

1 3 2 12 2 2 PANTEK 10

1 3 2 12 2 3 PUTAR 10

1 3 2 12 2 4 PEF3ALAT" BANTU 10

1 3 2 12 2 5 ALAT PENGEBORAI\I NON MES[N LAINNYA 10

1 3 2 13
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAI\I DAN

PEMUFtNtEN

1 3 2 13 1 SUMUF3

1 3 2 13 1 1 PERALATAN SUMUR MINYAK 10

1 3 2 13 1 2 SUMUR PEMBORAN 10

1 3 2 13 1 3 SUMUR LAINNYA 10

1 3 2 13 2 PRODUKSI

1 3 2 13 2 1 RIG 10

1 3 2 13 2 2 PRODUKSI IAINNYA 10

1 3 2 13 3 PENGotAliAN DAN PEMURN[AN

1 3 2 13 3 1 ALAT PENGOLAHAN MINYAl( 15

1 3 2 13 3 2 AIJ\T PENGOIAliAN AIR 15

1 3 2 13 3 3 ALAT PENGOLAHAN STEAM 15

1 3 2 13 3 4 ALAT PENGOLAHAN WAX 15

1 3 2 13 3 5 PENGOIAliAN DAN PEMURN(AN LA]NNYA 15
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AKLJN KELOMPOK JENIS OELIEK
RINCENOBJEK

SUBRINCIANOEHEK

URAIAN Man Manfan

1 3 2 14 ALAT BANTU EKSPLORAsl

1 3 2 14 1 ALAT BANTU EKSPLOFRAS[

1 3 2 14 1 1 MEKANIK 10

1 3 2 14 1 2 EEKTRIC 10

1 3 2 14 1 3 ALAT BANTU EKPLORASI LA]NNYA 10

1 3 2 14 2 ALAT BANTU PRODUKsl

1 3 2 14 2 1 PERAWATAN SUMUR 10

1 3 2 14 2 2 TEST UNIT 10

1 3 2 14 2 3 ALAT EIANTU PRODUKSI LAINNYA 10

1 3 2 15 ALAT KESELAMATAN KERJA

1 3 2 15 1 ALAT DETEKsl

1 3 2 15 1 1 FveIASI 5

1 3 2 15 1 2 SUARA 5

1 3 2 15 1 3 AIAT DETEKSI LAINNYA 5

1 3 2 15 2 ALAT PELINDUNG

1 3 2 15 2 1 BAIU PENGAIN 5

1 3 2 15 2 2 MASKER 5

1 -3 2 15 2 3 TOPI KERJA 5

1 3 2 15 2 4 SABUK PENGAVAN 5

1 3 2 15 2 5 sEFrmj LAPANGAN 5

1 3 2 15 2 6 ALAT pELiNDUNG unNNyA 5

1 3 2 15 3 ALAT SAFt

1 3 2 15 3 1 ALAT PENOLONG 2

1 3 2 15 3 2 ALAT PENDUKUNG PENCARIAN 2

1 3 2 15 3 3 ALAT KEFUA BAWAH AIF= 2

1 3 2 15 3 4 ALAT SAR LAINNYA 2

1 3 2 15 4 ALAT KEFUA pENERBANen\I

1 3 2 15 4 1

PERALATAN FrslLiTAs KOMUNIRAsi
10

PENEREIANGAN

1 3 2 15 4 2
PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN

10
PENGAMATAN PENERBANGAN

1 3 2 15 4 3 PEFIALATAN FAS[LITAS BANTU PENDARATAV 10

1 3 2 15 4 4
PEFIALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN

10
DAN PENGAMANAN BANDAI UDARA

1 3 2 15 4 5
PERAIATAN FAS]LITAS LISTF2lK BANDAF3

10
UDrm

1 3 2 15 4 6 ALAT Ul{UR PERALATAN FASLEKTRIK 10

1 3 2 15 4 7 ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA 10
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AIUN KELOMPOI( JENIS OEidEK
RINCIANOEL'EK

SUBR]NCIANOE»EK

UFtAIAN Man Manfaat

1 3 2 16 ALAT PERAGA

1 3 2 16 1

ALAT PERAGA PELATTHAN DAN

PERCONTOHAN

1 3 2 16 1 1 ALAT PEF2AGA PELA"HAN 10

1 3 2 16 1 2 ALAT PERAGA PERCONTOHAN 10

1 3 2 16 1 3
ALAT PERAGA PELATIHAN DAN

10
PERCONTOHAN LAINNYA

1 3 2 17 PERAIATAN PROS EsfpRODUKsl

1 3 2 -17
1 UNIT PERAIATAN PROSES/PRODLIKsl

-1 3 2 17 1 1 LIQulD-LIQUID cONTRAeroR EQulpMENT 8
1 3 2 17 1 2 SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT 8
1 3 2 17 1 3 SOLIELSOLID SCREENING EQUIPMENT 8

1 3 2 17 1 4 SOLID-SOLID CLASSIFIER 8
1 3 2 17 1 5 SOLID-L]QIIID MIXING EQUIPMENT 8`

1 3 2 17 1 6 SOLID LIQUID CRYSTALLIZA"ON EQUIPMENT 8

1 3 2 17 1 7 loN EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT 8

1 3 2 17 1 8 LEACHING EQUIPMENT 8

1 3 2 17 1 9 G RAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT 8

1 3 2 17 1 10 SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT 8

1 3 2 17 1 11 CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID 8

1 3 2 17 1 12
LIQUID FROM SOLID EXPELLING

8
{EXPRESSOR}-EQUIPMENT

1 3 2 17 1 13 GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT 8

1 3 2 17 1 14 GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT 8

1 3 2 17 1 15 GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT 8

1 3 2 17 1 16 GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT 8

1 3 2 17 1 17 GAS - LIQUID SEPARITION EQU.PMENT 8

1 3 2 17 1 18 ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT 8

1 3 2 17 1 19
TRANSPOFIT AND STORAGE EQUIPMENT FOR

8
LIQUID

1 3 2 17 1 20 SOLID MATERIAL HANDLING EQulpMERT 8

1 3 2 17 1 21
SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT

8
EQUIPMENT

1 3 2 17 1 22 HEAT GENERATING EQUIPMENT 8

1 3 2 17 1 23 HEAT TRANSFER EQUIPMENT 8

1 3 2 17 1 24 MECHANICAL PROCES 8

1 3 2 17 1 25 CHEMICAL REAKlloN EQIIIPMENT 8

1 3 2 17 1 26 uNrr PERALATAN pRosEsfl]RODUKsi LAINNyA 8
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AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK
FancENOEUEK

SUBRINCENOBJEK

UFtAIN Man Manfaat

1 3 2 18 FOwBU -FOwBU

1 3 2 18 1 RAMBU-RAMBU IALU LINTAS DAFIAT

1 3 2 18 1 1 fowBU BERSuAR 7
1 3 2 18 1 2 RAMBLJ TIDAK BERSuAR 7
1 3 2 18 1 3 RAMBU-RAMBU IALu LINTAS DARAT IAINNYA 7
1 3 2- 18 2 RAMBu-F2AMBLJ LALU LINTAS LjDARA

1 3 2 18 2 1 RU NWAYJl+IRESHOLD LIG HT 5

1 3 2 18 2 2 visuAL AppRQACH sLOpE iNDicAiioR ryAsl) 5
1 3 2 18 2 3 APPROACH LIGHT 5

1 3 2 18 2 4 RUNWAy IDENTiFicAmoN LIGHT (REiLs} 5

1 3 2 18 2 5 SIGNAL 5

1 3 2 18 2 6 FLOOD LIGfITS 5

1 3 2 18 2 7 RAMBU-FtAMBU LALu LINTAS UDAF2A LAINNYA 5

1 3 2 18 3 RAMBU-fRAMBU LALU LINTAS LAUT

1 3 2 18 3 1 RAMBLJ-RAMBu lALu LINIAS LAUT 5

1 3 2 18 3 2 RAMBU-RAMBU LALU L[NTAS LAUT LAINNYA 5

1 3 2 19 PEFIALATAN OIAli RAGA

1 3 2 19 1 PERALATAN OLAli FRAGA

1 3 2 19 1 1 PERALATAN OIAli FIAGA ATLETIK 3

1 3 2 19 1 2 PE RALATAN PEF3MAINAN 3

1 3 2 19 1 3 PEFIALATAN SENAM 3

_1 3 2 19 1 4 PARALA:TAN oLAri FIAGA AIFt 3

1 3 2 19 1 5 PERALATAV OLA!i RAGA UDARA 3

1 3 2 19 1 6 PEF2AIATEN OLAli RAGA LA]NNYA 3

1 3 3 GEDUNG DAN BANGUNAN

1 3 3 1 BANGU NAN GEDUNG

1 3 3 1 1 BANGLjNAr`I GEDUNG HMPAT KEFUA

1 3 3 1 1 1 BANGUNAN GEDUNG KANTOR 50

1 3 3 1 1 2 BANGUNAN GUDANG 50

1 3 3 1 1 3
BANGUNAN GEDUNG UNTUK

50
BENGKELJHANGGAR

1
-3 3 1 1 4 BANGUNAN GEDUNG INSTALASI 50

1 3 3 1 1 5 BANGUNAN GEDUNG IABORATORIUM 50

1 3 3 1 1 6 BANGUNAN KESEHATAN 50

1 3 3 1 1 7 BANGU NAN O CEANARIUM/OBSERVATORIU M 50

1 3 3 1 1 8 BAr\iGUNAr\i GEDUNG TEMPAT [BIftyAH 50

1 3 3 i 1 9 BANGUNAN GEDUNG HMPAT PERTEMUAN 50

1 3 3 1 1 10 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN 50
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AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK
R]N-OBJEK

SUBFtlNCIANOBJEK

UF- Nasa Manfaat

1 3 3 1 1 11 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH FIAGA 50

1 3 3 1 1 12
BANGUNAN GEDUNG

50
PERTOKOAN/KOpERAsrarsAF`

1 3 3 1 1 13 BANGUI\lAN GEDUNG UNTUK POS JAGA 50
1 3 3 1 1 14 BANGUNAN GEDUNG GARAsl/POOL 50

1 3 3 1 1 15 BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN 50
1 3 3 1 1 16 BANGUNAN GEDUNG pEFtpusTAKAAr\I 50

1 3 3 1 1 17 BANGUNAN GEDUNG MUsluM 50

1 3 3 1 1 18
BANGUNAN GEDUNG

50
TERMINA!JPELABUHAN/EIANDAFtA

1 3 3 1 1 19 EENGUNAI`I PENGUJIAN KELAIKAN 50

1 3 3 1 1 20
EIANGUNAN GEDUNG LEMBAGA

50
PEMASYARAKATAN

1 3 3 1 1 21 BANGUNAN RUMAH TAVANAN 50

1 3 3 1 1 22 BANGUNAN GEDUNG IcaEMAiioRluM 50

1 3 3 1 1 23 BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEV\/AN 50

1 3 3 1 1 24 BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN 50

1 3 3 1 1 25 BANGUNAN TEfapuRA 50

1 3 3 1 1 26 BAINGUNAN PENAMPUNG SEKAM 50

1 3 3 1 1 27 BANGLjNAN TEMPAT PELELANGAN iRAN rrpl) 50

1 3 3 1 1 28 BANGUNAN INDUSTRI 50

1 3 3 1 1 29 BANGU NAN P ETEFENAKAN/P ER] KANEN 50

1 3 3 1 1 30 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERIA INNNYA 50

1 3 3 1 1 31 BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA 50

1 3 3 1 1 32 BANGLJNAN FASILITAS UMUM 50

1 3 3 1 1 33 BANGUNAN PARKIR 50

1 3 3 1 1 34 BANGUNAN GEDUNG PABR]K 50

1 3 3 1 1 35 BANGUNAN STASIUN BUS 50

1 3 3 1 1 36 TunN 50

1 3 3 1 1 37 BANGuf`lAI`l GEDUNG TEMPAT KEFUA LA]NNYA 50

1 3 3 1 2 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL

1 3 3 1 2 1 RUMArl NEGARA GOLONGAN I 50

1 3 3 1 2 2 RUMAli NEGARA GOLONGAN 11 50

1 3 3 1 2 3 RUMA!i NEGARA GOLONGAN Ill 50

1 3 3 1 2 4
MEsS/\nrlsMA/BUNGAlow/TEMPAT

50
pERisTiFunTAN

1 3 3 1 2 5 rsFOwA 50

1 3 3 1 2 6 HOTEL 50
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AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK
fRINCIANOEUEK

SuBRINCIANOBJEK

URALIN Mace Manfan

1 3 3 1 2 7 MOTEL 50

1 3 3 1 2 8 Flj`TneuMAH susuN 50

1 3 3 1 2 9
RUMAI NEGAFIA DALAM PROSES

50
PENGGOLONGAN

1 3 3 1 2 10 prm AsuEN 50

1 3 3 1 2 11 APAITEMEN 50

1 3rr 3 1 2 12 RUMAli TIDAK BEFisusuN 50
a    1

3+ 3 1 2 13
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAI

50
INNNYA

1 3 3 2 MONLJMEN

1 3 3 2 1 CIAN DI/TU GU PER] N GATAN/PRASASTI

1 3 3 2 1 1 CEND] 50

1 3 3 2 1 2 TIJGU 50

1 3 3 2 1 3 BANGUNAN PENINGGALAI`l 50

1 3 3 2 1 4 CANDI/TUGU PERINGATANffFRASAST] LAINNYA 50

1 3 3 3 BANGUNAN MENAF=A

1 3 3 3 1 BANGUNAI`I MENAF3A PERAMBUAN

1 3 3 3 1 1

BANGUNAN MENARA PERAMBLJAN
40

PENERANGAN PANTAl

1 3 3 3 1 2
BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN

40
PAVAl

1 3 3 3 1 3 BANGUNAN MENARA HLEKOMIJNIKAS[ 40

1 3 3 3 1 4 BANGUNAI\I MENARA PENGAWAS 40

1 3
-3

3 1 5 BAVGUNAN MENAFtA pEFunBUAV LA]NNryA 40

1 3 3 4 TUGu TITIK KONTROLfl3ASTf

1 3 3 4 1 TUGUITANDA BATAS

1 3 3 4 1 1 TUGi]rrANDA BATAs AIMiNlsTRAs[ 50

1 3 3 4 1 2 TUGUITANDA JARING KONTROL GEODEsl 50

1 3 3 4 1 3 PILARTUGUITAN DA LAINNYA 50

1 3 3 4 1 4 PAGAR 50

1 3 3 4 1 5 TUGurENDA BATrs LAINNryA 50

1 3 4 JALAN, JAF3INGAN DAN IRIGAsl

1 3 4 1 JALAN DAN JEMEIATAN

1 3 4 1 1 JALAN

1 3 4 1 1 1 JALAN NASIONAL 10

1 3 4 1 1 2 JALIN PF20PINsl 10

1 3 4 1 1 3 JAIAN KABUPATEN 10

1 3 4 1 1 4 JALAN KOTA 10
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AKIJN KELOMPOK JEN]S OBJEl(
RINCENOEUEK

SUBRINCLANOBJEK

UFtAEN Man Manfaa(

1 3 4 1 1 6 JALAN TOL 10

i 3 4 1 1 7 JAIN KERETA API 10

1 3 4 1 1 8 lANDASAN PACU PESAWAT TERBANG 10

1 3 4 1 1 9 JALAN KHUSUS 10

1 3 4 1 1 10 JALAN LAINNYA 10

t 3 4 1 2 JEMBATAN

1 3 4 1 2 1 JEMBATAP\I PADA JALAN NASIONAL 50

1 3 4 1 2 2 JEMBATAI`I PADA JALAN PROPINSI 50

1 3 4 1 2 3 JEMBATAN PADA JALAN KABuPATEN 50

1 3 4 1 2 4 JEMBATAN PADA JAIAN KOTA 50

1 3 4 1 2 6 JEMBATAN PADA JAIAN TOL 50

1 3 4 1 2 7 JEMBATAN PADA JAIAN KERETA Apt 50

1 3 4 1 2 8
JEMBAIAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT

50
TERBANG

1 3 4 1 2 9 JEMBATAN PADA JAIAN KHUSUS 50

1 3 4 1 2 10 JEMBATAN PENYEBERANGIN 50

1 3 4 1 2 11 JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL 50

1 3 4 1 2 12 JEMBATAN PENGUKUR 50

1 3 4 1 2 13 JEMBATAN LAINNYA 50

1 3 4 2 BANGUNAN AIR

1 3 4 2 1 BANGUNAN AIR IRIGAsl

1 3 4 2 1 1 BANGUNAN WADUK IRIGASI 50

1 3 4 2 1 2 BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI 50

1 3 4 2 1 3 BANGUNAN PEMBAWA IRIGAsl 50

1 3 4 2 1 4 BENGUNAN PEMBUANG IRIGASI 50

1 3 4 2 1 5 BANGUNAN PENGAMAN IFtlGIASI 50

1 3 4 2 1 6 BANGUNAN PELENGKAP IRtGAS] 50

1 3 4 2 1 7 BANGUNAN SAWAH IRIGASI 50

1 3 4 2 1 8 BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA 50

1 3 4 2 2 BANGUNAN pENGAIF3AN PASANG suRur

1 3 4 2 2 1 BANGUNAN WADUK PASANG suRur 50

1 3 4 2 2 2 BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT 50

1 3 4 2 2 3 BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT 50

1 3 4 2 2 4 SALURAN PEMBLJANG PASANG SURurr 50

1 3 4 2 2 5 BANGUNAN PENGAMAN PASANG SUF`uT 50

1 3 4 2 2 6 BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT 50

1 3 4 2 2 7 BANGUNAN SAWAH PASANG SuRUT 50

1 3 4 2 2 8 BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT 50
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AKUN KELOMPOK JENIS OE»EKi'
R]NCIANOE„EK

SUBFHNCENOBJEK

Uf- Mace Manfaat

LAINNYA

1 3 4 2 3
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN

FOLDER

1 3 4 2 3 1 BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA 25

1 3 4 2 3 2
BAINGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN

25
FIAWA

1 3 4 2 3 3
BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN

25
FIAWA

1 3 4 2 3 4
BAINGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAI`I

25
RAWA

1 3 4 2 3 5
BANGUI\!AN PENGAMAN PENGEMBANGAN

25
FtAWA

1 3 4 2 3 6
BENGUNAN PELENGl(AP PENGEMBANGAN

25
RAWA

1 3 4 2 3 7 BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGIAN RAWA 25

1 3 4 2 3 8
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN

25
POLDER LAINNYA

1 3 4 2 4
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAUPANTAI &

PEhLANGGULANGAN BENCANA ALAM

1 3 4 2 4 1

BANGUNAI\l PENGAMAN SuNGAl/PANTAI a
10

PERANGGULANGAN BENCANA ALAM

1 3 4 2 4 2
BANGUNAN PENGAMBILAN pENGAMAnl

10
suNGAITAurAi

1 3 4 2 4 3
BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN

10
suNGAraANTAi

1 3 4 2 4 4 BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI 10

1 3 4 2 4 5
BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN

10
suNGueANTAI

1 3 4 2 4 6 BANGUNAN PELENGl{AP PENGAMAI`I SUNGAl 10

1 3 4 2 4 7
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAl a

10
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA

1 3 4 2 5
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR

DAN AIR TANAV

1 3 4 2 5 1

BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER
30

AIR

1 3 4 2 5 2
EIANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN

30
SUMBEFtAIR

1 3 4 2 5 3
BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN

30
SUMBERAIR
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AfouN KEL.OMPOK JENIS OBJEK
RINCIANOBJEK

SIJBFtlNCLANOBJEK

|'FtALAN Man Manfan

1 3 4 2 5 4
BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN

30
SuMBERAIR

1 3 4 2 5 5
BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAhl

30
SUMBEF` AIF2

1 3 4 2 5 6
BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGEN

30
SUMBERAIR

1 3 4 2 5 7 BANGUNAN SAWAH IFRIGASI AIR TANAH 30

1 3 4 2 5 8
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER A]R

30
DAN AIR TANAH LjAINNYA

1 3 4 2 6 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU

1 3 4 2 6 1 BANGUNAI`l WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU 40

1 3 4 2 6 2
BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BEFtsIH/AIR

40
BJREU

t 3 4 2 6 3 BANGur\iAN PEMBAWA AIR BERsiH/AIR BAKu 40

1 3 4 2 6 4 BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU 40

1 3 4 2 6 5 BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIHIAIR BAIU 40

1 3 4 2 6 6 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAl<U LAINNYA 40

1 3 4 2 7 BAINGUNAN AIF3 KOTOR

1 3 4 2 7 1 BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR 40
-1 3 4 2 7 2 BANGUNAN "ADUK AIR KOTOR 40

1 3 4 2 7 3 BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR 40

1 3 4 2 7 4 BAI\IGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR 40

1 3 4 2 7 5 BANGUNAI`l PELENGKAP AIR KOTOR 40

1 3 4 2 7 6 BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA 40

1 3 4 3 [NSTALASI

1 3 4 3 1 INSTALASI AIR BERSIH / A]R BAKU

1 3 4 3 1 1 INSTAIASI AIR PERMUKAAN 40

1 3 4 3 1 2 lNSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR 40

1 3 4 3 1 3 iNSTALrs] AIR TANAti DALAM 40

1 3 4 3 1 4 lNSTALASI AIR TANA!i DAVGKAL 40

1 3 4 3 1 5 iNSTALAs[ A]R BEFrslH / AIF2 EIAKu LAINNyA 40

1 3 4 3 2 lNSTALASI AIR K0lloR

1 3 4 3 2 1 lNSTAIASI AIR BUANGAN DOMESTIK 30

1 3 4 3 2 2 lNSTALAS[ AIR BUINGAN INDLJSTRI 30

1 3 4 3 2 3 lNSTALASI AtR BUANGAN PERTAN[AN 30

1 3 4 3 2 4 lNSTAIASI AIR KOTOR LAINNYA 30

1 3 4 3 3 lNSTALASI PENGOIAHAN SAMPAH

1 3 4 3 3 1 ]NSTALAsi PENGOLAHAN sAMPAii oRen\ilK 10
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AKUN KELOMPOK JENIS OE„EK
FUNENOEUEK

SUBRINCLANORIEK

uFtAEN Man Manfal

1 3 4 3 3 2
iNSTALAsl pENGOLjavAN SAMPAH NON

10
ORCENIK

1 3 4 3 3 3 BANGLJNAN PENAMPUNG SAMPAH 10

1 3 4 3 3 4 lNSTAIASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA 10

1 3 4 3 4 INSTALASI PENGOLAHAN BAliAI BANGUNAN

1 3 4 3 4 1

INSTALAS] PENGOLAliAN BAHAI BANGUNAN
10

PERcONTOHAN

1 3 4 3 4 2
INSTALASI PENGotAHAN BAHAN BANGUNAN

10
PEFRINT]S

1 3 4 3 4 3
lNSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN

10
TEFueAN

1 3 4 3 4 4
lNSTAl.ASI PENGol.AHAN BAHAN BANGUNAN

10
LAINNYA

1 3 4 3 5 lNSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK

1 3 4 3 5 1

iNSTALJrsi pEMBANGKrT L[sTR)K TERAGA AIR
40

(PLTA)

1 3 4 3 5 2
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA

40
DiESEL (PLm}

1- 3 4 3 5 3
INSTALASI PEMBANGKiT LISTRIK TERAGA

40
MIKRO HIDRO (PLTM)

1 3 4 3 5 4
INSTALAsi pEMBANGraT LlsTRIK TENIAGA

40
ANGIN (PLTAN)

1 3 4 3 5 5
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP

40
(PLTU)

1 3 4 3 5 6
INSTALASI PEMBAVGKIT LISIRIK TENAGA

40
NUKLIF` {PLTN)

1 3 4 3 5 7
INSTALASI PEMBANGKIT LISIRIK TENAGA GAS

40
(PLTG)

1 3 4 3 5 8
lNSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA

40
P"S BUMl (PLTP)

1 3 4 3 5 9
INSTALASI PEMEIANGKIT LISTRIK TENAGA

40
SIJ RYA {PLTS)

1 3 4 3 5 10
lNSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA

40
BIOGAS (PLTB)

1 3 4 3 5 11

lNSTALAS] PEMBANGKIT LISTRIK TERAGA
40

SIAMUDEFIA / GELOMBANG SAVuDERA

1 3 4 3 5 12 INsiALAsi pEMBANGKrr LISTRIK LAINNyA 40

1 3 4 3 6 lNSTALASI GIARDU LISTRIK

1 3 4 3 6 1 lNSTALASI GARDU LISTFtlK INDLJK 40
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AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK
R]NCENOEL'EK

SUBRINCENOBJEK

UFtAEN Man Manfhat

1 3 4 3 6 2 INSTAIASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI 40
1 3 4 3 6 3 lNSTAIASI PUSAT PENGATUR LISTRIK 40
1 3 4 3 6 4 ]NSTALASI GARDLJ LISTRIK LAINNYA 40
1 3 4 3 7 INSTALASI PER1"ANAN

1 3 4 3 7 1 ]NSTALAS] PEFtTAHAINAN DI DARAT 30
1 3 4 3 7 2 lNSTALASI PERTAVANAN LA]NNYA 30
1 3 4 3 8 INSTALjrsl GAs

1 3 4 3 8 1 [NSTALAS[ GARDU GAS 30

1 3 4 3 8 2 iNSTALAsi jARINGAN pipA ens 30
1 3 4 3 8 3 INSTAIASI PENGOLAHAN GAS 30

1 3 4 3 8 4 lNSTALASI GAS LAINNYA 30

1 3 4 3 9 tNSTALAS] PENGAMAN

1 3 4 3 9 1 lNSTALASI PENGAMAN PENANGRAL PEllR 20

1 3 4 3 9 2 INSTALASI REAKTOR NUKLIR 20
1 3 4 3 9 3 INSTALASI PENGOLAHAN L[MBAH RADIO AKTIF 20

1 3 4 3 9 4 INSTALASI PENGAMAN LAINNYA 20

1 3 4 3 10 lNSTALAS[ LAIN

1 3 4 3 10 1 fNsrrAIASI LAIN 5

1 3 4 4 JARINGAN

1 3 4 4 1 I  JARINGAN AIR M[NUM

1 3 4 4 1 1 JARINGAN PEMBAWA 30

1 3 4 4 1 2 JARINGAN INDUK DISTRIBUsl 30

1 3 4 4 1 3 JAFtlNGAN CAEIANG D]SIRIBUSI 30

1 3 4 4 1 4 JARINGAN SAMBUNGAN KE F3UMAH 30

1 3 4 4 1 5 `  JARINGIAN AIR MINUM INNNYA 30

1 3 4 4 2 janNGAN LisTRIK

1 3 4 4 2 1 jARINen\i TRANSM [S] 40

1 3 4 4 2 2 JAIINGAI DISTRIBusl 40

1 3 4 4 2 3 JARINCIAN LISTRIK INNNYA 40

1 3 4 4 3 JAIINGAN TELEPON

1 3 4 4 3 1 JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH 20

1 3 4 4 3 2 JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAli 20

1 3 4 4 3 3 JAF`lNGAN TELEPON D]DAIAM AIFt 20

1 3 4 4 3 4 JAF3INGAN DENGAN MEDIA UDARA 20

1 3 4 4 3 5 JARINGAN TELEPON LAJNNYA 20

1 3 4 4 4 JAR]NGEN GAS

1 3 4 4 4 1 JARINGAN PIPA GAS TRANSM!SI 30

1 3 4 4 4 2 JARINGAN PIPA DISTRIBUsl 30
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AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK
fRINCENOBJEK

SuBR'NCENOBJEK

LJF3AEN Mace Manfaat

1 3 4 4 4 3 JARINGAN PIPA DINAS 30

1 3 4 4 4 4 JAINGAN BBM 30

1 3 4 4 4 5 JARINGAN GAS LA]NNYA 30

1 3 5 ASET TETAI LA[NNYA

1 3 5 1 BAHAN PERPUSTAKAAN

1 3 5 1 1 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK

1 3 5 1 1 1 BUKU UMUM
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 1 2 BUKU FILSAFAT
Tiaakdisusutkan

1 3 5 1 1 3 BUKu AGiun
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 1 4 BUKU ILMU SOSIAL
Tldakdisusutkan

1 3 5 1 1 5 BUKU ILMU BAHASA
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 1 6 BUKu MATEMATIRA DAN PENGETAVUAN AIAM
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 1 7 BUKU ILMU PENGETAHUAN PFIAKTIS
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 1 8 BUKu ARSITERTLJR, KESENIAN, OLAH FIAGA
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 1 9 BUKU GEOGRAF], BIOGRAFI, SEJARAll
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 1 10 SERIAL
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 1 11 Bufou LAPOFEN
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 1 12 BAHAN pEFapusTAitAAN TERCETAK LjuNNyA
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 2
BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN

BEmuK MiKFto

1 3 5 1 2 1 AUDIO VISUAL
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 2 2 BENTUK MIKRO {MICROFORM)
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 2 3 TEREI{AM DAN BENTUK MIKF30 LiAINNyA
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 3 KAF3TOGFtAFI, NASKA!i DAN LUK[SAN

1 3 5 1 3 1 BAHAN KARTOGRAFl
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 3 2 NASKAli (MANUSKRIP) / ASLl
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 3 3 LUKISAN DAN UKiRAN Tidak
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AKLJN KELOMPOK JENIS ORJEK
RINCENOBJEK

SUBRINCIANOBJEK

uFtAIAN Mace Manfaat

disusutkan

1 3 5 1 3 4 KAF`TOGRAF[, NASKA!i DAN LUKISAN LAINNYA
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 4 MUSIK

1 3 5 1 4 1 KARYA MUSIK
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 4 2 MUSIK LAINNYA
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 5 KAF3YA GFIAFIRA (GFIAplilc MATEFtlAL}

1 3 5 1 5 1 KARYA GRAFIRA (GFIAPHIC MATERIAL)
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 5 2
KARYA GRAFIRA (GRAPHIC MATERIAL.} Tldak
LAINNYA disusutkan

1 3 5 1 6 THFREE DIMENsioNAL ARTEFAcs AND REALrTA

1 3 5 1 6 1 THFREE DiMENsioNAL ARTEFAcs AND F2EALrrA
Tidak,disusutkan

1 3 5 1 6 2
THF3EE DIMENSIONAL ARTEFACS AND F3EAL]TA Tidak

LAINNYA disusutkan

1 3 5 1 7 TARSCELT

1 3 5 1 7 1 TAF3SCALT
Tidakdisusutkan

1 3 5 1 7 2 TARSCALT LA] NNYA
Tidakdisusutkan

1 3 5 2
BARANG BERCORAK

KESENIAN/I(EBLJDAYAAhl/OLAHFIACIA

I 3 5 2 1 BARANG BERcORAl< KESENIAN

1 3 5 2 1 1 AIAT MUSIK 4

1 3 5 2 1 2 LUKISAN
Tidakdisusutkan

1 3 5 2 1 3 ALAT PERACIA KESENIAN
Tidakdisusutkan

1 3 5 2 1 4 BAEENG BERcORAK KESENIAN LAINNYA
Tidakdisusutkan

1 3 5 2 2 ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN

1 3 5 2 2 1 PAHATAN
Tidakdisusutkan

1 3 5 2 2 2
MAKET, MINIATUR, REPuKA, FOTO DOKUMEN Tidak

DAN BENDA BERSEJARA!l disusutkan

1 3 5 2 2 3 BAFRANG KEF2AJINAN
Tidakdjsusu{kan

1 3 5 2 2 4 ALAT BERCOFRAK KEBUDAYAAN LAINNYA
Tidakdisusutkan



- 226 -

AKLJN maoMpoK JENIS OBJEK
RIN-OBJEK

SuBR]NCIANOEUEK

UFtAIAN Nasa Manfaat

1 3 5 2 3 TANDA PENGHAF`GAAN

1 3 5 2 3 1 T"DA PENeHARGRAN BJDANG OLAH RAGA
Tidakdisusutkan

1 3 5 2 3 2 TANDA PENGfiAFtGRAN BIDAVG LAINNYA
Tidakdisusutkan

1 3 5 3 HEVWAN

1 3 5 3 1 HEWAN PIARAAN
Tidakdisusutkan

1 3 5 3 1 1 HEWAN PENGAMAN
Tidakdisusutkan

1 3 5 3 1 2 HEWAN PENGANGKUT
Tidakdisusutkan

1 3 5 3 1 3 HEWAN KEBUN BINATENG
Tidakdisusutkan

1 3 5 3 1 4 HEWEN PLAF3AAN LAJNNYA
Tidakdisusutkan

1 3 5 3 2 "RNjur

1 3 5 3 2 1 TEFENAI POTONG
Tidakdisusutkan

1 3 5 3 2 2 TERNAK PEFEN
fidakdjsusutkan

1 3 5 3 2 3 TERNAK UNGGAS
Tidakdisusutkan

1 3 5 3 2 4 TERNAI LAINNYA
Tidakdisusutkan

1 3 5 3 3 HEWAN LAINNYA

1 3 5 3 3 1 HEWAN LA]NNYA
Tidakdisusutkan

1 3 5 4 BIOTA PEENRAN

1 3 5 4 1 IKAN BERSIR[P {PISCEsflKAN BERSIRIP}

1 3 5 4 1 1 lEN BUDIDAYA
Tidakdisusutkan   `

1 3 5 4 2
CRUSTEA {UDING. F=AILJNGAN, KEPIT]NG, DAN

SEBANGSANYA}

1 3 5 4 2 1

CRUSTEA BUDIDAYA (UDANG, RAJUNGAN, Tidak

KEpmNG] DAN sEBANGSANyA) disusutkan

1 3 5 4 3
MOLLUSCA (KERANG, TlfRAM, CUMI€UMI,

GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA}

1 3 5 4 3 1

MOLLUSCA BUDIDAYA {KERANG, TIRAM, CUMl- Tidak

CUMl, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA) disusutkan

1 3 5 4 4
COELENTERATA (UBUR-lJBUR DAIN

SEBANGSAVA)
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AKLJN KELOMPOK JENIS OBJEK
RINCENOELIEK

SUBRINCLANOEuEK

LJFtAEN Nasa Manffat

1 3 5 4 4 1

COELENTERATA BUDIDAYA (lJBUR-UBUR DAN Tidak

SEBANGSANYA} disusutkan

1 3 5 4 5
ECHINODERMATA (lRIPANG, BULU BABl, DAN

SERANGSAVYA}

1 3 5 4 5 1

ECHINODEFtMATA BUDIDAYA {TRIPANG, BULU Tidak

BABl, DAN SEBANGSANYA) disusutkan

1 3 5 4 6 AMplilBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA}

1 3 5' 4 6 1

AMPHIBIA BUDIDAYA (KODOK DEN Tidak

SEBANGSANYA) disusutkan

1 3 5 4 7
REFmLiA {BUAyA, pENyu, KURA-KURA,

BIAWAlt ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA

1 3 5 4 7 1

REPTILIA BUDIDAYA (BUAYA, PENYU] KURA-

Tidakdisusutkan
KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN

SEBANGSANYA}

1 3 5 4 8
MAMMALIA {PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT,

DUYUNG, DAN SEBAI`lGSANYA}

1 3 5 4 8 1

MAMMALIA BUDIDAYA (PAUS, LUMBA-LUMBA, Tidak

PESUT, DUYUNG, DAN SEENGSANYA} disusutkan

1 3 5 4 9
ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-

TUMBUHAN INN YANG HIDUP DI DALAM AIR)

1 3 5 4 9 1

ALGAE BUDIDAYA {RUMPUT IAUT DAN

Tidakdisusutkan
TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP 01

DALAM AIR}

1 3 5 4 10 BIOIA PERAIRAN LAINNYA

1 3 5 4 10 1 BUDIDAYA BIOTA PERAIRAN LAINNYA
Tidakdisusutkan

1 3 5 5 TRAMAN

1 3 5 5 1 TANAMAN

1 3 5 5 1 1 TANAMAV
Tldakdisusutkan

1 3 5 6 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA

1 3 5 6 1 BARAI`lG KOLEKSI NON BUDAYA

1 3 5 6 1 1 HEvyAN KOLEKsl
Tidakdisusutkan

1 3 5 6 1 2 BIOTA PERAIRAN KOLEKsl
Tidakdisusutkan

1 3 5 6 1 3 TANAMAN KOLEKsl
Tidakdisusu!kan

1 3 5 6 1 4 MIKROZIA KOLEKSI
fidakdisusutkan
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Al{UN KELOMFroK JENIS OE»EK
RINCIANOEHEK

SUBRINCIANOELJEK

uFtAEN Man Manfaat

1 3 5 6 1 5 •  BAThAN KOLEKS] Tidakdisusutkan

1 3 5 6 1 6 FOSIL
Tidakdisusutkan

1 3 5 6 1 7 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA LAINNYA
Tidakdisusutkan

1 3 5 7 ASET TETAp DAtAM RENOvrsl

1 3 5 7 1 ASET TETAP DALAM RENOVAsl

1 3 5 7 1 1 ABET TETAP DALAM RENOVAsl

NasaKer].asamaataumasaumurekonomis,nanayangIebihpendek

12. Penyusutan  dapat  dilakukan  terhadap  aset  tetap  secara
individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilaku]ani terhadap
sekelompok aset sehaligus.

13. Aset-aset yang  dapat dianggap  sebagal  aset yang  harus
disusutkan secara berkelompok dengan ledteria sebagai berikut:
a)    Aset  tersebut  diperoleh  dalam  waktu  yang  bersamaan.  dan

mempunyai nasa manfaat yang sama;
b)    Manfaat  secara  teknis  suatu  aset  sangat  bergantung  pada

aset  lain  (peralatan  kesehatan  seperti  kamera  sinar  X  dan
alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain};

c)     Pembelian  aset  dilakukan  secara  belpasangan  dan  harga
belinya  merupakan  keseluruhan  harga  pasangan  {misalnya
mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunahaya) ;

d)    Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu  bergantung dengan
aset   lain,   tetapi   demi   kemudahan   dan   efisiensi   biaya
administrasi,   berbagal   aset   dapat   dikelompo]ckan   karena
kedekatan   teknik   dan   konteks   pemanfaatan]rya   (misalnya
peralatan bedah} .

14. Selain    tanah,    konstruksi    dalam    pengeH.aan,    buku
pelpustakaan, hewan ten.ak dan tanaman, seluruh aset tetap dapat
disusutkan sesuai dengan sifat dan karakeristik aset tersebut.

15.     Besamya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca
dengan    menambah    nilai    akumulasi    penyusritan    dan    beban
penyusutan  aset tetap.  Neraca menyajikan  Akumulasi  Penyusutan
sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nflai bu]ni aset tetap
sebagal gambaran darn potensi manfaat yang masih dapat diharapkan
dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

16.     Aset tetap disusutkan pertahun.
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17.
tahun.

Beban   penyusutan   akan   diperhitung±ran   pada   a]chir

pENGunGENAV
18.     Suatu entitas harus mengun8kapkan informasi mengenal

penyusutan pada akhir periode akuntan.si:
a}     Nilai penyusutan;
b)    Metode penyusutan yang digunakan;
c)    nasa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
d)    nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan

akhir periode.



- 230 -

V. AKrmTANsl   HILAI   SATUAH   unlMum   KAplTAI;ISAsl   DAnr
EKSTRAKompTABEL

pErmAHULtJ:AV
Tujuan

1.   Tujuan  Kehijakan  Akuntansi  ini  adalah  untuk  mengatur
perlakuan   akuntansi   untuk   nilai   minimum   kapitalisasi   dan
ekstrakomptabel   serta   informasi   lainnya   yang   dianggap   perlu
disajikan dalaln laporan keuangan.

Ruang Lingkup
2.   Kebijakan     Almntansi     ini     diterapkan     untuk     unit

Pemerintahan  Daerah  yang  menyajikan  laporan  keuangan  untuk
tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya.

3.   Kehijakan  A]ountansi  ini  mengatur  penentuan  bafas  dan
kriteria pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan
pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja.

DEFrmsl
4.       Berikut  adalah  istilah-istilah  yang  digunakan  dalam

Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
a)     Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau

dimfliki oleh  Pemerintah  Daerah  sebagal  akibat dari peristiwa
nasa lalu  dan darimana manfaat ekonomi dan/atau  sosial di
nasa   depan   diharapkan   dapat   diperoleh   oleh   Pemerintah
Daerah,  serta  dapat  diukur  dalam  satuan  uang,  termasuk
sumber daya nan keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa  bagi  masyarakat  umum  dan  sumber-sumber  daya  yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b)     Aset   Tetap   adalah   aset   berwujud   yang   mempunyal   masa
manfaat lebih dari 12 {d-ua belas} bulan untuk digunakan, atau
dimaksudkan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan  Pemerintah
Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

c)     Akuntansi Aset adalah proses pengumpulan, pen8klasifikasian,
pengkodean,  pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap
dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta
pelaporan aset dan neraca Pemerintah Daerah.

d)     Bangunan  dalam  pengeljaan  adalah  bangunan  dalam  proses
penyelesaian dan belum dicatat dalam buku inventaris namun
telah  tercatat  dalam  Perkiraan  Buku   Besar  dalam  Sistem
Akuntansi Pemerintah {SAP).

e)     Ekstrakomptabel  adalah  hasil  dari  belanja  modal  yang  tidak
memenuhi kriteria aset tetap.

a      Kapitalisasi Aset adalah pengakuan terhadap jumlah kas/setara  r
kas dari  nilai wajar imbalan  lainnya yarig dibayarkan  sebagal
penalnbah nilai aset tefap.
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g)     Pemeljharaan  adalah  kegiatan  atau  tindakan  yang  dilafukan
agar semua barang milik Daerah selalu dalam keadaali balk dan
siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

h)    Penambahan   adalah   pembangunan,    pembuatan   dan/atau
pengadaan  aset  tetap  yang  menambah  kuantitas  dan/atau
volume  dan  nilai  aset  tetap  yang  telah  ada  tanpa  merubah
klasifikasi barang.

i)      Rehabilitasi adalah perbalkan  aset tetap yang ru.sak sebagian
dengan tanpa menin8katlran fualitas dan atau kapasitas dengan
maksud dapat digunakan sesuai kondisi semula.

j}      Reklasifiikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatafu dalan
pembukuan karena perubahan klasifikasi.

k)     Renovasi  aset tetap  adalah  kegiatan  penambahan,  perbaikan,
dan   atau   penggantian   bagian   aset   tetap   dengan   maksud
meningkatkan nasa manfaat, kualifas dan afau kapasitas.

I)      Overhaul aset tetap  adalah  kegiatan  penambahan,  perbaikan,
dan/atau   penggantian   peralatan   mesin   aset  tetap   dengan
maksud   meningkatkan   nasa   manfaat,   kualitas \dan   atau
kapasifas.

NILAI sATUAlr MIHIMUM KAplTALlsAsl
5.     Nilal satuan hdinimum Kapitalisasi adalah batas minimal

pengeluaran   pengadaan/pembangunan   baru   yang   dapat   diakui
sebagai  belanja modal  di  dalam penganggaran  dan  diakui  sebagai
Aset teta[p.

6.     Nilai satuan Minimum Kapitalisasi adalah batas minimal
pengeluaran yang dapat menambah nilal aset tetap atau aset lainnya,
atan penambahan nilai aset tetaLp atau aset lainnya dari hasil belanja
pemdihar-.

7.     Aset   tetap   mempunyai   ciri-ciri/karakteristik   sebagai
berikut:   berwujud,   akan   menambah   aset   Pemerintah   Daerah,
mempunyai masa manfaat lebih dari  1  {satu) tahun, nilainya relatif
material. Sedan9kan ciri-ciri/karak±eristik Aset I+ainnya adalah tidak
berwujud,  akan  menalnbah  aset  Pemerintah  Daerah,  mempunyal
nasa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, nilainya relatif material.

8.   Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai
belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
a}    Umur  pemakaian  (manfaat  ekonomi)  barang yang  dibeli  lebih

dari 12 {dua belas) bulan;
b)    Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang

tersebut memerhakan biaya/ ongkos untuk dipelihara;
c)     Perolehan aset tetap dan aset lainnya tersebut untuk digunakan

dan  tidak untuk dijual/disumbangkan/dihibahkan/diserahkan
kepada pihak ketiga; dan

d)    Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluarari untuk
pembelian barang tersebut melehihi batasan minimal kapitalisasi
aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan.  Memenuhi
kriteria material/batasan minimal kapitalisasi untuk setiap jenis
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aset atau belanja modal sebagal berikut:

TABEL
BATASAN MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP

AKLJN KELOMFroK JENIS OE„Ef(
fuNCENOIL)EK

SUBFRINCIAVOBJEK

ufENAN
Jumfah HargaLLgivsevsahan{RP)

1 3 ASETmAp

1 3 2 PEFRALATAN DAN MESIN

1 3 2 1 ALAT BESAF`

1 3 2 1 1 ALAT BESAR DARAT

1 3 2 1 1 1 TRACTOR 1 .000.000

1 3 2 1 1 2 GFueER 1.000.000

1 3 2 1 1 3 EXCAVATOR 1.000.000

1 3 2 1 1 4 PILE DRIVER 1.000.000

1 3 2 1 1 5 HAULER 1.000-000

1 3 2 1 1 6 ASPHALT EQUIPMENT 1.000.000

1 3 2 1 1 7 COMPACTING EQUIPMENT 1 .000.000

1 3 2 1 1 8
AGGREGATE AND CONCFtETEEQUIPMENT

1.000.000

1 3 2 1 1 9 LOADER 1.000.000

1 3 2 1 1 10 AIAT PENGING KAT 1.000.000

1 3 2 1 1 11 MEsiir pROsEs 1.000.000

1 3 2 1 1 12 ALAT BESAF2 DAFIAT LAINNYA 1.000.000

1 3 2 1 2 AIAT BESAR APUNG

1 3 2 1 2 1 DREDGER 1.000-000

1 3 2 1 2 2 FLOATING EXCAVATOR 1-000.000

1 3 2 1 2 3 AMPHtB] DREDGER 1.000.000

1 3 2 1 2 4 KAPAL TARIK 1.000-000

t 3 2 1 2 5 MES]N PF20SES APUNG 1 .000.000

1 3 2 1 2 6 ALAT BESAR APUNG LAINNYA 1.000.000

1 3 2 1 3 ALAT BANTU

1 3 2 1 3 1 ALAT PENARIK 1-000.000

1 3 2 1 3 2 FEEDER 1.000.000

1 3 2 1 3 3 COMPRESSOR 1-000.000

1 3 2 1 3 4 ELEC"IC GENERATING SIT 1.000.000

1 3 2 1 3 5 POMPA 1.000.000

1 3 2 1 3 6 MESIN BOR 1.000.000

1 3 2 1 3 7 UNIT PEMELIHAFtAAN LAPANGAN 1.000.000

1 3 2 1 3 8 ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR 1.000.000

1 3 2 1 3 9 PEMBANGKIT UAP AIR 1.000.000
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AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK
FRINCIANOEHEK

SIJBRINCLANOEUEK

URAEN
Jtndah HargaLtJsirty-(RP)

PANAS/STEAM GEN ERATOR

1 3 2 1 3 10 EQu[PME Nll/ALAT BANTU 1.000.000

1 3 2 1 3 11 MESIN TATOO 1.000.000

1 3 2 1 3 12
PEfELENGKAPAN KE BAKARANHUTAN

1.000.000

1 3 2 1 3 13 PERAIATAI SELAM 1.000.000

t 3 2 1 3 14 PERALATAN SAR MOUNTENERING 1 .000.000

1 3 2 1 3 15 PEFRALATAN INTELEJEN 1-000.000

1 3 2 1 3 16 ALAT BANTU LAINNYA 1.000.000

1 3 2 2 ALATANGKUTAN

1 3 2 2 1

ALAT "GKUTAN DARATBEFtMOTOF2

1 3 2 2 1 1

KENDARAAN DINAS BERMOTORPERORANGAN
1.000.000

1 3 2 2 1 2
KENDARAAN BERMOTORPENUMPANG

1 -000.000

1 3 2 2 1 3
KENDARAAN BERMOTORANGZ(UTANBARANG

1.000.000

1 3 2 2 1 4
KENDARAAN BERMOTOR BERODADUA

1.000.000               r

1 3 2 2 1 5
KENDARAAN BERMOTOR BEFtoDATIGIA

1.000.000

1 3 2 2 1 6 RENDARAAN BERMOTOR KHUSUS 1.000.000

1 3 2 2 1 7 KENDARAAr`l TEMPLJR 1.000.000

1 3 2 2 1 8 ALAT AIGKurTAN fGRETA REL 1.000.000

1 3 2 2 1 9
ALAT AIGKUTAN DARATBERMOTORLA]NNYA

1.000.000

1 3 2 2 2
ALAT ANGKUTAN DARAT TAKBERMOTOR

1 3 2 2 2 1

KENDARAAN TAK BERMOTORANGKUTANBAF=ANG
1.000.000

1 3 2 2 2 2
KENDARAAN TAK BEFtMOTOFtPENUMFENG

1.000-000

1 3 2 2 2 3
ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAXBEFtMOTIOR

1.000.000

1 3 2 2 2 4
ALAT ANGKUTAN DARAT TAKBEMOTORINNNYA

1.000.000

1 3 2 2 3
ALAT ANGKUTAN APUNGBERMOTOR
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AKUN KELOMPOK JENIS OR)EK
FRINCENOBJEK

SUBR]NCLANOBJEK

UFtAIAN
Jumlah HargaLtJsin'"-(Rp)

1 3 2 .2 3 1

AIAT ANGKUTAN APUNGBERMOTORUNTUKBARANG
1.000.000

1 3 2 2 3 2
AIAT ANGKUTAN APUNGBERMOTORuNrruKPENUMPANG

1.000.000

1 3 2 2 3 3
ALAT ANGKUTAN APUNGBEf"OTORKHUSUS

1.000.000

1 3 2 2 3 4
AIAT AVGKUTAN APUNGBERMOTORMILITER

1.000.000

1 3 2 -2 3 5
AIJ\T AIGKUTAN APUNGBERMOTORLAINNYA

1-000.000

1 3 2 2 4
ALAT ANGKUTAN APuNG TAXBERMOTOR

1 3 2 2 4 1

ALAT ANGKUTAN APIJNG TAKBERMOTORUNTUKBARANG
1.000.000

1 3 2 2 4 2
ALAT ANGKurAN ApuNG TAKBERMOTORuNrTUKPENUMPANG

1.000.000

1 3 2 2 4 3
ALAT ANGKUTAN APUNG TAKBEFtMOTORKHUSIJS

1.000.000

1 3 2 2 4 4
ALAT ANGKUTAN APUNG TAKBERMOTORLAINNYA

1.000.000

1 3 2 2 5
AIAT ANGKUTAN BERMOTORUDARA

1 3 2 2 5 1 REALHFRANG 1.000.000

1 3 2 2 5 2
AIAT AIGKUTAN TAK BERMOTORUDARALAINNYA

1.000.000

1 3 2 3 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

1 3 2 3 1 ALAT BENGKEL BERMESIN

1 3 2 3 1 1

PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAMTERPASANGPrmAPoNDAsi
1.000.000

1 3 2 3 1 2

PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAMYANGTF=ANSPOFtTABLE{BERPINDAH)

1.000.000

1 3 2 3 1 3 PERKAKAS BENGKEL LISTRIK 1.000-000

1 3 2 3 1 4 PERKAI(AS BENGKEL SERVICE 1 .000.000

1 3 2 3 1 5
PEFtKAKAS PEN GANG KATBERMESIN

1.000.000

1 3 2 3 1 6 PERl(AKAS BENGKEL RAYU 1.000-000

1 3 2 3 1 7 PERKA!(AS BENGKEL KHUSUS 1.000.000

1 3 2 3 1 8 PEF3ALATAV LAS 1 .000.000
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AKUN KELOMPOK JENIS OEUEK
FUNCIANOBJEK

SLJBFtlNCIANOEUEK

UF3AIAN
Jumlah HargaLLtgiv-(Rp)

1 3 2 3 1 9 PERKAl(AS PABRIK ES 1.000.000

1 3 2 3 1 10 AIAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA 1.000.000

1 3 2 3 2 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN

1 3 2 3 2 1

pERKAKAs BENGKEL KONsmuKsiLOGAM
1.000.000

1 3 2 3 2 2 PERKAKAS BENGKEL LISTRIK 1 -000.000

1 3 2 3 2 3 PERKAKAS BENGKEL SERVICE 1-000.000

1,+ 3 2 3 2 4 PEF3KAl{AS PENGANG RAT 1 .000.000

1 3 2 3 2 5
PERKAKAs STAN DARD {sTANDAFroTOOLS)

1.000.000

1 3 2 3 2 6
PER!(AKAS KHUSUS (SPECIALTOOLS)

1.000.000

1 3 2 3 2 7 PERKAKAS BENGKEL KERJA 1.000.000

1 3 2 3 2 8 PEFIALATAN TUKANG BEsl 1.000.000

1 3 2 3 2 9 PEF2Al.ATAN TUKANG fIAYLJ 1.000-000

1 3 2 3 2 10 PEFIALATAN TUKAf\]G KAYU 1.000-000

1 3 2 3 2 11

PERALATAN UKUR, GIP DENFEE"NG
1.000.000

1 3 2 3 2 12
PERALATAI BENGKEL KHUSUSPELADAM

1.000.000

1

\3
2 3 2 13

ALAT BENGKEL TAX BERMESINLAfNNYA
1.000.000

1 3 2 3 3 ALAT UKLJR

1 3 2 3 3 1 AIJ\T UKUR UNIVERSAL 1.000.000

1 3 2 3 3 2 ALAT UKUFt/TEST INTELEGENSIA      - 1.000.000

1 3 2 3 3 3
ALAT UKUR/TEST ALATKEPRIBADIAN

1 -000.000

1 3 2 3 3 4 ALAT uKLjRrTEST rmN[s LAIN 1-000.000

1 3 2 3 3 5 ALAT OuBFusl 1.000.000

1 3 2 3 3 6 OSCILLOSCOPE 1 .000.000

1 3 2 3 3 7 UNIVERSAL TESTER 1.000.000

1 3 2 3 3 8 ALAT UKUR/PEMBANDING 1.000.000

1 3 2 3 3 9 AIJLT UKIJR LiNN-LJUN 1.000.000

1 3 2 3 3 10 ALAT TI MEENGAN/BIAFIA 1.000.000

1 3 2 3 3 11 ANAK TIM BANGAN/BtARA 1.000.000

1 3 2 3 3 12 TRAFEN KERING 1.000.000

1 3 2 3 3 13 TAKAFtAN BAHAN BAI\lGUNAN 1.000.000

1 3 2 3 3 14 TAICAFtAN LAINNYA 1.000.000

1 3 2 3 3 15 ALAT PENGUJI KENDARAAN 1.000.000
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AKUN KELOMFroK JENIS OEUEK
FUNcrmOE„EK

SuBR]NCIANOELJEK

UFtAJAN
Jumlah HangaLusidyseU±(Rp}

BERMOTOR

1 3 2 3 3 16 SPECIFIC SET 1.000.000

1 3 2 3 3 17 ALAT PENGUKUF` I(EADAAN ALAM 1.000.000

1 3 2 3 3 18 AIAT PENGUKUR PENGLIHAT" 1.000.000

1 3 2 3 3 19
ALAT PENGUKUR KETEPATIN DANKOREKSIWARTU

1.000.000

1 3 2 3 3 20
ALAT UKUR INSTRUMENTWORKSHOP

1 .000.000

1 3 2 3 3 21 ALAT UKUR LAINNYA 1.000-000

1 3 2 4 ALAT PERTANIAN

1 3 2 4 1 ALAT PENGOLAHAN

1 3 2 4 1 1

ALAT PENGOLAHAN TANAH DENTA"AN
1.000.000

1 3 2 4 1 2
ALAT PEMELIHARAANTANAMAN/]KAN/lERNAK

1.000.000

1 3 2 4 1 3 ALAT PANEN 1.000.000

1 3 2 4 1 4
AIAT PENYIMPAN HASILPERCOBAINPERTENIAN

1.000.000

1 3 2 4 1 5 ALAT IABORATORluM PERTANLAN 1.000.000

1 3 2 4 1 6 ALAT PROSESING 1.000.000

1 3 2 4 1 7 ALAT PASCIA PANEN 1.000.000

1 3 2 4 1 8 ALAT PRODUKSI PERIKANAN 1.000.000

1 3 2 4 1 9 ALAT-ALAT PEHRNAKAN 1.000.000

1 3 2 4 1 10 ALAT PENGOLAHAN LAINNYA 1.000.000

1 3 2 5 AIAT ICANTOF= DAN RUMAH TANGGA

1 3 2 5 1 ALAT KANTOR

1 3 2 5 1 1 MES]N KET)K 1.000.000

1 3 2 5 1 2 MESIN HITUNG/MESIN JUMLAIl 1.000.000

1 3 2 5 1 3
ALAT REPRODUKSI(PENGGANDIN}

1.000.000

1 3 2 5 1 4
AIAT PENYIMPAN PERLENGKAPANrenTOF2

1.000.000

1 3 2 5 1 5 ALAT KANTOFt LAINNYA 1.000.000

1 3 2 5 2 ALAT RUMAH TANGGA

1 3 2 5 2 1 MEUBELAIR 1.000.000

1 3 2 5 2 2 ALAT PENGUKUR WARTU 1.000.000

1 3 2 5 2 3 ALAT PEMBERSIH 1.000.000

1 3 2 5 2 4 ALAT PENDINGIN 1.000.0.00

1 3 2 5 2 5 ALAT DAPUFt 1.000.000



- 237 -

AKUN KELOMPOK JENIS OR'EK
FRINCIANOEHEK

SuBFUNCIAVOELJEK

UF- Jumlah HargaLLrsiofseU±(Rp}

1 3 2 5 2 6
ALAT RUMAfi TINGGA LA]NNYA(HOMEUSE}

1.000.000

1 3 2 5 2 7 ALAT PEMADAM KEBAKAF3AN 1.000.000

1 3 2 5 3
MEJA DAN KURSI l{ERJA/RAPATPEJABAT

1 3 2 5 3 1 MEJA KEFUA PEJABAT 1.000.000

1 3 2 5 3 2 MEJA RAPAT PEJABAT 1.000.000

1 3 2 5 3 3 KURSI KERJA PEJABAT 1.000.000

1 3 2 5 3 4 KURSI RAPAT PEJABAT 1.000.000

1 3 2 5 3 5
KURSI HADAP DEPAN MEJA KEFUAPEJABAT

1.000.000

1 3 2 5 3 6 KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT 1.000-000

1 3 2 5 3a 7 LEMAF`l DAN AF`S]P PEJABAT 1.000.000

1 3 2 6
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DANPEMANCAI

1 3 2 6 1 ALATSTUD[O

1 3 2 6 1 1 PERALATAN STUDIO AUDIO 1.000.000

1 3 2 6 1 2
PEFtALATAV STLJDIO V)DEO DENFILM

1-000.000

1 3 2 6 1 3 PERAIJITAN STUDIO GAMBAI 1-000-000

1 3 2 6 1 4 PERALATAN CETAK 1 .000.000

1 3 2 6 1 5

PEFRALATAN STUDfoPEMETAAt\l/PERALATAN UKUFtTANAH

1.000-000

1 3 2 6 1 6 ALAT STUDIO LA]NNYA _1.000.000

1 3 2 6 2 ALAT KOMUNIKAsl

1 3 2 6 2 1 AIAT KOMUNIRASI TELEPHONE 1.000.000

1 3 2 6 2 2 ALAT KOMUNIRASI RADIO SSB 1.000.000

1 3 2 6 2 3 ALAT KOMUN]RASI RADIO HF/FM 1.000.000

1 3 2 6 2 4 ALJ\T KOMUNIRASI RADIO VHF 1 .000.000

1 3 2 6 2 5 ALAT KOMUNIRASI RADIO UHF 1.000.000

1 3 2 6 2 6 AIAT KOMUNIRASI SOSIAL 1.000.000

1 3 2 6 2 7 ALAT-ALAT SIN DI 1.000.000

1 3 2 6 2 8 AIJ\T KOMUNIKAS! KHUSUS 1.000.000

1 3 2 6 2 9
AiAT KOMUNiRAsi DIGrrAL DANKONNINSIONAI

1 .000.000

1 3 2 6 2 10 ALAT KOMLJNIKASI SATELIT 1.000.000

1 3 2 6 2 11 ALAT KOMLJNIKASI LAINNYA 1.000.000

1 3 2 6 3 PEFIALATAN F'EMANCAR
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AKUN KELOMPOK JENIS ORIEK
RINCIANOBJEK

SUBRINCIANOELJEK

uFtAIAN
Jt[mlah HargaLusin'-(Rp)

1 3 2 6 3 1 PEFIAL.ATAN PEMANCAR MF/MW 1 .000.000

1 3 2 6 3 2 PERALATAN PEMANCAR HF/SW 1.000.000

1 3 2 6 3 3 PEFIALATAN PEMAINCAR VliFffM 1.000.000

1 3 2 6 3 4 PEF2ALATAN PEMANCIAR UHF 1.000.000

1 3 2 6 3 5 PERALATAN PEMAINCAR SHE 1.000-000

1 3 2 6 3 6 PEFIALATEN ANTENA MF/MW 1.000.000

1 3 2 6 3 7 PERAl.ATAN ANTENA HF/SW 1.000.000

1 3 2 6 3 8 PEF2AILATAN ANTENA VHF/FM 1 .000.000

1 3 2 6 3 9 PERALATAN ANTENA UHF 1 .000.000

1 3 2 6 3 10
PEERALATAN ANTENASHFfl3ARABOLA

1.000.000

1 3 2 6 3 11 PERALATAV TRANS LATOR VH F/VH F 1 .000-000

1 3 2 6 3 12 PEFIALATAN TRANSLATOR iiHFrtyHF 1 .000.000

1 3 2 6 3 13 PEFtALA:TAN TFRANSLATOF2 VIE/l)H F 1.000.000

1 3 2 6 3 14 PEF=ALATAI IRANSLATOR UHF/VliF 1.000.000

1 3 2 6 3 15 PERALATAN MICROWAVE F P U 1.000.000

1 3 2 6 3 16
PERALATEN M ICROWAVETERESTFerAL 1.000.000

1 3 2 6 3 17 PERALATAV MICROWAVE TYRO 1.000.000

1 3 2 6 3 18 PEFtALATAN DUMMY LOAD 1.000.000

1 3 2 6 3 19 SWITCH E R ANTENA 1.000.000

1 3 2 6 3 20 SVVITCH E R/M ENAfRA AN"NA 1.000.000

1 3 2 6 3 21 FEEDEFt 1 .000.000

1 3 2 6 3 22 HUMIDITY CONTROL 1.,000.000

1 3 2 6 3 23 PROGRAM INPUT EQUIPMENT 1-000.000

1 3 2 6 3 24
PERAIATAN ANTENA PENER]MAVIE

1.000.000

1 3 2 6 3 25 PEFRALATAI PEMANCIAR LF 1.000.000

1 3 2 6 3 26 UNIT PEMANCAR MF+HF 1.000.000

1 3 2 6 3 27
PEFIAIATAIN ANTENA PEMANCARMF+HF 1 -000-000

1 3 2 6 3 28 PERALATAN PENERIMA 1.000.000

1 3 2 6 3 29
PEFRALATAN PEMANCAFt DANPENEFRIMALF 1.000.000

1 3 2 6 3 30
PERALATAN PEMANCAI DANPENERIMAMF 1.000.000

1 3 2 6 3 31
PEFtALATAN PEMANCAFt DANPENERIMAHF 1.000.000

1 3 2 6 3 32 PEFIALATAN PEMANCAFt DAN 1.000.000
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AKUN KELOMPOK JENIS OEuEK
FancLanOE„EK

SUBR]NCIANOELJEK

uFtAIAN
JL[mlah HargaL-fty)

PENERIMA MF+HF

1 3 2 6 3 33
PEFRALATEN PEMANCAR DANPENERIMAVHF 1 .000-000

1 3 2 6 3 34
pEFaAiATAN pEMANCAF` DANPENERIMAUHF 1.000.000

1 3 2 6 3 35
PERALATAN PEMANCIAF2 DANPENERIMASHE 1.000-000

1 3 2 6 3 36
PERALATAN ANTENA PEMANCARDANPENERIMALF 1 .000.000

1 3 2 6 3 37
PEFRALATAN ANTENA PEMANCARDANPENERIMAMF 1.000.000

1 3 2 6 3 38
PERALATAN ANTENA PEMANCARDANPENERIMAHF 1.COO.000

1 3 2 6 3 39
PERALATAN ANTENA PEMANCAFtDANPENERIMAMF+HF 1 .000.,000

1 3 2 6 3 40
PERAIATAN ANTENA PEMANCARDANPENERIMAVHF 1.000-000

1 3 2 6 3 41
PERALATAN ANTENA PEMANCAFtDANPENERIMAUHF 1.000.000

1 3 2 6 3 42
PEFIALATAV ANTENA PEMANCAFtDANPENERIMASHF 1.000.000

1 3 2 6 3 43
PERAIATAN PENERIMA CuACIACITRASATELITERESOLUSIRENDAH 1.000.000

1 3 2 6 3 44
PERALATAV PENERIMA CUACAclTfIAsAmeLrTEREsoLusiTINGGi 1.000.000

1 3 2 6 3 45
PEFRALATAN PENERIMA DANPENGIRIMGAMBARKEPERMUKAAN 1.000.000

1 3 2 6 3 46 PERALATIN PEFELENGKAPAN FtAD[O 1 -000-000

1 3 2 6 3 47 SuMBER TENACIA 1.000.000

1 3 2 6 3 48 PEFIALATAN PEMANCAR LAINNYA 1 .000.000

1 3 2 6 4 PEFIALATAN KOMUNIRASI NAVIGAsl

1 3 2 6 4 1

PERALATAV KOMUNIKASI NAVIGAsl]NSTRUMENLANDINGSYSTEM 1.000.000

1 3 2 6 4 2
VERY HIGH FREQUENCE OMNIENGEryoRj 1.000.000

1 3 2 6 4 3
DISTANCE MEASURING EQUIPMENT(DME) 1.000.000

1 3 2 6 4 4 FunAR 1.000.000

1 3 2 6 4 5 ALATPANGATUF2HLEKOMUNIKASI 1.000.000
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AftyN KELOMPOK JENIS OBJEK
FtlNCIANOEHEK

SUBFtlNCIANOBJEK

LJFtALAN
JLPTfah HargaLtisiutEkat±(Rp)

1 3 2 6 4 6
PEFIALATAN KOMUNIl<ASI UNTul(DOKIJMENTAS[ 1.000.000

1 3 2 6 4- 7
PEFIALATAN KOMUN[KASI NAVIGAslLAINNYA 1.000.000

1 3 2 7
ALAT KEDORTEFtAN DANKESEHATAN

1 3 2 7 1 ALAT KEDORTERAN

1 3 2 7 1 1 ALAT I(EDol(TEF2AN UMUM         ` 1.000.000

1 3 2 7 1 2 ALAT KEDORTERAr\i GiGI 1.000.000

1 3 2 7 1 3
ALAT KEDofITERAN KELUARGABERENCANA 1.000.000

1 3 2 7 1 4 ALAT KEDOKTEFtAN BEDAti 1 .000.000

1 3 2 7 1 5
ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DANpENyAKrTKANDiiNGAN 1.000.000

1 3 2 7 1 6 ALAT KEDORTERAN THT 1.00.0.000

1 3 2 7 1 7 ALAT KEDol{lERAN MATA 1-000.000

1 3 2 7 1 8
ALAT KEDORTEFtAN BAGIANPENYAKITDALAM 1.000.000

1 3 2 7 1 9
Al.AT fGDOKTERAN KAMAF`JENASALi/MOFITUARY 1 .000.000

1 3 2 7 1 10 ALAT KEDORTERAN ANAI 1.000.000

1 3 2 7 1 11 ALAT KEDORTERAN POLIKLINIK 1.000.000

1 3 2 7 1 12
AIAT KESEHATAN REHABILITA§lMEDIS 1.000.000

1 3 2 7 1 13
ALAT KEDOKTEFtAN NEUROLOG](SYfRAF) 1-000.000

1 3 2 7 1 14 ALAT I(EDOKTERAN JANTUNG 1-000.000

1 3 2 7 1 15
ALAT KEDOKTERANRADIODIAGNOSTIC 1.000-000

1 3 2 7 1 16
ALAT KEDofITERAN PATALOGlAunTOMy 1 .000.000

1 3 2 7 1 17
ALAT KEDOKTEF2AN TRANSFuS[Dfun 1-000.000

1 3 2 7 1 18 ALAT I(EDORTERAI`l RADIOTERAPY 1.000.000

1 3 2 7 1 19 ALAT REDOKTEFtAI\I NUKLIR 1.000.000

1 3 2 7 1 20
ALAT KEDORTEF=AN KULIT DANKELAM]N 1.000.000.

1 3 2 7 1 21
ALJ\T fGDofITERAN GAWATDARLJRAT 1.000,000
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AKUN KELOMPOK JENIS OEUEK
FUNCIANOBJEK

SuBR]NCLANOEUEK

uFtAIAN
Jtndah HargaI-qap)

1 3 2 7 1- 22 ALAT KEDOKTERAN JfwA 1.000.000

`1 3 2 7 1 23
ALAT KEDol<TEF=AN BEDAHORTHOPEDI 1.000.000

1 3 2 7 1 24 ALAT KEDOKTERAN I C u 1.000.000

1 3 2 7 1 25 ALAT KEDORTERAN I C C U 1.000.000

1 3 2 7 1 26
ALAT REDORTERAN BEDAHJANTIJNG 1 -000.000

1 3 2 7 1 27
ALAT KEDORTERAN TRADITIONALMEDICINE 1-000-000<

1 3 2 7 1 28 ALAT KEDORTEFtAN ANAESTHES[ 1.000.000

1 3 2 7 1 29 ALAT KEDORTERAN LAINNYA 1.000.000

1 3 2 7 2 ALAT KESEHATEN UMUM

1 3 2 7 2 1 AIAT KESEHATAN MATF2A LAUT 1.000.000

1 3 2 7 2 2 ALAT KESEHATAN MATfIA UDAFtA 1.000.000

1 3 2 7 2 3 AIAT KESEHATAN KEPOL]SIAN 1 .®00.000

1 3 2 7 2 4 ALAT KESEHATAN OIJ\!i RAGA 1.000.000

1 3 2 7 2 5 ALAT KESEHATAV UMUM LAINNYA 1.000.000

1 3 2 8 ALAT iABORATOFeruM

1 3 2 8 1 UNIT ALAT IABORATORIUM

1 3 2 8 1 1

ALAT IABORATORIUM KIMIA AIRTEKNIKPENYEHATAN 1 .000-000

1 3 2 8 1 2
ALAT IABORATORIUM MICROBIOLOGITEKNIKPENYEHATAI 1.000.000

1 3 2 8 1 3 ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA 1 .000.000

1 3 2 8 1 4
ALAT LABORATORIUM MODELHIDROLIKA 1.000.000

1 3 2 8 1 5
ALAT LABORATORIUMBAThAVGEOLOGI 1.000.000

1 3 2 8 1 6
AIAT LABORAlloRIUM BAHANEIAr\IGUNANKONSTRUKsi 1.000.000

1 3 2 8 1 7
ALAT LABORATORIUM ASPAL, CATDANKIM[A 1 .000.000

1 3 2 8 1 8
ALAT LABORATORIUM MEKAN«IATANAHDANBATLJAN 1.000.000

1 3 2 8 1 9
ALAT IABofIATIOFtluM COCOKTANAM 1.000.000

1 3 2 8 1 10
ALAT LABOFIATOFRluM LOGAM,MESINDANLISTRIK 1.000.000

1 3 2 8 1 11 ALAT IABORATORIUM UMUM 1.000.000
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AKUN KELOMPOK JENIS OEUEK
RINctANOE„EK

SuBRINCIANOBJEK

UFtAIAN
JLndah HargaLLrsirvENSEha{Rp)

1 3 2 8 1 12
AIAT                                LABOFIATOFtl uMMICROBIOLOGl 1.000.000

1 3 2 8 1 13 ALAT LABORAlloRIUM KIMIA 1.000.000

1 3 2 8 1 14 ALAT LABORATORIUM PATOLOGI 1.000.000

1 3 2 8 1 15 ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI 1.000.000

1 3 2 8 1 16 ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGl 1.000.000

1 3 2 8 1 17 ALAT LABORATORIUM FILM 1 .000.000

1 3 2 8 1 18 AIILT IABORATORIUM MA!(ANAN 1-000-000

1 3 2 8 1 19 ALAT LABORATORIUM FARMASI 1-000.000

1 3 2 8 1 20 ALAT LABORATORIUM FISIKA 1 -000.000

1 3 2 8 1 21
ALAT LAB OFIATORI UMHIDRODINAMIRA 1.000-000

1 3 2 8 1 22 ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGl 1 .000-000

1 3 2 8 1 23
ALAT LABORATOR]UM PROSESPELEBUEN 1.000.000

t 3 2 8 1 24 ALAT LABOFIATORIUM PASIR 1.000.000

1 3 2 8 1 25
ALAT IABORATORIUM PROSESPEMBUATANCEKATAN 1.000.000

1 3 2 8 1 26
AIAT LABORATORIUM PEMBUATANPOLA 1 .000-000,

1 3 2 8 1 27
ALAT LABORATOFRIU MMETALOGFacHy 1.000.000

1 3 2 8 1 28
AIAT IABORATORIUM PROSESPENGELASEN) 1.000.000

1 3 2 8 1 29
ALAT LABORATORIUM UJI PROSESPENGELAEN 1 .000.000

1 3 2 8 1 30
ALAT LABORATORIUM PROSESPEMBUATENLOGAM 1.000-000

1 3 2 8 1 31 ALAT LABORATORIUM METROLOGIE 1 .000.000

1 3 2 8 1 32
ALJLT LABOFIATORIUM PELAPISANLcreAM 1.000.000

1 3 2 8 1 33
ALAT LABORATORIUM PROSESPENGOLAHANPANAS 1.000.000

1 3 2 8 1 34
ALAT IABORATORIUM PROSESTEKNOLOGITEKSTIL 1 -000-000

1 3 2 8 1 35 Al.AT LABORATORIUM UJI TEKSTIL 1.000.000

1 3 2 8 1 36
ALAT LABORATORIUM PROSESTEfanoLOG[KERAMiK 1.000.000

1 3 2 8 1 37 AiAT LAIORAroRiuM pRosEs 1.000.000
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AKUN KELOMroK JENIS OBJEK
ftlNcrmO&JEK

SuBFRINCLAVOEUEK

uFtAIAN
Jumlali liargaLusirffl±(Rp)

TEKNOLOGI KULIT DAN KARET

1 3 2 8 1 38
ALAT LABOFIATORIUM UJI KULIT,KAFtETDANPLAST[K 1.000.000

1 3 2 8 1 39 ALAT IABOFIATOR[uM UJI KERAM]K 1.000.000

1 3 2 8 1 40
AIAT LABORATORIUM PROSESTEKNOLOGISELULOSA 1.000-000

1 3 2 8 1 41 ALAT LABOFIATOF3IUM PEF2TANIAN 1.000.000

1 3 2 8 1 42
ALAT LJu30RATOF3l u MELEKTRONIRADANDAYA 1.000-000

1 3 2 8 1 43
ALAT IABORATORIUM ENERGlSLJFtYA 1.000.000

1 3 2 8 1 44
ALAT LABORATORIUM KONVERSIBATUBARADANBIOMAS

-1.000.000

1 3 2 8 1 45
ALAT LABORATOF`I U MOCEENOGfEN 1.000.000

1 3 2 8 1 46
ALAT LABORATOFRIUM LINGKUNGANPEFINfEN 1.000.000

1 3 2 8 1 47
ALJ\T LAB0fRATORluM BIOLOGIpEFanFEN 1.000.000

1 3 2 8 1 48 ALAT IABORATORIUM BIOLOGI 1.000.000

1 3 2 8 1 49 ALAT LABOFIATORIIJM GEOFISIRA 1-000.000

1 3 2 8 1 50 ALAT LABORAroRiuM TAMBANG 1.000.000

1 3 2 8 1 51
ALAT LABORATORI U MPF20SES/TEKN]KI(IMIA 1.000.000

1, 3 2 8 1 52
ALAT LABOFIATORIUM PROSESlNDUSTRI 1 -000.000

1 3 2 8 1 53
AIAT LABORATOR[UM KESEHATINKERJA 1.000.000

1 3 2 8 1 54 lABofIATOR] uM KiEARS[PAN 1 -000.000

1 3 2 8 1 55
LABORATORIUM HEMATOLOGI DANURIN/ulsIS 1.000.000

1 3 2 8 1 56 ALAT LABORATORIUM LAIN 1.000.000

1 3 2 8 1 57

ALAT LABORATOF"UMHEFtMOD]NAMIRAMOTOR DANSISTEM 1 -000-000

1 3 2 8 1 58 ALAT LABOFIATOR]UM PENDIDIKAI\I 1 .000.000

1 3 2 8 1 59
ALAT LABORATOFtiuM TEKNOLOGlPROSESENZYM 1.000.000

1 3 2 8 1 60 ALAT        LABOFRATORIU M        TEKN I K 1 .000.000
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AKUN KELOMroK JENIS OEUEK
RINCIANOBJEK

SuBR]NCJANOELJEK

UF- Judah HargaLLgivENsahian(Rp}

PANTAI

1 3 2 8 1 61
Al.AT      LAEORATORIUM       SUMBERDAYADANENERGl 1.000.000

1 3 2 8 1 62 ALAT LABORATOR[UM POPULASI 1-000.000

1 3 2 8 1 63 ALAT PENGUKUR GELOMBANG 1.000.000

1 3 2 8 1 64 UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA 1.000-000

1 3 2 8 2
UNIT ALAT IABORATORIUM KIMIANUKLIR

1 3 2 8 2 1 ANALYllcIAL I NSTRU ME NT 1.000.000

1 3 2 8 2 2 ]NSTRUMENT PFtoBE/SENSOF3 1.000.000

1 3 2 8 2 3 GENERAL LABORATORY TOOL 1.000.000

1 3 2 8 2 4 GLAsswAFtE pLAsmc/LjHN slLs 1-000.000

1 3 2 8 2 5 LABORATORY SAFETY EQUIPMENT 1-000.000

1 3 2 8 2 6
UNrr ALAT LABORATORluM KiMIANUKLIRINNNYA 1.000-000

1 3 2 8 3 ALAI PERAGA PRAKTEK SEKOLAH

1 3 2 8 3 1

ALAT PERAGA PFtAKTEK SEKOLAHBIDANGSTUDf:BAHASAINDONESIA 1.000.000

1 3 2 8 3 2
AIAT PERAGA PRAKTEK SEKOLA!iBIDAIGSTUD]:MATEMATIKA 1-000.000

1 3 2 8 3 3
ALAT PEfIAGA PRAKTEK SEKOIAllBIDANGS"Dl:lpADASAR 1.000.000

1 3 2 8 3 4
ALAT PERAGA PRAKTEK SEK0lAliBIDANGSTUDI:IPALANJUTAN 1 .000.000

1 3 2 8 3 5
ALAT PERAGA PF`AKTEK SEt¢OIAHBIDANGSTUDl:IPAMENENGAV 1 .000.000

1 3 2 8 3 6
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOIAliBIDANGSThD[:IPAATAS 1.000.000

1 3 2 8 3 7
ALAT PEFIAGA PRAKTEK SEKOLAIlBIDANGSTUD]:lps 1.000.000

1 3 2 8 3 8
ALAT PERAGA PRAICIEK SEKOIA!iBIDANGSTUDl:AGAMA 1.000.000

1 3 2 8 3 9
ALAT PEFIACIA PFtAI(TEK SEKOLAliBIDANGSTUDl:KETEF2AMPILAN 1.000-000

1 3 2 8 3 10
ALAT PEfIAGA PFtAKTEK SEKOLAHBIDANGSTUDI:KESEN[AN 1.000.000

1 3 2 8 3 11

ALAT PERAGA PRAKTEK sEKiotAriBIDAVGSTUDI:OIAfiRAGA 1.000.000

1 3 2 8 3 12 ALAT PERAGA PRAKTEK SEl(OIAli 1-000.000
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AKUN KELOMPOK JENIS OELJEK
FENCENOELIEK

SUBRINCIANOEUEK

UFtAIAN
jLndah HamaI.qap)

BfDANG S"DI : PEN

1 3 2 8 3 13
Al.AT PERAGA LUAFt BIASA {1lJNANETRA,TERAPIFISIK,TUNADAKSA, 1.000.000

1 3 2 8 3 14 ALAT PERAGA KEJURUAN 1-000.000

1 3 2 8 3 15- ALAT PERAGA PAUDITK 1.000.000

1 3 2 8 3 16
ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLA!iLAINNYA 1.000.000

1 3 2 8 4
ALAT LABOFRATOR]UM FISIKANufuFt/ELEKIRONIKiA

1 3 2 8 4 1 RADIATION DETECTOR 1.000.000

1 3 2 8 4 2
MODULAR COUNTING ANDsclENTiFicELEcmoNlc 1.000.000

1 3 2 8 4 3 ASSE MBLY/COUNTI NG SYSTEM 1 .000.000

1 3 2 8 4 4 RECORDER DIS PLAY 1.000.000

1 3 2 8 4 5 SYSTEM/POWER SUPPLY 1 .000.000

1 3 2 8 4 6 MEASURING/lESTING DEVICE 1.000.000

1 3 2 8 4 7 OPTO ELECTRONICS 1.000.000

1 3 2 8 4 8 ACCELERAlloR 1.000.000

1 3 2 8 4 9 REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM 1.000.000

1 3 2 8 4 10
ALAT L.ABORATORluM FIS]RANUKLIFVELEKmoNIRALA]NNyA 1.000.000

1 3 2 8 5
ALAT PFtoTEKSI RAD[AslffROTEKSILINGKUNGAN

1 3 2 8 5 1 AIAT UKUR FISIKA KESEHATAN 1 .000.000

1 3 2 8 5 2 ALAT KESEHATAN KERJA 1.000-000

1 3 2 8 5 3 PROTEKSI LINGKUNGAN 1 .000.000

1 3 2 8 5 4 M ETEOROLOG ICIAL EQUI PM ENT 1.000.000

1 3 2 8 5 5 SUMBER FuniAsl 1.000.000

1 3 2 8 5 6
ALAT PFtoTEKSI RADIASUPROTE KSILINGKUNGAILAINNYA 1.000.000

1 3 2 8 6
DESTRucllvE mesTiNGLAcORATOFtY 1-000.000

1 3 2 8 6 1
RADIA"oN iappL]cATloNEQulpMENT 1.000-000

1 3 2 8 6 2
NON DESTRUCTIVE TEST (NOT)DEVICE 1.000.000

1 3 2 8 6 3 PERAIATAN HIDROLOGl 1.000.000

1 3 2 8 6 4
DESTRIJ CTIVE TESTINGLABORATORY 1 .000.000
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AKLJN KELOMPOK JENIS OBJEK
RINCIANOEUEK

SUBRINCIANOEHEK

Uf- JLndh HargaL'(Rp)

1 3 2 8 7
ALAT LAB0RATORIUM LINGKUNGANHIDUP

1 3 2 8 7 1

AiAT iABOFRATOFtluM fowALITrsAIF`DANTANAH 1.000.000

1 3 2 8 7 2
ALAT iABOFIATOR] LjM pa/vALiTAsUDAFRA 1.000.000

1 3 2 8 7 3
AIAT LABORATORIUM KEBISINGANDANGETAFEN 1 -000.000

1 3 2 8 7 4 lABORATORIUM LINGKUNGAN 1.000.000

1 3 2 8 7 5 ALAT IABORATORIUM PENUNJAVG 1.000.000

1 3 2 8 7 6
ALAT IABORATORIUM LINGKUNGANHIDUPLA]NNYA 1`000.000

1 3 2 8 8
PERALATAN LABOFIATORIUMHYDF20DINAMICA

1 3 2 8 8 1 TOunNG CARRIAGE 1.000.000

1 3 2 8 8 2 WAVI GENERATOR AND ABSORBER 1.000.000

1 3 2 8 8 3
DATA ACCQUISITION ANDANALYZINGSYSTEM 1.000-000

1 3 2 8 8 4 CAVITATION TuNNEL 1.000.000

1 3 2 8 8 5 OVERHEAD CFtANES 1.000.000

1 3 2 8 8 6 pEFunTAN UMUM 1-000.000

1 3 2 S 8 7
PEMESINAN        :        MODEL        SHIPWORKSHOP 1-000.000

1 3 2 8 8 8
PEMESINAN : PROPELLER MODELWORKSHOP 1.000-000

1 3 2 8 8 9
PEMESININ : MECHENICIALWORKSHOP 1.000.000

1 3 2 8 8 10
PEMESINAN : PRECISIONMECHANICALWORKSHOP 1.000.000

1 3 2 8 8 11 PEMESINAN : PAINTING SHOP 1.000.000

1 3 2 8 8 12
PEMESINAN : SHIP MODELPREPARATIONSHOP 1-000.000

1 3 2 8 8 13
PEMES[NAN : ELECTICALWORKSHOP 1.000.000

1 3 2 8 8 14 MOB 1.000.000

1 3 2 8 8 15 PHOTO AND FILM EQUIPMENT 1.000.000

1 3 2 8 8 16
PEFRALATAN LABOFIATORIU MHYDRODINAMICALAINNYA

1.000.000
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AKUN KELOMFroK JENIS OELJEK
FUNCINOE„EK

S|]BR]NCIAVOELJEK

URAIN
Jumlah HargaLLrsinrsev±n(Rp)

1 3 2 8 9

ALAT LABORATORIUMSTANDAFtlsASIRALIBFRASI DANINSTRUMENTAsl

1 3 2 8 9 1

ALAT LABORATOFuUM KALIBRAslELEcmoMEDiKDANBIOMEDiK

1.000.000

1 3 2 8 9 2
ALAT I.ABOFIATOR]UM STANDARDDANKALIBFIATOR

1.000.000

1 3 2 8 9 3
ALAT LABORATOR]UM CAHAYA,Op.nKDANAKusTIK

1.000-000

1 3 2 8 9 4
AL,AT LABORATOFRIUM LISTRIK DANMEKANIK 1.000.000

1 3 2 8 9 5
ALAT I.ABORATIORIUM TEKANANDANSUHU 1.000.000

1 3 2 8 9 6

ALAT LABORATORI LJMSTANDARISASIRAL(BFIAS[ DANlNSTRUMENTASILAIN 1.000.000

1 3 2 8 9 7 ALAT LABORATORIUM NATIUS 1.000.000

1 3 2 8 9 8

ALAT LABORATORIUMELEKIRON]RADANTELEKOMUNIKASIPELAYARAN 1.000:000

1 3 2 8 9 9
ALAT       LABORATORIUM       SARANABAI\lTuNAVIGASIPELAYARAN 1.000.000

1 3 2 8 9 10
ALAT            LABOFIATO R[U M             IJJIPEfENGKAT 1 .000.000

1 3 2 8 9 11

ALATLAuuFIAluRIUMS1"DARfsAsfKALIBRAsf DANINSTRUMENTASI 1.000.000

1 3 2 9 ALAT PERSENJATAAN

1 3 2 9 1 SENJATA API

1 3 2 9 1 1 SENJATA GENGGAV 1.000-000

1 3 2 9 1 2 SENJATA PINGGANG 1 1.000.000

1 3 2 9 1 3
SENJATA BAHU/SENJATA LARASPANJJENG 1.000.000

1 3 2 9 1 4 SENIAN MESIN 1 .000.000

1 3 2 9 1 5 MORTIR 1.000.000

1 3 2 9 1 6 ANTI LAPIS EENA 1.000.000

1 3 2 9 1 7 AR"LEFtl MEDAN (AFtMED) 1.000.000

1 3 2 9 1 8
ARTILEFRI PERTAHANAN UDARA(AIVIAINUD) 1.000.000
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AKUN KELOMFroK JENIS OEUEK
FtlNCENOB.IEK

SUBR]NCLANOE„EK

UFtAIAN
Jumlah HargaLtJsiutRE±{RP}

1 3 2 9 1 9 KAVALERl 1,OcO.000

1 3 2 9 1 10 SENJATA LAIN-LAIN 1.000.000

1 3 2 9 2 PERSENJATAAN NON SENJATA Apl

1 3 2 9 2 1 ALAT KEAMANAN 1.000.000

1 3 2 9 2 2 NON SENJATA Apl 1.000.000

1 3 2 9 2 3
ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAI{an]rENDAK) 1.000.000

1 3 2 9 2 4 ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA 1.000-000

1 3 2 9 2 5
PERSENJATAAN NON SENJATA APILAINNYA 1 .000-000

1 3 2 9 3 SENJATA SINAR

1 3 2 9 3 1 LASER 1.000.000

1 3 2 9 3 2 SENJATA S]NAFt LAINNYA 1.000.000

1 3 2 9 4 ALAT KHuSUS KEPOLISIAN

1 3 2 9 4 1 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN 1.000.000

1 3 2 9 4 2 ALAT DALMAS/ALAT DAI(H URA 1.000.000

1 3 2 9 4 3
ALAT WANTEROR (PERLAWANANTEROR) 1.000.000

1 3 2 9 4 4 PEfIALATAN DETEKSI INIEL 1.000.000

1 3 2 9 4 5 ALSUS LAVAS 1.000.000

1 3 2 9 4 6 ALSUS RESERSE 1.000.000

1 3 2 9 4 7 ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN 1.000.000

1 3 2 9 4 8 ALSUS DAKllLOSKO pl 1.000.000

`1
3 2 9 4 9

lNSTRUM EN                                ANAL(SISLABORATORIUMFORENSIK 1.000.000

1 3 2 9 4 10 ALAT KHUSuS I(EPOLISIAN LAINNYA 1.000.000

1 3 2 10 KOMPUTER

1 3 2 10 1 KOMPUTER UNIT 1.000.000

1 3 2 10 1 1 KOMPUTER JARI NGAN 1.000.000

1 3 2 10 1 2 PERSONAL KOMPuTER 1 .000.000

1 3 2 10 1 3 KOMPUTER UNIT LAINNYA 1.000.000

1 3 2 10 2 PEFRALATAN KOMPUTER

1 3 2 10 2 1 PERAl.RTAI MAINFRAME 1.000.000

1 3 2 10 2 2 PERALATAN MINI KOMPUTEF2 1.000.000

1 3 2 to 2 3 PERALAIIN PERSONAL KOMPUTER 1.000.000

1 3 2 10 2 4 PEFRALATAN JAIINGAN 1.000.000

1 3 2 10 2 5 PERALATAN KOMPLJTEF3 LAINNYA 1.000.000

1 3 2 11 ALILT EKSPLOFRAsl
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AKUN KELOMPOK JENIS OEUEK
RINCEN0&JEK

SuBFUNCIANOBJEK

URAIAN
Jurnlah llargaLusirusetfi±{Rp}

1 3 2 11 1 ALAT EK§PLORASI TOPOGRAFl

1 3 2 11 1 1 OPTIK 1.000.000

1 3 2 11 1 2 uKUFanNSTRUMENT 1.000.000

1 3 2 11 1 3
ALRT EKSPLORASI TOPOGRAFILAINNYA 1.000.000

1 3 2 11 2 ALAT EKSPLOFRAS[ GEOFIS]KA

1 3 2 11 2 1 MEENIK 1.000.000

1 3 2 11 2 2 ELEKIRON[K/ELECTRIC 1.000.000

1 3 2 11 2 3 MANUAL 1-000-000

1 3 2 11 2 4
ALAT EKSPLORASI GEOFISIRALAINNYA 1 -000-000

1 3 2 12 ALAT PENGEBORAN

1 3 2 12 1 ALAT PENGEBORAN MESIN

1 3 2 12 1 1 BOR MESIN TUMBUK 1.000.000

1 3 2 12 1 2 BOR MESIN PLJTAR 1-COO.000

1 3 2 12 1 3 ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA 1.000-000

t 3 2 12 2 ALAT PENGEBORAN NON MESIN

1 3 2 12 2 1 BANGRA 1.000.000

1 3 2 12 2 2 PANTEK 1.000.000

1 3 2 12 2 3 PUTAI 1.000.000

1 3 2 12 2 4 PEFIALATAN BANTU 1.000.000

1 3 2 12 2 5
AIAT PENGEBORAN NON MESINLIAINNYA 1.000.000

1 3 2 13
AIAT PRODUKsl, PENGOLAHAN DANPEMURNEN

1 3 2 13 1 SUMUR

1 3. 2 13 1 1 PERALATAN SIJMUR MINYAK 1.000.000

1 3 2 13 1 2 SUMUR PEMBORAN 1.000.000

1 3 2 13 1 3 SUMUR LAINNYA 1 -000.000

1 3 2 13 2 PRODUKSI

1 3 2 13 2 1 RIG 1.000.000

1 3 2 13 2 2 pRODUKsl IAINNryA 1.000.000

1 3 2 13 3 PENGOLAVAN DAN PEMURNIAN

1 3 2 13 3 1 ALAT PENGOLAHAN MINYAK 1-000.000

1 3 2 13 3 2 ALAT PENGOLAHAN AIR 1.000.000

1 3 2 13 3 3 ALAT PENGOLAHAN STEAM 1 .000.000

1 3 2 13 3 4 AiAT pENGOLAHAI\i wax 1.000-000

1 3 2 13 3 5 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN 1.000.000
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AKUN KELOMFroK JENIS ORJEK
RINCIANOBJEK

SuBRINCIANOE„EK

uFaun
Jumlah HargaLtJsin-(Rp)

LAINNYA

1 3 2 14 ALAT BAINTU EKSPLOFRAsl

1 3 2 14 1 ALAT BANTU EKSPLORASI

1 3 2 14 1 1 MEKANIK 1.000.000

1 3 2 14 1 2 EEKTRIC 1-000.000

1 3 2 14 1 3 ALAT BANTLJ EKPLOFIASI LAINNYA 1.000.000

1 3 2 14 2 AIAT BANTU PFtoDUKsl

1 3 2 14 2 1 PERAWATAN SUMUR 1.000.000

1 3 2 14 2 2 TEST UNIT 1.000.000

1 3 2 14 2 3 ALAT BANTU PRODUKSI LA]NNYA 1.000.000

1 3 2 15 ALAT KESELAMATAN KERIA

1 3 2 15 1 ALAT DETEKsl

1 3 2 15 1 1 FuelASI 1.000.000

1 3 2 15 1 2 SLJARA 1 .000.000

1 3 2 15 1 3 ALAT DETEKSI LAINNYA 1.000.000

1 3 2 15 2 AIAT PELINDUNG

1 3 2 15 2 1 BAIU PENGAMAI 1.000.000

1 3 2 15 2 2 MASKEF= 1.000.COO

1 3 2 15 2 3 TOPI KERJA 1.000.000

1 3 2 15 2 4 SABUK PENGAMAN 1.000.000

1 3 2 15 2 5 SEPATu LAPANGAN 1.000.000

1 3 2 15 2 6 ALAT PELINDUNG LAINNYA 1.000.000

1 3 2 15 3 ALAT SAR

1 3 2 15 3 1 ALAT PENOLONG 1.000.000

1 3 2 15 3 2 Al.AI PENDUKUNG PENCARIIN 1.000.000

1 3 2 15 3 3 ALAT KEFapA BAWAH A]F2 1.000-000

1 3 2 15 3 4 ALAT SAR LA]NNYA 1 .000.000

1 3 2 15 4 ALAT REFUA PENEREIANGAI`I

1 3 2 15 4 1
PERALATAN FASILITAS KOMUNIRAS]PENEFtBANCEN 1.000.000

1 3 2 15 4 2
PEFRALATAN FAsiLrrAs NAVIGAslDANPENGAMATANPENERBANGAN 1.000.000

1 3 2 15 4 3
PERALATAN FAS]LITAS BANTUPENDAFIATEN 1.000.000

1 3 2 15 4 4

PERALATAV FAsiLiTrs BANTuPELAYANANDANPENGAMANANBANDARUDARA 1.000-000

1 3 2 15 4 5 PERAIATAN FASILITAS LISTRIK 1.000.000
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AKUN KELOMPOK JENIS OEUEK
FunciANOaJEK

SuBR]NCIANOEUEK

UFtAIAN
Jumlah llargaLLrsif~fty)

BANDAR UDARA -

1 3 2 15 4 6
ALAT UKUR PEFIALATANFASLErmK 1 .000-000

1 3 2 15 4 7
ALAT KE`FUA PENEF3BANGANLAINNYA 1.000-000

1 3 2 16 AIAT PEFIACIA

1 3 2 16 1

ALAT PERACIA PELATIHAN DANpERcroNTOHAI

1 3 2 16 1 1 ALAT PEFRAGA PELATIHAN 1.000.POP

1 3_ 2 -16
1 2 AIAT PERAGA PERCONTOHAN 1.000.000

1 3 2 16
.1

3
ALAT PERAGA PELATIHAN DANPERcONIOHANLAINNYA 1.000.000

1 3 2 17 PERAIATAN PROSEsfl'RODU KSI

1 3 2 17 1

UNITPE~TANPROSES/PRODUKsl -

1 3 2 17- 1 1

LIQU ID-LIQUID CO NTRACTOREQulpMENT 1   1-000.000

1 3 2 17 1 2 SOLIDi50LIDMIXINGEQUTPMENT 1.000.000

1 3 2 17 1 3
SOLID-SOLID SCREENINGEQUIPMENT 1.000.000

1 3 2 17 1 4 SOLID€OLID CLASSIFIER 1.000.000-      -

1 3. -2 17 1 5 SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT 1.COO.COO

1 _3 2 17 1 6
SOLID LIQUID CRYSTALLIZATIONEQUIPMENT 1.000.0-00

1 3 2- 17 1 7
ION EXCHANGE ABSORTIONEQUIPMENT 1-.-000.000    -

1 3 2 17 1 8 LEACHING EQUIPMENT 1 .COO.000

1 3 2 17 1 9
GRAvmr SEDI M ENTATioN 1.000.000

EQUIPMENT -
1- 3 2 17-

-1
10

SOLID LIQUID FILTERINGEQUIPMENT t.000.000

-1 3 2 17 1 11 CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID 1.000.000

1 3 2 17 r 12
LIQUID FROM SOLID EXPELLING 1.000.-000

{ExpREssORrEQulpMENT -
1 3 2 17 1 13 GASLSOLID DRYING EQUIPMENT 1.000.000

1 3 2 17 1 14
GAS - SOLID FLUIDISED BEDEQUIPMENT 1 .000-000

1 3 2 17 1 15---

GAS - SOLID SEPARATIONEQUIPMENT 1.000.000
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AKUN KELOMPOK JENIS OEuEK
FUNCIENOEHEK

SuBRINCIANO&JEK

LJFtAIAN
JLmlah HargaLusirifet~fty}

1 3 2 17 1 16
GAS - LIQUID DISTILLATIONEQUIPMENT 1 .000.000 -

1 3 2 17 1 17
GAS - LIQUID SEPARITIONEQUIPMENT 1--00_0'.000`

1 3 2 17 1 18 lsoTOPE SEPARA"ON EQUIPMENT 1 ..000:000

1 3 2 17 1 19
TRANSPORT AND STORAGEEQUIPMENTFORLIQUID 1~000.000-T--

J 3 2 17 1 20
SOLID MAHRIAL HANDLINGEQUIPMENT 1-000.000

_1- 3 2 17 1 -21
SIZE REDUCTION SIZEBALARGEMENTEQUIPM ENT 1.000-000

-1- 3 2 i7 -1 22 HEAT GENEFIAT]NG EQUIPMENT 1.000.'000

1 3 2 17 1-- 23 HEAT TRANSFER EQUIPMENT _     1-000.000

1 3 2 17 1 24 MECHAr\llcAL pRoCEs i.000.000

1 3 2 17 1 25 cHEMicAL REAicrioN EQUIPMENT 1 .000;000

-1 3 2_ 17 1 26
UNIT PERALATAN 1.000.000

~ PROSEsfl]RODUKSI LAINNYA

1 3 2 18 FOwBu - FOwBu

1_- 3 2 18_ t F2AMBU-RAMBU LALU LINTAS DAFIAT

_1 3 2 18 1 1 RAIriBu BERs-UAR 1 .000.000

1 3 2- 18 1 2 F2AMBU TIDAK BERSUAR 1.000.000

1 3 2 18 1 3
RAMBU-F=AMBu LALu L(NTAS DARATLAINNYA 1.000.COO

1. 3 2 18 2 RAMBU-FtAMBU LALU LINTAS UDARA

1 3 2 18 2 _1 RUNWAY/THRESHOLD LIGliT - 1-.-.000.000-

1 3 2 18 2 2
` VISUAL APPROACH SLOPE 1.`000.000

iND]cIATOR rvAsi]

1 3 2 18 2 3 APPROACH LIGHT 1.000.000

-
2 18 2 4

RUNWAYIDENT]FICATIONLIGH-T(FREILS) _  1'-COO.000
1 3 -

1 3 2 18 2 5 SIGNI 1.000.000

1 3 2 18 2 6 FLcOD LIGHTS 1.000.000

1 3 2 18 2 7
RAMBU-RAMBU IALU LINTAS UDARAINNNYA 1 .000.000

T1 3 2 18 3`` \ RAMBU-RAMBU IALU L]NTAS LALJT

1` 3 2 18 3__1 RAMBu-RAMBU IALLJ L]NTAS LALJT
-    1.000.000

1 3 2 18 3 2
RAMBLJ-RAMBU IALU LINTAS LAUT      -LA]NNYA 1.000.000

1 3 2 _19
- ` pEFtaLATAN OLA!i RAGA -
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AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK
fRINCENOBJEK

SuBR]NCIANOELJEK

UFaEN
JLmfah HargaLLrsidyseysEha{Rp}-

1 3 2 19 1 PERALATAN oLArl RAGA

_.1 3 2 19 1 1 PERALATAN OIAFI RAGA ATLE"K 1.000.000

1 3 2 19 1 2 PEFIALATAN PERMAINAN 1.000.000

1 3 2 119 1 3 PERAIJ\TAN SENAM 1.000.000

_i 3 2 19 1 4 PARALATAN OIAli RAGA A]R 1.000.000

1 3 2 19 1 5 PEFIALATAN OIAli FIAGA UDARA 1.000.000

1 3 2 19 1 6 PERALATAN Ol.All FIACIA LA]NNYA 1.000.000

1 3 3 GEDUNG DAN BANGUNAV

1 3 3 1 BANGUNAN GEDUNG

1 3 3 1 1

BANGUNAN GEDUNG TEMPATKERIA

1 3 3 1 1 1 BANGUNAN GEDUNG KANTOR 25.000.000

1 3 3 1 1 2 BANGUNAN GUDING 25.000.000[

1 3 3 1 1 3
BANGUNAN GEDUNG UNTUKBENGKELJHENGGAR 25.000.000

1 3 3 1 1 4 BANGUNAI`I GEDUNG INSTALAsl 25.000.000       --

1 3 3 1 1 5
BANGUNAN GEDUNGLjreoFIATORluM 25.000.COO

1 3 3 1 1 6 BANGUNAN KESEHATAN 25.000.000

1 3 3 1 1 7
BAIGUNANocEAr`iARluM/oBSERVATORluM 25.000.000

1 3 3 1 1 8
BANGUNAN GEDUNG TEMPATlBADAH 25.000.000

1 3 3 1 1 9
BANGUNAN GEDUNG TEMPATPERTEMUAN 25.000.000

1 3 3 1 1 10
BANGUNAN GEDUNG TEMFIATPENDID]KAN 25.000.000

1 3 3 1 1 11

BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OIAIlfIAGA 25.000.000

1 3 3 1 1 12
BAVGUNAN GEDUNGPERTOKOAN/I<OPEFIAsl/PASAR 25.000.000

1 3 3 1 1 13
BANGUNAN GEDUNG UNTUK POSJAGIA 25.000.000

1 3 3 1 1 14 BANGUNAN GEDUNG GARASUPOOL 25.000-000

1 3 3 1 1 15
BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG 25.000._000

HEWAN
-

1 3 3 1 1 16
BANGUNAN GEDUNGPERPuSTAIGEN 25.000-000

-1 3 3 1 1 17 BANGUNAN GEDIJNG MUSIUM 25.000.000
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AKUN KELOMPOK JEN]S OEnEK
RINCENOBJEK  -

SIJBR]NCLANOELJEK

uFtAIAN
JLndah HangaLLgivso±{RP}

1 3 3 1 1 18
BANGUNAN GEDUNGTERMINALJPELABUHAN/BANDAF3A 25.000_.000-

1 3 3 1 1__ 19 BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN 25.000-000

1 3 3 1 1 20
BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA 25.COO.000

PEMASYARAKATAN -
1 3 3 1 1 21 BANGUNAN F2UMAll TAHANAN 251000.000

-1 3 3 1 1 22
BANGUNAN GEDUNGKREMATORIUM 25.000.000

t 3 3 1 1 23
BANGLJNAN PEMBAKARAN BAINGKAl 25.000.000

HEWAN

1 3 3 1 1-- 24 BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN 25.000.000

1 3 3 1 1 25 BANGUNAN TEFaeuRA 25.000.000
rl 3 3 1 1 26 BAVGUNAN PENAMPUNG SEKAM 25.000.000

`.1 3 3 1 1 27
BAIGUPIIAI\l   TEMPAT   PELELANGAN]KANorl) 25.000.000

1 3 3 1 1 28 BANGUNAN INDUSTRI 25.000,000

1 3 3 1 1 29
BANGUNAN 25.000.000

PEIERNAKAN/PEFUKANAN -

t 3 3 1 1 30
BANGUNAN GEDUNG TEMFIATKERJALAINNYA 25.00Orooo

-1 3 3 1 1 31 BANGUNAN PERALATAN GEOF]SIKA 25.000.000

1 3 3 1 1 32 BANGUNAN FASILITAS UMUM 25.00-a.000

1 3 3 1 1 33 BANGUNAI\I PARKIFt 25.-`000.000

1 3 3 1 1~ 34 BANGUNAN GEDUNG PABRlk 25.000.000

1 3 3 1 t 35 BANGUNAN STAsluN BUS 25.000.000

1 3 3 1 1 36 TAMAN 25.000.000

1 3 3 1 1 37
BANGUNAN GEDUNG HMPATKERIALAINNYA- 25.000.000

1 3 3 1 2
BANGUNAN GEDUNG meMPATTINGGAL

1 3 3 1 2 1 RUMAII NEGARA GOLONGEN I 25.000.000

1 3 3 1 2 2 RUMAli NEGARA GOLONGAN 11 25.000.000
_1

3 3 1 2 3 F`UMAH NEGAFIA GOLONGAN Ill 25.000.000

1 3 3 .1 2 4
MESS/WISMA/BUNGAIOwyTEMPATpEFusTIFunATAN 25.000.000

1 3 3 1 2 5 ASRAMA 25.0.00.000

i 3 3 1 2 6 HOTEL 25.000.000

1 3 3 1 2 7 MOTEL 25.000.000

1 3 3 1 2- 8 FLATJRUMAH SUSUN 25.000.000
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AKUN KELOMPOK -  JENIS OE»EK
FUNctANOBJEt(

s`uBR]NCIANOEUEK

uFtAIAN
Jt[mlali HangaLLrsidy±{RB)

1 3 3 1 2 9
RUMAH NEGARA DAIAM PROSESPENGGOLONGAN 25-000.000

1 3 3 1 2 10- PANT[ ASUHAN 25.000.000

1 3 3 1 2 11 APAFtTEMEN 25.000.000

1 3 3 1 2 12 RUMArl TiDAK BERSUsuN 25.000rooo

I 3 3 1 2 13
BANGUNAN GEDUNG TEMPATTINGGALLAINNYA 25.000.000

1 3 3 2 MONUMEN

1 3 3 2 1

cENDlmuGuPERINGATAN/PRASASTT

1` 3 3 2 1 1 CANDl 25.000`000

t 3 3 2 1 2 TUGLJ ___   25.000.000

1 3 3 2
-i

3 BANGLJNAN PENINGGAIAN 25.000.000

1 3 3 2 1 4
cANDmuGuPERINGATAN/PRASIASTI LAINNYA 25'000.'000

1 3 3 3 BANGUNAN MENARA -
1 3 3 3 1 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN

-1 3 3 3 1 1

BANGUNAN MENARA PERAMBUANPENERANGANPANTAI 25.000.000

1 3 3 3 1 2
BANGUNAN PERAMBUAN `  25-000.000

pENERAr`iGAN pANTAl
-

1 3 3 3 1 3
BANGUNAN MENARA 25.000.000

TELEKOMUNl`khsl
-

1 3 3 3 1 4 BANGLJNAN MENARA PENGAWAS 25.000.00.0

1 3 3 3 1 5
BANGUNAN MENAFIA PEFRAMBUANLAINNYA

25.000.000

1 3 3 4 TUGu TiTiK KONTRoijprsTi -

1 3 3 4 1 "GUITANDA BATAS

1 3 a3 4 1 1 TUGUITANDA BATAS ADMI NI STRAsl 25.000.0-00

1 3 3 4 1 2
TUGUITANDA JARING KONTROLGEODEsl 25.000.000

1 3 3 4 1 3 plLARTUGurrANDA unNNyA 25.000.000

1 3 _3 4 1 4 PAGAR 25.000.000

1 3 3 4 1 5 TUGUITANDA BATAS LAINNYA 25.000.000

i 3 4 JALAN, JAF2INGAN DAN fRIGAsl

1 3 4 1 JAIAN DAN JEMBATAN -
-1 3 4 1 1 JALAI

1 3 4 1 1- 1 JALAN NASIONAL 25.000.000

1 3 4 1 1 -2 JALAN PROPINsl 25.000:000
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AKUN KELOMFroK JENIS OBUEK
RINCIANOBJEK

SLJBR]NCINOELJEK

UF- Jumlah lianga(Rp)       .

-1 3 4 1 1 3 JAIAN tIABUPATEN 25.000.000

1 3 4 1 1- 4 JAEN KOTA 25.000.000

1 3 4 1 1 6 JAIN TOL 25.000.000

t 3 4 1 1 7 JAIAN KERETA Apt 25.000.000

1 3 4 1 1 8
LANDASAN PACU PESAWAT 25.000.000

TERBANG
-

-`1- 3 4 1 + 9 JALAN KHUSUS 25.000.000

1 3 4 1 1- ilo JALAN LAINNYA 25.000L000
- -

1 3 4 1 2- JEMEIATAN

1 3 4 1 2 .1 JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL - 25.000.000

1 3 4 1 2 2 JEMBATAN PADA JALAN PROPINsl 25L000.000-
1 3 4 1 2_ 3

JEMBATAN PtoA JALANREUPATEN 25.000.000

1 3 4 1 2 4- JEMBATAN PADA JALAN KOTA 25.000.000

1 3 -4 1 2 6 JEMBATAN PADA JAIAN TOL 25-.000.000-

1 3 4 1 2 7 JEMBATAN PADA JAIIAN KERETA API 25.000.000

1- 3 4 1 2 8
jEMBATAN PADA LANDrsAN pAcuPESAWATTERBANG 25.000.000

1 3 4 1 2 _9
JEMBATAN PADA JALAN KHuSUS 25.000-00`0 `

1 3 4 1 _2 10 JEMBATAN PENYEBERANGAN 25.000.000

-1 3 4 1 2 1t
JEMBATAN LABUH/SANDAR PADATEF3MINAL 25.000.000

1 3 4 1 2 12 JEMBATAN PENGUKUR 25.000.000

1 3 4 1 2 13 JEMBATAN LAINNYA 25.000.0_00

1 3 4 2 BANGl)NAN AIR

+ 3 4 2 + BANGIJNAN A]F` lF2lGAsl

1 3 4 2 1 1 EIANGUNAN WADUK IFUGASI 25.000.000

1` 3 4 2 1 .2 EIANGUNAr\i PENGAMBILAN iRiGAsl 25.000.000

1 3 4 2 1_ 3 BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI 25.000.000

1 3 4_ 2 1 4 EIANGUNAN PEMBUANG ]FilGIAsl 25.000.000

rl` 3 4 2 1 5 BANGUNAN PENGAMAN IRIGAS] 25'000..000 - _

t -3 4 2 1 6 BANGUNAN PELENGKAP IFtlGAsl 25.000.000

1 3 4 2 1 7 BAa\IGUNAN SAWAH iFHGAsl 25-000.000

1 3 4 2 1 8 BANGl)NAN AIR IR[GASI LAINNYA 25.000.000

1 3 4 2 2
BANGUNAN PENGAIRAN PASANGSURUT

-

--1 3 4 2 2 1 BANGUNAN VVADUK PASANG SLJF3UT 25.000.000

1 3 4- 2 2 2 BANGUNAN PENGAVBILAN PASANG 25.000.000
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AKUN KELOMFroK JEN]S OIL)EK
fRINCINOE„EK

SUB'RINCIANOELJEK

UFtAJIN
Jumlah HargaLLisin@ct/Salian(Rp}     `

SURUT +-

1 3 4 2 2 3
BANGLJNAN PEMBAWA PASANGSURUT 25.000.000

1 3 4 2 2 4
SAIURAN PEMBUANG PASANGSURUT 25. 000 -000       ,-

1 3 4 2 2 5
BANGUNAN PENGAMAN PASANGSURUT 25.000.000

1+ 3 4 2 2 6
BANGUNAN pEri€NGKAp PASANGSURUT 25.000.-000      -

1 3,+ 4 2 2 7 B-ANGUNAit SAWAH PASANG SIJRLJT 25.000.000

-1 3 4 2 2 8
BANGUNAN PENGAIRAN PASANGSURUTLAINNYA

-     25.000.000

1 3 4 2 3
BANGUNAN PENGEMBANGIAN RAWADANFOLDER

1 3 4 2 3 1

BANGUNAN WADUK 25.000.000      _,

PENGEMBANGAN RAWA

1 3 4 2 3 2
BANGUNAN pENGAMB[iAr\i 25.000.000

PENGEMBANGAN RAWA -

1 3 4 2 _3 3
EIANGUNAN PEMBAWAPENGEMBANGANRAWA 25,00-0.000

1 3 4 2 3 4
BANGUNAN PEMBUANGPENGEMBANGANRAWA 25.000.000    -

1 3 4 2 3 5
BANGUNAN PENGAMANPENGEMBANGANFIAWA 25.000.000

1 3
-4

2 3 6
BANGUNAN PELENGKAP 25.000.00Q

PENGEMBANGAN RAWA -

1 3 4 2 3 7
BANGUNAN SAWAHPENGEMBANGANRAWA 25.000.000-

1 3 4 2 3 8
BAINGUNAN PENGEMBANGAN RAVuADANFOLDERLAINNYA _. 25.000.000

1 3 4 2 4

BANGUNAN PENGAMAN

-suNGAi/prmAI aPENANGGULANGAN BENCANA ALAM

1 3 4 2 4_ 1

BAIGUNAN PENGAMAN 25.000.-000

SUNGAUPANTAl &PENANGGULANGAN BENCAINA ALAM

.1 3 4 2 4 2
BANGUNAN PENGAMBILANPENGAMANSUNGAI/PAI`ITAI

_     25.000tooo

1 3 4 2 4 3 BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN 25.000.000
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-AKUN KELOMFroK JENIS OEUEK
FENCENOBJEK

-SUBRINCIANOBJEK

uFtAEN
JLndh HangaLustTfflintRpi

SuNGAUPANTAI

1 3 4 2 _-4 4-
BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN 25.000.000

SLJNGAl
-

t 3 4 2 4 5
BENGUP`lAN PENGAMANPENGAMANINSUNGAl/PANTAI 25.000:000

1 3 4 2 4 6
BANGUNAr`l pELENGi(Ap PENGAMAN 25-.-aoo.000

SUNGAI
-

1 3 4 2 -4 7

BANGUNAN PENGAMAN 25.000.000

SUNGAUPANTAI &PENIANGGULANGAN BENCANA ALAMLAINNYA

3 4 2 5
EENGur\iAN PENGEMEIANGAN

-
1

SUMBER AIR DAN AIR TAVAH

1 3 4 2 5 1_

BANGUNAN WADUK 25.000.000

PENGEMBANGAN SUMBER AIR -

+1 3 4 2 5 2
BANGUNAN PENGAMBILAI`l ` 25.000--000

PENGEMEIANGAN SLJMBEF3 AIR -

1__ 3 4 2
-5

3
BANGUNAN PEMBAWAPENGEMBANCIANSUMBER AIR 25.000.000

i _3
4 2 5 4

BANGUNAN PEMBUANG    `PENGEMBANGANSUMBER AIR _ 25.000-000

1 3 4 2 5 5
BANGUNAN PENGAMAN 25.000.000

- PENGEMBANGAV SUMBER AIR
-

1 3 4 2 5 6
BANGUNAN PELENGRAPPENGEMBANGAVSUMBER AIR          , 25,000.000

-1
3 4 2 5 -7

BANGUNAf\[ SAWAI IF3IGASI AIF2TANAH 25_.000.000

1 3 4 2 5 8

BAINGLJ NAN PENGEMBANGANSUMBERAIRDANAIRTANAHLAINNYA 25.000.000

1 3 4 2 6` BAIGUNAN AIR BEF3SIH/AIR BAKU
-

1 3 4- _2 6 1

BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIRBAKu 25.000.000

-1 3 4 2 6 2
BANGUNAN PENGAMBILAN AIRBERSIH/AIRBAKU 25.0-00iooo

t 3- 4 2 6 3
BANGUNAN PEMBAWA AIR,BERSIH/AIRBAKU 25.000.000

1 3 4 2 6 4
BANGUNAN PEMBUANG AIR

-  `    25;000.000

BERSIH/"R BAKU -
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AKUN KELOMPOK JENIS OEUEK
FUNCIANOBJEK

SUBR]NCIANOBJEK

uFtAIAN
Judah HargaLLJsiutseysatL]an(Rp}

1 3 4 2 6 5
BANGUNAN PELENGKAP AIRBERSIH/AIF`BAKU 25.000.000

1 3 4 2 6 6
BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKULAINNYA 25`000.000    -

1 3 4 2 7 BANGUNAN AIR KOTOR

1 3 4 2 .7 1 BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR 25.000.000

1
-3

4 2 7- 2 BANGUNAN WADUK AIR KOTOR 25:000.000

t 3 4 2 7- 3 BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOFt    I 25.000.loo.0

1 3 4 2 7 4 EIANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR _25.'000.000

1 3 4 2 7 5 BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR 25.000.000   -

-1 3 4 2 7 6 BANGUNAN AIF3 KOTOF2 LAINNYA 25.000.000

1 3 4 3 lNSTALAS[ -
1 3 4 3 1 INSTALASI jNR BERSIH / AIR BAKU

1 3 4 3 1 1 lNSTALAS] AIR pERMIJKAAr\I 25.000-.000

1 3 4 3 1 2- lNSTALAS[AIFtSUM-BER/MATAAIR 25..000.000

1 3 4 3 1 3 ]NSTALASI AIR TANAH DALAM 25.000.000

1. 3 4 3 1 4 INSTALASI AIR TANAII DANGKAL 25.000.000

1 3- -4
3- 1

-5 INSTAIASI AIR BERSIH / AIR BAKULAINNYA
25.oooTooo

`1 3 4_ 3 2 lNSTAIASI AIR KolloR

1 3 4 3 2 1 lNSTALASI AIR BUANGAV DOMESTIK 25.000.000

1 3 4 3 2 2 lNSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRl 25.000.000

1 3 4 3 2 3
lNSTAIASI AIR BUANGANPEFtTANIAN -25.000.000

1 a- 4 3 2 4 lNSTALASI AIR KOTOR LAINNYA 25-000.000

1 3 4 3 3 ]NSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH

1 3 4 3 3 1

lNSTALASI PENGOLAHAN SAMPAN 25.000.000

ORGANIK
-

1 3 4 3 3 2
lNSTALAS[ PENGOLAHAI SAMPAHNONORGANIK 25.000-000

1 3 4 3 3 3 BANGUNAN PENAMPuNG SAMPAH 25'.000.000

1 3 4 3 3 4
INSTALASI PENGOLAHIN SAMPAH 25.000.000

LAINNYA -

1 3 4 3 4
lNSTALAS[ PENGOLAHAI BAHAN+~ENGUNLAN

-

-1 3 4 3 4 -1
lNSTALASI PENGOLAHAN BAHANBANGUNANPERCONTOHAN 25.000.000

t 3 4 3 4 2
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN           - 25.000.000

BANGUNAN PER]NTIS
-
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AKUN KELOMFroK JENIS OEtlEK
RINCENOBJEK-

SUBR]NCIANOBJEK

|'FtAIAN
JLndah HargaLLlsinft5eer±{RF)}

1 3 4 3 4 3
-  lNSTALASI PENGOLAHAN BAHANBAVGUNANTERAPAN 25.000.000

`1 3 4 3 4 4
lNSTAIASI PENGOLAHAN BAHANBANGUNANLJtlNNYA 25.00`0.000

1 3 4 3 5 lNSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK

1 3 4 3 5 _1

-INSTALAS[ PEMBANGKIT LISTRIK 25.000.00-0

TENAGA AIR (PLTA) -
t 3 4 3 5 _2

lNSTAIASI PEMBANGKIT LISTRIK 25-000.000  -

- - TENAGA DIESEL (PLTD}

1 3 4 3 5 3
lNSTAusl PEMBANGKIT LISTRIKTENAGIAMIKROHIDRO{PLTM) 2.5-000.000,

1 3 4 3 5 4
lNSTALASI PEMBANGKIT LISTRIKTENACIAANG]N(PLTAN} 2-5.000.000_

1 3 4 3 5 5
lNSTALASI PEMBANGKIT LISTRIKTENAGAUAP(PLTU} 25.00i)'.000

1 3 4 3 5 6
iNSTALA§i pEMBANGraT L]siRIKTENAGANUKLIF`(PLTN} 2-5.000=000

1 3 4 3 5 7
•  lNSTALASI PEMEENGKIT LISTRIK        -TENAGAGAS(PLTG} 25.ODO.000  -

1- 3 4 3
`5

8
INSTALrsl PEMBANGKIT LlsTRIK 25.000-000

TERAGA PANAS BUMl (PLTP} -

1 3 4 3 5 9
- INSTALAsf PEMBANGKIT LISTRIK 25.000.000

TENAGA SURYA (PLTS)

1 3~ 4 3 5 10
INSTALASI PEMBANGKIT LISIRIK

-25.000-000

TENACIA BIOGAS (PLTB)
-

1 3 4 3 5 11

INSTALASI PEMB`ANGKIT LISTFtlf( 25-.-000.000

TENAGA SAM UDERA / GELOMBANG

-
SAMLJDEFIA

1 3 4 3 5 12
[NSTALASI PEMBANGKIT L[SIRIKunNNyA 25.000..000     _

1 3 4 3 6
-

]NSTALASI GAFUU LISIRIK

1 3 4 3 6- 1 INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK `25.000.000

-1-
3 4 3 6 2

lNSTALAS[ GAF2DU LISTRIKDISTTRIBUsl 25.000.000

1 3 4 3 6 3
INSTALASI PUSAT PENGATUR.LISTFUK

_    25.000_-000

+- 3 4 3 6 4 [NSTALAsi GAFrou LisTR]K LA]NNyA 25.000.000

i 3 4 3 7 INSTALAS[ PERTAHANAN
J

1 3 4 3 7_ 1 lNSTALASI PERTAHANAN D] DARAT 25..000.000
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AKUN KELOMPOK JENIS OBJEK
~   FUNCIANOBJEK

SUBRINCINOEL'EK

UFtAIAN
JLndah HargaLLrsirusieU±fry)

1 __3 4 -3 7 2 lNSTALASI PERTAHANAN LAINNYA 25.000.000

1 3_ 4 3 8 INS"usl GAS  `-

.1 3 4 3 -_8
1 lNSTALASI GARDU GAS 25.,000..000

1 3 4 3 _8
-2

INSTAIASI JAF2INGIAN PIPA GAS -25.000.000

1 _3 4 3 8 3 [NSTALAS[ PENGOLJVIAN GAS 25,`000.000

1 3 4 3 8 4 iN§`TALAsl GIAs mNNyA 25,0`00.000  `

1 3 -4 3 9 lNSTALASI PENGAMAN -
-1 3 4 3 9 1

iNSTAinsi pEN'GAMAN pE-NANGKALPET]R 25.000.0_00     -,--

1 3 4 3 9 2 INSTALASI REAKTOR NUKLIR 25.000.000

1 3- 4 3 9 3
INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAHREIOrmF 25.000.000

_1
3 4 3 9 4 ]NSTALASI PENGAMAN LA]NNYA 25.000.000

__1 3 4 3 10 INSTzusl LAIN

1 3 4 3 10 1 lNSTALASI LAIN 25.000.000

1
_3 4 4 - JAINGAN -

_.1_
3 4 4 1 JAF2lNGAN AIR M[NUM

1 3 4 4 1 1_ JARINGAN PEMBAWA 25.000.000

~] 3 4 4 1 .2 JARINGAN INDUK DISIRIBUst -25.000.000

1 3 4 4 1 3 JAFtlNGAN CABANG DISTRIBuS] 25.000.000  -

1 3 4 4 1 4 JARINGAIN SAMBUNGAN KE RUMAH 25.000.000

1 3 4 4 1 5 JAF2lNGAN AIR MINUM LAINNYA ~ 25.000.000

1 3 4 4 2 JARINGAN LISIRIK

1 3 4 4 2 1 JARINGAN IRANSM[Sl 25.000.000

1 3 4 4 2 2- JARINGAN DISTRI Bust 25.000.000

1 3 4 4 2 3 JAR[NGAN LISTRIK LA]NNYA -_      25-.000.000

--_1 `3 4 4 3 JARINGAN TELEPON
-

1 3 4 4 3 1 •  JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH 25.000.000-

1 3 4 4 3 2
JARINGAN TELEPON DIBAWAHTANAH 25.000,000

1 3 -4 4 3 3 JARINGAN TELEPON D[DAIAM AIR 25-000`-000

1 3 4 4 3 4 JARINGAN DENGIN MEDIA UDAFtA 25.000:000

1 3 4 4 3 5 JAIINGAN TELEPON LA]NNYA 25'.000.000

1 3 4 4 4 JARINGAN GAS

t 3 4 4 4 1 JAF3INGAN P]PA GAS TRANSM]SI 25.000.000

1 3 4 4 4 2 JAF`INGAN PIFIA DISTRIBU-Sl 25.000.COO

1 3 4 4 4 3 jARlriGAN pipA DINAs 25.000.000 ---

1
J3

4 4 4 4 JAINGAN BBM                    ,i 25.000.000
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AKUN KELOMPOK JENIS OELJEK
FRINCIANOBJEK

SuBR]NCINOE„EK

UFtAEN
Judah Harga-LLfsin/set/salian(Rp)

1 3- 4 4 4 5 JARINGAIN GAS LAINNYA 25.000.000

1 3 5 - rsET TETAp LJuNNyA

`1
3 5 1 BAHAN PERPUSTAKAAN

1 3 -5 1 1
- BAHAN PERPuSTAKAAN TERCETAK

1 3 5 1 1 1 BIJKu UMUM too-000 --

--1 3 5 1 1 2 BUKU FILSAFAT 100.000

1 3 5 1- --1 3 BUKU AGAMA
-    100.000

1 3 5 1 1 4 - BUKU ILMU SOSEL 100.000

1 3 5 1 1 5 BUKU ILMU BAHASA -100.000_

1 3 5 1- 1 6-
BUKU MATEMAT]RA DAN 100-000  -

PENGETAHUAN AtAM -
1 3 5 1 1 7 BLJKU ILMu PENGETAHLJAN PRAI(lls 100.000

1 3 5 1 1 8
BUKu       ARstTEKTUR,       KESENIAN,OLAHFIARA 100.000

1 3- 5 1 1 9
BUKLJ GEOGRAPl. B]OGRAFI,sEjAFun 100.000

1 3 5 1 1 10 SEFun 100.000

1 3 5 1 1 11 BUKU LAPOFEN 100.000

1 3 5 1 1 12
BAHAN PERPUSTAKAAN TEF3CETAKLAINNYA 100..000

1 3 5 1 2-_
- BAHAN PERPuSTAl<AAN TEREKAMDANBENTu~KMiKFro

-

1 3 5 1 2 1 AUDIO VISUAL 100.000

1 3 5 1 2 2 BENTUKMiKFro (M[cROFORM)       _ 100.000

1 3 5 1 2 3
TEREKAM DAN BENTUK MIK-ROLAINNYA 100.000

1 3 5 1 3
KARTOGF3AFi, NASKArl DAN loo.000

LUK]SAN

1 3 5 1 3 1 BAHAN KARTOGFtAFI 100.000

1 3 5 1 3 2 NASKA!i {MANUSKRIP) / ASLl 100.000

1 3 5 1 3 3 LUKISAN DAN UK[RAN 100:-000

1 3 5 1 3 4
KAFtTOGFIAF], RASKAli DAN 100.000 -

LUKISIAN LA]NNYA

1 3 5 1 4 MUSIK -
1 3 5 1 4 1 REYA MUSIK --100.000

1
--3

5 1
_4 2 MusiK mNNyA 100.000

1, 3 5 1 5
KARYA GFRAFIRA {GFIAplilc

MATERIAL)
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AKUN `KELOMPOK-
JENIS OEL]EK

RINCENOBJEK
SuBFUNCIANOEUEK

UFtAIAN
Jtndah liargaLusiTuskst~(RP}

1 3 5 t 5 1

RAFtYAG-RAFIRA(GFIAPHfcMATERIAL) 100.000

1 3 5 1 5 2
KAFtYA GFIAFIRA (GRAPHICMATEFttAL}LJUNNYA 100.000

1 3 5 1 6
"REE DIMENSIONAL ARTEFACSANDF2EALITA

1 3 5 1 6 1

THREE DIMENSIONAL ARTEFACS 100.000

AND REALITA -

1 3 5 1 6 2-
"REE DIMENSIONAL ARTEFACSANDFtEALITALAINNYA 100.000-

1 3 5 1 7 TAISCIALT

1 3 5 1 7 1 TARSCELT 100.000

1 3 5 1 7 2 TARSCALTLAINNYA 100.000

1 3 5 2
- BARANGBERCORAK        iKESENLAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA

-

1 3 5 2 1 BAF=ANG BERcORAK KESENIAN
-

1 3 5 2 1 1 ALAT MUSIK _     1.000.000

1
_3 5 2 1 2 LUKIEN 1.-COO.000

1~ 3 5 2 1 3 ALAT PEFIAGA KESENIAN 1-000.000

._1 3 5 2 1 4
BARANG BERCORAK KESENIAN'LAINNYA 1-`000.000

-1 3 5 2 2 ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN

1 3 5- 2 2
-1

PAHATAN 1.000.000

1 3 5 _2 2 2

MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTODOKUMENDANBENDABERSEJAFOu 1.000.000

1

_3
5 2 2 3 BARANG KEFtAJ[NAN 1.000.000         I

1 3 5 2 2 4
AIAT BERCORAK REBUDAYRANLJtyNNYA 1.000.000

1 3 5 2 3 TANDA PENGHARGAAN

1 3 5 2 3 1

TANDA PENGHARGAAN B[DANGOLJutFIAGA 1.000-000

1 3 5 2 3 2
TANDA PENGHAFtGAAN BIDANGLA]NNYA 1..000.000

1 3 5 3 HEWAN

1 3 5 3 1 HEWAN PLAfVAN 1.000.000

1 3 5 3 1 1 HEWAN PENGAMAN 1 .000.000

1 3 5 3 1 2 HEVVAN PENGANGKUT 1 .000.000
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AKUN KELOMPOE{ JENIS OBJEK
FUNCIAN

SUBRINCIANOBJEK

UFtAIAN
JLndah Harga

OE„EK    '
-

I    -                        (Rp)         -

1 3 5 3 1 3 HEWAN KEBUN BINATANG t.0`00.,000

1 3 5` 3 1 4 HEWIN PIARAAN LAINNYA 1 .000.000 -

1 3 5 3 2 TERNAK

1 3 5 3
_2

1 TERNAK POTONG 1.000.000

1 3 5 3 2 2 TERNAI pEFun 1.000.000

1 3 5 3 2 _3 TERNAK UNGGIAS 1.000.000

1 3 ~5 3 2 4 TERNAK LAJNNYA
'1.000.000

t 3 _5- 3 3 IiEWIN LAINNYA

1 3 5 3 3 1 HEVuAN LAINNYA 1.000.000

1 3 5 4 BIOTA PEFENRAN -

1 3 5 4 1

IKAI`l BEFtsIRIP (PISCES/IKANBERSIR'P)

1 3 5 4 1- -1 IEN BUDIDAYA 1.000.000- -

1 3 5 4 2
cRusTEA tuDAriG, FtAjuNGAN,KEprTiNG,DANSEBANGSANVA)

1 3 5 4 2- 1

CRUSTEA BUDIDAYA (UDANG,RAILjNGAN,KEpmNG,DAN

1.000.000

- SEBANGSANYA)

1 3 5 4 3

MOLLUSCA {KERANG, TIF2AM, CUMI-CUMl,GURITA,SIPUT,DAN

-
SEEENGSANYA)

3 _5 4 3 1

MOLLUSCA BUDIDAYA (KERANG,

1 .000.0001 T]FIAM, CuMf{UMI, GURITA, SIPUT,DANSEEENGSENYA}

1_ 3 5 4 4
COELENTERATA (UBURUBUR DENSEEENGsiENYA)

1 3 5 4 4 1
COELENTEFIATA BUDIDAYA (UBUR-UBURDANSEBANGSANYA}

1.000.000

_1-
3 5 4 5

ECHINODERMATA (1RIPANG, BULu -
BABl, DAN SEBANGSANYA)

-

-

3 5 4 5
- ECHINODERMATA BUDIDAYA

1.000.0001 1 {TRIPANG, BULU BABl, DAN                     \SEBANGSANYA}

1 3 5 4 6
AMplilBIA quoDOK DANSEBANGSANYA}

-

1 3 5 4 6 1

AMPHIBIA BUDIDAYA (KODOK DANSEBANGSINYA}
1.000.000

1 3 5 4 7 REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-
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AKUN KELOMPOK JENIS OEUEK
FancEN

SUBRINCIAN

- JLofah Harga

OEUEK
UF2AIN

LLtsiul- (Rp)- OBJEK
-

I(URA, BIAWAK, ULAE AIR, DANSEBANGSAVA

-
-

-1 3 5 4 7 1

REPTILIA BUDIDAYA (BUAYA,-,

-I-
PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR 1.000.000

AIF`, DAN SEBANGSANYA)
-

1 3 5 4 8

MAMriALiA {pAus, LUMBA.LUMBA,PESUT,DUYUNG,DANSEEENGSINYA) -

1 3 5 4 8 1

-MAMMALLABUDiinyA{pAus,LUMBA-LUMBA.PESUT,DUYUNG,DINSEENGSANYA}

_  1.000.000

1 3 5 4 9

ALGAE (RUMPUT LAUT DAN

TUMBUH-TUMBUHAN LjAIN YANG

HIDUP DI DALAM AIR}          I

1 3       { _5 4 9 1

AIGAE BUDIDAYA {RUMPUT LAUTDANTUMBUH-TUMBUHANLAIN-YANGHIDUPDIDALAMAIR)

1.000.000

•1 3 5 4 10 BI0TA PERAIRAN LAINNYA

1 3 5 4 10 -T--
BUDIDAYA BIOTA PERAIRANLJNNNYA

1.000.000

1 3 5 5 TAhLAMAN

1 3 5 5 1 TANAhEN

1 3 5 5 1 1 TANAEN 1.000.000

1 3 5 6 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA -
'1 3 5 6 1 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA

1
_3 5 6 t 1- HEVVAN KOLEKsl 1.000.000

1 3 5 6 t 2 BIOTA PERAIRAN KOLEKSI 1.Coo.boo

1 3 5 6 1 3- TANAMAN KOLEKsl 1.000.000

1 3 5 6 1
_4

MIKROBA KOLEKSI 1.000.000
I_1

3 5 6 1' 5 BA"AN KOLEKSI 1 .000-000

1 3 5 6 1 6 FOS]L 1.000.000

1 3 5- 6 1 7
BARANG I{OLEKSI NON BUDAYALAINNYA

1.000.000

t 3
-5

7 - ASET TEIAP DAtJLM RENOVAsl

1 3 5 7 1 ASET TETAP DALAM RENOVAsl

1 3 5 7T 1 1 ASET TETAP DALAMiiENOVASI 25.000.000

9.   Batasan  minimal  kapitalisasi  {fres72ozd  capz.ftz!Z25crfu.o7t}  aset
tetap atau aset lainnya yang ditetapkan diatas khusus untuk belanja
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modal   tanah,   jika   belanja   modal   tersebut   menambah   bidang
dan/atau luas tanah maka tetap diperlakukan sebagai belanja modal
walaupun biayanya dibawah batasan minimal kapitalisasi (tresfrozd
capitcdizafrorvb.

10. Jika    barang    tidak    memenuhi    salah    satu    kriteria
sebagainana dimaksud pada an8ka 7 maka dilakukan pencatatari
pada dafar barang non-aset tetap {ekstrakomptabel}.

11. Suatu      pengeluaran      belapja      pemelihalaan      akan
diperlakukan  sebagal  belanja  modal  (dikapitalisasi  menjadi  aset
tetap} jika memenuhi kedua kriteria berikut:
a)     Manfaat ekonomi afas barang/aset tetap yang dipelihara:

1)_   Bertambah ekonomis/efisien;
2)   Bertainbah umur ekonomis;
3)    Bertainbahvolume;    ~
4)   Bertanbah kapasitas produksi; dan/atau
5)   Bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.

b)     Nilal rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan baralig/aset
tetap  tersebut  material/mele`bihi  batasan  minimal  kapitalisasi
aset tetap yang telal ditetapkan.

12. Belanja PemeELaraan yang dikeluarkan setelah perolehan
~ aset tetap yang menambah dan mempelpanjang nasa manfaat dan

atau kemun9kinan besar memberi manfaat e-konomi di ina§a y~ang
akan   datang   dalam ~beptuk   kapasitas,   mutu   produksi   atau
peningkatan   standar   kineH.a   tidak   dapat   dika_tegorikan   sebagal
belanja barang tetapi harus dikapitalisasi ke  dalam Belanja Modal
dan masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan nflai
aset tetap.

13.  Pertambahan nasa malifaat adalah bertambahnya umur
ekonomis  yang  diharapkan   dari  aset   tetap  yang   sudah   ada.
Misalnya,  sebuah gedung semula diperkirakan m~empunyai umur
ekoriomis   10   {sepuluh)   tahun.   Pada   tahun   ke-7   Pemerin.tah
Daerah  melakukan  renovasi  dengan  harapan  Gedung  tersebut
masih  dapat  digunakan` 8  {dela`pan}  tahun  lagi.  Dengan  adanya
renovasi  tersebut maka umur  Gedung  berubah  dari  10  {sepuluh)
tahun menjadi 15 (lima belas) tahun.

14.  Peningkatan  kapasitas  adalah  bertambahnya  kapasitas
atau  kemampuan  aset  tetaLp  yang  sudah  ada.  Misalnya,  sebuah
generator  listrik yang mempunyai  outpttt 2_00.` kw  {dua ratus  kilo
watt) dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meninghat menjad_i
300 kw (tiga ratus ]dlo watt}.-

15.  Peningkatan kualita-s aset adalah bertambahnya kualitas
dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa
tanah ditinedsatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

16,. Pertambahan in`1ume aset adalah ` berti-mbahnya|.umlah
atau satuan ukuran aset yang sudah ada. Misalnya, penambahan
luas  bangunan  suatu  Gedung  darn  400  m2  (empat  ratus  meter

_persegi) menjadi 500 m2{-lima ratus meter persegi}. Contoh: Peran8hat
Daerah  merencanakan   un~t~uk   menganggarkan   untuk  perbaikan
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kantor    dengan    memperbaiki    atapnya   yang    sering    bocor,
pengecatan,  penggantian  bari  mohil  dinas  A,  ganti  off  dan  servis
mobil  A,  serta  oz;erhattz  riobil  8.  Rencananya,  atap  k-intor  yang    -i
terbuat dari seng akan diganti dengan atap yang lebih baik, yaitu
menggunakan      genteng     keramik      dengan      menelan      biaya
Rp20.000.000,00  {dua  puluh juta~ rupiah).  Pengecatan  dengan  cat
kualitas nomor  1  Dulux Rpl5.000.000,00  {lima belas jufa mpiah).
Ganti empat ban Rp2.000.000,00 {dua juta rupiah), servis dan ganti
oli Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah}, dan ozJerJiattz
Rp6.500.0-00,00   (enam  juta   fima   ratus   ribu   rupiah).   Sebelum
dialokasikan   anggaran   untuk   pengeluaran   penggantian   atap
kantor   perlu   dilakukan   analisis--apakah   pengeluaran   tersebut
dimasu]ckan   sebagal   Belanja   Modal   atau   Belanja   Operasional.   .
Rencana pengeluaran untuk mengganti atap lama dengan atap barll
dapat  menambah  kualitas  atau  manfaat  dari  bangunan.  Berarti
kriteria     pertama     telpenuhi     yaitu      pengeluaran     tersebut
mengakibatkan bertambahnya nasa manfaat, kapasitas, kualitas,
dan  volume  aset  yang  dimiliki.   Demikian  juga  kriteria  kedua,
pengeluaran   tersebut  memenuhi  nilai  minimum   kapitalisasi
untuk   gedun-g   dan   bangunan   yang   ditetapkan   sebesar_
Rpl0.000.000,OO   (sepuluh  juta   rupiah).   Pengecatan  tidak  akan
menambah nasa manfaat, umur, -dan kapasitas,  berapa pun nilai
pengecatan. Sama halnya dengan penggaritian ban sehingga masuk
klasifikasi     Belanja     Operasional.     Sedan8kan     overhaul    akan
menambah umur mesin mobil, masuk ]dasifikasi Belanja Modal.

17.   Nilai     Satuan     Minimum     Kapitalisasi     Aset     Tetap
diberlakuhan   apabila   aset   dimaksud   berwujud   dan   memenu-hi
kriteria sebagai berikut:
a)     mempunyai masa manfaat lebih dari 12 {dua belas) bulan;  -
b)     biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal;
c)     tidak dimaksudkan untuk dijual dan dinibahkan dalam operasi

nomal entitas;
d) -   diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
e)     tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan;~    0      tidak mudah berubahbentuk dalam beberapa bali penggunaan;

dan
g)     nilainya memenuhi ketentuan nilai minimum kapitalisasi as`et.

18.   Nilai  Satuan  Mininum  Kapitalisasi  Aset  Tetap  untuk
Golongan Gedung dan Bangunan serta Golongan Jalan, Irigasi, dan
Jaringan dib-erlakukan juga untuk pemeliharaan aset tetap dimaksud
dengan. kriteria sebagai berikut:
a)     meinberikan manfaat ekonomi aset tetap yang dipelihara antara

lain:
1}  bertambah ekonomis/efisien;
2)  bertambah umur ekonomis;
3)  bertanbah volume;
4)  bertambah kapasitas produksi; dan/afau
5)  bertanbah estetika/keindahan/kenyamanan.
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b)     Nilal rupiah pengeluaran belanja afas pemeljharaan aset tetap
tersebut material/melebihi atau sama dengan batasan minimum
kapitaJisasi aset tetap.

19.   Khusus  untuk  Golongan  Peralatan  dan  Mesin  dalam
-    pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut:

a)     peralatan dan mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak
diakui  sebagai  aset  tetap  dan jika  pada  nasa  alchir  periode
akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum dihibahkan
diakui sebagai persediaan di neraca;

b)     peralatan   dan. mesin  yang   sudah   tidak  digunakan   dalam
kegiatan operasional Pemerintah Daerah direklasifikasi menjadi
aset lainnya;

c)     penggantian mesin alat angkutan tidak di`akui menambah aset
tefap alat angfutan;

d)     penggantian   su]an   cadang   yang   §ifatnya   rutin   dan   tidak
menambah umur aset tetap peralatan dan mesin diakui sebagal
belanja  pemeliharaan  ringan  dan.  tidak  dikapi-talisasi  menjadi
aset tetap peralatan dan mesin;

e)     pengeluaran  setelah  pembdian  peralatan  dan  mesin  diakui

I)

+

8)

h)

sebagai  pemeliharaan  ringari  dan  tidak  menambah  nilal  aset
tetap;                                                                                                            ---
pembeHan suku cadang komputer ~dan perlen8kapan komputer
dalam  rangka  penggantian  meskipun  nilainya  melebihi  nilai
minimum kapitalisasi aset tetap dan nasa manfaatnya -lebih dari
12  (dua bela§)  bulin,  tetapi karena tidak menambah manfaat
ekonomis  komriter maka tidak  diakui  menambah  aset tetap
komputer. Sedan8kan untuk pembelian perlen8kapan komputer
yang  terpisah  dari  unit  satuan  komputer  seperti   haridczisfe
ekstemal,  czzrd-room  ekstemal,  modem  ekstemal  dari  lain-lain
diakui sebagai aset tetap alat-alat kalitor dan rumah tangga;
peralatan  kantor  dan  rumah  tangga  seperti j7ashdisfe,  piring,
sendok dan lnirsi plastik, yang karena sifatnya mudah hilang,  ~
rusak, berubah bentuk ataupun aus tidak diakui sebagal aset
tetap;
peralatan dan perlengkapan rumah tangga di Peranghat Daerah
atau  Unit  Ken.a  yang  memili]d  fungsi  pelayanan  kesehatan
seperti  rumah  sakit  dan  puskesmas  diberikan  pengecualian
dalam pengelolaan ketersediaan aset tersebut. Apabila aset tetap
tor_sebut diadakan unluk tujuan jan8ka pendek,  seperti kasur ~
pasien, yang setelah dipakai direncanakan dimusnahkan maka
tidak diakui sebagal aset tetap alat kantor dan rumah tangga;

i)      pembelian  alat  kedokteran  dirinci  berdasarkan  rincian _obyek
alat  kedokteran.~ Alat  kedctsteran  yang  tidak  memflife  umur
ekonomis  le`bih  dari  12  {dua  belas)  bulan  tidak  dapat  diakui
sebagai aset tetap alat kedokteran; dan    -

j)      pembelian  alat  kedokteran  dalam  bentuk  paket harus  dirinci
berdasarhan jenis  briang,  dibedakari  antara  alat  kedokteran



- 269 -

yang  menambah  aset  tetap  dan  yang  menjadi  barang  h_abis
pakai.

20.   Khusus-untuk Golongan  Gedung dan Bangunan  dalaln
pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut:
1)    apabila sampai dengan berakhimya periode akuntansi, geduing

dan  bangunan  belum  bisa  digunakan  100% -{seratus  persen),
maka   dilakuhan   reklasifikasi   dari   aset   tetap   gedung   dan
bangunan menjadi konstruksi dalam pengeriaan;

2)    kegiatan   pemeliharaan   gedung  dan   bangunan   dikapitalisasi
menambah nilai aset tetap jika memenuhi k-etentuan angka 12
dan akan diakui sebagal menalnbah aset tetap dan menambah
umur ekonomis aset tersebut.

21.   Khusus  tiintuk  Golongan  Jalan,  Irigasi  dan  Jaringan
dalam   pengakuan   dan   pengukuran   berlaku   ketentuan   sebagai
b erikut:                                                                                                           `
a)     apabila  sampai  dengan  berakhirnya  periode  akuntinsi, jalan,

irigas_i   dan  jaringan   belum   bisa   digunakan   100%   {seratus
aersen),  maka  dilakukan  reklasifikasi  dari  aset  tetap  jalan,
irigasi dan jarfugan menjadi konstruksi dalam pengeq.aan;

b)     penebalan jalan yang ditujukan untuk menin8hatkan kualitas
jalan   dan   menutup   lubang-1ubang   tidak   diakui   sebagai
penambah aset tetap jalan tetapi diakui seb~agai pemeliharaan ^ _~ _
ringan  jalan  sepanjang  penebalan  tersebut  tidak~-menambah  -
umur dan kapasitas jalan;

c)     p-enambahan  lebar  jalan,  pembuatan  bahu  jalan,  penebalan
jalan   dengan   teknologi  dan   binan  yang  lebih`  berkualitas
sehingga umur ja]an menjadi lebih lama diakui sebagal belanja
modal;

d)     kegiatan pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan dikapitalisasi   --
menambah nflai aset tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi~
dan memenuhi ]alteria:
1)  hasil pemeliharaan berumur lebih dari 12 (dua belas) bul`in;-
2)  pemeliharaan dilahalhan pada bidang jalan tercatat, meHputi  _

1ebih dari 50% (lima puluh persen} area bidang jalan tercatat;
3)  kegiatan pemeliharaan beripa pelapisan aspal jalan dengan

ketebalan  2  4  cm  (kuranglebih  eripat  sentimeter)  secara
merata; dan

4}  penambahan/pelebaran area bidang jalan.
22.   Khusus untuk Aset TetaLp Lainnya dalam pengakuin dan

pengukuran berlaku ketentuan sebagal berikut:
a)     Aset  tetaLp  lainnya mencakup  aset tetap yang tidak  termasuk

dalam golongan tanah,  peralatan dan mesin, jalan, irigasi-dan
jaringan,  gedung dan bangunari tetapi inemenuhi deinisi aset
tetap,   meliputi   buku   dan   pexpustakaan,   barang   bercorak
kebudayaan,  alat  olahraga  lainnya,  hewan  dan  temak  ;eria-
tanaman;
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b)     buku pelpustakaan diakui sebagai aset jika buku yang dikoleksi
memenuhi  ]edteria  sebagal  aset  tetap  yang  memilild  manfaat
lebih darn 12-{dua belas} bu~1aLn dan terus dinanfaatkan;

c)     hasil   penelitian,   kajian   dan   himpunan   Peraturan   Daerah,
Peraturan Wall Kota yang dikoleksi menjadi bagian dari buku
kepustakaan  diafali- Sebagai  aset  tetap  lainnya  senilai  biaya
pencetakin atau peng8andaannya;

d)     tidak termasuk buku  peapustakaan  adalah  media cetak yang
diterbitkan  harian  dan  mingguan  seperti  surat  habar  dan_
majalah mingguan;

e)     hewan  temak yang  diakui  sebagal  aset  tetap  lainnya  adalah
hewan  temak yang  ditujukan  unrik  dipelihara  dan  memiliki
umur ekonomis lebih  dari  12  (dua belas)  bulan  dan` melni]iki
nilai  lebih  dari  afau  sama  dengan  nilai  satuan  minimum
kapitalisasi aset;

fl      ikan dan bibit hewan temak yang dibeli diakui sebagal aset tetap
lainnya jika pada alchir tahun pelaporan diestimasi bahwa -ikan
dan hewan tersebut memiliki daya tahan tubuh lebih dari  12
{dua belas} bulan secara medis dan memi]ihi nilai lebih dari atau
sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi aset;

g)     hewan  temak  yang  dimaksudkan  untuk  dihibariiran  kepada
masyarakat tidak diakui sebagal aset tetap lainnya melainkan
diakui sebagal p9rsediaan`;-

h)    penggemukan   hewan   temak   untuk   dijual   kembali   kepad-a
masyarakat dan penerimaan afas penggemukan hewan~ temak
tersebut  digunakan  uhtuk membeli  hewan  temak lagi,  maka
tidak dapat dikategorikan aset tetap lainnya tetapi merupakari
investasi non permanen;

i}      pemberian pinjaman hewan kepada masyalakat yang dilakukan
secara   bergulir   tidak   diarfui   sebagal   aset   tetap   lairmya,
melainkan sebagal investasi non permanen; dan

j)     tananan yang masuk dalam kategori asct tetap lainnya adalah
tanalnan  pelindung,  dan  tanaman  hias  yang  memifihi  daya
tahan lebih dari  12 {dua   belas) bulan dan memilihi nilai lebih
dari atau sana dengan nilai`~satuan mininqum kapitaHsasi aset.

23.   Belanja    barang  --serta    belanja    pemeliharaan    Fang
memenuhi interia dianggarkan dalam APBD sebagal belanja modal.

24.   Penambahan  umrir  ekonornis  suatu  aset  tetap  yang
berasal dari belanja pemeliharaan berupa renovasi, rehabilitasi dan
overhaul  serta menga]dbatkan  bertambahnya umur ekonomis  a'set
tetap, pertambahan umur ekonomis -inatu aset tetap tidak melebih`i
umur ekonomis aset tersebut.

t
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w. AKUNTENsl KOHSTRtIKsl DAIAM pEHGERIAAlr

PEHDAEquuAV
Tujuan

1.   Tujuan Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengeljaan
adalah  mengatur  perlalflian  akuntansi  untuk  konstruk§i  dalam
pengeljaan.

2.   Kebijakan Akuntansi ini memberikan pand.uan untuk:
a)    Identifikasi   pekeH.aan   yang   dapat   diklasifikasikan   sebagai

Konstmksi Dalam PengeH.aan;
b)    Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan  di

neraca; dan
c)     Penetapan    basis    pengakuan    dan    pengungkapan    biaya

konstruksi.

Ruang Lingkup
3.   Suatu entifas akuntansi yang melaksanakan pembangur±an

aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu tertentu,
baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau
ori pihak ketiga wajib menerapkan kebijakan ini.

4.   Sifat aktivitas yang dilaksanakan  untuk konstruksi pada
umumnya  beg.an9ka  painjang  sehingga  tanggal  mulai  pelaksariaan
alctivitas  dan.  tanggal  selesainya  aktivitas  tersebut  biasanya jatuh
pada periode akuntansi yang berlainan.

5.   Masalah   utama   akuntansi   untuk   Konstruksi   Dalam.
Pengeljaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagal aset tetap yang
harus dicatat sampal dengan konstruksi tersebut selesai dikeq.akan.

DEFIHISI
6.   Berikut   adalah   istnah-istilah   yang   digunakan   dalam

kebij akan Akuntansi dengap pengertian:
a)     Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau

dimilife  oleh  Pemerintah  Daerah  sebagal  ak±bat  dari  peristiwa
nasa lalu dan dari mama manfaat ekonomi dan/atau sosial di
nasa deparl diharapkan dapat diperoleh, balk oleh Pemerintah
Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang,  termasuk  sumber  daya  nonkeuangan  yang  diperlukan
untuk  penyediaan jasa  bagi  masyarakat  umum  dan  sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b)     Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai nasa manfaat
lebih darn 12 (dua belas} bulan untuk digunakan dalam kegiatan
Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Konstruksi  dalam  pengeljaan  adalah  aset-aset  yam.g  sedang
dalam proses pembangunan.
Kontrak  konstruksi  adalah  perikatan  yang  dilakukan  secara
khusus untuk konstruksi suatu aset atan suatu kombinasi yang
berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam
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hal   rancangan,   te]mologi,   dan   fungsi   atau   tujuan   atau
penggunaan utana.

e)     kontraktor  adalah  suatu  entifas  yang  mengadakan  kontrak
untu-k membangun aset atau memberikan jasa konstruksi unthk
kepentingan   entitas   lain   sesuai   dengan   spesifikasi   yang

_    ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
D      Uang muka ken.a adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor

sebelum pekeriaan dilaku-kan dalam ran8ha kontrak konstruksi.
g}     Klain a~dalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi

ken.a  sebagai  penggantian  biaya-biaya  yang  tidak  termasuk
J

dalam nilai kontral±.
h)     Pemberi_  kelja   adalah   entitas   yang   mengadakan   kontrak

konstruksi   dengan   pihak   ketiga   untuk   membangun   atau
memberikanjasakonstruksi.

i) -    Retensi  adalah  jumlah  termin   tr7xpgress  I)I.Zzz.7tg}  yang  belum
dibayar  hingga  pemenuhah  kondisi  yang  ditentukan  dalam
kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

j}      Termin   trirogress  b#Zz.ng)   adalah  jumlah  yang  ditagih  untuk
pekeljaan yang dilarfukan dalam suatu kontrak baik yang telah
dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kelja.

KOHSTRUKsl DALAm PEHGERIAAH
7.   Konstruksi Dalam Pengey.aan mencakup tanah, peralatan

~   dan mesin,  gedung dan bangunan, jalan,  irigasi dan jaringan,  dan
aset     tetap     lainnya    yang     proses     perolehannya     dan/atau
pembangunannya membutuhkan suatu periode walrfui tertentu da]r
belum selesai dengan 31 Desember atau pekeljaan telah selesal akan
tetapi  belum  terbayarkan  retensinya.   Perolehan  melalui  kontlal:
konstruksi   pada   umumnya   memerlukan   suatu   periode   wa]stu
tertent=.  Periode wakfu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih
dari satu periode akuntansi.

8.   Konstruksi Dalam Pengeq.aan mencakH_p rehabilitaLsi atau
renovasi mesin dan peralatan, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan
dan aset tetap lainnya dinana penyelesial pekeH.aan sampal dengan.
31 Desember belum selesai atau pekeH.aan telah selesai akan tetapi
pembayaran retensi masih belum terbayarkan.

9.  ~Perolehan   aset   dapat   dilakukan   dengan   membangun
sendiri   {swakelola)   atau   melalui   pihak   kedga   dengan   kontrak
konstruksi.

KONTRAK KOHSTR:ulrsl
lo. Kontrak  konstruksi  dapat  berkaitan   dengan  perolehan

sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu
sama lain dalam hal rancangan, te]mologi, fungsi atau tujuan, dari
penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan
irigasi.
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1 1. Kontrak konstruksi dapat mefiputi:
a)    kontrakir untuk  perolehan  jasa  yang  berhubungan  langsung

dengan perencanaan konstrmksi aset, seperti jasa arsitektur;
b)    kontrak untuk pirolehan atau konstruksi aset;
c}`    kontrak _untuk  perolehan  jasa  yang  berhubungan  langsung

pengawasan    konstruksi    aset    yang    meliputi    manajemen
konstruksi dan z;azzte erzgz.7tee7irzg; atau

d)    kontr~ck untu-k membon8kar atau merestorasi aset dan restorasi``
1inrfungan.

pERTyATVAN BAH sifeMENTAsl KONTRAK KOHSTRUKsl
12. Ketentuan-ke-tentuan    dalam    kebijakan    akuntansi    ini  ~

diterapkan secara telpisah unfuk 5etiap kontrak konstruksi. Nan-un,
.+_dalam keadaan tertentu~, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan
akuntansi ini pada suatu koinponen kontrak konstmksi tunggal yang
dapat  diidentifikasi  sgtara  terpisah  atau  suatu  kelon}pck  kontrak
kon-struksi   secara   bersama   agar   mencerlninhan   hahikat   su-alu
kontrak konstriiksi atau kelompok kontrak konstruksi.

i3. Jika suatLi kontrak konstinksi mencakup  sejumlah aset,
konstruksi  dari  setiap  aset  diperl`akukan  -§ebagal  s.tiatu  kontrak -
konstruksi   yang   terpisah   apabila   semua--  syarat   di   ba`riFah   ini  ~
teap`enuhi:
a)    Fhopo-sal tefpisah telah diajukan untuk setiap aset;
b-)    Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dafi kontraktpr

serta  pemberi  keri  dapat  menerima  atau  menolak  bagian
kontrak yang berhubungap der}gan masing-masing aset tersebut;
dan

c)  _  Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.
14. SuaLtu  kontrak dapat berisi  klausul yang  memunghinkan

konstruksi aset tanbahan atas permintaan pemb'eri ke~ria atau dapat
diubah  sehingga konstruksi  aset  tambah-an  dapat dimasukkan  ke
dalam kon~trak tersebut. Konstruksi tambahan diperlarfuhan s-€bagai
suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
d}    aset   tainbahan   tersebut   berbeda   secara   sigrifikan   dalam

rancangan, telmologi,   atau  fungsi dengan aset yang  tefcakup~
dalam  kontrak semula; atau

~e)    _harga aset_ taplbahan _tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan
~

harga kontrak semula.

pENGAKUAIr KONSTRIIKSI DAIAM pEHGE`RIAAIT
15. Suatu  benda  berwujud  harus  diakui  sebagai  Konstruksi

Dalaln Pengeljaan jika:
a)    besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi nasa yang akan

datang berhaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b)    biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c)     aset tersebut mas_ih dalan proses pengeriaan.
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atau dimanfaatkan oleh in;syarakat dalam jan9|ga panjang dan oleh
karenanya dildasifikasikan dalaln aset tetap.

17. Konstruksi  Dalam  Pengeriaan  dipindahkan  ke  pos  aset
tetap yang bersangkutap jika kriteria berikut ini teapenuhi:
a}    Konstruksi secara substansi telah selesai dikeriakan;
b)    Dapat    memberikan    manfaat#asa    sesual    dengan    tujuan

perolehan; dan
c)     Sudah ada ft.nd Hand oz;er dan retensi dibayarkan.°18. Suatu  Konstrmksi Dalam Penge±aan dipindahkan ke aset

tetap  yang  bersangkutan  (tanah,   peralatan  mesin,   gedung  dan`'
~   bangunan, jalan,  irigasi,  dan jaringan,  aset  tetap  lainnya)  setelah

pekeq.aan konstruksi tersebut dinyatakan  selesai dengan dilampiri
Ft.nat   Hand   Ouer   dan   siap   digunakan   sesuai   dengan   tujuan  `
perolehannya.

PEHGUKUEEN
19. Konstruksi    Dal~am    PengeH.aan    dicatat    dengan    biaya

perolehan.

BIAYA KONSTRUKSI
2`0. Nilai konstmksi yang dikeH.akan  secara swakelola antara

lain:
a}    biaya yari`g berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b}    biaya_yang dapat diatribtisikan pada kegiatan pada umumnya

dan dapat dialokasikan ke konstruksi t'ersebut; dan
c)     biaya~  lain   yang   secara   lchusus   dibayarhan   sehubungan_

konstruksi yang bersangkutan.
21. Biaya-biaya  yan~g~berhubungan  langsung  dengan.    suatu

kegiatan konstruksi antara lain mdiputi:
a}     Biaya pekelja lapangan termasuk penyeHa;
b)    Biaya balan yang digunakan dalam konstruksi;
c} ~   Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan

ke lokasi pelaksanaan ko-nstruksi;
d)    Biaya penyewaan sararia dan peralatan; dan
e)     Biaya-rancangan  dan  bantuan  te]mis  yang  secara  langsung

berhubungan dengan konstruksi.
22. Biaya-biaya    yang    dabat    diatribusikan    ke    kegiatan

konstmksi  pada  umumnya  dan  dapat  dialokasikan  ke  konstruksi
tertentu meHputi:
a)     Asuransi;
b)    Bia-ya rancangan dan bantuan te]mis yang tidak secara langsung

berhubungan dengan konstruksi tertentu;
c)     Biaya-biaya  lain  yang  dapat  diidentifikasikan  untuk  kegiatan

konstruksi yang bersanglflitan seperti biaya inspeksi.
Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yan-g
sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua
biaya -yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi hiaya
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yang  dianjurkan  adalah  metode  rata-rata  tertimbang  afas  dasar
proporsi biaya langsung.

23. Nilal  konstruksi yang  dikeriakan  oleh  kontraktor melalui
konhak konstruksi meliputi:
a)    Termin yang telah dibayalkan kepada kontraktor sehubungan

dengan tingkat penyelesaian pekeljaan;
b)    Kewajiban   yang   masih   harus   dibayar   kepada   kontraktor

berhubung dengan pekeljaan yang telah diterima tetapi belum
dibayar pada tanggal pelaporan;

c)     Pembayaran   klaim   kepada   kontrak±or   atau   pihak   ketiga
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

24. Kontraktor ineliputi kontrakeor utama dan subkontrakto`r.
25. Pembayaran   atas   kontrak   konstruksi   pada   umumnya

dilakukan secara bertahap {termin} berdasarkan tin8kat penyelesaian
yang ditetapkan dalam kontrak konstnlksi. Setiap pembayaran yang
dilakukan   dicatat   sebagal   penambah   hilai   Konstruksi   Dalam
Pengeljaan.

26. Klaim dapat tiinbul, umpamanya, dari keterlambatan yang
disebabkan  oleh  pemberi  kelja,  kesalahan  dalam  spesifikasi  atau
rancangan    dan   perselisihan   penyimpangan   dalam   pengeH.aan  -
kontrak.

27.  Jika   konstruksi   dibiayai   dari   pinjaman   malra   biaya
pinjaman  yang  tinibul  selama  nasa  konstruksi  dikapitalisasi  dan  --
menambah   biaya   konstruksi,   sepanjang   biaya   tersebut   dapat
diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

28. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya  ``
yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakin untuk  +
membiayai konstruksi.

29. Jumlah  biaya  pinjaman  yang  dikapitalisasi  tidari  boleh
melebihi jumlah  biaya  bunga yang  dibayarkan  pada  periode  yang
her-9kutan.

30.~ Apabila  pinjaman  digunakan  untuk  membiayai  beb~erapa
jenis  aset  yang  diperoleh   dalam   suatu   periode  tertentu,   biaya
pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing
konstmksi    dengan    metode    rata-rata    tertimbang    atas    total
pengeluaran biaya konstruksi.

31. Apabila   kegiatan   pembangunan   konstruksi   dihentikan
sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force mcljenr
maka biaya pinjaman yang dibayarfan selalna nasa pemberhentian
sementara pembangunan konstnlksi dikapita]isasi.

32. Pemberhentian  sementara  pekerjaan  kontrak  konstruksi
dapat ten.adi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau
adanya   campur   tangan   dari   pemberi   keg.a   atau   pihak   yang
berwenang   karena   berbagal   hal.   Jika   pemberhentian   tersebut
dikarenakan adanya cinpur tangan dari pemberi keria atau p-ihak
yang berwenang,  biaya pinjaman selama pemberhentian sementara   ~
dikapitalisasi.   Sebaliknya  jika  pemberhentian   sementara  karen`a
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kondisi  force  majeur,  biari  pinjamah  tidak  dikapita]isasi  tetapi ~
dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. -

33. Kontrak    konstruksi    yang    mencakup    beberapa   jenis-T
pekeljaan  yang  p~enyelesaiannya jatuh  pada  waktu  yang  berbeda-  -

- beda, maka jenis pekeH.aan yang sudah s.elesai tidak diperhitungkan
biaya  pinjaman.  Biaya  pinjaman  hanya  dikapitalisasi  untuk jenis
pekeljaan yang inasih dalam proses pengeriaan.

34. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis
aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana diriaksua
dalam paragraf 1-2. Jika jenis-jenis pekeH.aan tersebut diselesalkan
pada   titik   waktu   yang   berlalnan   maka   biaya   pinjaman   yang
dikapitalisasi    hanya    biaya    pinjaman    untuk    bagian    kontrak
konstmksi atau jenis peke±aan yang belum selesai. Bagian p-ekeH.aan
yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

pENGulraKAPA)I
35. Suatu  entitas harus_ mengun8kapkan infomiasi mengenai

Konstruksi Dalam PengeH.aan pada alchir periode akunfinisi: +
a)      Rincian kontrak konstruksi dalam pengeljaan b-erikut tin8kat -

penyele§alan dan jangka waktu penyelesaiannya;
b}      _Nilal kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
c)      Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus

dibayar;
d)      Uang muka keriaying diberikan; dan
e)       Retensi.

36. Konriak  konstruksi  pada  umumnya  memuat  ketentuan
tentang retensi. Misalnya, termin yang masih belum terbayarkan oleh
pemberi    ken.a    se]ama    nasa    pemeliharaan.    Jumlah    retensi-
diungkapkan dalam Catatan atas I.apo|an Keuangan.

37.Aset    dapat    dibiayal    dari   _sumber    dana   -tertentu.
T   Pencantuman   sumber~ dana   dimaksudkan   memberi   g`ambaran

sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.
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x. AKtlHTAITsl DA)rA cADANGAlr

PENDJ-Urn
Jmjrian

38. Tujuan  Kehijakan  akuntansi  dana  cadangan  mengatur
perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengalcuan,
pengukuran,  penyajiain  dan  pengun8kapannya  dalam  penyusunan _
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ruang Lingkup
39. Kehijakari ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan

yang   disusun   dan   disajikan   dengan   menggunakan   aku~n`tansi
berbasis akrual.

4-0.Pemyataan     kebijakan     ini     berlaku     untuk     entitas
akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Balikpapan, yang memperoi:-h __-

-anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFIHISI
41. Berikut   adalah   istlah-istflah ~yang   digunakan   dalaln

Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan dengan pengertian:
a)     Dana    Cadangan    adalah    dina    yang    disisihkan    untuk

menampung  kebutuhan  yang  memerluhan  dana  relatif 'besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.  Dana
cadangan. dibukukan dalam rekening tersendiri atas nana dana ~
cadangan  Pemerintah  Daerah  yang_ dikelola  oleh  Bendahara--
Umum Daerah {BUD}.

b)     Pengelolaan    Dana    Cadangan    adalah    penempatan    Dana
Cadangan  sebelum  digunakan  sesuai  dengan  peruntu-kannya,
dalaln  portofolio  yang  memberikan  hasil  tetap  dengan -risiko
rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank
Indonesia  (SBI)5   Surat  Perbendaharaan  Negapa  {SEN|,   Surat
Utang Negara {SUN},  dan surat berharga lainnya yang dijamin
pemerintah.

c)     Pembentukan   Dana   Cadangan   adalah   adalah   pengeluaran
pembiayaan     dalam     rangka     mengisi     dana     cadangan.
Pembentuhan  dana  cadangan  berard  pemindahan  akun  Kas

-  menjadi bent-uk Dana Cadangan.
d)     Pencalran    Dana    Cadangan    adalah    adalah    penerimaan

pembiayaan  yang  berasal  dari  penggunaan  dana  cadangan
untuk  membiayal  belanja.  Pencalran  dana  cadarigan  berarti
pemindalan akun Dana -Cadangan, y-ang k_emungkinan dalan
bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan
untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

Dana        Cadangan        diklasifikasikan        berdasarkari        tuj uan
peruntukkannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar`- induk
ata_u gedung olahraga.
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pENGjrmAH
-    42: Pembentukan   dan   peruntukan   suatu   Dana   Cad-angarl

harus  didasarkan  pada  peraturan  daerah  tentang  pembentukaLn
Dana-` Cadangan  tersebut.   sehingga  dana  cadangan  tidak  dapat _
digunakan untuk peruntukan yang lain.

43. Dana    Cadangan    diakui    pada    sa-at    terbit    SP2D-LS
Pembentukan Dana Cadangan.

44. Pencairan  Dana  Cadangan  mengurangi  Dana  Cadangan
yang bersan8kutan.

45. Pencairan Dina Cadangan diakui pada saat terbit dokumen
pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang
dikeluarkan oleh BUD afau Kuasa BUD afas persetujuan PPKD:-   -

46. Hasil-hasfl yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan---
di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

pEinGUKu-
47. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nhai nominal dari

Kas yang diklasiri`feasikan ke Dana Cadangan.
48. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan

.~  diukur sebesar nflai nominal yang diterima.

PENYAIIAH DAN PERTG17REKAPAII
49.  Dana  Cadangan  disaj-ikan  dalam  Neraca  pada  kelompok

Aset Nonlancar.
50. Dana Cadangan disajikan dengan nilai rupiah.
51. Dalam hal dana cadangan dibentuk untuk lebin dari satu

perun,tukan -maka    dana    cadangan  -dirinci    menurut    tujuan
pembentuk-ya

52. Pengungkapan    Dana    Cadangan    dalam    Catatan   atas-`
Ifaporan   Keuangan  `(CaLK),   sekurang-kurangriya  meliputi  hal-hal-sebagai berikut:

a)     Peraturan Daerah pembentukan Dana cadangan;  _
b}    Tujuan-pembentukan Dana cadangan;
c)     Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana cadangan;
d)    Besaran  dan  rincian  tahunan  Dana  Cadangan  yang  harus

dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
6)     Sumber Dana cadangan; dan
f}     Talun anggaran pelaki5anaan dan pencairan Dana cadangan.

53. Hasil pengelola`an Dana Cadangan dicatat dalam I.air-lain
PAD yang sah sebagai Pendapatan LO.

54. Pencairan --dana  cadangan  disajikin  dalam  LRA  sebagai
penerimaan  pembiayaan.   Pembentukan  dana  cadangan~  disajikan
dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.

55. Pencairan dana cadangan  disajikan di Laporan Arus  Kas
dalam kelomp`ok ails masuk kas d`in aktivifas investasi.

56. Pembenturian  dana  cadangan.  disajikan  di  Laporan  Arus
Kas dalam kelompok arus kas keluar dari akeivitas investasi.
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y. AKUHTAITsl ASET LAmlriIA

PENDAHULUAN
Tujuan

1.   Tujuan kehijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi.
atas aset lainnya yang mencakup pengakuan aset, penentuan nilai
tercatat, pengungkapan yang periu dilakukan, serta penentuan dan
perlakuan  akuntansi  atas  penilaian  kembali  dan  penurunan  nilai
tercatat (car7E/I+tg I;drtte) aset lainnya.

Ruang Lingkup
2.   Kebijakan  Akuntansi  ini  diterapkan  untuk  selrfuh  unit

Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan
umum  dan  mengatur  tentang  perlakuan  akuntansinya,  terlnasuk
penga]q}an, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan
kecuali  bila  Kebijakan  Akuntansi lainnya mensyaratkan  perlakuan
akuntansi yang berbeda.

3.   Kebijakan Akuntansi aset lainnya khusus untuk aset tak
berwujud ini tidak diterapkan untu-k:
a)    Aset tak berwujud yang diatur oleh kebijakan akuntansi lainnya;
b)    Aset keuangan {seperti saham, obligasi, dan derivatifnya};
c)     Hak  penambangan  dan  pengeluaran  yang  driakukan  dalam

ran8ka  eksplorasi,  pengembangan  dan  penambangan  mineral,
minyak, dan gas adam dan sumber daya lainnya yang tidak dapat
diperbarui; dan

d.)    Aset tidak berwujud yang teljadi darn kontrak dengan pemegang
polis.

DEFIHISI
4.   Berikut   adalah   istilah-istflah   yang   digunakan   dalari

Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
a}     Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atari

dimiliki  oleh  PemErintah  Daerah  sebagal  ahibat dari peristiwa
masa lalu dan dari mama manfaat ekonomi dan/atau sosial dj
masa -depan diharapfan dap`at diperoleh, balk oleh Pemerintah
Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan   _ _
ua±1g,  termasuk  sumber  daya  nonkeuangan  yang  diperlukin
untuk  penyediaan jasa  bagi  masyarakat  umum  dan  sriniber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan ~sejarah dan budaya.

b)     Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapa-t
diklasifikasikan  sebagai  aset lancar,  investasi jan9ka pan.jang,
aset tetap dan dana cadangan.
Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
1. Tagihan Pfutang Penjualan _Angsurap;
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
3. Kemitraan dengan Hhak Ketiga;
4. Aset Tidak Berwujud;
5. Aset Lain-lil.
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c)     Tagihan   penjualan   angsuran   menggambarkan  julnlah  yang
dapat diterima dari- penjualan aset Pemerintah  Daerah secara
angsuran kepada pegawal Pemerinta[h Daerah.  Contoh tagihan
penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumali dinas
dan penjualan kefi-d`araan dinas.

d)     Tuntutan   Perbendaharaan   (TP}   adalah   suatu   proses   yang
dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan unfuk menuntut
penggantian  atas  suatu  kerugian  yang  diderita  oleh  Pemda
sebagal  aldbat  langsung  ataupun  tidak  langsung  dari -suatu
perbuatan  rpelanggar  hukum yang dilakukan  oleh  bendahara
tersebut atau kelalalin dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

e}     Tuntutan Ganti Rugi (TGR} adalah suatu proses yang dilakukan~
terhadap pegawal negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk
menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh
Pemda  sebagal  ak±bat  langsung  afaupun  tidak  langsung  dari`'
suatu perbqatan melanggar hufum yang dilakukan oleh pegawai
tersebut atau kelalalan dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.  -

3      Kemitraan adalah pen.anjian an±ara dua pihak atau lebih yang
mempunyal   komitmen   untuk   melaksanakan   kegiatan I-yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak
usaha yang dimiliki.
Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:
1. Bangun, Guna, Serah {BGS}
2. Bangun, Serah, Guri-a (BSG}

g)     Bangun,  Guna,  Serah  {BGS}  adalah  suatu  bentuk keljasama
berupa   pemanfaatan   aset   Pemerintah   Daerah   oleh   pihak
ketiga/investor,   dengan  cara  pihak  ketiga/investor  tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya
s-erta mendayagunakannya dalam jan8ha walrfu tertentu, unfuk
kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana
lain  berikut  fasilifasnya  kepada  Pemerintah  Daerah  setelah
berakhimya jan8ha waktu yang disepakati (masa konsesi) .

h)     Bangun,    Serah,    Guna   `(BSG}    adalali    pemanfaatan    aset
Pemerintah  Daerah  oleh  pihak  ketiga/investor,  -dengan  cala
pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau
sarana  lain  berikLit  fasilitasnya  kemudian  menyerahkan  aset
yang-  dibangun   tersebut  kepada  Pemerintah   Daerah   untu~k
dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

i)      Aset tak berwujud (ATB}  adalah aset nonkeuan_gan yang dapat
diindentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimili-ki    -
untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk E!+juan lainnya, termasuk tetapi tidak terbafas
pada hasil kajian/penelitian yang memberikan mandriit jangka
panjang,    Peran8kat    Lunak    {sojrfuarie}    Komputer,    Ijisensi,
Waralaba {fyanchise}, Hak Cipta {coj?gr€gJi9, paten dan hak atas
kekayaan intelektual lainnya.

j)      Perangkat  Lunak  {sojfroclre)   Komputer  adalah- sojhoare  yang
bukan  merupakan  bagian  tidak  telpisahkan  dari  perangkat
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keras (Jiarczzuare) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan
di komputer atau jenis hartztuczre lainnya.

k)    ,Waralaba {fycmc7zise)- adalah perikatan yang salah satu pihaknya
diberikan hak mem~anfaatkan dan/atau menggunakan hak dari
kekayaan intelekfual atau pertemuan dari ciri ]dias usaha yang  v
dimiliki    pihak    lain    dengan    suatu    imbalan    berdasarkari
persyaratan  yang  ditetaphan  oleh  pihak  lain  tersebut  dalam~    ransta penyediaan dan atau penjualan barang danjasa.

I)      Hak cipta (copgrrkyJifl adalah hak ekslusif yang diberikan kepada
pemegang hak cipfa yang tiinbul secara otomatis berdasarkan
prinsip  deHaratif  setelah  suatu  ciptaan,  berupa  setiap  hasil
karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, semi, dan sastra yang
dihasilkan   afas   inspirasi,   kemampuan,   pikiran,   imajinasi,
kecekatan,   keterampflan,   a+fau   keahlian  _yang  diekspresikan    ``
dalam  bentuk  nyata,  dan/atau  dipublikasikan  sesual  dengan

-ketentuan peraturan perundarig-undangan.
in)    Ijisensi ad_alah ial tertulis yang dibe-rikan oleh Pemegang hak   `

C±pta   atau   Pemilik  Hak  Tarkait  kepada~  pihak  lain   untuk
melaksanakan hak ekon`omi atas ciptaannya atau Produk Hak
Terkait dengan syarat tertentu.
Hak Paten adalah hak eks~klusif yang diberikan Negara kepad-a
seorang   secara   sendiri   atau   beberapa   orang  yang   secara
bersama-sama  melaksanakan  ide  yang  dituan9fan  ke  dalam
kegiatan pemecahan masalah yangs spesifik dihidang telmologi
dapaLt  be'rupa  produk  atau  proses,  atau  penyempumaan  dan
pengembangan produk atau proses.

o)     Amortisasi adalah alokasi_harga perolehan Aset Tak Berwujud    ~
secara sistematis dan rasiofi-al selama nasa manfaatnya, yang
hanya dapat diterapkan pada~Aset Tak Berwujud yang meriiliki
nasa manfaat terbatas.

p)     Masa  manfaat  adalah  periode  suau  aset  diharapkan  untuk
aktivitas pemerintalan dan/atau pelayanan publik afau jumlah
produksi atau unit serupa yang diharapkan dipe`foleh darn suatu -
aset untuk aktivifas pemerintahan dan/atau pelayanan publik,
yang _dibatasi oleh ketentuan hu]flim, peraturan, atau kontrak.

a)     Riset    adalah     peneHtian    orisinal    dan     terencana    yang
dilaksanakan     dengan     harapan     memperoleh     pembaruan
pengetahuan dan pemahamari telmis atas ilmu yang baru.

r)     Pengembangan~    adalah     penerapari     temuan    ~riset     atau
pengetahuan lainnya pada suatu rencana dan rancangan al`at,
barang,  proses,  sistem,  atau  jasa  yang  sifatnya  baru  atau

- mengalami  perbaikan  yang  substansial,  sebelum  dimulainya
penggunaan afau pe`manfaatan.` -        s)     Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak   dapat   dikelompokkan   ke   dalain   Tagihan   Penjualan~ ~
Angsuran,  Tuntutan  Perbendaharaan,  Tufltutan  Ganti  Bugi,-
Kemitraan dengan Hhak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
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J

Termasuk dalaln aset lain-lain adalah:
1)  Aset  tetap  yang  dthentikan  dari  penggunaan  aktif Pemerintah

Daerafi  karena  hilang  atau  rucak  berat  sehingga  tidak  dapat
dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan;

2)Asettetapyangdipinjampakaikepadaunitpemerintahyanglain;
3)  Aset  yang  telah  diserahkan  ke  pihak  lain  tetapi  belum  ada

dokumen hibah atau serah terima atau dofumen sejenisnya;
4)  Kas yang dibatasi penggunaarmya;
5)  Uang Jaminan; dan
6}  Alsgct Treasu;ry Deposit fiadiky {TDF}.

UrmM
5.   Pemerintah sering kali mengeluarkan sumber daya untuk

mendapatkan,   mengembangkan,   memeffiara   atau   memperkuat
s~umber   daya   tidak   berwujud,   seperti   flmu   pengetahuan   dan
teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, Hsensi
dan hak kekayaan intelektual.

6.   Beberapa jenis aset tidak berwujud mun8lin terkandung
dalaln bentuk fisik, seperti dalam compczct czisfe fyang memuat piranti
lunak  komputer),  dorfumentasi  legal  fyang  memuat  lisensi  atau
paten),   atau   film.   Untuk  itu,   penentuan  apakah  aset  tersebut
termasuk  dalan  aset  berwujud  atau  tidak  berwujud  ditentukan
dengan   mempertinbangkan   atribut   yang   doinan   pada   aset
tersebut.  Misalnya,  piranti  lunak  untuk  menjalankan  komputer,
dimana komputer tersebut tidak dapat beroperasi tanpa piranti ]unak
tersebut merupakan bagian integral (tidak terpisahkan)  dari piranti
kerasnya sehingga diperlakukan sebagai bagian dari aset tetap. Akan
tetaLpi, bila piranti lunak tersebut bukan merupakan bagian integral
dari piranti keras yang terkalt, pilanti lunak tersebut diperlakukan
sebagal aset tidak berwujud.

KLASIFIKASI ASET TAX BERW[JJUD
7.   Aset tak berwujud meHputi:

a)     ELanti lunak (sojhoane} komputer;
b)     Lisensi dan jiitzneJdse;
c}     Hak cipta {copgrigno, paten, dan hak lainnya; dan
d}    Hasil   kajian/penelitian   yang   memberikan   manfaat   jangka

panjang.
8.   Lisensi  adalah  izin  yang  diberihan  oleh  pemegang  paten

kepada  pihak  lain  berdasarhan  pen.anjian  pemberian  hak  untuk
menikmati   manfaat   ekonomi   dari    suatu    paten   yang   diberi
perlindungan dalam jan8ka waktu dan syarat tertentu.

9.   Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima
hak  untuk  mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaannya  atau
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

10. Paten  adalah  hak  eksklusif yang  diberikan  oleh  negara
kepada  inventor  (penemu)  atas  basil  invensi  {temuan)  di  bidang
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tehaologi, yang untnk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak
lain untuk melaksanakarmya.

11. Hasfl kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka
panjang  adalah  suatu  kajian  atau  penelitian  yang  memberikan
manfaat ekonomis dan/atau sosial di nasa yang akan datang yang
dapat  diidentifikasi  sebagal  aset.  Apabila  hasil  kajian  tidak  dapat
diidentifikasi  dan  tidak  memberikan  manfaat  ekonomis  dan/atau
sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

PERTGAKUAH ASET LAmmrvA
12. Aset Lainnya diakui jika, dan hanya jika:

a}    Kemun8kinan  besar  aset  tersebut  akan  memberikan  manfaat
ekonomis dan/afau manfaat sosial di masa depan kepada entitas
pelaporan atau entifas akuntansi;

b}    Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; dan
c}     Diterima   atau   kepemilikannya   dan/atau   kepenguasaannya

belpindah.
13. Aset   lainnya  yang   diperoleh   melalui   pengeluaran   kas

maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat ten.adinya
transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

14. Aset  lainnya  yang  berkurang  melalui  penerinaan   kas
maupun   tanpa   penerimaan   kas,   diakui'  pada   saat   teq.adinya
transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

15. Manfaat ekonomi nasa depan yang timbul dari aset tak
berwujud    dapat    mencakup    penerimaan    pendapatan    Daerah,
penghematan biaya, stan manfaat lain yang berasal dari penggunaan
aset tersebut oleh entitas.

16. Dalam  menilal  kemun8ldnan  adanya  manfaat  ekonomis
dan/atau    sosial    nasa    depan,    entitas    harus    menggunakan
pertimbangan yang masuk akal dan dapat dipertanggung7.awabkan,
yang merupakan estimasi terbaik manajemen alas kondisi ekonomi
dan/atau sosial yang berlaku sepanjang nasa manfaat aset tersebut.

17. Dalam  menilai  tingkat  kepastian  akan  adanya  manfaat
ekonomi dan/atau sosial nasa depan yang timbul dari penggunaan
aset  tak  berwujud,   perusahaan  mempertimbangkan  bukti  yang
tersedia  pada  saat  pengakuan  awal  aset  tak  berwujud  dengan
memberikan penekanan pada bukei ekstemal.

18. Pengakuan aset tak berwujud akan sangat andal bila aset
tak  berwLu.ud  telah  diterina  atau  diserahkan  hak  kepemj]jkannya
dan/atau   pada   saat   penguasaannya   berpindah.   Bila   aset   tak
berwujud    diperoleh    dengan    cara    kegiatan    swakelola    maka
pengakuannya  dilakukan  pada  saat  kegiatan  tersebut  dinyatakan
telah selesai dilaksanakan.

19.  Aset   tak   berwujud   dapat   diperoleh   entitas   melalui
pelaksanaan    hasfl    kegiatan   yang    dilakukan    secara    internal
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(swakelola). Kadang-kadang sufit untuk menentukan apakah aset tak
berwujud   yang   dihasilkan   dalaln   kegiatan   Pemerintah   Daerah
memenuhi kriteria untuk diarfui.
Kesulitan tersebut antara lain untuk:
a)    Menentukan apakah telah timbul, dan sant timbulnya, aset yang

dapat diidentifikasi yang akan men8hasilkan manfaat ekonomis
nasa depan; dan

` b)    Menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal.
20. Dalam   menentukan   apakah   aset   tak   berwujud   yang   I

dihasilkan secara intemal memenuhi sayarat untuk diakui,  entitas
menggolongkan proses dihasilkannya aset tak berwujud menjadi dua
tahap, yaitu:
a)    Tahap penelitian atau riset; dan
b)    Tahap pengembangan.

21. Jika -suatu entitas tidak dapat membedakan antara tahap
riset  dan  tahap  pengembangan   suatu   kegiatan  intemal  untuk
menchasilkan  aset  tak  berwujud,  maka  entifas  memperlakukan
kegiatan  tersebut t seolah-olah  sebagai pengeluaran yang dilakukan
hanya pada tahap riset saja.

22. Suatu entitas tidak boleh mengakui aset tak berwujud yang
timbul darn riset {atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal).
Pengeluaran untuk riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan
internal) diakui sebagai biaya pada saat ten.adinya.

23. Contoh-contoh   kegiatan   penelitian   atau   riset   adalah
sebagai berikut:
a)    Kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;
b)    Pencarian,  evaluasi,  dan  seleksi  penerapan  temuan  riset  atau

pengetahuan lainnya;
c}     Pencarian  altematif  bahan  baku,  peralatan,  barang,  proses,

sistem, atau jasa; dan
d}    Perumusan,    perancangan,    evaluasi,    dan    seleksi    berbagai

altematif kemungkinan bahan barfu, peralatan, barang, proses,
sistem, atau jasa.

24. Suatu aset tidak berwujud yang tinbul dari pengembangan
(atau dari tahap pengembangan pada suatu kegiatan internal) diakui
jika,  dan  hanya jikaL  perusahaan  dapat  menunju]ckan  semua  hal
berifut ini:
a)    Kelayakan   telmis   penyelesaian   aset   tak   berwujud   tersebut

sehingga aset tersebut dapat digunakan;
b)    Niat  untuk  menyelesaikan  aset  tak  belwujud  tersebut  dan

menggunakannya;
c)     Kemampuan untuk menggunakan aset tak berwujud tersebut;
d)    Cara  aset  tak  berwujud  menghasilkan  kemung]dnan  manfaat

ekonomi dan/atau sosial nasa depan, yaitu antara lain entitas
harus   mampu   menunjuldran   kegunaan   aset   tak   berwujud
tersebut;



- 285 -

e)     Tersedianya sumber daya te]mis,  keuangan, dan sumber daya
]ainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tak belwL[jud
dan menggunakan aset tersebut; dan

P     Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang
terkait dengan aset tak berwujud selama pe,ngembangarmya.

25.   Pembelian sojhoare komputer yang tidak dapat dipisahkan
dari hardtuczre, misal, tanpa adanya sojfroczre tersebut ha7idt#czre tidak
dapat beroperasi, maka software tersebut tidak dapat diperlakukan
sebagai Aset Tak Berwujud tetapi sebagal bagian tak texpisahkan dari
hardware  dan  diakui  sebagai  bagian  dari  peralatan  dan  mesin.
Namun,  jika  sojhotzre  tersebut  dapat  dipisahkan  dari  hardz#czrg,
dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud.

Perlakuan Khusus untuk Soj±ztiare Komputer
26.   Dalam  pengakuan  sojfroare komputer  sebagal  Aset  Tak

Berwujud, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
a)   Untuk  sojfrocare  yang  diperoleh  atau  dibangun  oleh  intemal

instansi    pemerintah    dapat    dibagi    menjadi    dua,    yaitu
dikemban9kan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak
ketiga   (kontrak±or).   Dalam   hal   dikembangkan   oleh   instansi
pemerintah sendiri dimana biasanya sufit untuk mengidentifikasi
nilai  perolehan  dari  sojfroczre  tersebut  maka  untuk  sojfroczrg
seperti ini tidak perlu dia]flii sebagal Aset Tak Berwujud,  selain
itu  sojfroc£7ie seperti ini hiasanya bersifat terbuha dan tidak ada
perlindungan  hukum  hingga  dapat  dipergunal:an  siapa  saja,
maka salah satu hiteria dari pengakuan Aset Tak Berwujud yaitu
pengendalian  atas  suatu  aset  menjadi  tidak  texpenuhi.  0leh
karena  itu  untuk  sojfroare yang  dibangun  sendiri  yang  dapat
diakui  sebagal  Aset  Tak  Berwujud  adalah  yang  dikontrakkan
kepada pihak ketiga.

b)   Dalam kasus perolehan sojfroczre secara pembelian, harus dilihat
secara   kasus   per   kasus.   Untuk   pembelian   sojhotzre   yang
diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat o]eh
pemerintah  maka  sojfrocz7ie  seperti  ini  harus  dicatat  sebagai
persediaan.  Dilain  pihak  apabila ada  sojfrocirie yang dibdi  oleh
pemerintah unfuk digunakan sendiri namun merupakan bagian
integral dari suatu haridz#czre (tanpa sojhoare tersebut,  hardz#cz7ie
tidak dapat dioperasikan) , maka sojhoclre tersebut diafui sebagai
bagian  harga  perolehan   hardtuare  dan  dikapitafisasi  sebagai
peralatan dan mesin.  Biaya perolehan untuk sojhoare program
yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan  ha7idzpa7ie harus
dikapitalisasi   sebagal  Aset  Tak  Berwujud   setelah  memenuhi
]ndteria perolehan aset secara umum.

Beban Masa Lalu T±dak Diakui sebagai iiset
27. Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya diakui

oleh   entitas   sebagal   biaya   dalam   laporan   keuangan   periode
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sebelumnya tidak boleh diakui sebagal bagian dari harga perolehan
aset tak berwujud di kemudian hard.

PEHGUKURAH BAH pEmLAIART ASET LAINpr¥:A
28. Tagihan penjualan angsuran dinilal sebesar nilai nominal

darn kontrak/berita acara penjualari aset yang bersangkutan setelah
dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke
kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan
angsuran.

29. Tuntutan  Perbendaharaan  dinilal  sebesar  nilai  nominal
dalam  Surat  Keputusan  Pembebanan   setelah  difurangi  dengan
setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersan9kutan ke
kas umum daerah.

30. Tuntutan  Ganti  Rugi dinilai sebesar nilai nominal  dalam
Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM)  setelah drfurangi
dengan    setoran    yang    telah    dilakukan    oleh    pegawai    yang
bersangkutan ke kas umum daerah.

31. Bangun, Guna, Serah (BGS} dicatat sebesar nilai aset yang
diserahkan  oleh  pemerintah  kepada  pihak  ketiga/investor  untuk
membangun  aset  BGS  tersebut.  Aset yang  berada  dalam  BGS  ini
disajikan terpisah dari Aset Tetap.

32. Aset  Bangun  Guna  Serah  yang  harus  disusutkan  tetap
disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

33.Penyerahan/pengembafian      aset      BGS      oleh      pihak
ketiga/investor   kepada   Pemerintah   Daerah   pada   alchir   nasa
peljanjian sebagai berikut:
a)  Untuk aset yang berasal dari Pemerintah Daerah dinilai sebesar

nilai   tercatat   yang   diserahkan   pada   saat   aset   tersebut
dikeljasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.

b)  Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebear harga
wajar pada saat perolehan/penyerahan.

34. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila
penilalan aset tak berwujud dengan menggrnakan hiaya perolehan
tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada
nilal wajar pada saat perolehan.

Perolehan Terpisal
35. Jika  suatu  aset  tak  berwujud  diperoleh  secara  terpisah,

biaya aset tak berwujud biasanya dapat diukur secara andal. Hal itu
akan tampak jelas jika pembayaran dilafukan dalaln bentuk uang
tunal atau aset moneter lainnya.

36. Biaya perolehan suatu aset tak berwujud terdiri atas harga
beli, termasuk pajak dan semua pengeluaran yang dapat dikaltkan
langsung   dalam   mempersiapkan   aset   tersebut   sehingga   siap
digunakan   sesual   dengan   tujuannya.   Pengeluaran   yang   dapat
dikaitkan langsung, misalnya imbalan profesional konsultan hukum.
Apabila  terdapat  diskonto  atau  rabat,  maka  diskonto  atau  rabat
tersebut mengurangi biaya perolehan aset.



- 287 -

Pertukaran diet
37. Suatu   aset   tak   berwujud   mun€!Pdn   diperoleh   melalui

pertukaran atau tuhar tainbah aset tak berwujud yang tidak sejenis
atan  dengan  aset  lainnya.   Biaya  perolehan  aset  tak  bermujud
tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama
dengan  nilai  wajar  aset  yang  diserahkan,  setelah  diperhitungkan
dengan jumlah uang tunai atau setara kas yang diserahkan.

Aset Tak Bemujud yang Dihas±lkan secara lnterlLal (Smakelofa)
38. Biaya perolehan aset tak berwujud yang dihas±Ikan secara

intemal  (swakelola)   terdiri  afas  semua  pengeluaran  yang  dapat
dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional
dan    konsisten,    yang    dilakukan    untuk    menghasilkan    dan
mempersiapkan aset tersebut sehingga slap untuk digunakan sesuai
dengan  tujuarmya.  Biaya perolehan  aset tak berunjud mencakup,
apabila dapat diterapkaLn :
a)    Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau

dikonsumsi dalam menghasilkan aset tak berwujud;
b)    Gaji, upah, dan biaya pegawai terkait lainnya dari pegawal yang

langsung terlibat dalam men8hasilkan aset tersebut; dan
c)     Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset

tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum.
39. Pengeluaran pelatihan pegawal untuk mengoperasikan aset

tak berwujud bukan merupakan komponen biaya perolehan aset tak
berwujud yang dihasilkan secara internal.

PEHGELUARAH         SETELAII         PEROLEEIAII         I s zzBSEQOuENr
ExpENDITURES|

40. Pengeluaran     setelah    aset    tak    berwujud    diperoleh
(pengeluaran  setelah  perolehan}  dia]flii  sebagai  biaya  pada  saat
teq.adinya pengeluaran, kecuali:
a)    Pengeluaran      tersebut      besar      kemungldnannya      akan

meningkatkan  manfaat ekonomi  dan/atau  sosial  nasa  depan
sehingga  menjadi  lebih  besar  daripada  standar  kineq.a  yang
diperkirakan semula; dan

b)    Pengeluaran tersebut dapat diukur dan dikaltkan dengan aset
secara andal.
Jika    persyaratan-persyaratan    di    afas    dipenuhi,     maka
pengeluaran setelah perolehan harus ditanbahkan kepada biaya
perolehan aset tak berwujud.

41. Pengeluaran     setelah    aset    tak    berwujud     diperoleh
{pengeluaran    setelah    perolehan)    diakui    sebagai    biaya    jika
pengeluaran tersebut dibutuhkan untuk memelihara agar aset dapat
beroperasi pada standar kinelja yang dipeddrakan semula. Aset tak
berwujud  memilihi  karakteristik  sedemildan  rupa  sehingga  dalam
banyak kasus tidak mungldn ditentukan apakali pengeluaran setelah
aset  diperoleh  akan  dapat  mempertahankan  atau  menin8katkan
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manfaat  ekonomis  yang  diperoleh  entitas  dari  aset  tersebut.  Di
samping    itu,    serin8ka]i    sulit    mengaltkan    secara    langsung
pengeluaran tersebut dengan aset tak berwujud tertentu, tetapi lebih
mudah mengaitkan pengeluaran dengan entitas secara keseluruhan.
Dengan demikian, jarang ten.adi pengeluaran setelah pengakuan awal
aset  tak  berwujud,  baik  aset  yang  diperoleh  melalui  pembelian
maupun yang .dihasilkan sendiri, diakui sebagai penambahan biaya
perolehan aset tak berwujud.

PENGUKIJRAN    BERIRIT"¥A    {scesEQzzERT    z[zE4szzRz=RErvz}
TERIIADAP PEHGAKUA)I AWAL

42. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dini]ai sebesar
biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.

43. Amortisasi  dilakukan  terhadap  Aset  Tak  Bervujud  yang
merfuliki  Masa  Manfaat  Terbafas,  antara  lain  meliputi  Perangkat
Lunak (Sojfroare) Komputer, Lisensi, Waralaba (Fntmchise}, Hak Cipta
(Copg7¢gJrf) dan Hak Paten.

44. Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
a)  Aset Tak Berwujd yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen

sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang hak Cipfa  {Capgrkyno  dan telah diusulkan
kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesual dengan
ketentu an        peratu ran        pemndang-u n dangan        dibidang
pendelegasian  kewenangan,  untuk  dila]flikan  pen8hapusarmya;
dan

b)  Aset Tck Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat
yang  telah  diusulkan  kepada  Pengelola Barang atau  Pengguna
Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di    bidang    pendelegasian    kewenangan,     untuk    dflakukan

_    pemindahtanganan, pemusnahan, afau penghapusan.
45. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak

berat direklasifihasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat, tidak ]agi
disajikan   dalam   Neraca  dan   diun9kapkan   dalam  Catatan   atas
Laporan Barang hdilik Daerah dan Catatan afas Laporan Keuangall.

46. Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah direklasifikasi ke
dalaln    Daftar   Barang    Rusak    Berat    telah    terbit   keputusan
penghapusannya,  maka Aset Tak Berwujud  tersebut dihapus  dari
Daftar Barang Rusak Berat.

Periode Amortisasi
47. Jumlah  yang  dapat  diamortisasi  dari  aset  tak  berwujud

harus dialokasikan secara sistematis berdasarhan per]draan terbaik
dari nasa manfaatnya.  Amortisasi harus mulal dihitung saat aset
siap untuk digunakan.

48. Manfaat   ekonomi   dan/atau   sosial   nasa   depan   yang
terkandung  dalam  suatu  aset  tak  berwujud  dikonsumsi  dengan
beljalannya waktu.  Untuk mencerminkan konsumsi tersebut,  nilai
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tercatat  aset  tersebut  harus  diturunkan.  Hal  tersebut,  dilakukan
melalui alokasi yang sistematis atas biaya perolehan dikulangi ni]al
sisa.   Alokasi   yang   sistematis   tersebut   diperhitun8kan   sebagai
amortisasi  sepanjang  masa  manfaat  aset  tersebut.  Banyak  faJstor
yang  harms  dipertinban8kan  dalam  menentukan  masra  manfaat
suatu aset tak berunjud, termasuk:
a}    Perkiraan     pemakaian     aset    oleh     entitas     dan     efisiensi

pengelolaannya oleh tim manajemen yang lain;
b)    Siklus hidup yang lazin bagi aset tersebut dan inforrmsi yang

beredar  mengenai  estimasi  nasa  manfaat  aset  sejenis  yang
digunakan dengan cara yang sama;

c)     Keusangan teknis telmologi;
d)    Th.gkat/jum]ah     pengeluaran     untuk     pemeliharaan     yang

dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis nasa depan
dari aset dan kemalnpuan serta maksud entitas unfuk mencapaj
thgkat tersebut;

e)     Periode   pengendalian   aset   dan   pembatasan   hukum   dan
pembatasan  lainnya  yang  dikenakan  atas  penggunaan  aset
tersebut; dan

P     Ketergantungan nasa manfaat aset tersebut atas nasa manfaat
aset lainnya dari entitas.

49. Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi,  piranti
lunak  (sojhoczre)  komputer dan  banyak  aset tak berwujud  lainnya
rentan terhadap keusangan te]mologi. 0leh karena itu, nasa manfaat
aset tak berwujud cenderung pendek.

50. Jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/atau sosial
masa  depan  dari  suatu  aset  tak  berwujud  diperoleh  melalui  hak
hukum yang diberikan  selama  satu  periode  tertentu,  maka  nasa
manfaat aset tak berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum
tersebut, kecuali:
a}     Hak hukum tersebut dapaLt diperbarui; dan
b)    Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh.

51. Masa  manfaat  Barang  Milik  Daerah   berupa  Aset  Talc
Berwujud dialokasikan sebagal berikut:

Ho Uraian Tahun
1 Sojfroare Komputer 4
2 IJisensi 10
3 Franedse 5
4 Hak Cipfa Atas Ciptaan Gol.I 70
5 Hak Paten Sederhana 10
6 Hak Cipta Atas Ciptaan Col.II 50
7 Hak Cipta Karya Semi Terapan 25
8 Hak Ekonomi Pelaku Pertunjuldran 50
9 Hak Ekonomi Froduser Fbnogram 50
10 Hak Ekonomi Lembaga Penyiarari 20
11 Paten Biasa 20
12 Merek 10
13 Desain Industri 10
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Ho Uraian Tahun
1415_16171819 Rahasia Dagang, 10

Desam Tata Letak Sirfuit Telpadu 10
Perlindungan Varietas Tanalnan Semusin 20
Perlindungan Valetas Tanaman Tahunan, 25
Hasil Kajian/ Penelitian 8
D_etoilBngi:neeringDesign{DED} 8

Metode Amortisasi
52. Metode  amortisasi  harus  mencerminkan  pola  konsumsi

manfaat ekonomi  dan/afau  sosial  oleh  entitas.  Jika pola tersebut
tidak dapat ditentuhan secara andal, maka harus digunakan metode
garis  lurus.  Biaya  amortisasi  setiap  periode  harus  diakui  sebagai
beban    kecuali    terdapat    kehijahan    arfuntaLnsi    lainnya    yang
mengizinkan  atau  mengharuskannya  untuk  dimasukan  ke  dalam
nilal tercatat aset lain.

53. Metode amortisasi yang dapat dipergunakan adalah Metode
garis lu:nis {stndghi tine me±hod}.,

54. Metode  amortisasi yang  digunakan  pada  suatu  aset  tak
berwujud harus diterapkan  konsisten dari satu  periode ke periode
lainnya,   kecuali  bila  ted.apat  perubahan  dalaln  perldraan  pola
konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial nasa depan oleh entitas.

55. Pelaksanaan   amortisasi   dilakukan   bersalnaan   dengan
penerapan basis akrual.

PENGHEHTEN BAH PELEPASAH (REfmE           Az\zz] BT:spOs4I¢
56. Suatu aset tak berwujud tidak boleh lagi diakui, dan harus

dihilan8han dari neraca, saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak
ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaarmya
dan pelepasan yang dilakukan sesudahnya.

57. Aset tak berwujud yang secara permanen dihentikan atau
dilepas  harus   dieliminasi  dari   Neraca  dan   diungrfeapkan   dalaln
Catatan atas Laporan Keuangan.

pEHGunGENAV
58. Pengungkapan  aset  lainnya  dalam  catatan  atas  laporan

keuangan, sekurang-kurangrry.a mencakup hal-hal sebagal berifut:
a)     Rincian aset lairmya;
b)    Kebijakan   Kehijakan   pelaksanaan   kemitraan   dengan   pihak

ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
c)     Informasi lainnya yang dianggap penting.

59. Laporan keuangan harus mengun8kapkan hal-hal berikut
untuk  setiap  golongan  aset  tak  berwujud,  dengan  membedakan
antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset
tak berwujud lainnya:
d)    Masa manfaat aset tak berwujud;
e)     Rekonsiliasi jumlah   tercatat   pada   awal   dan   aJinir   periode

yang menunjukkan:



-291 -

1}      Penanbahan;
2)      Pen8hentian dan pelepasan;
3}      Akumulasi Amortisasi; dan
4}      Mutasilainnya.

P     Informasi amortisasi, meliputi:
1)      Nilai penyusutan;
2)      Metode amortisasi yang digunakan;
3)      Masa manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan; dan
4)      Nilai  tercafat bruto  dan  akumulasi amortisasi pada awal

dan akhir periode.
60. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

a)    Penjelasan,  nilai tercatat,  dan  periode  amortisasi yang tersisa
dari  setiap   aset  tak  berwujud  yang  meterial  bagi  laporan
keuangan secara keseluruhan ;

b)    Keberadaan    dan    nilai    aset    tak    berwujud    yang    hak
penggunaannya dibatasi; dan

c)    Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud.
61. Entitas   dianjurkan,    tetapi   tidak   diharuskan,    untuk

mengun9hapkan informasi mengenai gambaran mengenal setiap aset
tak berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasikan yang masih
digunakan.

JEHIS ASET TAX BEHWUTUD
62. Jenis-jenis aset tak berw-ujud mencakup sebagal berikut:

a)    Ctoodwill
Cfoodz{Jz.ZZ adalah  kelebihan  nilai yang  diakui  oleh  suatu  entitas
akibat adanya pembeHan kepentingan/saham di atas nilai buku.
Cfoodndzz   dihitung   berdasarkan   selisih   antara   nilai   entitas
berdasarkan         p engakuan         dari         suatu         transaksi
peralihan/penjualan   kepentingan./saham   dengan   nilai   bu]m
kekayaan bersih perusahaan

b}   Hak paten atau Hak cipfa
Hak-hak ini pada dasamya diperoleh karena adanya kepemilikan
kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan te]mis atau
suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entifas.  Di
samping   itu   dengan   adanya  hak   ini   dapat   mengendalikan
pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak
berhak untuk memanfaatkannya. Keberadaan dan ni]ai aset tak
berwujud yang hak penggunaannya dibatasi;

c)    Royalti
Nilai    manfaat    ekonomi    yan.g    akan/dapat    diterina    alas
kepemi]ikan  hak  cipfa/hak  paten/hak  lainnya  pada  saat  hak
dimaksud    akan    dimanfaatkan   oleh    orang,    instansi   atau
pemsahaan lain.

a)   Sofroare
Sojfroare   komputer   yang   masuk   dalaln   kategori   Aset   Tak
Berwujud adalah sojfroare yang bukan merupakan bagian   tak
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teapisahkan  dari  ha7itzz#c{re komputer tertentu. Jadi sojfroare ini
adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

e}    Lisensi
Adalah  izin yang diberikan  pemi]ik Hak  Paten  atau  Hak  Cipta
yang   diberikan   kepada   pihak   lain   berdasarkan   pen.anjian
pemberian  hak  untuk menikmati  manfaat  ekonorfu  dari  suatu
Hak Kekay.aan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jan8ka
waktu dan syarat tertentu.

P    Hasil    Kajian/PeneELan    yang    memberikan    manfaat jan9ha
panjang
Hasil  kajian/pengembangan  yang  memberikan  manfaat jangka
panjang    adalah    suatu    kajian    atau    pengembangan    yang
memberikan  manfaat  ekonomis  dan/atau  sosial  dimasa  yang
akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g}   Aset Tck Berwujud Lainnya
Aset Tak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud
yang tidak dapat dikelompoldran ke dalam jenis aset tak berwujud
yang ada.

h)   Aset Tak Berwujud Dalam Pengeq.aan.
Terdapat kemun8kinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud
yang     diperoleh     secara     internal     yang     jangp=a     waktu
penyelesaiarmya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaali
pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal ten.adi
seperti  ini,  maka  atas  pengeluarali  yalig  telah  te¢adi  dalam
rangka pengembangan tersebut. sampal dengan tanggal pelaporan
harus  diakui  sebagai  Aset  Tak  Berwujud  dalam  Pengerjaan
(I.rrfu{ngz.bze czsset -t#orfe in progress} , dan setelah pekeH.aan selesai
kemudian akan direklas±fikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang
bersangkutan.
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Z.  AKUNTANSI KEWAIIBART

pENDAErmtlAV
Tujuan

1.   Tujuan    Kebijakan    Akuntansi    ini    adalah    mengatur
perlakuan akuntansi kewajibari mefiputi saat pengakuan, penentuan
nilai  tercatat,  amortisasi,  dan  biaya  pinjaman  yang  dibebankan
terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup
2.   Kebijahan  Akuntansi  ini  diterapkan  untuk  seluruh  unit

Pemerintahan  Daerah  yang  menyajikan  laporan  keuangan  untuk
tujuan   umum   dan   mengatur   tentang  perlakuan   arfuntansinya,
termasuk  pengakuan,  pengurfuran,  penyajian,  dan  pengun8kapan
yang diperlukan.

3.   Kebijakan Akuntansi ini mengatur:
a)    Afuntansi  Kewajiban  Pemerintah  Daerah  termasuk  kewajiban

jan8ha pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan
dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.

b)    Perlakuan  akuntansi  untuk  transaksi  pinjaman  dalam  mata
uang asing.

c)     Per.1akuan    akuntansi    untuk   transaksi   yang   timbul    dari
restrukturisasi pinjaman.

d)    Perlakuan   akuntansi   untuk  biaya  yang  timbul  dari  utang
Pemerintah Daerah.

huruf  b},  huruf  c),  dan  huruf  d)  berlaku  sepanjang  belum  ada
pengaturan  khusus dalan pemyataan  tersendiri mengenai hal-hal
tersebub

4.   Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:
a}    Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi.
b)    Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.
c}     Transaksi  dalam mafa uang asing yang timbul atas transaksi

selaln dari transaksi pinjalnan yang didenominasi dalam suatu
mata uang asing seperti pada angka 3 b}.

huruf a) dan huruf b) diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri

DEFIHISI
5.   Berikut   adalah   istnah-istilah   yang   digunakan   dalaln

Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
a)     Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau

diskonto selama umur utang Pemerintah Daerah.
b)     Aset    Tertentu    yang    memenuhi    syarat    (Ozttzzz:fi/I.z'zg   Asset),

selanjutnya    disebut    Aset    Tertentu     adalah    aset    yang
membutuhkan   waktu   yang   cukup   lama   agar   siap   untuk
dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.

c)     Biaya  Hnjaman  adalah  bunga  dan  biaya  lainnya yang harus
ditanggung   oleh   Pemerintah   Daerah   sehubungan   dengan
pendnj anan dana.
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d}     Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
e)     Diskonto   adalah  jumlah   selisih   kurang   antara   nfial   ]ini

kewajiban  toresezt€  LJczhae)  dengan  nilai jatuh  tempo  kewajiban
(matrn.ty I;drtte) karena tin8kat bunga nominal lebin rendah dari
tingkat bunga efekff.

a      Entitas pelaporan  adalah  unit peme]intalian yang terdiri atas
satu  atau  lebih  entitas  akuntansi  yang  menurut  ketentuan
peraturan  perundang-undangan  wajib  menyampalkan  laporan
pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan.

g)     Kewajiban adalah utang yang tinbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi Pemerintah Daerah.

h}     Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
i)      Kewajiban   diestinasi   adalah   kewajibari   yang   wa]rfu   dan

jumlahnya belum pasti.
j)      Kewajiban kontinjensi adalah:

1}    kewajiban  potensial yang timbul dari peristiwa nasa lalu
dan keberadaannya menjadi pasti dengan ten.adinya atau
tidak  teljadinya  suatu  peristiwa  atau  lebih  pada  masa
datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu
entitas; atau

2)    kewajiban ]ini yang timbul sebagai akibat mace lalu, tetapi
tidak diakui karena:
a.     tidak terdapat kemungkinan besar (72ofprozpaz}!e} suatu

entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung
manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya;
atau

b.    jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara
andal.

k)     Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
1}      Metode   garis   lurus   adalah   metode   alokasi   prenrfum   atau

diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas
utang Pemerintah baerah.

in)    Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada
saat  pertama  kali  transaksi  berlangsung  seperti  nilai  yang
tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerfu.

n)     Nilal  tercatat  (car7gr.rag  amou7iS  kewajiban  adalah  nilai  buku
kewajiban yang  dihitung  dari nilai  nominal setelah  dikurangi
atau  ditainbah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

o)     Obligasi  Negara  adalah  Surat  Utang  Negara  yang  ben.angka
waktu lebih dari 12 {dua betas} bu]an dengan kupon dan/atau
dengan pembayaran bunga secara diskonto.

p)     Perhitungan  Pihak  Ketiga,   selanjutnya  disebut  PFK,   adalah
utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan
kedudukan  Pemerintah  Daerah  sebagai  pemotong  pajck  atau
pungutan   ]ainnya,   seperti   Pajak   Pen8hasilan   (PPH),   Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) , iuran Ashes, Taspen, dan Taperum.
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q)     Hemium adalah jumlah selisih lebih anfara nilai kini kewajiban
tr?resent  uazzte}  dengan  nflai jatuh  tempo  kewajiban  ("fron.ty
zJc{Zzte)  karena  tin8kat  bunga  nominal  lebih  tinggi  dari  tin8kat
bunga efektif.

r)     Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan
debitur   untuk   memodifihasi   syarat-syarat  pen.anjian   utang
dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang.

s)     Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat
pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat dipeljualbelikan
dan  mempunyai nilal jatuh tempo  atau  nilai pelunasan  pada
saat diterbitkan, misalnya Surat Utang Negara {SUN).

t)     Surat perbendaharaan Negara adalah surat utang Negara yang
beljan8ka waktu  sampai dengari  12  (dua belas}  bulan dengari
pembayaran bunga secara diskonto.

u)     Surat Utang Negara adalah surat berfuarga yang berupa surat
pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valufa asing
yang  dijamin  pembayaran  pokok  utaLng  dan  bunganya  oleh
Negara. Republik Indonesia, sesual dengan masa berlakunya.

v)     Tunggakan    adalah    jumlah    kewajiban    terutang    karena
ketidakmanpuan  entitas  membayar  pokok  utang  dan/atau
bunganya sesuai jadwal.

TrmM
6.   Karakterisitik utama kewajiban adalah bahwa Pemerfutah

Daerah   mempunyai   kewajiban   sampai   saat   ini   yang   dalam
penyelesalannya mengakibathan pengorbanan sumber daya ekonorni
di masa yang akan datang.

7.   Kewajiban     umumnya     timbul     karena     konsekuensi
pelaksanaan  tugas  atau  tanggungjawab  untuk bertindak  di  masa
lalu.  Dalam  konteks pemerintahan,  kewajiban  muncul antara lain
karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat,
lembaga   keuangan,   entitas   pemerintahan   lain,   atau   lembaga
intemasional.  Kewajiban  Pemerintah  Daerah  juga  tedadi  karena
perikatan dengan pegawai yang bekeria pada pemerfutah, kewajiban
kepada  masyarakat  fuas  yaitu  kewajiban  funjangan,  kompensasi,
ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi
pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa
lainnya.

8.   Setiap   kewajiban   dapat   dipaksakan   menurut   hukum
sebagai  konsekuensi  dari  kontrak  yang  mengikat  atau  peraturan
perundang-undangan.

KLASIFIKAsl KEw:AIIBADr
9.   Setiap   entitas   pelaporan   mengungkapkan   setiap   pos

kewajiban  yang  mencakup  jumlah-jumlah  yang  dinarapkan  akan
diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

10. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan
bermanfaat untuk menilai li]fliiditas dan  soivabilitas suatu  entitas
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pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesalari kewajiban seperti
utang  ke  pihak  ketiga  dan  utang  bunga juga  bermanfaat  untuk
mengetahui  kewajiban  diklasifikasikan  sebagai  kewajiban  jangka
pendek atau jangka panjang.

11. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagal kewajiban jangka
pendek jika diharapkan dibayar dalam wa]rfu  12  (dua belas}  bulan
setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan
sebagal kewajiban jan8ka panjang.

12. Kewajiban jan8ha pendek dapat dikategorihan dengan cara
yang sama seperti aset lancar.  Beberapa kewajiban jangka pendek,
seperti   utang  transfer  pemerintah   atau   utang  kepada  pegawal
merupakan  suatu  bagian yang akan  menyerap  aset lancar  dalaln
tahun pelaporari berikutnya.

13. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang
jatuh  tempo  dalam  wakfu   12  (dua  belas}  bulan  setelah  rfuggal
pelaporan.  Misalnya  bunga  pinjaman,  utang  jan8ka  pendek  dari
pihak  ketiga,  utang  Perhitungan  Fihal:  Ketiga  (PFK},  dan  bagian
lancar utang jangka panjang.

14. Suatu     entitas     pelaporan     tetap     men8klasifikasikan
kewajiban jangka panjangnya,  meskipun kewajiban tersebut jatuh
tempo  dan  akan  diselesaikan  dalam  waktu  12  (dua  belas)  bulan
setelah tanggal pelaporan jika:
a)    jan8ka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari  12  (dua

belas) bulan;
b)     entitas    bermaksud    untuk    mendanai    kembali    (rejE7zanee)

kewajiban tersebut atas dasar jangra panjang; dan
c)     maksud  tersebut  didukung  dengan  adanya  suatu  pen.anjian

pendanaan   kembali   {JiejEmrzcz.rzg},   atau   adanya   penjadwalan
kembali   terhadap   pembayaran,   yang   diselesaikan   sebelum
laporan keuangan disetujui.

15. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban
jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-salna dengan
informasi   yang   mendukung   penyajian   ini,   diungkapkan   dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

16. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada
tahun   berikutnya   mun8lrin   diharapkan   dapat   didanai   kemba]i
(7iej5mama.ng}  atau digulirkan (ziozzozJe¢ berdasarkan kehijakan entitas
pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas.
Kewajiban  yang  demifean  dipertimbanghan  untuk  menjadi  suatu
bagian dari pembiayaan jan8ka panjang dan diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka panjang.  Namun dalam sifuasi dimana kebijakan
pendanaan kembali tidak berada pada entitas {seperti dalam kasus
tidak adanya persetujuan pendanaan kembafi},  pendanaan kembali
ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan keowajiban ini
di]dasifikasikan sebagal pos jan8ka pendek kecuali penyelesalan atas
peljanjian    pendanaan    kembali    sebelum    persetujuan    laporan
keuangan  membuktikan  bahwa  substansi  kewajiban  pada  tanggal
pelaporan adalah jan9ka panjang.
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17. Beberapa pen.anjian pinjaman   menyertahan   persyaratan
tertentu  (coueriariS  yang  menyebabkan  kewajiban jangfa  panjang
menjadi   kewajiban   jangka   pendek   tr7czgab!e   on   c!enczng   jika
persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam
dilanggar.      Dalam      keadaan      demikian,      kewajiban      dapat
diklasifikasikan sebagai kewajiban jan8ha panjang hanya jika:
a)    pemberi   pinjaman   telah   menyetujui   untuk   tidak   meminta

pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
b)    terdapat   jaminan   bahwa   tidak   akan   teljadi   pelanggaran

berikutnya dalam waktu  12  (dua belas)  bulan  setelah  tanggal
pelaporan.

PEHGAKUAH KEWATIBABr
18. Kewajiban  yang  diakui  jika  besar  kemun9kinan  bahwa

pengeluaran    sumber    daya    ekonomi    akan    dilarfukan    untuk
menyelesaikan   kewajiban   yang   ada   pada   saat   pelaporan,   dan
perubahan  ataLs  kewajiban  tersebut  mempunyai  nilai  penyelesalan
yang dapat diukur dengan andal.

19. Keberadaan  peristiwa  masa  lalu  {dalam  hal  ini  meliputi
transaksi)   sangat   penting   dalaln   pengakuan   kewajiban.   Suatu
peristiwa adalah teriadinya suatu  konsekuensi keuangan  terhadap
suatu entitas. Suatu peristiwa mungldn dapat berupa suatu kejadian
internal dalaln suatu entitas seperti perubahan bahan barfu menjadi
suatu   produk,   ataupun   dapat  berupa  kejadian   ekstemal  yang
melibatkan  interaksi  antara  suatu  entitas  dengan  ]in8kungannya
seperti  transaksi  dengan  entitas  lain,  bencana  alam,  pencurian,
perusakan, kemsakan karena ketidaksengajaan.

20. Suatu    transaksi    mefibatkan    transfer    sesuatu    yang
mempunyal  nilai.   Transaksi   mun8]rin   berupa  transaksi   dengan
pertukaran  dan  tanpa  pertukaran.   Pembedann  antara  transaksi
dengan  pertukaran  dan  tanpa  pertukaran  sangat  penting  untuk
menentuhan titik pengakLian kewajiban.

21. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh
Pemerintah  Daerah  atau  dikelualhan  oleh  kreditur  sesuai  dengali
kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

22. Kewajiban dapat timbul dari:
a}     transaksi dengan pertukaran (encha7'zge fro7'zsacfro7'zs);
b)     transaksi  tanpa pertukaran  (7io7t-erchcmge fro7`zsacfro7'zs},  sesuai

hukum  yang  berlaku  dan  kebijakan  yang  diterapkan  belum
lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;

c)     kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (got;em7'7'ze7tf-rezczfecz
euents); dan

d}     kejadian   yang   diakui   pemerintah   {goz;emmerrf-acknozuzedged
eueITtsl.

23. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-
masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima
suatu  nilai sebagai gantinya.  Terdapat dua arus tinbal balik atas
sumber  daya atau janji  untuk menyediakan  sumber daya.  Dalam
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transaksi  dengan  pertukaran,  kewajiban  diakui  ketiha  satu  pihak
menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan
uang atau sumber daya lain di masa depan.

24. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat
pegawal Pemerintah Daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti
dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri atas gaji dan manfaat
pegawai lainnya.  Suatu transaksi pertukaran tiinbul karena kedua
belah  pihak  {pemberi  kelja  dan  penerima  keg.a)   menerima  dan
mengorbanhan suatu nilal. Kewajiban kompensasi meHputi gaji yang
belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai
lainnya yang berhubungan dengan jasa periode beljalan.

25. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak
dalam   suatu   transaksi   menerima  nilai   tanpa  secara  langsung
memberikan  atan  menjanjikan  nilai  sebagai  gantinya.  Hanya  ada
satu  arah  arus  sumber  daya  atau  janji.  Untuk  transaksi  tanpa
pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang
belum dibayar pada tanggal pelaporan.

26. Beberapa jenis  hibah  dan  program  bantuan  umum  dan
khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa
pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program peindahan
kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalohasiha dananya
ke  Pemerintah  Daerah,  persyaratan. pembayaran  ditentukan  oleh
peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan
pertukaran.

27. Kejadian   yang   berkaitan    dengan    Peme:rintah    adalah
kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya
interaksi  antara  Pemerintah  Daerah  dan  lingkungannya.  Kejadian
tersebut mungldn berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara
umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian
yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama
dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

28. Pada   saat   Pemerintah   Daerah   secara   tidak   sengaja
menyebabkan  kerusakan  pada kepemilikan  pribadi  maha kejadian
tersebut  menciptakan  kewajiban  saat  timbulnya kejadian  tersebut
sepanjang    hukum    yang    berla]fli    dan    kebijakan    yang    ada
memungkinkan    bahwa    Pemerintah    Daerah    akan    membayar
kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi
dengan  andal.  Contoh  kejadian  ini  adalah  kerusakan  tak  sengaja
terhadap kepemflikan pribadi yang disebabkan, pelaksanaan kegiatan
yang dilakukan Pemerintah Daerah.

29. Kejadian yang diafui Pemerintah Daerah adalah kejadian-
kejadian  yang  tidak  didasarkan  pada  transaksi  nanun  kejadian
tersebut mempunyal konsefuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah
karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian
tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk
menyediakan  kesejahteraan  pHblik.  Untuk itu,  Pemerintah  Daerah
sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang
sebelumnya   tidak   diatur   dalam   peraturan   formal   yang   ada.
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Konsefuensinya,  biaya  yang  timbul  dari  berbagai  kejadian,  yang
disebabkan  oleh  entitas  nonpemerintah  dan  bencana  alam,  pada
akhimya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya-
biaya  tersebut  belum  dapat  memenuhi  defmisi  kewajiban  sampai
Pemerintah  Daerah  secara  formal  mengakuinya  sebagai  tanggung
jawab   keuangan   Pemerintah   Daerah  . atas   biaya   yang   tinbul
sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah teriadinya transaksi
dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.     '

30. Dengan kata lain Pemerintah Daerah seharusnya mengakui
kewajiban dan biaya untuk kondisi pada angka 29 ketika keduanya
memenuhi dua kriteria berikut:
a)    DPRD  telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang

akan digunakan;
b)    transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor

melakuhan perbaikan} atau jumlah transaksi tanpa pertukaran
belum  dibayar  pada  tanggal  pelaporan  {misalnya  pembayaran
langsung ke korban bencana}.

31. Contoh   berikut  mengilustrasikan   pengakuan  kewajiban
dari  kejadian  yang  diakui  Pemerintah  Daerah.  Suatu  kerusakan
akibat bencana alam di suatu kecamatan dan DPRD mengotorisasi
pengeluaran  untuk  menanggulangi  bencana  tersebut.  Kejadian  ini
merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah Daerah karena
memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota
tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, mdiputi
sumbangan  Pemerintah  Daerah  ke  masing-masing  individu  dan
pekeljaan kontraktor yang dibayar oleh Pemerintah Daerah,  diakui
sebagal transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam
kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah territang untuk barang
dan jasa  yang  disediakan  untuk  Pemerintah  Daerah  diakui  saat
barang   diserahkan   atau   pekeljaan   diselesaikan.   Dalam   kasus
transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar
jumlah   terutang  yang   belum   dibayar   pada   tanggal   pelaporan.
Kewajiban tersebut meliputi jumlah fagihan ke Peme]intah Daeral
untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan
sesual   persyaratan   program  yang  ada  pada  tanggal  pelaporan
Pemerintah Daerah.

PEHGUKURAN KEWAIIBAlr
32. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalarn

mafa  uang  asing  dijabarkan  dan  dinyatakan  dalam  mata  uang
rupiah. Penjabaran mafa uang asing menggunakan kurs tengah bank
sentral pada tanggal neraca.

33. Nilal    nominal    atas    kewajiban    mencerminkan    nilai
kewajiban  Pemerintah  Daerah  pada  saat  pertana  kali  transaksi
berlangsung  seperti  nflal  yang  tertera  pada  lembar  surat  utang
pemerintah.     Aliran     ekonomi     setelahnya,     seperti     transaksi
pembayaran,   perubahan  penilaian  dikarenakan  perubahan  kurs
valuta asing, dan perubahan lainnya selaln perubahan. Nilal pasar,
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diperhitun8han   dengan   menyesuaihan   nflal   tercatat   kewajiban
tersebut.

34. Penggunaan    nilai   nominal   dalam    menilal   kewajiban
T-`.TqT=:=#£u±arp¥nee¥:p¥andn:aim::==a:=:kpo=a:=8a_:¥s::i::

kewajiban pada laporan keuangan.

UTAHG KEPADA pllIAK KETIGA (Aacoen7T par:4BLP
35. Pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang,

termasuk  barang  dalam  pep.alanan  yang  telah  menjadi  haknya,
Pemerintah  Daerah  harus  mengakui  kewajiban  atas jul]alah  yang
belum   dibayarkan   untuk   barang   tersebut   berdasarkan   surat
peljanjian/kontrak.

36. Bila kontraktor membangun fasifitas atau peralatan sesual
dengan   spesifikasi   yang   ada   pada   kontrak   pep.anjian   dengan
Pemerintah Daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi
fisik  kemajuan  pekeH.aan  sesual  dengan  berita  acara  kemajuan
pekeH.aan.

37. Jumlah kewajiban yang disebabkan  transaksi antar unit
pemerintahan  harus  dipisahkan  dengan  kewajiban  kepada  unit
nonpemerintahan.

uTAlrG TRARTSFER
38. Utang transfer adalah kewajiban  suatu  entitas pelaporan

untuk melakukan  pembayaran  kepada  entifas  lain  sebagal  aJdbat
ketentu an perundang-undangan.

39. Utang transfer diakui dan dinilai sesual dengan peraturan
perundang-undangan.

UENG BUHGA |ACCRZZED ZZVZEREsq
40. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah harus dicatat

sebesar biaya bunga yang telah  teriadi dan belum dibayar.  Bunga
dimaksud  dapat  berasal  dari  utang  Pemerintah  Daerah  baik  dari
dalam  maupun  luar  negeri.  Utang  bunga  atas  utang  Pemerintah
Daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap a]chir periode
pelaporari sebagal bagian dari kewajiban yang berkaltan.

41. Pengukuran  dan  penyajian,  utang  bunga  di  atas  juga
berlaku    untuk    sekuritas    pemerintah    yang    diterbitkan    oleh
Pemerintah Daerah dalam bentuk dan substansi yang sama dengan
Surat Utang Negara {SUN} .

UTAHG pERIIITUNGAIr FIHAK KETIGA (pFH}
42. Pada  alchir  periode  pelaporan,  saldo  pungutan/potongarl

berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicafat
pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

43. Jumlah     pungutan/potongan     PF`K     yang     dilakukan
Pemerintah  Daerah harus diserahkan  kepada pihak lain  sejumlah
yang  sama  dengan  jumlah  yang  dipungut/dipotong.  Pada  akhir
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periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan
yang    belum    disetorkan    kepada    pihak    lain.    Julnlali    saldo
pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporari keuangan
sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAGIAH LAHCAR uTrfuG 4AITG-KA- panr4AHG
4-4. Nilai `yang  dicantumkan  dalam  laporan  keuangan  untuk

bagian lancar utapg jangka panjang adalah jumlah yalig akan jatuh
tempo dalal waktu 12 {dua belas) bulan setelah tariggal pelaporan.

45.~Termasuk  dalam  kategori  Bagian  Lancar  Utang  Jangka
Panjangadalahjuinlahbagianutangjan9kapanjangyangakanjatuh
tempo  dan  harus  dibayarkan  dalaln  walchi  12  {dua  belas}  bulan
setelah tanggal pelaporan.

KEWAJIBAN LAHCAR LAINarv:A I ozt:ERER ctzRREA7r lzAEIHZ:nEg
46. Kewajiban  lancar  lainnya  merupakan  kewajiban  lancar

yang  tidak  termasuk  daiam  kategori  yang  ada.  Termasuk  dalan
~kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang mas-ih harus
dibayar pada  saat  laporan  keuangan  disusun.  Pengukuran-untuk
masing-masing   item   disesuaikan   dengan   karakteristik  J`m~asing-
masing  pos  tersebut,   misalnya  utang  pembayaran  gaji  kepada
pegawai   dinilai   berdasarkan   jumlah   gaji   yang   masih`  harus`
dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai. terseb~ut.
Contoh  lainnya  adalah  penerimaan  pembayaran  di  muka  atas
penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihaklil.
UTARIG PEMERIRTAII DAERAII `¥AlrG TIDAK DIPEREELBELIKAH
DAN YANG DIPERIT7AI;BELIKA)I

47. Penilaian.  utang  Pemerintah  Daerah  disesuaikan  dengan
karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:
aj    Utang  Pemerintah  Daerah  yang  tidak  diperiualbelikan  {IVon-

traded Dehi}., a!trn
b)     Utang perierintah Daerah yang dipeH.ualbelikan {Trnded Dez}9.

48. Nilai  nominal  atas  utang  Pemerintah  Daerah yan~g  tidak
dipeljualbelikan   {7iori-frzzc8ed   debS   merupakan   kewajiban   entifas
kepada pemberi utang sebesar pokok utang dali bunga sesuai yang
diatur dalam kontrak pep.anjian dan belum diselesaikan pada tanggal
pelaporan.

49. Contoh  dari  utang  Pemerintah  Daerah  yang-tidak  dapat
diperiualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga
keuangan international seperti IMF,  Wo7izd Ba7rfe,  ADB dan lairmya.
Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk pep.anjian
pinjaman (Zocm qgreemeri€).

50. Untuk utang Peme~rintah Daerah dengan tarif bunga~tetap,
penilalan    dapat    menggunakan    ske~dul    pembayaran    tr7czgme7tt
schedzt!e) menggunafan tarif bunga tetap.  Untuk utang Pemerintah
Daerah    dengan    tarif`~  bunga   variabel,    misalnya    tar±f   bunga--
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dihubunghan  dengan.  satu  instrumen  keuangan  atau  dengan.  satu
indeks  lainnya,  penflaian  utang Pemerintah  Daerah  menggunakan
prinsip yang salna dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya
diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan

-- observasi alas instrumen keuangan yang ada.

Utang Pemerintah Daerah yang Diperiualbelikan t ftod:a Z}ebq
_. 51. Akuntansi untuk utang Pemerintah Daerah dalam bentuk

yang   dapat   dipeq.ualbelikan   Seharusnya   dapat   mengidentifikasi   ~`
jumlah  sisa kewajiban dari Pemerintah Daerah pada suatu waktu
tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi.  Hal ini
membutuhkan penilalari awal se]fliritas pada harga jual afau hasil
penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumrah yang
akan  dibayarkan  ke  pemegangrrya  dan  pada  Periode  diantaranya
untuk menggambarkan seeara wajar kowajiban Pemerintah D`aerah.

52. Utang   Pemerintah   Daerah  yang  dapat   dipeljtLalbdifari
biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah {goz;emmeut czeb€
secun.fas) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utan-g pada
saatjatuh tempo.

53. Jenis  sekuritas  utang  pemerintah  harus  dinilai  sebesar
nilai dari (on.gz.riczzjTace zJczzzte) dengan memperhitungkan diskonto atau  `
premium yang belum diamortisasi. Sckuritas utang pemerintah yaji-g
dijual  sebesar  nilai  pari  UTtzce}  tanpa  diskonto  ataupun  premium
harus dinilai s6besar nilai pari grtzce}.  Sekuritas yang dijual dengan

~   harga diskonto akin bertambah nflainya selama periode penjualan
dan jatuh  tempo;  sedanghan  sekurifas  yang  dijual ~dengan  harga-
premium nilainya akan berkurang.

54. Sekuritas utan8 Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai
pada saat jatuh tempo atau  pelunasan,  misahaya ObHgasi Daerah,-   harus  dinflal  berdasarkan  nilai yang  harus  dibayarkan  pada  saat

jaluh- tempo UTtzce z;ahae} -bfla dijual dengan nilai pari. Bila pada saat
transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Daerah yang dapat
diperiualbelikan  tersebut dijual di atas  atau  di  bawah pari,  maka
penilaian  selanjutnya  memperhitungkari  amortisasi  afas  diskonto   _~ atau premium yang ada.

55. Amortisasi   afas   diskonto   atau   premium-  menggunakan ~.~
metode garis lurus.

PERUBAIIA)I VALUTA ASING
56. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang.asing dicatat

dengan  menggunakan  kurs  tengah  bank  sentral  saat  teq.adinya
transaksi.

57.~ Kurs  tunal  yang  berlaku  pada _tanggal  transaksi  sering   ~_
disebut kurs spot {spof rtzfe). Untuk alasan praktis, suatu ]flirs yang
mendekati kurs tanggal transaksi serin8 digunakan, misalnya rata-  `--
rata  kurs  tengah  bank  sentral~selama  seminggu  atau  sebulan
digunahan untuk seluriin transaksi pada periode tersebut. Namun,
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jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata
untuk suatu periode tidak dapat diindalkan.

-   58. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam
mata  uang  asing  dilaporkan  ke  dalaln  mata  uang  rupiah  dengan
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

59. Selisih  penjabaran  pos  kewajiban  moneter  dalam  mata
uang  asing  antara  tanggal  transaksi  dan  tanggal  nerfca  dicatat
sebagal kenalkan atau penurunan ekuitas dana periode beljalan.

60. Konsekuensi  alas  pencatatan  dan  pelaporan  kewajiban
dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk
kewajiban   yang   berhubungan   dan   elfliitas   dana   pada   entifas
pelaporan.

6.1. Apabha suatu transaksi dalam mata uang asing -tinbul dan
diselesalkan  dalam periode yang  sama,  maka seluruh  selisih  kurs
tersebut  diakui  pada  Eeriode  tersebut.   Namun  jika  timbtll  a-an~diselesaikannya  suatu  transaksi  berada-  dalam  beberapa  periode

akuntansi yang berbeda, `-maka selisih kurs hams diaJ"i untuk setiap
periode akuntansi dengan memperhitun9lran perubahan kurs untuk~    ~    -   masing-masingperiode.

PEHYELESAIAH KEWA4IBAN SEBELUM dATUII TEMPO
62. Untuk    sekuritas     utang    Pemerintah     Daerah    yang

diselesalkan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk~ditarik
oleF  penerbit  (cedz  ferfure}   dari  sekuritas  tersebut  atau  karena`
memenuhi    persyaratan    untuk    penyelesaian    oleh    permintaan
pemegangrrya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan
nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan alas Laporan
Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.

63. Apabila her.ga perolehan kembali adalah sama dengan nilai
tercatat {cclrruing I/azzte) maka penyelesaian kewajiban sebelum jarfuh
tempo  dianggap  sebagal  penyelesalan  utang  secara  normal,  yaitu
dengan  menyesualkan  jumlah  kewajiban  dan  ekuitas  dana  yang
berhubungan.

64. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilal
tercatat {car7Igivr!g I;dr:zze} maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban
dan  aset yang terkalt, jumlah  perbedaan yang ada juga  disajikanY~
dalam I.aporan Operasional pada pos S~uinlus/Defisit dari Kegiatan
Nori  Operas±onal  dan  diurigkaphan  pada  Catatan  alas  Laporan

-,          `  Keuangan.

TUHGGAEEN
65. Jumlah   tunggakan _ atas   pinjamari   Pemerintah   Daerah

harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (qgz.7'zg schecfroze) Kfeditur
pada Catatan atas I+aporan Keuangan sebagai bagian pengunghapan
kewajiban.                                                                                                             `` +

66. Tunggakan didefinisikan sebagal jumlah fagihan yang tel:h
jatuh   tempo   namun   Pemerintah   Daerah   tidak   mampu   urLtuk
membayar   jumlah   pokok   dan/atau   bunganya   sesuai   jadwal.
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Beberapa jehis utang Pemerintah Daerah munghin mempunyai saat
jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal s-aat ~
debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

67.` Prakeik  akuntansi  biasanya  tidak  memisahkan  jumlah
tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka UTtzce)
1aporan keuangan. Namun informasi tunggakan Pemerintah Daerah
menjadi  salah  satu  informasi  yang  menafik  perhatian  pembaca
laporan keuangan seb-agal bahan analisis kebijakan dan solvabilftas
entitas.

68. Untuk  keperluan   tersebut,   informasi  tunggakan   harus
diungfapkan didalam Catatan afas Laporan Keuangan dalari bentuk
Daftar Umur Utang.

RESTRIJHTURISAsl uTAlrG
69.. Dalam restrukfurisasi utang melalui modifikasi persyaratan

utang,   debitur   harus   mencatat   dampak   restrukfurisasi   secara
prospektif sejak saat restrukturisasi dflaksanakan dan tidak `boleri-
mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika
nilal tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran ]ras nasa -depan
yang ditetapkan dengan persyaratan baru.. Informasi ie=trulrfurisasi
ini harus diungkapkan pada Catatan- atas Laporan Keuangan sebagal
bagian pengungkapan dari _pos kewajiban yang terkait.

70. Restnikturisasi dapat berupa:
a)     Pembiayaan  kembali  yaitu  mengganti  utang  lama  termasuk

tunggakan dengan. utang baru; atau
b)     Penjadwalan  ulang  atau  rri-odifikasi  persyaratan  utang  yaitu

mengubah persyaratan dan kondisi kontrak peljanjian yang ada.
Penjadwalan utang dapat berbentuk:

1)   Perubahan jadwal pembayaran,
2)   Penambahan nasa tenggang, atau
3)   Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga

yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
71. Jumlah   bunga   harus   dihitung   dengan   menggunakali

tin9kat bunga efektif konstan dikalikan dengan. nilal tercatat utang
pada awal setiap periode antara saat restru]rfurisasi sampai dengan
saat jatuh tempo.  Tin8hat bunga efektif yang baru adalah sebesar
tingkat   diskonto   yang   dapat   menyamakan   nilai   tunai  jumlah
pembayaran   kas   nasa   depan   sebagaimana   ditetapkan.   dalam
persyaratan  baru  (tidak  termasuk  utang  kontinjen)  de-ngan  nflai
tercatat.  Berdasarkan  tin9kat bunga efektif yang baru akan  dapat
menghasilhan  jadwal  pembayaran  yang  baru  dimulai  dari  saat
restrukturisasi sampai d_engan jatuh tempo.

72. Informasi mengenai  tingkat bunga efekeif yang lama dan
yang baru harus disajikari pada Catatan afas Laporan Keuangan.

7,3. Jika jumlah  pembayaran  kas  nasa  depan  sebagainana   - ~
ditetapkan  dalam  persyaratan  baru  utang  termasuk  pembayaran
untuk bunga maupun  untuk pokok utang lebih rendah dari nilai
tercatat,  maka  debitur  harus  mengurangi  nilai  tercatat  utang  ke
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jumlah  yang  sama  dengan. jumlah  pembayaran  kas  nasa  depan
sebagainana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebri~t
harus diun8kapkan dalam Catatari atas I.apoian Keuangan. sebagai
bagian pengun8kapan dari pos k;wajiban yang berkaitan.

74. Suatu  entitas tidac boleh  mengubah  nilal tercatat utang
sebagai   akibat   dari   restrukturisasi   utang   yang   menyangkut
pembayararl kas nasa depan y`ang tidak dapat ditentukan, selama
pembayaran kas nasa depan maksimum tidak melebihi nilri tercatat`

.-    utang.

75. Jumlah  bunga  atau  pokok  utalig  menurut  persyaratan
baru dapat merupalran kor}tinjen, tergantung: peristiwa atau keadaari
tertentu. Sebagal contoh, debitur mungdn dituntut untuk membayar
juinlah tertentu jika kondisi keuangapnya membalk salnpai tingkat
tertentu dalam periode terientu. Untuk menentukan jumlah tersebut
maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi
kontinjensi yang  tidak  diatur  dalam  pernyataan  ini.  ELns.ip  yang

-Ei

sama berlaku untuk pembayalan kas nasa depan yang seringkali
h-s diestimasi.

PENGHAPUSAIT UTABTG
76. Penghapusan  utang  adalah  pembatalan  secara  sukarela

tagihan   oleh  -kreditur   kepada   debifur,   baik   sebagian   maupun
seluruhnya, jumlah _utang debitur dalam bentuk perianjian formal
diantan keduanya.

77. Atas   pen8hapusan   utang   mung]dn   diselesaikan ' oleh
debitur ke  kreditur melalui penyerahan  aset kas  maupun  nonkas`
dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

~  78. Jika penyelesaian satu utang yang nilal penyelesaiannya di
bawah nilal tercatatnya- dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan
pada angka 73 berlaku.` 79. Jika penyelesaian suatu utang yang nilal penyelesalannya
di  bawah  nilai _tercatatnya  dila]riikan  dengan  aset  nonkas  maka
entitas sebagai debitur h`arms melakukan penilalan kembali afas aset
nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan an~gka
70;  serta  mengun9kapkan  pada  Catatan  atas  Laporan  Keuangan
sebagal   bagian   dari   pQs   kewajiban   dan   aset   nonkas   yang
berhubungan.

80. Informasi  dalim  Catatan  atas  laporan  Keuangan  harus
mengun8kapkan  jumlah  perbedaan  yang  tinbul  sebagal~ akibat
restrukturisasi  kewajiban  tersebut  yang  merupakan  selisih  lebih
antara:
a)    Nilai tercatat utang yang diselesaikan cumlah nominal dik|Irangi

atau  ditambah  dengan  bunga  terutang  dan  premi, ~diskonto,
biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisa§i) ,
dengan   -

b)    Nflai waj.ar aset yang dialihkan ke kreditur.
81. Penilaian kembali aset pada angha~80 akan--menghasilkan-perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yarig dialihhan kep.ada   _
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kreditur  `untuk   penyelesaian   utang.   Perbedaan   tersebut   harus
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BIA¥A-BIA¥A       TAHG       BEREUBrmGAH       DERTGAlr       uTAlrG
PEMERIHTAII mERAII

82. Biaya-biaya yang berhubungan  dengan utang Pemerintah
Daerah  adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang tinbul dalarn
kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
a)    B~unga  afas    penggunaan    dana  pinjaman,    balk    pinjaman

jangha pendek maupun jangka panjang;
b)     Commz.fmerLfJee atas dana pinjalnan yang belum ditarik;
c}     Amortisasi   diskonto    atau    premium   yang   terkalt   dengan

pinjanan;
d)    Amortisasi  kapitalisasi  biaya  yang  terkait  dengan    perolehan

pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya;
e)     Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asirig

sejauh hal _tersebut diperlakukan sebagal penyesuaian atas biaya
bunga.

83. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan
dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qutzzz:figiv!g assefl
harus dikapitalisasi sebagal bagian dari biaya perolehan aset tertentu
tersebut.   ~

84. Apabila   bunga   pinjaman   dapat   diatribusikan   secara
langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus
dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman  -
tersebut  tidak  dapat  diatribusikan  secara  langsung  dengan  aset
tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan beEdasarkan
penjelasan pada an9ka 86.

85. Dalam  keadaan  tertentu  sufit  untuk  mengidentifikasikan
adanya   hubungan.   1angsung   antara   pinjaman   tertentu   dengan
perolehan   suatu   aset  tertentu   dan   untuk  menentukan  bahw-a
pinjaman tertenri tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu
tidak teH.adi.  Misalnya,  apabfla teH.adi sentralisasi pendanaan lebih
dari satu kegiatan/proyek Pemerintah Daerah. Kesulitan juga dapat
ten.adi  bila  suatu  entifas  menggunakan  beberapa  jenis-  sumber
pembiayaan dengari tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini,
sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat ~secara
langsung     diatribusikan,     sehingga     diperlukan     pertimbangan
profesional foriofessz.onaz givczgemenfl untuk menentukan hal tersebut.

86. Apabila  suatu  dana  dari  pinjalnan  yang  tidak  secaia
khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjamali yang
harus  dikapitalisasi  ke  aset  tertentu  harus  dihitung  berdasarkan
rata-rata tertiinbang (zqedyJifed az;e7inge) atas aku_mulasi biaya seluruh
aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.
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PEHYAIIAH DAN PERTGtJHGKAPAIN
87. Utang Pemerintah Daerah harus diungkapkan secara rinci

~_. ~  dalam bentuk daftar skfedul utang untuk memberikan informa5i yang~ `
lebih- baik kep~ada pemakainya.

88. Untu.k    menin9kaHcan    kegunaan    analisis,    informasit
informasi   yang   hanis   disaji±an   dalaln   Catatan   afas   Laporan
Keuangan adalah :
a)    Uumlah  saldo  kewajiban jangka pendek  dan jangha   panjang

yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; ~
b)    Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah beEdasarkan

jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
_c)     Bunga pinjaman yang terutang pada periode ben.alan dan tingkat

bunga yang berlaku;
d)    Konsekuensi   dilakukannya   penyelesaian   kewajiban   sebe_1um

jatuh tempo;-e)     Peljanjian restrulrfurisasi utang meliputi:
1)     Pengurangan. pinjaman;'
2)     Modifikasi persyar=tan utan9;
3)    Pengurangan tin9kat bunga pinjaman;
4}    Pengunduranjatuh tempo pinjaman;
5)    Pengurarigan. nflai jatuh tempo pinjalnan; dan
6)    Pengurangan jurilah bunga terutang sampai dengan periode-

pelaporan.
D     Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk~daifer`- umur utang berdasarkan kreditur.

g)     Biaya pinjanan:
1)    Perlakuan biaya pinjaman;
2)    Jumlah  biaya  pinjalnan  yang  dikapitalisasi  pada  pefiode

y-ing bersangivtan; dan
3`)    Tin9kat hapitalisasi yang dipergunakan.
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AA. AKUHTAHsl    ATAs    KOREKsl    KESAIAAIIAIr,    pERIJBAHAnr
KE814AKAH         AKUHTABISI,         pERt7BAHABr     ~  ESTIMAsl
AKUHTAHSI, BAIT OPERASI YAHG TIDAK DILAIluTJTKABT

PENDAHunuAV
Tujuan

a
1.   Tujuan    Kebijakan    A]ountansi    ini    adalah    mengatur

perlakuan   akuntansi   atas   koreksi   kesalahan   dan   pelaporan
keuangan,   perubahan  kehijakan   akuntansi,   perubahali  estimasi
akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

L

Ruang Lingkup
2.   Dalaln menyusun dan menyajikan laporan.keuangan suatu

entifas    harus    menerapkan    Kebijakan    Akuntansi    ini    untuk
melaporkan  pengaruh  kesalahan,  perubahan  kebijakan  akuntansi,
perubahan  estimasi  akuntansi  dan  operasi yang tidak dflanjutkan
dalam   Lapoian   Realisasi   Anggaran,   Laporan   Perubahan   Saldo
Anggaran  Lebih,  Neraca,  Laporan  Operasional,  I+aporan  Perubahan
Ekuitas, I.aporan Ams Kas,, dan Catatan Afas Laporan Keuangan.

3.~  Kehijakan Akuntansi ini berlaku  untuk entitas pelaporan  -
dan  entitas  akuntansi  dalam  menyusun  laporali  keuangan  semua   -~
entitas akuntansi.

DEFIRTSI-4. -Berikut  istilah-istilah  yang  digunakari  dalam  Kehijakari

Akuntansi derigan pengertian :
a}     Kebijakan    akuntansi    adalah    prinsip-prinsip,    dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan,  dan praktik-pra]stik spesifik -
yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam -penyusunan dan
penyajian laporan keuangan.

b)     Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara sigrifikan tidak    -
sesuai  dengan  yang  seharusnya  yang  mempengaruhi  laporan
keuangan periode beljalan atau periode sebelumnya.

c)     Koreksi  adalah  rindakan  pembetulin  akuntansi  agar  pos-pos
yang  tersaji  dalam  laporan  keuangan  entitas  menjadi  sesuai
dengan yang seharusnya.

d)     Operasi tidak dilanjut adalah penchentian suatu nisi atau tugas
dan fungsi tertentu yang bera]dbat pelepasan atau pengehentian
suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban,
dan   operasi   dapat   dihentikan   tanpa   mengganggu   fungsi,   -
program, atau kegiatan yang lain.

e)     Pos  adalah  kumpulan  akLm  sejeris  yang  ditampilkan  pada
lembar muka laporan keuangan.

KOREKSI KESALAHAlt
5.   Kesalahan dalam penyusunari laporan keuangan pada satu

at_au beberapa periode sebelumnya mun8lrin baru  ditemukan pada
periode    berialan.     Kesalahan    munglrin    timbul    dari    adanya



- 309 -

keterlam.batan penyampalan bulal tram.saksi anggaran oleh pengguna
anggaran,   kesalahan   perhitungan   matematis,`  kesalahan   dalam
penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan intelpretasi
fakta, kecurangan, atau kelalaian.

6.   Dalaln   situasi   tertentu,   suatu   kesalahan   mempunyai
pengaruh sigriifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode
sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat
diandaH±an lagi.

7.   Dalam  mengoreksi  suatu  k5salahan  akuntansi,  j`umlah
koreksi   yang   berhubun8an   dengan   periode   sebelumnya   harus
dilaporkan   dengan.   menyesuaikan   baik   Saldo   Anggaran   I+ebih
maupun  sald6'  efuifas.  --kdreksi  yang  beapengaruh  material  pada
periode  berikutnya harus  diungkapkan  pada catatari  atas  laporan
keuangan.

8.   Kesalahan   ditinjau   dari   sifat   kejadian   dikelo_mpo]ckan
dalan _2 (dua) jenis:
a)    Kesalahan yang tidak berulang; dan
b)    Kesalahan yang berulang dan sistemik.

9.   Kesalahari  yalig  tidak  berulang  adalah  kesalahari  yang
diharapkan tidak akan ten.adi kembali yang dikelompolckan dalam -2
{dua) jenis:
a)    Kesalahan   yang   tidak   berulang  yang   teljadi   pada  -periode

ben.alan; dan
b)    Kesalahan   yang   tidak   berulang  yang   ten.adi   pada   periode

sebelumnya.
10.. Kesalahan yang berulang dan  sistemik adalah kesalahan

~ yang disebabkan oleh sifat alamiah {normal} dari jenis-jenis transaksi
tertentu yang diperhirakan akan teq.adi berulang. Contohnya adalah
penerimaan Pajak Da~erah dari wajib pajak yang memerlukan korek;i
sehingga perlu dflakukan restitusi atau tamhahan pembayaran dan
wajib pajak.

11. Setiap ke-salahin hanrs koreksi segera setelah diketahui.---  12.~ Koreksi kesalahan yang tidak_ berulang yang ten.adi pada

periode beljalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang-
tidak, dflakukan dengan. pembetulan pada akun yang bersan8kutan
dalam periode ben.alan, baik pada akun pendapatan-LRA -atau- akun
belafija, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

13. Koreksi kesalahch yang tidak berulang yang teljadi pada
periode-periode  sebelumnya dan  mempengaruhi posis~i kas,  apabila `
1aporan  keuangan -periode  tersebut  belum  diterbitkan,  dilakukan
den`9an pembetulan pada alflm yang bersangfutan, balk pada akun
pendapatan-LEA  atau  akun  bel_anjamaupun  akun  pendapatan-LO
atau akun beban.

14. Koreksi   kesalahan   atas   pengeluaran   belanja   {sehingga
-mengakibatkan  penerinaan  keinbali  belanja)  yang  tidak  berulang  -
yang teljadi p-ada periode-periode sebelumnya dan menambin posisi
kas,  apabila laporan keuangan periode tersebut sudah di`terbitkan,
dilakukan dengan pemb~etulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA.
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Dalam  hal   mengaJribatkan   pengurangan   kas   dilakuhan   dengan
pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

15. Contoh koreksi kesalahan belanja:
a)   yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawal

tahun  lalu  karena  salah  penghitungan jumlah  gaji,  dikoreksi
menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA.

b)   yang    menambah    saldo    kas    terkait   belanja    modal   yang
men9hasilkan  aset,  yaltu  belanja  modal yang  di  mark-up  dari
setelah dilaklikan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus
dikembalikan,    koreks+i   dengan   menambah   saldo   kas   dan
menam,bah akun pendapatan lain-lain-LRA.

c)   yang  mengur~angi  saldo  kas  yaitu  terdapat  transaksi  belanja
pegawal tahun lalu yan.g belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi
akun Saldo Anggaran Ijebih dan mengurangi saldo kas.

d)   yang   mengurangi   saldo   kag   terkait   belanja   modal   yang
menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang beluri
dicatat, dikoreksi dengan mengurangi ak`un Saldo Anggaran Lebih~
dan mengurangi saldo kas.

16. Koreksi  kesalahan  atas  perolehan  aset  selain  has  yang
tidak  berulang yang  teljadi  p?da  periode-periode  sebelulllnya  dan
menambah  .maupun   mengurangi   posisi   kas,   apabila   lap6ran
keuapgan  periode  tersebut  sudah  diterbitkan,  dilakukan  d-engan ` _ +
pembetulan pada ainm kas dan alflm aset yang bersan9haitin.

17`. <Contoh koreksi kesalahan untuk perolehai aset selain--has:
a)   yang menambah saldo kas terkalt perolehari aset selain kas yaltu

pengadaan  aset  tetap  yang  di  in`arfe-zfp  dan -setelah  dilakukan
pemeriksaan  kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan,
dikoreksi  dengan  menambah  saldo  kas  dan  mengurangi  akun
terkalt dalam pos aset tetap.

b)   yang mengurangi ~saldo kas tekait perolehan aset selaln kas yaitu
pengadaan   aset   tetap   tahun   lalu   yang   belum   dilaporkan,
dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap
dan mengurangi saldo kas.

18. Koreksi   kesalahan   atas   bebari   yang   tidals   berulang,
sehingga  mengakibatkan  pengL|Tangan  beban,  yang  teljadi  pada
periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak
mempengaruhi secara material posisi aset selaln kas, apabila laporan
keuangan  periode  tersebut  sudah  diterbitkan,  dilakukan  dengan
pembet-ulan   pada   akun   pendapatan   lain-lain-LO.    Dalam   hal
mengakibatkan  penambahan  beban  dilalaikan  dengan.  pembetulan
pada akun ekuitas.

19.  Contoh koreksi kesalahan beban:
a)   yang  menambah  saldo  kas yarn  pengembalian  beban  pega`wai

tahun  lalu  karena  salah  penghitungan. jumlah  gaji,  dikoreksi
dengan menanbah saldo kas__dan menambah pendapatan~ lain-
lain-LO.
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b)   yang  mengurangi  saldo  has  yaitu  terdapat  transaksi  beban
_ pegawai  tahun  lalu  yang  belum  dilaporkan,  dikoreksi  deng-an

mengurangi akun beban lain--lain-LO dan mengurangi saldo kas.
20. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang

tidak  berulang yang  te±adi  pada  periode-periode  sebelumnya  dan
menambah   maupun   mengurangi   posisi   kas,    apabila   laporan
keuangan  periode  ter§ebut  sudah  diterbitkan,  dilalflikan  dengan
pembetulan pada akun kas dan alflm Saldo Anggaran Lebih.

21. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:
`.a}   yang   m6nambah   saldo   kas   yaitu   penyetoran   bagian   laba

perusahaan Daerah yang belum masuk ke kas Daerah dikoreksi
dengan   menambah   akun   kas   dan   menambah~ akun   Saldo
Anggiran Lebih.

b)   yang merlgurangi saldo has yaitu pengembalian pendapatan dana
alok~asi umum karena kelebihan transfer oleh Pe~merintah Pusat,
dikoreksi dengan:
1)   pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun

Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
2)   pemerintah  pusat  dengan  menalnbah  akun  saldo  k~as  dan

menambah Saldo Anggaran
22.   Koreksi kesalahan atas

Lebih.
penerimaan pendapatan--LO yang

tidak  berulang yang  ten.adi  pada  periode-periode  sebelumnya  dali
menambah   maupun   mengurangi   posisi   kas,   apabfla   laporan
keuangan  periode  tersebut  su¢ah  diterbitkan,  dilakukan  dengan
pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

23.   Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
a)   yang   menambah   saldo   kas   yaltu   penyetoran   bagian   laba

perusahaan Daerahyang belum masuk ke kas Daerah dikoreksi
dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuifas.

b}~  yang mengurangi saldo kas yaltu pengembalian pendapatan dana
alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat
dikoreksi oleh :
1)   pemerintah yang menerima~transfer dengan mengurangi arfuH

e]mitas dan mengurangi saldo kas.
2)   pemerintah  pusat  dengan  menambah  akun  saldo  kas  d-an

menambah ekuitas.
24.   Koreksi   kesalahan   afas   penerimaan   dan   pengeluaran

pembiayaan yang tidak berulang yang I-eriadi pada periode-periode
sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabfla
laporan  keuangan  periode  tersebut  sudah  diterbitkan,  dilakukan
dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

25.   Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pemhiayaan:
a)   Yang  menambah  saldo  kas -yaitu  Pemerintah  Pusat  menerima`

setoran kekurangan pembayaran cicflan pokok pinjaman tahun
lalu dari Pemerintah Daerah A, dikoreksi oleh Pemerintah pusat
dengan   menambah   saldo   kas   danmenambah   akun   Saldo
chggaran Lebih.
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b)   yang mengurangi saldo- kas terkait penerimaan pembiayaan, y`aitu
pemerintah   pusat   mengembalikan   kelebihan   setoran   cicilan
pokok pinjamantari-u`n lalu  dari Pemerintah  Daelch A dikoreksi

a dengan mengurangi akun Saldo Anggaran lfebih dan mengurangi
saldo kas.

26.   Contoh      koreksi`,~   kesalahan      terkait      pengeluaran
pembiay-:

a)   yang  menambah  saldo  kas yaitu  kelebihari  pembayaran  suatu
angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian  -`
pengeluaran  angsuran,  dikoreksi  dengan  menambah  saldo  kas
dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b}  yang  mengurangi  saldo  kas  yaitu  terdapat  pembayaran  suatu
angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan
mengurangi  saldo  kas  dan  mengurangi  akun  Saldo  Anggaran
Lebih.

27.   Koreksi  kesalahan yang tidak berulang  atas pencatatan
kewajiban   y-ang   ten.adi   pada   periode-periode   sebelumnya   dan
menambah   maupun   mengurangi   posisi   kas,   apabila   laporan

~ keuangan  periode  tersebut  sudah  diterbitkan,  dilakukan  dengan
pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

28.   Contoh koreksi kesalahan terhait pencafatan kewajiban:
a}   yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena

dikembalikannya    kelebihan    pembayarali    angsuran    suatu
kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah
akun kewajiban terkait.

b)   yang  mengurangi  saldo  kas  yaitu  terdapat  pembayaran-suatu
angsuran  kewajiban  yang  seharusnya  dibayarkan  tahun  lalu
dikoreksi   dengan   menambah   akun   kewajiban   terkait   dan
mengurangi saldo has.

29.   Laporan  keuangan  dianggap  sudah  diterbitkan  apabila
sudah ditetapkan dengan undafig-undang atau Peraturan Daerah.

30.   Koreksi kesalahan sebagainana dimaksud pada an8ka-13, ~
angha   14,   angka   16,   dan   an9ka   20   tersebut   di   afas   tidak
bexpengaruh  terhadap  pagu  anggaran  atau  belanja  entifas  yang
bersarig]mtan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

31.   Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada angka 13,
angka 18, dan angka 22 tersebut di atas tidak beapengaruh terhadap
beban   entitas   yang   bersangkutan   dalam   periods   dflakuk~annya
koreksi kesalahan.

32.   Koreksi   kesalahari   tidak   berulang  yang   teriadi-pada
periode-periode sebelumnya dan. tidak men-pengaruhi posisi kas, balk     -
sebelum   maupun   setelah   laporan   keuangan   periode   tersebut
diterbitkan,  pembetulari  dilakukan pada akun-akun neraca tel.kait   -
pada periode kesalahan ditemukan.

33:   Ccmtoh  kesalahan  yang tidak mempengaruhi  posisi  kas
sebagainana disebutkan pada an8ha 32 adalah pengeluaran untuk
pembelian  peralatan  dan  mesin  (kelompok  aset  tetap)  dilaporkan

~ sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dflakukan hanyalah
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pada Neraca dengan menguran9i akun jalan, irigasi, dan jaringan dan
menambah  akun  pelalatan  dan  mesin.   Pada  Laporan  Realisasi
Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

34.   Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dinaksud
pada an8ka  10 tidak memerlukan koreksi,  melainkan dicatat pada
saat   ten.adi   pengeluaran   kas   untuk   mengembalikan   kelebihan
pendapatan     dengan     mengurangi     pendapatan-LRA     maupun
pendapatan-LO yang bersan9kutan.

35.   Koreksi  kesalahan  yang  berhubungan  dengan  periode-
periods yang lalu terhadap posisi kas dflaporhan dalam I+aporan Ams
Kas tahun befi.alan paaa aldivitas-yang bersangkutan.

36.   Koreksi   kesalahin   diungkapkan   pada   Catatan   atas
Laporan Keriangan.

pERUBAHABr REBIdAKA]r AKUNTAlrsl
37.   Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan

dari suatu entitas pelaporan dan waktu ke waktu untuk mengetahui
kecenderungan arah -{frerirty posisi keuangan, ]dnelja, _dan arus kas.
01eh   karena   itu,   kehijakan   akuntansi   yang   digunakan   harms
diterapkan secara konsisten pada seti_ap periode.

38.   Perubahan    di_  dalam    perlakuan,    penga]man,    atau
pengukuran-akuntansi  sebagai  akibat  dari  perubahan  atas  basis
akuntansi,  kriteda  kapitalisasi,  metode,  dan  estimasi,  merupakan
contoh perubahan kehija±an akuntansi.

39. Suatu  perubahan  kebijakan  akuntansi  harus  dilakukan
hanya apabila penerapan suatu kehijakan akuntansi yang berbeda

-  diwajibkan  oleh  peraturan  perundangan  atau  standar  akuntansi
pemerintahan   yang   berlaku,   atau   apabila   diperkirakan   bahwa
perubahan  tersebut  akan  menghasilkari  informasi  mengenai  po~sisi
keuangan, -kinelja ~keuangan, atau arus kas yang lebih relevin dan

- 1ebih andal dalam penyajian laporan keuangan entifas.
40.--Perubahan  kebijakan  akuntinsi  tidak  me-ncakup  hal-hal~sebagal berikut:

a)   adopsi suatu kehija±an akuntansi pada peristiwa atau kejadian
yang  secara  substansi  berbeda  dari  peristiwa  atau  kejadian
sebelumnya; dan

b)  adopsi  suatu  kebijakan  akuntansi  baru  untuk  kejadian  atau
transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yafig tidak material.

41.   Timbulnya   sualu   kebijakan   untuk   mereval-uasi   aset
merupakan suatu perubahan kebijakan akuntalsi. Namun demikian,
perubahan   tersebut   harus   sesuai   dengan   Standar  -A]stlntansi
Pemerintahan    terkalt    yang    telah    meneiapkan    persyaratan-
persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

42.   Perubahan  kebijakan  akuntansi  harus  disajikan  pada
Laporan Perubahan Ekuifas dan diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
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PERURAIIAIT ESTlmsl AKIJHTAnrsl
43.   Agar  memperoleh  Laporan  Keuangan  yang  andal,  maka

estimasi   akuntansi  perlu   disesualkan   antara  lain  dengan  pola
penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan e~ntitas
yang bembah.

44.   Pengaruh  atau  dampak  perubahan  estimasi  akuntansi
disajikan  pada  haporan  Operasional  pada  periode  perubahan  dan
periode   selanjutnya   sesuai   sifat   perubahan.    Sebagal   contoh, `_
perubahan estimasi nasa manfaat aset tetap bexpengaruh pada LO
tahun   perubahan   dan   tahun-tahun   selanjutnya   selama   nasa
manfaat aset tetap tersebut.

45.   Pengamh  perubahan  terhadap  LO  periode  beljalan  dan
yang   akan   datang   diun9kapkan   dalam   Catatan   alas   Laporan
Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan
tidak mengungkapkan pengarmh perubahan itu.

opERAsl ¥AlrG TIDAK DILAliuuTKAlr
46.   Apabila suatu nisi atau tugas dan fungsi suatu entitas

pemerintah   dihapushan   oleh   peraturan,   maka   suatu   operasi,
kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas dan rungs_i
tersebut dihentikan.

47.   Informasi  penting  dalam  operasi  yang  tidak  dilanjutkan
misalnya hahikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan,
tanggal efektif pen9hentian, cara penchentian, pendapatan dan beban
tahun beljalan sampai tanggal penghentian apabila dimun9kinkan,
dampak  sosial  atau  dampak  pelayanan,  pengeluaran  aset  atau
kewajiban terhait pada penchentian apabila ada harus diun8hapkan
pada Catatan atas Laporan Keuangan.

48.   Agar   faporan   Keuangan   disajikan   secara   komparatif,
suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan
Keuangan walaupun beriumlah nol untnk tahtin ben.alan.  Dengan
demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

49.   Pendapatan  dali  beban  opera.si  yang  dihentikan  pada
suatu tahun beljalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa,
seolah-olah   operasi   itu   bep.alan   sampal   alchir   tahun   Laporan.
Keuangapl.  Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian,
meliputi  jadwal   pen8hentian   bertahap   atau   sekaligus,   resolusi
masalah legal, 1elang, penjualan, hibah dan lain-lain.

50.   Bukan merupakan penchentian operasi apabila:
a)   Penghentian  suatu  program,  kegiatan,  proyek,  segmen  secari

evolusioner/alamiah.  Hal  ini  dapat  diakibat]ran  oleh  demanc!
(piermintaan publik yang dilayani} yang terus merosot, pergantian
kebutuhan lain.

b)   Fungsi tersebut tetap ada.
c)   Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus,

selebihnya   bedalali   seperti   biasa.   Relokasi   suatu   program,
proyek, kegiatan ke wilayah lain.
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Z=

d)   Menutup    suatu   fa-silitas   yang   her-utilisasi   amat   rendah,
menghemat  biaya,  me~njual `sarana  operasi  tanpa  mengginggu __
operasi tersebut.

i
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88. AKUNTANsl   PEHERIMAAN   Dam   PEAVGELUARAIT   DAERAII
¥AHG TIDAK MELAltur REKENIHG KAs UMIIRI mERAII

pEueAHULHAV
Tujuan

1.   Tujuan  Kebijakan  Akuntansi  ini  adalah  untuk  mengatur
perlakuan  akuntansi  untuk  penerimaan  dan  pengeluaran  daerah
yang  tidak  melalui  rekening  kas  umum  daerah  dalam   rangka
memenuhi   tujuan   akuntabilitas   sebagaimana   ditetapkan   oleh
peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup
2.   Kebijakan     Akuntansi     ini     diterapkan     untuk     unit

Pemerintalan  Daerah  yang  menyajikan  laporan  keuangan  untuk
tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya.

3.   Kehijakan  ini  mengatur  pel-1akuan  akuntansi  penerimaan
dan  pengeluaran  daerah  yang  tidak  melalui  rekening  kas  umum
daerah pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang mdiputi:
a)     Defmisi;
b)     Pengakuan;
c)     Penyajian; dan
d)    Pengungkapan.

DEFrmsl
4.   Berikut   adalah   istilah-istilah   yang   digunakan    dalam

Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
a)     Anggaran Pendapafan dan belanja Daerah {APBD}  adalah rencana

keuangan  tahunan  Pemerintah  Daerah  yang  disetlijui  oleh
Dewan Perwahilan Rakyat Daerah.

b)     Rekening    Kas    Umum    Daerah    adalah    rekening    tempat
penyimpanan  uang  Daerah  yang  ditentukan  oleh  Wal±  Kota
untuk menanpung seluruh penerimaan Daerah daL membayar
se`luruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

c)     Pendapatan  adalah  semua~penerinaan  Rekening  Has  Umum
Daerah yang menambah  Saldo  Anggaran  Lebih  dalam  periode
tahun    anggaran    yang    bersan.9kutan    yang   menjadi    hak
pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

d)     Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun   anggaran   bersanglmtan  yang  tidak  akan   diperoleh
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

KETENTUAlr uMunB
5.   Pihak-pihak terkalt dalam sistem akuntansi dari pelaporan

terhadap  belanja oleh  SKPD/Uni-t  SKPD yang tidak melalui  RKUD
adalah:
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a)     Penanggungjawab penggunaan dana
Penanggungjawab   p6nggunaan  dana   atas   pendapatan  yang
diterima dan digunakari lan-£sung oleh SKPD/Unit SKPD yang
tidak melalui RKUD adalah Kepafa SKPD/Unit SKPD yang dibari
tanggungjawab terhadap  penggunaan  dana yang diterima dan
digunakan       langsung       yang       tidak       melalui       RKUD.
Penan§gungj arab penggunap,. dana mempunyal tugas:
1)     Bertanggungjawab terhadap pendapatan dan belanja yang

tidak melalui RKUD;
2)     Menyampaikan  laporan  pendapatan  dan  belanja  kepada

kepala  SKPD   s.elaku   Pe~ngguna  Anggaran   melalui  PPK-
SKPD.__

b)     Bendahara SKPD/Unit SKPD   ~
Bendahara SKPD/Unit SKPD atau nana lain yang disetarakari,

~   mempu_nyal tugas:
1)     Mencatat dan membukukan semua pendapatan dan belanja

ke dalam Bulfli fas Umuin {BKU};
2)     Menyusun      Surat      Pertanggungjawaban      {SPJ)      atas

pendapatan dan belanja.
c)      PPK-SKPD

PPK-SKPD  melaksanakan  fungsi  akuntansi  SKPD,` mem5unyai -
tugas sebagai berikut:
1}     Menyiapkan `Surat  Pengesahan  Pendapatan  dan  Belanj-a~

(SP2B) yang disampaikan oleh Kepala SKPD kepada PPKD;
2)     Mencatat  transaksi/kej.adian  akuntansi  atas  pendapatan

dan  belanja berdasarkan bu]al yang telah disahkan  oleh
SKPKD;

3)     Melakukan     posting     jumal-jurlial     transaksi/kejadian
pendapatan  dan  belanja  ke  dalam  buku  besar  masing-
masm8;

4)     Menyusun laporan keuangan, yang terdiri alas LRA, Neraca,   ~  ~,
LO, LPE, dan CaLK.

d)     KepalasKPD
Kepala  SKPD  selaku  pengguna  anggaran  mempuny¥t_` tugas
menandatangani    dan    menyampaikan    Surat    Pengesahan
Pendapatan  dan  Belanja  (SP2B}  afas  pendapatan  darn belinja
yang tidak melalui RKUD kepada SKPKD selalfli BUD.

e)      BUD
PPKD sela]m BUD melakukan pengesahan terhadap pendapatan
dan belanja yang diterima langsung oleh SKPD/Uni-t SKPD yang
tidak  melalui  RKUD `berdasarhan  SP2B  yang  diusulkan  oleh
Kepala  SKPD  dengali  menerbitkan  Surat  Pengesahan  Belanja
(SPB).

pERTGfunEN
6.   Pendapatan   diakui   ketika   timbul   realisasi_  pendapatan

SKPD/Unit SKPD yang- tidak melalui RKUD.  Pendapatan kas yang
berasal  dari  hibah  langsung  dalam/1uar  negeri  lying  digunakan
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untuk  mendanal  pengeluaran,   diakui  BUD   sebagal  pendapatan
daerah.

7.   Beban diarfui ketika sudah tinbul kewajiban atas belanja
SKPD/Unit   SKPD   yang   tidak   melalui   RKUD.    Belanja   diafui
berdasarkan realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SPB yang
telah disahkan oleh BUD. Realisasi belanja modal diakui berdasarkan
penambahan nilai aset sebesar realisasi belanja modal yang tertera
dalan SPB.

pERT¥AblABi BAH pEHGIJHGKAPAlr
8.   Penyajian dan pengun8kapan pada laporan keuangan atas

pendapatan  dan  belanja  SKPD/Unit  SKPD  tidak  melalui  RKPD,
disaj ikan dalan:

a.  LRA, untuk menyajikan laporan pendapatan-LEA dan belanja;
b.  Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancar,

aset tetap, dan aset lainnya;
c.   LO, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
d.  LPE, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surphas/defisit-

LO   pada   periode   bersan8lflitan,   koreksi   yang   langsung
menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;

e.   CaLK, untuk menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera dalam LRA, Neraca, Ilo dall LPE.
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c-c. AKulTTANsl LApoRAN KEt):AHGAlr KONsoLIDAsl

pENDjunLtlAV
Tujuan

1.   Tujuan  Kebijakan  Akuntansi  ini  adalah  untuk mengatur
penyusunan    laporan    keuangan    konsolidasian    pada   unit-unit
Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  menyajikan  laporan  keuangan
untuk  tujuan  umum  {geneziczz  pttxpose  jir2tz7'2cz.az  sfo€ements)   demi
meningkatkan    kualitas    dan    kelengkapan    laporan    keuangan
dimaksud.  Dalam Kehijakan Akuntansi ini, yang dimaksud dengan
laporan  keuangan  untuk tujuan  umum  adalah  laporan  keuangan
untuk  memenuhi  kebutuhan  bersama  sebagian  besar  pengguna
laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup
2.   Laporan   keuangan   untuk   tujuan    umum   dari   unit

Pemerintah   Daerah   yang   ditetapkan   sebagai   entitas   pelaporan
disajikan    secara  terkonsoHdasi  menurut  Kebijakan  Akuntansi  ini
agar mencerminkan satu kesatuan entifas.

3.   Laporan keuangan. konsofidasian pada Pemerintah Daerah
sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas
akuntansi   termasuk   laporan   keuangan   badan   layanan   umum
Daerah.

4.   Kehijakan Ahaintansi ini tidak mengatur:
a)  Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Daerah;
b)  Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
c)  Alflmtansi untuk invesfasi dalam usaha patungan U.oinf zJenfure} ;

dan
d)  Laporan  statistik  gabungan  pemerintah  pusat  dan  Pemerintah

Daerah.

DEFIHISI
5.   Berikut   adalah   istilah-istilah   yang   digunakan   dalam

Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
a)     Badan   Layanan  Umum   Daerah   (BLUD)   adalah  instansi  di

lin9kungan     Pemerintah     Daerah    yang    dibentuk    untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan  dan  dalan  mela]mhan  kegiatannya  didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

b}     Entitas    akuntansi    adalah    unit    pemerintahan    pengguna
anggaran/pengguna    barang    dan    oleh    karenanya    wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.
untuk digabun8han pada entitas pelaporan.

c)     Entitas pelaporan adalah  unit pemerintahan yang terdiri atas
satu  atau  lebih  entitas  akuntansi  yang  menurut  ketentuan
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peraturan  perundang-undangan  wajib  menyampaikan  laporan
pertanggungjawaban berupa laporali keuangan.

d)     Konsolidasi  adalah  proses  penggabungan  antara  akun-akun
yang  diselenggarakan  oleh   suatu  entitas  pelaporan  dengan
entitas    akuntansi    yang    berada    di    bawahnya,    dengan
mengeliminasi  akun-akun  timbal  balik  agar  dapat  disajlkan
sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

e)     Laporan    keuangan    konsolidasian    adalah    suatu    laporan
keuangan.  yang  merupakan   gabungan.   keseluruhan   laporan
keuangan entifas akuntansi sehingga tersaji sebagal satu entitas
pelaporan tunggal.

\

PERTYAIIART LAPORAII KEUANGAH HOHSOLIDASIAIl
6.   Laporan   keuangan   konsolidasian   terdiri   afas   Laporan

Realisasi   Anggaran,   haporan   Perubahan   SAL,   Neraca,   haporan
Operasional,  I+aporan  Perubahan  ekuitas,  Laporan  Arus  Kas,  dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

7.   Laporan  keuangan  konsolidasian  sebagaimana  dimaksud
pada angka 6, disajikan oleh entifas pelaporan kecuali:
a)   Laporan keuangan konsofidasian arus kas yang hanya disajikan

oleh entifas yang mempunyal fungsi perbendaharaan umum;
b}   Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih

yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat.
8.   Laporan keuangan konschdasian  disajikan untuk periode

pelaporan  yang  sama  dengan  periode  pelaporan  keuangan  entitas
pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

9.   Pemerintah   Daerah   menyampaikan   laporali   keuangan
konsolidasian dari semua Perangkat Daerah kepada DPRD.

10. Dalam  kebijakan  ini  proses  konsolidasi  diikuti  dengan
eliminasi   akun-akun   tinbal   balik   (recfprocaz   czcoourits}.   Namun
demikian,  apabila dirfunasi dimaksud belum dimungkinkan,  maka
hal tersebut diun8kapkan dalam Catatan alas Laporan Keuangan.

11.  Contoh akun timbal batik {7iecfprocaz accoz£7its) antara lain
sisa   uang   persediaan   yang   belum   dipertanggungjawabkan.   oleh
Bendahara pengeluaran sampai dengan alchir periode akuntansi.

ENTITAs pELApoRAlr
12. Suatu  entifas  pelaporan  ditetapkan  di  dalam  peraturan

perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:
a)     Entitas  tersebut  dibiayai  oleh  APBN  atau  dibiayal  oleh  APBD

atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
Entitas   tersebut   dibentuk   dengan    peraturan    perundang-
undangan;
Pinpinan  entitas  tersebut  adalah  pejabat  pemerintah  yang
dian8kat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih
oleh rdyat; dan
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d)    EntitaLs  tersebut  membuat  pertanggungjawaban  balk  langsung
maupun tidak langsung kepada wahil rakyat sebagal pinak yang
menyetujui anggaran.

EHTITAS AKUHTENSI
13. Pengguna   anggaran/pengguna   barang   sebagai   entitas

akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampajkan laporan
keuangan  sehubungan  dengan  anggaran/barang  yang  dikelolanya
yang ditujuhan kepada entitas pelaporan.

14. Setiap unit Pemerintahan Daerah yang menerilna anggarali
belanja atau mengelola barang adalah entitas akLmtansi yang wajib
menyelenggarakan   akuntansi,   dan   secara   periodik   menyiapkan
laporan   keuangan   menurut   Standar   A]flmtansi   Pemerintahan.
Laporan    keuangan   tersebut   disampaikan    secara   intern    dan
beljenjang kepada unit yang lebih tinggi dalaln rangha penggabungan
laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

15. Dengan    penetapan    menurut    peraturan    perundang-
undangan  yang  berlaku  suatu  entifas  akuntansi  tertentu  yang
dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapalan program
Pemerintah Daerah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

BADAN LAyAlrABT UMUM DAERAII
16. Badan     Layanan     Umum     Daerah     menyelenggarakan

pelayanan  umum,  memungut dan menerima serta membelanjakan
dana masyarakat yang diterima berkaitan  dengan  pelayanan yang
diberikan,   tetapi   tidak   berbentuk   badan   hurfum   sebagaiman.a
kekayaan Daerah yang dipisahkan.  Termasuk dalam BLUD  antara
lain adalah rumah sakit, universifas negeri, dan otorita.

17. Selaku   penerima  anggaran   belanja   Pemerintah   Daerah
(APBD) BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya
dikonsolidasikan  pada entitas  pelaporan yang  secara organisatoris
membawhinya.

18. Selaku  satuan  kelja pelayanan berupa Badan,  walaupun
bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Daerah
yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

19. Konsofidasi   laporan   keuangan   BLUD   pada   Pemerintah
Daerah   yang   secara   organisatoris   membawahinya   dilaksanakan
setelah  laporan  keuangan  BLUD  disusun  menggunakan  standar
akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh
organisasi yang membawahinyaL.

PROSEDUR KOHSOLIDASI
20. Konsolidasi yang dimaksud  oleh  Kebijakan rfuntansi ini

dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun
yang   diselenggarahan   oleh   entitas   pelaporan   dengan   entitas
pelaporan  lainnya  dengan  atau  tanpa  mengelininasi  akun  timbal
balik.
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21. EntitaLs  pelaporan  menyusun  laporan  keuangan  dengan
menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang
secara organ.isatoris berada di bawahnya.

pEHGunGKAPAN
22.   Dalam catatan afas laporan keuangan perlu diungkapkan

nana-nana entifas yang dikonsolidasikan afau digabun8kan beserta
status   masing-masing,   apakah   entitas   pelaporari   atau   entitas
akuntansi.

23.   Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun
timbal  balik  sebagalmana  dimaksud  pada  an8ka  10,  maka  perlu
diun9kapkan  nana-nana  dan  besaran  saldo  akunr  timbal  balik
tersebut,   dan   disebutlran   pula   alasan   belum   dilaksanakannya
elininasi.
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DD. AKUHTA)TSI DAHA BERGUI;IR

pERTDAunuAV
Tujuan

1.   Tujuan  Kehijakan  Arfuntansi  ini  adalah  untuk  mengatur
perlakuan  akuntansi untuk investasi non permanen dana bergulir
dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan
dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup
2.   Kehijakan Afuntansi ini harus diterapkan dalam penyajian

seluruh dana bergulir Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan
untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis has
untuk   pengakuan   pos-pos   pendapatan,   belanja,   transfer,   dan
pembiayaan,  serta  basis  almial  untuk  pengarfuan  pos-pos  aset,
kewajiban, dan ekuitas.

3.   Kehijakan ini mengatur perlakuan akuntansi dana bergulir
pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi:
a)  Defroisi;
b}  Pengakuan;
c)  Pengukuran; dan
d}  Pengunfropan.

DErmsI
4.   Berikut   adalah   istilah-istilah   yang   digunakan   dalam

Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir dengan pengertian:
a)     Aset  adalah  sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai  dan/atau

dimili]ri  oleh  Pemerintah  Daerah  sebagal  akibat dari peristiwa
nasa lalu dan darinana manfaat ekonomi dan/atan sosial di
nasa depan diharapkap dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah
Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang,  termasuk  sumber  daya  nonkeuangan  yang  diperlukan
untuk  penyediaan jasa  bagi  masyarakat  umum  dan  sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejara.h dan budaya.

b)     Investasi  adalah  aset  yang  dimaksudkan  untuk  memperoleh
manfaat  ekonomi   seperti  bunga,   dividen  dan  royalti,   atau
manfaat   sosial,   sehingga  dapat   meningkatlran   kemampuan
Pemerintah     Daerah     dalam     ran8ka     pelayanan     kepada
masyarakat.

c)     Investasi  nonpermanen  adalah  investasi jan9ka  panjang yang
tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk
dimfliki secara tidak berkelanjutan.

d)     Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola
dan  digulirkan  kepada  masyarakat  oleh  Pengguna Anggaran
atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan
ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
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e)     Nilai  bersih  yang  dapat  direalisasikan  (net  reazietzbze  I;tzfue)
adalah  nilal  dana  bergulir  yang  dicatat  berdasalkan  harga
perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.

P      Dana bergulir diragukan tertagih adalah jumlah dana bergulir
yang  tidak  dapat  tertagih  dan  dana  bergulir yang  diragukan
terta8ih.

UrmM
5.   Karakteristik utama daria bergulir adalah:

al     Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan Daerah.
Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  {APBD}  dan  luar  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah APBD misalnya dari masyarakat atau hibah
dari luar negeri. Dana bergulir yang berasal dari luar APBD,
diakui   sebagai  kekayaan   Daerah  jika  dana  itu   diberikan
dan/atau diterima atas nana Pemerintah Daerah.

b)     Dana  tersebut  dicantumkan  dalam  APBD  dan/atau  laporan
keuangan.
Sesuai   dengan.   Undang-Undang   yang   menyatakan   semua
pengeluaran Daerah dimasukkan dalam APBD.  01eh sebab itu
alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke
dalam  APBN/APBD.   Pencantuman  alokasi  anggaran  untuk
dana  bergulir  dapat  dicantumkan  dalam  APBD  awal  atau
revisi APBD (APBD Perubahan).

c)     Dana     tersebut     harus     dikuasal,      dimiliki     dan/atau
dikendalikan    oleh    Pengguna    Anggaran/Kuasa    Pengguna
Anggaran {PA/ KPA).                                                                          \
Pengertian dikuasai dan/atau dimfliki mempunyai malma yang
luas   yaitu    PA/KPA    mempunyai    hak   kepemilikan    atau
penguasaan   atas   dana   bergulir,   sementara   dikendalikan
maksudnya  adalah  PA/KPA  mempunyai  kewenangan  dalam
melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan
lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

d}    Dana   tersebut   merupakan   dana   yang   disalurhan   kepada
masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa
nilai  tambah,   selanjutnya  dana  disalurkan  kembali  kepada
masyarakat/kelompok     masyarakat     demihian     seterusnya
(ber8ulir).

e)     Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir.
Dana yang digulirkan oleh  Pemerintah  Daerah dapat ditagih
untuk dihentikan perguhiannya atau akan digulirkan kembaH
kepada masyarakat.

6.  Dana bergulir bersumber dari:
a}   APBD  yang  karena  sifatnya  dipergunakan  untuk  membiayai

usaha    ekonomi    produ]atif    dalam    rangka    pemberdayaan
masyarakat;

b)   Penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir;
c}    Pendapatan dari dana bergulir;
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d}   Saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD; dan
e)   Sumber-sumber lain yang sah dari program-prograln yang dapat

disinergihan dan diintegrasikan, karena memiliki komitmen yang
sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

7.   Dana  yang  disalurkan  kepada  masyarakat  yang  harus
ditagih  dari masyarakat dan  secepatnya disetor ke  Rekening Kas
Daerah  tanpa disalurkan kembali kepada masyarakat atau  dana
yang disalurkan kepada masyarakat harus ditagih dari masyarakat
dan  secepatnya  disetor  ke  Rekening  Kas  Daerah  dan  hendak
disalurkan  kembali  kepada  masyarakat  dengan  mengalokasikan
pengeluaran  dana  dalam  dokumen  penganggaran  dan  dokumen
pelaksanaan anggaran tidak memenuhi karakteristik dana bergulir
tetapi  lebih  tepat  dikategorikan  sebagal  Piutang Jangka  Pendek
atau Piutang Jangka Panjang,  sesual dengan jangka waktu jatuh
tempo  piutang  yang  bersangkutan.  Karakteristik  dana  bergulir
adalah dana yang dapat ditagih dan langsung digulirkan kembali
kepada masyarakat tanpa perlu menyetor ke Rekening Kas Daerah
(rezJoZzJing Jitndi  terlebih  dahulu  dan  tanpa  perlu  pengalokasian
pengeluaran  dana  dalam  dokumen  penganggaran  dan  dokumen
pelaksanaan anggaran.

8.   Penyaluran    dana    bisa    dilakukan    melalui    lembaga
keuangan  bank  (LKB),  lembaga  keuangan  bukan  bank  {LKBB),
koperasi,  modal ventura  dan lain-lain.  Lembaga-1embaga tersebut
dapat berperan.  seba8ai  executing  ageney  atan  chanem:ng  agencg
sesuai   dengan   pen.anjian   yang   dilakukan   oleh   satuan   kerja
pemerintah  dengan  lembaga  dimaksud.  Jika  berfungsi  sebagai
exeout±.ng  czgencg,   lembaga  tersebut  mempunyai  tanggungjawab
menyeleksi     dan     menetapkan     penerima     dana     bergulir,
menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir selfa menanggung
risiko  terhadap  ketidaktertagihan  dana  bergulir.  Jika  berfungsi
sebagai chanez!€.ng ngeriq/, lembaga tersebut hanya menyalurkan
dana   bergulir   kepada   penerima   dana   bergulir   dan   tidak
mempunyal tanggungjawab menetapkan penerima dana bergulir.

Akuntansi Dana Belgulir
9.   Pengeluaran dana bergu]jr dianggarkan pada nomenklatur

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir. Rencana pengeluaran dana
bergulir  tersebut  harus  dianggarkan  pada  Satuan  Ken.a  Pengelola
Keuangan    Daerah    (SKPKD}     meskipun    secara    teknis    akan
dilaksanakan  oleh  perangkat  Daerah  atau  Badan  hayanan  Umum
Daerah (BLUD).

10. Realisasi    pengeluaran    dana    bergulir    dicatat    pada
Pengeluaran    Pembiayaan-Dana    Bergulir    di    Laporan    Realisasi
Anggaran  dan  Laporan  Ams  Kas.   Pada  saat  pengeluaran  dana
bergu]ir tersebut terealisasi, dana bergulir dicatat di neraca sebesar
harga  perolehan  dana  bergufr  dan  tandingannya  adalah  Ekuitas.
Tetapi   secara   periodik,   Pemerintah   Daerah   harus   melakukan
penyesuaian terhadap Dana BerguHr sehingga nilal Dana Bergulir
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yang  tercatat  di  neraca  menggambarkan  nilal  bersih  yang  dapat
direalisasikan {7ie€ reazfatzbze I;czfroe).

11. Rencana   penagihan   dana   bergulir   yang   tidak   akan
diguhikan   kembali   dianggarkan   pada   nomenklatur   Penerimaan
Pembiayaan-Dana  Bergulir  untuk  pokok  dana  bergulir  sedangkan
bunga  dari   dana   bergulir   atau   bagi   basil   dari   dana  bergulir
dianggarkan  pada  nomenklatur  lain-lain  pendapatan  ash  Daerah.
Realisasi  penerimaan  pokok  dana  bergulir  yang  diterima  di  Kas
Daerah    dicatat    pada    Penerimaan    Pembiayaan-Dana    Bergulir
sedangkan penerimaan bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari
dana bergulir dicatat pada lain-lain pendapatan asfi Daerah. ReaHsasi
penerimaan pokok dana bergufir dicatat di neraca mengurangi dana
bergulir dan tandingannya Ekuitas.

12. Penagihan  dana  berguhi  yang  digulirkan  kembali  oleh
Pemerintah Daerah tidak dilakukan pencatatan karena pengeluaran
untuk dana bergulir dan aset dana bergulir tersebut telah dicatat
dan   dilaporkan  oleh   Pemerintah   Daerah  ketika  dana  tersebut
dikeluarkan dari APBD.

PEHGAKUAN DAHjL BERGunlR
13. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagal dana

bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria:
a)   Kemun8kinan  manfaat  ekonomi  dan  manfaat  sosial  atau jasa

pontensial di nasa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah
Daerah;

b)   Nilai  perolehan  atau  nilal  wajar  dana  bergulir  dapat  diukur
secara memadai (7iezz.abze) .

14. Dalam menentukan  apakah  suatu  pengeluaran  kas  atau
aset  memenuhi  ]ndteria  pengakuan  dana  bergulir  yang  pertana,
entitas   perlu   men9kaji   tingkat   kepastian   mengalinya   manfaat
ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan
datang berdasarkan buEL-bulcti yang tersedia pada saat pengakuan
yang  pertama  kali.  Eksistensi  dari  kepastian  yang  cukup  bahwa
manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan
diperoleh  memerlukan  suatu  jaminan  bahwa  suatu  entitas  akan
memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko
yang mungkin timbul.

15. Alokasi  anggaran  untuk  dana  bergulir  berada  di  BUD,
tetapi   pelaksanaan   dana   bergulir   dapat   didelegasikan   kepada
Peran8kat   Daerah.   Walaupun  pelaksanaan   didelegasikan,   tetapi
transaksi   dana   bergulir   tersebut   tetap   merupakan   transaksi
pembiayaan.

16. Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah
ten.adi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Daerah yang
ditandai dengan dikeluarkannya SP2D-LS  atau dokumen lain yang
dipersamakan   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-
undangan.
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PERTGUKURART DAHA BERGULIR
17. Dana   Bergulir   disajikan   di   Neraca   sebagal   lnvestasi

Jangka Panjang-Invesfasi Non Permanen-Dana Bergu]ir.  Pada saat
perolehan   dana   bergulir,   dana   bergulir   dicatat   sebesar  harga
perolehan  dana  bergulir.  Hal  tersebut  berarti  bahwa  pencatatan
pertama  kali   dana  bergulir   sebesar  dana  yang  digulirkan   ke
masyarakat   ditambah   seluruh   biaya   yang   dikeluarkan   untuk
perolehan dana bergulir.

PENGUKURAN    BERIKu"¥A    (szzBSBotzEivr   JrmszzREflrtynrz]
TERIIADAp pENGAKUABr AWAL

18. Pengukuran    dana    bergulir    setelah    saat    perolehan
dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  dengan  penyesualan  terhadap
Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca
menggambarkan   nilai    bersih   yang   dapat    direalisasikan    (Jief
reczzz27abze I;ahae). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh
jika   Pemerintah   Daerah   pengelola   dana   bergulir   melakukan
penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (agzr'zg
scJlechtze).  Berdasarkan  penatausahaan  tersebut,  akan  diketahui
jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih,  dana
berguhi yang  masuk  kategori  diragukan  dapat  ditagjh  dan  dana
bergulir yang dapat ditagih.

19. Dana bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang
belum dilunasi tersebut dikurangi dana bergulfr diragukan tertagih
{dana bergulir yang tidak dapat ditagih ditambah dana berguHr yang
masuk kategori diragukan dapat ditagih). Pencatatan dana bergulir
diraguhan  tertag±h  diikuti  dengan  pencatatan  untuk  mengurangi
ekuitas    dana   investasi-diinvestasikan    dalam    investasi   jangka
panjang.

20. Harga perolehan dana bergulir dalam valuta asing harus
dinyatakan  dalam  rupiah  dengan  menggunakan  nilai  tukar  (kurs
tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

DAHA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH
21. Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai

bersih yang dapat direalisasikan  (7ief reazieclaze uczzzte}.  Alat untuk
menyesualkan adalah dengan mengurangkan dana bergulir dengan
dana bergulir dilngukan tertagih. Dana bergulir diragukan tertagih
bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian,
nilal dana bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan
dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama dana
bergulir masih tercantum ataLu belum dihapuskan.

22. Dana   berguhi   diragukan   tertagih   diperhitungkan   dan
dibukukan pada periode yang sama dengan dana bergulir, sehingga
dapat  menggambarkan  nilai  yang  betul-betul  diharapkan  dapat
direalisasi.   Dana   bergu]ir   diraguhan   tertagih   terdiri   atas   dana
bergulir yang tidak dapat tertagih ditambah perhiraan dana bergu]ir
yang tidak tertagih (diragukan dapat tertagih)  .  Dana bergulir yang
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tidak dapat tertagih harus didukung dengan bukti-bukti bahwa dana
bergulir  tersebut  tidak  dapat  ditagih  dan  tetap  harus  dibukukan
saLlnpal  dana  bergulir  tersebut  dihapuskan  sesuai  ketentuan  yang
berlaku.  Sedangkan  dana  bergulir  diragukan  tertagih  ditentukan
dengan melakukan analisas terhadap saldo dana bergulir yang masih
outstanding berdasarhan berdasarhan pengalaman nasa lalu pada
setiap akhir periode.

23. Untuk    menentukan    besamya    dana    bergulir   yang
diragukan      tertagih      terlebih      dahulu      harus      dilakukan
pengelompokan  dana  bergulir  berdasarkan  umur  dana  bergulir
{czging scheczztze} sebagal dasar perhitungan. Besarnya dana bergulir
yang  diragukan  tertagih  pada  setiap  akhir  tahun  ditentukan
sebagai berikut:
a)   Kualitas  Lancar,  apabila  belum  dilakukan  pelunasan  salnpai

dengan  tanggal jatuh  tempo  yang  ditefapkan,  dengan  taksiran
piutang tidak tertagih sebesar 0.5 % (nol koma lira persen) ;

b)  Kualitas  Kurang  I.ancar,  apabila  dalam jangka  waktu  1  (satu}
bulan   terhitung  sejak  tanggal   Surat  Tagihan   Pertama  tidak
dilakukan  pelunasan,  dengan  taksiran  piutang  tidak  tertagih
sebesar 10% (sepuluh persen) ;

c)  Kualifas Diragukan,  apabila dalam jan9ka waktu  1  (satu}  bulan
terhitung  sej,qk  tanggal  Surat  Tagihan  Kedua  tidak  dfiakukan
pelunasan,  dengan taksiran piutang tidak tertagih sebesar 50°/a
(lima puluh persen); dan

d)  Kualifas  Macet,   apabila  dalam  jan9ka  waktu   1   {satu)   bulan
terhitung  sejak  tanggal  Surat  Tagihan  Ketiga  tidak  dilakukan
pelunasan, dengan taksiran piutang tidak tertagih sebesar 100%
(seratus persen).

METODE PERELAIAN DAmA BERGULIR
24. Penilaian   dana   bergulir   Pemerintah   Daerah   dilakukan

dengan  metode  nilai bersih yang dapat direalisasikan.  Nilal  bersih
yang  dapat  direalisasikan  (rief  7ietzz&czbze  z;czzzte}  adalah  nilai  dana
bergulir   yang   dicatat   berdasarkan   harga   perolehan   dikurangi
perldraan dana bergulir diragukan tertagih.

PERTGAKUAN HAslL DARE DAHA BERGunlR
25. Hasil  investasi  non  pelmanen  yang  diperoleh  dari  dana

bergulir dapat berupa bunga dari dana berguhi atau bagi hasil dari
dana  bergulir  dicatat  sebagal  pendapatan.   Hasil  tersebut  tidak
termasuk pengembalian pokok dana bergulir. Hasil dari dana bergulir
apabila   tidak   dinaksudkan   untuk   digulickan   diarfui   sebagai
pendapatan pada saat bunga atau  bagi hasfl telah  disetor ke kas
Daerah.

26. Apabila bunga atau bagi basil dari dana bergulfr digulirkan
kepada masyarakat (tidak disetor ke kas Daerah} maka bunga atan
bagi   hasil   dari   dana   bergulir   tersebut   tetap   diakui   sebagai
pendapatan.   Pengakuan   pendapatan   dari   dana   bergulir   yang
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digulirfean   tersebut   pada   saat   yang   bersamaan   harus   dicatat
pengeluarali      pembiayaan-dana     bergulir     sebagal     tandingan
pendapatan  di  Laporan  Realisasi Anggaran  dan  Laporan Arus  Kas
sekaligus  menambah  investasi  non-permanen  dana  bergulir  dan
ekuitas di Neraca.

27.  Pendapatan  dari  dana  bergulir  berupa  bunga  atau  bagi
hasil   dapat   digunakan   secara   langsung   apabi]a  dana  bergulir
tersebut dikelola secara te]mis oleh Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)  untuk  membiaya  pengeluaran  operasional.  Apabila  bunga
atau  bagi  basil  dari  dana  bergulir  tersebut  tidak  disetor  ke  kas
Daerah melainkan digunakan secara langsung oleh Badan Layanan
Umum  Daerah  {BLUD)  untuk  membiayai  pengeluaran  operasional
maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui
sebagal pendapatan. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang
digunakan untuk membiayal pengeluarin operasional pada saat yang
bersamaan harus dicatat belanja sebagai tandingan pendapatan di
Laporan ReaHsasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

pENGunGKAPAIT
28. Hal-hal   lain   yang   harus   diungkapkan   dalam   laporan

keuangan.   pemerintah   berhaitan   dengan   dana   bergulir,   selain
mencantumkan  pengeluaran  dana  bergulir  sebagai  Pengeluaran
Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas,
dan  Dana  Bergulir  di  Neraca,  perlu  diungkapkan  informasi  lain
dalam Catatan atas Laporan Keuangan {CaLK} antara lain:
a)     Dasar p€rilaian Dana Bergulir;
b}    Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
c)    Besamya suku bunga yang dikenakan;
d)    Saldo   awal  dana  bergulir,   penambahan/pengurangan  dana

bergulir dan saldo akhir dana bergulir; dan
e}    Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur

/
dana bergulir.
29. Untuk    memudahkan    pengguna    laporan    keuangan,

pengungkapan  pada  CaLK dapat  disajikan  dengan narasi,  bagan,
grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim.
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EE. AKUNTANSI BELAHdA BAHTUAN SOSIAL

pErmddlunuAV
Tujuan

1.     Tujuan Kehijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur
perlakuan  akuntansi untuk bantuan  belanja  sosial  dan  inforrmsi
lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup
2.     Kebijakan    Akuntansi    ini    diterapkan    untuk    unit

Pemerintahan  Daerah  yang  menyajikan  laporan  keuangan  untuk
tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya.

3.     Kebijakan  ini  mengatur  perlakuan  akuntansi  belanja
bantuan sosial pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang
meliputi:
a)  Defmisi;
b)  Pengakuan;
c)  Penyajian; dan
d}  Pengungkapan.

DErmsI
4.     Berikut  adalah   istilah-istilah  yang  digunakan   dalam

Kehijakan Ahamtansi dengan pengertian:
a)     Bantuan    sosial    merupakan    pengeluaran    dalaln    bentuk

barang/jasa  kepada  masyarakat  yang  berfujuan  peningkatan
kesejahteraan  masyarakat yang  sifatnya  tidak  terus  menerus
dan selektif.

b)     Bencana   adalah   peristiwa   atau   ran8kalan   peristiwa   yang
mengancam  dan   mengganggu   kehidupan   dan   pen9hidupan
masyarakat yang disebabkan  balk oleh  faktor alam  dan/atan
faktor     non     alam     maupun     falstor     manusia     sehingga
mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa  manusia,  kerusakan
ling]flmgan, kerugian harta benda, dan 'dampak psikologis.

c)     Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang
diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat/Daerah  kepada  masyarakat
guna melindungi dari kemun9hinan ten.adinya risiko sosial.

d)     Belanja  Bantuan  Sosial  berkelanjutan  adalah  bantuan  yang
diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf
kesejahteraan    sosial    dan    upaya    untuk   mengemban8kan
kemandirian.

e)     Belanja  bantuan   sosial  yang  diberikan   secara  tidak  terus
menerus/tidak mengikat diartikan  bahwa pemberian  bantuan
tersebut  tidak  wajib  dan  tidak harus  diberikan  setiap  tahun
anggaran,  belanja bantuan  sosial  dihentikan pada  saat pihak
yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut.

8      Pemberi  bantuan  sosial  adalah  Pemerintah  Pusat  dan/atau
Pemerintah   Daerah.   Institusi   pemerintah   baik   pusat   atau
Daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi
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yang  melaksanakan  perlindungan.  sosial,   rehabilitasi  sosial,
jaminan     sosial,     pemberdayaan     sosial,     penanggulangan
kemis]rinan    dan    pelayanan    dasar    serta    penanggulangan
bencana.

g)     Penerima  belanja  bantuan  sosial  adalah  seseorang,  keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang
tidak stabil  sebagal aJdbat dari  situasi krisis  sosial,  ekonomi,
politik,  bencana,  dan  fenomena  alam  agar  dapat  memenuhi
kebutuhan  hidup  minimum,  temrasuk  di  dalamnya  bantuan
untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan
dan  bidang  lain  yang  berperan  untuk  melindungi  individu,
kelompok  dan/atau  masyarakat  dari  kemun9ldnan  ten.adinya
risiko sosial.

h)     Risiko   sosial   adalah   kejadian   atau   peristiwa   yang   dapat
menimbulkan    potensi   tejadinya   kerentanan    sosial   yang
ditanggung    oleh    individu,    keluarga,    kelompck    dan/atan
masyarakat sebagal darnpak lalsis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik,  fenomena  alam  dan  bencana  alam  yang  jika  tidak
diberikan belanja bantuan sosial akan  semaldn telpuruk dan
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

KETEHTUAH UMUM
5.     Pemerintah  Daerah  dapat  memberikan  bantuan  sosial

kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan
Daerah.

6.     Pemberian      bantuan      sosial      dilakukan      setelah
memprioritaskan    pemenuhan    belanja    urusan    wajib    dengan
memperhatikan asas keadflan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat
untuk masyarakat.

7.     Pemberian   bantuan   sosial   memenuhi   ]alteria   paling
sedikit:
a)  selckff;
b)  memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c)  bersifat  sementara  dan  tidak  terus  menerus,   kecuali  dalam

keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
d)  sesuai tujuan penggunaan.

8.     Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau
keluarga  terdiri  alas  bantuan  sosial  kepada  individu  dan/atau
keluarga  yang  direncanakan  dan  yang  tidak  dapat  direncanakan
sebelurmya.

9.     Bantuan sosial yang direncanalran dialokasikan. kepada
individu dan/atau keluarga yang sudah jelas mama, alamat penerima
dan. besarannya pada saat penyusunan APBD.

10.   Bantuan    sosial    yang    tidak    dapat    direncanakan
sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang
tidak dapat dipeddlalran pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih
besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersan9kutan.
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11.   Pagu  alokasi  anggaran yang  tidak  dapat  direncanaJrm
sebelumnya     tidak     melebihi     pagu     alokasi     anggarali     yang
direncanakan.

12.   Transfer   uang/barang/jasa   dari   Pemerintah   Daerah
kepada masyarakat memilik± ketenfuan berikut ini:
a)       Belanja  bantuan   sosial   dapat  langsung  diberihan   kepada

anggota    masyarakat   dan/atau    lembaga   kemasyarakatan
terlnasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah
bidang pendidikan dan keagamaan.

b)      Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
c)       Belanja  bantuan  sosial  ditujukan  untuk  mendanai  kegiatan

rehabilitasi    sosial,    perlindungan    sosial,   jalninan    sosial,
pemberdayaan    sosial,    penanggulangan    kemiskinan    dan
penanggulangan bencana.

d)       Belanja bantuan  sosial bertujuan  untuk meningkatkan  taraf
kesejahteraan, kua]ifas, kelangsungan hidup, dan memulihkan
fungsi  sosial  dalam  ran8ka  mencapai  kemandirian  sehingga
terlepas dari risiko sosial.

e)       Belanja  bantuan  sosial   diberikan   dalaln  bentuk:   bantuan
langsung;    penyediaan    aksesibilitas;    dan/atau   penguatan
kelembag-.

13.   Untuk  membatasi  apa  saja  yang  dapat  dikategorikan
sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran belanja balituan sosial
memilild lndteria berikut ini:
a)     Tujuan penggunaan;
b)     Pemberi Bantuan;
c}     Persyaratan penerima Bantuan;
d)     Bersifat sementara atau Berkelanjutan.

14.   Pengeluaran    belanja    bantuan    sosial    hanya    dapat
dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk:
a)       Rehabflifasi   sosial   dinaksudkan   untuk   memulihkan   dan

mengembangkan   kemampuan   seseorang   yang   mengalami
disfungsi  sosial  agar  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya
secara wajar;

b)       Perlindungan.   sosial   dimaksudkan   untuk   mencegah   dan
menangani   risiko   dari   guncangan   dan   kerentanan   sosial
seseorang,  keluarga,  kelompok,  dan/atau  masyarakat  agar
kelangsungan    hidupnya   dapat   dipenuhi    sesuai    dengan
kebutuhan dasar minimal;

c)       Pemberdayaan  Sosial  adalah  semua  upaya  yang  diarahkan
untuk  menjadikan  warga  negara  yang  mengalami  masalah
sosial    mempunyal    daya,     sehingga    mampu    memenuhi
kebutuhan dasaLmya;

d)      Jaminan   Sosial   adalah   skema   yang   melembaga   untuk
menjamin  seluruh  rakyat  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan
dasar hidupnya yang layak;

e)       Penanggulangan  kemiskinan  merupakan  kebijakan,  program,
dan   kegiatan   yang   dilakukan   terhadap   orang,   keluarga,
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kelompok dan/atau  masyarakat yang tidak mempunyai atau
mempunyai   sumber   mata   pencaharian   dan   tidak   dapat
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;

O        Penanggulangan   bencana   adalah   seran8kaian   upaya  yang
meliputi  penetapan  kehijakan  pembangunan  yang  berisiko
timbulnya  bencana,  kegiatan  pencegahan  bencana,  tanggap
darurat dan rehabiHfasi.

15.   Pemberian  belanja  bantuan  sosial  umumnya  bersifat
sementara dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana
Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau
berkelanjutan.

16.   Belanja  bantuan  sosial  tidak  boleh  digunakan  untuk
mendanai   kegiatan   di   lingkungan   instansi   Pemerintah   Daerah
walaupun   terkalt   dengan   penyelenggaraan   kegiatan   Pemerintah
Daerah untuk menangani risiko sosial. Kegiatan tersebut dilakukan
sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan
kesejahteraan rakyat sehingga didanai dengan menggunakan belanja
pegawai, barang atau modal.

17.   Bantuan    sosial    berupa    uang    dianggarhan    dalam
kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek
belanja bantuan  sosial,  dan  rincian  obyek belanja bantuan  sosial
pada PPKD. Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja
bantuan sosial meliputi:
a)     individu dan/atau keluarga;
b)     masyarakat; dan
c)     lembaga non pemerintahan.

18.   Bantuan   sosial   berupa   barang   dianggarkan   dalam
kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program
dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa,
obyek  belanja  bantuan  sosial  barang  dan  rincian  obyek  belanja
bantuan     sosial     barang     yang     diserahkan     kepada     pihak
ketiga/ masyarakat pada Peran8kat Daerah.

19.   Belanja  bantuan  sosial  dalaln  bentuk  jasa  diberikan
dalam  bentuk  pembayaran  kepada  pihak  ketiga  yang  melakukan
aktivitas yang sesual dengan hiteria bantuan sosial. PELak ketiga ini
dapat terdiri atas individu, kelompok, masyarakat atau lembaga non
pemerintah   yang   melakukan   aldivitas   yang   berhajfan   dengan
perlindungan teljadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial dalam
bentuk jasa tidak boleh diberikan kepada instansi pemerintah lain
atau   pegawai   pemerintah   walaupun   terkait   dengan   aktivitas
penanganan risiko sosial.

pEH¥ustJHADT ArvGGARAIT
20.     Penganggaran.      belanja      bantuan      sosial      hanya

diperkenankan untuk kegiatan yang telah memenuhi seluruh kriteria
belanja bantuan sosial balk dari sisi pengertian, tujuan, persyaratan
penerima, pemberi dan sifat. Belanja bantuan sosial ini dapat berupa
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pemberian uang,  barang, maupun jasa,  dengan penjefasan sebagai
berikut:
a)     Pemberian uang kepada penerima belanja bantuan sosial yang

telah memenuhi kriteria. Uang ini diberikan tanpa ada maksud
untuk ditarik kembali dengan mekanisme dana bergulir, bukan
berupa Penguatan Modal Masyarakat PNPM Mandiri, dan bukan
pemberian kepada partai politik.

b)     Pemberian  barang  balk  berupa  barang  habis  pakal  maupun
berbentuk  aset  tetap,  dari  hasil  membeli  atau  memproduksi
sendiri, yang diberikan kepada penerima belanja bantuan sosial
yang  telah  memenuhi  lriteria.  Barang yang  diberikan  bukan
untuk dipakai sendiri atau  diberikan  kepada instansi vertikal
pemerintah  yang   bersan9kutan,   sehingga   tidak   menalnbah
jumlah aset yang diniliki oleh satuan ken.a terkait atau instansi
vertikal di bawahnya.

c)     Pemberian berupa jasa, satuan kelja memberikan pelatihan atau
mengirimhan    orang    untuk    melakukan    pelatihan    kepada
penerima belanja bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria.

21.   Penganggaran  belanja  bantuan  sosial  meliputi  seluruh
biaya     yang     dikeluarhan     untuk     kegiatan     terkait     dengan
penyelenggaraan bantuan sosial tersebut.

pELAKSABiAAH AlrGGARAN
22.     Penerima belanja bantuan sosia] dapat meliputi anggota

masyarakat    dan/atau    lembaga    kemasyaraha±an    termasuk    di
dalamnya    bantuan    untuk    lembaga    non    pemerintah    bidang
pendidikan dan keagamaan nalnun harus dipilih secara selektif yaltu
yang perlu dilindungi dari kemun9hinan ten.adinya risiko sosial.

23.     Contoh  individu,  kelompok,  masyarakat  yang  berhak
menerima belanja bantuan sosial adalah mereka yang memfliki risiko
sosial  dan  tidak  malnpu  menguran9i  risiko  sosial  secara  mandiri
tanpa bantuan pemerintah, antara lain:
a)  masyarakat tertinggal dan terlantar;
b)  orang yang dapat bekeq.a tetapi belum mendapatkan pekeH.aan;
c)  anak-anak yatim;
d)  keluarga atau masyarakat miskin;
e)  keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang maupun

ahli warisnya yang tidak mampu ;
i)   orang lanjut usia;
g)  orang sakit dan cacat;
h)  pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
i)   tuna sosial dan penyinpangan perilaku;
j)   korban bencana; dan
k)  korban tindak kekerasan, eksploitasi dan disldiminasi.

24.   Belanja  bantuan  sosial  dapat  juga  diberikan  kepada
lembaga  pendidikan,  keagamaan  atau  lembaga  sosial  lain  yang
menangani   individu/kelompok   masyarakat  yang   memilihi   risiko
sosial.   Belanja   bantuan   sosial   dapat   diberilran   dalam   bentuk
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penyelenggaraan sekolah, kegiatan penyuluhan, pendampingan dan
advokasi untuk individu atau masyarakat yang memiliki risiko sosial.

25.   Jenis  kegiatan  yang  didanai  dengan  belanja  bantuan
sosial harus sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial. Belanja
Bantuan Sosial dapat diberikan untuk mendanal kegiatan berikut ini:
a}     Rehabilitasi   sosial   dimaksudkan   untuk   memulihkan   dan

mengembanghan    kemampuan    seseorang    yang    mengalami
disfungsi  sosial  agar  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya
secara wajar. RehabiHfasi sosial diberikan dalam bentuk antara
lain:
1)   motivasi dan diagnosis psikososial;
2)   perawatan dan pengasuhan;
3)   pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
4)   bimbingan mental spiritual;
5)   bimbingan fisik;
6)   bimbingan sosial dan konseling psikososial;
7}   pelayanan aksesibilitas;
8)   bantuan dan asistensi sosial;
9)   bimbingan resosialisasi;
10) bimbingan lanjut; dan/atau
1 1) rujukan.

(b)    Jaminan     Sosial     diberikan     dalam     bentuk     tunjangan
berkelanjutan.  Asuransi  kesejahteraan  sosial  diselenggarahan
untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar
premi  agar  mampu  memelihara  dan  mempertahapkan  taraf
kesejahteraan   sosiahaya.   Asuransi   kesejahteraan.   sosial   ini
diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

(c)    Pemberdayaan  Sosial  adalah  semua  upaya  yang  diarahkan
untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial
mempunyai   daya,   sehingga   mampu   memenuhi   kebutuhan
dasamya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:
1)   peningkatan  kemauan  dan  kemampuan,  yang  dilakukan

dalam bentuk:
a.  diagnosis dan pemberian motivasi;
b.  pelatihan keterampilan;
c.  pendampingan;
d.  pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat

usaha;
e.  penin9kafan akses pemasarali hasfl usaha;
f.   supervisi dan advokasi sosial;
9. ^ penguatan keserasian sosial;
h. penafaan lingkungan; dan/atau
i.   bimbingan lanjut.

2)   penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam
bentuk:
a.  diagriosis dan pemberian motivasi;
b.  penguatan kelembagaan masyarakat;
c.  kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau



- 336 -

d.  pemberian stinulan.
3)   penggalian nilai-nilai dasar;
4)   pemberian akses; dan/atau
5)   pemberian bantuan usaha.

{d)    Perlindungan    sosial    dimaksudkan    untuk    mencegah    dan
menangani   risiko   dari   guncangan   dan   kerentanan   sosial
seseorang,   keluarga,   kelompok,   dan/atau   masyarakat   agar
kelangsungan    hidupnya    dapat    dipenuhi    sesuai    dengan
kebutuhan   dasar   minimal.    Perlindungan   Sosial   diberikan
melalui antara lain:
1)   bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:

a.  bantuan langsung;
b.  penyediaan aksesibilitas; dan/atau
c.  penguatan kelembagaan.

2}   advokasi  sosial  yang  diberikari  dalam  bentuk  penyadaran
hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

3)   bantuan  hukum  diberikan  dalam  bentuk  pembelaan  dan
konsultasi hukum.

(e}    Penanggulangan  kemishinan  merupakan  kebijakan,  program,
dan   kegiatan   yang   dilakukan   terhadap   olang,   keluarga,
kelompok  dan/atau  masyarakat  yang  tidak  mempunyal  atau
mempunyai   sumber   mata   pencaharian   dan   tidak   dapat
memenuhi    kebutuhan    yang    layak    bagi    kemanusiaan.
Penanggulangan kemis]dnan dilaksanakan dalam bentuk antara
lain:
1)   penyuluhan dan binbingan sosial;
2)   pelayanan sosial;
3}   penyediaan akses kesempatan kelja dan berusaha;
4)   penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
5)   penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
6}   penyediaan akses pelayanan perumahan dan permuhiman;

dan/atan
7)   penyediaan  akses pelatihan,  modal usaha,  dan pemasaran

hasil usaha.
(8     Penanggulangan   bencana   adalah   seran8kaian   upaya   yang

meliputi   penetapan   kehijakan   pembangunan   yang   berisiko
timbulnya  bencana,   kegiatan  pencegahan  bencana,  tanggap
darurat dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana dilaksanakan
dalam bentuk antara lain:
1)   penyediaan   dan   penyiapan  barang  pasokan  pemenuhan

kebutuhan daar;
2)   pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan

kebutuhari   air   bersih   dan   sanitasi,   pangan,   sandang,
pelayanan      kesehatan,      pelayanan      psikososial      dan
penalnpungan serta tempat hunian;

3)   pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
4)   kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
5)   pemberian bantuari perbajkan rumah masyarakat;
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6)   sac.tunan duka cifa; dan
7)   santunan kecacatan.

pEHGjunAV
26.   Bantuan  sosial  sebagal  kelompok  belanja  diakui  pada

saat  ten.adinya  pengeluaran  belanja  bantuan  sosial  tersebut  dari
Rekening Kas Umum Daerah.

pERTyAA)IAH DAIT pEHGtIHGKAPAlr
27.   Belanja bantuan sosial disajikan pada LRA sebesar nilai

belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Persediaan yang berasal
dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yaitu persediaan
disajikan sebesar:
a)     biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b)     biaya standar apabila diproduksi sendiri;
c)     nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

28.   Penyajian  dan  pengunghapan  Belanja  Bantuan  Sosial
pada laporan keuangan dapat dikelompokkan sebagai beri]mt:
a)     Disajikan  sebagal  pengeluaran  belanja  bantuan  sosial  pada

Laporan Realisasi Anggaran {LRA) ;
b)     Disajikan sebagal persediaan di Neraca afas aset yang berasal

dari bantuan sosial yang belum diserahkan kepada pihak yang
sudah ditetapkan;

c)     Disajikan   sebagai  utang  di  Neraca  atas  komitmen   belanja
bantuan sosial yang sehamsnya dilakukan tetapi sampal tanggal
pelaporan  belum  dflaksanakan.  Disajikan  sebagai  piutang  di
Neraca atas kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial yang
telah terlanjur disalurkan kepada penerima;

d)     Diungkapkan pada catatan alas Laporan Keuangan {CaLK).
29.   Belanja Bantuan Sosial merupakan bagian dari belanja

operasi.  Bantuan  sosial dalam bentuk uang dan  barang disajikan
pada LRA sebesar nilai bantuan sosial yang direalisasikan  dengan
memperhitungkan  seluruh  belanja  yang  terkalt  dengan  aktivitas
pemberian belanja bantuan sosial tersebut.  Sebagal contofi belanja
bantuan sosial terkait dengali pengadaan barang untLik diserahkan
kepada   penerima   bantuan    sosial,    melfputi   biaya   pembelian,
pengirimaan dan pengadaan barang sampai dengan baran.g tersebut
sampai ke tangan penerima bantuan sosial. Belanja lain yang terkalt
dengan   bantuan   sosial   yang   dianggarhan   pada   belanja   selain
bantuan sosial tidak boleh diklasifikasikan sebagai belanja bantuan
sosial.

30.   Bantuan sosial berbentuk barang yang belum diserahkan
kepada pihak penerima harus disajikan sebagal persediaan di neraca.
Utang belanja bantuan sosial disajikan dalam kelompok kewajiban
atas      jumlah       belanja       bantuan       sosial       yang       belum
dibayarkan/diserahkan   padahal   seharusnya   sudah   dibayarkan
diserahkan. Piutang belanja bantuan sosial disajikan afas kelebihan
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pemberian  bantuan  sosial yang akan  dikembalikan  oleh  penerima
bantuan sosial.

31.   Informasi  tambahan  tentang belanja dan aset bantuan
sosial yang  tidak  disajikan  pada  lembar  muka  laporan  keuangan
yang perlu diungkapkan dalam CaLK paling sedikit memuat:
a)    Rincian   bantuan   sosial   menurut   penerima   atau   kelompok

penerima bantuan sosial;
b)     Rincian bantuan sosial menurutjenis kegiatan utalna;
c}     Persediaan untuk bantuan sosial yang akan diberikan;
d)     Rincian pengeluaran dalam ran9ka bantuan sosial dalam bentuk

uang, barang dan/atau jasa; dan
e}     Penjelasan-penjelasan tanbahan lain yang diperlukan untuk Jitzz

disctosREre.
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FF.  AKUHTAHSI HIBAII

pEueAEunEN
Tujuan

1.     Tujuan Kehijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur
perlakuan  akuntansi  hibah  dan  informasi  lainnya  yang  dianggap
perlu disajikan dalam laporan keuangan, disamping itu juga untuk
memberikan   panduan,   penyelarasan   persepsi   dan   penyelesaian
permasalahan   pengelolaan   dan   pertanggung).awaban   hibah   baik
pendapatan   maupun   belanja   hibah.   Kehijakan   Akuntansi   ini
diharapkan dapat menin8katkan akuntabELfas penerilnann hibah dan
penggunaan dana hibah, sehingga dapat menin9katkan akuntabilitas
keuangan daerah khususnya pelaporan keuangan pada aspek hibah.

Ruang Lingkup
2.     Kebijakan    Akuntansi    ini    diterapkan    untuk    unit

Pemerintahan  Daerah  yang  menyajikan  laporan  keuangan  untuk
tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akLmtansinya.

3.     Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi hibah pada
entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang mdiputr
a)  Definisi;
b)  Jenis dan Klasifikasi;
c)  Pengukuran;
d)  Pengakuan;
e)  Penyajian; dan Pengun9kapan.

DErmsI
4.     Berikut  adalah   istilah-istilah  yang  digunakan   dalam

Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
a)     Pendapatan  Hibah  adalah  penerimaan  daerah  dalam  bentuk

devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau
surat  berharga  yang  berasal  dari  pemerintah  negara  asing,
badan/lembaga asing, badan/lembaga intemasional, pemerintah
lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan. yang tidak
perlu dibayar kembali.

b)     Kriteria pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:
1)     Berasal   dari   pemerintah   negara   asing,   badan/lembaga

asing, badan/ 1embaga intemasional, dan pemerintah lain
atau  berasal  dari  badan/   1embaga  dalam  negeri  atau
perseorangan;

2)     Tidak  dimaksudkan  untuk  dibayarkan  kembali  kepada
pemberi   hibah,    Pemberian   secara   cuma-cuma   tanpa
menuntut  pengembalian  alas  pemberian  bantuan  yang
diberikan balk berupa barang yang sama maupLin dalam
bentuk lain.

3}     Tidak   ada   tinbal   balik/balasan   secara   langsung   dari
penerima hibah kepada pemberi hibah;
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4}     Hibah   yang   diterima   tidak   mempersyaratkan   adanya
kewajiban   memberikan   imbalan/balasan   dalaln   bentuk
apapun atas bantuan yang diterima;

5)     Dituangkan dalam suatu naskah peg.anjian antara pemberi
dan   penerima   hibah.   Hibah   dituan8kan   dalaln   suatu
pep.anjian  antara  pemberi  dan  penerina  yang  mengatur
maksud    pemberian    hibah,    penggunaan    hibah,    dan
pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel.  Dalam
hal tidak ada surat pedanjian,  penerima hibah membuat
dokumen sebagal pengganti naskah peljanjian penerimaan
hibah dalam ran9ka akuntabiHtas dan transparansi.

c)     Belanja   Hibah   adalah   belanja   pemerintah   dalam   bentuk
uang/barang atau jasa yang dapat diberihan kepada pemerintah
negara lain, organisasi intemasional, pemerintah pusat/daerah,
perusahaan negara/daerah, masyarakat, kelompck masyarakat,
atau  organisasi  kemasyarakatan  yang  secara  spesifik  telah
ditetapkan   peruntukannya,   bersifat   tidak  wajib   dan   tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan
lain dalaln peratLiran perundang-undangan.

d)     Beban    hibah    adalah    beban    pemerintah    dalam    bentuk
uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan
negara/daerah,  masyarakat  dan  organisasi  kemasyarakatan,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

JENls DA)I KLAslFIIIAsl pEHDAPATABr HIBAII
5.     Berikut adalah klasifikasi pendapatan hibah:

a)     Pendapatan hibah menurut mekanisme penganggarari
1)  Hibah yang direncanahan

Hibah yang direncanakan adalah Hibah yang dilaksanakan
melalui  mekanisme  perencanaan   dan  penganggaran  dan
diterima oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan
umum {BUD}.

2}  Hibah Langsung
Hibah langsung adalah  Hibah yang diterima langsung oleh
SKPD    tanpa   melalui   entifas   yang   mempunyai   fungsi
perbendaharaan   {BUD).   Hibah   ini   tidak   masuk   dalam
perencanaan   karena   hibah   diterima   tanpa   ada  naskah
pep.anjian  sebelumnya.  Nalnun  demikian,  hibah  langsung
yang  diterima  dalam  periode  tahun  ben.alan  dan  dapat
dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran pada saat
penyusunan  perubahan  anggaran,  maka  hibah  langsung
dimaksud dapat bera]ih menjadi hibah yang direncanakan.

b)     Pendapatan Hibah menurut bentukya:
1)  Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing atau devisa

yang dirupiahkan;
2)  Dalam bentuk surat berharga;
3)  Dalam bentuk barang; dan
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4)  Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ah]i, beasiswa
dan pelatihan.

c)     Pendapatan Hibah menurut sumbemya:
1)  Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari:

a.  Pemerintah pusat;
b.  Pemerintah Daerah lainnya bila diterima dari Pemerintah

Phovinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya;
c.  Institusi/Lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat

dan kelompok masyarakat.
2)  Pendapatan hibah luar negeri yang berasal dari:

a.  Negara asing;
b.  Lembaga donor multilateral;
c.  Lembaga keuangan. asing; dan
d.  Lembaga non keuangan asing.

PENGUKU~
6.     Pengukuran pendapatan hibah dalam bentuk kas dicafat

sebesar nilal nominal hibah yang diterima atau yang menjadi hak.
Sedan9kan  pendapatan  hibah  dalan  bentuk  barang/jasa  dicatat
sebesar nilal barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berifa acara
serah  terima,  dan jika data  tersebut tidak  dapat diperoleh,  maka
dicatat berdasarkan nilal wajar.
Hibah   yang    diterima    dalam    bentuk    surat    berhal.ga    dinilai
berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima
oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah Daerah untuk dicatat di dalam
Laporan Keuangan.

7.     Pengukuran belanja hibah dicatat sebesar nilal nominal
yang dikeluarkan afau menjadi kewajiban hibah.

PEHGJKUAV
8.     Pengakuan pendapatan Hibah Basis Almial:

Pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis almial teriadi pada
saat hak pemerintah timbul yang akan  menambah  e]stiitas  dalam
periode tahun anggaran berialan serta tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan hibah berbasis almlal diakui pada saat hak pemerintah
timbul dan. disajikan di Laporan Operasional.
Pendapatan berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk
memperoleh pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di
Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entifas pelaporan.
Pendapatan hibah berbasis a]mial diakui pada saat:
a)     Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesirik;
b)     Besar kemun8kinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih;

dan
c)     Jumlahnya dapat diestimasi secara andal
Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan/niat
pemberi  hibah  untuk  mengeksekusinya.  Komitmen  dari  pemberi
hibah  masih  akan  terlalu  dini  untuk  diakui  sebagai  pendapatan
hibah-LO   mengingat   untuk   dapat   direalisasikan   akan   sangat
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dipengaruhi  oleh  berbagai  hal yang  ada  di  luar  kontrol  penerilna
hibah,  kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu,
serta tidak terlalu besar ke]fliatan pemerintah untuk menagihnya.
Berdasarkan hal tersebut,  pendapatan hibah-IO  diakui pada saat
dipenuhinya  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  perianjian  hibah.
Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagal berikut:
a)     Apabila    pemberi    hibah    akan    mengeluarhan    dana    atau

memberikan    barang   dengan    persyaratan    tertentu,    maka
pendapatan hibah diakui pada saat entitas pene]ina hibah telah
melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.

b}     Apabila    pemberi    hibah    akan    mengeluarkan    dana    afau
memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:
1)  terhadap  pemberian  hibah  yang  didasari  oleh  peljanjian

antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah
diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan pep.anjian
hibah ditandatangani.

2)  Ada  pemberi  hibah  mengeluarkan  dana  atau  memberikan
barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah
diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.

Untuk pendapatan  hibah  langsung yang diterima  SKPD  dan telah
memenuhi  kriteria  pengakuan  Pendapatan-LO,  maka  pendapatan
hibah-Ifo diakui pada saat diterima oleh SKPD penerima.

9.      Pengakuan Beban Hibah berbasis aknial
Beban   hibah   diakui   pada   saat   dipenuhinya   persyaratan   yang
ditetapkan dalam peljanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut
antara lain:
a)     dana  hibah  akan  dikeluarkan    jika  penerima  hibah  sudah

melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka
beban    hibah    diakui    pada    saat    penerima    hibah    telah
melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.

b)     dana  hibah  dikeluarkan  tanpa  persyaratan  tertentu,   maka
beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.

pEHyAIIAH DABT pEHGUHGKAPAlr
10.   Penyajian dan pengungkapan pendapatan hibah

Pendapatan Hibah dan rincian lebih lanjut terkait jenis pendapatan
disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Pendapatan  hibah juga  disajikan  pada  Laporan  Operasional yang
dikelompo]ckan   ke   dalam   Pendapatan    Operasional.    Jika   ada
beban/biaya  yang  harus  dikeluarkan  terkait  dengan  pendapatan
hibah   yang   diterina   maka   disajikan   dalam   kelompok   beban
operasional.
Disamping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan
Operasional,  transaksi  hibah juga  harus  diun8kapkan  sedernikian
rupa   pada   Catatan   atas   Laporan   Keuangan   sehingga   dapat
memberikan  semua  informasi yang relevan  mengenai  bentuk  dari
pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan.
Jenis  informasi  atas  transaksi  hibah yang  dapat  dijelaskan  pada
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Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:
a)     Kehijakan    akuntansi    yang    digunakan    dalam    penilalan,

pengakuan, dan pengukuran alas transaksi hibah;
b)     Penjelasan  pencapaian  transaksi  hibah  terhadap  target  yang

ditetapkan  dalam undang-undang APBN,  berikut kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun
pelaporan;

c)     Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;
d)     Informasi  tainbahan  yang  diperlukan  untuk  penyajian  yang

wajar,   yang   tidak   disajikan   pada   lembar   muka   laporan
keuangan'; dan

e)     Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat
berharga.

11.   Penyajian dali pengunghapan belanja hibah
Realisasi  belanja  dan  beban  hibah  disajikan  dalam  mafa  uang
rupiah.   Entitas   akuntansi   dan   Entifas   pelaporan   menyajikan
klasifikasi  belanja  hibah  menurut  jenis  belanja,  organisasi  dan.
menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

12.   Pada penerapan akuntansi berbasis akrual beban hibah
juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.

13.   Disamping  disajikan  pada  Laporan  Rea]isasi  Anggaran
dan Laporan Operasional, transaksi hibah juga haLrus diun8kapkan
sedenrikian  rupa  pada  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  sehingga
dapat memberikan semua jnformasi yang relevan mengenal belanja
hibah yang dikeluarkan.

14.   Jenis informasi atas transaksi belanja hibah yang dapat
dijelaskan pada Catatan afas Laporan Keuangan, antara lain:
a)     Kehijakan    akuntansi    yang    digunakan    dalam    penilaian,

pengakuan, dan pengukuran atas transaksi belanja hibah;
b}     Informasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan penerima

hibah; dan
c)     Informasi  tambahan  yang  diperlukan  untuk  penyajian  yang

wajar,   yang   tidak   disajikan   pada   lembar   muka   laporari
keuangan.
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GG. AKUNTAHsl pROpERTI mivESTAsl

pErmAHULUAV
Tujuan

1.    Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur
perlakuan  akuntansi  properti  investasi  dan  pengungp=apan  yang
terkait.

Ruang Lingkup
2.    Pemyataari  Kebijakan  akunfansi  ini  diterapkan  dalam

pengakuan,   pengukulan,   penyajian,   dan  pengungkapan  properti
investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas
Pemerintah Daerah tidak termasuk BUMD.

3.    Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk:
a}  aset biologis yang terkalt dengan aktivifas agrikultur; dan
b)  hak  penalnbangan  dan  reservasi  tambang  seperfi  minyak,  gas

alam   dan    sumber   daya   alaln   sejenis   yang   tidak   dapat
diperbaharui.

DErmsI
4.    Berikut   adalah   istilah-istilah   yang   digunakan   dalam

Kebijakan Akuntansi dengan pengertiannya:
a)  Nilal  tercatat  (car7I/e.rig  owzourrf)   adalah  nilai  bufu  aset,  yang

dihitung  darn   biaya  perolehan   suatu   aset  setelah   dikurangi
akumulasi penyusutan.

b)  Biaya perolehari adalah jumlah kas atau setara has yang telah dan
yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang
telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu
aset pada  saat perolehan  atau  konstruksi  sampai  dengan  aset
tersebut    dalam    kondisi    dan    tempat    yang    siap    untuk
dipergunakan.

c)  Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilal
investasi berdasarkan biaya perolehan.

d)  Nilal wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban
antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan
transaksi wajar.

e)  Properti     investasi     adalah     properti     untuk     men9hasflhan
pendapatan  sewa  atau  untuk  meningkatkan  nilal  aset  afau
keduanya, dan tidak untuk:

1)     digunakan  dalam  kegiatan  pemerintahan,  dimanfaatkan
oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan
barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:

2)     dijual   dan/atau   diserahkan   dalam   rangka   pelayanan
kepada masyarakat.

P   Ptoperti  yang  digunakan  sendiri  adalah  properti yang  dikuasai
(oleh  pemilik  atau  penyewa  melalui  sewa  pembiayaan}  untuk
kegiatan   pemerintah,   dimanfaathan   oleh   masyarakat  umum,



- 345 -

dalam produksi atau  penyediaan barang atau jasa atan  untuk
tujuan administratif.

PROPERTI IHVESTASI
5.    Pemerintah Daerah dapat memilihi properti investasi yang

digunakan untuk menchasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk
peningkatan nilai dengan keadaan sebagal berikut:
a)  Pemerintah  Daerah  mengelola  portofolio  properti  berdasarkan

basis komersial; atau
b)  Pemerintah   Daerah  memiliki  properti  untuk  disewakan  atau

untuk mendapatkan penin8katan nilal,  dan menggunakan hasil
yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.

6.    Pemerintah    Daerah    dapat    memili]ri    aset    berwujud
berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintah  atau
dimanfaatkan oleh masyarahat umum.  Apabila Pemerintah Daerah
mengelola   aset  properti   untuk   menchasflkan   pendapatan   sewa
dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk
dalam definisi properti investasi.

7.    Phoperti investasi  menghasilkan  arus  kas yang sebagian
besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasal oleh Pemerintah
Daerah.

8.    Berikut ini adalah contoh properti investasi:
a)  tanah  yang  dikuasal  dan/atau  dimiliki  dalam jan8ka  papjang

dengan  tujuan  untuk  memperoleh  kenaikan.  nilai  dan  bukan
untuk  dijual  dan/atau   diserahkan  dalam  ran9ha  pelayanan
kepada  masyarakat  atau  kepada  entitas  pemerintah  yang  lain
dalan jan9ka pendek;

b)  tanah yang dikuasai dan/afau dinilihi namun belum ditentukan
penggunaannya di nasa depan. Jilra Pemerintah Daerah belum
menentuhan penggunaan tanah sebagal properti yang digunakan
sendiri  atau  alran  dijual 'dan/atau  diserahkan  dalam  rangka
pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain
dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagal tanah yang
dimilihi dalam ran9ka kenaikan nilai;

c)  bangunan yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah  {atau  dikuasai
oleh Pemerintah Daerah melalui sewa pembiayaan} dan disewakan
kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;

d)  bangunan yang belum terpakal yang dikuasal dan/ atau dimiliki
tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu
atau lebih sewa operasi;

e)  properti dalaln proses pembangunan atau pengembangan yang di
nasa depan digunakan sebagal properti invesfasi.

9.    Berikut   adalah   contoh   aset  yang   bukan   merupakan
properti investasi dan dengan demifean tidak termasuk dalam ruang
lin9kup pemyataan ini:
a)  properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/  atau diserahkan

dalan rangha pelaianan kepada masyarakat atau sedang dalam
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proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atan
diserahkan dalam ranedra pelayanan kepada Inasyarakat, misalnya
properti   yang   diperoleh    secara   eksklusif   dengan   maksud
diserahkan dalam wak±u  dekat  atau  untuk pengembangan dan
diserahkan kembaH;

b)  properti    yang    masih    dalam    proses    pembangunan    atau
pengembangan afas nana pihak ketiga;

c)  properti yang digunakan sendiri, termasuk {diantaranya) properti
yang dikuasai untuk digunakan di nasa depan sebagai properti
yang    digunakan     sendiri,     properti    yang    dimfliki    untuk
pengembangan  di  nasa  depan   dan   penggunaan  selanjutnya
sebagai  properti  yang  digunakan   sendiri,   dan  properii  yang
digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;

d)  properti yang disewakan  kepada entitas  lain  dengan  cara  sewa
pembiayaan;

e)  Properti   yang   dinifihi   dalam   rangka   bantuan   sosial   yang
menchasilkan  tinghat  pendapatan  sewa  di  bawah  harga  pasar,
misalnya pemerintah memfliki perumahan atau apartemen yang
disediakan   bagi   masyarakat   berpenghasilan   rendah   dengan
mengenakan sewa di bawah harga pasar;

I)   properti yang dimilild untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai
dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.

g)  properti yang tidak  ditujuhan  untuk men8hasilkan  pendapatan
sewa dan peningkatan nilai,  namun  sesekali  disewakan kepada
pihak lain.

10.  Dalam   hal   Pemerintah   Daerah   memilild   aset   yang
digunakan  secara sebagian  untuk men9hasilkan  pendapatan  sewa
atau  kenalkan  nilai  dan  sebagian  lain  digunakan  untuk  kegiatan
operasional   pemerintah,   penentuan   klasifikasi   asetnya   sebagai
berikut:
a)  apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah,

Pemerintah      Daerah      mempertanggungjawabkannya      secara
terpisah;

b)  apabila  masing-masing  bagian  aset  tersebut  tidak  dapat  dijual
secara terpisah,  maka aset tersebut dikatakan  sebagal properti
investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan i 20% {kurang
dari atau sama dengan dua puluh persen) aset tetap digunakan
untuk kegiatan operasional pemerintah.

11.  Pemerintah Daerah memperlakukan aset sebagal properti
investasi apabila tainbahan biaya jasa layanan kepada para penyewa
properti dalam jum]ah yang tidak signifikan afas nilai keseluruhan
Peg.anjian.

12.  Untuk  tu].uan  konsolidasi  laporan  keuangan  Pemerintah
Daerah, transaksi properti investasi ten.adi antara entitas pelaporan
dan  entifas  akuntansi  tidak  memenuhi  definisi  properti  investasi
karena kepemilikan  properti investasi  tersebut  berada dalam  satu
kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti
investasi jika pola penyewaan dilakukan  secara komersial,  namun
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demikian     untuk     keperluan     penyajian     laporan     keuangan
konsolidasian aset tersebut disajikan sebagal aset tefap sebagalmana
diatur dalam kebijakan akuntansi aset.

13.  Properti    investasi    yang    disewakan    kepada    entitas
pemerintah lainnya maka bagian properd investasi yang disewakan.
kepada  pemerintah  lainnya  tersebut  harus  diungkapkan  dalam
laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

pENGArmEN
14.  FToperti investasi diakui pad.a saat diperoleh berdasarkan

kontrak/peljanjian keljasama atau berita acara serah terina (BAST)
atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat
diakui   sebagal  properti  investasi,   suatu   aset  harus  memenuhi
kriteria:
a)  besar   kemungkinan   terdapat   manfaat   ekonomi   yang   akan

mengalir ke Pemerintah Daerah di nasa yang akan datang dari
aset properti investasi; dan

b)  biaya pelulehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur
dengan andal.

15.  Dalam   menentukan   apakah   suatu   properti   investasi
memenuhi  kriteria  pertama  pengakuan,  Pemerintah  Daerah  perlu
menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi
nasa depan berdasarkan bu]ati yang tersedia pada wak±u pengakuan
awal.

16.  Kriteria  kedua  penga]flian  properti  investasi  biasarry.a
telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut.
Apabila  suatu  properti  investasi  diperoleh  buha]i  dari  pembelian
maka nilai peroleharmya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal
perolehan.

17.  Pemerintah  Daerah  mengevaluasi  semua  biaya  properti
invesfasi  pada  saat  teB.adinya  berdasarkan   prinsip   pengakuan.
Biaya-biaya tersebut,  termasuk biaya yang dikeluarkan  pada awal
perolehan  properti  investasi,  dan  biaya  yang  dikeluarkan.  setelah
perolehan  awal yang digunakan  untuk penambahan,  penggantian,
atau perbalkan properti investasi.

18.  Berdasarkan   prinsip   penga]flian   dalam   paragraf   15,
Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari
properti   tersebut   sebagal   jumlah   tercatat   properti   investasi,
melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeljharaan properti pada
saat  ten.adinya.   Biaya  perawatan   sehari-hard  tersebut  terutama
mencakup  biaya tenaga kelja dan  balang habis pakai,  dan  dapat
berupa bagian kecil dari biaya perolehan.

19.  Bagiari  dari  properti  investasi  dapat  diperoleh  melalui
penggantian.  Berdasarkan  prinsip  pengakuan,  Pemerintah  Daerah
mengakui   dalam  jumlah   tercatat   properti   investasi   atas   biaya
penggantian bagian properti investasi pada saat teljadinya biaya, jika
]ndteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan

1=

J
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dihentikan   pengakuannya   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

PEHGUKURAN SAAT pEHGAKUABr AWAL
20.  Properti  investasi  diukur  pada  awalnya  sebesar  biaya

perolehan.
21.  Apabila  properti  invesfasi  diperoleh  dari  transaksi  non

pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan
nilai wajar pada tanggal perolehan.

22.  Biaya   perolehan   dari   properti   investasi   yang   dibeli
meliputi   harga  pembelian   dan   semua  pengeluaran  yang  dapat
diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan
secara langsung antara lain  biaya jasa  hukum,  pajak,  dan  biaya
transaksi lainnya.

23.  Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas
biaya-biaya di bawah ini:
a)  Biaya  perintisan   (kecuali  biaya-biaya  yang  diperlukan  untuk

membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan) ;
b}  Kerugian   operasional  yang  teljadi  sebelum  properti  investasi

mencapai tin9kat penggunaan yang direncanakan; atau
c)  Pemborosan bahan baku, tenaga kelja atan sumber daya lain yang

teH.adi selama nasa pembangunan atau pengembangan properti
investasi.

24.  Jika  pembayaran  atas  properti  investasi  ditangguhkan,
maka biaya perolehan adalah setara harga tunal. Perbedaan antara.
jumlah tersebut dan pembayaran diarfui sebagal beban bunga selama
periode kredit.

25.  Biaya  perolehan  awal  hak  atas  properti  yang  dikuasai
dengan cara sewa dan di]dasifikasikan sebagai properti investasi yang
dicafat sebagal  sewa pembiayaan,  da]am hal  ini aset diakui  pada
jumlah nana yang lebih rendah antara nilal wajar dan nilal hini dari
pembayaran  sewa  minimum.  Jumlah  yang  setara  diakui  sebagai
liabilitas.

26.  I+emium  yang  dibayarhan   untuk   sewa   diperlakukan
sebagal  bagian  dari  pembayaran  sewa  minimum,  dan  karena  itu
dimasu]ckan  dalam  biaya  perolehan  aset,  tefapi  dikeluarkan  dari
liabilitas.  Jika hak atas properti yang dikuasai  dengan  cara sewa
diklasiffiasikan  sebagai properti invesfasi,  maka hak afas propelfi
tersebut dicatat sebesar nilal wajar dari hak tersebut dan bukan dari
properti yang mendasarinya.

27.  Properti investasi invesfasi munghin diperoleh darn hasil
pertukaran   dengan   aset   moneter   afau   aset  nan-moneter  afau
kombinasi aset moneter dan non- moneter. Nilai perolehan properti
investasi  tersebut  dihitung  dari  nflai  wajar  kecuali  (a)  transaksi
pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai
wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahhan tidak dapat
diukur secara andal.  Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur
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dengan  nilai  wajar,   biaya  perolehannya  diukur  dengan  jumlah
tercatat aset yang diserahkan.

28.  Dalam menentukan suatu transaksi perfukaran memiliki
sub stansi       komersial       atau       tidak,       Pemerintah       Daerah
mempertimban8kan apakah arus kas atan potensi jasa di nasa yang
akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi
tersebut.  Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial
jika:
a)  konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi

jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus  kas
atau potensi jasa afas aset yang diserahkan; atau

b)  nilal ]chusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh
perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut.

c}  selisih antara (a)  atan  {b)  adalah signifihan terhadap nilai wajar
dari aset yang dipertukarkan.
Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki
substansi  komersial,  nilai  khusus  entitas  dari  porsi  (bagian}
operasi     entitaLs     dipengaruhi    oleh     transaksi    yang    akan
menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan
jelas tanpa entifas menyajikan perhitungan yang rinci.

29.  Nilai  wajar  suatu  aset  di  nana  transaksi  pasar  yang
serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
a)  variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk

aset tersebut tidak signifikan; atau
b)  probabilitas  dari  beragam  estimasi  dalam  kisaran  dapat  dinilai

secara rasional dan digunakan dalam. mengestimasi nilai wajar.
Jika  Pemerintah  Daerah  dapat  menentukan  nilai  wajar  secara
andal, balk dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai
wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya
perolehan dari aset yang diterima kecuali jika njlai wajar aset yang
diterima lebih jelas.

30.  Phoperti investasi yang .diperoleh  dari entitas akuntansi
lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan
nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh darn entitas
akuntansi   lainnya   di   luar   entitas   pelaporan,   dinilal   dengan
menggunakan nilai wajar.

PEHGUKURAH SRELAII pERTGAKUAlr AWAI
31.  Properti  investasi  dinilal  dengan  metode  biaya,  yaitu

sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
32.  froperti  invesfasi,   kecuali  tanah,   disusutkan   dengan

metode   penyusutan   sesuai   dengan   kebijakan   akuntansi   yang
mengatur Aset Tetap yang berlaku.

33.  Penilalan kembali atau revaluasi properti investasi pada
umumnya    tidak    diperkenankan    karena    Standar    Akuntan.si
Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan
atau harga pertukaran.
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34.  Revaluasi    afas   properti    investasi    dapat   dilakuhan
berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

35.  Dalam hal proses  revaluasi  dilakukan  secara bertahap,
hasil revaluasi alas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan
keuangan  periode  revaluasi  dilaksanakan,  jika  dan  hanya  jika,
properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

36.  Properti   investasi   direvaluasi   secara   simultan   untuk
menghindari  revaluasi  aset  secara  selektif  dan  pelaporan jumlah
dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya
dan  nilal  {costs  and  I;drztes}  pada  tanggal  yang  berbeda.  Namun,
properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap {ro#z.7'zg ba!sz.s}
asalkan penilaian kembali tersebut diselesaifan dalani walstu singkat
dan nilai revaluasi tctaLp diperbarui.

37.  Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai
wajar  berdasarhan  hasil  revaluasi.  Sefisih  antara  nflai  revaluasi
dengan  nflai  tercatat  properti  invesfasi  diakui  pada  akun  ekuitas
pada  periode  dilakukannya  revaluasi.  Setelah  revaluasi,  properti
investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan.
Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan nasa manfaat atas properti
investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properii investasi
tersebut.

38.  Jika        jumlah         tercatat         properti         investasi
menin8kat/menurun   akibat   revaluasi,   maka   kenalkan   tersebut
diakui sebagal peningkatan/penurunan dalam ekuitas.

39.  Pedoman  nilai  wajar  terbalk  mengacu  pada  harga  kini
dalam pasar ahiif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi
yang  sama  dan  berdasarhan  pada  sewa  dan  kontrak  lain  yang
serupa. Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya perbedaan
dalaln  sifat,  1okasi,  atau  kondisi  properti,  atau  ketentuan  yang
disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan
properti.

40.  Tidak  tersedianya  harga  kini  dalam  pasar  aktif  yang
sejenis seperti yang diuraikan pada paragral 39, Pemerintah Daerah
harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
a)  harga ]ini dalam pasar alstif untuk properti yang memiliki sifat,

kondisi  dan  lokasi  berbeda  (atau  berdasarkan  pada  sewa  stan
kontrak  lain  yang  berbeda),  disesuaikan  untuk  mencerminkan
perbedaan tersebut;

b)  harga tera]chir properti  serupa  dalan pasar yang kurang aktif,
dengan  penyesuaian  untuk  mencerminkan  adanya  perubahan
dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi teriadi pada harga
tersebut, dan

c)  proyeksi anus kas diskontoan berdasarlcan estinasi arus kas di
masa    depan    yang    dapat    diandalkan,    didukung    dengan
syalat/Hausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang
ada dan 0.ika mun8kin} dengan buk±i ekstemal seperii pasar kini
rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama,
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dan  penggunaan  tarif  diskonto  yang  mencerminkan  penilajan
pasar ldni dari ketidalapastian dalam jumlah atau walrfu] arus kas.

41.  Dalam  melakuhan  revaluasi  Pemerintah  Daerah  dapat
menggunakan  penilaian  secara  internal   ataupun  penilai  secara
independen.

pEHyAIIAIT pROpERTI nivESTAsl
42.  Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada

neraca dalam mata uang rupiah.
43.  Hoperti investasi disajikan telpisah dari kelompok aset

tetap dan aset lainnya.
44.  Karena   sifat   dari   pen8ldasifikasian   properti  investasi

adalah  untuk  memperoleh  pendapatan  sewa  atan  kenalkan  nilal,
Pemerintah Daerah dapat saja memfli]d niat untuk menjual apabila
kenaikan    nilai    atas    properti    investasi    menguntun9kan    dan
Pemerintah  Daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di
nasa    mendatang.    Pen9klasifikasian    properti    investasi    tidak
mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara
berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

pEHGUHGKAPAlr
45.  Hal-hal yang diun8hapkan sehubungan dengan propelfi

investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
a}  dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nflai tercatat

{ca:rvyi:ng amou:nS.,                                                                                          .
b}  metode penyusutan yang digunakan;
c)  nasa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
d} jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan {agregat dengan

akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
e)  rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir

periode, yang menunjulckan:
1)  penambahan,   pengungkapan   teapisah   untuk  penambahan

yang    dinasilkan    dari    penggabungan    dan    penambahan
pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;

2)  penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
3}  pelepasan;
4)  penyusutan;
5)  alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan

sendiri; dan
6}  perubahan lain,

B   apabila  Pemerintah  Daerah  melakukan  revaluasi  atas  properti
investasi,  nilai wajar dari  properti investasi yang menunjulalra]i
hal-hal sebagal berikut:
1)  uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
2}  dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
3}  tanggal efe]stif penilaian kembali;
4}  nilai tercatat sebelum revaluasi
5) jumlah penyesuaian afas nilai wajar; dan
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6)  nilai tercatat properti invesfasi setelah revaluasi.
g)  apabila  penilaian  dilakukan  secara  bertahap,  mengungkapkan

hasil revaluasi properti investasi;
h)  apabfla pen8klasifikasian atas propefti investasi sulit dilarfukan,

hiteria yang  digunakan  untuk  membedakan  properti  investasi
dengan properti yang digunahan sendiri dan dengan properti yang
dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. ;

i)   metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan
nilal wajar apabila Pemerintah Daerah mela]ankan revaluasi dari
properti invesfasi, yang mencakup pemyataan apakah penentuan
nilai wajar tersebut didukung oleh bulsti pasar atau lebih banyak
berdasarkan  frfuor  lain  fyang  harus  diungkapkan  oleh  entitas
tersebut)  karena  sifat  properti  tersebut  dan  keterbatasan  data
pasar yang dapat diperbandin8kan;

j)   apabila    Pemerintah    Daerah    melakukan    revaluasi    dengan
menggunakan   penilai   independen,   sejauh   nana   kualifikasi
profesional yang relewan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari
penilai;

k) jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
1)  penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
2)  beban     operasi     langsung     {mencakup     perbalkan     dan

pemeliharaan}   yang   timbul   dari   properti   investasi   yang
menghasilkan penghasilan rental se]ama periode tersebut; dan

3)  beban     operasi     langsung     {mencakup     perbaikan     dan
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak
menchasilkan   pendapatan   sewa   menyewa   biasa   selama
periode tersebut.

I)   kewajiban    kontra]rfual    untuk    membefi,    membangun    atau
mengembangkan   properti   investasi   atau    untuk   perbaikan,
pemeliharaan atau penin9katan;

in) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
n)  informasi lain terkait dengan properti investasi.

AIIH GUHA
46.  AHh guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika,

dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan
dengan:
a)  dimulainya   penggunaan   properti   investasi   oleh   Pemerintah

Daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tctap;
b)  dimulainya       pengembangan    properti       investasi     untuk

dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
c)  beralchimya  pemakaian  aset  oleh  entitas  akuntansi  dan/atau

entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti
investasi; dan          `

d)  dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan
menjadi properti' investasi.
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47.  Pemerintah    Daerah    mengalihgunakan    properti    dari
properti  investasi  menjadi  persediaan  dengan  perlakuan  sebagal
berikut:
a)  Pemerintah Daerah mulai mengembangkan properti investasi dan

akan  tetap  menggunakannya  di  nasa  depan  sebagal  properti
investasi,  maka  properti  invesfasi  tersebut  tidak  dialihgunakan
dan tefap diakui sebagal properti;

b)  terdapat   perubahan   penggunaan,   yang   ditunjukkan   dengan
dimulainya  pengembangan  dengan  tujuan  untuk  dijual  maka
Pemerintah Daerah mereklasilkasi aset properti investasi menjadi
persediaan; dan

c)  terdapat   keputusan   untuk   melepas   properti   investasi   tanpa
dikembangkan,  maka Pemerintah  Daerah tetap  memperlakukan
properti     sebagai     properti     investasi     hingga     dihentikan
pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta
tidak memperlakukannya sebagai persediaan.

48.  Pemerintah     Daerah     secara.     teratur     mengevaluasi
pemanfaatan gedung- gedung untuk menentukan apakah memenuhi
syarat  sebagai  properti  investasi.  Jika  pemerintah  memutuskan
untuk menahan  bangunan  tersebut untuk kemampuannya  dalam
men9hasflkan  pendapatan  sewa  dan  potensi  kenajkan  nilal  maka
bangunan tersebut di]dasifikasikan sebagai properti investasi pada
permulaari berlakunya sewa.

49.  Alih   guna   antara   properti   invesfasi,   properti   yang
digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat
properti yang  dialihgunakan  serta  tidak  mengubah  biaya  properti
untuk tujuan pengu]fliran dan pengun9kapan.

50.  Alih  guna  aset  properti  investasi  menggunakan  nilai
tercatat pada saat dilakukannya alih guna.

pELEPAsan
51.  Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:

a)  pelepasan; atau
b)  ketika  properti  investasi  tersebut  tidak  digunakan  lagi  secara

permanen; atau
c)  tidak  memilihi  manfaat  ekonomi  di  masa  depan  yang  dapat

diharapkan pada saat pelepasan.
52.  Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara

dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuarmya.
53.  Pemerintah Daerah daerah mengakui biaya penggantian

untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah
tercatat  suatu  aset tersebut  dan jumlah  tercataLt dari  bagian  aset
yang diganti tidak diakui lagi.

54.  Pemerintah      Daerah      dapat     menggunakan      biaya
penggantian  sebagal  indikasi  untuk  menentukan  berapa  jumlah
biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila
jumlah  tercatat  dari  bagian  yang  diganti  tersebut  tidak  dapat
ditentukan secara praktis. .
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55.  Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penchentian
atau pelepasan properti investasi ditentukan dari sefisih antara hasfl
neto  dari  pelepasan  dan jumlah  tercatat  aset,  dan  diakui  dalam
Surplus/Defisit   Non    Operasional-LO    dalam   periode   ten.adinya
penghentian atau pelepasan tersebut.

56.  Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi
pada  awalnya  diakui  sebesar  nilai  wajar.  Jika  pembayaran  atas
properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya
diakui sebesar setara harga tunai. Selisin antaLra jum]ah nominal dari
imbalan  dan  nilai yang setara dengan  harga tunai diakui sebagai
pendapatan bunga.

57.  Pemerintah Daerah mencatat kewajiban yang masih ada
sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.

58.  Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan
dengan  penurunan  nilai,  kehilangan  atau  pengembalian  properti
investasi diakui sebagai surplus/derisit ketika kompensasi tersebut
diakui sebagai piutang.

KETERTTUAnr TRAlrslsl
59.  Pemerintah  Daerah  menerapkan  kebijakan  ini  dengan

men8klasifikasikan  asethya ke  dalan  properti  invesfasi  pada  saat
pertana kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai rrdai
peroleh-ya.

60.  Pemerintah Daerah menerapkali kehijakan akuntansi ini
secara prospekff.
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HH. AKUNTAHSI PERIANJIAH KOAVSESI JASA-PEMBERI KONSESI

pErmflHULUAV
Tujuan

1.    Tujuan    Kebijakari    Akuntansi    ini    adalah    mengatur
akuntansi peljapjian konsesi jasa yang dflakukan oleh Pemerintah
Daerah selaku pemberi konsesi.

Ruang Lingkup
2.    Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini pemerintah Daerah,

menerapkan   kebijakan   akuntansi   ini   untuk   akuntansi   dalarn
pengakuan,   pengukuran,   penyajian,   dan  pengungkapan  laporan
keuangan yang bertujuan umum atas peljanjian konsesi jasa.

3.    Kebijakan     akuntansi    ini     berlaku     untuk    entitas
Pemerintah   Daerah   dalam   menyusun   laporan   keuangan   yang
bertujuan umum.

4.    Peljanjian konsesi jasa dalan ruang lingfup kebijakan ini
adalah  pen.anjian yang melibatkan  mitra untuk menyediakan jasa
publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas mama pemberi
konsesi.

5.    Perianjian di luar ruang lingkup kehijakan akuntansi ini
adalah   peljanjian   yang   tidak   terkait   dengan   penyediaan  jasa
pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik
dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi
(misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).

6.    Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi
bagi mitra konsesi. Pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa
bagi  mitra  konsesi  mengikuti  standar  akuntansi  keuangan  yang
relevan.

DEFrmsl
7.    Berikut   adalah   istflah-isti]ah   yang   digunakan   dalam

Kebij akan Akuntansi dengan pengertiannya:
a)  Peljanjian   konsesi   jasa   adalah   perianjian   mengikat   antara

Pemerintah Daerah sebagai pemberi konsesi dan mitra, dilnana:
1)  mitra  menggunakan  aset  konsesi jasa  untuk  menyediakan

jasa publik atas nana pemberi konsesi selama jangka waktu
tertentu; dan

2)  mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan
publik selama masa pep.anjian konsesi jasa.

b)  Perianjian mengikat adalah pep.anjian yang memberikan hak dan
kewajiban  yang  dapat  dipaksakan  kepada  para  pihak  dalarn
peljanjian,   seperti   dalam   bentuk   kontrak.   Peljanjian   yang
mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak
atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

c)  Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah
Daerah  yang  memberikan  hak  penggunaan  aset  konsesi  jasa
kepada mitra.
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d}  Mitra  adalah  operator  berbentuk  badan  usaha  sebagal  pihak
dalam  peljanjian  konsesi jasa yang menggunakan  aset konsesi
jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya
dilafukan oleh pemberi konsesi.

e}  Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan
jasa publik atas nana pemberi konsesi dalarn suatu pen.anjian
konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
1)  disediakan oleh mitra, yang:

(a}    dibangun, dikemban9kan, atau diperoleh dari pihak lain;
atan

{b}    merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; afau
2)  disediakan oleh pemberi konsesi, yang:

(a)    merupakan aset yang dimilihi oleh pemberi konsesi; atau
(b)    merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

PERTGAKUADT ASET KONSESI dASA
8.    Pemerintah  Daerah  mengakui  aset yang disediakan  oleh

mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan
sebagal aset konsesi jasa apabila:
a)  Pemerintah  Daerah  mengendalikan  atau  mengatur  jenis  jasa

publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik
tersebut diberikan, serta penetapan taritrya; dan

b)  Pemerintah  Daerah  mengendalikan  fyaitu  melalui  kepemilikan,
hak manfaat atau bentuk lain} setiap kepentingan signifihan atas
sisa aset di a]chir masa konsesi.

9.    Kebijakan   akuntansi   ini   diterapkan   pada   aset   yang
digunakan  dalam  peljanjian  konsesi  jasa  selama  seluruh  masa
manfaat (selana umur aset} jika persyaratan dalam paragraf 8 huruf
{a) terpenuhi.

10.  Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu
peljanjian konsesi jasa yang mem±]ife sifat atau fungsi yang sama
dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh lnitra dicatat sebagai
satu jenis  aset tersendiri  dimana  dapat terbentuk  dari  satu  atau
beberapa  jenis   kelompok   aset   sebagainana   dinyatakan   dalam
Kebijakan  Akuntansi  yang  mengatur  Akuntansi  Aset  Tetap  atau
Kebijakan Akuntansi yang mengatur Afuntansi Aset Tak Berwujud.
Sebagal contoh,  suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara
texpisah  dalam  kelompok  aset  tetap  akan  dijelaskan  sebagal  satu
kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan
jalan  sesuai  dengan  pen.anjian  konsesi  jasanya.  Komponen  aset
konsesi jasa tersebut disusut]ran atau diamortisasi secara sistematis
selama umur ekonomi telmis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh
nasa konsesi sesuai peljanjian konsesi jasa.

PEHGUKU~
11.  Pemerintah     Daerah     melakukan    pengukuran     awal

perolehan atas aset konsesi jasa sebesar nilai wajar, kecuali atas aset
konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi.
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12.  Pemerintah  Daerah  melakuhan  reklasifikasi  aset  yang
dipartisipasikannya tersebut  sebagai  aset  konsesi jasa ketika  aset
yang  dimiliki  Pemerintah  Daerah  memenuhi  kondisi  persyarafan
sebagaimana dimaksud paragraf 8 dan paragraf 9.

13.  Reklasifikasi   aset   menjadi   aset   konsesi  jasa   diukur
dengan menggunakan nilai tercatat aset.

14.  Setelah  pengakuan  awal  atau  re]dasifikasi,  perlakuan
akuntansi  atas  aset  konsesi jasa  mengikuti  ketentuan  kehijakan
akuntansi yang mengatur Aset Tefap atau kebijakan akuntansi yang
mengatur Aset Talc Berwujud.

15.  Pada   alchir   nasa   konsesi   jasa,   aset   konsesi   jasa
direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau
fungsi mengikuti ketentuan kehijakan akuntansi yang mengatur Aset
Tetap atan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.
Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset

PEHGAKUAH RE"AIIBAH ATAS ASET KOHSESI dASA
16.  Pemerintah   Daerah   mengakui   kewajiban   pada   saat

mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 8 dan
paragraf9.

17.  Pemerintah Daerah tidak mengakui kewajiban atas aset
konsesi jasa  yang  berasal  dari  reklasifikasi  asetnya  sebagaimana
dinyatakan  dalam  paragral  12,   kecuali  jika  terdapat  tambahan
imbalan yang disediakan oleh mitra.

18.  Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragral 16
pada  awalnya  diukur  sebesar  nilai  yang  sama  dengan  nilai  aset
konsesi  jasa  yaitu  sebesar  nilai  wajar,  disesuaikan  dengan  nilai
imbalan yang dialihkan {misal kas) dari Pemerintah Daerah kepada
mitra, atau sebalikya.

19.  Pengakuan   kewajiban   ditentukan   berdasarkan    sifat
imbalan yang dipertukalkan antara Pemerintah Daerah dan mitra.
Sifat imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mitra
ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian
yang mengikat dan, jika ada, hukum pedanjian yang relevan.

20.  Pemerintah     Daerah     mencatat    kewajiban     lainnya,
komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul
dari  peljanjian  konsesi jasa  belpedoman  pada  standar  akuntansi
mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

21.  Pemerintah  Daerah  mencatat  pendapatan  lainnya  atas
konsesi   jasa   beapedoman   pada   standar   akuntansi   mengenai
pendapatan dari transaksi pertukaran.

PEHGUKURAN KEWA4IBAlr ATAs ASET KOHSEsl dASA
22.  Sebagai   bentuk   pertukaran   ataLs   aset   konsesi  jasa,

Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada mitra atas aset
konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi darn
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a)  pembayaran   kepada  mitra  atau   skema  kewajiban  keuangan
{f i;ranrial tick{Itky Trode@.,

b)  pemberian hak usaha kepada mitra {gmanf of tz n.ghf fo the opertztor
moc!eo , misalnya:
1}  pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan

dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atan
2)  pemberian hak kepada mitra untuk menggunalrali aset selain

aset  konsesi jasa  guna  memperoleh  pendapatan,  misalnya
pengelolaan fasflitas parldr berbayar yang berdekatan dengan
fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan
lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya
yang  tidak  berhubungan  dengan  penyelenggaraan jaringan
jalan tol atau jasa layanan pub]ik.

23.  Pemerintah Daerah memilihi tanggungan kewajiban tanpa
syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin
untuk membayar kepada mitra terhadap:
a) jumlah tertentu afau dapat ditentukan; atau
b)  kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para

pengguna jasa  layanan  publik  dan julnlah  tertentu  atau  yang
dapat ditentukan sebagainana dimaksud dalam paragraf 22 huruf
a, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya
kepastian  dari  mitra bahwa  aset  konsesi jasa  telah  memenuhi
persyaratan kualifas atau kuantitas atau erisiensi tertentu.

24.  Periakuan    atas    kewajiban    keuangan    yang    diakui
sebagaimana   paragraf   16   berpedoman   pada   standar  akuntansi
mengenal instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur
dalan kebijakan ini.

25.  Pemerintah Daerah mengalokasikan pembayaran kepada
mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi
pembayaran sebagal:
a)   pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagalmana

dimaksud paragraf 16;
b)  bagian tagihan atas hiaya keuangan; dan
c)  bagian  tagihari  afas  ketersediaan  jasa  pelayanan  publik  oleh

nlitra.
26.  Bagian untuk tagihan atas biaya keuangari sebagaimana

dimaksud paragraf 25 huruf b dan bagian tagihan atas ketersediaan
jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 25
huruf c sesuai maksud peljanjian konsesi jasa, diakui sebagal beban.

27.  Komponen   ketersediaan  jasa   pelayanan   publik   atas
pembayaran  darn  Pemerintah  Daerah  kepada  lnitra  dialckasikan
dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan
ketersediaan  jasa  pelayanan  pub]ik  ketika  komponen  aset  dan
komponen  ketersediaan jasa  pelayanan  pub]ik yang  diatur  dalam
peljanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah.

28.  Komponen   ketersediaan  jasa   pelayanan   publik   atas
pembayaran   dari   Pemerintah   Daerah   kepada   mitra   ditentukan
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jasa pelayanan publ±k tidak dapat diidentifikasi secara terpisah.
29.  Pemerintah   Daerah   mencatat   pengakuan   kewajiban

sesuai    dengan   paragraf    16    sebagai   bagian    tangguhan    dari
pendapatan yang tinbul darn pertukaran aset antara pemberi konsesi
dan mitra dalam hal Pemerintah Daerah tidak merniliki tanggungan
kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau  aset keuangan
lain      kepada      mitra      sehubungan      dengan      pembangu`riari`,
pengembangan, perolehan, atau penin8katan aset konsesi jasa, dan   +-inemberikan  hak kepada mitra untuk memungut -pendapatan  dari`

pihak ke'tiga atas penggunaan aset kons~esi jasa atau pengelo~laan aset
selain aset konsesijasa. ~ ~`

dengan es~timasi ketifa komponen aset dan koraponen ketersediaan

30.  Pemerintah  --_Daerah      mengakui     p?ndapatan      dan
me-ngurangi    kerij.iban `  {pendapatan    tan§guhan}     sebagainana ~-
dimaksud    paragraf   29    berdasarkan    substansi    ekonomi    dari
peljanjianfrohsesijasa.

31.  Pemerintah   Paerah   memb,?`rikan   kompensasi.` kepada~
mitra atas aset k6nsesi jasa din ketersediaan jasa pelayanan pubfik,
berupa Pemberian hak unttik memungu_I pendapatan dari pen~gguna
aserkonsesi jasa atau--`mengelola aset selain aset konsesi jasa. gun,a
memperolehpendapatan.

32L. `Transaksi   sebagaimana   dimaksud   pada   paragraf  31T
merupakin transaksi peftukaran yang menimbulha pendapafan.  _

33,r Pamerintah   Daerah   memberikan   h.ak   kepada_ qutra
_ berlaku  seiina  masa~konsesi,   Pemerintah  Daerali  tidak  secara

langsung   mengaku_i   pendapatan   dari   pertukaran   sebagaimana
dimaksud pada paragraf 31 dan paragraf 32 .

34_.  Pemerintah  Daerah  meieakui  bagian  atas  pendapatan   `
yang  belum  terealisasi, atau  yang  masih  ditangguhkan  sebagal ~
kewajiban.

35.  Pendapatan ~diakui berdasarkan substansi ekonomi dari-`
peljanjian  koinsesi`` jasa,+  dan  mengurangi  kewajiban  pendapatan-~ tanggrhan.

36.  Pemberiri hak usaha kepada mitr_a yang meninbulkan
~ pem~bayaran-dari  Pemeriritah  Daerah  kepada  mitra  sehubung`an

pemakaian  aset  konsesi jasa  yang jasa.ptiblihaya  dinikmati  oleh
pihak  ketiga  atau  masyarakat,  pembayaran` terseiint  merupakan -
transaksi inbal batik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi

Jra

jasa  dan  buhan  berkaltan  dengan  perolehan--aset  konses_i  jasa
atau-pun pengurang nilal kewajiban pendapatan tangguITan.

37.  Pemerintah     Daerah     memberikan     imbalan     berupa
_I pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa pub]jk darn   -

pemakaian  aset  konsesi  jasa,   dan  p+embayaran  tersebut  diariu-i
sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran  {LRA)  dan beban
pada Laporan Operasional {LO).
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MEMBAGI KEWA-IBA)I
38.   Perjanjian    konsesi   jasa    dapat    dilakukan    dengan

menggunakan dua skema balk skema kewajiban keuangan mau-Pun
skema  pemberian  hak  usaha  kepada  mitra  sekaligus  dalam -satu
pep.anjian konsesi jasa.

39.  Peljanjian konsesi jasa sebagainana diatur pada paragraf
38,   Pemerintah   Daerah   membayar   atas   biaya   pembangunan,
perolehan, atau penin8katan aset konsesi jasa dan sebagian melalui
skema pemberian hak usaha kepada Initra.

40.  Pengakuan     kewajiban     yang     timbul     sebagainana
dimaksud paragraf 22 _diperlakukan secara terpisah untuk masing- __
masing skema.

41.  Nilal   awal   pengakuan   untuk   keseluruhan   kewajiban
tersebut   adalah   sama   dengan  jumlah   kewajiban   yang   diukur
sebagainana dimaksud paragraf 2 3 sampai dengan paragraf 36.

PEHYAIEN
42.  Pemerintah Daerah menyajikan informasi sesuai dengan

pengaturan  pada  kehijakan  akuntansi  yang  mengatur  penyajian
laporan keuangan.

PEHGtINGKAPAN
43.  Hal-hal  yang   perlu   diun8kapkan   Pemerintah   Daerah

dalaln   Catatan   atas   Laporan   Keuangali   {CaLK)   terkait   dengan
peljanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan antara lain:
a)`  kebijakan akuntansi yang penting terkait dengan. konsesi jasa;
b}  deskripsi peljanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan

sehubungan   peljanjian   konsesi   jasa   untuk   masing-masing
peljanjian konsesi jasa baik secara individual, kdompok, maupun
gabungan;

c)  ketentuan  yang  signifikan  dalam  peljanjian  konsesi jasa  yang
dapat  memengaruhi  jumlah   atau   nilai,   periode  waktu,   dan
kepastian  aliran  kas  di  masa  depan  (misalnya  masa  konsesi,
tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan da5ar penentuan ulang
harga/tarif atau negosiasi ulang) ;

d)  sifat dan tingkat (ndsalnya kuantifas, jangka waktu,  atau nflai)
dari:

1 ) hak untuk menggunakan as~et yang ditentukan;
2) hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang

ditentukan dalam pelaksanaan peljanjian konsesi jasa;
3) nilal buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal

laporan keuangan, termasuk aset mflik pemberi konsesi yang
direklasifikasi sebagal aset konsesi jasa;

4) hak  untuk  menerima  aset yang ditentuhan  di  akhir inasa
peljanjian konsesi jasa;

5) opsi   pembaharuan   atau   perpanjangan   dan   pen9hentian
operasi konsesi jasa;
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6)ketentuan   hak   dan   tanggung  jawab   lainnya,   misainya
perbaikan    besar   komponen    utama   aset   konsesi   jasa
(overhaul) ; dan

7) ketentuan  pemberian  izin  atau  akses  bagi  mitra  terhadap
aset  konsesi jasa  atau  aset  selain  aset  konsesi jasa  guna
memperoleh pendapatan.

e)  perubahan   dalam  perianjian   konsesi  jasa  yang  teljadi  pada
periode laporan keuangan tahun berialan.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MASUD

Salinan sesuai dengan aslinya
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